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bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 3 ayat (3 
Pera turan Daerab Nomor 5 T a b u n 2016 tentang 
Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerab sebagaimana 
telab beberapa ka l i d iubab terakbir dengan Pe ra lu ran Daera l i 
Nomor 5 T a b u n 2025 tentang Perubaban Kedua Atas 
Pera turan Daerab Nomor 5 T a b u n 2016 tentang 
Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerab, per lu 
menetapkan Peraturan Wal i Kota tentang Kedudukan , 
S u s u n a n Organisasi , Tugas D a n Fungs i , Ser ta T a t a Ker ja 
Perangkat Daerab; 

i 

1. Paseil 18 ayat (6) Undaing-Undaing Dasa r Negara Republ ik 
Indonesia T a b u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a b u n 1959 tentang 
Pembentukan Daerab-Dsierab T ingkat 11 di Su lawes i 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a b u n 1954 
Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a b u n 2014 tentan;; 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negeu'a Republ ik 
Indonesia T a b u n 2014 Ncmor 244, Tambaban Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 
telab d iubab beberapa l ia l i terakbir dengan Undang-
Undang Nomor 6 T a b u n 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintab Pengganti Undang - U n d a n ; 
Nomor 2 T a b u n 2022 tentang Cipta Ker ja menjadi U n d a n ; 
Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a b u n 2023 Nomor 4 1 , Tambaban Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

4. Pera turan Pemerintab Nomor 18 T a b u n 2:016 t e n t a n ; 
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telaJi 
d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 72 
Taihun 2019 tentaing Perubahan Atas Peraturap 
Pemerintab Nomor 18 T a b u n 2016 tentang Perangkait 
Daerab (Lembaran Negera Republ ik Indonesip 
T a b u n 2019 Nomor 187, Tambaban Lemt iaran Negarb 
Republ ik Indonesia Nomoir 6402) ; 
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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

WALI KOTA GORONTALO 
PROVINSI GORONTALO | 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 30 TAHUN 2025 

TENTANG 

KERJA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, | 
| 
| 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerak 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, peri 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 5. 
Perangkat Daerah, 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822), 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undan 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undan 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856), 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar: 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran  Negera Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402),
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5. Pera turan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 
Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerab (Lembarari 
Daerab T a b u n 2016 Nomor 5, Tambaban Lembaran 
Daerab Nomor 191) sebagaimana telab beberapa k a l i 
d iubab terakbir dengan Peraturan Daerab Nomor 5 
T a b u n 2025 tentang Perubaban Kedua Atas Pera turan 
Daerab Nomor 5 T a b u n 2016 tentang Pembentukan dan 
S u s u n a n Perangkat Daerab (Lembarj in Daerah 
T a b u n 2025 Nomor 5, Tambaban Lembeiran Daera l i 
Nomor 261) ; 

M E M U T U S K A N : 

P E R A T U R A N WAL I KOTA T E N T A N G K E D U D U K A N , SUSUNAN 
ORGANISAS I , T U G A S DAN l^UNGSl, S E R T A TATA K E R J A 
P E R A N G K A T D A E R A H . 

B A B 1 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 
Da l am Pera turan Wal i Kota in i yang d imaksud dengan: 
1. Perangkat Daerab adalab u n s u r pembantu V/ali Kota dab 

Dewan Perwaki lan Rakya t Daerab da lam penyelenggaraan 
U r u s a n Pemer intaban yang menjadi kewenangan Daerab 

2. J a b a t a n Fungs iona l adalab sekelompok J a b a t a n yang 
beris i fungsi dan tugas berkai tan dengan pe layanan 
fungsional yang berdasarkan pada keiablian dap 
keterampi lan tertentu. 

3 . Kelompok J a b a t a n Fungsi onal adalab b impunan jabatab 
fungsional keabl ian dan/a tau j aba tan fungsional 
keterampi lan yang mempunya i fungsi dan juga berka i tan 
erat sa tu sama la in da lam me laksanakan salab sa tu tuga^ 
pemerintaban. 

4. J a b a t a n Fungs iona l adalab j aba tan yang t idak secarb 
tegas d isebutkan da lam s t ruk tu r organisasi yang 
tugasnya me laksanakan fungsi non manajer ia l ba ik tekni^ 
m a u p u n fasilitatif. 

5. Daerab adalab Kota Gorontalo. 
6. Pemerintaban Daerab adalab Penyelenggaraan u r u s a b 

pemerintaban oleb pemerintab Daerab dan D E W A N 
P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan pr insip otonomi se luas-
l u a s n y a da lam sistem dan pr insip Negara Kesa tuan 
Republ ik Indonesia sebagaimana dimalcsud da lam 
Undang-Undang Dasar Ne gara Republ ik Indonesia T a b u p 
1945. 

7. Pemerintab Daerah adalab Wal i Kota sebagai unsub 
penyelenggara Pemerintaban Daerab yanj^ memimpin 
pe laksanaan u r u s a n ]3emerintaban yang menjadi 
kewenangan Daerab otonom. 

8. Wal i Kota adalab Wal i Kota Gorontalo. 

Menetapkari 
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2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar 

Daerah Nomor 191) sebagaimana telah beberapa k 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 261), | 

MEMUTUSKAN: | 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pen: yelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan 
fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional 
keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan 
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu ARA 
pemerintahan. 
Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara 
tegas disebutkan dalarn struktur organisasi yang 
tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik tekni 
maupun fasilitatif. | 
Daerah adalah Kota Gorontalo. | 
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan PA! 

pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan cengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 
Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.



- 3 -

I I 
K E D U D U K A N , T U G A S , FUNGiSI DAN SUSUNAN PERANGKAT 

D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas , dan Fungs i 

Pasa l 2 
Perangkat Daerah berada di bawab dan bertanggung] awap 
kepada Wal i Kota mela lui Sekretar is Daerab. 

Pasa l 3 
Perangkat Daerab mempunya i tugas menyelenggarakan 
u r u s a n di bidang Pemerintaban Daerab untu]< membantu 
Wal i Kota dsdam menyelenggarakan Pemerintabi in Daerab. 

Pasa l 4 
Perangkat Daerab da lam me laksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 3, menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan , penetapan, dan pe laksanaan kebi jakan 

di bidang politik dan pemer intahan u m u m , otonomi 
Daerah, pembinaan admin is t ras i kewi layahan, 
pembinaan u r u s a n pemerintahan dan pembangunan 
Daerah, pembinaan keuangan Daerah sesua i dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. pengoordinasian pe laksanaan tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan admin is t ras i kepada s i j luruh u n s u r 
organisasi perangkat Daerab; 

c. pengelolaem barang mi l ik a t au kekayaan Daerab yan i ; 
menjadi tanggung j awab Daerab; 

d. pengawasan atas pe laksanaan tugas di l ingkungan 
perangkat Daerab; 

e. pe laksanaan bimbingan teknis dan superv is i a tas 
pe laksanaan u r u s a n di Di ierab; 

f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan u m u m , 
fasi l i tasi , eva luas i dan pelaporan atas penyelenggaraan 
Pemerintaban Daerab sesua i dengan ketentuan pera turan 
perundang-undangan; dan 

g. pe laksanaan dukungan y ang bersifat substant i f kepada 
se lurub u n s u r organisasi di l ingkungan pemerintaJi 
Daerab. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Per angkat Daerab 

Pasa l 5 
S u s u n a n Perangkat Daerab ti^rdiri a tas : 
a . sekretariat Daerab; 
b. inspektorat Daerah ; 
c. sekretariat dewan perwaki lan rakyat Daerah; 
d. d inas pendidikan dan kebudayaan; 
e. d inas kesehatan; 
f. d inas par iwisata , kepemudaan dan olahraga; 
g. d inas ke tabanan pangjm, pertanian, ke lautan d a i 

per ikanan; 
b. d inas l ingkungan bidup; 

2 Hu 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN PERANGKAT 

DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 2 

Perangkat Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 
Perangkat Daerah mempunyai tugas menyelenggarak 
urusan di bidang Pemerintahan Daerah untuk membantu 
Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 4 

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi 
Daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, 
pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan 
Daerah, pembinaan keuangan Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 
organisasi perangkat Daerah, 

Cc. pengelolaan barang milik atau kekayaan Daerah yang 
menjadi tanggung jawab Daerah, 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunga 
perangkat Daerah, | 

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ata 
pelaksanaan urusan di Daerah, 

f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, 
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan 

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan pemerintah 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Perangkat Daerah 

Pasal 5 
Susunan Perangkat Daerah terdiri atas: 

sekretariat Daerah, 

inspektorat Daerah, | 
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, | 

dinas pendidikan dan kebudayaan, 
dinas kesehatan, 

dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga, 
dinas ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan 
perikanan, 
dinas lingkungan hidup, b
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i . d inas pengendalian penduduk, ke luarga bereneana, 
pemberdayaan perempuan dan perl indungan anak ; 

j . s a tuan polisi pamong praja; 
k. d inas sosial dan pemberdtiyaan masyarakat ; 
1. d inas tenaga ker ja, koperasi dan u s a b a keeil menengab; 
m. d inas perdagangan dan per industr ian; 
n . d inas komun ikas i in format ika dan persandian; 
o. d inas penanaman modal dan pelayanan terpadu satt i 

p in tu ; 
p. d inas pekerjaan u m u m dan penataan ruang ; 
q. d inas perumaban dan kav/asan permukiman; 
r. d inas kependudukan dan peneatatan sipi l ; 
s. d inas kearsipem dan perpustakaan; 
t. d inas perbubungan; 
u . badan pereneanaan, pembangunan, riset dan inovasi 

Daerab; 
V. badan keuangam dan aset Daerab; 
w. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manus i a ; 
X . badan kesa tuan bangsa dan politik; 
y . badan penanggulangan beneana Daerab; 
z. badan pendapatan Daera l i ; dan 
aa . keeamatan. 

B ^ B 111 
S E K R E T A R I A T D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas , dan Fungs i 

Pasa l 6 
(1) Sekretar iat Daerab berkedudukan dibawab daiji 

bertanggung j awab kepada Wal i Kota. 
(2) Sekretar iat Daerab dipimpin oleb seorang Sekretar i^ 

Daerab dan bertanggung j awab kepada Wal i Kota. 

Pasa l 7 
Sekretar iat Daerab sebagaimana d imaksud deJam Pasa l 6 
mempunya i tugas membantu Wal i Kota da lam penyusunan 
kebi jakan dan pengoordinasian admin is t ra tif terbada]) 
pe laksanaan tugas perang]<at Daerab serta pelayanap 
administrat i f . 

Pasa l 8 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 7, Sekretar iat Daerab menyelenggarakan Jungsi: 
a . me l akukan pe rumusan kebi jakan teknis piemerintabab 

dan kesejabteraan rakyat , perekonomian dan 
pembangunan, dan admin is t ras i u m u m cian apara tur 
berdasarkan peraturan perundang-undangairi; 

b. mereneanakan penyelenggaraan pemerintaban dab 
pembangunan di Daereib seeara berkes inambungan 
u n t u k peningkatan kesejabteraan rakyat ; 

c. mengorganisir kegiatan perangkat Daerab melaluji 
koordinasi u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

Un 
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dinas pengendalian perduduk, keluarga berencana, 
pemberdayaan perempuar: dan perlindungan anak, 
satuan polisi pamong praja, 
dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, 
dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, | 

. dinas perdagangan dan perindustrian, 
dinas komunikasi informatika dan persandian, 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu, 

B
a
t
a
 

p. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, 
g. dinas perumahan dan kawasan permukiman, 
r. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, 

s. dinas kearsipan dan perpustakaan, | 
t. dinas perhubungan, | 
u. badan perencanaan, perabangunan, riset dan inovasi 

Daerah: 

v. badan keuangan dan aset Daerah, | 
w. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia, 

x. badan kesatuan bangsa dan politik, 

badan penanggulangan bencana Daerah, 
badan pendapatan Daerah, dan 

aa. kecamatan. 

N
 

BAB III 
SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
| 

Pasal 6 | 
(1) Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota. | 
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretarih 

Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. 

Pasal 7 

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhaday 
pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 7, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. melakukan perumusan kebijakan teknis pemerintaha 

dan kesejahteraan rakyat, perekonomian da 
pembangunan, dan administrasi umum dan aparat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

b. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di Daerah secara berkesinambungan 
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, 

c. mengorganisir kegiatan perangkat Daerah melalui 
koordinasi untuk tertibnya pelaksanaan tugas,



d. mengarahkan pe laksanaan tugas pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat , perekonomian dan pembangunan, 
serta admin is t ras i u m u m dan aparatur u n t u k ke lanearan 
penyelenggaraan tugas pemerintaban; 

e. membina hubungan ker ja dengan perangkat Daerab dan 
u n i t pe laksana l a innya yang t idak tercakup dalam tugas 
perangkat Daerab u n t u k peningkatan k iner ja uni t ; 

f. mengendal ikan pe laksanaan tugas pemerintaban dan 
kesejabteraan rakyat , perekonomian dan pembangunan, 
serta admin is t ras i u m u m dan aparatur u n t u k 
terwujudnya efektivitas dan efrsiensi pe laksanaan tugas; 

g. mengonsul tas ikan pelaksianaan tugas un i t dengan Wal i 
Kota u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

b. mengevaluasi bas i l pe laksanaan tugas un i t mela lu i 
rapat/pertemuan u n t u k peningkatan kiner ja ; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan ins tans i 
terkait ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k penyatuan 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawat ian sesua i 
bidangnya u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugsis; dan 

k. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas sec;ara berka la 
sebagai baban evaluasi . 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Perangkat Daerab 

Pasa l 9 
S u s u n a n Perangkat Daerab Sekretar iat Daerab terdir i a tas : 
a . As isten Pemer intaban dan Kesejabteraan Rakyat : 

1. Bag ian Pemerintaban; 
2. Bag ian Kesejabteraan Rakyat ; dan 
3. Bag ian H u k u m . 

b. As isten Perekonomian dan Pembangunan: 
1. Bag ian Perekonomian dan Sumber Daya A lam; 
2. Bag ian Admin is t ras i Pembangunan; dan 
3. Bag ian Pengadaan B a i ang dan J a s a . 

c. As is ten Admin is t ras i U m u m 
1. Bag ian U m u m ; 
2. Bag ian Organisasi ; dan 
3. Bag ian Protokol dan Komun ikas i P impinan. 

Bag ian Ketiga 
As isten Pemer intahan clan Kesejahteraan Rakyat 

Pasa l 10 
As isten Pemerintaban dan Kesejabteraan Rakya t mempunya i 
tugas membantu Sekretar is Daerab da lam penyusunan 
kebi jakan Daerab di bidang pemerintaban dan b u k u m , 
pengoordinasian penyusunan kebi jakan Daertib di bidang 
kesejabteraan rakyat . 

| un 
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mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat, perekonomian dan pembangunan, 
serta administrasi umum dan aparatur untuk kelancaran 
penyelenggaraan tugas pemerintahan, 
membina hubungan kerja dengan perangkat Daerah dan 
unit pelaksana lainnya yang tidak tercakup dalam tugas 
perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja unit, | 
mengendalikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, 
serta administrasi umum dan aparatur untuk 
terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, 
mengonsultasikan pelaksanaan tugas unit dengan Wali 
Kota untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 
mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas unit melalui 
rapat/pertemuan untuk peningkatan kinerja, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi 
terkait baik lisan maupun tertulis untuk penyatuan 
pendapat: | 
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
bidangnya untuk tertibnya pelaksanaan tugas, dan | 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berknig 
sebagai bahan evaluasi. 

Bagian Kedua 
Susunan Perangkat Daerah 

Pasal 9 

Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah terdiri atas: 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: | 

1. Bagian Pemerintahan, | 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan | 
3. Bagian Hukum. | 
Asisten Perekonomian dar Pembangunan: | 
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, | 
2. Bagian Administrasi Pembangunan, dan | 
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 
Asisten Administrasi Umum 
1. Bagian Umum, 
2. Bagian Organisasi, dan 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 

Bagian Ketiga 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 10 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusun 
kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, 
pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidan 
kesejahteraan rakyat.



Pasa l 11 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 10, As isten Pemerintaban dan Kesejabteraan R a k y a : 
menyelenggarakan fungsi: 
a . p enyusunan keb i jakan Daerab di bidang pemerintaban 

dan b u k u m ; 
b. pengoordinasian penyusunan keb i jakan Daei-ab di bidang 

kesejabteraan rakyat ; 
e. pengoordinasian pe laksanaan tugas dar i perangkat 

Daerab di bidang pemerintaban, b u k u m , dan 
kesejabteraan rakyat ; 

d. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan Daera l i 
di bidang pemer intahan dan h u k u m ; 

e. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan Daera l i 
terksiit peneapaian tu juan kebi jakan, dampak dan fakto * 
yang mempengaruhi pencapaiian tu juan Icebijakan di 
bidang kesejahteraan rakyat ; 

f. penyiapan pe laksanaan pembinaan admin is t ras i 
pemerintaban dan pemhiangunan ser ta sumber daya 
aparatur di bidang pemerintaban b u k u m , dan 
kesejabteraan rakyat ; 

g. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh sekretariu 
Daerab di bidang piemerintaban, b u k u m , dan 
kesejabteraan rakyat yang berkai tan dengan tugasnya; 

b. mengevaluasi pe laksanaen tugas un i t seeara berka la 
u n t u k mengetahui perkembangannya; 

i . mengonsul tas ikan pelaksEinaan tugas dengan a tasan baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; dan 

j . mengoordinasikan pelaks£maan tugas dengan un i t terkait 
mela lui rapat/ pertemuan u n t u k penyatuan pendapat. 

ParsLgraf 1 
Bag ian Pemerintaban 

Pasa l 12 
Bag ian Pemerintaban terdiri £itas: 
a. kepa la bagian; dan 
b. kelompok j aba tan fungsional. 

Pa&al 13 
Kepala bagian pemerintaban sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 12 b u r u f a me l aksanakan tugas penyiapan pe rumusan 
kebi jakan Daerab, pengoordinasian perumus£in kebi jakan 
Daerab, pengoordinasian f ie laksanaan tugas perangkat 
Daerab, pemantauan dan evaluas i pe laksanaan kebi jakan 
Daerab, pe laksanaan pembinaan admin is t ras i di bidang 
admin is t ras i pemerintaban, admin is t ras i kewi layaban, 
per tanaban dan ker ja s a m a dan otonomi Daera l i . 

Pas;al 14 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud da lam 
Pasa l 13, kepala bagian Pemerintaban menyelenggarakan 
fungsi: 
a . penyiapan bab£in pe rumusan keb i jakan Daerab di bidang 

admin is t ras i pemerintaban, admin is t ras i kewi layaban 
dan ker ja s a m a dan otonomi Daerab; 
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Pasal 11 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 10, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahari 

dan hukum, 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang 
kesejahteraan rakyat, 

Cc. pengoordinasian pelaksanaan tugas dari perangkai 
Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan 
kesejahteraan rakyat, | 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ii 
di bidang pemerintahan dan hukum, 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak dan faktoi 
yang mempengaruhi pericapaian tujuan kebijakan di 
bidang kesejahteraan rakyat, | 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya 
aparatur di bidang pemerintahan hukum, dan 
kesejahteraan rakyat, 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris 
Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dar 

kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya, | 
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas unit secara berkala 

untuk mengetahui perkembangannya, 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh perunjuk lebih 
lanjut, dan | 

melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat. 

Paragraf 1 | 
Bagian Pemerintahan 

Pasal 12 
Bagian Pemerintahan terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok jabatan fungsional. 

Pasal 13 
Kepala bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud alas 
pasal 12 huruf a melaksanakan tugas penyiapan perumusar 
kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, 

pertanahan dan kerja sama dan otonomi Daerah. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, kepala bagian Pemerintahan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahar 
dan kerja sama dan otonomi Daerah,



I 

b. penyiapan baban pengoordinasian pe rumusan kebi jakan 
Daerab di bidang admin is t ras i pemerintaban, 
admin is t ras i kewi layaban dan ker ja s a m a dan otonomi 
Daerab; 

e. penydapan baban pengoordinasan pelaksEinaan tugas 
perangkat Daerab di bidang admin is t ras i p(;merintaban, 
admin is t ras i kewi layabam dan ker jasama dan otonomi 
Daerab; 

d. me l akukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
u r u s a n pertanaban; 

e. penyiapan baban pemantauan dan eva luas i pe laksanaan 
kebi jakan Daerab di bidang admin is t ras i piimerintabsm, 
admin is t ras i kewi layaban dan ker ja s ama dan otonomi 
Daerab; dan 

f. penyiapan baban pe laksanaan pembinaan admin is t ras i di 
bidang admin is t ras i pemerintaban, admin is t ras i 
kewi layaban dan ker ja s a m a dan otonomi Daerab. 

Para.graf 2 
Bag ian Kesejabteraan Rakyat ; 

Pasa l 15 
Bag ian kesejabteraan rakyat terdir i a tas : 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 16 
Kepa la bagian kesejabteraan rakyat sebagaimajia d imaksud 
da lam Pasa l 15 b u r u f a mis laksanakan tugas penyiapan, 
pengoordinasian pe rumusan kebi jakan Daerab, 
pengoordinasan pe laksanaan tugas perangkat Daerab, 
pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan Daerab di 
bidang keagamaan, kesejabt( ;raan sosial dan kesejabteraan 
masyarakat . 

Pasa l 17 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 16, kepala ba§;ian kesejabteraan rakya t 
menyelenggarakan fungsi: 
a . penyiapan baban pengoordinasian pe rumusan kebi jakan 

Daerab di bidang keagamaan, kesejabteraan masyarakat ; 
b. penyiapan baban pengoordinasian pe laks i inaan tugas 

perangkat Daerab di bidang keagamaan, kesejabteraan 
sosial dan kesejabteraan masyarakat ; 

e. penyiapan baban pemantauan dan eva luas i pe laksanaan 
kebi jakan Daerab terkait peneapaian tu juan kebi jakan 
dan faktor yang mempengarubi peneapaian tu juan 
kebi jakan di bidang keagamaan, kesejabteraan sosia l dan 
kesejabteraan masyarakat ; 

d. pe laksanaan fungsi la in yang diber ikan oleb as is ten 
pemerintaban dan kesejabteraan rakyat yang berka i tan 
dengan tugasnya; 

e. m e n y u s u n rencana kegiatan pembinaan dgin pe layanan 
kesejabteraan rakyat den budaya sesuai. k ebu tuhan 
u n t u k menjadi program uni t ; 
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b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
Daerah di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan Sena 
Daerah, 

c. penyiapan bahan pengoordinasan pelaksanaan tugas 
perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayaham dan kerjasama dan otonomi 
Daerah: 

d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
urusan pertanahan, 

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelakesnaa 
kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi 
Daerah, dan 

f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di 
bidang administrasi pemerintahan, administrasi 

kewilayahan dan kerja sarna dan otonomi Daerah. | 

Paragraf 2 
Bagian Kesejahteraan Rakyat, 

Pasal 15 
Bagian kesejahteraan rakyat terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 16 
Kepala bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf a melaksanakan tugas penyiapan, 

pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16, kepala bagian kesejahteraan rakyat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan masyarakat, 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tuga 

perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraar 
sosial dan kesejahteraan masyarakat, | 

Cc. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tuju 
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial da 
kesejahteraan masyarakat: 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan 
dengan tugasnya, | 

e. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pelayanan 
kesejahteraan rakyat dan budaya sesuai kebutuhan 
untuk menjadi program unit, |
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f. mengorganisir pelaksanaeun tugas un i t sesuEii mekanismje 
ker ja u n t u k ke lanearan tugas; 

g. mengendal ikan pelaksanaem tugas un i t seeara terpadji 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

h . mengarahkan pe laksanaan tugas sesua i ketentuan untune 
peningkatan pe layanan ki jsejahteraan rakyat ; 

i . mengonsul tas ikan pe laks imaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleh petunjuk lebiji 
lanjut ; 

j . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala 
kepala bagian mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuap 
pendapat; 

k. mendis t r ibus ikan pe laksanaan tugas kepaida bawahaj i 
sesua i b idangnya u n t u k kielanearan tugas; dan 

1. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seearja 
berka la sebagai bahan eviduasi . 

Paragraf 3 
Bag ian H u k u m 

Pasa l 18 
Bag ian h u k u m terdiri a tas : 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 19 
Kepala bagian h u k u m sebagaimana d imaksud dialam pasa l 1 
h u r u f a mempunya i tugas me l aksanakan penyiapah 
pe rumusan kebi jakan Daerah, pengoordinasian pe rumusan 
kebi jakan Daerah, pengoordinasian pe laks imaan tugas 
perangkat Daerah, pe laksanaan pemaintauan dan eva luas i di 
bidaing perundamg-undangan, ban tuan h u k u m dan 
dokumentas i dan informasi . 

Pasa l 20 
Da lam me laksanakan tugas sebagadmana d imaksud dalaijn 
Pasa l 19, kepala bagian h u k u m menyelenggaralcan fungsi: 
a . penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan Daerah di bidanlg 

perundang-undangan, bamtuan hulinim serta 
dokumentas i dan informa s i ; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusian kebijakaijn 
Daerah di bidang perundang-undamgan, bantuan h u k u m 
serta dokumentas i dan informasi; 

e. penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugajs 
perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, 
ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan informasi; 

d. penyiapan bahan pe laksanaan pemantauan dan evaluaibi 
di bidang perundang-undangan, ban tuan h u k u m sertja 
dokumentas i dan informa s i ; dan 

e. pe laksanaan fungsi l a i r yamg diber ikan oleh asistejn 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitajn 
dengan tugasnya. 
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kerja untuk kelancaran tugas, 
g. mengendalikan pelaksanaan tugas unit secara terpad 

untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 
h. mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan untuk 

peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat, 
i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 

lanjut, 

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bagian melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas, dan 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi. | 

f. mengorganisir pelaksanaan tugas unit sesuai Naa | 

Paragraf 3 
Bagian Hukum 

Pasal 18 
Bagian hukum terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 

b. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 19 | 
Kepala bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumus 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 
bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan 
dokumentasi dan informasi. | 

| 
Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 19, kepala bagian hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum Serta 
dokumentasi dan informasi, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijak 
Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan huku 

serta dokumentasi dan informasi, 

Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, 
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan 
dengan tugasnya. 
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Bag ian Keempat 
As isten Perekonomian dan Pembangunan 

'' Pasa l 2 1 
Asisten perekonomian dan pembangunan mempunya i tuga 
me laksanakan tugas membantu sekretar is Daerab d a l a r i 
penyusunan kebi jakan Daerab dan pengoordinasian 
penyusunan kebi jakan Daerab bidang perekonomian dan 
sumber daya a lam, admin is t ras i pembangunan, pengadaap 
barang dan j a s a . 

Pasa l 22 
Da l am melgtksanakan tugas sebagaimana d imaksud dgdarli 
Pasa l 2 1 , as is ten perekonomiem dan p e m b a n g u n a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . pengoordinasian pen5nisunan keb i jakan Daerab di bidanlg 

perekonomian dan sumber daya a lam, admin is t ras i 
pembangunan, pengadaan barang/jasa; 

b. pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat Daerab di 
bidang perekonomian dan sumber daya alanj , 
admin is t ras i pembangunen, pengadaan barring dan j a s a 

c. p enyusunan kebi jakan Daerab di bidang pierekonomiab 
dan sumber daya a lam, admin is t ras i Pembi ingunan dap 
pengadaan barang dan j a s a ; 

d. pemantauan dan evaluasi pe laksanaan kebij a k a n Daerah 
di bidang perekonomian dan sumber daya alarr., 
admin is t ras i pembangunim dan pengadaeir. barang da i 
j a s a ; dan 

e. pels iksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb sekretarils 
Daerab di bidang perekonomian dan sumbcT daya alarr ,, 
admin is t ras i pembangunan, dan pengadaan barang d a i 
j a s a yang berkai tan dengein tugasnya. 

Paragraf 1 
Bag ian Admin is t ras i Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasa l 23 
Bag ian admin is t ras i perekonomian dan sumbi^r daya alarji 
terdir i a tas : 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 24 
Kepa la bagian admin is t ras i p>erekonomian dan sumber dayja 
a lam sebagaimana d imaksud da lam pasa l 23 b u r u f 
mempunya i tugas me l aksanakan perigoordinasiab 
pe rumusan kebi jakan Daerab, pengoordinasian pe laksanaan 
tugas perangkat Daerab, pemantauan dan eva luas i 
pe laksanaan kebi jakan Daerab di bidang pembinaan bada i 
u s a b a mi l ik Daerab dan t iadan l ayanan u m u m Daerap 
perekonomian, dan sumber daya a lam. 
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Bagian Keempat 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 21 

Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas 
melaksanakan tugas membantu sekretaris Daerah dal 
penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan Daerah bidang perekonomian dan 
sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan 

barang dan jasa. 

Pasal 22 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21, asisten perekonomian dan pembangunan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidan 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi 
pembangunan, pengadaan barang/jasa, 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di 
bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasaj 

Cc. penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian 
dan sumber daya alam, administrasi Pembangunan dan 

pengadaan barang dan jasa, 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 

di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan 
jasa, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris 
Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan 
jasa yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 1 | 
Bagian Administrasi Perekoriomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 23 | 

Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alara 
terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 24 | 
Kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya 
alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf 
mempunyai tugas melaksanakan perigoordinasiat 

perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaa 
tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan badan 
usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah 
perekonomian, dan sumber daya alam. |
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Pasa l 25 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud dalari i 
pasa l 24, kepala bagian admin is t ras i perekcnomian dan 
sumber daya a lam menyelenggarakan fungsi: 
a . penyiapan baban pengoordinasiam pe rumusan kebi jakari 

Daerab di bidang pembinaan badan u s a b a mi l ik Daera l i 
dan badan l ayanan u m u m Daerab, perekonomian dap 
sumber daya a lam; 

b. penyiapan baban pengoordinasian pe laksanaan tugajs 
perangkat Daerab di bidang pembinaan badan u s a b a 
mi l ik Daerab dan bacian l ayanan u m u m Daerap, 
perekonomian dan sumber daya a lam; 

c. penyiapan baban pemantauan dan eva luas i pe laksanaar i 
kebi jakan Daerab terkait peneapaian tu juan kebi jakan 
dan faktor yang mempengarubi peneapaian t u j u a i 
keb i jakan d i bidang pembinaan badan u s a b a mi l ik D a e r a i 
dan badan layanan u m u m Daerab, perekonomian dan 
sumber daya a lam; dan 

d. pe laksanaan fungsi l a in yang diber ikan oleb asisteri 
perekonomian dan pembangunan yang berkai tan dengap 
tugasnya. 

Paragraf 2 
Bag ian Admin is t ras i Pembangunan 

Pasa l 26 
Bag ian admin is t ras i pemban^piaan terdiri a tas : 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 27 
Kepa la bagian admin is t ras i pembangunan sebagaimanri 
d imaksud da lam Pasa l 26 b u r u f a mempunya i tugas 
me laksanakan penyiapan pengoordinasian p e r u m u s a i 
keb i jakan Daerab, pengoordinasian pe laksanaan tugas 
perangkat Daerab, pemantauan dan eva luas i pe laksanaan 
kebi jakan Daerab di bidang penyusunan prograir. 
pengendedian program dan evaluas i dan pelaporan. 

Pasa l 28 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 27 , kepa la bagian admin is t ras i p e m b a n g u n a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . penyiapan baban pengooi-dinasian pe rumusan kebi jakab 

Daerab di bidang penyusunan program, pengendal ia i 
program dan eva luas i dar. pelaporan; 

b. penyiapan baban pengoordinasian pe laksanaan tugals 
perangkat Daerab d i bidang penyusunan prograrp 
pengendalian program dati eva luas i pelaportin; 

e. penyiapan baban pemantauan dan eva luas i pe laksanaab 
keb i jakan Daerab terkait peneapaian tu juan k e b i j a k a i 
dan faktor yang mem]oengarubi peneaptaian t u j u a i 
keb i jakan di bidang penyusunan program, pengendaliap 
program dan eva luas i dan pelaporan; dan 
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Pasal 25 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 24, kepala bagian administrasi perekonomian dan 
sumber daya alam menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasiam perumusan kebijakan 

Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah 
dan badan layanan umum Daerah, perekonomian dan 
sumber daya alam, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha 
milik Daerah dan badan layanan umum Daerah, 
perekonomian dan sumber daya alam, 

Cc. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah 
dan badan layanan umum Daerah, perekonomian dan 
sumber daya alam, dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asiste 
perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

Paragraf 2 
Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 26 
Bagian administrasi pembangunan terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 27 | 
Kepala bagian administrasi pembangunan sebagaimani 
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tug 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusa 
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tuga: 
perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaa 
kebijakan Daerah di bidang penyusunan progr 
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, kepala bagian administrasi pembangunan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian 
program dan evaluasi dan. pelaporan, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat Daerah di bidang penyusunan program 
pengendalian program dan evaluasi pelaporan, 

Cc. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan 
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian 
program dan evaluasi dan. pelaporan, dan 
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d. pe laksanaan fungsi l a in yang diber ikan oleb Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan yang berkai tan dengan 
tugasnya. 

ParELgraf 3 
Bag ian Pengadaan B a r a n g dan Jase i 

Pasa l 29 
Bag ian pengadaan barang dan j a s a terdir i a tas : 
a . kepala bagian; 
b. subbagian pengelolaan, pimgadaan barang dan j a s a ; dan 
e. kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasial 30 
Kepala bagian pengadaan barang dan j a s a sebagaimanri 
d imaksud da lam Pasa l 29 b u r u f a mempunya i tugas 
me laksanakan penyiapan pe rumusan kebijalcan Daerah 
pengoordinasian, pe rumusan kebi jakan Daerah 
pengoordinasian pelaksanaem tugas perangkat Daerah , 
pe laksanaan pemantauan dan eva luas i di bidang pengelolaaii 
pengadaan barang dan j a s a , j iengelolaan layanan pengadaan 
seeara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang dan j a s a . 

Pasa l 3 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 30, kepala bagian pengadaan barang dan j a s a 
menyelenggarakan fungsi; 
a . penyiapan baban pe rumusan kebi jakan Daerab di bidanri 

pengelolaan pengadaan barang dan j a s a , pengelolaan 
layanan pengadaan seeara elektronik, perabinaan dap 
advokasi pengadaan barang dan j a s a ; 

b. penyiapan baban pengoordinasian pe rumusan kebi jakari 
Daerab di bidang pengelolaan pengadaan seeara 
elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan ba ran ; 
dan j a s a ; 

c. penyiapan baban pengoordinasian pelaksianaan tugajs 
perangkat Daerab di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan j a s a , pengelolaan l ayanan pengadaan seeara 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan b a r a n ; 
dan j a s a ; 

d. penyiapan baban pemantauan dan eva luas i pe laksanaar i 
kebi jakan Daerab terkait pengelolaan penga.daan baran ? 
dan j a s a , pengelolaan layanan pengadaan s e c a r i 
elektronik, pembinaan dcin advokasi pengadaan barang 
dan j a s a ; dan 

e. pe laksanaan fungsi l a in yang diber ikan oleb Asisteri 
Perekonomian dan Pembangunan yang berkai tan dengan 
tugasnya. 

Pasa l 32 
Kepala subbagian pengelolaan, pengadaan barang dan jas r i 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 29 b u r u f b mempunya i 
tugas mengelola pengadaan barang dan j a s a berdasarkan 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k terbitnya 
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

Paragraf 3 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 29 

Bagian pengadaan barang dan jasa terdiri atas: 
a. kepala bagian, 
b. subbagian pengelolaan, pengadaan barang dan jasa, dan 
c. kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 30 
Kepala bagian pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaar 
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaa 

barang dan jasa. 

Pasal 31 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, kepala bagian pengadaan barang dan jasa 
menyelenggarakan fungsi, | 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, perabinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan secara 
elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa, 
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat Daerah di bidang pengelolaan Penganaah 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secar 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
dan jasa, 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaar 
kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan baran 
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secar 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
dan jasa, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asiste 
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan denga 
tugasnya. | 

Pasal 32 | 
Kepala subbagian pengelolaan, pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 29 huruf b mempunyai 
tugas mengelola pengadaan barang dan jasa berdasarkan 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk ——
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pe laksanaan program kegiatan pengelolaan pengadaan 
barang dan j a s a . 

Pasa l 33 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 32 , kepala subbagian pengelolaan, pengadaan barang 
dan j a s a menyelengggarakan fungsi: 
a . me laksanakan inventar is paket pengadaan barang/jasa; 
b. me laksanakan riset dan ana l i s i s pasar barar^g/jasa; 
e. m e n y u s u n strategi pengadaan barang/jasa; 
d. me laksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen 

pemil iban peserta; 
e. mengbimpun kebi jakan teknis penyusunan program 

pembangunan Daerab sesua i kebutuban sebagai dasar 
pedoman tugas besertadokumen pendukung l a innya dan 
informasi yang d ibutubkan ; 

f. me laksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog 
elektronik lokal/sektoral ; 

g. membantu pereneanaan. dan pengelolaan kontralc 
pengadaan barang/jasa pijmerintab; dan 

b. memantau dan mengevaluasi pe laksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintab. 

Bag ian Ke l ima 
Asisten Admin is t ras i U m u m 

Pasial 34 
As is ten admin is t ras i u m u m mempunya i tugas membantu 
sekretar is Daerab da lam pe laksanaan kebi jakan, penyusunan 
kebi jakan Daerab dan pengocrdinasian pe rumusan keb jakan 
Daerab di bidang u m u m , organisasi , protokol dan komun ikas i 
p impinan. 

Pasial 35 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud da lam 
Pasa l 34, as isten admin is t ras i u m u m menyelenggarakan 
fungsi: 
a . pe laksanaan kebi jakan di bidang u m u m , organisasi , 

protokol dan komun ikas i p impinan; 
b. p enyusunan keb i jakan Daerab di bidang u m u m , 

organisasi , protokol dan komun ikas i p impinan; 
e. pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat Daerab di 

bidang u m u m , organisasi , protokol dan komun ikas i 
p impinan; 

d. penyiapan pe laksanaan pemantauan dan eva luas i di 
bidang u m u m , organisasi , protokol dan komun ikas i 
p impinan; 

e. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan Daerab 
di bidang u m u m , organisasi , protokol dan komun ikas i 
p impinan; 

f. penyiapan pe laksanaan pembinaan administrator dan 
ASN pada ins tans i Daerat i ; dan 

g. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oLsb sekretar is 
Daerab di bidang u m u m , organisasi , pirotokol dan 
komun ikas i p impinan yang berkai tan dengan tugasnya. 
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pelaksanaan program kegiatan pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa. 

Pasal 33 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, kepala subbagian pengelolaan, pengadaan barang 
dan jasa menyelengggarakan fungsi: 

melaksanakan inventaris paket pengadaan barang/jasa, 
melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa, 
menyusun Strategi pengadaan barang/jasa, 
melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen 
pemilihan peserta, 

e. menghimpun kebijakan teknis penyusunan program 

pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pedoman tugas besertadokumen pendukung lainnya dan 
informasi yang dibutuhkan, | 

f. melaksanakan penyusuran dan pengelolaan katalog 
elektronik lokal/ sektoral, 

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah, dan 

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 

P
3
 

Bagian Kelima 
Asisten Administrasi Umum 

Pasal 34 | 

Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu 
sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusuna 
kebijakan Daerah dan pengocrdinasian perumusan kebjak 
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 
pimpinan. | 

Pasal 35 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34, asisten administrasi umum menyelenggarakan 
fungsi: | 
a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, 

protokol dan komunikasi pimpinan, 
b. penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, 
Cc. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di 

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 
pimpinan, 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 
pimpinan, 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daera 
di bidang umum, organisasi, protokol dan komunis 
pimpinan, 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrator dan 
ASN pada instansi Daerah, dan | 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris 
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan 
komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. | 

|
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Pasa l 36 
Bag ian pada as is ten admin is t ras i u m u m terdiri atas: 
a . bagian u m u m ; 
b. bagian organisasi ; dan 
e. bagian protokol dan komun ikas i p impinan. 

Paragaraf 1 
Bag ian U m u m 

Pasa l 37 
Bag ian u m u m terdir i a tas : 
a. kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 38 
Kepala bagian u m u m sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 3[7 
b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan p e n y i a p a i 
pe laksanaan kebi jakan dan pemantauan dan eva luas i d i 
bidang tata u s a b a p impinan, staf abl i dan kepegawaian, 
pereneanaan, keuangan, rumieib tangga dan perlengkapan. 

Pasa l 39 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 38 , kepala bagian u m u m menyelenggarakan fungsi: 
a . penyiapan baban pe laksanaan kebi jakan di bidang tatja 

u s a h a p impinan, staf ab l i dan kepegawaian, pereneanaan, 
keuangan, r u m a b tangga dan perlengkapan; 

b. penyiapan dan penjo isunan dokumen pereneanaab 
perangkat Daerab, dokumen pereneanaan operasional 
m a u p u n dokumen pereneanaan di bidang keuangan, 
kepegawaian, r u m a b tan§;ga dan perlengkapan; 

c. penyiapan dan pen jT isunan dokumen laporan 
perenc£inaan dan laj joran akuntabi l i tas k iner j^ 
Sekretar iat Daerab; 

d. penyiapan baban pe laksanaan pemantauan dan eva luas i 
di bidang ta ta u s a b a p impinan, staf abl i dan kepegawaian, 
pereneanaan, keuangim, r u m a b tiangga dajn 
perlengkapan; dan 

e. pe laksanaan fungsi lain yang diber ikan oleb Asiste j i 
Admin is t ras i U m u m yang berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 
Bag ian Organisas i 

Pasa l 40 
Bag ian organisasi terdir i atas.: 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs ional. 

Pasa l 4 1 
Kepala bagian organisasi sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 40 b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan pen5dapan 
pe rumusan keb i jakan Daerab, pengoordinasian pe rumusan 
kebi jakan Daerab, pengoordinasian pe laksanaan tuges 
Perangkat Daerab, pemantauan dan eva luas i pe laksanaan 
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Pasal 36 
Bagian pada asisten administrasi umum terdiri atas: 
a. bagian umum, 
b. bagian organisasi, dan 

c. bagian protokol dan komunikasi pimpinan. 

Paragaraf 1 
Bagian Umum 

Pasal 37 
Bagian umum terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 38 

Kepala bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di 
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. | 

Pasal 39 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38, kepala bagian umum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata 

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perencanaan, 
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan: 

b. penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan 
perangkat Daerah, dokumen perencanaan operasional, 
maupun dokumen perencanaan di bidang keuangan, 
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, 

Cc. penyiapan dan penyusunan dokumen laporan 
perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja 
Sekretariat Daerah, 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, rumah tangga d 
perlengkapan, dan si 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 
Bagian Organisasi 

Pasal 40 
Bagian organisasi terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 41 
Kepala bagian organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
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kebi jakan Daerab di bidang kelembagaan, ana l i s is jabatar i 
pe layanan publ ik, ta ta lalcsana, k iner ja d im reforma^i 
b irokras i . 

Pasa l 42 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 4 1 , kepala bagian organisasi menyelenggarakan fungsi 
a . penyiapan baban pe rumusan kebi jakan Daerab di bidang 

kelembagaan dan smalisis j aba tan , pelayangm publ ik dan 
ta ta l a k s a n a serta k iner ja dan reformasi b irokrasi ; 

b. penyiapan baban pengooirdinasian perumusian kebi jakab 
Daerab di bidang kelembagaan dan ana i is is jabatar i 
pe layanan publ ik dan tata l a k s a n a serta k iner ja dajn 
reformasi b i rokras i ; 

e. penyiapan baban pengoordinasian pe laksanaan tugajs 
Perangkat Daerab di bidang kelembagaan dan ana l i s i s 
j aba tan , pe layanan publ ik dan tata l aksana serta kinerj 
dan reformasi b i rokras i ; 

d. penyiapan baban pemantauan dan evaluasi pe laksanaab 
kebi jakan Daerab di bidang kelembagaan dan ana l i s i s 
j aba tan , pe layanan publilc dan tata l aksana serta k iner ja 
dan reformasi b i rokras i ; dan 

e. pe laksanaan fungsi lain yang diber ikan oleb asistejn 
admin is t ras i u m u m yang berkai tan dengan :ugasnya. 

Paragraf 3 

Bag ian Protokol dan Komun ikas i P impinan 

Pasa l 43 
Bag ian protokol dan komun ikas i p impinan terdiri a tas : 
a . kepala bagian; 
b. sub bagian protokol; dan 
c. kelompok J a b a t a n Fungs ional 

Pasa l 44 
Kepala bagian protokol dan komunika.si pimpinajn 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 43 b u r u f a mempunya i 
tugas me laksanakan penyiapan pe laksanaan kebi jakan. 
pengoordinasian pe laksanaan tugas Perang;kat Daera l i , 
pemantauan dan eva luas i pei laksanaan kebi jakan Daerab d i 
bidang protokol, k omun ikas i p impinan, dan dola imentasi . 

Pasa l 4 5 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 44 , kepala bagian protokol dan komunikiasi p impinan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . penyiapan baban pelalcsanaan kebi jakan di bidarjg 

protokol, komun ikas i p impinan, dan dokumentas i ; 
b. penyiapan baban pengoordinasian pelaksianaan tugris 

Perangkat Daerab di bidang protokol, k o m u n i k a ^ 
p impinan, dan dokumentas i ; 

e. penyiapan baban pemantauan dan evaluasi pelaksanaajn 
kebi jakan Daerab di bidang protokol, k omun ikas i 
p impinan, dan dokumentas i ; dan 

d. pe laksanaan fungsi la in yang diber ikan oleb asistejn 
Admin is t ras i U m u m yang: berkai tan dengan tugasnya. 

Mm 
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kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, 
pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi 
birokrasi. 

Pasal 42 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41, kepala bagian organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan 
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijaka 
Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 
reformasi birokrasi, 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
dan reformasi birokrasi, 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
dan reformasi birokrasi: dan | 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten 
administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 3 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 43 
Bagian protokol dan komunikasi pimpinan terdiri atas: 
a. kepala bagian, 
b. sub bagian protokol, dan 
c. kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 44 
Kepala bagian protokol dan komunikasi pimpina 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah i 
bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 

Pasal 45 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44, kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi 
pimpinan, dan dokumentasi, | 

Cc. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah di bidang protokol, Se 
pimpinan, dan dokumentasi, dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten 
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. | 

| 
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Pasa l 46 
Kepa la subbagian protokol sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 43 b u r u f b mempunya i tugas: 
a . me laksanakan tata protokoler dak im rangka 

penyambutan t a m u pemerintab Daerab; 
b. meny iapkan baban koordinasi dan/a tau fasi l i tasi 

keprotokolan; 
e. meny iapkan baban informasi aeara dan j adwa l kegiataa 

Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota; 
d. menginformasikan j adwa l dan kegiatan Pemerintati 

Daerab; dan 
e. me l aksanakan koordinasi dan fasi l i tasi kegiatan Wal i Kota 

dan Wak i l Wal i Kota. 

B A B IV 
I N S P E K T O R A T D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas , dan Fungs i 

Pasa l 47 
(1) Inspektorat berkedudukgin di bawab dan bertanggunjg 

j awab kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur 

Pasa l 48 
Inspektorat mempunya i tugas membantu kc;pala Daerah 
da lam membina dan mengawasi pe laksanaan U r u s a n 
Pemerintaban yang menjadi kewenangan Daerab dan Tugas 
Pembemtuan oleb Perangkat Daerab. 

Pasa l 49 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 48 , inspektorat menyelenggarakain fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan teknis bidang pengawasan dajn 

fasi l i tasi pengawasan; 
b. pe laksanaan pengawasan internal terbadap k iner ja dajn 

keuangan mela lui audit , rev iu, evaluasi , pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan la innya ; 

e. pe laksanaan pengawasan u n t u k tu juan certentu ata[s 
penugasan dar i kepala Daerab; 

d. p enyusunan laporan bas i l pengawasan; 
e. pe laksanaan admin is t ras i inspektorat Daerah ; dan 
f. pe laksanaan fungsi la in y s n g d iber ikan oleb kepa la Daerajb 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 50 
S u s u n a n organisasi inspektorat daerab terdir i aitas: 
a. inspektur ; 
b. sekretariat ; 
e. inspektur pembantu wi layab 1; 
d. inspektur pembantu wi layab 11; 
e. inspektur pembantu wi layab 111; 
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| 
Pasal 46 | 

Kepala subbagian protokol sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 43 huruf b mempunyai tugas: 
a. melaksanakan tata protokoler dalam rang 

penyambutan tamu pemerintah Daerah, 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi 
keprotokolan, | 

c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiat 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah 
Daerah: dan 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota. | 

BAB IV 
INSPEKTORAT DAERAH 

| 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi | 

| 
Pasal 47 

(1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur | 

Pasal 48 

Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala Daer. 
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusa: 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. | 

Pasal 49 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 48, inspektorat menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan, 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja da. 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya, 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari kepala Daerah, 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan, 

pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah, dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

B
b
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 50 
Susunan organisasi inspektorat daerah terdiri atas: 
a. inspektur, 

b. sekretariat, 
Cc. inspektur pembantu wilayah I, 
d. inspektur pembantu wilayah II, 
e. inspektur pembantu wilayah III: 
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f. inspektur pembantu wi layab IV; dan 
g. kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 

Bag ian Ketiga 
lns]3ektur 

Pasa l 5 1 
Inspektur sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 50 b u r u f a 
mempunya i tugas membantu Wal i Kota da lam membina d a i 
mengawasi a tas pe laksanaan u r u s a n pemerintaban yang 
menjadi kewenangan Daerab ser ta tugas pembantuan o l e i 
Perangkat Daerab. 

Pasa l 52 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pased 5 1 , inspektur menyelen ggarakan fungsi: 
a . mereneanakan program pengawasan atas pe laksanaab 

u r u s a n pemerintaban yang menjadi kewenangan D a e r a i 
dan tugas pembantuan oleb Perangkat Daerab; 

b. m e r u m u s k a n kebijakain teknis bidang pengawasan daji 
fasi l i tas pengawasan; 

c. melaksamakan pengawasian internal terhsidap kinerj ri, 
keuangan dan pengawasan u n t u k tu juan tertentu atas 
penugasan Wal i Kota mela lui audit , rev iu, evaluasf, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasem la innya . 

Bagian Keempat 
Sek ie tar ia t 

Pasa l 53 
Sekretar iat dipimpin oleb sekretar is inspc;ktorat yanlg 
mempunya i tugas me l aksanakan penatausabaan di bidang 
pereneanaan, admin is t ras i keuangan, u m u m dan 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undanga i 
u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 

Pasa l 54 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 53 , sekretar is inspektorat menyelenggarakan fungsi: 
a . me l aksanakan penyusunan rencana kegiataji 

kesekretar iatan; 
b. me laksanakan penyiapEin baban koordinasi daj i 

pengendalian rencana dar. program ker ja pengawasan; 
c. me laksanakan pengbimpunan, pengelolaan, penilaian dab 

penyimpanan laporan bas i l pengawasan aparj.t 
pengawasan fungsional Daerab; 

d. me laksanakan penyusunan baban/data pembinaan teknijs 
fungsional; 

e. me laksanakan penginventar isasian, penyusunan dab 
pengoordinasian penatausabaan proses penanganap 
pengaduan; 

f. me l aksanakan kesekretar iatan yang meliput]. admin is t ras i 
u m u m , kepegawaian, dan keuangan; 
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g. kelompok Jabatan Fungsional. 
f. inspektur pembantu wilayah IV: dan 

Bagian Ketiga | 
Inspektur | 

| 

Pasal 51 | 
Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf 
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina d 
mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan ya 
menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan oleh 
Perangkat Daerah. 

Pasal 52 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal S1, inspektur menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan program pengawasan atas pelaksana 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera 
dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, 

b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan da 
fasilitas pengawasan, 

c. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, 
keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Wali Kota rnelalui audit, reviu, evaluas 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 53 

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris inspektorat ya 
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bid 
perencanaan, administrasi keuangan, umum dan 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 54 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53, sekretaris inspektorat menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

kesekretariatan, 
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

pengendalian rencana dan. program kerja pengawasan, 
c. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan 

penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat 
pengawasan fungsional Daerah, 

d. melaksanakan penyusunan bahan/ data pembinaan teknis 
fungsional, 

e. melaksanakan penginventarisasian, penyusunan dan 
pengoordinasian penatausahaan proses penanganan 
pengaduan, 

f. melaksanakan kesekretariatan yang meliput: administrasi 
umum, kepegawaian, dan keuangan, 
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g. me laksanakan konsul tas i , koordinasi dan ker jasama 
dengan ins tans i terkait u n t u k penyusunan pe r eneanaa i 
program pengawasan, eva luas i dan pelaporan serta t indak 
lanjut has i l pengawasan; 

h . memonitoring, eva luas i dan laporan keg iata^ 
kesekretar iatan; dan 

i . me l aksanakan tugas l a in dar i a tasan sesuai dengan tugajs 
pokok dan fungsi. 

' Pasa l 55 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 terdir i 
a tas : 
a . kepala subbagian program, eva luas i dan pelaporan; dan 
b. kepa la subbagian admin is t ras i dan u m u m . 

{ Pasa l 56 
Kepala subbagian program, eva luas i dan pelaporain 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 55 b u r u f a mempunya i 
tugas meny iapkan baban j i enyusunan dan pengendalian 
reneana/program ker ja pengawasan, menghimpun dan 
meny iapkan raneangan pera turan perundang-undangap, 
ker jasama pengawasan, dan dokumentasi . 

Pasa l 57 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 56, kepa la subbagian program, eva luas i clan pelaporajn 
menyelenggarakan fungsi: 
a . pengkoordinasian penyiapan rencana program dajn 

anggaran inspektorat Daerab; 
b. pengkoordinasian penyiEipan reneana program keij 

pengawasan; 
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundar^g 

undangan serta pengelolaan dokumentas i b u k u m ; dan 
d. koordinasi dan ker ja s a m a pengawasan dengan aparrit 

pengawasan intern pemerintab la innya dan aparat 
penegak b u k u m . 

Pasa l 58 
Kepa la subbagian admin is t ras i dan u m u m sebagaimaria 
d imaksud da lam pasa l 55 b u r u f b mempunya i tuges 
me laksanakan u r u s a n kepegawaiein, ta ta usaba , 
perlengkapan dan r u m a b tangga, pengelolaan keuangan, 
penatausabaan, ver i f ikasi , p embukuan dan pelaporajn 
keuangan, dan a k u n t a n s i 

Pasa l 59 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalabi 
Pasa l 58, Kepa la subbagian admin is t ras i dan umuijn 
menyelenggarakan fungsi: 
a . pe laksanaan admin is t ras i kepegaweuan; 
b. pe laksanaan ta ta usaba. dan pembinaan tata usahja 

Inspektorat; 
e. pelaksemaan u r u s a n perlengkapan; 
d. pe laksanaan urusem r u m a b tangga. 
e. pe laksanaan anggaran dan penyiapan baban tanggapajn 

atas laporein pemer iksaan keuangan. 
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g. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama 
dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan 
program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak 
lanjut hasil pengawasan, 

h. memonitoring, evaluasi dan laporan kegiatan 
kesekretariatan: dan 

i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi. 

Pasal 55 | 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri 
atas: | 

a. kepala subbagian prograrn, evaluasi dan pelaporan, dan 
b. kepala subbagian administrasi dan umum. | 

Pasal 56 | 

Kepala subbagian program, evaluasi dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai 
tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendali 
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun d 
menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, 
kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. 

Pasal 57 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56, kepala subbagian program, evaluasi dan pelaporan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan 

anggaran inspektorat Daerah, 
b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja 

pengawasan, 
c. koordinasi dan penyusunan peraturan (eng 

undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum, dan 
d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan intern pemerintah lainnya dan aparat 
penegak hukum. | 

Pasal 58 
Kepala subbagian administrasi dan umum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 55 huruf b mempunyai tugas 
melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, 

perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, 
penatausahaan, verifikasi, pembukuan dan pelapor 

keuangan, dan akuntansi 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 58, Kepala subbagian administrasi dan umu 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, | 

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha 
Inspektorat, 

Cc. pelaksanaan urusan perlengkapan, | 
d. pelaksanaan urusan rumah tangga. | 
e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan 

atas laporan pemeriksaan keuangan.
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f. pe laksanaan perbendaharaan; dan 
g. pe laksanaan veri fkasi , a k u n t a s i dan pelaporan keuangarji. 

Bag ian Ke l ima 
Inspektuir Pembantu 

1 
Pasa l 60 

Inspektur Pembantu mempunya i tugas raelaksanakrin 
pembinaan dan pengawasan fungsional terbadap pengelolaan 
keuangan, k iner ja dan u r u s a n Pemerintaban Daereib pac a 
peranagkat Daerab. 

Pasa l 6 1 
(1) Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaks i id 

da lam Pasa l 60, inspektur pembantu menyelenggarakajn 
fungsi: | 
a. penyiapan penyusunein kebi jakan terkait pembinaajn 

dan pengawasan terbsidap perangkat Daisrab; 
b. pereneanaan program pembinaan dan pengawasajn 

terbadap pe laksana tugas dan fungsi perangkat 
Daerab; 

e. pengkoordinasian pe laksanaan pengawasan fungsionjcd 
penyelenggaraan u r u s a n Pemer intaban Daerab; 

d. pengawasan keuangan dan k iner ja perangkat Daerah 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan u r u s e n 

Pemer intahan Daera l i yang mel ipu ti bidang tugas 
perangkat Daerab; 

f. penyiapan pe rumusan keb i jakan dan fasilitajsi 
pengawasan penyelenggaraan u r u s a n Pemerintaban 
Daerab; 

g. ker ja s a m a pelaksanaian pengawasan dengan A p a r ^ 
Pengawas Interna l Peraerintab la innya ; 

b. pemantauan dan pemutakb i ran tindaf: lanjut ba^i l 
pengawasan; 

i . pe laksanaan pengawasan u n t u k tu juan tertentu at^s 
penugasan Inspektur ; dan 

j . p enyusunan laporan bas i l pengawasan. 
(2) Pembagian tugas dan fungsi ke da lam masing-masing uri i t 

ker ja inspektur pembantu d idasarkan f iada r u m p u n 
u r u s a n yang d i l aksanakan oleb perangkat Daerab dengen 
memperbat ikan beban ker ja dan kebutuban. Ser ta u n t u k 
Inspektur Pembantu IV k b u s u s u n t u k invesitigasi. 

E A B V 
S E K R E T A R I A T D E W A N P E : R W A K 1 L A N R A K Y / t T D A E R A H 

Bagisin Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pa sa l 62 
(1) Sekretar iat dewan perwaki lan rakyat Daerrib 

berkedudukan di bawab dan bertanggung jawab kepada 
Wal i Kota mela lu i sekreteiris Daerab. 

(2) Sekretar iat dewan dipimpin oleb sekretar is dewan. 
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f. pelaksanaan perbendaharaan, dan 
g. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan. 
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Bagian Kelima 
Inspektur Pembantu | 

Pasal 60 

Inspektur Pembantu mempunyai tugas rnelaksanak 
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 
keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada 
peranagkat Daerah. 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60, inspektur pembantu menyelenggarakan 
fungsi: 
a. 

(2) 

b. 

J- 

Pasal 61 

penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 
dan pengawasan terhadap perangkat Daerah, 
perencanaan program pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat 
Daerah, 
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fanesion il 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, 

. pengawasan keuangan dan kinerja perarigkat Daerah: 
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas 
perangkat Daerah, 
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilit 
pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
Daerah, 

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 
Pengawas Internal Pernerintah lainnya, 

. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan, 
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu at: s 
penugasan Inspektur, dan 
penyusunan laporan hasil pengawasan. 

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit 
kerja inspektur pembantu didasarkan pada rumpun 

urusan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dengan 
memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. Serta unt k 
Inspektur Pembantu IV khusus untuk investigasi. 

BAB V 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 62 

(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Wali Kota melalui sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat dewan dipimpin oleh sekretaris dewan. 
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Pasa l 63 
Sekretar iat mempunya i tugas membantu Wal i Kotja 
me laksanakan u r u s a n pemerintaban di bidang 
menyelenggarakan admin is t ras i kesekretar iatan dan 
keuangan, mendukung pe laksanaan tugas dan fungsi dewan 
perwaki lan rakyat Daerab, serta menyediakan dan 
mengoordinasikan tenaga a l i l i yang d iper lukan oleb dewan 
perwaki lan r a l ^ a t Dareab da lam me laksanakan bak dajn 
fungsinya sesua i kebutuban . 

Pasa l 64 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dala in 
Pasa l 63 , sekretar iat dewan perwaki lan rakyat Daerajb 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan admin is t ras i kesekretar iatan dewajn 

perwaki lan rakyat Daerab; 
b. menyelenggarakan admin is t ras i keuangan dewajn 

perwaki lan rakyat Daerab; 
e. memfasi l i tasi penyelenggaraan rapat dewan perwakilajn 

rakya t Daerab; dan 
d. menyediaan dan mengoordinasikan tenaga ab l i yarjg 

d iper lukan oleb dewan perwaki lan rakyat Daerab. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 65 
S u s u n a n organisasi terdiri a l a s : 
a . sekretar is ; 
b. bagian u m u m dan keuangan; 
c. bagian persidangan dan perundang-undangan; 
d. bagian fasi l i tasi penganggaran dan pengawasan; dan 
e. kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bagism Ketiga 
Sekretar is 

Pasa l 66 
Sekretar is me l aksanakan tu:gas pe layanan admin is t ras i dajn 
u r u s a n r u m a b tangga dew^an perwaki lan rt ikyat Daerab 
berdasarkan perundang-undangan u n t u k ke lanearan tuge.s 
dewan perwaki lan rakyat Daijrsib. 

Pasa l 67 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pac^a 
Pasa l 66 , sekretar is menyelenggarakan fungsi: 
a . membantu dewan perv^akilan rakyat Daerab dalabi 

melakseinakan tugasnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan u n t u k terbitnya kcj^iatan dewan 
perwaki lan rakyat Daerab; 

b. m e r u m u s k a n keb i jakan teknis pengelolaan r u m a b tangria 
dewan perwaki lan rakyat Daerab sesua i kebutuban untu k 
ke lanearan tugas dewan perwakilan rakyat Daerab; 

c. m e n y u s u n kebi jakan telmis pengelolaan r u m a b tangria 
dewan perwaki lan rakya t Daerab berdasarkan petunjuk 

UKIT 

KABAG 
HUKUM 

ASISTEN 

| SEKDA 

E
s
 

L
l
 

- 19 - 

Pasal 63 
Sekretariat mempunyai tugas membantu Wali Kota 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan 
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan 
perwakilan rakyat Daerah, serta menyediakan dan 
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan 
perwakilan rakyat Dareah dalam melaksanakan hak dan 
fungsinya sesuai kebutuhan. 

Pasal 64 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dewan 

perwakilan rakyat Daerah, 
b. menyelenggarakan administrasi keuangan dewan 

perwakilan rakyat Daerah, 
c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dewan perwakilan 

rakyat Daerah, dan 
d. menyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh dewan perwakilan rakyat Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 65 
Susunan organisasi terdiri atas: 
a. sekretaris, 

b. bagian umum dan keuangan, 

c. bagian persidangan dan perundang-undangan, 
d. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, dan 
e. kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 
Sekretaris | 

Pasal 66 

Sekretaris melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan 
urusan rumah tangga dewan perwakilan rakyat Daer 
berdasarkan perundang-undangan untuk kelancaran ga 
dewan perwakilan rakyat Daerah. 

Pasal 67 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 66, sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. membantu dewan perwakilan rakyat Daerah dal 

melaksanakan — tugasnya berdasarkan  peratur 
perundang-undangan untuk terbitnya kegiatan dew 
perwakilan rakyat Daerah, 

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan rumah tan ra 

dewan perwakilan rakyat Daerah sesuai kebutuhan untuk 
kelancaran tugas dewan perwakilan rakyat Daerah, 

c. menyusun kebijakan teknis pengelolaan rumah tangga 
dewan perwakilan rakyat Daerah berdasarkan petunjuk
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pe laksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman 
pe laksanaan tugas dan kijgiatan uni t ; 

d. mereneanakan pengembangan u r u s a n r u m a b tangga 
dewan perwaki lan rakyat Daerab seeara berke lanjutan 
u n t u k ke lanearan tugas dewan perwaki lan rakyat Daera l i ; 

e. mengorganisir pe laksana im tugas un i t sekretariat dewan 
perwaki lan r a l ^ a t Daerab mela lu i mekanisime/prosedu r 
ker ja u n t u k terbitnya kegiatan uni t ; 

f. mengendal ikaan pe laksanaan tugasunit sekretarifit 
dewan perwaki lan rakyat seema terpadu u n t u k tert ibnya 
kegiatan un i t ; 

g. mengarabkan pelaksanaein tugas un i t seknstariat dewan 
perwaki lan rakyat Daei-ab seeara berjenjang u n t u k 
ke lancaran kegiatan uni t ; 

b. membina pe laksanaan tugas un i t sekretariat dewan 
perwaki lan rakyat Daerab seeara menye lurub u n t u k 
ke lancaran kegiatan dewsin perwaki lan rakyat Daerab; 

i . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas jDcmerintabajn 
dengan a tasan baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleti 
petunjuk lebib lanjut dalEim pe laksanaan tugas; 

j . mengoordinasaikan pe laksanaaan tugas dengan un i t 
terkait mela lui rapat/ipertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat da lam pe laksanaaan tugas; 

k. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban s e s u ^ 
bidangnya u n t u k ke lanearan tugas un i t ; 

1. men5aisun laporan bas i l pe laksanaan tugas secaija 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

m. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lanearan tugas l<:edinasan. 

Bag iar Keempat 
Bag ian U m u m dan Keuangan 

Pasa l 68 
Bag ian u m u m dan keuangan terdir i a tas : 
a . kepala bagian; 
b. kepala subbag u m u m dan keuangan; dan 
c. kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 69 
Kepala bagian u m u m dan keuangan sebagaimema dimaksuld 
da lam pasa l 68 b u r u f a me l aksanakan tugas di bidang 
admin is t ras i kesekretar iatan dewan perwaki lan rakya t 
Daerab berdasarkan pera turan perundangan-undangan 
u n t u k ke lanearan tugas un i t 

Pasa l 70 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 69, kepa la bagian u m u m dan keuangajn 
menyelenggarakan fungsi: 
a . menyelenggarakan ke ta tausabaan sekretariat dewajn 

perwaki lan rakyat Daeraf i ; 
b. mengelola kepegawaian sekreatariat dewan perwakilajn 

rakya t Daerab; 
e. mengelola admin is t ras i Iceanggotaan dewan perwakilajn 

rakyat Daerab; 

| KABAG 
HUKUM 

ASISTEN 

-
 

sekoa 

- 20 - 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas dan kegiatan unit, 

d. merencanakan pengembangan urusan rumah tangga 
dewan perwakilan rakyat Daerah secara berkelanjutan 
untuk kelancaran tugas dewan perwakilan rakyat Daerah, 

e. mengorganisir pelaksanaan tugas unit sekretariat dewan 
perwakilan rakyat Daerah melalui mekanisme/prosedur 
kerja untuk terbitnya kegiatan unit: 

f. mmengendalikaan pelaksanaan tugasunit sekretariat 
dewan perwakilan rakyat secara terpadu untuk tertibnya 
kegiatan unit, 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas unit sekretariat dewan 
perwakilan rakyat Daerah secara berjenjang untuk 
kelancaran kegiatan unit, 

h. membina pelaksanaan tugas unit sekretariat dewan 
perwakilan rakyat Daerah secara menyeluruh untuk 
kelancaran kegiatan dewan perwakilan rakyat Daerah, 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas pemerintahan 
dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh 
petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas, 

j-. mengoordinasaikan pelaksanaaan tugas dengan unit 
terkait melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat dalam pelaksanaaan tugas, 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan Luh 
bidangnya untuk kelancaran tugas unit, 

Il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian. Keempat 
Bagian Umurn dan Keuangan 

Pasal 68 | 
Bagian umum dan keuangan terdiri atas: | 
a. kepala bagian, 
b. kepala subbag umum dan keuangan, dan 
c. kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 69 
Kepala bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaks 
dalam pasal 68 huruf a rnelaksanakan tugas di bidang 
administrasi kesekretariatan dewan perwakilan rakyat 
Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undang 
untuk kelancaran tugas unit 

Pasal 70 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 69, kepala bagian umum dan  keuang: 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat dewa: 

perwakilan rakyat Daerah, | 
b. mengelola kepegawaian sekreatariat dewan perwakilan 

rakyat Daerah, 
c. mengelola administrasi keanggotaan dewan perwakilan 

rakyat Daerah, 
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d. memfasi l i tasi pe laksanaan peningkatan kapgisitas anggot^ 
dewan perwaki lan rakyat Daerah ; 

e. mengelola tenaga ah l i sesua i dengan kebutuhan dewaji 
perwaki lan rakyat Daerah ; 

f. menyediakan fasi l i tasi f raks i dewan perwaki lan rakyat 
Daerab; 

g. menyelenggarakan pengadaan dan pemelibaraab 
kebutuban r u m a b tangga dewan perwaki lan rakyg 
Daerab; 

b. menyelenggarakan pengadaan dan pemel ibaraan saranja 
dan p rasa rana dew£m perwaki lan rakyat Dai^rab; 

i . menyelenggarakan peng;elolaan aset yemg menjadi 
tanggung j awab dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

j . m e n y u s u n pereneanaan, anggaran dan laporan keuanga^ 
sekretariat dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

k . mengevaluasi baban pereneanaan anggaran sekretariat 
dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

1. memveri f ikasi pereneanaan kebutuban rumab tanggja 
sekretariat dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

m. memveri f ikasi kebutuban perlengkapan sekretariat dewaji 
perwaki lan rakyat Daerah.; 

n . menyelenggarakan penatausabaan keuangan sekretariajt 
dewan perwaki lan rakyat Daeraib; 

o. melaksamakan pengelolaan keuamgan p impinan, anggot^, 
dan sekretariat dewan pei-wakilan rakyat Daerab; 

p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariejt 
dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

q. memveri f ikasi pertanggungjawaban keuang£m sekretar i 
dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

r. mengevaluasi laporan peirtanggung j awaban pengelolaaji 
keuangan sekretariat dewan perwaki lan rakj>fat Daerab; 

s. mengoodinir dan mengevaluasi laporan keuangaj i 
sekretariat dewan perwaki lan rakyat Daerah; 

t. mengevaluasi pengadministras ian dan akuntanr i i 
keuangan sekretar iat deivan perwaki lan rakyat Daera l i ; 
dan 

u . m e n y u s u n laporan k iner ja perangkat Daerab dap 
melaksanakan tugas la i inya yang d iper intabkan a tasan . 

Pasa l 7 1 
Kepala subbagian u m u m dan keuangan sebagaimanla 
d imaksud da lam Pasa l 68 b u r u f b me l aksanakan di bidang 
u m u m dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan sesua i petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas. 

Pasa l 72 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 69, kepa la subbagian u m u m dan keuangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me l aksanakan surat -menyurat , kears ipan dan n a s k a h 

d inas sekretariat dewan perwaki lan rakyat daerab dajn 
p impinan dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

b. me l aksanakan dan meny iapkan baban pelayane^i 
admin is t ras i kepegawaian; 
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d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota 
dewan perwakilan rakyat Daerah, 

ce. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dewan 
perwakilan rakyat Daerah: 

f. menyediakan fasilitasi fraksi dewan perwakilan rakyat 
Daerah: 

g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan 
kebutuhan rumah tangga dewan perwakilan rakyat 
Daerah: | 

h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana dewan perwakilan rakyat Daerah, | 

i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi 
tanggung jawab dewan perwakilan rakyat Daerah, 

j. menyusun perencanaan, anggaran dan laporan keuangan 
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, 

k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat 
dewan perwakilan rakyat Daerah, | 

Il. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga 
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, | 

m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat dewan 
perwakilan rakyat Daerah, | 

n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat 
dewan perwakilan rakyat Daerah, 

Oo. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota, 
dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, 

p- mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat 
dewan perwakilan rakyat Daerah, 

g. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat 
dewan perwakilan rakyat Daerah, | 

r. mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah: ' 
s. mengoodinir dan mengevaluasi laporan keuangan 

sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, | 
t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi 

keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, 
dan 

u. menyusun laporan kinerja perangkat Daerah dai 

melaksanakan tugas laiinya yang diperintahkan atasan. 

Pasal 71 

Kepala subbagian umum dan keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 hiaruf b melaksanakan di bidang 
umum dan keuangan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas. 

Pasal 72 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69, kepala subbagian umum dan keuangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan dan naskah 

dinas sekretariat dewan perwakilan rakya: daerah dan 
pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah, 

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan 
administrasi kepegawaiari,
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c. menganal is is k ebu tuhan dan mereneanakan penyediaaiji 
tenaga abl i ; 

d. mengatur dan memel ibara kebers ihan kantoij, 
memel ibara ba laman dan taman komplelc sekretar iat 
dewan perwaki lan r a l ^ a t Daerab; 

e. mengatur dan mengelola keamanan komplek sekretariajt 
dewan perwaki lan r a l ^ a t Daerab; 

f. memfasi l i tasi penyiapan tempat dan seirana rapat daiji 
pertemuan; 

g. mengadakan barang dan j a s a kebutuban j jer lengkapa^ 
sekretar iat dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

b. mend is t r ibus ikan dan per.gendalian baban perlengkapan 
i . mereneanakan pemel ibaraan alat-alat perler gkapan; 
j . menyediakan, mengurus , meny impan dan mengeluarkab 

barang u n t u k keper luan dewan perwaki lan rakyat Daera l i 
dan sekretariat dewan perwaki lan rakyat Daerab; 

k. mengatur pemel ibaraan dan pengelolaan iDaban bakajr 
kendaraan d inas di sekretar iat dewan perwaki lan rakyat 
Daerab; 

1. mengatur pengunaan kendaraan dinas dan park 
pengemudi u n t u k keper luan dewan perweikilan rakyat 
daerab dan sekretar iat dewan perwaki lan rakyat Daerah 
dan 

m. me laksanakan pemelibaraein sa rana , p rasa rana d a ^ 
gedung. 

Bag ian Ke l ima 
Bag ian Persidangan dan Perundang-undangan 

Pasa l 73 
Bag ian persidangan dan perundang-undangan terdiri a tas : 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 74 
Kepala bagian persidangan dan perundang-undangab 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 73 b u m f a mempunye i 
tugas pengelolaan admin is t ras i persidangan dan pemndang-
undangan berdasarkan pera turan pemndang -undanga i 
u n t u k ke lanearan tugas un i t . 

Pasa l 75 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 74, Kepala bagian persidangan dan pemndang 
undangan menyelenggarakan fungsi: 
a . menyelenggarakan ka j ian pemndang-undangan; 
b. memfasi l i tasi penyusunan program pembentukai j i 

peraturan Daerab; 
e. memfasi l i tasi p enyusunan n a s k a b akademik dan dr^f 

raneangan peraturan Daerab inisiatif ; 
d. memveri f ikasi , mengevaluasi dan menganal is is produce 

penyususnan pera turan piemndang-undangan; 
e. mengumpulkan baban penyiapan draf raperda inisiati f ; 
f. memfasi l i tasi penyelenggaraan persidangan; 
g. m e n y u s u n r isa lab rapat; 
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c. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan 
tenaga ahli, 

d. mengatur dan memelihara kebersihan kantor, 
memelihara halaman dan taman komplek sekretariat 
dewan perwakilan rakyat Daerah, 

e. mengatur dan mengelola keamanan komplek sekretariat 
dewan perwakilan rakyat Daerah, 

f. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan 

pertemuan, 

mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapah 
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, 
mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan, 
merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, 
menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkak 
barang untuk keperluan dewan perwakilan rakyat Daerah 
dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, 

k. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar 
kendaraan dinas di sekretariat dewan perwakilan rakyat 
Daerah: | 

Il. mengatur pengunaan kendaraan dinas dan para 
pengemudi untuk keperluan dewan perwakilan rakyat 
daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah: 
dan 

m. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan 
gedung. 
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Bagian Kelima 
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Pasal 73 

Bagian persidangan dan perundang-undangan terdiri atas: 
a. kepala bagian, dan 
b. kelompok Jabatan Fungsional | 

Pasal 74 
Kepala bagian persidangan dan perundang-undang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai 
tugas pengelolaan administrasi persidangan dan perundang- 
undangan berdasarkan peraturan perundang-undang 

untuk kelancaran tugas unit. 

Pasal 75 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 74, Kepala bagian persidangan dan perundang- 
undangan menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan, 
b. memfasilitasi penyusunan program pembentuk 

peraturan Daerah, 

| Cc. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan dr 
rancangan peraturan Daerah inisiatif, 
memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk 
penyususnan peraturan perundang-undangan, 

TN | e. mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif, 
memfasilitasi penyelenggaraan persidangan, 
menyusun risalah rapat, 
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h . mengoordinasikan pembahasan raneangan pera turan 
Daerab; 

i . memveri fkasi , mengoordin a s i k a n dan mengei^aluasi dafta r 
inventar is masa lab ; 

j . memveri f ikasi , mengoordinasikan dan mengevaluasi 
r i sa lab rapat; 

k. menyelenggarakan bubungan masyarakat ; 
1. menyelenggarakan publ ikas i ; dan 
m. menyelenggarakan keprotokolan. 

Bag ian Keenam 
Bag ian Fas i l i t as i Penganggaran dan Penga w a s a n 

Pasa l 76 
Bag ian fasi l i tasi penganggaran dan pengawasan terdiri a tas 
a . kepala bagian; dan 
b. kelompok J a b a t a n FungsiiDnal 

Pasa l 77 
Kepala bagian fasi l i tasi penganggaran dan pengawasan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 76 b u r u f s i mempunya i 
tugas dibidang fasi l i tasi penganggaran dan pengawasan 
berdasarkan peraturan pierundang-undcingan sebagai 
pedoman pe laksanaan tugas. 

• Pasa l 78 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 77 , Kepa la bagian fasi l i tas penganggaran 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan pembabasan KUA PPAS/KUPA PPAS 

Perubaban; 
b. m e n y u s u n baban pembabasan APBD/APBD]? ; 
c. m e n y u s u n baban pembabasan Raperda pertanggung 

j awaban pe laksanaan APElD; 
d. m e n y u s u n baban pembahasan laporan semester pertama 

dan prognosis enam bu l an ber ikutnya; 
e. m e n y u s u n baban pemloabasan laporan keterangan 

pertanggungjawaban Wal i Kota; dan 
f. m e n y u s u n baban pembabasan terbadap t indak lanjut 

bas i l pemer iksaan B P K R l . 

BAB V I 
DINAS PENDIDIKAIM DAN K E B U D A Y A A N 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasial 79 
(1) D inas berkedudukan d i iDawab dan bertanggung jawa l j 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 
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h. mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan 
Daerah, | 

i. | memverifkasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar 
inventaris masalah, | 

J- memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi 
risalah rapat, 
menyelenggarakan hubungan masyarakat, | 
menyelenggarakan publikasi, dan 

m. menyelenggarakan keprotokolan. 
- 

Bagian Keenam | 
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

Pasal 76 | 
Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan terdiri atas | 
a. kepala bagian, dan | 

b. kelompok Jabatan Fungsisnal | 

Pasal 77 | 

Kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76 huruf « mempunyai 
tugas dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas. | 

Pasal 78 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 77, Kepala bagian fasilitas penganggaran 
menyelenggarakan fungsi: 

a. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS 
Perubahan, | 

b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP, | 

c. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggun 
jawaban pelaksanaan APED, | 

d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertam 
dan prognosis enam bulan berikutnya, 

e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangar 
pertanggung jawaban Wali Kota, dan 

f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK RI. 

—
 

BAB VI 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 79 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 
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Pasa l 80 

D inas mempunya i tugas mem ban tu Wal i Kota me l aksanakan 
u r u s a n pemerintaban di biciang pendidikan yang menjadi 
kewenangan Daerab dan tugas pembantuan yang diber ikan 
kepada Daerab. 

Pasa l 8 1 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud daleim 
Pasa l 80 , D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesiuai dengan l ingkup tugasnya; 
c. pe laksanaan eva luas i d im pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i deng£m lingku]) 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang diber ikan olf;b Wal i Kotu 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagia:o Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasial 82 
S u s u n a n Organisas i D inas terdiri a tas : 
a . kepala d inas; 
b. sekretariat ; 
e. bidang pembinaan PAUD dan pendid ikan non formal; 
d. bidang pembinaan pendidikan dasar; 
e. bidang pembinaan ketenagaan; 
f. bidang kebudayaan; dan 
g. kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasial 83 
Kepala D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 82 b u r u f k 
mempunya i tugas me l aksanakan sebagian tugas PemerintaJi 
Daerab di bidang peng;embangan Pendidikan dan 
Kebudayaan berdasarkan pera turan perundang-undanga i 
u n t u k ke lancaran tugas. 

Pasial 84 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 8 3 , Kepa la D inas menyidenggarakan fungsii: 
a . mereneanakan pengembangan pendidikan d a ^ 

kebudayaan seeara berkes inambungan u n t u 
pemantapan s is tem pendid ikan dan kebudayaan yanjg 
berkual i tas ; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan pengembangan pendidikab 
berdasarkan s k a l a prioriteis u n t u k pengembangan sumber 
daya manus i a ; 

e. m e r u m u s k a n pengembangan, pelestarian dan promo^i 
kebudayan berdasarkan t»erdasarkan s k a l a j i r ior i tas; 

d. m e n y u s u n kebi jakan teknis pengembangan pendidikab 
dan kebudayaan seeara berjenjang sebagai pedomap 
pe laksanaan tugas un i t ; 
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Pasal 80 | 
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang berkah 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberika 
kepada Daerah. 

Pasal 81 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, ' 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai denga 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingku 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 82 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

kepala dinas, 
sekretariat, 
bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, 
bidang pembinaan pendidikan dasar, | 
bidang pembinaan ketenagaan, 
bidang kebudayaan, dan 
kelompok Jabatan Fungsional. M
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Bagian Ketiga | 
Kepala Dinas 

Pasal 83 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf : 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintal 
Daerah di bidang pengembangan Pendidikan dat 
Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangai 
untuk kelancaran tugas. 

d
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Pasal 84 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 83, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan pengembangan pendidikan dat 

kebudayaan secara berkesinambungan untul 
pemantapan sistem pendidikan dan kebudayaan yan 
berkualitas: 

b. merumuskan kebijakan pengembangan pendidikat 
berdasarkan skala prioritas untuk pengembangan sumbe 
daya manusia, 

c. merumuskan pengembangan, pelestarian dan promosi 
kebudayan berdasarkan berdasarkan skala prioritas, 

d. menyusun kebijakan teknis pengembangan pendidikan 
dan kebudayaan secara berjenjang sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas unit, 
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e. mengorganisir pengembangan pendidikan dan 
kebudayaan mela lu i mekanisme dan prosedur ker ja 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas un i t ; 

f. mengendal ikan pe laksaj iaan s istem pengembangan 
pendidikan dan kebudayaan seeara terpadu; 

g. mengarabkan pe laksanaan program sistem 
pengembangan m u t u pendidikan proses bekijar mengajar 
seeara inovatif u n t u k peningkatan m u t u ; 

b. member ikan pe layanan teknis periz inan di b idan? 
pendidikan dan kebudeyaan sesua i j en i snya untuic 
menjamin kepast ian b u k u m ; 

i . membina pe laksanaan tugas sesua i bidang masing-
mas ing u n t u k kelamearan pe laksanaan tugas uni t ; 

j . mend is t r ibus ikan tugas sesua i bidang masing-masing 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas un i t ; 

k. mengawasi pe laksanaan tugas baik intern dan eksterb 
seeara berka la u n t u k eftjktivitas dan efisiensi kegiatan 
uni t . 

1. mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara terpadu untune 
mengetabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

m. mengonsul tas ikan pe laks imaan tugas kepada a tasan bai 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebip 
lanjut ; 

n . mengoordinasikan pe laksaaan tugas dengan un i t terkait 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

o. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t st^eara berka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

p. me l akukan tugas pembantuan dan tugas la innya yan, 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lanearan tugajs 
ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 85 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is D inas yang mempunygii 
tugas me laksanakan penatausabaan di bidang progran 
keuangan, kepegawaiein, u m u m , aset dan k e a r s i p a i 
berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u c 
ke lanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 86 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dimsiksud dalai j i 
Pasa l 85 , Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan penyusunan kebi jakan, reneand, 

program, kegiatan, dan emggaran di bidang pendidikan 
a n a k u s i a dini , pendidikan dasar , pendidikan non forme 1 
dan kebudayaan ser ta tugas pembantuan di bidang 
pendidikan dan kebudayaan; 

b. mengelola data dan informasi di bidang pendidikan a n a k 
u s i a dini , pendidikan dasar, pendidikan non formal, d a i 
kebudayaan; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan ker ja s a m a di bidanlg 
pendidikan anak us i a dini , pendid ikan dasar, pendidikap 
non formal, dan kebudayeian; 
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e. mengorganisir pengembangan pendidikan d 
kebudayaan melalui mekanisme dan prosedur Kerja 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit, 

f. mengendalikan pelaksanaan sistem pe ngembangan 
pendidikan dan kebudayaan secara terpadu, 

g. mengarahkan pelaksanaan program sistem 
pengembangan mutu pendidikan proses belajar mengajar 
secara inovatif untuk peningkatan mutu, 

h. memberikan pelayanan teknis perizinan di bidang 
pendidikan dan kebudayaan sesuai jenisnya untuk 
menjamin kepastian hukum, 

i. membina pelaksanaan tugas sesuai bidang masing- 
masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, | 

j. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 

k. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern 
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan 
unit. 

l. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

n. mengoordinasikan pelaksaaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

Oo. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

p. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yan 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuga 
kedinasan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 85 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas melaksanakan penatausahaan di bidang program, 
keuangan, kepegawaian, umum, aset dan kearsipa 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untu 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 86 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 85, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, 

program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal 

dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang 
pendidikan dan kebudayaan, 

b. mengelola data dan inforrnasi di bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan 

kebudayaan, 
c. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama di sa 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidika 
non formal, dan kebudayaan, 

|
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d. mengoordinasikan pengelolaan dan laporem k e u a n g a i 
di l ingkungan d inas pendid ikan dan kebudayaan; 

e. m e n y u s u n baban raneangan peraturan perundang-
undangan dan fasil itasi bantuan b u k u m di bidang 
pendidikan anak u s i a d ini , pendidikan dasar, pendidikan 
non formal, dan kebudayeian; 

f. me l aksanakan u r u s a n organisasi dan t a t a l a k s a n i 
di l ingkungan d inas pendidikem dan kebudayaan; 

g. mele iksanakan pengelolaan kepegawaian d i l i n g k u n g a i 
d inas pendidikan dan kebudayaan; 

b. me laksanakan penyusunan baban pe laksanaan u r u s a i 
tugas pembantuan di bideing pendidikan dan k e b u d a y a a i 
yang meliputi u s u l kena ikan pangkat dan pen ingka ta i 
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ser ta 
pendataan pendidikan menengab dan pendidikan kbusus. , 
fasi l i tasi pe laksanaan akredi tas i pendidikan anak u s i a 
d ini , pendidikan dasar , dan pendidikan non f o rma , 
fasi l i tasi pe laksanaan ksgiatan kes i swaan pendidikan 
menengab dan pendidikan k b u s u s , penyiapan b a b a i 
rekomendasi iz in pendir ian dan penutupan s a t u a i 
pendidikan anak u s i a dini ker ja sama, sekolab dasar ker ja 
sama , dan sekolab menengab pertama ker ja samg., 
fasi l i tasi u r u s a n pembinaan perf i lman, fasi l i tasi 
pembinaan lembaga kepereayaan terbadap tuban Yang 
Maba E s a , fasi l i tasi pengelolaan war i san budaya nas i ons l 
dan dun ia dan tugas pembantuan la innya ; 

i . mengoordinasikan penyusunan baban pub l ikas i d a i 
bubungan masyaraka t d;i bidang pendidiksm anak u s i i 
d ini , pendidikan dasar, pendidikan; 

j . mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi p e l aksanaa i 
kebi jakan di bidang pendidikan anak u s i a din: , 
pendidikan dasar , pendidikan non formal dan 
kebudayaan; 

k. mengelola barang mi l ik Daerab di l ingkungan d inas 
pendidikan dan kebudayaan; 

1. me laksanakan uruss in ke ta tausabaan d a i 
kerumabtanggaan di ling;kungan d inas pendidikan da: i 
kebudayaan; 

m. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i s a i 
m a u p u n tu l i san u n t u k beroleb petunjuk; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la bidang mela lu i rapat/pertemuan u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat; 

o. mendis t ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i job u n t u s 
tert ibnya pe laksanaan tugas; 

p. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara b e r k a l i 
sebagai baban evaluasi ; dan 

q. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasa i 
u n t u k ke lanearan tugas. 

Pasa l 87 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 85 terdiri 
a tas : 
a . Kepa la S u b Bag ian Umum, T a t a L a k s a n a da: i 

Kepegawaian; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 
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d. mengoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan 
di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, | 

e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang- 
undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
non formal, dan kebudayaan, 

f. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana 
di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan: | 

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan 
dinas pendidikan dan kebudayaan, 

h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan 
tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudaya. 
yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan 
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta 
pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, 
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, 
fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan 
rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja 
sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, 
fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi 
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan Yang 
Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional 
dan dunia dan tugas pembantuan lainnya, 

i. mengoordinasikan penyusunan bahan publikasi dan 
hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan, | 

J. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan non formal dan 
kebudayaan, | 

k. mengelola barang milik Daerah di lingkungan dinas 
pendidikan dan kebudayaan, 

Il. melaksanakan urusan ketatausahaan da 
kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan d 
kebudayaan: | 

m. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lis 
maupun tulisan untuk beroleh petunjuk, 

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatu 

pendapat, 

Oo. mendistibusikan tugas kepada bawahan sesuai job ea 
tertibnya pelaksanaan tugas, 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa 
untuk kelancaran tugas. 

Pasal 87 | 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri 
atas: 

a. Kepala Sub Bagian Umum, Tata Laksana d 
Kepegawaian, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasa l 88 
Kepa la Subbagian Bag ian U m u m , T a t a L a k s a n a dsn 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 87 b u r u f i 
mempunya i tugas di bidang pengelolaan urusem 
ke ta tausabaan, pembinaan dan pengelolaan persuratan dan 
kears ipan, kerumabtanggaan serta keprotokolan sesue i 
petunjuk pe laksanaan dem pe;tunjuk teknis sebeigai pedoman 
peleiksanaan. 

< Pasa l 89 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 88 , Kepa la Subbagian Bag ian U m u m , T a t a L a k s a n a dan 
Kepegawaiem menyelenggarakan fungsi: 
a . men5napkan kebi jakan teknis admins i t ras i kepegawaian 

sesua i kebutuban sebageu dasar pe laksanaan tugas; 
b. melaksaneikan pengelolaan persura tan dem kears ipan 

ser ta penyusunan risedab rapat serta keprotokolan; 
e. me laksanakan dan memfasi l i tasi ana l i s i s j aba tan serta 

ana l i s is bebem kerja. 
d. m e n y u s u n standar kua l iJ lkas i dan ana l i s is j aba tan dan 

penyaj ian informasi j aba tan reneana kebutuban pegawei 
sesua i formasi u n t u k optimedisasi peleiksanaan tugas 
un i t ; 

e. membuat u s u l a n permintaan pegawai dan piengangkatai 
daleim j aba tan sesuai kebutuban u n t u k k e l a n e a r a i 
peleiksanaan tugas uni t ; 

f. membuat usulem promosi, mutas i tenaga admin is t ras i 
dan fungsional di l ingkungan dinas pendidikan dan 
kebudayaem; 

g. m e l a k u k a n pengusulem j jemberbentian dan pensiuneir , 
pengembangan sistem dan pengukuran kinerj e, 
pembinaan dan penegeikan dis ipl in pegawai di l ingkungan 
dinas; 

b. m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesua i petunjuE;, 
pe laksaaan/ petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian; 

i . m e l a k u k a n pengelolaan admin is t ras i kepegawa ia i 
mela lu i D U K dan nominati f u n t u k tertibnyei admnis t ras i 
kepegawaian; 

j . me l akukan u r u s a n usml k ena ikan pangkat dan 
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan; 

k . m e l a k u k a n pengembangim pengukuran dan peni laiai i 
k iner ja pegawai di l inglaangan d inas pendidikan dan 
kebudayaan; 

1. mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagai 
baban dokumentas i dan rnempermudab pencar ian; 

m. me l akukan pengadministras ian dan pendokumentas ian 
pera turan perundang-undangan; 

n . menyeleksi ars ip sesua i j a n g k a w a k t u u n t u k penyusu ta r ; 
o. membuat daftar ars ip berdasarkan n i la i guna ars ip yang 

d iusu l m u s n a b k a n ; 
p. me l akukan pemusnaban mela lu i mekanisme dan 

prosedur u n t u k mengetahiui n i la i guna ars ip ; 
q. membuat berita aeara p i m u s n a b a n ars ip sesuai daftar 

u s u l a n sebagai baban pertanggungjawaban; 

97 - 

Pasal 88 
Kepala Subbagian Bagian Umum, Tata Laksana d 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf 
mempunyai tugas di bidang pengelolaan urusan 
ketatausahaan, pembinaan dan pengelolaan persuratan dan 
kearsipan, kerumahtanggaan serta keprotokolan sesuai 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman 
pelaksanaan. 

Pasal 89 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 88, Kepala Subbagian Bagian Umum, Tata Laksana dan 
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis adminsitrasi kepegawaian 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan 

serta penyusunan risalah rapat serta keprotokolan, 
c. melaksanakan dan memfasilitasi analisis jabatan serta 

analisis beban kerja. | 
d. menyusun standar kualifikasi dan analisis jabatan dan 

penyajian informasi jabatan rencana kebutuhan pegawai 
sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas 
unit, 

e. membuat usulan permintaan pegawai dan pengangkatan 
dalam jabatan sesuai kebutuhan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas unit, 

f. membuat usulan promosi, mutasi tenaga administrasi 
dan fungsional dilingkungan dinas pendidikan dan 
kebudayaan, 

g. melakukan pengusulan pemberhentian dan pensiunan, 
pengembangan sistem dan pengukuran kinerja, 
pembinaan dan penegakan disiplin pegawai dilingkungan 
dinas, 

h. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk, 
pelaksaaan/ petunjuk teknis untuk  tertibnya 
administrasi kepegawaian, 

i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaiat 
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya admnistras 
kepegawaian, 

j. melakukan urusan usul kenaikan pangkat dat 
peningkatan kompetensi pendidik '” dan  tenag 
kependidikan, 

k. melakukan pengembangan pengukuran dan penilaiat 
kinerja pegawai di lingkungan dinas pendidikan dai 
kebudayaan, 

l. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 
bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian, 

m. melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian 
peraturan perundang-undangan, 

n. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, 
Oo. membuat daftar arsip berdasarkan nilai guna arsip yang 

diusul musnahkan, 

p. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 

g- membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar 
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban, 

-
.
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r. mengonsul tas ikan pelaksemaan tugas dengan atasar., 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebih 
lanjut ; 

s. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i u n t u k beroleb penyatuan pendapat; 

t. men3aisun laporan pelalcsanaan tugas seeara berkalja 
sebagai baban evaluasi ; dan 

u . me laksanakan tugas la in yemg diper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formed 

Pasa l 90 
B idang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Fo rma l terduji 
a tas : 
a. Kepala Bidang; 
b. Seks i K u r i k u l u m dem Pentledan; 
c. Seks i Kelembagaan dem S a r a n a P rasa rana ; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 

Pasa l 9 1 
Kepala B idang Pembinaem PAUD dan Pendidikan Non Formhl 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 90 b u r u f a mempunye i 
tugas di bidang pembinaem pendidikan anak u s i a d in i d a i 
pendidikan non formal berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 

f 
Pasa l 92 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 9 1 , Kepa la B idang Perabinaan PAUD dan Pendidikap 
Non Fo rma l menyelenggeiraken fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang; k u r i k u l u n i , 

peserta didik, sarema prasarema, pendane.an dan tata 
kelola pendidikan aneik u s i a d in i dan pendidikan nop 
formal; 

b. p enyusunan baban ] i e rumusan dan koordinasi 
pe laksanaan kebi jakan di bidang k u r i k u l u m d a i 
peni la ian, kelembagaan dan s a r a n a prasarana , ser ta 
peserta didik dan pemhiangunan karakter pendidikap 
anak u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

e. penyusunan baban penetapan k u r i k u l u m mua tan lok^l 
pendidikan non formal; 

d. me laksanakan kebi jakan di bidang k u r i k u l u m dab 
peni la ian, peningkatan kua l i t as pendidikan peserta didrs 
dan pembangunan karalcter, kelembagaan dan s a r a n a 
p rasa rana pendidikan anak u s i a d ini dan pendidikan nop 
formal; 

e. p enyusunan baban penerbitan iz in pendiricm, penataari , 
dan penutupan sa tuan pendidikan anak u s i a d in i d a i 
pendidikan non formal; 

f. p enyusunan baban pembinaan k u r i k u l u m dan peni la iai i , 
kelembagaan dan sa rana p rasarana , serta peserta didip 
dan pembangunan karakter pendidikan anak u s i a din 
dan pendidikan non formal; 

UNT 
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r. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasa 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi untuk beroleh penyatuan pendapat: 

t. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima | 
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 

Pasal 90 | 

Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal terdiri 
atas: 

Kepala Bidang, 
Seksi Kurikulum dan Penilaian, 

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 2
9
7
p
 

Pasal 91 
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a mempunyai 
tugas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini d 
pendidikan non formal berdasarkan peraturan perundang- 
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. | 

Pasal 92 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalar 
Pasal 91, Kepala Bidang Pernbinaan PAUD dan Pendidikai 
Non Formal menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kurikulum, 

peserta didik, sarana prasarana, pendanaan dan tat 
kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan no 
formal, 

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum d 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, sert 
peserta didik dan pembangunan karakter pendidika 
anak usia dini dan pendidikan non formal, 

C. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lok 
pendidikan non formal, 

d. melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum da 
penilaian, peningkatan kualitas pendidikan peserta didi 
dan pembangunan karakter, kelembagaan dan saran 
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan Ki 

5
»
 

formal: 

e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penata 
dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini d 
pendidikan non formal, | 

f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, 
dan pendidikan non formal, |
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g. mengkoordinir p e n g u m ] 3 u l a i n dan mengelola data, 
informasi pendidikan a n a k u s i a d in i dan pendidikan noj i 
formal; 

h . pemberian bimbingan teknis dan superv is i di b idan? 
k u r i k u l u m , peserta didik, s a r a n a dan p rasa rana 
pendidikan anak u s i a dim dan pendidikan non formal; 

i . mengkoordinir pemantauan dan eva luas i keb i j akar , 
di bidang k u r i k u l u m dan peni laian, peningkatan kua l i t as 
pendidikan, pembangunan karakte r peserta didik:, 
fasi l i tasi sumber daya, siarana p rasarana , p en ingka ta i 
m u t u serta anggaran di bidang pendidikan anak u s i a dir i 
dan pendidikan non formal; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas d e n g a i a tasan bare 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidcing mela lu i rapeit/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i bidang 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

m. pelaporan pe laksanaan di bidang k u r i k u l u m d a i 
peni la ian, kelembagaan dan s a r a n a prasarana , s e r t i 
peserta didik dan pemtiangunan karakter p end id i ka i 
anak u s i a dini , dan pendidikan non formal tugas seear a 
berka la sebagai baban evjduasi; dan 

n . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a t a s a i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 93 
Kepa la Seks i K u r i k u l u m dan Peni la ian sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 90 b u r u f b mempunya i tugas 
me laksanakan perumusan , koordinasi , dan pelaksanaa: i 
kebi jakan, norma, standar, prosedur, kr i ter ia , b imb inga i 
teknis , dan superv is i dan fasi l i tasi penjamirian m u t u c i 
bidang K u r i k u l u m Pendid ikan A n a k Us i a D in i sesuE i 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis . 

Pasa l 94 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
pasa l 93 , Kepa la Seks i K u r i k u l u m dan P e n i l a i a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a. p enyusunan baban pe rumusan , koordinasi pe l aksanaa i 

kebi jakan k u r i k u l u m dan peni laian pendidil<:an anak u s i a 
d in i dan pendidikan non lormal ; 

b. penyusunan baban penetapan k u r i k u l u m :muatan lokgl 
dan peni la ian pendidikan non formal; 

c. p enyusunan baban pembinaan pe laksanaan k u r i k u l u r i 
dan peni la ian pendidikan anak u s i a d ini dan pendidika i 
non formal; 

d. p enyusunan baban pemantauan dan eva luas i 
pe laksanaan k u r i k u l u m dan peni la ian pendidikan a n a k 
u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

e. m e n y u s u n reneana pengembangan k u r i k u l u m u n t u k 
menjadi program peningkatan m u t u pendidikan a n a k u s i a 
d in i dan pendidikan non iormal ; L

X
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g. mengkoordinir pengumpulan dan mengelola data 
informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 
formal, | 

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kurikulum, peserta didik, sarana dar prasarana 
pendidikan anak usia din: dan pendidikan non formal, 

i. mengkoordinir pemantauan dan evaluasi kebijakan, 
di bidang kurikulum dan penilaian, peningkatan kualita 
pendidikan, pembangurian karakter peserta didik, 
fasilitasi sumber daya, sarana prasarana, peningkatat 
mutu serta anggaran di bidang pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan non formal: 

J. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat: 

Il. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas: 

m. pelaporan pelaksanaan di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 
anak usia dini, dan pendidikan non formal tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 93 

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 huruf b mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan 

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan 

teknis, dan supervisi dan fasilitasi penjaminan mutu di 
bidang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sesuai 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Pasal 94 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 93, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan non formal, 

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 

dan penilaian pendidikan non formal, 
Cc. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum 

dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidika 
non formal: 

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan non formal, | 

e. menyusun rencana pengembangan kurikulum untuk 
menjadi program peningkatan mutu pendidikan anak usi 
dini dan pendidikan non formal: 

-
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f. mengoordinasikan p i j laksanaan pengembangan 
k u r i k u l u m pada jenjang pendidikan anak u s i a d in i d a i 
pendidikan non formal; 

g. p enyusunan baban fasi l i tasi pe laksanaan penjaminab 
m u t u di bidang pembelajaran dan peni la ian pada 
pendidikan anak u s i a d in i dan pendidikan non formal; 

b. pemberian bimbingan teknis dan superv is i di bidanlg 
pembelajaran dan peni la ian pada pendidikim anak us ip 
d in i dan pendidikan non formal; 

i . me l aksanakan monitoring dan eva luas i implementa^i 
pe laksanaan k u r i k u l u m dan peni laian pada j en jan 
pendidikan anak u s i a d in i dan pendid ikan non formal; 

j . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l isa j i 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala 
kepa la seks i me la lu i rapai: / pertemuan u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat; 

1. membuat laporan di bidang k u r i k u l u m dan peni laiab 
pendidikan anak u s i a d ini dan pendidikan non formal 
seeara berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

m . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 95 
Kepala Seks i Kelembagasm D a n Sarana. Prasaranja 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 90 b u r u f e mempunye i 
tugas di bidang Kelembajgaan dan S a r a n a P ra sa rana 
Pendidikan Anak U s i a D in i dan Pendidikan non formal 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis . 

Pasa l 96 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 95 , Kepa la Seks i Kelenibagaan D a n S a r a n a Prasaranp 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan baban f i e rumusan, koordinasi dab 

pe laksanaan kebi jakan di bidang ta ta kelola dan s a r a n a 
p rasa rana pendidikan aneik u s i a d ini dan pendidikan no i 
formal; 

b. m e n y u s u n baban fasi l i tas s a r a n a prasara j i a di bidan|g 
pendidikan anak u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

e. p enyusunan baban pembinaan kelembagaan dan saranja 
p rasa rana pendidikan a n a k u s i a d in i dan pendid ikan no i 
formal; 

d. p enyusunan baban penyusunan baban penerbitan izib 
pendir ian, penataan dan penutupan sa tuan pendidika i 
a n a k u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

e. member ikan bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
tata kelola dan s a r a n a p rasa rana pendidikan a n a k usija 
d in i dan pendidikan non formal; 

f. p enyusunan baban pemantauan dan eva luas i 
kelembagaan dan s a r a n a prasarana pendidikan a n a k usija 
d in i dan pendidikan non formal; 

g. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l isaj i 
m a u p u n tertul is u n t u k bcToleb petunjuk lebib lanjut ; 
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f. 'mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan 
kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini dah 
pendidikan non formal, 

g. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan 
mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal: | 

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidan 
pembelajaran dan penilaian pada pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan non formal: 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi 
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pada jenjang 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, | 

j. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi melalui rapat / pertemuan untuk penyatu 
pendapat, 

Il. membuat laporan di bidang kurikulum dan penilai 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non form 
secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

Pasal 95 | 
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Feaseranp 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c mempunyai 
tugas di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarani 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non form 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Pasal 96 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95, Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasaran 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi d 

pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana 

prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 
formal: | 

b. menyusun bahan fasilitas sarana prasarana di bidang 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, 

Cc. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana 
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 
formal, 

d. penyusunan bahan penyusunan bahan penerbitan izin 
pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan non formal, 
e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

tata kelola dan sarana prasarana pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan non formal, 

f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 
kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan non formal: 

g. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 
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h . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepal 
kepala seks i me la lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuaj i 
pendapat; 

i . membuat laporan di bidang kelembagaan dan saranla 
p rasa rana pendidikan anak u s i a d in i dan pendid ikan no i 
formal seeara berkala ; daj i 

j . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas Eiedinasan. 

Bag ian Keenam 
B idang Pembinaan Pendidikan Dascir 

Pasa l 97 
B idang Pembinaan Pendid ikan Dasa r terdir i a tas : 
a. Kepala Bidang; 
b. Seks i K u r i k u l u m dan Peni la ian Pendidikan Dasar ; 
c. Seks i Kelembagaan S a r a n a dan P rasa rana Pendidikaj i 

Dasar ; dan 
d. Kelompok Jabatain Fungs iona l . 

Pasa l 98 
Kepa la B idang Pembinaan Pendidikan Dasa r sebagaimanla 
d imaksud da lam pasa l 97 b u m f a mempunya i tugas di bidang 
pembinaan pendidikan dasar berdasarkan peratura j i 
perundang-undangan u n t u k pelanearan pe laksanaan tugas 

Pasa l 99 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 98, Kepala B idang Pembinaan Pendidikan Dasa r 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang k u r i k u l u m dajn 

peni la ian, peserta didik dan pembangunan karaktei-, 
kelembagaan dan sarant i p rasarana , Pendidikan Dasa r 
berdasarkan kebutuban siebagai dasar pelak:anaan tugas; 

b. p enyusunan baban pemmusan dan koordinasi 
pe laksanaan kebi jakan di bidang k u r i k u l u m dan 
peni la ian, kelembagaan dan s a r a n a prasarana , ser ta 
peserta didik dan pembangunan karakter siekolab dass r 
dan sekolab menegab pertama; 

c. p enyusunan baban penetapan k u r i k u l u m muatan lok^l 
Sekolab dasar dan sekolab menengab pertama; 

d. p enyusunan baban penerbitan iz in pendiritm, penataab, 
dan penutupan Sekolab Dasa r dan Sekolab Menengati 
Pertama; 

e. mengbimpun dan mengelola data dan informasi 
Pendidikan SD , SMP s i jsuai j en i s un tuk mengetabijii 
j u m l a b dan perkembangannya; 

f. p enyusunan baban pembinaan k u r i k u l u m dan penilaiab, 
kelembagaan dan sa rana p rasarana , serta peserta didik 
dan pembangunan karakter sekolab dasar dan se ko la la 
menengab pertama, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaajn 
dan Petunjuk Tekn i s u n t u k menjadi program uni t ; 

g. pemberian bimbingan teknis dan superv is i di bidabg 
k u r i k u l u m , peserta didik, s a r a n a dan p rasa rana 
pendidikan dasar; 
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h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepald- 
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatu 
pendapat, 

i. membuat laporan di bidang kelembagaan dan saran 
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 
formal secara berkala: dan 

- 5. 

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keenam 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

Pasal 97 

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar: 
c. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dasar, dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
| 

Pasal 98 | 

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaima 
dimaksud dalam pasal 97 huruf a mempunyai tugas di bikianke 
pembinaan pendidikan dasar berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk pelancaran pelaksanaan tugas 

Pasal 99 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 98, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 
menyelenggarakan fungsi: 

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kurikulum 1 
penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, 
kelembagaan dan sarana prasarana, Pendidikan Dasar 
berdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelakanaan tugas, 

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, ser 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah das 
dan sekolah menegah pertama, 

Cc. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lok 
Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 
dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menenga 
Pertama, 

e. menghimpun dan mengelola data dan informasi 
Pendidikan SD, SMP sesuai jenis untuk mengetahui 
jumlah dan perkembangannya, 

f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum clan penilai 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didi 
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekol 
menengah pertama, berdasarkan Petunjuk Pelaksana 
dan Petunjuk Teknis untuk menjadi prograrn unit, 

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana 

pendidikan dasar, 
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h . mengkoordinir pemantauan dan evaluasd kebi jakan, 
di bidang k u r i k u l u m dan peni la ian, peningkatan kua l i t as 
pendidikan karakter peserta didik, fasi l i tasi sumber daya, 
s a r a n a prasarana , peningkatan m u t u serta a n g g a r a i 
di bidang pendidikan dasar ; 

i . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan bai \s. 
l i san m a u p u n tertubs u n t u k beroleb petunjuk l e b i i 
lanjut ; 

j . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Sekretar is 
dan Kepala-Kepala B idang mela lu i rapf i t/per temuai 
u n t u k penyatuan pendapat; 

k. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i bidemg 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

1. m e n y u s u n laporan di bidang k u r i k u l u m dan peni la ian, 
kelembagaan dan sa rana prasarsina, ser ta peserta didik 
dan pembangunan karakte r seeara berka la sebagai baba i 
evaluasi ; dan 

m. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a t a s a i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 100 
Kepala Seks i K u r i k u l u m dan Peni la ian Pendidikan Dasa r 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 76 b u r u f b m e m p u n y i i 
tugas di bidang K u r i k u l u m dan Peni la ian Pendidikan Dasa r 
sesua i petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k 
peningkatan K u r i k u l u m Pendid ikan Dasar . 

Pasa l 101 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 100, Kepa la Seksi K u r i k u l u m dan P e n i l a i a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan keb i jakan teknis da lam pen ingka ta i 

pengembangan k u r i k u l u m dan peni la ian sekolab dasar 
dan sekolab menengab pertama; 

b. mengbimpun pedoman pe laksanaan k u r i k u l u m d a i 
peni la ian sekolab dasar dan sekolah. menenga i 
pertama sebagai a c u a n da lam p e l a k s a i a a n proses 
pembelajaran; 

c. p enyusunan baban penetapan k u r i k u l u m mua tan lokii l 
dan peni la ian sekolab dasar dan sekolab menenga i 
pertama; 

d. p enyusunan baban pembinaan pe laksanaan k u r i k u l u r i 
dan peni la ian sekolab dasar dan sekolab menenga i 
pertama; 

e. m e n y u s u n reneana pengembangan k u r i k u l u m u n t u k 
menjadi program peninglcatan m u t u sekokib dasar d a i 
sekolab menengab pertama; 

f. mengoordinasikan pe laksanaan ptmgembcingai 
k u r i k u l u m pada jenjang piendidikan dasar; 

g. p enyusunan baban fasi l i tasi pe laksanaan p e n j a m i n a i 
m u t u di bidang pembelajaran dan peni la ian pada 
pendidikan dasar; 

b. pemberian bimbingan tesknis dan superv is i di bidang 
pembelajaran dan peni la ian pada pendidikap 
dasar ; 
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h. mengkoordinir pemantauan dan evaluasi kebijakan, 
di bidang kurikulum dan penilaian, peningkatan kualitas 
pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, 
sarana prasarana, peningkatan mutu serta Anggaran 

di bidang pendidikan dasar, 
i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, 

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekret 
dan Kepala-Kepala Bidang melalui rapat/pertemu 
untuk penyatuan pendapat, 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bid 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

Il. menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didi 
dan pembangunan karakter secara berkala sebagai wi 
evaluasi, dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 100 | 
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf b mempunyai 
tugas di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar 
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untu 
peningkatan Kurikulum Pendidikan Dasar. | 

Pasal 101 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalar 
Pasal 100, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaiai 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis dalam peningkata 

pengembangan kurikulum dan penilaian sekolah dasar 
dan sekolah menengah pertama, 

b. menghimpun pedoman pelaksanaan kurikulum da 
penilaian sekolah dasar dan sekolah menenga 
pertama sebagai acuari dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, 
Cc. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 

dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama, 

d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum 
dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama, 

e. menyusun rencana pengembangan kurikulum untuk 
menjadi program peningkatan mutu sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama, 

f. 'mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan 
kurikulum pada jenjang pendidikan dasar, 

g. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan 
mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada 
pendidikan dasar, 

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembelajaran dan  penilaan pada pendidikan 
dasar, 
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i . me laksanakan monitoring dan eva luas i implementasji 
pe laksanaan k u r i k u l u m pada jenjang pendidikan dasar ; 

j . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara lisaiji 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleh petunjuk lebib lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i mela lui rapa.t/pertemuan untu.k penyatua: i 
pendapat; i 

1. membuat laporan di bidang k u r i k u l u m dan peni laiab 
sekolab dasar dan sekolab menengab pertama seearp 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

m. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 102 
Kepala Seks i Kelembagaan dan S a r a n a Prasarar .a Pendidikan 
Dasa r sebagaimana d imaksud da lam pasa l 97 b u r u f c 
mempunya i tugas di bidang Kelembagaan dan S a r a n a 
P rasa rana Pendidikan Dasa r sesua i petunjuk pe laksanaa i 
dan petunjuk teknis . 

Pasa l 103 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da la ia 
Pasa l 102, Kepala Seks i Kelembagaan dan S a r a n a P r a s a r a n a 
Pendidikan Dasa r menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan babein pe rumusan , koordinasi d a i 

pe laksanaan kebi jakan d i bidang ta ta kelola dan s a r a n a 
p rasa rana sekolab dasar dan sekolal i menenga i 
pertama; 

b. menyusun baban fasi ltas s a r a n a p rasa rana sekolab das s r 
dan sekolab menengab pertama; 

c. menyusun baban fasi l i tas penjaminan m u t u tata kelolola 
dan s a r a n a p rasa rana sekolab sekolab dasar dan sekolah 
menengab pertama; 

d. penyusunan baban pembinaan kelembagaan, s a r a n a dan 
p rasa rana sekolab dasar dan sekolal i menengah 
pertama; 

e. p enyusunan baban penerbitan iz in pendir ian, penataan 
dan penutupan sekolab dasar dan sekokib menengab 
pertama; 

f. member ikan bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
ta ta kelola dan s a r a n a p rasa rana sekolal i pendidikan 
dasar ; 

g. penyusunan baban pemantauan d£in eva luas i 
kelembagaan, s a r a n a dan p rasa rana sekolab dasar dan 
sekolab menengab pertama; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k b<;roleb petunjuk l e t ib lanjut ; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i me la lu i rapat/pertemuan un tuk penyatuan 
pendapat; 

j . membuat laporan di bidang kelembagaan. dan s a r a r a 
p rasa rana sekolab dasar dan sekolab menengab pertama 
seeara berkala ; dan 

k. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 
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melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi 
pelaksanaan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar, 
mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala- 
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 
membuat laporan di bidang kurikulum dan penilaian 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 
. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ki 

Pasal 102 

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf c 
mempunyai tugas di bidang Kelembagaan dan Sarana 
Prasarana Pendidikan Dasar sesuai petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis. 

Pasal 103 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 102, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 
Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana 
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama, 

menyusun bahan fasiltas sarana prasarana sekolah dasdr 
dan sekolah menengah pertama, 
menyusun bahan fasilitas penjaminan mutu tata kelolola 
dan sarana prasarana sekolah sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama, 
penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan 
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama, 

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan 
dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama, 

memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
tata kelola dan sarana prasarana sekolah pendidikan 
dasar, 

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 
kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar da 
sekolah menengah pertama: 
mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat: 

membuat laporan di bidang kelembagaan. dan sarana 
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
secara berkala: dan 

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Bag ian Ke tu juh 
B idang Pembin a a n Ketenagaan 

Pasa l 104 
B idang Pembinaan Ketenagaan terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Seks i Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD daiji 

Pendidikan Non Formal ; 
e. Seks i Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikaiji 

Dasar ; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

1 
Pasa l 105 

Kepa la B idang Pembinaan Ketenagaan sebagaimank 
d imaksud da lam pasa l 104 b u r u f a mempunya i tugas 
di bidang pendidik dan tenag£L kependidikan pendidikan a n a c 
u s i a dini , sekolab dasar , sekolab menengab pertamg, 
pendidik non formal berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k kelaneargm pe laksanaan tugas. 

Pasa l 106 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 105, Kepala B idang Pembinaan Ketenagaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang; pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia. 
d ini , sekolab dasar, sekolab menengab pertama da: i 
pendidikan non formal se;rta pengbargaan, perl indungan 
dan serti f ikasi pendidik dan lenaga kependidikan 
berdasarkan kebutuban sebagai dasar pe l aksanaa i 
tugas; > 

b. p enyusunan baban ]Derumusan dan koordinasi 
pe laksanaan kebi jakan di bidang pembinaan pendidik dab 
tenaga kependidikan pendidikan anak u s i a dini , sekolah 
dasar , sekolab menengab pertama dan pendidikan n o i 
formal ser ta pengbargaan, per l indungan dan sert i f ikasi 
pendidik dan tenaga kependidikan; 

e. penyusunan baban perumusan dan koordinasi 
pe laksanaan kebi jakan di bidang pembinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak u s i a dini , sekolah 
dasar , sekolah menengab pertama dan pendidikan n o i 
formal ser ta pengbargaa i , per l indungan dan sert i f ikasi 
pendidik dan tenaga kependidikan; 

d. p enyusunan baban r encana kebutuban ]Dendidik d a i 
tenaga kependidikan pendidikan anak u s i a dini , sekolah 
dasar , sekolab menengal i per tama dan pendidikan n o i 
formal; 

e. penyusunem baban pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak u s i a dini , sekolab dasar, 
sekolab menengab pertama, dan pendidikar non formal: 

f. m e n y u s u n baban pemberian kesejabteraan ser ta 
pemberian pengbargaan dan perl indungan pendidik dan 
tenaga kependidikan pada pendidikan anak u s i a dini , 
sekolab dasar , sekolab menengab pertama dajn 
pendidikan non formal; 
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Bagian Ketujuh 
Bidang Pembinaan Ketenagaan 

Pasal 104 
Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan 

Pendidikan Non Formal, 
c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar, dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 105 

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 104# huruf a mempunyai tugas 
di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

pendidik non formal berdasarkan peraturan perundang- 
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 106 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 105, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pembinaat 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak us 
dini, sekolah dasar, sekolah menengah »ertama dat 
pendidikan non formal serta penghargaan, perlindungan 
dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 
berdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan 
tugas, 

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non 
formal serta penghargaan, perlindungan dan sertifikasi 
pendidik dan tenaga kependidikan, 

Cc. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik d 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekola 
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan no 
formal serta penghargaan, perlindungan dan sertifikasi 
pendidik dan tenaga kependidikan, 

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non 
formal, 

e. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal: 

f. menyusun bahan pemberian kesejahteraan serta 
pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan 
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan 
pendidikan non formal,
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g. pemberian bimbingan teknis dan superv is i di bidang 
pembinaan guru , pendidik l a innya dan tenaga 
kependidikan; 

b. mengbimpun dan mengelola data dan informasi di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; 

i . p enyusunan baban rekomendasi pemindaf ian pendidik 
dan tenaga kependidikan da lam kabupaten/ kota; 

j . me laksanakan kebi jakan di bidang penyusunan reneana 
kebutuban dan pengendalian formasi, pengembangan 
karier , peningkatan kual i f ikas i dan kompetensi, 
peningkatan kesejabteraan guru dan pendid ik la innya ; 

k. p enyusunan baban pemantauan dan eva luas i di bidan:; 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
anak u s i a dini , sekolab dasar , sekolab menengab pertama 
dan pendidikan non formjil; 

1. mengkoordinasi pemantauan dan eva luas i pe laksanaan 
kebi jakan rencana, pro j^am kegiatan dan anggaraji 
di bidang pembinaan pen(l idik dan tenaga kependidikan; 

m. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengaii a tasan bailc 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bideing mela lu i rapei t/pertemuai 
u n t u k penyatuan pendapat; 

o. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesuai bidang 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

p. menyusun laporan di bidang pembinaan j iendidik da i 
tenaga kependidikan pendid ikan anak u s i a dini , sekolah 
dasar, sekolab menengah pertama dan pendidikan n o i 
formal seeara berka la sebagai baban evaluaed; dan 

q. me laksanakan tugas la in yang diper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 107 
Kepala Seks i Pendidik dan Tenaga Kependidikein PAUD dab 
Pendidikan Non Forma l sebagaimana dimaksuci da lam pasa l 
104 b u r u f b mempunya i tugas di bidang pembinaan pendidik 
dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan a n a k u s i a d ini dan pendidikan non formal sesued 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis . 

Pasa l 108 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 107, Kepa la Seks i Pendidik dan Tenaga Kepend id ika i 
PAUD dan Pendid ikan Non Forma l menyelenggarakan fungsji: 
a . meny iapkan baban r u m u s a n kebi jakan di bidang 

pembinaem guru , pendidik l a innya dan tenaga 
kependidikan pada pendidikan anak u s i a d ini dan 
pendidikan non formal; 

b. mengoordinir pe laksanaan kebi jakan di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan anak u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

e. mengelola data dan informasi di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan a n a k 
u s i a d ini dan pendidikan non formal; 
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g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga 
kependidikan, 

h. menghimpun dan mengelola data dan informasi di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, 

i. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan dalam kabupaten / kota, 

j-. melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan rencana 
kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan 
karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, 
peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, 

k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikar 
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama 
dan pendidikan non formal, 

l. mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan rencana, program kegiatan dan anggaran 
di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, 

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

Oo. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

p. menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non 
formal secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

&
 
U
G
 

Pasal 107 

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan 
Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 
104 huruf b mempunyai tugas di bidang pembir:aan pendidik 
dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Pasal 108 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidik 
PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga 

kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan non formal, 

b. mengoordinir pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal: 

c. mengelola data dan informasi di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan non formal,
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d. m e n y u s u n bahan reneena kebutuban, rekomendasi 
pemindaban pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

e. meningkatkan kuabf ikas i dan kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan pada pendidikan anak u s i a d in i dan 
pendidikan non formal; 

f. m e n y u s u n baban peni la ian k iner ja dan pengembangan 
kar ier pendidik dan tenagei kependidikan pada pendidikan 
a n a k u s i a d ini dan pendidikan non formal; 

g. menyusun baban pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak u s i a d ini dan pendidikan 
non formal ( 

b. member ikan bimbingan l ekn i s dan superv is i di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan anak u s i a dini dan pendidikan non formal; 

i . m e n y u s u n baban pemantauan dan eva luas i pe laksanaan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikab 
anak u s i a dini dan pendid i k a n non formal; 

j . me l aksanakan evaluas i di bidang pembinaan pendidik 
dan tenaga kependidikan pada pendidikan a n a k u s i a d ini 
dan pendidikan non formal; 

k. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

1. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i mela lu i rapat /pertemuan u n t u k penyatua i 
pendapat; I 

m. membuat laporan di bidang pembinaan ]iendidik d a i 
tenaga kependidikan pendidikan anak u s i a d in i d a i 
pendidikan non formal seeara berkala ; dan 

n . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a t a s a i 
u n t u k ke lanearan tugas hiedinasan. 

Pasa l 109 
Kepala Seks i Pendidik dan Tisnaga Kependidikan Pendidikan 
Dasa r sebagaimana d imaksud da lam pasa l 104 b u r u f c 
mempunya i tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolab dasar dan sekolab menengab pertamja 
sesuai petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis . 

Pasa l 110 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalailn 
Pasa l 109, Kepa la Seks i Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Dasa r menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan baban r u m u s a n kebijeikan di bidang 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dan sekolab menengab pertama; 

b. m e n y u s u n baban pe rumusan , koordinasi pe laksanaan 
kebi jakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikajn 
sekolab dasar dan sekolah menengab pertama; 

e. mengoordinasi pe laksanaan kebi jakan di bidanlg 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolab 
dasar dan sekolab menengab pertama; 

d. mengelola data dan informasi di bidang pembinaajn 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolab dasar dan 
sekolab menengab pertama; 
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menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi 

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, 
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan non formal, 
menyusun bahan penilaian kinerja dan pengembangan 
karier pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan non formal, 

menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
non formal 
memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, 
menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan non formal, 
melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan pendidi 
dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan non formal, 
mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi melalui rapat /pertemuan untuk penyatuan 

pendapat, 
. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan non formal secara berkala: dan 

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

Pasal 109 

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf c 
mempunyai tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Pasal 110 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidik 
Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama, 
menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertarna, 
mengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama, 
mengelola data dan informasi di bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama,
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e. menyusun bahan reneana kebutuban dan ]Dengendalian 
formasi pendidik dan tena.ga kependidikan sekolab d a s a • 
dan sekolab menengab pertama; 

f. meningkatkan kua l i t as kompetensi pendidik dan tenagh 
kependid ikan sekolab dasar dan sekolal i menengal i 
pertama; 1 

g. m e n y u s u n baban peni la ian k iner ja dan pengembangaiji 
kar ier pendidik dan tenaga kependidikan sekolab dasar 
dan sekolab menengab pertama; 

b. menyusun baban reneana kebutuban, rekomendadi 
pemindaban pendidik dan tenaga kependidikan sekolal i 
dasar dan sekolab menenigab pertama; 

i . member ikan bimbingan l ekn i s dan superv is i di b idan 
pembinaan guru, pada pendidikan dasar ; 

j . m e n y u s u n baban pemantauan dan evaluasi pe laksanaab 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolal i 
dasar dan sekolab menengab pertama; 

k. me laksanakan evaluasi di bidang pembinaem guru pada 
pendidikan dasar; 

1. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i mela lu i rapeit/pertemuan u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat; 

n . membuat laporan di bidang pembinaem j iendidik dap 
tenaga kependidikan sekolab dasar dan sekolab 
menengab pertama seeara berkala ; dan 

o. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas kiedinasan. 

i 

Bag ian Kedelapan 
B idang Kebudayaan 

Pasa l 111 
B idang Kebudayaan terdir i a l a s : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 112 
Kepala B idang Kebudayaan sebagaimana d imaksud dalailn 
pasa l 111 b u r u f a mempunya i tugas di bidang kebudayaan, 
perf i lman, kesenian, t radis i , sejarab, eagar budaya, 
pengelolaan museum, war i san budaya dan tenaga 
kebudayaan berdasarkan pera turan perundang-undangajn 
u n t u k pelanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 113 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalailn 
Pasa l 112, Kepa la B idang Kebudayaan menyelenggarakajn 
fungsi: 
a . m e n y u s u n baban pe rumusan dan koordinasi 

pe laksanaan kebi jakan di bidang pengelolaan eagar 
budaya, pengelolaan rauseum, pembinaan se jaral i , 
pelestarian tradis i , pemttinaan komuni tas dan lembaga 
adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan dajn 
pengembangan tenaga kebudayaan; 
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e. menyusun bahan rencana kebutuhan dan pengendalian 
formasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar 
dan sekolah menengah pertama, 

f. meningkatkan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama, 

g. menyusun bahan penilaian kinerja dan pengembangar 
karier pendidik dan tenaga kependidikan sekolah das 
dan sekolah menengah pertama, 

h. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi 
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama, 

i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembinaan guru, pada pendidikan dasar, 

j-. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama, 

k. melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan guru pada 
pendidikan dasar, | 

Il. 'mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, | 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

n. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama secara berkala, dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kedelapan 
Bidang Kebudayaan 

Pasal 111 | 
Bidang Kebudayaan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 112 
Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 111 huruf a mempunyai tugas di bidang kebudayaan, 
perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, 

pengelolaan museum, warisan budaya dan tenaga 
kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk pelancaran pelaksanaan tugas. | 

Pasal 113 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 112, Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar 
budaya, pengelolaan rnuseum, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 
adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan dan 
pengembangan tenaga kebudayaan,
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b. menyusun baban pembineian di bidang pengcdolaan cagai' 
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarab 
pelestarian tradis i , pembinaan komuni tas dan lembaga 
adat dan pembinaan kesenian serta pembinaan dan 
pengembangan tenaga kebudayaan; 

e. m e n y u s u n baban pengelolaan kebudeyaan y a n ^ 
masyaraka t pe lakunya dai a m Daerab; 

d. m e n y u s u n baban pelesti ir ian tradis i yang masyaraka t 
penganutnya da lam Daersib; 

e. m e n y u s u n baban pembinaan komuni tas dan lembaga 
adat yang masyaraka t penganutnya da lam Daerab; 

f. m e n y u s u n baban pembinaan kesen ian yang masyaraka t 
pe lakunya da lam Daerab; 

g. m e n y u s u n baban pembinaan sejarab lokal ; 
b. men3rusun baban penetapan eagar t iudaya dan 

pengelolaan eagar budaya peringkat; 
i . menjrusun baban penerbitan iz in membawa eagar b u d a y i 

ke luar ; 
j . m e n y u s u n baban fasi l i tasi di bidang pengidolaan eagar 

budaya, pengelolaan museum, pembinaan se jarah, 
pelestarian tradis i , pembinaan komuni tas dan lembaga 
adat dan pembinaan kesenian; 

k. m e n y u s u n baban pemairtauan dan evaluaisi di bidang 
pengelolaan eagar budaya, pengelolaan m u s e u n , 
pembinaan sejarab, pelestarian tradis i , pembinaan 
komuni tas dan lembaga adat, dan pembinaan k e s e n i a i 
serta pembinaan d im pengembangan t enag i 
kebudayaan; 

1. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan ba i c 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebih 
lanjut ; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidjmg mela lu i rapgit/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

n . mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i bidang 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

o. membuat laporan di bidang pengelolaan eagar budaygi, 
pengelolaan museum, pembinaan sejarab, pelestarian 
tradis i , pembinaan komuni tas dan lembaga adat, dap 
pembinaan kesenian; dan 

p. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas h:edinasan. 

BAB V l l 
DINAS K E S E H A T A N 

Bag iaa Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 114 
(1) D inas berkedudukan d i bawab dan bertanggung jawajb 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 
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b. menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar 
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 
adat dan pembinaan kesenian serta pembinaan dan 
pengembangan tenaga kebudayaan, 

c. menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang 
masyarakat pelakunya dalam Daerah, 

d. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat 
penganutnya dalam Daerah, 

e. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga 
adat yang masyarakat periganutnya dalam Daerah, 

f. menyusun bahan pembinaan kesenian yang: masyarakat 
pelakunya dalam Daerah, 

g. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal, 
h. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan 

pengelolaan cagar budaya peringkat, 
i. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya 

ke luar: 
j- menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar 

budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 
adat dan pembinaan kesenian, 

k. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, 
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan keseni 
serta pembinaan dan pengembangan tenaga 
kebudayaan, 

Il. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

Oo. membuat laporan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 
pembinaan kesenian, dan | 

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa 
untuk kelancaran tugas kedinasan. H 

BAB VII 
DINAS KESEHATAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 114 

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 
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Pasa l 115 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota me l aksanakan 
u r u s a n pemerintaban di bidang kesebatan yang menjadi 
kewenangan Daerab dan tugas pembantuan yang d iber ikan 
kepada Daerab. 

i 
Pasa l 116 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 115, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a. p e rumusan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesuai dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan evaluas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i dinas sesua i dengan l ingkup 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan olvh Wal i Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Perangkat Daerab 

Pasa l 117 
S u s u n a n Perangkat Daerab E>inas terdir i a tas : 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; I 
c. B idang Kesebatan Masyarakat ; 
d. B idang Pencegaban dan Pengendalian Penyakit ; 
e. B idang Pe layanan Kesebatan dan Sumber Day^ 

Kesebatan; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal. 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 118 
Kepala D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 1117 
b u r u f a mempunya i tugas me l aksanakan sebagian tugas 
Pemerintab Daerab di bidang Kesebatan b e r d a s a r k a i 
pera turan pemndang-undangan u n t u k kelaneai^an tugas. 

Pasa l 119 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 118, Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan pengembangan tugas di bidang kesebata i 

seeara berkes inambungan u n t u k peninghiatan derajat 
kesebatan masyarakat ; 

b. m e m m u s k a n keb i jakan teknis di bidang kesebata i 
masyaraka t sesuai kebutuban u n t u k pen ingka ta i 
k iner ja ; 

e. menjo isun kebi jakan teknis pengembangan kesebataj i 
masyaraka t sebagai dasaj- pe laksanaan tugas uni t ; 

d. mengorgainisir pengembangan kesebatan masyarakbt 
mela lu i mekanisme prosedur ker ja dadam s u a t u un i t 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 
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Pasal 115 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada Daerah. 

Pasal 116 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Perangkat Daerah 

Pasal 117 
Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat: 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, 
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan: dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 118 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. 

Pasal 119 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan pengembangan tugas di bidang kesehatan 

secara berkesinambungan untuk peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat, 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan 
masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan 

TI kinerja, | 
KERJA c. menyusun kebijakan teknis pengembangan kesehatan 

Gala d. mengorganisir pengembangan kesehatan masyarakat 
melalui mekanisme prosedur kerja dalam suatu unit 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, M

k
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e. mengendal ikan pe laksanaan tugas di bidang kesebatar 
masyarakat seeara terpadu u n t u k peningkatan deraja : 
kesebatan masyarakat ; 

f. mengarabkan pe laksanaan s is t im pengembangar. 
kesebatan seeara inovatif u n t u k peninglcatan mutvi 
pe layanan kesebatan; 

g. membina pe laksanaan kegiatan un i t seeara menye luruh 
u n t u k ke lancaran tugas; 

h . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i bidang 
masing-masing u n t u k ke lancaran pelaks£inaan tuga? 
un i t ; < 

i . mengawasi pe laksanaan tugas baik interna l dan eks t ema l 
seeara berka la u n t u k efektifitas dan efisiensi kegiatan 
un i t ; 

j . mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara terpadu u n t u k 
mengetabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

k. mengonsul tas ikan dan mengoordinasikan pe laksanaan 
tugas dengan un i t terkait mela lui pertemuan a tau rapat 
koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

1. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t sejcara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

m. me l akukan tugas perbantuan dan tugas l a innya y a n ; 
d iper intabkan a tasan u n t u k ke lanearan tugeis ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 120 
Sekretar iat dipimpin oleh Sekretar is D inas yang 
me l aksanakan tugas di bidang kesekretar iatan, prograir 
keuangan, u m u m dan kepegqwaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan u n t u k ke lanearan pelaksemaan tugas 

Pasa l 121 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 120, Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n kebi jakan teknis kesekretarit i tan sebagai 

pedoman pe laksanaan tugas; 
b. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i di bidanlg 

kesekretar iatan berdasarkan petunjuk pe laksanaan d a i 
petunjuk teknis u n t u k peningkatan pelayanan; 

c. me laksanakan tugas di ti idang u m u m dan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i u m u m dan kepegawaian; 

d. me laksanakan tugas di bidang program berdasarkab 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk tisknis u n t u k 
ke lanearan tugas uni t ; 

e. me laksanakan tugas penigelolaan admin is t ras i keuangaj i 
berdasarkan rencana imggaran sa tuan ker ja a t au 
dokumen anggaran sa tuan ker ja u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i keuangan; 

f. me laksanaan pembinaan teknis kesekretar iatan untujk 
peningkatan k iner ja dan ]Drofesionalisme pelugas; 

g. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i sab 
m a u p u n tertul is u n t u k mismperoleb petunju]< lebib l an ju ; ; 
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e. mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 
masyarakat secara terpadu untuk peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat, 

f. mengarahkan pelaksanaan sistim pengembangan 
kesehatan secara inovatif untuk peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan, 

g. membina pelaksanaan kegiatan unit secara Mean 
untuk kelancaran tugas, 

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
unit, 

i. mengawasi pelaksanaan tugas baik internal dan eksternal 
secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan 

unit, 

j. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 

k. mengonsultasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas dengan unit terkait melalui pertemuan atau rapat 
koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melakukan tugas perbarntuan dan tugas lainnya yang 
diperintahkan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 120 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang 
melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, program, 
keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 121 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 120, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. menyusun kebijakan teknis kesekretariatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi di bidang 

kesekretariatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan, 

c. melaksanakan tugas di bidang umum dan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya administrasi umum dan kepegawaian, 

d. melaksanakan tugas di bidang program berdasarkan 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk 
kelancaran tugas unit, 

e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangah 
berdasarkan rencana anggaran satuan kerja atat 
dokumen anggaran satuan kerja untuk tertibnya 
administrasi keuangan, 

f. melaksanaan pembinaan teknis kesekretariatan untuk 
peningkatan kinerja dan profesionalisme petugas, 

g. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut,
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h . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang mela lu i pertemuan a tau rapat u n t u i ; 
penyatuan pendapat; 

i . mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i j o t 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

j . m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berkak i 
sebagai baban evaluasi ; d im 

k. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 122 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam paseJ 120 terdiiji 
a tas : 
a . Kepa la Subbagian Program; 
b. Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
c. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 123 
Kepala Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalanji 
pasa l 122 b u r u f a mempunya i tugas me l aksanakan 
penyusunan reneana program berdasarkan petunjulc 
pe laksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman 
pe laksanaan tugas un i t . 

Pasa l 124 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 123, Kepa la Subbagigm Program menyelenggaraka:i 
fungsi: 
a . m e n y u s u n reneana program sesua i kebutubgm un i t u n t u k 

ke lanearan pe laksanaan tugas; 
b. m e n y u s u n reneana penggianaan anggaran sesua i program 

u n t u k memenubi kebutuban uni t ; 
e. menyusun rencana anggaran sa tuan ker ja berdasarkaj i 

program kegiatan untufe: menjadi dokumen anggaran 
sa tuan kerja; 

d. me laksanakan S is t im Informasi Kese l ia tan (SlKl) 
berdasarkan eva luas i pek iksanaan program u n t u k baban 
informasi dan pen5msun kegiatan; 

e. menya j ikan rencana angi^aran sa tuan ker ja kepada tirji 
peneliti u n t u k mendapatkan persetujuan; 

f. men5rusun dokumen ang^jaran sa tuan ker ja berdasarkab 
reneana anggaran sa tuan ker ja sebagai pedoman 
pengelolaan keuangan; 

g. me laksanakan pembinaan teknis penyusunan prograrii 
dan S I K u n t u k peningkatan k iner ja dan profesionalisme 
petugas; 

h . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baijc 
l i s an m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebi 
lanjut ; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i dan kepala subbagian mela lui pertemuap 
a tau rapat u n t u k penyatuan pendapat; 

j . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berkalja 
sebagai baban evaluasi ; dan 
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h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui pertemuan atau rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

| 

Pasal 122 | 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Program, 

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 123 

Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 122 huruf a mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana program berdasarkan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 124 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 123, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyusun rencana program sesuai kebutuhan unit untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, 
b. menyusun rencana penggunaan anggaran sesuai program 

untuk memenuhi kebutuhan unit, 
Cc. menyusun rencana anggaran satuan kerja berdasarkan 

program kegiatan untuk menjadi dokumen anggaran 
satuan kerja, 

d. melaksanakan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) 
berdasarkan evaluasi pelaksanaan program untuk bahan 
informasi dan penyusun kegiatan, | 

e. menyajikan rencana anggaran satuan kerja kepada tim 
peneliti untuk mendapatkan persetujuan, 

f. menyusun dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan 
rencana anggaran satuan kerja sebagai pedoman 
pengelolaan keuangan, 

g. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program 
dan SIK untuk peningkatan kinerja dan profesionalisme 
petugas, 

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi dan kepala subbagian melalui pertemu 
atau rapat untuk penyatuan pendapat, li 

j-. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan
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k. me laksanakan tugas l a innya yang d iper intahkan a tasar 
u n t u k ke lanearan tugas k( ;dinasan. 

PasELl 125 
Subbagian U m u m dan Kepegawaian sebagaimana dimaksuc. 
da lam pasa l 122 b u r u f b mempunya i tugas me laksanakar . 
penyusunan reneana kegiatan, pengoordinasian, pembinaan 
pengendalian dan pemberian bimbingan tekn.s di bidang 
pengelolaan admin is t ras i u m u m , u r u s a n kerumabtanggaan 
perelengkapan/perbekalan, dokumentas i , perpustakaan dan 
kears ipan ser ta pengelolaan admin is t ras i kepeggiwaian D inas 
Kesebatan, 

Pasa l 126 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalank 
Pasa l 125, Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaiaiji 
menyelenggarakan fungsi: 
a . menyusun rencana kegiatan Subbagian U m u m daik 

Kepegawaian berdasarkan bas i l eva luas i kegiatan t abun 
l a lu sesua i pera turan perundang-undangan yang ber laku 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pe laksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintab, disposisi a tasan dan petunjuk 
pe laksanaan sesua i peraturan perundang-undangan yan i ; 
ber laku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pe laksanaan kegiatan; 

c. member ikan petunjuk, a raban dan membagi tuga? 
kepada bawaban sesua i dengan bideing tugeisnya, seeara 
l i san m a u p u n tertul is guna meningkatkan ke lanearan 
pe laksanaan tugas; 

d. me laksanakan koordinasi dengan subbagian dan 
subbidang di l ingkungan dinas ba ik seeeira langsung 
m a u p u n t idak langsung u n t u k mendapatkan m a s u k a n , 
data dan informasi untuJc memperoleb bas i l ker ja yang 
optimal; 

e. meny iapkan konsep pedoman n a s k a b d inas bidang 
ad imin is t ras i perkantorem dan kepegawaian sesua i 
dengan ketentuan yang ber laku dan kebi jakan yang 
ditetapkan a tasan ; 

f. meny iapkan baban pelayanan admin is t ras i perkantorar , 
pengurusan kerumabtanggaan, pisrlengkapan I 
perbekalan, dokumentas i , perpustakaan dan kears ipai j , 
ser ta pengelolaan admin is t ras i kepegav/aian D inas 
Kesebatan; 

g. membuat laporan ru t i n tentang peremajj ian pegawa 
Daftar Uru t Kepangkatan (DUK), nominat i f pegawai, d a i 
laporan kepegawaian l ingkup D inas Kesebatan denji 
terc iptanya tertib admin is t ras i kepegawaian; 

b. memproses u s u l a n kena ikan pangkat, mutas i , ga 
berkala , d iklat pegawai, dan pengusulan data k ebu tuba i 
kepegawaian la innya di l ingkungan D inas Kesebatan; 

i . mereneanakan dan me laksanakan pengadaan baran 
u n t u k keper luan r u m a b tangga D inas sesua i d e n g a i 
kebutuban, anggaran dan peraturan perundang 
undangan yang ber laku sebagai dasar pengadaan barang; 
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k. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 125 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 122 huruf b mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana kegiatari, pengoordinasian, pembinaan, 
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang 
pengelolaan administrasi umum, urusan kerumahtanggaan 
perelengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan da 
kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas 
Kesehatan. 

Pasal 126 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 125, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkari hasil evaluasi kegiatan tahun 
lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan, 

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk 
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-ur.dangan sang 
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedom 
pelaksanaan kegiatan, | 

c. memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas 
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis gana meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

d. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan 
subbidang di lingkungan dinas baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 
data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang 
optimal, 

e. menyiapkan konsep pedoman naskah dinas bidang 
adiministrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapkan atasan, 

f. menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, 
pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan 
perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, 
serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas 
Kesehatan, 

g. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, 
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan 
laporan kepegawaian lingkup Dinas Kesehatan demi 
terciptanya tertib administrasi kepegawaian, 

h. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji 
berkala, diklat pegawai, dan pengusulan data kebutuhan 
kepegawaian lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan: 

i. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang 
untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan 
kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang,



! 
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j . me laksanakan inventar isas i dan pemelihai 'aan barang 
kekayaan/iventar is D inas u n t u k tertib admin is t ras . 
pengelolaan barang agg.r dapat d igunakan dengar. 
optimal; 

k. mengoordinir penyelenggaraan pereneanaan kegiatan 
Pendidikan Pelat iban s t r u k t u r a l dan diklat ttagi apara tu -
d inas; 

1. mengkoordinir penyusunan daftar pegawai yang 
mengikut i dan telab pendidikan dan pelat iban; 

m. me laksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilaji 
prestasi ker ja pe laksanaan tugas bawaban seeara berka la 
mela lu i s istem penilai£in yang ber laku; 

n . menginventar isasi permasa laban yang berbubungan 
dengan pe laksanaan tugas dan reneana kegiatan 
subbagian u m u m dan kepegawaian serta meny iapkan 
baban t indak lanjut u n t u k penyelesaian masialabnya; 

o. membuat laporan pe laksanaan tugas subbagian u m u m 
dan kepegawaian kepada Sekretar is D inas Kesebatan 
sebagai dasar pengambilan kebi jakan lebib lanjut ; 

p. menyampaikan sa ran dan pert imbangan kepada 
Sekretar is D inas Kesebatan baik seeara l i san m a u p u b 
tertul is sebagai baban m a s u k a n guna ke lanearan 
pelaksgmaan tugas; dan 

q. me laksanakan tugas la in yang diber ikan Sekretar is sesua i 
dengan tugas pokok dan fungsi subbagian u m u m dan 
kepegawaian. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Kesebatan Masyarakat 

Pasa l 127 
B idang Kesebatan Masyarakat terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 128 
Kepala B idang Kesebatan Masyarakat sebagaimanji 
d imaksud dalam pasa l 127 b u r u f a mempunya i tugajs 
m e r u m u s k a n dan me laksanakan kebi jakan operasion 
pembinaan teknis dan peng;awasan data di ti idang upa; 
kesebatan Masyarakat berdasarkan s ik lus bidup y a n 
terintegrasi di puskesmas dan je jar ing pelayaman kesebatan 
primer serta je jar ing pe layanan kesebatan primer sertp 
je jar ing laboratorium kesebatan masyaraka t . 

Pasa l 129 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalait i 
Pasa l 128, Kepala B idang Kesebatan Masyaraks 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan integrasi l ayanan primer berbasis siklujs 

b idup; 
b. me laksanakan komunikas i , informasi dan edukasL 

per i laku, dan determinannya da lam upaya promosi 
kesebatan dan pemberdayaan masayarairat , advoka?i 
program dan penggalangan kemi t raan; 
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j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang 
kekayaan/iventaris Dinas untuk tertib administrasi 
pengelolaan barang agar dapat digunakan dengan 
optimal, 

k. mengoordinir penyelenggaraan perencanaan kegiatan 
Pendidikan Pelatihan struktural dan diklat bagi aparatur 
dinas, 

Il. mengkoordinir penyusunan daftar pegawai yan 
mengikuti dan telah pendidikan dan pelatihan, 

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai 
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 
melalui sistem penilaian yang berlaku, 

n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan 
subbagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan 
bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya, 

Oo. membuat laporan pelaksanaan tugas subbagian umum 
dan kepegawaian kepada Sekretaris Dinas Kesehatan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut, 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
Sekretaris Dinas Kesehatan baik secara lisan maupu 
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancarar 
pelaksanaan tugas, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan 
kepegawaian. 

Bagian Kelima 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pasal 127 

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas: 

a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 128 | 
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 127 huruf a mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, 
pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang upaya 
kesehatan Masyarakat berdasarkan siklus hidup yang 
terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan 
primer serta jejaring pelayanan kesehatan primer serta 
jejaring laboratorium kesehatan masyarakat. 

Pasal 129 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 128, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan integrasi layanan primer berbasis siklus 

hidup, 
b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi, 

perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi 
kesehatan dan pemberdayaan masayarakat, advokasi 
program dan penggalangan kemitraan,
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c. me laksanakan surve i lans kesehatan, deteksi d ini dari 
pengendalian faktor r is iko bidang gizi masyarakat dan 
kesebatan masyaraka t berdasarkan s i k lus bidup; 

d. me laksanakan skr in ing , penemuan k a s u s dan faktoh 
resiko, investigasi dan pengendalian popukis i dan/a tau 
faktor resiko kesebatan bidang gizi masyarakat darj 
kesebatan msyaraka t berdasarkan s i k lus bidup; 

e. me l akukan pemberian intervensi , peningliatan akses , 
penyediaan sumber daya dan peningkatan kua l i t as 
pe layanan di bidaing ghi masyaraka t dan kesebatan 
masyaraka t berdasarkan s ik lus bidup; 

f. me l akukan fasi l i tasi tata kelola manajemen pe layanan 
kesebatan masyarakat ; 

g. me laksanakan integrasi dan kolaborasi pe layanan 
kesebatan di puskesmas dan fasilitas pe layanan 
kesebatan t ingkat pertama la innya ; 

b. me l akukan fasi l i tasi pekiyanan kesebatan masya raka 
pada kawasan k b u s u s ternnasuk Daerab terpieneil, sangajt 
terpeneil, perbatasan dan kepu lauan ; 

i . me l akukan penyelenggaraan upaya kese l iatan kerja], 
kesebatan, olabraga dan kesebatan tradis ional ; 

j . me l akukan penyelenggaraan upaya kesebatan j iwa ; 
k. me l akukan pereneanaan dan penjaminan mutiji 

penyelenggaraan laboratoidum kesebatan maisyarakat; 
1. me l akukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaaiji 

kebi jakan di bidang kesebatan masyarakat ; 
m. me l akukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaaiji 

kebi jakan di bidang kesehatan masyaraka t 
n . me l akukan pemberian bimbingan teknis pada UPTD; 
o. me l akukan pengelolaan j aba tan fungsional di bidank 

kesebatan masyaraka t .menyusun laporan pe laksanaap 
tugas seeara berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

p. me laksanakan kegiatan l a innya yang d iper intabkaj i 
a t asan u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian Keenam 
Bidang Pencegaban dan Pengendalian Penyakit 

Pasa l 130 
B idang Pencegaban dan Pengendalian Penyakit terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 131 
Kepa la B idang Pencegaban dan Pengendalian Penyakit 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 130 b u r u f a m e m p u n y t i 
tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan k e b i j a k a i 
operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di 
bidang surve i lans , kekaran t inaan kesebatan di wi layab, 
pencegaban dain pengendalian penyakit menular , peneegaba i 
dan pengendalian penyakit t idak menular , pengelo laai 
imun i sas i dan penyebatan l ingkungan 
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c. melaksanakan surveilans kesehatan, deteksi dini dan 

pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan 
kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup, 

d. melaksanakan skrining, penemuan kasus dan faktor 
resiko, investigasi dan pengendalian populasi dan/atau 
faktor resiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan 
kesehatan msyarakat berdasarkan siklus hidup, 

e. melakukan pemberian intervensi, peningkatan akses 
penyediaan sumber daya dan peningkatan kualita 
pelayanan di bidang gizi masyarakat dan esenatan 
masyarakat berdasarkan siklus hidup, 

f. melakukan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan 
kesehatan masyarakat, 

g. melaksanakan integrasi dan kolaborasi pelayanan 
kesehatan di puskesmas dan fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat pertama lainnya, 

h. melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat 
pada kawasan khusus termasuk Daerah terpencil, sangat 
terpencil, perbatasan dan kepulauan, 

i. melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, 
kesehatan, olahraga dan kesehatan tradisiortal, 

j- melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, 
k. melakukan perencanaan dan penjaminan mutu 

penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat, 
Il. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaart 

kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, | 
m. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaa 

kebijakan di bidang kesehatan masyarakat 
n. melakukan pemberian bimbingan teknis pada UPTD: 
Oo. melakukan pengelolaan jabatan fungsional di bidang 

kesehatan masyarakat.menyusun laporan pelaksanaan 
tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

p. melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan 
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagiar. Keenam 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasal 130 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 131 
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 130 huruf a mempunyai 
tugas merumuskan dar melaksanakan kebijakan 
operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di 
bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan 
dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan 

imunisasi dan penyehatan lingkungan
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Pasa l 132 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 1 3 1 , Kepa la B idang l^encegaban dan l^engendalian 
Penyakit menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan surve i lans, deteksi dini , ] iengendalian 

faktor resiko dan koordinasi upaya pencegaban dan 
pengendalian penyakit ; 

b. melakssmakan respon Kejadian L u a r B i a s a (KLB ) , wabab 
dan beneana; 

e. me laksanakan kemi t raan da lam rangka peneegaban dan 
pengendalian penyakit ; 

d. me l aksanakan imun i sas i ru t in , imun i sas i dewasa dan 
imun i sas i k b u s u s ; 

e. me laksanakan advokasi peneegaban faktor resiko da lam 
rngka peneegaban dan pengendalian penyakit ; 

f. me l aksanakan dan mengkoordinasikan bajiil surve i lans 
Kejadian I k u t a n Pasea Imun i sas i (KlPl ) ; 

g. mengkoordinasikan pe laksanaan laboratorium surve i lan s 
peneegaban dan pengendalian penyakit ; 

b. me l akukan pengembangan inovasi/teknologi tepat gunas 
yang mendukung upayya peneegaban dan pengendalian 
penyakit ; 

i . me l aksanakan kesebatan l ingkungan mei l iputi surve i lan s 
faktor resiko, penyebatan air dan sani tas i dasar , 
penyebatan pangan, penyebatan udara , tanab dan 
k a w a s a n dan pengamEinan l imbab serta adaptas i 
perubaban ik l im dan kebc;ncanaan; 

j . me l aksanakan deteksi d ini dan respon/peranggulanga: i 
K L B / w a b a b , pencegaban dan pengendalian pienyakit sert a. 
kesebatan l ingkungan pada s i tuas i k b u s u seperti pada 
penyelenggaraan ibadab hiaji dan umrob; 

k . me l akukan pengawasan dan penjddikan pe laksanaan 
kebi jakan di bidang pencegaban dan pengendabaji 
penyakit ; 

1. me l akukan pemberian bircibingan teknis pad a UPTD 
m. me l akukan pengelolaan j aba tan fungsional di bidang 

peneegaban dan pengendalian penyakit . 
n . me laksanakan eva luas i dan penyusur .an lapora i 

pe laksanaan kegiatan bidang farmasi dan sumber daya 
kesebatan; 

o. me l akukan konsu l tas i , koordinasi dan k o m u n i k a j i 
pe laksanaan tugas deng;an a tasan dan l intas bidang 
terkait ; dan 

p. me l akukan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a t a s a i 
u n t u k ke lanearan tugas bidang. 

Bag ian Ketu jub 
B idang Pelayanan Kesebatan dan Sumber Daya Kesebatan 

Pasa l 133 
B idang Pe layanan Kesebatan dan Sumber Daya Kesebata i 
terdir i atas: 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
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Pasal 132 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 131, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan surveilans, deteksi dini, pengendalian 

faktor resiko dan koordinasi upaya pencegahan dan 
pengendalian penyakit, 

b. melaksanakan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah 
dan bencana, 

c. melaksanakan kemitraan dalam rangka pencegahan dan 
pengendalian penyakit, 

d. melaksanakan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan 
imunisasi khusus: 

e. melaksanakan advokasi pencegahan faktor resiko dalam 
rngka pencegahan dan pengendalian penyakit, 

f. melaksanakan dan mengkoordinasikan hasil surveilan 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan laboratorium surveilan 
pencegahan dan pengendalian penyakit, 

h. melakukan pengembangan inovasi/teknologi tepat gunas 
yang mendukung upayya pencegahan dan pengendalian 
penyakit, 

i. melaksanakan kesehatan lingkungan meiliputi surveilans 
faktor resiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, 

penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan 
kawasan dan pengamanan limbah serta adaptasi 
perubahan iklim dan kebencanaan, 

j. melaksanakan deteksi dini dan respon/penanggulangan 
KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta 
kesehatan lingkungan pada situasi khusu seperti pada 
penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, 

k. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit, 
melakukan pemberian birabingan teknis pada UPTD 

m. melakukan pengelolaan jabatan fungsional di bidang 
pencegahan dan pengendalian penyakit. 

n. melaksanakan evaluasi dan penyusunan lapora 
pelaksanaan kegiatan bidang farmasi dan sumber KI 

p
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kesehatan, 

o. melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi 

pelaksanaan tugas dengan atasan dan lintas bidang 
terkait: dan | 

p. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas bidang. 

Bagiari Ketujuh 
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 133 

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 
terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasa l 134 
B idang Pelayanan Kesehatan dan Sumber D a y a Kesebatan 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 133 b u r u f a mempunya i 
tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan kebi jakan 
operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di 
bidang pelayanan kesebatan,, ke farmasian, alat kesebatan 
perbekalan kesebatan rumab tangga, pendanaan kesebatan 
dan sumber daya m a n u s i a kesebatan. 

Pasa l 135 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 134, B idang Pelayanan Kesebatan dan Sumber D a y a 
Kesebatan menyelenggarakan fungsi: 
a . me l aksanakan pengelolaan tata l a k s a n a pelayanan k l in i s 

pe layanan penunjang, keigawat darura tan , pengelolaan 
per iz inan pe layanan kesebatan dan fasi l i tas pelayainain 
kesebatan, serta pe layanan kesebatan k b u s u s la innya ; 

b. melaksamakan fasi l i tasi ta ta kelola manajemim pelayanaiji 
kesebatam lamjutan; 

e. me laksanakan pengelolaan audit medis/audit k l i n i ^ 
r u m a b sak i t dan pelaiksemaan standai" pelayanaiji 
kesebatam lamjutan pada program j a m i n a n kesebatan; 

d. me laksanakan pemberian dukungan pelayanab 
kesebatan pada penyelenggaran mud ik lebaran dan bar i 
besar keagamaan, kegawat darura tan pra i-umab saki t , 
k u m p u l a n m a s a dan situsisi k b u s u s la innya; 

e. me laksanakan fasi l i tasi pe laksanaan aki-editasi dab 
peningkatan m u t u pelayanan dan kese lamatan pas ien dji 
fasi l i tas pelayanan kesebatan; 

f. me l aksanakan pengelolaaii pengampuan r u m a b saki t daiji 
wabana pendidikan; 

g. me laksanakan sert i f ikasi dan peni la ian kesesuaiaiji 
s a r a n a produks i dan a t au d is t r ibus i sediaan farmasi , alat 
kesebatam dam a t au jDerbekalan kesebatan r u m a l i 
tangga; 

b. me laksanakan pengelolaan kebu tuban sediaan farmasi 
alat kesebatan 

i . me l aksanakan pengelolaan manajemen ke farmas ian daiji 
pe layanan farmasi k l in i s ; 

j . m e l a k u k a n pengawasan produk dan s a r a n a produksji 
dan/a tau distr ibusi a lat kesebatan dan perbekalan 
kesebatan r u m a b tangga; 

k. me l akukan pengembangein dan penguatan ta ta kelolji 
r an t au passok sediaan farmasi dan alat kesebatan; 

1. me l akukan peningkatan penggunan produk sediaaiji 
farmasi dan alat kesebatan da lam negeri; 

m. me l akukan pengelolaan pisndanaan kesebatEin; 
n . melakukem pereneanaan pengadaan sert^ 

pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesebatan; 
o. menyelenggarakan pendayagunaan dan pelaksanaaiji 

u r u s a n kesejabteraan tenaga pendukug a tau penunjan 
kesebatan; 

p. me l akukan pengawasan dan penyid ikan pe laksanaab 
kebi jakan di bidang pe layanan kesebatan dan sumbejr 
daya kesebatan; 
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Pasal 134 
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehat 
scbagaimana dimaksud dalam pasal 133 huruf a mempuny 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakari 
operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di 
bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan 
perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan 
dan sumber daya manusia kesehatan. 

Pasal 135 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 
Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, 

pelayanan penunjang, kegawat daruratan, pengelolaan 
perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya, 

b. melaksanakan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan 
kesehatan lanjutan, 

c. melaksanakan pengelolaan audit medis/audit klinis 

rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan 
kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan, 

d. melaksanakan — pemberian dukungan pelayanan 
kesehatan pada penyelenggaran mudik lebaran dan hari 
besar keagamaan, kegawat daruratan pra rumah sakit, 

kumpulan masa dan situasi khusus lainnya, 
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan 

peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di 
fasilitas pelayanan kesehatan, 

f. melaksanakan pengelolaan pengampuan rumah sakit dan 
wahana pendidikan, 

g. melaksanakan sertifikasi dan penilaian kesesuaian 
sarana produksi dan atau distribusi sediaan farmasi, alat 
kesehatam dam atau perbekalan kesehatan ruma 
tangga, | 

h. melaksanakan pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi, 
alat kesehatan 

i. melaksanakan pengelolaan manajemen kefarmasian dan 
pelayanan farmasi klinis, 

j- melakukan pengawasan produk dan sarana produks 
dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalar 
kesehatan rumah tangga, 

k. melakukan pengembangan dan penguatari tata kelola 
rantau passok sediaan farmasi dan alat kesehatan, 

Il. melakukan peningkatan penggunan produk sediaan 
farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, 

m. melakukan pengelolaan pendanaan kesehatan, 

n. melakukan perencanaan pengadaan serta 
pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, 

o. menyelenggarakan pendayagunaan dan pelaksanaar 
urusan kesejahteraan tenaga pendukug atau penunjang 
kesehatan: 

p. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaai 
kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumbe 
daya kesehatan, 
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q. me l akukan pemberian bimbingan teknis pada UPTO 
D inas Kesebatan; 

r. me l akukan pengelolaan j aba tan fungsional bidang 
pe layanan kesebatan dan bidang sumber daya 
kesebatanmenyusun laporan pe laksanaan tugas seeara 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

s. me l aksanakan tugas l a innya yang d iper intabkan a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

BA13 V l l l 
D INAS PARIWISATA, K E P I i M U D A A N , DAN OLAHRAGA 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 136 
(1) D inas berkedudukan di l iawab dan bertanggung j awab 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa.a D inas . 

Pasa l 137 
D inas mempunya i tugas mem bantu Wal i Kota me l aksanakan 
u r u s a n pemerintaban di bidang Par iwisata , Ekonomi Kreatil ' , 
Kepemudaan dan Olabraga yang menjadi kewenangan 
Daerab dan tugas pembantuan yang diber ikan kepada 
Daerab. 

Pasa l 138 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana dimialcsud da lam 
Pasa l 137, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan lingkuf) tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingkup 

tugasnya; dan 
e. pelaksanasm fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kotu 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag i aa Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 139 
S u s u n a n Organisas i D inas terdiri atas: 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Kepar iw isataan; 
d. B idang Ekonomi Kreatif; 
e. B idang Kepemudaan dan Keolabragaan; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
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g. melakukan pemberian bimbingan teknis pada UPTD 
Dinas Kesehatan, 

r. melakukan pengelolaan jabatan fungsional bidang 
pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya 
kesehatanmenyusun laporan pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

BAB VIII 
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA | 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 136 

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawalt 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

is
) 

Pasal 137 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak 
urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, 
Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepad 
Daerah. | 

Pasal 138 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 137, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai deng 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingku 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kot 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 139 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas, 

Sekretariat, 
Bidang Kepariwisataan, 

Bidang Ekonomi Kreatif, 
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. m
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Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

' Pasa l 140 
Kepa la D inas mempunygii tugas memimpiri , membina, 
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendal ikan 
penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan 
kepar iwisataan, ekonomi kreatif, kepemudaan dan 
keolabragaaan berdasarkan pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 141 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 140, Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneakan pengembangan kegiatan par iwisata , ekonomi 

kreatif, kepemudaan dan keolabragcian seeara 
berkes inambungan u n t u k peningkatan kualitais 
kepar iwisataan, ekonomi kreat i f dan kepemudaan serta 
prestasi keolabragaan; 

b. m e n y u s u n kebi jakan teknis di bidang par iwisata , ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan Iceolabragaan sesuai kebutuban 
sebagai dasar pe laksanaan tugas in i ; 

e. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis kegiatan par iwisata , 
ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolabragaan seeara 
terpadu u n t u k pengembangannya; 

d. mengoordinasikan pengembangan pariwiseita, ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan keolabragaan, mela lu i 
mekanisme dan prosedur ker ja u n t u k tert ibnya 
pe laksanaan tugas; 

e. mengendal ikan pelaksanaian tugas di bidang par iwisata , 
ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolabragaan seeara 
terpadu; 

f. mengarabkan pe laksanaan kegiatan par iwisata , ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan keolabragaan seeara berjenjan;; 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

g. mend is t r ibus ikan pelaksianaan tugas sesua i b idan; ' 
kepada bawaban u n t u k kidanearan pelaksan aan kegiatai i 
un i t ; 

b. mengawasi pe laksanaan tugas un i t seeara berka la untuJc 
efektifitas dan efisiensi kegiatan uni t ; 

i . mengevsduasi pe laksanaan tugas un i t seeai'a berjenjan g 
u n t u k mengetabui perkembangannya; 

j . mengonsul tas ikan dan mengoordinasikan pe laksanaa : i 
tugas dengan un i t terkait mela lu i pertemuan a tau rapat 
u n t u k penyatuan pendapat; 

k. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas kepada a tasmi 
seeara berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me laksanakan tugas pembantuan dan tugas la in yang 
diper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lanearan tugas 
ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekie tar ia t 

Pasa l 142 
Sekretar iat dipimpin oleb sekretar is D inas me laksanaka j i 
tugas penatausabaan di bidimg pereneanaan, program d a i 
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Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 140 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina 
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikar 
penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangar 
kepariwisataan, ekonomi kreatif, kepemudaan dar 

keolahragaaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

—&
d 

r
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Pasal 141 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 140, Kepala Dinas menvelenggarakan fungsi: 
a. merencakan pengembangan kegiatan pariwisata, ekono 

kreatif, kepemudaan dan  keolahragaan secara 

berkesinambungan untuk peningkatan kualita 
kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kepemudaan serta 
prestasi keolahragaan, 

b. menyusun kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan keolahragaan sesuai kebutuhan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas ini, | 

Cc. merumuskan kebijakan teknis kegiatan pariwisata, 
ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan secar 
terpadu untuk pengembangannya, 

d. mengoordinasikan pengembangan pariwisata, ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan  keolahragaan, melalui 

mekanisme dan prosedur kerja untuk tertibny 
pelaksanaan tugas, 

e. mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, 
ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan secara 
terpadu, | 

f. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pariwisata, ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan keolahragaan secara berjenjan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

g. mendistribusikan pelaksanaan tugas sesuai bidan 
kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan ketan 
unit: 

h. mengawasi pelaksanaan tugas unit secara berkala untuk 
efektifitas dan efisiensi kegiatan unit, 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas unit secara berjenjang 
untuk mengetahui perkembangannya, 

j. mengonsultasikan dan rnengoordinasikan pelaksanaat 
tugas dengan unit terkait melalui pertemuan atau rapa 
untuk penyatuan pendapat, 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 
secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yan 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuga 
kedinasan. 

n
e
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Bagian Keempat | 
Sekretariat | 

| Pasal 142 | 
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Dinas melaksanakat 
tugas penatausahaan di bidang perencanaan, program dh
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keuangan, u m u m dan kepegawaian berdasarkan pera turan 
perundang-undangan u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 143 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 142, Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan operasional kesekretar iatan berdasarkab 

reneana ker ja t abunan dan ketentuan yang berlakiji 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mendis t r ibus ikan tugas kepada subbagian sesua i dengab 
tugas dan tanggung j awab masing-meising u n t u k 
ke lancaran pe laksanaan tugas kesekretar iat im; 

e. member ikan petunjuk pe laksanaan tui^as kepadb 
bawaban di l ingkungan sekretariat mela lui kasubag 
masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung j awap 
yang diber ikan; 

d. me laksanakan koordinasi , fasi l i tas veri f ikasi dan validasii 
pengumpulan data u m u m m a u p u n teknis da lam rangka 
penyusunan dokumen pereneanaan strategis dan 
laporan-laporan (RENSTRA, R E N J A , RKA/DPA, LAKP IF 
L K P J , LPPD laporan semester, laporan bu lanan , laporan 
t abunan , dll) sesua i dengan ketentuan den peraturan 
yang ber laku sebagai bab im pertanggungjawaban; 

e. mengevaluasi pe laksanaan tugas di lingkungaiji 
sekretariat dengan eara mengidenti i ikasi bambatan y a n 
ada da lam rangka peningkatan k iner ja ; 

f. melaporkan pe laksanaan tugas di l ingkungan sekretariajt 
sesua i dengan prosedur yang ber laku u n t u k pertanggun, 
j awaban dan reneana yang a k a n datang; dan 

g. me l aksanakan tugas l a in ysng d iper intabkan oleb atasanj. 

Pasial 144 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasid 142 terdui 
atas : 
a . Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 145 
S u b Bag ian U m u m dan Kepegawaian sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 144 b u r u f a me l aksanakan tugas pengelolaa:i 
perlengkapan dan kepegawaimi berdasarkan pedoman u n t u c 
ke lancaran pe laksanaan tugas. 

Pasa l 146 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 145, Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawa ia i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jaksanaan teknis pengelolaab 

perlengkapan dan kepegaivaian sesua i kebutuban sebagei 
dasar pelaksainaan tugas; 

b. mengumpul data perlengkapan dan kepegawaian sesua i 
kebutuban sebagai baban penyusunan progi-am; 

e. m e n y u s u n rencana pengadaan barang dan rencanb 
pengadaan pegawai sesua i kebutuban u n t u k optimalisaj i 
pe laksanaan tugas un i t ; 
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keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peraturar 
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

-
 

Pasal 143 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 142, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan operasional kesekretariatan berdasark 

rencana kerja tahunan dan ketentuan yang berl 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

b. mendistribusikan tugas kepada subbagian sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab masing-masing untu 
kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan, 

c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepad 

bawahan di lingkungan sekretariat melalui kasuba 

masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawa 
yang diberikan, 

d. melaksanakan koordinasi, fasilitas verifikasi dan validas 
pengumpulan data umum maupun teknis dalam rangkz 

penyusunan dokumen perencanaan strategis dar 
laporan-laporan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKPIP, 

LKPJ, LPPD laporan semester, laporan bulanan, laporar 
tahunan, dll) sesuai dengan ketentuan dan peratur 
yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, si 

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas di balan yang 

n
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sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yan 
ada dalam rangka peningkatan kinerja, 

f. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat 
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pertangguny 
jawaban dan rencana yang akan datang, dari | 

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkar: oleh atasan. 

Pasal 144 | 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 terdiri 
atas: 
a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. | 

| 
| Pasal 145 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 huruf a melaksanakan tugas pengelolaar 
perlengkapan dan kepegawaian berdasarkan pedoman untul 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

A
b
 

Pasal 146 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 145, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijaksanaan teknis pengelolaar 

perlengkapan dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebaga 
dasar pelaksanaan tugas, 

b. mengumpul data perlengkapan dan kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai bahan penyusunan program, 
c. menyusun rencana pengadaan barang dan rencana 

pengadaan pegawai sesuai kebutuhan untuk optimalisas 
pelaksanaan tugas unit, 
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d. mengelola admin is t ras i u m u m , perlengkapan dan 
kepegawaian un i t berdasarkan pedoman u n t u k 
ke lancaran pe laksanaan tugas; 

e. membuat u s u l a n pengadaan barang sesua i kebutuban 
u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 

f. mengelola u r u s a n rumah tangga un i t sesua i petunjuk 
u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas; 

g. menginventaris ir barang;-barang un i t u n t u k tertib 
admin is t ras i ; 

b. memel ibara barang-bargng inventar is un i t mela lu i 
perawatan u n t u k menjaga kebutubannya ; 

i . men5aisun daftar i nduk pegawai sesuiai petunjuk 
pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admins t ras i kepegawaian; 

j . m e l a k u k a n pengelolaan admin is t ras i kepegawaian 
mela lu i D U K dan nominat i f u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
kepegawaian; 

k. mengonsul tas ikan pe laksaan tugas dengan a tasan , baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k ke lanearan pe laksanaan 
tugas; 

1. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sub-
subbagian mela lu i rapat/pertemuan untulc penyatuan 
pendapat; 

m. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seeara 
berka la sebagai baban eveiluasi; dan 

n . me l aksanakan tugas la in- la in yang d iper intabkan oleb 
a tasan u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Ke]Dariwisataan 

Pasa l 147 
B idang Kepar iw isataan terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 148 
Kepa la B idang Kepar iw isataan sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 147 b u r u f a mempunyed tugas mengembagkan potensi 
obyek dan daya tar ik w isata , pengelolaan sa rana , p rasa rana 
dan pendapatan par iwisata , , me laksanakan ana l i sa pasar, 
promosi par iwisata , a t r aks i dan b iburan wisata , 
pengembangan S D M Par iw isata dan Pe layamm Informasi 
Parivrisata. 

Pasa l 149 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 148, Kepa la B idang Kepar iw isataan menyelenggarakan 
fungsi: 
a . mereneanakan operasiongJ kegiatan bidsmg dest inasi dan 

indus t r i par iw isa ta sesua i kebutuban u n t u k menjadi 
program uni t ; 

b. membagi tugas pengembangan obyek wisat£i, pembinaan 
indus t r i par iw isata ser ta pengelolaan sarama, p rasa rana 
dan periz inan par iw isata sesua i dengan ikbt isar j aba tan 
u n t u k mengetaibui perkembangannya; 
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d. mengelola administrasi umum, perlengkapan d 
kepegawaian unit berdasarkan pedoman untu 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

e. membuat usulan pengadaan barang sesuai kebutuh 
untuk kelancaran tugas unit, 

f. mengelola urusan rumah. tangga unit sesuai petunjuk 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

g. menginventarisir barang-barang unit untuk terti 
administrasi, 

h. memelihara barang-barang inventaris unit melalui 
perawatan untuk menjaga kebutuhannya, 

i. menyusun daftar induk pegawai sesuai petunju 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnyz 
adminstrasi kepegawaian, 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaiar 
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administras 
kepegawaian, 

k. mengonsultasikan pelaksaan tugas dengan atasan, bail 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaar 
tugas, 

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub 
subbagian melalui rapat/pertemuan untuk Na atu 
pendapat, | 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lain-lain yang diperintahkan ole 
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

&
 

a
r
 

e
 
N
 

Bagian Kelima 
Bidang Kepariwisataan 

Pasal 147 

Bidang Kepariwisataan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 148 

Kepala Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dala 
pasal 147 huruf a mempunyzsi tugas mengembagkan potensi 
obyek dan daya tarik wisata, pengelolaan sarana, prasaran 
dan pendapatan pariwisata, , melaksanakan analisa pas 
promosi pariwisata, atraksi dan hiburan wisata, 
pengembangan SDM Pariwisata dan Pelayanan Informasi 
Pariwisata. 

Pasal 149 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 

Pasal 148, Kepala Bidang Kepariwisataan menyelenggarak 
fungsi: 
a. merencanakan operasional kegiatan bidang destinasi da 

industri pariwisata sesuai kebutuhan untuk menjadi 
program unit, 

b. membagi tugas pengembangan obyek wisata, pembinaar 
industri pariwisata serta pengelolaan sarana, prasarani: 
dan perizinan pariwisata sesuai dengan ikhtisar jabatar 
untuk mengetahui perkembangannya, 

A
a
 



- 51 -

c. m e n y u s u n rencana pek iksanaan pengembangan dan 
pengelolaan obyek w isa ta dan k a w a s a n v/isata sesua i 
morfologi u n t u k menjamin keas l ian dan kelestar ian; 

d. mengatur pengelolaan sa rana , p rasa rana dan per iz inah 
par iw isata sesuad pedoman u n t u k peningkatan 
kun jungan wisa tawan dan pendapatan as l i Daerab (PAD 

e. me l akukan pembinaan indus t r i par iw isata mela l i i i 
kunjungan/per temuan u n t u k pengembangan indus t r i 
kepar iwisataan; 

f. mengevaluasi penerims.an pendapatan par iwisatk 
di dest inasi par iw isata sesiuai dengan ketentuan yang ad a 
u n t u k maks ima lnya pendapatan as l i Daerab (PAD); 

g. mengevaluasi bas i l pemantauan dan pengawasan obye 
w isa ta dan indust r i pa i iw i sa ta sesua i j en i snya denji 
tert ibnya pengembangan kepar iwisataan; 

b. me laksanakan pengembangan promosi parhvisata secark 
terpadu baik di da lam m a u p u n di luar negeri sesua i bas i l 
penelit ian u n t u k meningkatkan kun jungan iv isatawan; 

i . me l akukan pemberdayaan masyaraka t di bidank 
kepar iwisataan u n t u k meningkatkain k e sada ra r , 
kapas i tas , akses dan peran masyaraka t baik seearq 
indiv idu m a u p u n kelompok; 

j . me l aksanakan pembimbingan dan pekit iban S D M 
Par iw isata sesuai kebutuban u n t u k meningkatkaj i 
kua l i t as S D M Par iwisata ; 

k. mengopt imal isasikan pemanfaatan media komun ikas i 
pemasaran, baik media cetak m a u p u n media elektronik 
sesua i ana l i sa pasar u n t u k meningkatkan eitra posit: f 
par iw isata dan n a i k n y a tingkat kunjung£in ke obyeic 
wisata ; 

1. mengarabkan pengelokian pusat informasi daj i 
menyebarkan baban informasi kepada w isa tawan dap 
masyarakat ; 

m. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bagiar. Ketu jub 
B idang Ekonomi Kreat i f 

Pasa l 150 
B idang Ekonomi Kreat i f terdir i a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasial 151 
Kepa la bidang ekonomi kreat i f sebagaimana dim a k s u d dalarb 
pasa l 150 b u r u f a mempuny a i tugas da lam pengembangan 
ekonomi kreat i f berdasarkan petunjuk pe la l isanaan dan 
petunjuk teknis u n t u k peningkatan potensi pengembanga: i 
ekonomi kreat i f 

Pasa l 152 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 1 5 1 , kepala bidang ekonomi kreat i f menyelenggaraka:! 
fungsi: 
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j- melaksanakan pembimbingan dan pelatihan SDN 
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c. menyusun rencana pelaksanaan pengembangan d 
pengelolaan obyek wisata dan kawasan wisata sesuai 
morfologi untuk menjamin keaslian dan kelestarian, 

d. mengatur pengelolaan sarana, prasarana dan perizinan 
pariwisata sesuai pedoman untuk peningkat 
kunjungan wisatawan dan pendapatan asli Daerah (PAD): 

e. melakukan pembinaan industri pariwisata melalui 
kunjungan/pertemuan untuk pengembangan industri 
kepariwisataan, 

f. mengevaluasi penerimaan pendapatan  pariwisat 
di destinasi pariwisata sesuai dengan ketentiian yang ad 
untuk maksimalnya pendapatan asli Daerah (PAD), 

g. mengevaluasi hasil pemantauan dan pengawasan obye 
wisata dan industri pariwisata sesuai jenisnya demi 
tertibnya pengembangan kepariwisataan, | 

h. melaksanakan pengembangan promosi pariwisata secara 
terpadu baik di dalam maupun di luar negeri sesuai hasil 
penelitian untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, | 

i. melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang 
kepariwisataan untuk meningkatkan kesadaran, 
kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secar 
individu maupun kelompok, 

3
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Pariwisata sesuai kebutuhan untuk meningkatkar 
kualitas SDM Pariwisata: 

k. mengoptimalisasikan pemanfaatan media komunikasi 
pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik 
sesuai analisa pasar untuk meningkatkan citra positif 
pariwisata dan naiknya tingkat kunjungan ke obyek 
wisata, | 

Il. mengarahkan pengelolaan pusat informasi dan 
menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan d 
masyarakat, 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Ekonomi Kreatif 

Pasal 150 

Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 151 
Kepala bidang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalan 
pasal 150 huruf a mempunyai tugas dalam pengembangai 
ekonomi kreatif berdasarkan petunjuk pelaksanaan dat 
petunjuk teknis untuk peningkatan potensi pengembangai 
ekonomi kreatif 
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Pasal 152 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 151, kepala bidang ekonomi kreatif menyelenggarakan 
fungsi: 



1 
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a. menghimpun kebi jakan tekbnis di bidang pengembangan 
ekonomi kreat i f sesuai kebutuban selDagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. menyelenggarakan pereneanaan dan pe laksanaan 
program ker ja bidang pemasaran, pengembangan 
ekonomi kreat i f serta fasi l i tasi bak kekayaan inte lektual 
dan kelembagaan ekonomi kreatif; 

e. menyelenggarakan koordinasi terkait pengembangan 
ekonomi kreat i f ser ta fasi l i tasi bak kekayaan inte lektual 
dan kelembagaan ekonomi kreatif; 

d. me l akukan pengembangan riset, pendidikan, dan s istem 
pemasarann di wi layab; 

e. me l akukan fasi l i tasi pendanaan, pembiayaan ser ta 
pel indungan bas i l kreat iv i tas di wi layab; 

f. m e n y u s u n reneana kegiatan pengembang;an ekonomi 
kreat i f berdasarkan petunjuk teknis u n t u k menjadi 
program uni t ; 

g. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pe laksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi 
kreat i f sser ta fasi l i tasi bak kekasaan inte lektual dan 
kelembagaan ekonomi kreatif; 

b. menyelenggarakan pengusulan s t ruk tu r industr i kreat i f 
dan ekonomi kreatif; 

i . menyelenggarakan penyusunan pengembangan ana l i s i s 
indust r i kreat i f dan ekonomi kreatif; 

j . menyelenggarakan pe laksanaan pembinaan dan edukas i 
bak kekayaan inte lektual dan kelembageian ekonomi 
kreatif; 

k. menyelenggarakan penyusunan database bak kekayaan 
inte lektual dan ekonomi kreatif; 

1. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan 
seeara l i san m a u p u n tertul is u n t u k ke lanearan 
pe laksanaan tugas; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

n . m e n y u s u n laporan seeara berka la sebagai baban evaluasi ; 
dan 

o. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian kedelapan 
B idang Kepemudaim dan Keolabragaian 

Pasa l 153 
Kepa la B idang Kepemudaan dan Keolabragaan terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 154 
Kepala B idang Kepemudaan dan Keolabragaan sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 153 b u r u f a mempunyai tugas pokok 
da lam pengembangan kepemudaan, k;eolabragaari, 
pemberdayaan organisasi kepemudaan dan iceolabragaai i 
serta pembinaan kep ramukaan berdasarkan minat dan bakat 
u n t u k peningkatan m u t u dan prestasi . 

| KERJA 
UNIT 

KABAG 
HUKUM 

ASISTEN 

S
E
N
 M
a
n
n
a
 

P
a
 

- F3 « 

a. menghimpun kebijakan tekhnis di bidang pengembang 
ekonomi kreatif sesuai kebutuhan sebagai das 
pelaksanaan tugas, 

b. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan 
program kerja bidang pemasaran, pengembangar 
ekonomi kreatif serta fasilitasi hak kekayaan intelektua 
dan kelembagaan ekonomi kreatif: 

(a
j 

pe
ma

d 

c. menyelenggarakan koordinasi terkait pengembangan 
ekonomi kreatif serta fasilitasi hak kekayaan intelektual 
dan kelembagaan ekonomi kreatif: 

d. melakukan pengembangan riset, pendidikan, dan sister 
pemasarann di wilayah, 

e. melakukan fasilitasi pendanaan, pembiayaan serta 

pelindungan hasil kreativitas di wilayah, 
f. menyusun rencana kegiatan pengembangan ekonomi 

kreatif berdasarkan petunjuk teknis untuk menjadi 
program unit, 

g. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekono 
kreatif sserta fasilitasi hak kekasaan intelektual d 
kelembagaan ekonomi kreatif: 

$ 
h. menyelenggarakan pengusulan struktur industri kreatii 

dan ekonomi kreatif: 

i. menyelenggarakan penyusunan pengembangan analisis 
industri kreatif dan ekonomi kreatif: 

j- menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan edukasi 
hak kekayaan intelektual dan kelembagaan ekonomi 

kreatif: 

k. menyelenggarakan penyusunan database hak kekayaan 
intelektual dan ekonomi kreatif: 

l. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasar 
secara lisan maupun tertulis untuk ai 
pelaksanaan tugas, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekreta 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemu 
untuk penyatuan pendapat: 

n. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi: 
dan 

Oo. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian kedelapan 
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 

Pasal 153 

Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 154 

ap 

Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaiman 
dimaksud dalam pasal 153 huruf a mempunyai tugas poko 
dalam pengembangan kepemudaan, keolahragaan, 
pemberdayaan organisasi kepemudaan dan Keolahragaan 
serta pembinaan kepramukaan berdasarkan minat dan bakat 
untuk peningkatan mutu dan prestasi.
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Pas i i l 155 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 154, Kepa la B idang Kepemudaan dan Keolabragami 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang kepemudaan, 

keolabragaan dan kep ramukaan sesua i kebutuban 
sebagai dasar pe laksanaar i tugas; 

b. mengbimpun data kepemudaan, keolabragaan dan 
kep ramukaan sesua i kebutuban u n t u k mengetabui j en i s 
dan eabang olabraga; 

e. mengelola data kepemudaan, keolabragaan dan 
kep ramukaan sesua i j en i snya u n t u k mengetabui 
gambaran keadaan perkembangan kegiatan olabraga; 

d. men5nasun reneana kegiatan kepemudaan, Iceolabragaan 
dan kep ramukaan sesua i kebutuban u n t u k menjadi 
program uni t ; 

e. me l akukan pengembangan minat dan bakat di bidan,; 
kepemudaan, keolabragaan dan kep ramukaan melailui 
la t iban u n t u k peningkatan prestasi ; 

f. m e l a k u k a n pembinaan minat dan bakat Icepemudaan, 
pelajar, mabas i swa dan masyaraka t mela lui polu 
kemi t raan u n t u k peningkatan prestas i olabraga; 

g. menumbub kembangkan olabraga tradis ional dan 
olabraga peyandang eaeat mela lui eabang-eaban; 
olabraga tertentu u t n t u k ]oelestariannya; 

b. me l akukan pengembangan organisasi Icepemudaar, 
keolabragaan dan kep ramukaan mela lu i bimbingan 
teknis u n t u k peningkatan sumber daya manus i a ; 

i . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas; 

j . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretrar is 
dan kepa la kepala bidang mela lu i rapat/pert i jmuan untuic 
penyatuan pendapat; 

k . m e n y u s u n laporan seeara berka la sebagai baban evaluasi ; 
dan 

1. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

B / l B I X 
DINAS KETAHANAN PANGAhf, PERTANIAN, K E L A U T A N DAE' 

PER IKANAN 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tagas D a n Fungs i 

Pasa l 156 
(1) D inas berkedudukan dihiawab dan bertanggung j a w a o 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 157 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota m e l a k s a n a k a i 
U r u s a n Pemerintaban di bidang pangan, pertanian, k e l a u t a i 
dan per ikanan yang menjadi kewenangan Daertib dan Tugas 
Pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 

Pasal 155 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 154, Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kepemudaan, 

keolahragaan dan kepramukaan sesuai kebutuhan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas, | 

b. menghimpun data kepemudaan, keolahragaan d 
kepramukaan sesuai kebutuhan untuk mengetahui jenib 
dan cabang olahraga, | 

c. mengelola data kepemudaan, keolahragaan dan 
kepramukaan sesuai jenisnya untuk mengetahui 

gambaran keadaan perkembangan kegiatan olahraga, 
d. menyusun rencana kegiatan kepemudaan, keolahragaan 

dan kepramukaan sesuai kebutuhan untuk menjadi 
program unit, | 

e. melakukan pengembangan minat dan bakat di bidan 
kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan melalui 
latihan untuk peningkatan prestasi, 

f. melakukan pembinaan minat dan bakat kepemudaan, 
pelajar, mahasiswa dan masyarakat rnelalui pola 
kemitraan untuk peningkatan prestasi olahraga, | 

g. menumbuh kembangkan olahraga tradisional dan 
olahraga peyandang cacat melalui cabang-cabang 
olahraga tertentu utntuk pelestariannya, 

h. melakukan pengembangan organisasi kepemudaan, 
keolahragaan dan kepramukaan melalui bimbingar 
teknis untuk peningkatan sumber daya manusia, 

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 

maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 
j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretraris 

dan kepala kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk 
penyatuan pendapat: | 

k. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi, 
dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas | 
untuk kelancaran tugas kedinasan. li 

-
 

BAB IX 

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DA 

PERIKANAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 156 | 
(1) Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawa 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 157 
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak 
Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian, kelaut 
dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tuga 
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
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Pasa l 158 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 157, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n keb i jakan s{ ;suai dengan l ingkup tugasnya 
b. me l aksanakan keb i jakan sesua i dengan l ingku]) 

tugasnya; i 
e. me laksanakan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. me l aksanakan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingkup 

tugasnya; dan ! 
e. me laksanakan fungsi la in yang diber ikan oleb Wal i Kota 

terkait dengan tugas dan jungs inya . 

Bag ia ] ! Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 159 
Susunam Organisas i D inas tei-diri atas: 
a . Kepa la D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
c. B idang Ketersediaan dan IDistribusi Pangan; 
d. B idang K o n s u m s i dain Keaimanan Pangan; 
e. B idang Peternakan; 
f. B idang Pertanian; 
g. B idang Ke lautan dan Peri lcanan; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 160 
Kepala D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 159 
b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan sebagian tugas 
Pemerintab Daerab d i bideing pangan, pertanian sser ta 
ke lautan , pe r ikanan berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k ke lanearan tugas. 

Pasa l 161 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud da lam 
Pasa l 160, Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . merenesinakan kegiatan di bidang ke lautan per ikanan dan 

pertanian berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan 
pembangunan di bidang ke lautan per ikanan dan 
pertanian; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis operasional b i d a n ; 
ke lautan per ikanan dan pertanian seeara menye luru l i 
sebagai pedoman pe laksa i iaan tugas uni t ; 

c. mengorganisir pe laksanaan tugas di bidang ke lautan 
per ikanan dan pertanian berdasarkan system daji 
prosedur u n t u k tert ibnya pelaksanaam tugas; uni t ; 

d. mengendal ikan pe laksanaan teknis operasional b i d a n ; 
ke lautan perikanain dan pertanian seeara terpadu u n t u c 
peningkatan m u t u pelayanan; 

e. mengarabkan program ke lautan per ikanan cian p e r t a n i a i 
sesua i bidang u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 
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| 
Pasal 158 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 157, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

b. melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingku 
tugasnya, 

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lingkup tugasnya, 

d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan Teh 
tugasnya, dan 

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 159 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: | 
Kepala Dinas, 

Sekretariat, 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, | 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, | 
Bidang Peternakan, 

Bidang Pertanian, 
Bidang Kelautan dan Perikanan, dan | 
Kelompok Jabatan Fungsional. b
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Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 160 | 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tuga 

Pemerintah Daerah di bidang pangan, pertanian ssert: 
kelautan, perikanan berdasarkan peraturan perundang 
undangan untuk kelancaran tugas. 
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Pasal 161 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 160, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan kegiatan di bidang kelautan perikanan dar 

pertanian berdasarkan pedoman untuk peningkatai 
pembangunan di bidang kelautan perikanan dar 
pertanian, 

b. merumuskan kebijakan teknis operasional bidan 
kelautan perikanan dan pertanian secara menyelurul 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit, 

Cc. mengorganisir pelaksanaan tugas di bidang kelautat 
perikanan dan pertanian berdasarkan system dar 
prosedur untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit, 

d. mengendalikan pelaksanaan teknis operasional bidang 
kelautan perikanan dan pertanian secara terpadu untuk 
peningkatan mutu pelayanan, 

e. mengarahkan program kelautan perikanan can pertanian 
sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

d
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f. membina pe laksanaan tugas di bidang ke lautan 
per ikanan dan pertanian seeara menye lurub kelanearaiji 
tugas uni t ; 

g. member ikan pe layanan periz inan di bidang ke lautab 
per ikanan dan pertanian sesua i ketentuan u n t u k 
menjamin kepast ian b u k u m ; 

b. mengawasi pe laksanaan tugas seeara menye lurub untujc 
efektifitas dan efesiensi ke:giatan uni t ; 

i . mengevaluasi pe laksanaan tugas un i t mela lui rapalt 
eva luas i u n t u k mengetabui perkembengan b a s l 
pe laksanaan tugas; 

j . mengonsul tas ikan pelaks£inaan tugas kepada a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan pibak 
terkait mela lui rapat koordinasi untuk: penyatuap 
pendapat; 

1. mendis t r ibus ikan pe laksanaan tugas pereneanaab 
kepada bawaban sesua i bidang u n t u k tert ibnya 
pe laksanaan tugas; 

m. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t seeara be rka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

n . m e l a k u k a n tugas pembantuan dan tugas la innya yan; 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lanearan tuga 
ked inasan; 

Bag ian Keempat 
Sek ie tar ia t 

Pasa l 162 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is D inas yang mempunydi 
tugas penatausabaan di bidang pereneanaen, prograir 
pelaporan, kepegawaian, joerlengkapan dan kears ipan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u x 
ke lancaran pe laksanaan tugas. 

Pasa l 163 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pad 
Pasa l 162, Sekretar is D inas menyelenggarakan lungs i : 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang penyusunab 

program, keuangan, ke]pegawaian, perlengkapan d a i 
kears ipan sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaaj i 
tugas; 

b. m e n y u s u n rencana kegiat an un i t sesua i kebutuban untujc 
menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuanggm; 

d. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangab 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. melaksaneikan tugas pengelolaan kepegawaiab 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepe:gawaian; N
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f. membina pelaksanaan tugas di bidang kelautan 
perikanan dan pertanian secara menyeluruh kelancaran 
tugas unit, | 

g. memberikan pelayanan perizinan di bidang kelautan 
perikanan dan pertanian sesuai ketentuan untuk 
menjamin kepastian hukum, 

h. mengawasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh untuk 
efektifitas dan efesiensi kegiatan unit, 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas unit melalui rapat 
evaluasi untuk mengetahui perkembangan hasil 
pelaksanaan tugas, | 

j-. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, P 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pihak 
terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan 
pendapat, 

Il. mendistribusikan pelaksanaan tugas perencanaar 
kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya 
pelaksanaan tugas, 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yani 

diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas 
kedinasan, | 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

| 

| 
Pasal 162 | 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas penatausahaan di bidang perencanaan, program, 
pelaporan, kepegawaian, perlengkapan dan kearsipan 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 163 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 162, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunai 

program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dat 
kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaat 
tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 

menjadi program unit, 

b
b
»
 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangat 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawai 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekni 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian, 

ts
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f. me l aksanakan tugas ptmgelolaan perlengkapan dan 
kears ipan sesua i kebutuhian u n t u k ke lanearan kegiatan 
un i t ; 

g. me l akukan pembinaan pegawai seeara berka la u n t u k 
peningkatan k iner ja apareitur; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan kepala-
kepa la bidang mela lu i pertemuan/rapat u n t u k penyatumi 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i job 
u n t u k tert ibnya pe laksanj ian tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban eva luas i ; dian 

1. meleiksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 164 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud pasa l 162 terdir i a tas : 
a . Kepa la S u b Bag ian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 165 
Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 164 b u r u f a mempunya i tugas 
me laksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapiin, kears ipan 
dan admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pecioman u n t u k 
ke lanearan pe laksanaan tugas uni t . 

Pasa l 166 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 165, Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan kebijgikan te;knis di bidang perlengkapan, 

kears ipan dan badan admin is t ras i kepegawaian sesua i 
kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. membuat r encana pengadaan barang inventar is sesua i 
kebutuban u n t u k ke lanearan kegiatan uni t ; 

c. me laksanakan pengelolaan inventar isas i barang dan 
pengelolaan administrasi i kepegawaian berdasarkan 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang mi l ik un i t ; 

d. me l akukan pemel ibaraan barang inventarisi un i t sesua i 
ketentuan u n t u k keutubannya ; 

e. mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagai 
babem dokumentas i dan rnempermudab pencar ian; 

f. menyeleksi ars ip sesua i j a n g k a w a k t u u n t u k penyusutan ; 
g. membuat daftar ars ip berdasarkan n i la i guna ars ip untulc 

d iusu l m u s n a b k a n ; 
b. m e l a k u k a n pemusnaban mela lu i mektinisme dan 

prosedur u n t u k mengetabui n i la i guna ars ip; 
i . membuat berita aeara pemusnaban ars ip sesua i daftar 

u s u l a n sebagai baban pertanggungjawaban; 
j . membuat u s u l a n permintaan pegawai sesu£u kebu tuban 

u n t u k ke lancaran pe laksanan tugas unit ; 
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| 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiat 
unit, 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk: 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala. 
kepala bidang melalui pertemuan/rapat untuk Penyeruah 
pendapat, 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jo 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 164 
Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 162 terdiri atas: 
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

dimaksud dalam pasal 164 huruf a mempunyai tuga 
melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan, kearsipar 
dan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman “ntu 
kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 165 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman 

Pasal 166 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
pasal 165, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiar 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang perlengkapan 

kearsipan dan badan administrasi kepegawaian sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit, 

c. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang dar 
pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkar 
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit: 

d. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai 
ketentuan untuk keutuhannya, 

e. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebaga 
bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian: 

f. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan: 
membuat daftar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk 

diusul musnahkan, 

h. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 

i. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar 
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban, 

J. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran pelaksanan tugas unit, 
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k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian; 

1. melakukein pengelolaan admin is t ras i kepegawaiaji 
mela lu i daftar u r u t kepengkatan dan nominati f untujc 
tert ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

m. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan atasanj, 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala sub bagian mela lu i rapat/pertemuan untune 
beroleb penyatuan pendapat; 

o. m e n y u s u n laporan seeara berka la sebagai baban evaluasj ; 
dan 

p. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Ketersediaan dan D is t r ibus i Pangan 

Pasa l 167 
B idang Ketersediaan dan Dis t r ibus i Pangan terdiri atas: 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 168 
Kepa la B idang Ketersediaan dan D is t r ibus i Pangab 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 167 b u r u f a mempunys i 
tugas me laksanakan penyusunan dan pe laksanaan 
kebi jakan, pemberian pendampingan ser ta pemantauan dan 
eva luas i di bidang ketersediaim dan d is tr ibus i pangan 

Pasial 169 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padk 
Pasa l 168, Kepa la B idang Ketersediaan dan Dis t r ibus i P a n g a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan pe laksanaan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan dan d is tr ibus i pangan; 
b. meny iapkan penyusunan baban r u m u s a n kebi jakab 

Daerab di bidang ketersiediaan pangan dan d is t r ibus i 
pangan; 

e. meny iapkan pe laksanaan kebi jakan di b idan 
ketersediaan pangan dan d is tr ibus i pangan; 

d. member ikan pendampingan pe laksanaan kegiataji 
di bidang ketersediaan pangan dan d is t r ibus i pangan; 

e. meny iapkan pemantapan program di bidang ketersediaaj i 
pangan dan d is tr ibus i pangan; 

f. me l aksanakan pemantauan, eva luas i dan pelaporab 
kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan d is tr ibus i 
pangan; dan 

g. me l akukan tugas la in ytmg d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 
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k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunju 
pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibny: 
administrasi kepegawaian, | 

Il. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk 
tertibnya administrasi kepegawaian: | 

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk: 

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala sub bagian melalui rapat/pertermuan untuk 
beroleh penyatuan pendapat, | 

Oo. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi: 
dan 

p- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

| 

Bagian Kelima 
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

Pasal 167 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 168 

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan peryusunan dan  pelaksanaar 
kebijakan, pemberian pendarnpingan serta pemantauan dar 
evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan 
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Pasal 169 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padi 
Pasal 168, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan dan distribusi pangan, 
b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakar 

Daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribus 

pangan, 
c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidan 

ketersediaan pangan dan distribusi pangan, 
d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan 

di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan, 
e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan 

pangan dan distribusi pangan, 
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporar 

kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribus 
pangan, dan 

g. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 
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Bag ian Keenam 
Bidang K o n s u m s i dan Keamanan Pangan 

' Pasa l 170 
B idang K o n s u m s i dan Keamanan Pangan terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok j abatan fungsio na l . 

Pasa l 171 
Kepala B idang K o n s u m s i dan Keamanan Pangab 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 170 b u r u f a mempunye i 
tugas me laksanakan penyusunan dan p e l a k s a n a k a i 
kebi jakan, pemberian pendampingan ser ta pemantauan d a i 
eva luas i di bidang konsums i dan keamanan pangan 

Pasa l 172 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padk 
Pasa l 1 7 1 , Kepala B idang Konsums i dan keamanan p a n g a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan pe laksanaan koordinasi di bidang konsums i 

dan keamanan pangan; 
b. meny iapkan penyusunan baban r u m u s a n kebi jakaj i 

Daerab di bidang konsums i dan keamanan pangan; 
e. meny iapkan pe laksanaan kebi jakan di bidang konsums i 

dan keamanan pangan; 
d. member ikan pendampingan pe laksanaan kegiatan 4^ 

bidang konsums i dan keamanan pangan; 
e. meny iapkan pemantapan program di bidang konsumi^i 

dan keamanan pangan; 
f. me l aksanakan pemantauan, eva luas i dan pelaporab 

kegiatan di bidang konsums i dan keamanan pangan; dan 
g. me l akukan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 

u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ketu jub 
B idang Peternakan 

Pasa l 173 
B idang Peternakan terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 174 
Kepala B idang Peternakan sebagaimana d imaksud dalabi 
pasa l 173 b u r u f a mempunya i tugas di bidang pengembanga i 
peternakan berdasarkan p(?raturan perundang-undanga i 
u n t u k ke lancaran pelaksanasin tugas. 

Pasa l 175 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padb 
Pasa l 174, Kepa la B idang Peternakan menyelenggaraka i 
fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang pengembangab 

peternakan sesua i kebutuban sebagai dasar pe l aksanaa i 
tugas; 
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Bagiar: Keenam 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Pasal 170 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok jabatan fungsional. | 

Pasal 171 | 
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangat 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 170 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan 
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dah 
evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan 

Pasal 172 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 171, Kepala Bidang Konsumsi dan keamanan pangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi 

dan keamanan pangan, 

b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan 
Daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan: 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi 
dan keamanan pangan, | 

d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di 
bidang konsumsi dan keamanan pangan, 

e. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi 
dan keamanan pangan, 

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan setayama, 
kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan, dan 

g. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagiari Ketujuh | 
Bidang Peternakan | 

Pasal 173 
Bidang Peternakan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 174 
Kepala Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalan 
pasal 173 huruf a mempunyai tugas di bidang pengembangat 
peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangai 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Pasal 175 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 174, Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pengembang 

peternakan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksana 
tugas, 
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b. mengbimpun data peternakan sesua i jenis untulc 
mengetabui perkembangan ternak; 

c. m e n y u s u n rencana kegiatan pengembangan peternakaj i 
sesua i kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

d. mengembangkan petemsikan mela lu i budidaya untujc 
peningkatan populasi ternak; 

e. meningkatkan populasi t<3mak mela lu i penerapan peikejt 
inseminas i ban tuan untulc peningkatan m u t u ternak; 

f. me l aksanakan penerapan teknologi peternakan melaluji 
penyel idikan u n t u k menjeimin kesebatan veteriner; 

g. mengkoordinir pengawasan m u t u dan peredEiran bibit daj i 
pakan te rnak/b i jauan palcan; 

b. me laksanakan pengawasEin pemasukan dan pengeluaraji 
bewan dan produk bewan diDaerab; 

i . me l aksanakan pengawasan kesebatan bewan melalvji 
penyel idikan u n t u k menjgmin kesebatan veteriner; 

j . me l aksanakan pencegaban dan pemberantasan penyakit 
bewan mela lui vaks inas i dan pengobatan untujc 
kesebatan bewan; 

k. mengkoordinir dan melakisanakan fasi l i tasi promosi daji 
pemasaran bas i l peternakan mela lu i pameran/expo; 

1. mengawasi pengolaban, m u t u dan s tandar isas i sert^ 
pemasaran bas i l peternakan; 

m. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan , baik l isa j i 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala 
kepa la bidang me la lu rapat/pertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat; 

o. mendis t r ibus ikan pe laksanaan tugas kepada bawabaj i 
sesua i bidang u n t u k ke lanearan tugas; 

p. men3aisun laporan pe laksanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

q. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabka: ! oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Kedelepan 
B idang Per tanian 

Pasa l 176 
B idang Per tanian terdir i atas: 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 

Pasa l 177 
Kepa la B idang Per tanian sebs.gaimana d imaksud da lam pasdl 
176 b u r u f a mempunya i tugas di bidang ptmgembanga i 
t anaman pangan dan bor t i lml tura berdasark im p e r a t u r a i 
perundamg-undangan u n t u k ke lancaran pelaksamaan tugas. 

Pasa l 178 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padja 
Pasa l 177, Kepa la B idang Pertanian menyelenggaraka i 
fungsi: 
a . mengbimpun a t u r a n a tau kebijalcan teknijs 

pengembangan tanaman pangan dan bor t iku l tura s e s u t i 
k ebu tuban sebagai dasar pe laksanaan tugasi; 
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b. menghimpun data peternakan sesuai jenis untuk 
mengetahui perkembangan ternak, 

c. menyusun rencana kegiatan pengembangan peternakan 
sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

d. mengembangkan peternakan melalui budidaya untuk 
peningkatan populasi ternak, 

e. meningkatkan populasi ternak melalui penerapan paket 
inseminasi bantuan untuk peningkatan mutu ternak, 

f. melaksanakan penerapari teknologi peternakan melalui 
penyelidikan untuk menjamin kesehatan veteriner, | 

g. mengkoordinir pengawasan mutu dan peredaran bibit dan 
pakan ternak/hijauan pakan, 

h. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran 

hewan dan produk hewan diDaerah, 
i. melaksanakan pengawasan kesehatan hewan melalui 

penyelidikan untuk menjamin kesehatan veteriner, | 
j. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit 

hewan melalui vaksinasi dan pengobatan untuk 
kesehatan hewan, | 

k. mengkoordinir dan melaksanakan fasilitasi promosi dan 
pemasaran hasil peternakan melalui pameran/expo, 

Il. mengawasi pengolahan, mutu dan standarisasi serta 
pemasaran hasil peternakan, 

m. mengonsultasikan tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalu rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

o. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai bidang untuk kelancaran tugas, 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

| 
Bagian Kedelepan 
Bidang Pertanian 

Pasal 176 
Bidang Pertanian terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 177 
Kepala Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 
176 huruf a mempunyai tugas di bidang pengembang 
tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan peratur 
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Pasal 178 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 177, Kepala Bidang Pertanian menyelenggarakan 
fungsi: | 

a. menghimpun aturan atau kebijakan teknis 
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, |
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b. m e n y u s u n reneana kegiatan pengembangan pertaniaj i 
sesua i kebutuban u n t u k menjadi program bidang; 

e. mengbimpun data perteinian mel iputi potensi l abar 
produksi , alat mes in pertanian, pupuk, pestisida, beni i i 
dan s a r a n a p rasa rana pertanian l a innya mela lu i survey 
dan ana l i sa ; 

d. mengelola data potensi la b a n per tanian sesua i j en i s dan 
k las i f ikas i u n t u k mengetabui perkembangemnya s e r t i 
bas i l ana l i sa u s a b a tanin^re; 

e. mengkoordinir dan me laksanakan ub inan t anaman 
pangan dan bor t iku l tura u n t u k mengetabui b a s l 
produks i dan produktif i tas masing-masing komoditas; 

f. mengawasi m u t u dan mengendal ikan penjrediaan s e r t i 
peredaran benib/bibit t anaman pangan dan bortikulture,; 

g. mengkoordinir pe laksanaan penyediaan benib unggul; 
b. mengembangkan dan mengawasi penggunaan p rasa rana 

dan s a r a n a pertanian; 
i . mengkoordinir dan me laksanakan penanggulangan sert a 

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) d a i 
beneana pertanian la innya ; 

j . melayani penerbitan iz in u s a b a dan pember i a i 
rekomendasi/surat keterangan di bidaing pertanian; 

k . mengkoordinir dan me l aksanakan fasi l i tasi promosi d a i 
pemasaran bas i l pertanian mela lui pameran/expo; 

1. mengawasi pengolaiban, m u t u dan s tandar isas i ser ta 
pemasaran bas i l pertanian; 

m. mengawasi pe laksaana im program den k eg i a t a i 
di l ingkungan bidang; 

n . me l akukan pengendalian, eva luas i pe laksanaan program 
dan kegiatan di l ingkungan bidang; 

o. me l akukan koordinasi dengan ins tans i terkait ba i c 
t ingkat Daerab, provinsi , regional dan pusat ; 

p. mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas ke]pada atasar , 
bsiik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk l e b i i 
lanjut ; 

q. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la bidang mela lu i rapat/pertemuan u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat; 

r. mendis t r ibus ikan pe laks imaan tugas kepaida b a w a b a i 
sesua i s eks inya u n t u k kel.ancaram tugas; 

s. menyampaikan laporan seeara berkala, s a r an d a i 
pert imbangan kepada kf;pala d inas meng(;nai l a n g k a i 
a t au t indakan yang perlu d i l akukan di bidang p e r t a n i a i 
sebagai baban evaluasi ; dan 

t. melaikukan tugas ledn yang d iper intabkan oleb a t a s a i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Kesembi lan 
B idang Ke laut im dan Per ikanan 

Pasa l 179 
B idang Ke lautan dan Per ikanan terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 
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menyusun rencana kegiatan pengembangan pertanian 
sesuai kebutuhan untuk menjadi program bidang, | 
menghimpun data pertanian meliputi potensi lahan, 
produksi, alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, benih 
dan sarana prasarana pertanian lainnya melalui survey 
dan analisa: | 
mengelola data potensi lahan pertanian sesuai jenis dan 
klasifikasi untuk mengetahui perkembangannya serta 
hasil analisa usaha taninya, | 

mengkoordinir dan melaksanakan ubinan tanaman 
pangan dan hortikultura untuk mengetahui hasil 
produksi dan produktifitas masing-masing komoditas, | 
mengawasi mutu dan mengendalikan penyediaan serta 
peredaran benih/ bibit tanaman pangan dan hortikultura, 
mengkoordinir pelaksanaan penyediaan benih unggul, 
mengembangkan dan mengawasi penggunaan prasarana 

dan sarana pertanian, 
mengkoordinir dan melaksanakan penanggulangan sert 
pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) d 
bencana pertanian lainnya, | 
melayani penerbitan izin usaha dan pemberian 
rekomendasi/surat keterangan di bidang pertanian, 
mengkoordinir dan melaksanakan fasilitasi promosi dah 
pemasaran hasil pertanian melalui pameran/expo, 

mengawasi pengolahan, mutu dan standarisasi serta 
pemasaran hasil pertanian, | 

. mengawasi pelaksaanaan program dan kegiatan 
di lingkungan bidang, | 
melakukan pengendalian, evaluasi pelaksanaan program 
dan kegiatan di lingkungan bidang, | 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait Li 
tingkat Daerah, provinsi, regional dan pusat: 
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatu 
pendapat: 
mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawah 
sesuai seksinya untuk kelancaran tugas, 
menyampaikan laporan secara berkala, saran da 
pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langka 
atau tindakan yang perlu dilakukan di bidang pertani 

sebagai bahan evaluasi, dan 
melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kesembilan 
Bidang Kelautan dan Perikanan 

Pasal 179 

Kepala Bidang, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasa l 180 
Kepa la B idang Ke lautan dan Per ikanan sebagaimand 
d imaksud da lam pasa l 179 b u r u f a memfiunyai tugas 
meningkatkan produksi bas i l tangkapan, men ingka tka i 
s a r a n a dan p rasa rana penangkapan i k a n , p en ingka ta i 
s a r a n a pokok dan penunjang tempat pelelangan ikar 
pangkalan pendaratan i kan , kepelabubanan per ikanan s e r t i 
menyelenggarakan sistem informasi stat ist ik p e r i k a n a i 
tangkap, stat ist ic Pe labuban per ikanan, pengawasan 
pengendalian sumber daya ke lautan dan per ikanan s e r t i 
pengembangan teknologi penangkapan i k a n 

Pasa l 181 
Da l am mels iksanakan tugas sebagaimana d imaksud padk 
Pasa l 180, Kepa la B idang Ke lautan dan P e r i k a n a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n reneana program/kegiatan pcmgembangaji 

sumberdaya; 
b. mengoordinasikan pe laksanaan pengumpularj , 

pengolaban dan penyaj ian; 
e. mereneanakan progreim modemisas i armadjEi 

penangkapan i k a n , r e s t rukr i sas i alat tangkap dan ala[t 
ban tu penangkapan i k a n ; 

d. mereneanakan peningkatan produks i bas i l tangkapaj i 
i k a n ; 

e. mereneanakan peningkatan s a r a n a dan tekno lo^ 
penangkapan i k a n ; 

f. mereneanakan peningkatan p rasa rana pendaratan i kan ; 
g. mereneanakan program fiengembangan kek iutan , pesisjr 

dan peningkatan daya saing; 
b. me laksanakan eva luas i dan monitoring pengembangaji 

pe r ikanan tangkap; 
i . me l aksanakan koordinasi , konsu l tas i dan s inkron isas i 

dengan ins tans i yang terkait ; 
j . me l aksanakan pembinaan terbadap pegawai di l ingkuj i 

bidang ke lautan dan per ikanan tangkap; dan 
k. me laksanakan tugas d inas l a innya yang diber ikan kepalja 

d inas . 

B A B X 
DINAS L INGKUNGAN H I D U P 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 182 
(1) D inas berkedudukan d i bawab dan bertanggung jawa j i 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 183 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanaka j i 
U r u s a n Pemerintaban di bidang l ingkungan bidup y 
menjadi kewenangan Daera l i dan Tugas Pemhiantuan ye 
diber ikan kepada Daerab. 
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Pasal 180 
Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 179 huruf a mempunyai tugas 
meningkatkan produksi hasil tangkapan, meningkatkan 
sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan 
sarana pokok dan penunjang tempat pelelangan ikan, 
pangkalan pendaratan ikan, kepelabuhanan perikanan sert 
menyelenggarakan sistem informasi statistik perikana 
tangkap, statistic Pelabuhan perikanan, Laman et 
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sert 
pengembangan teknologi penangkapan ikan 

Pasal 181 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 180, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan 
menyelenggarakan fungsi: | 
a. menyusun rencana program/kegiatan pengembangan 

sumberdaya, | 
b. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian, | 
Cc. merencanakan program modernisasi armadi 

penangkapan ikan, restrukrisasi alat tangkap dan alat 
bantu penangkapan ikan, | 

d. merencanakan peningkatan produksi hasil tangkapan 
ikan, 

e. merencanakan peningkatan sarana dan teknologi 

penangkapan ikan, | 
f. merencanakan peningkatan prasarana pendaratan Ikan: 

merencanakan program pengembangan kelautan, pesis Ir 
dan peningkatan daya saing, | 

h. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengembangah 
perikanan tangkap, | 

i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi 
dengan instansi yang terkait, | 

j. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingku 
bidang kelautan dan perikanan tangkap, dan 

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan kepala 
dinas. 

BAB X 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 182 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 183 
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada Daerah. 
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Pasa l 184 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
pasa l 183, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan S (5suai dengan l ingkup tugasnya; 
b. me laksanakan kebi jakan sesuai dengan l ingkup 

tugasnya; 
e. me laksanakan eva luas i d im pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. me l aksanakan administra s i d inas sesua i dengan lingkup 

tugasnya; dan 
e. me laksanakan fungsi la in yang diber ikan oleb Wal i Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 185 
S u s u n a n Organisas i D inas terdiri a tas : 
a . Kepa la D inas ; 
b. Sekretariat ; 
c. B idang Penataan dan Penaatan P P L H ; 
d. B idang Pengelolaan Sampab, L imbab B 3 dan Peningkata i 

Kapas i tas ; 
e. B idang Pengendalian Peneemaran dan K e r u s a k a i 

L ingkungan Hidup; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepal a D inas 

Pasa l 186 
Kepa la D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 185 b u n i f 
a mempunya i tugas m idaksanakan sebagian tuga 
Pemerintab Daerab di bidang; l ingkungan bidup b e r d a s a r k a i 
pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 187 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 186, Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . menetapkan Program Ker ja D inas L ingkungan Hidub 

berdasarkan reneana kegiatan masing-masing B idang da i 
reneema kegiatan Sekretar iat ; 

b. membuat pe rumusan kebi jakan teknis bidanjg 
L ingkungan Hidup berdasiarkan kewenangan yang ada; 

e. member ikan pelayanan di bidang operasionsil kebersibari , 
per tamanan, pengelolaan l imbab domestik dan saranja 
dan prasarana ; 

d. member ikan pelayanan u m u m kepada masyaraka t sesua i 
bidang tugasnya; 

e. mengatur, mendis t r ibus ikan dan mengoordinasikan tugajs 
bawaban sesua i dengan bidangnya masing-masing; 

f. member ikan petunjuk dan bimbingan teknis sertja 
pengawasan kepada bawsiban; 

g. memer iksa bas i l ker ja bawaban; 
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Pasal 184 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
pasal 183, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya: 
b. melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup 

tugasnya, | 
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan | 

lingkup tugasnya, 
d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingku 

tugasnya, dan 
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kot 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua | 
Susunan Organisasi | 

Pasal 185 | 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: | 

Kepala Dinas, | 

Sekretariat: | 
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, | 
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Benang aa 
Kapasitas, 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup, dan | 

f. “Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Ketiga | 
Kepala Dinas 

Pasal 186 | 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 huruf 
a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 187 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud don 
Pasal 186, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menetapkan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidu 

berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang da 
rencana kegiatan Sekretariat, 

b. membuat perumusan kebijakan teknis bida 
Lingkungan Hidup berdasarkan kewenangan yang ada, 

Cc. memberikan pelayanan di bidang operasional kebersih 
pertamanan, pengelolaan limbah domestik dan saran 
dan prasarana, 

d. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai 
bidang tugasnya, 

e. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas 
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta 
pengawasan kepada bawahan, 

g. memeriksa hasil kerja bawahan, 
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h . mengevaluasi dan mempcjrtanggungjawabkein bas i l ker ja 
bawaban; 

i . menyampa ikan laporan pertanggungjaweiban k iner ja 
kepada Wal i Kota; dan 

j . me l aksanakan tugas D inas l a innya yang d iber ikan o l e i 
a tasan . 

Bagian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 188 
Sekretar iat dipimpin oleb Selcretaris D inas yan : ; mempunydi 
tugas me laksanakan penatausabaan di bidang pereneanaan, 
program, pelaporan, kepeg£iwaian, u m u m d£m k e a r s i p a i 
berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u k 
ke lancaran pe laksanaan tuga s. 

Pasa l 189 
Dadam melaksanaikan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 188, Sekretairis D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . menyusun program kei-ja D inas L ingkungan Hidujp 

berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan 
reneana kegiatan Sekretar iat ; 

b. m e n y u s u n laporan pertanggungjawaban k iner ja Dinajs 
L ingkungan Hidup berd£isarkan laporan has i l kegiatan 
masing-masing B idang dein Sekretar iat ; 

c. mengatur, mendistribusih:an dan mengoordinasikan tugajs 
bawaban sesua i dengan ti idangnya masing-masing; 

d. member ikan petunjuk dan bimbingan teknis sertja 
pengawasan kepada baweiban; 

e. memer iksa bas i l ker ja bawaban; 
f. me l aksanakan pengelolaan u r u s a n kepegawaian; 
g. me laksanakan pengelolaan u r u s a n u m u m dajn 

perlengkapan; 
b. me laksanakan pengelolaan u r u s a n keuangan; 
i . me l aksanakan pengelolaan u r u s a n data dar informasi; 

j . mengevaluasi dan mempertanggungjawabk£m bas i l ker ja 
bawaban; dan 

k. me laksanakan tugas d inas l a innya yang d iber ikan olejb 
a tasan . 

Pasa l 190 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam passd 188 terdi j i 
atas: 
a . Kepala Subbagian Keuangan; 
b. Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 191 
Kepala Subbagian Keuangar sebagaimana dmiaksud dalaijn 
Pasa l 190 b u r u f a mempunya i tugas me l akukan pengelolaan 
keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjujk 
teknis u n t u k ke lancaran pels iksanaan tugas uni t . 
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h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja 
bawahan, 

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerj 
kepada Wali Kota, dan 

J. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

| 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 188 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas melaksanakan penatausahaan di bidang perencana. 
program, pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipa 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. | 

Pasal 189 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 188, Sekretaris Dinas raenyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun program kerja Dinas Lingkungan Hidu 

berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang da 
rencana kegiatan Sekretariat, 

b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas 
Lingkungan Hidup berdasarkan laporan hasil kegiat 
masing-masing Bidang dan Sekretariat, 

s c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tug 
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, 

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta 

pengawasan kepada bawahan, | 
memeriksa hasil kerja bawahan, 

melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, 
melaksanakan pengelolaan urusan umum da 
perlengkapan, 
melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, 
melaksanakan pengelolaan urusan data dan informasi, 

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja 
bawahan: dan 

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 
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Pasal 190 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Keuangan, 
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 191 

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 190 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk 
teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 
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Pasa l 192 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 191 , Kepa la Subbagia i i Keuangan menyelenggarakap 
fungsi: 
a . meny iapkan reneana kegiatan Subbagian Keuangaj i 

sebagai baban penyusungin reneana kegiataji Sekretar ia 
b. m e n y u s u n laporan bas i l kegiatan Subbagian Keuangaj i 

sebagai baban penyusunan laporan bgisil k e g i a t a i 
Sekretar iat ; 

e. mengatur, mendis t r ibus ikan dan mengoordinasikan tugajs 
bawaban sesua i dengan bidangnya masing-masing; 

d. member ikan petunjuk dan bimbingan teknis sertja 
pengawasan kepada bawaban; 

e. memer iksa bas i l ker ja baivaban; 
f. m e n y u s u n reneana anggaran biaya ru t in daj i 

pembangunan; 
g. menyelenggarakan tata u s a b a keuangan s( ;suai dengaji 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang b e r l a k i 
dan pedoman yang telab ditetapkan; 

b. membuat laporan pertanggungjawaban keusingan; 
i . men5aisun laporan a lmntabi l i tas k iner ja i ns tans i 

pemerintab; 
j . mengevaluasi dan memp(jrtanggungjawabk£Ln bas i l kerjja 

bawaban; dan 
k. me laksanakan tugas D inas l a innya yang diber ikan oleji 

a tasan . 

Pasa l 193 
Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawaian sebagaimanja 
d imaksud da lam Pasa l 190 b u r u f b mempunya i tugas 
me laksanakan pengelolaan admin is t ras i kepeggiwaian sesuid 
petunjuk pe laksanaan/ petunjuk teknis u n t u k tertibnyja 
admin is t ras i kepegawaigm. 

Pasa l 194 
Da lam me laksanakan tugas sebaggdmana d imaksud dalarb 
Pasa l 193, Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawaiajn 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan r encana kegiatan Subbagian U m u m dajn 

Kepegawaian sebagai baban penyusunan renegmja 
kegiatan Sekretar iat ; 

b. m e n y u s u n laporan bas i l kegiatan Subbagian U m u m dajn 
Kepegawaian sebagai bahgm penyusunan laporan basjil 
kegiatan Sekretariat ; 

e. mengatur, mendistribusibian dan mengoordinasikan tugajs 
bawaban sesua i dengan bidangnya masing-masing; 

d. member ikan petunjuk dan bimbingan teknis sertja 
pengawasan kepada bawgiban; 

e. memer iksa bas i l ker ja bawaban; 
f. meny iapkan reneana ke;butuban, pengembangan dajn 

mutas i pegawai di bngkungan D inas L ingkungan Hidup; 
g. meny iapkan data kepegawaian; 
b. membuat laporan kepegawaian; 
i . m e l a k u k a n upaya-upaya peningkatan kua l i t as daj i 

kesejabteraan pegawai; 
j . me l aksanakan u r u s a n surat -menyurat ; 
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Pasal 192 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 191, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakat 
fungsi: 
a. menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Keuangai 

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat, 
b. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Keuangai 

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatai 
Sekretariat, 

Cc. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tuga 
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, 

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis si 
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pengawasan kepada bawahan, 
e. memeriksa hasil kerja bawahan, 
f. menyusun rencana anggaran biaya rutin dan 

pembangunan, | 
g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengat 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berla 
dan pedoman yang telah ditetapkan, 

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, 
i. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, 

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja 
bawahan, dan | 

k. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

dimaksud dalam Pasal 190 huruf b mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai 
petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi kepegawaian. | 

Pasal 193 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman 

Pasal 194 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 193, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: | 
a. menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Umum d 

Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rrenc 
kegiatan Sekretariat, 

b. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Umum dan 
Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil 
kegiatan Sekretariat, 

c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas 
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, 

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis ser 

pengawasan kepada bawahan, 
e. memeriksa hasil kerja bawahan, 

f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan d 
mutasi pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, 

g. menyiapkan data kepegawaian, 
h. membuat laporan kepegawaian, 

i. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan 
kesejahteraan pegawai, 

j- melaksanakan urusan surat-menyurat, 



i 
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k. me laksanakan pengetikan sura t menyurat da i i 
penggandaan n a s k a h D inas ; 

1. me laksanakan pengelolacm u r u s a n r u m a h tangga d a i 
perlengkapan kantor; 

m. me l aksanakan u r u s a n hubungan masyarak£it, p e r j a l ana i 
D inas dan protokol; 

n . mengevaluasi dan mempt;rtanggungjawabksn bas i l kerj a. 
bawaban; dan 

o. me laksanakan tugas D inas l a innya yang d iber ikan oleb 
a tasan . 

Bag ian Ke l ima 
B idang Penataan dan Penaatan PPLH 

Pasa l 195 
B idang Penataan dan Penaat im P P L H terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 196 
Kepa la B idang Penataan dan Penaatan P P L H sebagaimanla 
d imaksud da lam pasa l 195 b u r u f a mempunya i tugas 
mengkoordinir, me laksanakf in dan mengevaluasi k e g i a t a i 
yang terkait dengan penatcian dan penaatan l i n g k u n g a i 
bidup, serta memast ikan kebi jakan, program dan keg i a t a i 
terkait l ingkungan bidup sesua i dengan peiraturam d a i 
ketentuan yang ber laku. 

Pasa l 197 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 196, Kepala B idang Penataan dan Penaatan P P L H 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan dan mengkoordinasikan program sertja 

kegiatan penataan dan penaatan P P L H ; 
b. mengawasai pe laksanaan kebi jakan dan peraturan terkajt 

l ingkungan bidup u n t u k memast ikan kepatuban 
e. m e n y u s u n pedoman dan standar operasional di bidang 

penataan dan penaatsin PPLH ; 
d. m e l a k u k a n pembinaan dim pengawasan ke]pada ins tans i 

a t au p ibak terkait agar menerapkan p e r a t u r a i 
l ingkungan bidup dengan baik; 

e. mengumpulkan dan menganal is is serta mengevaluasi 
data serta informasi yang berkai tan dengan kondis i da i 
kua l i t as l ingkungan; 

f. mengkoordinasikan inventar isas i data dan informasi 
sumber daya a lam; 

g. m e r u m u s k a n inventar isas i p enyusunan data pengelolaaji 
l ingkungan; 

b. m e l a k u k a n penyusunan dokumen R P P L H ; 
i . me l akukan koordinasi dan s inkron isas i pemuatan R P P L j i 

da lam R P J P dan R P J M ; 
j . me l aksanakan pemantauan dan eva luas i pe laksanaaj i 

R P P L H ; 
k. menentukan daya dukun j ; dan daya tampung l ingkungaj i 

bidup; 
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k. melaksanakan pengetikan surat menyurat d 
penggandaan naskah Dinas, 

l. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga d 
perlengkapan kantor, 

m. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalan 
Dinas dan protokol, 

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerj 
bawahan: dan 

o. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan Oleh 
atasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Penataan dan Penaatan PPLA 

Pasal 195 
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan | 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. | 

Pasal 196 | 

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaiman 
dimaksud dalam pasal 195 huruf a mempunyai tug 
mengkoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata 
yang terkait dengan penataan dan penaatan lingkung 
hidup, serta memastikan kebijakan, program dan kegiat 
terkait lingkungan hidup sesuai dengan peraturam dan 
ketentuan yang berlaku. | 

Pasal 197 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 196, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPL 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan dan mengkoordinasikan program sert 

kegiatan penataan dan penaatan PPLH, 
b. mengawasai pelaksanaan kebijakan dan peraturan terkait 

lingkungan hidup untuk memastikan kepatuhan 
c. menyusun pedoman dan standar operasional di bid 

penataan dan penaatan PPLH, 
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada instansi 

atau pihak terkait agar menerapkan peratur 
lingkungan hidup dengan baik, 

e. mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi 
data serta informasi yang berkaitan dengan kondisi da 
kualitas lingkungan, 

f. mengkoordinasikan inventarisasi data dan informasi 
sumber daya alam, 

g. merumuskan inventarisasi penyusunan data pengelola 
lingkungan, 

h. melakukan penyusunan dokumen RPPLH, 

i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPL 
dalam RPJP dan RPJM: 

J- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
RPPLH, 

k. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup, 



! 
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1. me l akukan koordinasi j i enyusunan tata ruang y a n 
berbasis daya d u k u n g dan daya tampung lin gkungan 

m. m e n y u s u n ka j ian l ingkungan bidup) strategi^, 
mengkoordinir dan memantau pelakscinaan s e r t i 
me l akukan evaluasi kaj ire i l ingkungan biduj i strategis; 

n . m e r u m u s k a n penyusunan ins t rumen peneegabab 
peneemaran dan / a t au k e r u s a k a n l ingkungan bidup ( 
Amdal- U K L - U P L , iz in l ingkunganm Audit L H , ana l i s 
resiko LH) ; 

o. mengkoordinasikan peni la ian terbadap) dokumej i 
l ingkungan (AMDAL dan U K L / U P L ) ; 

p. m e r u m u s k a n pen jmsunan t im ka j ian dokumeb 
l ingkungan bidup yang t ransparan (komisi penilai , t i n 
pakar dan konsul tan) ; 

q. m e r u m u s k a n penyusunan kebi jakan tentang tata carja 
pe layanan pengaduan dan penyelesaian pengad iua i 
masyarakat ; 

r. mengkoordinir fasi l i tasi pener imaan pengaduan ataJs 
u s a b a a tau kegiatan y img t idak sesua i dengan iz ip 
per l indungan dan pengelolaan l ingkungan bidup; 

s. mengkoordinir penelaaban dan ver i f ikasi atsis pengaduab 
dan penyusunan rekomendasi t indak lanjut bas i l 
ver i f ikasi pengaduan; 

t. m e r u m u s k a n pengkajian dampak l ingkungan dab 
pengawasan j en i s usaf ia/kegiatan dan p e n y u s u n a i 
keb i jakan pengendalian peneemaran dan perusaka j i 
l ingkungan; 

u . mengevaluasi dan memp(jrtanggungjawabk£in bas i l kerjja 
bawaban; dan 

V . me l aksanakan tugas D inas l a innya yang diber ikan oleji 
atasam. 

Bag ian Keenam 
B idang Pengelolaan Sampab, L imbab B 3 dan Peningkatan 

Kap)asitas 

Pasa l 198 
Bidang Pengelolaan Sampah , L imbab B 3 dsin Peningkataj i 
Kapas i tas terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 199 
Kepa la B idang Pengelolaan Sampab, L imbab B 3 dab 
Peningkatan Kapas i tas sebagaimana d imaksud dalam pasi i l 
198 b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan Penge lo laa i 
L imbab Domestik berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas; uni t . 

Pasa l 200 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijti 
Pasa l 199, Kepa la B idang Pemgelolaan Sampa l i , L imbab B 3 
dan Peningkatan Kapas i tas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e l a k u k a n penyusunan informasi pengelolaan sampab; 
b. menetapkan target pengurangan sampab dan prioritejs 

j en i s sampab u n t u k setiap k u r u n w a k t u tertentu; 

| 

a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

a. melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah, 
b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas 
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Il. melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yan 
berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan 

m. menyusun kajian lingkungan hidup strategis, 
mengkoordinir dan memantau pelaksanaan sert 
melakukan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis: 

n. merumuskan penyusunan instrumen pencegah 
pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup ( 
Amdal- UKL-UPL, izin lingkunganm Audit LH, anali 
resiko LH), 

Oo. mengkoordinasikan penilaian terhadap dokumen 
lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL), 

p. merumuskan penyusunan tim kajian dokumen 

lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim 
pakar dan konsultan), 

g. merumuskan penyusunan kebijakan tentang tata cara 
pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengadiuan 
masyarakat, 

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izi 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

s. mengkoordinir penelaahan dan verifikasi atas pengaduan 
dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil 
verifikasi pengaduan, 

t. merumuskan pengkajian dampak lingkungan da 
pengawasan jenis usaha/kegiatan dan LAN da 
kebijakan pengendalian pencemaran dan perasekan 
lingkungan, 

r. mengkoordinir fasilitasi penerimaan pengaduan Pe 

u. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja 

bawahan: dan 

v. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh 

atasan. | 

Bagian Keenam | 
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas 

Pasal 198 
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan 
Kapasitas terdiri atas: 

Pasal 199 
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan 
Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
198 huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan 
Limbah Domestik berdasarkan peraturan perundang- 

Pasal 200 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 199, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B8 
dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: 

jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, 
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c. m e r u m u s k a n kebi jakan pengurangan samptib; 
d. m e l a k u k a n pembinaan pembatasan t imbunan sampah 

kepada produsen, penggunaan baban b a k u produks i d a i 
k emasan yang m a m p u d iura i oleb proses a lam, pendaur 
u langan sampab serr ta penyediaan fasi l itas pendaur 
u langan sampab dan pemanfaatan kembal i sampab d a i 
produk kemasasan produk; 

e. me l akukan pe rumusan kijbijakgin penanganan sampab; 
f. mengoordinasikan pemilabam, pengumpulai j , 

pengangkutan dan pemrosesan akb i r sampab; 
g. mengadakan s a r a n a dan ]prasarana penanganan sampal j ; 
b. menetapkan lokas i tempat T P S , T P S T , dam TPA sampab 
i . me l akukan pengawasan terbadap tempat pemrosesajti 

akb i r dengan s is tem pembuangan open dumping; 
j . m e l a k u k a n penyusunan dan pe laksanaan s istem tanggajp 

darurat pengelolaan sampab; 
k. m e r u m u s k a n penyusunan kebi jakan periz inab 

penyimpanan sementa ia l imbab B 3 (pengajuari, 
perpanjangan, perubaban dan pencabutan) da lam satja 
Daerab; 

1. me l aksanakan per iz inan, pemantauan dan pengawasaji 
penyimpanan sementara l imbab B 3 da lam s a t u Daerab; 

m. me l aksanakan penyusunan kebijakari periz inab 
pengumpulan dan pegangkutan l imbab B 3 (pengajuari, 
perpanjgingan, perubaban dan pencabutan) da lam satja 
Daerab; 

n . me laksanakan per iz inan bagi pengumpul L imbab B 3 ; 
o. me laksanakan tugas l a innya yang d iber ikan oleb a tasan . 

Bag ian Ketu jub 
B idang Pengendalian Peneemaran dan K e r u s a k a n 

LingkuriLgan Hidup 

Pasa l 2 0 1 
B idang Pengendalian Peneemaran dan Ke rusaka j i 
L ingkungan Hidup terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidsmg; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 202 
Kepa la B idang Pengendalian Peneemaran dan Kerusakajn 
L ingkungan Hidup sebagaimana d imaksud da lam pasa l 2 0 1 
b u r u f a mempunya i tugas memimpin, m e r u m u s k a n , dan 
me laksanakan kebi jakan teknis mengenai pemantauan 
l ingkungan, pengendedian peneemaran dan k e r u s a k a n 
l ingkungan bidup berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang ber laku. 

Pasa l 203 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarjn 
Pasa l 202 , B idang Pengendalian dan K e r u s a k a n Lingkungajn 
Hidup menyelenggarakan fungsi: 
a . me l aksanakan pemantauan ke ruska l an lingkungarji, 

sumber pencemar ins t i tus i dan non inst i tus i , kua l i t as aij:, 
udara , tanab serta pesisir dan laut ; 
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merumuskan kebijakan pengurangan sampah, | 
melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampai 
kepada produsen, penggunaan bahan baku produksi d 
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur 
ulangan sampah serrta penyediaan fasilitas pendaur 
ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah daja 
produk kemasasan produk, 

a
p
 

e. melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah: | 
f. 'mengoordinasikan pemilaham, pengumpulan, 

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah: 
g. mengadakan sarana dan prasarana penanganan sampah, 
h. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, dam TPA sampah, 

pe
ta
 

melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan 
akhir dengan sistem pembuangan open dumping, | 

j. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap 
darurat pengelolaan sampah: | 

k. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan 
penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, 
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam sat 
Daerah: | 

l. melaksanakan perizinan, pemantauan dan pengawasan 

penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah, 
m. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan 

pengumpulan dan pegangkutan limbah B3 (pengajuan, 
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu 
Daerah, 

n. melaksanakan perizinan bagi pengumpul Limbah B3: | 
Oo. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Ketujuh | 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan | 

Lingkungan Hidup | 

Pasal 201 | 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Hewarsaleet 

Lingkungan Hidup terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 202 
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 
huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, dan 
melaksanakan kebijakan teknis mengenai pemantauan 
lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup berdasarkan ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. 

Pasal 203 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 202, Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan 
Hidup menyelenggarakan fungsi: | 
a. melaksanakan pemantauan keruskalan lingkungan, 

sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, 

udara, tanah serta pesisir dan laut, 
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b. me laksanakan penentuan b a k u m u t u l ingkungan dap 
m u t u sumber peneemar; 

c. me laksanakan penanggulangan peneemaran (pemberiab 
informasi, pengisolasian ser ta pengbentian) sumber 
pencemar ins t i tus i dan non i snt i tus i ; 

d. me laksanakan pemul iban peneemaran (j jembersibar 
remidiasi , rebabi l i tasi dan restorasi) sumtier peneemar 
ins t i tus i dan non ins t i tus i ; 

e. m e l a k u k a n pengembangsm sistem informasi kondis i , 
potensi dampak dan pemberian peringatan a k a i 
peneemaran a tau k e r u s a k a a n l ingkungan bidup kepadp 
masyarakat ; 

f. me l akukan penyusunaan kebi jakan pembinaan terbadap 
sumber pencemar ins t i tus i dan non inst i tus i ; 

g. me laksanakan pembinaan t indak lanjut rekomendasi 
bas i l eva luas i sumber peneemar ins t i tus i dan nop 
ins t i tus i ; 

b. melaJcukam penyediaan s a r a n a dan p r a s a r a n ^ 
pemantauan lingkungain 

i . me l akukan penetuan kr i ter ia b a k u ke rusaka j i 
l ingkungan; 

j . me l aksanakan penanggulangan (pemberian informas: 
pengisolasian ser ta pengbentian) k e r u s k a n l ingkungan; 

k. me laksanakan pemul iban (pembersiban., remedias 
rebabi l i tasi dan restorasi k e r u s a k a n l ingkungan; 

1. me laksanakan per l indungan dan pemanfaatan sumbejr 
daya a lam; 

m. me l akukan penetapan kebi jakan dan pe laksanaab 
konservas i , pemanfaatan berkelanjutan dan pengendal ia i 
k e r u s a k a n keanekaragaman bayat i ; 

n . me l akukan pemantauan dan pengawasan pe laksanaaj i 
konservas i keanekaragaman bayat i ; 

o. m e l a k u k a n penyelesaian konfl ik da lam pemanfaataj i 
keanekaragaman bayat i ; dan 

p. m e l a k u k a n pengembangan s istem informasi daj i 
pengelolaan database keanekaragaman bayeiti. 

BAB X I 
DINAS PENGENDAL1A^^ P E N D U D U K , K E L U A R G A 

B E R E N C A N A , P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N , DAN 
PERL INDUNGAN ANAK 

Bagia i i Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 204 
(1) D inas berkedudukan d i bawab dan bertanggung jawa j i 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab, 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 205 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanaka j i 
U r u s a n Pemerintaban di bidang Pengendalian Penduduk, 
Ke luarga Be rencana dan Pemberdayaan Perempuan, 
Per l indungan Anak yang menjadi kewenangan Daerab d a i 
Tugas Pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 
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b. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan 
mutu sumber pencemar, | 

c. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian 
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumb 
pencemar institusi dan non isntitusi, 

d. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, 
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar 
institusi dan non institusi: 

e. melakukan pengembangan sistem informasi kondisi, 
potensi dampak dan pemberian peringatan akan 
pencemaran atau kerusakaan lingkungan hidup kepada 
masyarakat, 

f. melakukan penyusunaan kebijakan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi, 
g. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi 

hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non 
institusi, 

h. melakukan  penyediaar sarana dan prasarana 
pemantauan lingkungan | 

i. melakukan penetuan kriteria baku kerusakan 
lingkungan, 

j. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, 
pengisolasian serta penghentian) keruskan lingkungan, | 

k. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, 
rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan, 

Il. melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, 
m. melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan 

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian 
kerusakan keanekaragaman hayati, | 

n. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

konservasi keanekaragaman hayati, 
Oo. melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 

keanekaragaman hayati, dan 
p. melakukan pengembangan sistem informasi dan 

pengelolaan database keanekaragaman hayati. 

BAB XI 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 204 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 205 
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak 
Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempu 

Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dai 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
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Pasa l 206 
Da l am melaksansikan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 205 , D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan lingkupi tugasnya; 
b. pe laksanaan keb i jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan evaluas i dan pelaporan sesua i dengaiji 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingkuj) 

tugasnya; dan 
» 

e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kotji 
terkait dengan tugas dan :Eungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

I 
Pasa l 207 

S u s u n a n Perangkat Daerab Ei inas terdiri a tas : 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Pengendalian Penduduk dan Ke luarga Bereneanaj; 
d. B idang Ke tabanan dan Kesejabteraan Keluarga; 
e. B idang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuban Hajjc 

Anak ; 
f. B idang Per l indungan Perempuan dan Anak ; dan 
g. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

1 

Pasa l 208 
Kepala D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 207 b u n i f 
a mempunya i tugas meLaksanakan penyusunan dan 
peleiksanaan kebi jakan Daerab u r u s a n Pemerintaban Daera l i 
bidang Pengendalian Penduduk, Ke luarga Bereneana dap 
Pemberdayaan Perempuan, Per l indungan Anak. 

Pasa l 209 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana dim;aJcsud dalai j i 
Pasa l 208 , Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n program dan kegiatan badan da lam jangkj i 

pendek, menengab dan j a a g k a panjang; 
b. menyelenggarakan u r u s a n ta ta u s a b a perk.mtoran y a n 

mel iputi u r u s a n pereneanaan dan evaluasi , u r u s a j i 
keuangan serta u r u s a n u m u m dan kepegawaian; 

e. m e r u m u s k a n keb i jakan teknis pengendalian penduduk, 
ke luarga bereneana, pemberdayaan perempuan da: i 
per l indungan anak ; 

d. menyelenggarakan kegiatan teknis opereisional y a n 
mel iput i B idang pengendalian penduduk, ke luargk 
bereneana, pemberdayaan perempuan dan perl indungan 
anak ; 

e. member ikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah 
Daerab d i bidang pengendalian penduduk, ke luarga 
bereneana, pemberdayaan perempuan dan perlindunga: i 
anak ; 
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Pasal 206 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 205, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, | 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, | 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua | 
Susunan Organisasi | 

| 
Pasal 207 | 

Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri atas: | 
Kepala Dinas, | 
Sekretariat, 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak 
Anak, | 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Ketiga | 
Kepala Dinas | 

Pasal 208 | 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 huruf 
a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan Daerah 
bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. 

Pasal 209 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 208, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun program dan kegiatan badan dalam jangk: 

pendek, menengah dan jangka panjang, 
b. menyelenggarakan urusan tata usaha perkantoran yanj 

meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusat 
keuangan serta urusan umum dan kepegawaian, 

Cc. merumuskan kebijakan teknis pengendalian penduduk 
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dai 
perlindungan anak, 

d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional yan 
meliputi Bidang pengendalian penduduk, keluarg 
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungar 
anak, 

e. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah 
Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarg 
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungar 

anak, 
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f. menyelenggarakan admin is t ras i dan pelayanan umunji 
kepada masyaraka t da lam l ingkup tugasnya:; 

g. meni la i prestasi k iner ja bciwahan; 
b. me laksanakan s istem pengendalian intern; 
i . m e l a k u k a n pembinaan terbadap un i t pelaJcsana tekni^ 

da lam l ingkup tugasnya; dan 
j . me l aksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kot^ 

sesuai dengan l ingkup tugas dan fungsinya. 

Bag ian Keempat 
j Sekretar iat 

Pas ia l210 
Sekretar iat dipimpin oleb Se lnetar is D inas yang mempunyaji 
tugas membantu Kepa la D imis da lam me laksanakan u r u s a n 
pereneanaan program kegiatan, ta ta laksana., keuangan, 
u m u m perlengkapan dan kepegawaian. 

Pasa l 2 1 1 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 210 , Sekretar is D inas menyelenggarakan lungsi : 
a . mengbimpun, mengoordinasikan, perenc:anaan dab 

pe laksanaan program ke ta tausabaan dan u m s a n rumalji 
tangga d inas; • 

b. mengoordinir pelaksgmaan pembinaan organisasi tatji 
l a k s a n a D inas ; 

e. mengkoordinir pengelolaan admin is t ras i Icepegawaiianj, 
admin is t ras i persuratan , kears ipan, inventar isas i dan 
r u m a b tangga D inas ; 

d. meny iapkan data, informasi, bubungan masyaraka t daiji 
penyelenggaraan penyusunan dokumentas i ; 

e. me l akukan pemantauan dan eva luas i terbadap reneana-
reneana program dan ke;giatan t abunan m a u p u n l ima 
t abunan pada d inas ; dan 

f. me l aksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb atasaiji 
sesua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya. 

Pasa l 212 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pasjd 210 terdiiji 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Keuang;an; 
b. Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
c. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 213 
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 212 b u r u f a mempunjrei tugas membantu Sekretar is 
da lam pelsiksanaan tugas di bidang pengendalian 
perbendaharaan, pengelolaan admin is t ras i s e r t i 
pertanggungjawaban keuanggm. 

Pasial 214 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana dim;aksud dalari i 
Pasa l 213 , Kepa la Subbagian Keuangan menyelenggarabai 
fungsi: 
a . menyelenggarakan ta ta u s a b a keuangan d inas; 
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f. menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum 
kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya, 
menilai prestasi kinerja bawahan, | 
melaksanakan sistem pengendalian intern, | 
melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis 
dalam lingkup tugasnya, dan 

j-. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. | 

PF
 
b
g
 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 210 | 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan 
perencanaan program kegiatan, tata laksana, keuang 
umum perlengkapan dan kepegawaian. | 

Pasal 211 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarh 
Pasal 210, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun, mengoordinasikan, perencanaan dan 

pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah 
tangga dinas, | 

b. mengoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata 
laksana Dinas, 

c. mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaia ' 
administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi d 

rumah tangga Dinas: | 
d. menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan 

penyelenggaraan penyusunan dokumentasi, | 
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencan 

rencana program dan kegiatan tahunan maupun lim 
tahunan pada dinas, dan 

fl. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

Pasal 212 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Keuangan, 
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 213 

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 212 huruf a mempunyai tugas membantu Sekretari : 

D
 

dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalia 
perbendaharaan, pengelolaan administrasi sert 
pertanggungjawaban keuangan. 

Pasal 213, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarak 
fungsi: 

Pasal 214 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 

a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas, | 

|
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b. me laksanakan pembukuan, veri f ikasi dan pembinaan 
bendabarawan dinas; 

c. me laksanakan admin is t ras i gaji pegawai l ingkup d inas; 
d. me laksanakan penjoisunsm laporan pertanggungjawabaji 

pengelolagm keuangan d inas; 
e. mele iksanakan koordinasi dengan un i t ker ja l ingkup tuga^ 

dan fungsinya; dan 
f. me laksanakan tugas la in yang diber ikan oleb atasaiji 

sesua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya. 

Pas i i l 215 
Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian sebagaimanri 
d imaksud dalam Pasa l 212 b u r u f b mempunya i tugas di 
bideing penyelenggaraan admin is t ras i u m u m daiji 
kepegawaian. 

Pas ia l216 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 215 , Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawaieui 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan penyusunan rencana program ker j^ 

subbagian u m u m dan kepiegawaian; 
b. melaksaneikan pembinaan organisasi daiji 

ketataleiksanaan d inas; 
e. me laksanakan pengelolaan u r u s a n sura t menjruratl, 

keeirsipan, b u k u m , k e b u m a s a n dan u r u s a n umunji 
la innya ; 

d. me l aksanakan pengadaan, penya luran, peny impanan daiji 
pemel ibaraan peralatan dan perlengkapem; 

e. me l aksanakan pen jmsunan baban laporan dan eva luas i 
pe laksanaan tugas subbiciang u m u m dan kepegawaian; 

f. meny iapkan baban laporan t indak lanjut pengawasaj i 
fungsional; 

g. me laksanaan koordinasi ciengan un i t ker ja leunnya sesuaji 
dengan l ingkup tugasnya; dan 

b. meleiksanakan tugas l a in yang diber ikan oleb atasa j i 
sesua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya. 

Bag ian Ketiga 
B idang Pengendalian Penduduk dan Ke luarga Bereneana 

Pasa l 217 
B idang pengendalian penduduk dan ke luarga beneana terdiiji 
a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 218 
Kepa la B idang Pengendali im Penduduk dan Keluargri 
Berencana sebagaimana d imaksud da lam pasal 217 b u r u f a 
mempunya i tugas membantu kepala d inas d a l a r i 
me laksanakan kebijakem teknis di bidang pengendaliap 
penduduk dem ke luarga bereneana. 
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b. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan 
bendaharawan dinas, 

melaksanakan administrasi gaji pegawai lingkup dinas, 
melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawab 
pengelolaan keuangan dinas, 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugap 
dan fungsinya, dan | 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

2
 

Pasal 215 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 212 huruf b mempunyai tugas di 

bidang penyelenggaraan administrasi umum da 
kepegawaian. 

Pasal 216 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 215, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: | 
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja 

subbagian umum dan kepegawaian, 
b. melaksanakan pembinaan organisasi dan 

ketatalaksanaan dinas: 

c. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, 
kearsipan, hukum, kehumasan dan urusan umum 
lainnya, 

d. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan 
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, 

e. melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas subbidang umum dan kepegawaian, | 
f. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut pengawas 

fungsional: 

g. melaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai 
dengan lingkup tugasnya, dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pasal 217 

Bidang pengendalian pendudiik dan keluarga bencana terdiri 
atas: 

a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 218 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarg 
Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 huruf 
mempunyai tugas membantu kepala dinas dala 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalia 
penduduk dan keluarga berencana.
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Pasa l 219 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud dalari i 
Pasa l 218 , Kepa la B idang Pengendalian Pe i iduduk dap 
Ke luarga Bereneana menyelenggarakan fungsi: 
c. penyiapan pe laksanaan dan koordinasi penyusunab 

reneana program Bidang; Pengendalian Penduduk dap 
Keluarga Berencana ; 

d. p e rumusan kebi jakan teknis Daerab di bidang 
pengendalian penduduk dan ke luarga bereneana; 

e. pe laksanaan kebi jakan teknis Daerab di b idan 
pengendalian penduduk dan ke luarga bereneana melal i j i 
penyuluban, advokasi , dan penggerakan; 

f. pe laksanaan Norma, Standar , Prosedur dan Kr i ter ik 
(NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan ke luarga 
bereneeina mela lu i penyuluban, advokasi , dan 
penggerakan bidang p^engendalian penduduk dap 
ke luarga berencana; 

g. pe laksanaan pemanduari dan s inkron isas i kebi jakab 
pemerintab Daerab da lam rangka pengendgilian kuabtas 
penduduk; 

b. pe laksanaan pemetaan perk i raan (parameteij) 
pengendalian penduduk; 

g. pe laksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran sertri 
organisasi kemasyaraka tan di t ingkat ko1;a di b idan ; 
pengendalian penduduk dan ke luarga bereneana; 

b. pe laksanaan pemantausin dan evaluas i di bidan. 
pengendalian penduduk dan ke luarga berencana mela l i i i 
penyuluban, advokasi , dan penggerakan b i d a n ; 
pengendalian penduduk dan ke luarga berencana; 

i. pemberian bimbingan teiknis dan fasi l i tasi di bidanri 
pengendalian penduduk dan ke luarga beren eana melalu i 
penyuluban, advokasi , dcin pengendalian p imduduk dap 
ke luarga bereneana; 

j . pe laksanaan koordinasi da lam pe laksanaan tugasnya; 
k. me l akukan pembinaan pejabat pe laksana; dan 
1. me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb atasa j i 

sesua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya. 

Bag ian Keempat 
B idang Ke tabanan dan Kesejabteraan Ke luarga 

Pasa l 220 
B idang Ke tabanan dan Kesej£ibteraan Ke luarga terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 2 2 1 
Kepa la B idang Ke tabanan dan Kesejabteraan Keluargk 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 220 b u r u f a mempunys i 
tugas membantu Kepa la D inas da lam me laksanakan 
keb i jakan teknis di bidang ke tabanan dan kesejabteraap 
keluarga. 
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Pasal 219 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 218, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: 
c. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana program Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, | 

d. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, | 

e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 
penyuluhan, advokasi, dan penggerakan, 

f. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteri: 
(NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana melalui penyuluhan, advokasi, dan 
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, 

g. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakar 
pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian Kualitas 
penduduk, 

h. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) 
pengendalian penduduk, | 

g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran sert 
organisasi kemasyarakatan di tingkat kota di bidan 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 
penyuluhan, advokasi, dan penggerakan pidana 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidan, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 
penyuluhan, advokasi, dan pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, 
pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, | 
melakukan pembinaan pejabat pelaksana, dan | 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh —. a

r
a
 

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Pasal 220 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 221 
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg 
sebagaimana dimaksud dalara pasal 220 huruf a mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanaka 
kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahtera. 
keluarga.
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Pasa l 222 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud dalanji 
Pasa l 2 2 1 , Kepa la B idang Ketabanan dan Klesejabteraan 
Ke luarga menyelenggarakan fungsi: 
a . penyiapan pe laksanaan dan koordinasi penyusunab 

reneana program bidang ke tabanan dan kesejabteraan 
keluarga; 

b. p e rumusan kebijgikgin teknis Daerab di bidanb 
kesejabteraan ke luarga, ke tabanan remaja., ba l i ta dan 
lans ia ; t 

e. pe laksanaan keb i jakan teknis Daerab di b idan 
ke tabanan remaja; 

d. pe laksanaan kebi jakan teknis Daerab di bidang binj i 
ke luarga l ans i a dan rentan; 

e. pe laksanaan kebi jakan teknis Daerab di bidanb 
pemberdayaan ke luarga sejabtera mela lu i u s a b a mikrp 
keluarga; 

f. pe laksanaan penyelenggaraan norma, s tani iar prosedujr 
dan kr i ter ia di bidang kesejabteraan keluarga, ke tabanan 
remaja, bal i ta dan lans ia ; 

g. pe laksanaan pemantaugn dan eva luas i di b idan 
kesejabteraan ke luarga, ke tabanan remajai, bal i ta daj i 
Igmsia; 

b. pemberian bimbinggm teknis dan fasi l i tasi fe:esejabteragiji 
ke luarga, ke tabanan remgja, bal i ta dan lans:ia; 

i . pe laksanaan koordinasi dialam pe laksanaan tugas; dan 
j . me l aksanakan tugas la in yang diber ikan oleb atasa j i 

s esua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuban H a k 

Anak 

Pasa l 223 
B idang Pemberdayaan Perem]iuan dan Pemenuhan H a k Anajc 
terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 224 
Kepala B idang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenubgiji 
Hak Anak sebagaimana dimgiksud dalgim pasa l 223 b u r u f a 
mempunya i tugas membantu Kepa la D inas d a l a r i 
me l aksanakan kebi jakan telknis di bidang pemberdayaa i 
perempuan dan pemenuban bak angik. 

Pasa l 225 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 224, Bidgmg Peabe rdayaan Perempuan daj i 
Pemenuhan H a k Aneik menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan pe laksanaan dan koordinasi penyusuna j i 

r encana program bidang pemberdayaem perempuan daji 
pemenuban bak angik; 

b. meny iapkan penguatan pelembagaan pengarusutamaaj i 
gender dan pelembagaan pemenuban bak anak ; 
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Pasal 222 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 221, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana program bidang ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga, 

b. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang 
kesejahteraan keluarga, ketahanan remaja, balita dan 
lansia, | 

c. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang 
ketahanan remaja, 

d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina 
keluarga lansia dan rentan, 

e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang 
pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikrp 
keluarga, 

f. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedu 
dan kriteria di bidang kesejahteraan keluarga, ketahan 
remaja, balita dan lansia, 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidan 
kesejahteraan keluarga, ketahanan remaja, balita dan 

lansia, | 
h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kesejahteraan 

keluarga, ketahanan remaja, balita dan lansia, 
i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, dan | 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak 

Anak 

| 
Pasal 223 | 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak 
terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 224 
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuh 
Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 huruf 
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dal 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdaya 
perempuan dan pemenuhan hak anak. 

Pasal 225 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 224, Bidang Pemberdayaan Perempuan d 

Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana program bidang pemberdayaan perempuan dan 
pemenuhan hak anak, 

b. menyiapkan penguatan pelembagaan pengarusutamaan 
gender dan pelembagaan pemenuhan hak anak, 
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i 
c. meny iapkan pelembagaan pemenuban hsik: anak pada 

lembaga pemerintab, non pemerintab dan dun ia u s a b a ; 
d. meny iapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia l ayanan peningkatan kua l i t as b idu p anak ; 
e. meny iapkan pe rumusan kebi jakan pe laksanaan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial , ekonomi, 
politik, b u k u m , kua l i t as ke luarga dan peng£irusutamaan 
gender; 

f. meny iapkan pe rumusan kebi jakan pe laksanaan 
pemenuban kesebatam dasar amak, ki jsejabteraan, 
l ingkungan keluarga, tumbub kembang anak dan 
pengasuban alternatif; 

g. meny iapkan forum koordinasi dan s inkron isas i 
pe laksanaan pemberdayaim perempuan di t i dang sosial , 
ekonomi, politik, b u k u m , kua l i t as ke luarga dan 
pengarusutamaan gender; 

i. meny iapkan koordmasi dan s inkronisas i penerapan 
kebi jakan pe laksanaan pemberdayaan perempuan di 
bidang sosial , ekonomi, politik, kua l i tas l<:eluarga dan 
pengarusutamaan gender; 

j . meny iapkan forum koordinasi dan s inkron isas i 
pe laksanaan pemenuban kesebatan dasar anak , 
kesejabteraan, l ingkungan keluarga, tumbub kembang 
anak dan pengasuban alt(;matif; 

k . meny iapkan koordinasi dan s inkronisas i penerapan 
kebi jakan pe laksanaan pemenuban kese l ia tan dasar 
emak, kesejabteraan, l ingkungan keluarga, tumbu l i 
kembang anak dan pengasuban alternatif; 

1. meny iapkan fasi l i tasi , sosilalisasi dan d is tr ibus i keb i jakan 
pe laksanaan pemberdayaim perempuan di ttidang sosial , 
ekonomi, politik, b u k u m , kua l i t as ke luarga dan 
pengarusutamaan gender; 

m. meny iapkan fasi l i tasi , sosiialisasi dan d is t r ibus i keb i jakan 
pe laksanaan pemenuban kesebatan dasar anak , 
kesejabteraan, l ingkungaa keluarga, tumbub kembanj ; 
anak dan pengasuban alti^matif; 

n . meny iapkan baban pemberian bimbingan teknis dan 
superv is i penerapan keb i jakan pe laksanaan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial , ekonomi, 
politik, b u k u m , kua l i t as ke luarga dan pengarusutamaan 
gender; 

o. meny iapkan baban pemberian bimbingan teknis dan 
superv is i penerapan kebi jakan pe laksanaan pemenuban 
kesebatan dasar anak , kesejabteraan, l ingkungan 
keluarga, tumbub kembang a n a k dan pengasuban 
alternatif; 

p. pemantauan, ana l i s i s , eveJuasi dan pelaporEin penerapan 
kebi jakan pe laksanaan pemberdayaan perempuan di 
bidang sosial , ekonomi, politik, b u k u m , kua l i tas ke luarga 
dan pengarusutamaan gender; 

q. pemantauan, ana l i s i s , evgiluasi dan pelaporgin penerapan 
kebi jakan pe laksanaan pemenuban kesebatan dasar 
anak , kesejabteraan, l ingkungan keluarga, tumbub 
kembang anak dan pengasuban alternatif; di=m 

r. me l aksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb a tasan 
sesua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya; 

. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dar 
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menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, 
menyiapkan penguatan dan pengembangan lembag 
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, 
menyiapkan perumusan kebijakan pelaksana 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, 
politik, hukum, kualitas keluarga dan Pengarusutamaan 
gender, 
menyiapkan perumusan kebijakan ra 
pemenuhan kesehatan dasar anak, ke sejahteraan 
lingkungan keluarga, tumbuh kembang anak dah 
pengasuhan alternatif, | 
menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
ekonomi, politik, hukum, kualitas keluarga da 
pengarusutamaan gender, 
menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di 
bidang sosial, ekonomi, politik, kualitas keluarga d 

pengarusutamaan gender, “ 
menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan pemenuhan kesehatan dasar an 
kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumbuh kemban 
anak dan pengasuhan alternatif, 
menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi enerapah 
kebijakan pelaksanaan pemenuhan kesehatan das 
anak, kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumb 
kembang anak dan pengasuhan alternatif, 
menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijak 
pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 

ekonomi, politik, hukum, kualitas keluarga sa 

pengarusutamaan gender, 

pelaksanaan pemenuhan kesehatan dasar anak, 
kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumbuh kembang 
anak dan pengasuhan alternatif, 
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supervisi penerapan kebijakan pelaksanaar 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi 
politik, hukum, kualitas keluarga dan pengarusutamaar 

gender, 

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dar 
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhar 
kesehatan dasar anak, kesejahteraan, lingkungar 
keluarga, tumbuh kembang anak dan pengasuhar 
alternatif: 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerap 
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di 
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, kualitas keluarg 

dan pengarusutamaan gender, 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pemenuhan kesehatan dasa: 
anak, kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumbu 
kembang anak dan pengasuhan alternatif, dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, 

.
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Bagian Keenam 
Bidang Per l indungan Perempuan dan A n a k 

Pasa l 226 
B idang Per l indungan Perempuan dan Anak terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 227 
Kepa la B idang Per l indungan Perempuan dan Analc 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 226 b u r u f £i mempunya i 
tugas membantu kepala d inas da lam me l aksanakan 
kebi jakan teknis di bidang per l indungan perempuan dan 
anak. 

Pasa l 228 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 227 , Kepa la B idang Per l indungan Perempuan dan AnaJc 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan pe laksanaan dan koordinasi p enyusunan 

reneana program bidang per l indungan perempuan dan 
anak ; 

b. meny iapkan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia l ayanan per l indungan perempuan dan 
per l indungan k b u s u s anak ; 

c. menyiapkgin Pe rumusan kebi jakan ]perlindungan 
perempuan dan per l indungan k b u s u s aneik di bidan;; 
pencegaban dan penanganem t indak kekerasan da lam 
r u m a b tangga, ketenageikerjaan, s i tuas i darurat dan 
s i tuas i k b u s u s , eksploitasi , serta t indak p idana 
perdagangan orang; 

d. meny iapkan Pe rumusa i i keb i jakan pengumpulan, 
pengolaban, ana l i s i s dan penyaj ian data kekerasan 
perempuan, a n a k dan informasi gender; 

e. meny iapkan forum koordinasi per l indungan perempuan 
dan perbndungan k b u s u s anak di bidang pencegaban dan 
penanganan t indak kekerasan dalam r u m a b tangga, 
ketenagakerjaan, s i tuas i darurat dan s i tuas i k b u s u s , 
eksploitasi , serta t indak p idana perdagangan orang; 

f. meny iapkan koordinasi dan s inkron isas i penerapan 
kebi jakan per l indungan perempuan dan per l indungan 
k b u s u s anak di bidang peneegaban dan penanganan 
t indak kekerasan da lam r u m a b tangga, ketenagakerjaan, 
s i tuas i darurat dan s i tuas i k b u s u s , eksploitasi , sert; i 
t indak p idana perdagangan orang; 

g. meny iapkan koordinasi dan s inkron isas i penerapan 
kebi jakan pengumpulan, pengolaban, ginalisis dan 
penyaj ian data kekerasan perempuan, anak dan informas i 
gender; 

b. meny iapkan fasi l i tasi , sos ia l isas i dan d is tr ibus i keb i jaka i i 
per l indungan perempuan dan per l indungan k b u s u s a n a c 
di bidang peneegaban dan penanganan t indi ik kekerasa : i 
da lam r u m a b tangga, ketenagakerjaan, s i tuas i darurat 
dan s i tuas i k b u s u s , eksploitasi , ser ta t indak p idana 
perdagangan orang; 
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Bagian Keenam 
Bidang Perlindungari Perempuan dan Anak 

Pasal 226 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

| 

| 
| 

Pasal 227 | 
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 huruf a mempunyai 
tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan 
kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan d 
anak. 

Pasal 228 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 227, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan An 
menyelenggarakan fungsi: | 
a. menyiapkan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana program bidang perlindungan perempuan dan 
anak, | 

b. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembag: 
penyedia layanan perlindungan perernpuan da 
perlindungan khusus anak, 

c. menyiapkan Perumusan kebijakan perlindungan 
perempuan dan perlindungan khusus anak di bidang 
pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dalam 
rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan 
situasi khusus, eksploitasi, serta tindak pidana 

perdagangan orang, | 
d. menyiapkan Perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan 
perempuan, anak dan informasi gender, | 

e. menyiapkan forum koordinasi perlindungan perempuar 
dan perlindungan khusus anak di bidang pencegahan dar 
penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, 
ketenagakerjaan, situasi darurat dan situasi khusus, 
eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang, 

f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan 
khusus anak di bidang pencegahan dan penanganan 
tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan 
situasi darurat dan situasi khusus, eksploitasi, serti: 

tindak pidana perdagangan orang, 
g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapat 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dar 
penyajian data kekerasan perempuan, anak dan informas 
gender, 

h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak 
di bidang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan 
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dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darura 
dan situasi khusus, eksploitasi, serta tindak pidani 
perdagangan orang, 



- 76 -

i . meny iapkan fasi l i tasi , sos ia l isas i dan d is tr ibus i kebi jakan 
pengumpulan, pengolaban, ana l i s i s dan penyaj ian data 
kekerasan perempuan, anak dan informasi gender; 

j . meny iapkan baban pemberian bimbingan teknis dan 
superv is i penerapan kebi jakan per l indungan perempuan 
dan per l indungan k b u s u s anak di bidang peneegaban dan 
penanganan t indak kek«;rasan da lam r u m a b tangga, 
ketenagakerjaan, s i tuas i darurat dan s i tuas i k b u s u s , 
eksploitasi , serta t indak p idana perdagangan. orang; 

k. meny iapkan baban pemberian bimbingan teknis dan 
superv is i penerapan kebi jakan pengumpulan, 
pengolaban, ana l i s i s dan penyaj ian data kekerasan 
perempuan, anak dan informasi gender; 

1. me laksanakan pemantauan, ana l is is , eva luas i dan 
pelaporan pelembagaan dan penerapan kebi jakan 
per l indungan perempuan dan per l indungan k b u s u s anaJc 
di bidang pencegaban dan penanganan t indak kekerasan 
dalam rumab tangga, ketenagakerjaan, s i tuas i darura t 
dan s i tuas i k b u s u s , eksploitasi , ser ta t indak p idana 
perdagangan orang; 

m. me l aksanakan pemantauan, ana l is is , eva luas i dan 
pelaporan penerapan kebi jakan pengumpulan, 
pengolaban, ana l i s i s dan penyaj ian data kekerasan 
perempuan, anak dan informasi gender; dan 

n . me laksanakan tugas la in yang diber ikan oleb a tasan 
sesua i dengan l ingkup tugas dan fungsinya; 

B A B X l l 
SATUAN POLlS][ PAMONG P R A J A 

Bag ian Kesa tu 
U m u m 

Pasa l 229 
(1) S a t u a n Polisi Pamong Pra ja berkedudukan di bawab dab 

bertanggung j awab kepada Wal i Kota mela lui Sekretarijs 
Daerab. 

(2) Sa tuan Polisi Pamong Prajia dipimpin oleb Kepa la Satuar j . 

Pasa l 230 
S a t u a n Polisi Pamong Pra ja mempunya i tugas menegakkab 
Pera turan Daerab dan produk b u k u m Daerab la innya ser ta 
menyelenggarakan ketert iban u m u m dan ketentramaj i 
masyaraka t serta perlindungein masyarakat . 

Pas i i l 2 3 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 230, S a t u a n Polisi Pamong Pra ja menyelenggarakan 
fungsi: 
a . p e rumusan keb i jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesiuai dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan evaluas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengsn l ingkup 

tugasnya; dan 

j- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dar 
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i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakar 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dat: 
kekerasan perempuan, anak dan informasi gender, 

»
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supervisi penerapan kebijakan perlindungan perempuar 
dan perlindungan khusus anak di bidang pericegahan dar 
penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga 
ketenagakerjaan, situasi darurat dan situasi khusus, 
eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang, 

k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasar 
perempuan, anak dan informasi gender, 

Il. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dar 

pelaporan pelembagaan dan penerapan kebijakar 
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak 
di bidang pencegahan dari penanganan tindak kekerasar 
dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darura 
dan situasi khusus, eksploitasi, serta tindak pidanz 

perdagangan orang, 
m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan 

perempuan, anak dan informasi gender, dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, | 
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BAB XII 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 229 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan. 

Pasal 230 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkar 
Peraturan Daerah dan produk hukum Daerah lainnya sert: 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

n
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Pasal 231 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 230, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakar 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya: 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
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e. peleiksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 232 
Susunein Organisas i D inas terdiri a tas : 
a . Kepala Sa tuan ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Ketentraman dan Ketertiban; 
d. B idang Penegakan Produk H u k u m Daerab; 
e. B idang Per l indungan Masyarakat ; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal. 

Bag ian Ketiga 
Tugas dan Fungs i Kepa la S a t u a n 

Pasa l 233 
Kepala S a t u a n sebagaimana d imaksud da lam pasa l 23l2 
b u r u f a mempunya i tugas pokok memimpin, mengatur, 
membina, memotivasi dan mengendal ikan pe laksanaan tugas 
di bidang penegakan produk b u k u m Daera l i , k e t e r t i ba i 
u m u m dan ketentraman masyarakat , sumber daya aparatur 
dan per l indungan masyaraka t . 

Pasa l 234 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 233 , Kepala S a t u a n menyelenggarakan fujigsi: 
a . menyelenggarakan pe rumusan dan penetapan kebi jakab 

teknis di bidang penegiakan produk buFmm Daeraf ., 
ketertibein u m u m dan ketenteraman masyarakat , sumbejr 
daya aparatur dan per l indungan masyaraikat; 

b. menyelenggarakan koordinasi pe laksanaan pengawasab 
penegakan produk b u k u m Daerab, ketert iban u m u m da i 
ke tentraman masyarakat , sumber daya aiparatur d a i 
per l indungan masyaraka t ser ta norma-norma yang 
ber laku; dan 

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendaliab 
pe laksanaan kebi jakan teknis penegakan produk b u k u r i 
Daerab, ketert iban u m u m dan ketentraman m a s y a r a k a 
sumber daya aparatur da i i per l indungan masyarakat ; 

Bag ian Keempat 
Sekie tar ia t 

Pasa l 235 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is yang me laksanakab 
tugas penatausabaan di bidang prograim, u m u m , kears ipar i , 
kepegawaiam dan keuangan berdasarkan p e r a t u r a i 
perundang-undangan u n t u k keleneairan pelaksamaan tugas. 

Ni 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 232 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

Kepala Satuan, 

Sekretariat, 
Bidang Ketentraman dan Ketertiban, 
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah: 
Bidang Perlindungan Masyarakat: dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. | »

9
 a
p
p
 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi Kepala Satuan 

Pasal 233 
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 23 
huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, 
membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tug 
di bidang penegakan produk hukum Daerah, ketertib 
umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur 
dan perlindungan masyarakat. 

Pasal 234 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 233, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan 

teknis di bidang penegakan produk hukum Daerah, 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber 
daya aparatur dan perlindungan masyarakat, 

b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan 
penegakan produk hukum Daerah, ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan 
perlindungan masyarakat serta norma-norma yang 
berlaku, dan 

Cc. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan teknis penegakan produk hukum 
Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 
sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 235 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan 
tugas penatausahaan di bidang program, umum, kearsipan, 
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk kelencaran pelaksanaan tugas. 
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Pasa l 236 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 235 , Sekretar is menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang pereneanaan 

program, admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian 
sesuai kebutuban sebagai dasar pe laksanaa i i tugas; 

b. m e n y u s u n reneana kegiati in un i t sesua i kebutuban untu] c 
menjadi program uni t ; 

e. me l aksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, pengelolaan aset, kears ipan dan 
admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman untulc 
tert ibnya admin is t ras i keuangan; 

d. me l akukan pembinaan pegawai seeara berka la untulc 
peningkatan k iner ja apareitur; 

e. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

f. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepa la 
bidang mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat; 

g. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sc;suai j aba tan 
u n t u k tert ibnya pelaksancian tugas; 

b. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; di=m 

i . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 237 
Sekretar iat sebagaimana dim.aksud da lam pascd 235 terdir i 
a tas : 
a . Kepa la Subbagian Program; dan 
b. Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan 

Kepegawaian. 

Pasa l 238 
Kepa la Subbagian Program sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 237 b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan 
penyusunan program berdasarkan petunjuk pe laksanaan 
dan petunjuk teknis u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas 
un i t . 

Pasa l 239 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 238 , Kepa la Subbagicin Program menyelenggaraka: i 
fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis pen jmsunan program 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaa : ! tugas; 
b. me l aksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), 

reneana ker ja (renja), laporan k iner ja in tans i pemerintal i 
(LKIP ) , laporan penyeleni;garaan Pemerintt iban Daera l i 
(LPPD) sesua i kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

e. mengonsul tas ikan pelaks£inaan tugas dengan a tasan bailc 
l i san m a u p u n terul is u n t u k beroleb petunjuk lebib l an ju l ; 

d. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la subbagian melal.ui pertemuan/ irapat untulc 
penyatuan pendapat; 
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Pasal 236 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 235, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan 

program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaiar 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, 

c. melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan 
administrasi keuangan, pengelolaan aset, kearsipan dan 
administrasi kepegawaiari berdasarkan pedoman untuk 
tertibnya administrasi keuangan, 

d. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 

peningkatan kinerja aparatur, 

e. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 
bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas: 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

-
 

Pasal 237 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 terdiri 
atas: 
a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 

b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian. 

Pasal 238 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 237 huruf a mempunyai tugas melaksanakat 
penyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaar 
dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tuga 
unit. 

D
e
»
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Pasal 239 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 238, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), 

rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah 
(LKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

Cc. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun terulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dergan kepala 
kepala subbagian melalui pertemuan/ rapat untuk 
penyatuan pendapat, 
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e. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berkalp 
sebagai baban evaluasi ; dan 

f. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

i Pasa l 240 
Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dab 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 237 buru f 
b mempunya i tugas mele iksanakan tugas pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, u m u m , perlengkapan, kears ipan d a i 
kepegawaian sesuai petunjuk pe laksanaan dan petunju c 
teknis u n t u k tert ibnya admin is t ras i keuan; ;an, umurr 
perlengkapan, kears ipan dan kepegawaian. 

Pasa l 2 4 1 
Dedam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dedarfi 
Pasa l 240, Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, U m u r i 
dan Kepegawaian menyeleng§;arakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan b ikn is pengelolaan admin is t ra r i 

keuangan, u m u m , perlengkapan, kears ipan dan 
kepegawaian sesua i kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. me laksanakan penyusunan rencana pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, u m u m , perlengkapem, k e a r s i p a i 
dan kepegawaian bei 'dasarkan pedoman u n t u c 
ke lanearan tugas un i t ; 

e. membuat reneana pengadaan barang inventar is sesue i 
kebutuban u n t u k ke lancaran tugas un i t ; 

d. me laksanakan pengelolaan inventar is berdasarkan 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang mi l ik uni t ; 

e. me l akukan pemel ibaraan barang inventar is un i t sesue i 
ketentuem u n t u k keutubannya ; 

f. mengelola kears ipan sesuai j en i s/ kelompok sebagei 
beiban dokumentas i dan rnempermudab penear iannya; 

g. menyeleksi ars ip sesua i j a ngka w a k t u u n t u k penyusu ta r ; 
b. me l akukan pemusnabein asip mela lui melcanisme d a i 

prosedur u n t u k mengetahui n i la i guna ars ip ; 
i . m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesuai formasi 

u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas uni t ; 
j . membuat u s u l a n permintaan pegawai sesuid k e b u t u b a i 

u n t u k ke lanearan pe laskanaan tugas un i t ; 
k. m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesua i petunju c 

pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian; 

1. me l akukan pengelolaar. admin is t ras i kepegawa ia i 
mela lui D U K dan nominati f u n t u k tert ibnya administras i 
kepegawaian; 

m. mengonsul tas ikan pelaksanaem tugas d enga i a tasan bail c 
l i s an m a u p u n tertubs u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian mela lu i pertemuan/ rapat u n t u c 
penyatuan pendapat; 

o. menjo isun laporan pelalcsanaan tugas seeara berkala, 
sebagai baban eva luas i ; dan 
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e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 240 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf 
b mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan 
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan 
kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, 
perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian. 

Pasal 241 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 240, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umur 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan 
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan 
dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk 
kelancaran tugas unit, 

Cc. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit, 

d. melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan 
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit: 

e. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai 
ketentuan untuk keutuhannya, 

f. mengelola kearsipan sesuai jenis/ kelomipok sebagai 
bahan dokumentasi dan rnempermudah pencariannya, 

g. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, 
h. melakukan pemusnahan asip melalui mekanisme dan 

prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 
i. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 
j. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuh 

untuk kelancaran pelaskanaan tugas unit, 
k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi kepegawaian, 

Il. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian, 

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 

lanjut, 
n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 

kepala subbagian melalui pertemuan/ rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan
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p. me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh a t a s a i 
u n t u k ke lanearan tugas h:edinasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Ketentraman dan Ketert iban 

• 
Pasa l 242 

B idang Keamanan dan Ketert iban terdiri atas: 
a . Kepala Bidang; 
b. Kepala Seks i Kemi t raan; 
e. Kepala Seks i Operasi dan Pengendalian; da r 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

' Pasa l 243 
Kepala B idang Ketentramart dan Ketert iban sebagaiman^ 
d imaksud da lam pasa l 242 b u r u f a mempunya i tugas 
menyelenggarakan pengkajian baban kebi jakan dab 
penyelenggaraan ketert iban u m u m dan k e t e n t r a m a i 
masyaraka t ser ta ker ja sama. 

Pasa l 244 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 243 , Kepa la B idang Ketenteraman dan Ke t e r t i ba i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . menyelenggarakan pengkajian baban kebi jakan teknis 

ketert iban u m u m dan ketentraman mas}^arakat sertja 
ker jasama; 

b. menyelenggarakan pengkajian baban fasi l i tasi ketert iba i 
u m u m dan ketentraman masyarakat serta keirjasama; d a i 

c. menyelenggarakan fasi l i tasi dan pe laksana im ke t e r t i ba i 
u m u m dan ketentraman masyarakat serta ker jasama. 

Pasa l 245 
Kepala Seks i Kemi t raan sebagaimana d imaksud da lam paseil 
242 b u r u f b mempunya i tugas me l aksanakan tugas 
koordinasi , integrasi, dan s inkron isas i baik seocira borizontfil 
m a u p u n vert ikal dengan mismperbatikan b i r sxk i b i rokras i 
dan kode etik profesi. 

Pasa l 246 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 245 , Kepa la Seks i Kemi t raan menyelenggarakan fungs .: 
a . menyelenggarakan penglcajian program Icerja bidang 

ketentraman dan ketert iban u m u m ; 
b. menyelenggarakan bubungan ker ja s a m a d e n g a i 

organisasi/lembaga/tokoli masyaraka t u n t u k 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyaraka t pada 
Pera turan Daerab dan Pei-aturan Wal i Kota; 

c. me l aksanakan dan meny iapkan baban p e n y u s u n a i 
reneana ker ja da lam rangka ker ja s a m a dengan ins tans i 
terkait ; 

d. me laksanakan s inkron isas i dan koordinasi program l intas 
kabupaten/kota, Kepol is ian Republ ik Indonesia d a i 
lembaga-lembaga vertiktd m a u p u n borizontal d a l a r i 
upaya pemenuban ketert iban dan ketentraman 
masyarakat ; 
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p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Ketentraman dan Ketertiban 

Pasal 242 

Bidang Keamanan dan Ketertiban terdiri atas: 
Kepala Bidang, 

Kepala Seksi Kemitraan, 
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. A

p
»
 

Pasal 243 

Kepala Bidang Ketentramar: dan Ketertiban sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 242 huruf a mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta kerja sama. 

Pasal 244 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 243, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 
kerjasama, 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama, dan 

c. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama. 

Pasal 245 

Kepala Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasa 
242 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara horizont 
maupun vertikal dengan memperhatikan hirarki birokradi 
dan kode etik profesi. 

Pasal 246 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 245, Kepala Seksi Kemitraan menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang 

ketentraman dan ketertiban umum, 

b. menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan 
organisasi/lembaga/ tokoh masyarakat untuk 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada 
Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, 

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan 
rencana kerja dalam rangka kerja sama dengan instansi 
terkait: 

d. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi program lintas 
kabupaten/kota, Kepolisian Republik Indonesia dan 
lembaga-lembaga vertikal maupun horizontal dalam 
upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman 
masyarakat,
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e. mengoordinasikan dengein un i t ker ja/ instans i t e r k a t 
sesua i dengan bidang tugasnya da lam rangka k e l a n e a r a i 
pe laksanaan tugas pengamanan, ketert iban d a i 
ketentraman masyarakat ; 

f. menyelenggarakan pengolaban penyaj ian data serta 
ana l i sa dan eva luas i pada bidang ketentraman d a i 
ketert iban; 

g. menyelenggarakan pengkajian baban fasi l i tasi 
pen indakan pelanggaran Peraturan Daerab sebagai dasar 
koordinasi dengan ins tans i terkait ; 

b. menyelenggarakan te lahaan staf sebagai ba iba i 
pert imbangan pengambilam kebi jakan; 

i . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan sekretarils 
dan kepala-kepala bid£ing mela lu i rap£it/pertemuap 
u n t u k penyatuan pendapat; dan 

j . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 247 
Kepala Seks i Operasi dan Pengendalian sebagaimanja 
d imaksud da lam pasa l 242 b u r u f c mempunya i tugas 
di bidang penyusunan babari kebi jakan teknis dan fasil itaui 
operasi ser ta pengendalian ketert iban u m u m dap 
ketentraman masyarakat . 

Pasa l 248 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 247, Kepa la Seks i Operasi dan Pengendalian 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan penyusun im program kerja Seks i Operasi 

dan Pengendalian; 
b. me l aksanakan pengamanan Wal i Kota dan Wak i l Wal i 

Kota, t a m u Pemerintab Daerab dan t a m u Ne;gara; 
e. me laksanakan sos ia l isas i operasi dan pengendal ia i 

ketert iban u m u m dan ketentraman masyarakat ; 
d. me laksanakan patroli operasi dan pengendalian 

ketert iban u m u m dan ketentraman masyarakat ; 
e. me laksanakan penyusun£in baban rekomendasi di bidanjg 

operasi dan pengendalian ketert iban u m u m d a i 
ketentraman masyarakat ; 

f. me laksanakan penyusunan baban te laaban staf sebagai 
baban pert imbangan pengambilan kebi jakan; 

g. me laksanakan pelaporan dan eva luas i kegiatan sek^i 
operasi dan pengendalian; 

b. me laksanakan koordinasi dengan un i t ker ja terkait ; dan 
i . me l aksanakan tugas l a in sesua i tugas pokok daji 

fungsinya. 

Bag ian Keenam 
Bidang Penegakan F'roduk H u k u m Daerab 

Pasa l 249 
Bidang Penegakkan Produk F l u k u m Daerab tercliri a tas : 
a . Kepala Bid£mg; 
b. Kepala Seks i Penyelidikan. dan Penyid ikan; 
e. Kepa la Seks i Pembinaan Masyarakat ; dan 
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e. mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pengamanan, ketertiban dan 
ketentraman masyarakat: 

f. menyelenggarakan pengolahan penyajian data serta 
analisa dan evaluasi pada bidang ketentraman dan 
ketertiban, 

g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi 
penindakan pelanggaran Peraturan Daerah sebagai dasar 
koordinasi dengan instansi terkait: 

h. menyelenggarakan  telahaan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan, 

i. (“mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, dan 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 247 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 242 huruf c mempunyai tugas 
di bidang penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
operasi serta pengendalian ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat. 

Pasal 248 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 247, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi 

dan Pengendalian, 

b. melaksanakan pengamanan Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara, 

c. melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 

d. melaksanakan patroli operasi dan pengendalian 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 

e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi di bidan: 
operasi dan pengendalian ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, 

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahar staf sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakari, 

g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi 
operasi dan pengendalian, 

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan 
melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan 
fungsinya. 

-
.
 

Bagian Keenam 
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah 

Pasal 249 

Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah terciri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, 
c. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat, dan
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d. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
I 

Pasa l 250 
Kepala B idang Penegakan Produk H u k u m Daerah 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 249 b u r u f a mempunya i 
tugas menyelenggarakan pengkajian baban kebi jakan dan 
penegakan produk b u k u m Daerab. 

Pasa l 2 5 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaiiti 
Pasa l 250, Kepa la B idang Penegakan Produk H u k u m Daerajb 
menyelenggarakan fungsi: 
a . menyelengg£irakan pengkajian baban kebi jakan teknis 

ketert iban u m u m dan ketenteraman masyarakat ser ta 
ker jasama; 

b. menyelenggarakan pengkiajian baban fasilitSLsi penegakan 
produk b u k u m Daerab; dan 

e. penyelenggaraan fasi l i tasi dan pe laksanaan penegakan 
produk b u k u m Daerab. 

Pasa l 252 
Kepala Seks i Penyel idikan dan Penyid ikan sebagaimanla 
d imaksud da lam pasa l 249 h u r u f b mempunya i tugas pokok 
di bidang penegakkan undang-undang tentang penyel idikan 
dan penyid ikan berdassirkan petunjuk dan pel8.ksanaan dan 
petunjuk teknis . 

Pasa l 253 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 252 , Kepa la Seks i Penyel idikan dan Penyid ikan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan proses penyel idikan dan penyid ikan dan 

pengusutan terbadap pelimggaran peraturaj i Daerab dan 
peraturan perundang-undangan la innya ; 

b. menyelenggarakan tata admin is t ras i penyel idikan dan 
penyid ikan ser ta meny iapkan teknis pe laksanaan 
penyelesaian ke badan peradi lan a tau ins tans i yang 
berwenang; 

c. me laksanakan penggehjdaban dan pembongkaran 
terbadap pelanggaran pera turan Daerab dan ketert iban 
u m u m ; 

d. me laksanakan pengamanan dan pengawasan terbadap 
pe laksanaan peraturan Daerab dan peraturan Wal i Kota; 

e. melaporkan bas i l peny id ikan kepada a : asan 
di t indaklanjut i ; 

f. me l aksanakan pengawastm keda lam dan kel.uar terbadap 
pe laksanaan Pera turan Daerab, Pera turan Wal i Kota dap 
keputusan Wal i Kota; 

g. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan sekretarils 
dan kepala-kepala bidang mela lui rapEit/pertemuap 
u n t u k penyatuan pendapat; 

b. menyusun laporan bas i l pe laksanaan tugas seeapa 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

i . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas. 
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d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 250 
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 huruf a mempunyai 
tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan 
penegakan produk hukum Daerah. 

Pasal 251 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 250, Kepala Bidang Penegakan Produk Hiikum Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
kerjasama, 

b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penegakan 
produk hukum Daerah: dan | 

Cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan 
produk hukum Daerah. 

Pasal 252 

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 249 huruf b mempunyai tugas pokok 
di bidang penegakkan undang-undang tentang penyelidikan 
dan penyidikan berdasarkan petunjuk dan pelaksanaan dan 
petunjuk teknis. 

Pasal 253 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 252, Kepala Seksi Penyelidikan dari Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dan 

pengusutan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, 

b. menyelenggarakan tata administrasi penyelidikan dan 
penyidikan serta menyiapkan teknis pelaksanaan 
penyelesaian ke badan peradilan atau instansi yang 
berwenang, 

c. melaksanakan penggeledahan dan  pembongkar 
terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan ketertib 
umum, 

d. melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota, 

e. melaporkan hasil penyidikan kepada atasan untuk 
ditindaklanjuti, 

f. melaksanakan pengawasan kedalam dan keluar terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan 

keputusan Wali Kota, 
g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 

dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas.
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Pasa l 254 
Kepala Seks i Pembinaan Masyarakat sebagaimgina dimaksuld 
da lam Pasa l 249 b u r u f e mempunya i lugas pokok 
me laksanakan tugas di bidang pembinaan masyaraka t 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis . 

Pasa l 255 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 254, Kepa la Seks i Pembinaan Masyaraki i t 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan pembinaan terbadap masyaraka t 

pelanggar peraturan Daerab dan peratur£in Wal i Kotja 
mela lu i kegiatan operasi m a u p u n non kegiatan operasi; 

b. me laksanakan pembinaan terbadap masyeirakat terkait 
dengan a tu ran - a tu ran yang tertuang dak im peraturan 
Daerab dan peraturan Wtdi Kota; 

e. mengoordinasikan upaya pembinaan ketentraman dan 
ketert iban bagi masyaraka t mela lui perangliat ke lu raban 
dan keeamatan di w i laya l i Daerab; 

d. me laksanakan konsul tas i , mediasi serta member ikan 
motivasi kepada masyaraka t da lam mewujudkan 
masyaraka t yang taat terbadap peraturan Daerab dan 
peraturan Wal i Kota; 

e. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seeaija 
berka la sebagai baban evaluasi ; 

f. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rap£it/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

g. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidimg mela lu i rapj i t/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

b. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seeaija 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

i . me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas. 

Bag ian Ketu jub 
B idang Per l indungan Masyarakat 

Pasa l 256 
Bidang Per l indungan Masyar;akat terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Kepala Seks i Per l indungan Masyarakat , Eiesiapsiagaaji 

dan Mitigasi; 
e. Kepala Seks i Pemadaman dan Penyelamatan Kebakara i j ; 

dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 257 
Kepala B idang Per l indungan Masyarakat sebagaimanri 
d i amaksud da lam pasa l 256 b u r u f a mem]Dunyai tugas 
menyelenggarakan pengkaji im baban kebi jakan, mediasi , 
komun ikas i dan fasi l i tasi per l indungan masya raka : , 
kes iaps iagaan dan mitigasi, pemadaman dan j ienyelamataj i 
kebakaran . D
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Pasal 254 

Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 249 huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan masyarakat 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Pasal 255 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 254, Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat 

pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota 
melalui kegiatan operasi maupun non kegiatan operasi: 

b. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat terkait 
dengan aturan- aturan yang tertuang dalam peraturan 
Daerah dan peraturan Wali Kota, 

c. mengoordinasikan upaya pembinaan ketentraman dan 
ketertiban bagi masyarakat melalui perangkat kelurahan 
dan kecamatan di wilayah Daerah, 

d. melaksanakan konsultasi, mediasi serta memberikan 

motivasi kepada masyarakat dalam mewujudkan 
masyarakat yang taat terhadap peraturan Daerah dan 
peraturan Wali Kota, 

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

berkala sebagai bahan evaluasi, | 
f. mmengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 

dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 

untuk penyatuan pendapat, 
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

untuk kelancaran tugas. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Perlindungan Masyarakat 

Pasal 256 

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan 

dan Mitigasi, 

c. Kepala Seksi Pemadamari dan Penyelamatan Kebakaran, 
dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 257 
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana 
diamaksud dalam pasal 256 huruf a mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, 
komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, 
kesiapsiagaan dan mitigasi, pemadaman dan penyelamatan 
kebakaran.
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Pasa l 258 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 257 , Kepa la B idang Per l indungan Masyaraks t 
menyelenggarakan fungsi: 
a . menyelenggmakan baban kebi jakan, mediasi , k o m u n i k a i i 

dan fasi l i tasi per l indungan masyarakat , mel ipu ;i 
peningkatan sumber daya m a n u s i a s a tuan perl indunga i 
masyarakat , kes iapsiagaan dan mitigasi, pemadaman d a i 
penyelamatan kebakaran ; 

b. menyelenggarakan mediasi , komun ikas i dan fasi l i tasi 
pengeraban sumber daya m a n u s i a sa tuan perl indungab 
masyarakat , kes iapsiagaan dan mitigasi, pemadaman d a i 
penyelamatan kebakaran ; 

c. menyelenggarakan kegiatan peneegaban, pengendaliai., 
pemadaman, penyelamatan, dan penanganan b a b a i 
berbabaya dan beraeun kebakaran da lam Daerab; 

d. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuas i pada 
kejadian darurat non kebakaran ; 

e. menyelenggarakan standar pe layanan mbi ima l bidang 
kebakaran ; i 

f. menyelenggarakan j aba tan fungsional pemadar i 
kebakaran dan j aba tan fungsional ana l i s ka l i aka ran ; 

g. menyelanggarakan operasi penearian dan perto longai 
terbadap kondis i membabayakan manus ia , s e l a i i 
keea lakaan dan beneana; dan 

b. menyelenggarakan s is tem informasi dan pe lapora i 
kebakaran seeara terinteg;rasi; 

Pasa l 259 
Kepala Seks i Per l indungan Masyarakat , KesiajDsiagaan d a i 
Mitigasi sebagaimana d imakasud dalam pasa l 256 b u r u f i 
mempunya i tugas fasi l i tasi dan peningkatan kapas i tas s a t u a i 
per l indungan masyaraka t serta penyusunan p e r u m u s a i 
kebi jakan teknis , pe laksanaan kegiatan Eles iaps iagaa i 
Hans ip/L inmas/ Ke luraban , Matr ik Hansip/lr inmas serta 
pe laksanaan kegiatan mitigajii beneana. 

Pasa l 260 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d£daiji 
Pasa l 259 , Kepa la Seks i Per l indungan Masyaraka 
Kesiapsiagaan dan Mitigasi menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n rencana operasional, kebi jakan teknis daj i 

pelaksanaein pembinaan Per l indungan Masya raka 
Kesiapsiagaan dan Mitigasi; 

b. m e n y u s u n program kerja di bidang Perl indungab 
Masyarakat , Kes iapsiagaan dan Mitigasi; 

e. me laksanakan penyusunan pe rumusan kebi jakan 
di bidang teknis Per l indungan Masyarakat , Kes i aps i agaa i 
dan Mitigasi; 

d. member ikan dukungan dan pembinaan teknis di bidang 
Per l indungan Masyarakat , Kes iaps iagaan dan Mitigasi; 

e. meny iapkan dan me laksanakan pembinaan, pelatibarj, 
pengeraban dan pengendedian bans ip/ l inmas guna 
meningkatkan keterampdan da lam u s a b a membant j i 
menye lamatkan dan evakuas i korban beneana; 
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Pasal 258 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 257, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan bahan kebijakan, mediasi, komunikasi 

dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi 
peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan 
masyarakat, kesiapsiagaan dan mitigasi, peradaman dan 
penyelamatan kebakaran, 

b. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi 
pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan 
masyarakat, kesiapsiagaan dan mitigasi, perradaman dan 
penyelamatan kebakaran: 

Cc. menyelanggarakan kegiatan pencegahan, pengendalian, 
pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan 
berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, 

d. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada 
kejadian darurat non kebakaran, 

e. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang 
kebakaran: 

f. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam 
kebakaran dan jabatan fungsional analis kabakaran: 

g. menyelanggarakan operasi pencarian dan pertolongan 
terhadap kondisi membahayakan manusia, selain 
kecalakaan dan bencana, dan 

h. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan 
kebakaran secara terintegrasi, 

Pasal 259 
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan dan 
Mitigasi sebagaimana dimakasud dalam pasal 256 huruf b 
mempunyai tugas fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan 
perlindungan masyarakat serta penyusunan perumus 
kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaa 
Hansip/Linmas/ Kelurahan, Matrik Hansip/Linmas sert 
pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana. 

Pasal 260 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 259, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, 
Kesiapsiagaan dan Mitigasi menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun rencana operasional, kebijakan teknis dan 

pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat, 
Kesiapsiagaan dan Mitigasi, 

b. menyusun program kerja di bidang Perlindungan 
Masyarakat, Kesiapsiagaan dan Mitigasi, 

c. melaksanakan penyusunan perumusar kebijakan 

di bidang teknis Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan 
dan Mitigasi, 

d. memberikan dukungan dan pembinaan teknis di bidang 
Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan dan Mitigasi, 

e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, pelatihan, 
pengerahan dan pengendalian hansip/linmas guna 
meningkatkan keterampilan dalam usaha membantu 
menyelamatkan dan evakuasi korban bencana,
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f. memfasi l i tasi peningkatan kua l i t as p e l a y a n a i 
per l indungan masyarakat , kes iapsiagaan dam mitigasi 
da lam rangka mewujudkan ketentraman, ketenangan d a i 
kenyamanan hidup masyaraikat; 

g. mengoordinir mengerahkan dan mengendal ikan anggotja 
hans ip/ l inmas da lam sa tu operasi/kegiatan u n t u k 
kes iapan da lam me laksanakan tugas k h u s u s pemil iha n 
u m u m , pemil ihan Wal i Kota m a u p u n pemi l ihan presiden; 

h . me l aksanakan ban tuan penanganan beneana sesua i 
dengan prosedur tetap penanggulangan beneana; 

i . me laksanakan upaya tanggap darurat beneana d e n g a i 
menit ik beratkan pada kese lamatan j i w a m a n u s i a mela lu i 
penearian, penyelamatan dan evakuas i ; 

j . me l aksanakan pendataan, pengolaban data d a i 
inventar is berbagai j en i s kejadian beneana guna babap 
pereneanaan kebi jakan; 

k. meny iapkan baban/mater i laporan kegiatan prograrji 
seeara periodik; dan 

1. me laksanakan tugas Isiin yang ber ikan oleb a tasan untujk 
ke lancaran tugas. 

Pasa l 2 6 1 
Kepala Seks i Pemadaman dan Penyelamatan Kebakarah 
sebagaimana d iamkasud da lam pasa l 256 h u r u f c mempunyj i 
tugas menyelenggarakan layanan respon eepat (response time) 
operasi penanggulangan, pengendalian, dan penyelamataj i 
serta evakuas i korban kebakaran da lam wi layab. 

Pasa l 262 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 2 6 1 , Kepa la Kep£ila Seks i Pemadaman dap 
Penyelamatan Kebakaran menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n rencana operasional, kebi jakari teknis dab 

pe laksanaan pembinaan di bidang Pemadaman d a i 
Penyelamatan Kebakaran ; 

b. menyusun program ker ja di bidang Pemadaman daji 
Penyelamatan Kebakaran ; 

e. me laksanakan penyusunan pe rumusan kebi jakaj i 
di bidang teknis Pemadaman dan Penye l amata i 
Kebakaran ; 

d. me l akukan peneegaban, pengendalian, pemadamarj, 
penyelamatan, dan penanganan baban berbabaya d a i 
beraeun kebakaran da lam Daerab; 

e. me laksanakan penyiapan, pengadaan, s tandar isas i , daj i 
pemel ibaraan sa rana dana prasarant i pemadar i 
kebakaran dan penyelamatein; 

f. me laksanakan penyelamatan dan evakuas i pada kejadiaj i 
darurat non kebakaran ; 

g. me laksanakan standar pe layanan min ima l bidanjg 
kebakaran ; 

b. m e l a k u k a n inspeks i peralatan proteksi kebakaran ; 
i . me l akukan insvestigasi kejadian kebakaran ; 
j . meny iapkan j aba tan fungsional pemadam kebakaran daj i 

j aba tan fungsional ana l i s kabakaran ; 
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f. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan 
perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan dan mitigasi 
dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketenangan dan 
kenyamanan hidup masyarakat, 

g. mengoordinir mengerahkan dan mengendalikan anggota 
hansip/linmas dalam satu operasi/kegiatan untuk 
kesiapan dalam melaksanakan tugas khusus pemilihan 
umum, pemilihan Wali Kota maupun pemilihan presiden, 

h. melaksanakan bantuan penanganan bericana sesuai 
dengan prosedur tetap penanggulangan bencana, 

i. melaksanakan upaya tanggap darurat bencana dengan 
menitik beratkan pada keselamatan jiwa manusia melalui 
pencarian, penyelamatan dan evakuasi, 

j. melaksanakan pendataan, pengolahan data dan 
inventaris berbagai jenis kejadian bencana guna bahan 
perencanaan kebijakan, 

k. menyiapkan bahan/materi laporan kegiatan program 
secara periodik: dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan untuk 
kelancaran tugas. 

Pasal 261 

Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran 
sebagaimana diamkasud dalam pasal 256 huruf c mempunyai 
tugas menyelenggarakan layanan respon cepat (response ine 

operasi penanggulangan, pengendalian, dan penyelamat 
serta evakuasi korban kebakaran dalam wilayah. 

Pasal 262 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 261, Kepala Kepala Seksi Pemadaman dan 
Penyelamatan Kebakaran menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun rencana operasional, kebijakan teknis dan 

pelaksanaan pembinaan di bidang Pemadaman dan 
Penyelamatan Kebakaran: 

b. menyusun program kerja di bidang Pemadaman dan 
Penyelamatan Kebakaran, 

c. melaksanakan penyusunan perumusar kebijakan 
di bidang teknis Pemadaman dan Penyelamatan 
Kebakaran: 

d. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, 
penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya daji 
beracun kebakaran dalam Daerah, 

e. melaksanakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dah 
pemeliharaan sarana dana prasarana  pemada 

kebakaran dan penyelamatan, 
melaksanakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian 

darurat non kebakaran, 
melaksanakan standar pelayanan minimal bidang 
kebakaran: 
melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, 
melakukan insvestigasi kejadian kebakaran, 
menyiapkan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan 
jabatan fungsional analis kabakaran, 
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k. me l akukan operasi penesirian dan pertolongan terhadap 
kondis i membahayakan manus i a , se la in kece lakaan daji 
beneana; 

1. me l akukan pemberdayaan masyaraka t da lam peneegabaji 
kebakaran ; 

m. me l akukan sos ia l isas i peneegaban dan penanggulangaji 
kebakaran ; 

n . me l akukan komun ikas i , informasi, dan edukas i kepadk 
pemangku kepentingan dan masyarsicat t e r k a t 
peneegaban dan penaggulangan kebakaran ; 

o. me l akukan pendataan dan veri f ikasi faktual warga negaria 
yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampac 
kebakaran ; 

p. me laksanakan s is tem informasi dan pelaponm kebakara j i 
seeara terintegrasi; 

q. me l akukan penyaj ian data kebakaran yang akura t daj i 
dapat dipertanggungjawabkan; dan 

r. me laksanakan tugas l a in yang ber ikan oleb a tasan untujc 
ke lancaran tugas. 

B A B X l l l 
D INAS SOS IAL DAN P E M B E R D A Y A A N MASYARAKAT 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 263 
(1) D inas berkedudukem di bawab dan bertanggung jawa j i 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 264 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanaka j i 
u r u s a n pemerintaban di bidang sosial dan pemberdayaa i 
masyaraka t yang menjadi kewenangan Daerab dan tugas 
pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 

Pasa l 265 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 264, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan d i l i idang sosia l dan pemberdayaaji 

masyarakat ; 
b. pe laksanaan kebi jakan dibidang sosia l dan pemberdayaaji 

masyarakat ; 
e. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan dibidaiig sosia l daj i 

pemberdayaan masyarakt i t ; 
d. pe laksanaan Pembinaan Keeamatem dan Ke luraba j i 

dibidang sosial dan pemberdayaan masyaralcat; 
e. pe laksanaan admin is t ras i d inas dibidang; sosial daj i 

pemberdayaan masyarak£it; dan 
f. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Wal i Kot^ 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

A
D
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k. melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap 
kondisi membahayakan rnanusia, selain kecelakaan dan 
bencana, 

l. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan 
kebakaran, 

m. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggclangan 
kebakaran, 

n. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada 
pemangku kepentingan dan masyarakat terkait 
pencegahan dan penaggulangan kebakaran, | 

o. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara 
yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdamp 
kebakaran, | 

p. melaksanakan sistem informasi dan pelaporan kebakar 
secara terintegrasi, ' 

g-. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat d 
dapat dipertanggungjawabkan, dan 

r. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan untuk 
kelancaran tugas. 

BAB XIII 
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi | 

Pasal 263 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 264 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakai 
urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaai 
masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tuga 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. “

P
P
 

Pasal 265 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 264, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemberdaya 

masyarakat, | 
b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial dan pemberdayaan 

masyarakat, | 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat, 

d. pelaksanaan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 

dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, 
e. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat, dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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Bag ian Kedua 
Susunar . Organisas i 

Pasa l 266 
S u s u n a n Organisas i D inas terdir i a tas : 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat 
e. B idang Pemberdayaan Sosia l , Kelembagaan daji 

Penanggulangan Kemisk inan ; 
d. B idang Rebabi l i tas i Sosia l , Per l indungan dan Jaminai j i 

Sos ia l ; 
e. B idang Pemberdayaan MtLsyarakat; 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 267 
Kepala D inas sebagaimana d imaksud dalam 266 b u r u f la 
mempunya i tugas meleiksanakan sebagian tugas 
Pemerintaban Daerab di B idang Sos ia l dan Pemberdayaa i 
Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undanga i 
u n t u k kelanearein pelaksanat in tugas. 

Pasa l 268 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimeina d imaksud dalai j i 
Pasa l 267, Kepala D inas menyelenggareikan funigsi: 
a . mereneanakan sistem pembinaan sosial daj i 

pemberdayaan masyaraka t seeara berkes inambunga i 
u n t u k pengembangannya; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pembinaan sosial daj i 
pemberdayaan masyaralcat sesua i kebutuban untujc 
peningkatan k iner ja un i t ; 

e. m e n y u s u n kebi jakan t(;knis pembinaan sosial daj i 
pemberdayaan masyaraka t sebagai dasar pe laksanaaj i 
tugas uni t ; 

d. mengorganisir pe laksanaan pembinaan sosial daj i 
pemberdayaan masyaralcat berdasarkan s istem daji 
prosedur ker ja u n t u k ke lanearan pelaksanat in tugas u n i 

e. mengendal ikan pe laksanaan pembinaan sosia l daj i 
pemberdayaan masyaraka t berdasarkan sistem untulc 
tert ibnya penerapan tugas organisasi ; 

f. mengarabkan pe laksanaan program pembinaan sosiril 
dan pemberdayaan masyaraka t berdasarlcan p rog ran 
u n t u k peningkatan kiner ja ; 

g. membina pe laksanaan ke:giatan sosial dan pemberdayaaji 
masyaraka t seeara menyielurub u n t u k ke lanearan tugas 
un i t ; 

b. m e l a k u k a n pembinaan Ke camata dan Ke lu raban dibidang 
sosial dan pemberdayaan masyarakat ; 

i . mend is t r ibus ikan tugas sesua i bidaing masing-masing 
u n t u k kelamearan pelaksgmaan tugas uni t ; 

j . mengawasi pelaksamaan tugas ba ik intern dan eksterp. 
seeeira berka la u n t u k efektivitas dan efisiensi kegiataji 
un i t ; 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 266 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat 
c. Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan 

Penanggulangan Kemiskinan, 
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan 

Sosial: 

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 
Kelompok Jabatan Fungsional. La

ga
 

Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 267 | 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam 266 huruf a 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 268 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 267, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan sistem pembinaan sosial — dan 

pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan 
untuk pengembangannya, 

b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan sosial dan 
pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan untuk 
peningkatan kinerja unit, 

Cc. menyusun kebijakan teknis pembinaan sosial dan 
pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan 
tugas unit, 

d. mengorganisir pelaksanaan pembinaan sosial dan 
pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem dan 
prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit: 

e. mengendalikan pelaksanaan pembinaan sosial dan 
pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem untuk 
tertibnya penerapan tugas organisasi, 

f. mengarahkan pelaksanaan program pembinaan sosial 
dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program 
untuk peningkatan kinerja, 

g. membina pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan 
masyarakat secara menyeluruh untuk kelancaran tugas 
unit, 

h. melakukan pembinaan Kecamata dan Kelurahan dibidang 
sosial dan pemberdayaan masyarakat, | 

i. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 

j. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern 
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan 
unit,
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k. mengevaluasi s e lu ruh kegiatan un i t secaira terpadu u n t u c 
mengetahui perkembangan pe laksanaan tugas; 

1. mengonsultasikcin pe laksanaan tugas kepada a tasan baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan un i t terkajt 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

n . melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t si ieara be rka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

o. me l akukan tugas pembantuan dan tugas la in yan, 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lanearan tugajs 
ked inasan . 

Bag ian Keempat 
; Sekretar iat 

Pasa l 269 
Sekretar iat dipimpin oleb Selcretaris D inas yang mempunyaji 
tugas me laksanakan tugas penatausabaan di b idan 
pereneanaan program, admin is t ras i keuangan, u m u m dab 
kepegawaiam berdasarkan pa ra turan perundang-undangan 
u n t u k ke lanearan pelaksanaam tugas. 

Pasa l 270 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dim;aksud dalai j i 
Pasa l 269 , Sekretar is D inas menyelenggarakan lungsi : 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang pereneanaab 

program, admin is t ras i keu angan, u m u m dan kepegawaian 
sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaar i tugas; 

b. menjorsun reneana kegiatan un i t sesua i kebutuban untujc 
menjadi program uni t ; 

e. me l aksanakan tugas penyusunan program, pengelolaab 
admin is t ras i keuangan, pengelolaan aset, kears ipan dan 
admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman untujc 
tert ibnya admin is t ras i keuangan; 

d. me l akukan pembinaan pegawai seeara be;rkala untujc 
peningkatan k iner ja aparcitur; 

e. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l isa j i 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

f. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepalb 
bidang mela lu i rapat/ j ier temuan untuk; p e n y a t u a i 
pendapat; 

g. mend is t r ibus ikan tugas kiepada bawaban s( ;suai j abata j i 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berkal j i 
sebagai baban evaluasi ; dan 

i . me l aksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 2 7 1 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasid 269 terdi j i 
a tas : 
a . Kepa la Subbagian Program; dan 
b. Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m daji 

Kepegawaian. 
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k. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 

Il. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, | 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi: dan 

o. melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yan 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuga 
kedinasan. 

w
 
Y
g
 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 269 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas melaksanakan tugas penatausahaan di bidan 
perencanaan program, administrasi keuangan, umum dan 
kepegawaian berdasarkan paraturan perundang-undangah 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

| 
Pasal 270 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 269, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan 

program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 

menjadi program unit, | 
c. melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan 

administrasi keuangan, pengelolaan aset, kearsipan dan 
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk 
tertibnya administrasi keuangan, | 

d. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

e. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lis 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal 
bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu 
pendapat, 

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 271 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 
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Pasa l 272 
Kepa la Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 2 7 1 b u r u f a mempunya i tugas melaksanEtkan 
penyusunan program berdasarkan petunjuk p e l a k s a n a a n ' 
petunjuk Tekn i s u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas un i t . 

Pasa l 273 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dim;aksud dalarb 
Pasa l 272 Kepa la Subbagian Program menyelenggaraka i 
fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis penyusunan prograrji 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
b. me l aksanakan penyusunan reneana strategis ( renstra 

reneana ker ja (renja), laporan k iner ja in tans i pemerintah 
(LAKIP) , laporan penyelenggaraan Pemerintaban DaeraJi 
(LPPD) sesua i kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

c. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baik 
l i s an m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebiji 
lanjut ; 

d. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian mela lu i pertemuan/rapat untujc 
meya tukan pendapat; 

e. menyusun laporan pe laksanaan tugas seeara berkal j i 
sebagai baban evaluasi ; dan 

f. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 274 
Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m daji 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud dalam pasa l 2 7 1 b u r u f 
b mempunya i tugas me labsanakan tugas pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, u m u m , perlengkapan, kears ipan dan 
kepegawaian sesua i petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i keuangan, u m u n j , 
perlengkapan, kears ipan dan kepegawaian. 

Pasa l 275 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 274, Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, Umurj i 
dan Kepegawaian menyelengg;arakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis pengelolaan admin is t ras i 

keuangan, u m u m , perlengkapan, kears ipan dan 
kepegawaian sesua i kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. me laksanakan penyusunan reneana pengelolaaji 
admin is t ras i keuangan, u m u m , perlengkapem, kears ipa j i 
dan kepegawaian berdasarkan pedoman u n t u k 
ke lancaran tugas unit ; 

c. membuat reneana pengadaan barang inventaris sesusji 
k ebu tuban u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 

d. me laksanakan pengelolaan inventar is berdasarkaj i 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang mi l ik uni t ; 

e. me l akukan pemel ibaraan barang inventar is uni t sesue i 
ke tentuan u n t u k keu tubannnya ; 
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Pasal 272 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 271 huruf a mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan/ 
petunjuk Teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 273 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 272 Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas: 
b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), 

rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah 
(LAKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

c. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala- 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 
meyatukan pendapat, 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 274 
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 huruf 
b mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaa 
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan d 
kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekni 
untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, 

perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian. 

Pasal 275 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 274, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan 
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan 
dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk 
kelancaran tugas unit, 

Cc. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai 

kebutuhan untuk kelancaran tugas unit, 

d. melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan 
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit, 

e. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai 
ketentuan untuk keutuhannnya,
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f. mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagai 
baban dokumentas i dan rnempermudab penear iannya; 

g. menyeleksi ars ip sesuai j angka w a k t u u n t u k penyusutan ; 
b, me l akukan pemusnaban ars ip mela lu i melcanisme dan 

prosedur u n t u k mengetabui n i la i guna ars ip ; 
i . m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesua i formasi 

u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas uni t ; 
j . membuat u s u l a n permintaan pegawai sesucii kebutuban 

u n t u k ke lanearan pelaskanasin tugas uni t ; 
k. m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesuai petunjulc 

pe laksanaan/ petunjuk: teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian; 

1. me l akukan pengelolaan admin is t ras i kepegawaian 
mela lu i D U K dan nominati f u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
kepegawaian; \ 

m. mengonsul tas ikan pelakssinaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian mela lui pertemuan/rapat u n t u k 
penyatuan pendapat; 

o. m e n y u s u n laporan pe la l :sanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; d:an 

p. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Pemberdayaan Sos ia l Kelembagaan dan 

Penanggulangan Kem i sk inan 

Pasa l 276 
B idang Pemberdayaan Sos ia l Kelembagaan dan 
Penanggulangan Kemisk inan terdiri a tas : 
a . Kepada Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n . 

Pasa l 277 
Kepala Bidamg Pemberdayaan Sosia l Kelembagaan daui 
Penanggulangan Kem i sk inan sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 276 b u r u f a mempunya i tugas di bidang pcjmberdayaan 
sosial , kelembagaan dan penanggulangan kemisk inan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untulc 
peningkatan kesejabteraan sosial masyarakat . 

Pasa l 278 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 277, Kepala B idang Pemberdayaan Sosia l Kelembagaan 
dan Penanggulangan Kemisk inan menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis d i bidang ptimberdayaan 

sosial , kelembagaan dan penangulangan kemisk inan 
sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaaj i tugas un i t 

b. mengbimpun dan mengelola data penyandang masa la l i 
kesejabteraan sosial ; 

c. mengbimpun dan mengelola data kelembagaan sosia l 
sesua i j en i s dan k las i f ikas inya sebagai baban 
pereneanaan program kegiatan; 
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f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 
bahan dokumentasi dan mempermudah pencariannya, 
menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, 
melakukan pemusnahan arsip melalui mekanisme dan 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip: 

i. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 

j- membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran pelaskanaan tugas unit: 

k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk  tertibnya 
administrasi kepegawaian, 

Il. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian, 

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dergan kepala- 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 

penyatuan pendapat, 
o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi, dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 

—
-
 

Bagian Kelima 
Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan 

Penanggulangan Kemiskinan 

Pasal 276 
Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan 
Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan. 

Pasal 277 
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dah 
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dal 
pasal 276 huruf a mempunyai tugas di bidang pemberdaya 
sosial, kelembagaan dan penanggulangan kemiskina 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Pasal 278 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 277, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembaga. 

dan Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pemberdaya: 

sosial, kelembagaan dan penangulangan kemiskin 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas unit: 

b. menghimpun dan mengelola data penyandang masalah 
kesejahteraan sosial: 

c. menghimpun dan mengelola data kelembagaan sosial 
sesuai jenis dan klasifikasinya sebagai bahar 
perencanaan program kegiatan, 

-
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d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sosial , 
kelembagaan dan penanggulangan kemis ldnan sesua i 
kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaaji 
mela lui program kegiatan terbadap penyandang masa l a l i 
kesejabteraan sosial dan penanggulangan kemisk ina j i 
u n t u k peningkatan kesejabteraan sosial maj iyarakat; 

f. me laksanakan penataan, pemberdayaan kelembagaaji 
sos ia l dan ker jasama kemi t raan da lam rangka 
memfasi l i tasi peran ser ta dan tanggung jawab sosial 
masyarakat ; i 

g. me l akukan monitoring dan eva luas i kegiatan 
pemberdayaan sosial , kel(?mbagaan dan per anggulangaii 
k em isk inan seeara terpadu u n t u k mengetabui 
perkembangannya; 

b. melestarikain nilai-nilaii kiepablawanan mela lui lembaga 
pendidikan u n t u k peni j igkatan j i w a kese t iakawanan 
sosial ; 

i . me l akukan pertemuan dengan para perintis Icemerdekaan 
dan ke luarganya mela lu i kegiatan sosia l u n t u k menjal in 
kebersamaan; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretarik 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mendis t r ibus ikan pe laks imaan tugas kepada bawabajji 
sesua i bidangnya u n t u k ke lanearan tugas; 

m. men jmsun laporan bas i l pe laksanaan tugas seearji 
berka la sebagai baban evciluasi; dan 

n . me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k kelancarsm tugas uni t . 

Bagian Keenam 
Bidang Rebabi l i tas i , Perlin dungan dan J a m i n a n Sos ia l 

Pasa l 279 
B idang Rebabi l i tasi , Per l indungan dan J a m i n a n Sosia l terdiiji 
a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 280 
Kepa la Bidaing Rebabi l i tasi , Per l indungan dan J a m i n a n Sosiajl 
sebagaimana d imaksud dalaim pasa l 279 b u r u f a mempunya i 
tugas di bidang rebabi l i tasi , per l indungan dan ja iminan sosia l 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untulc 
t e r l aksananya penanganan penyaindang masa la l i 
kesejabteraan sosial . 

Pasa l 2 8 1 
Da l am melaiksanakam tugas sebagaimana dimiaksud dalari i 
Pasa l 280, Kepa la B idang Rebabi l i tasi , Per l indungan daj i 
J a m i n a n Sosia l menyelenggarakan fungsi: 
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d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sosial, 
kelembagaan dan penanggulangan kemiskinan sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit, 

e. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan 
melalui program kegiatan terhadap penyandang masalah 
kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 
untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat: 

f. melaksanakan penataan, pemberdayaan kelembagaan 
sosial dan kerjasama kemitraan dalam rangka 
memfasilitasi peran serta dan tanggung jawab sosial 
masyarakat, 

g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 
pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanggulangan 
kemiskinan secara terpadu untuk mengetahui 
perkembangannya, | 

h. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan melalui lembag 
pendidikan untuk peningkatan jiwa kesetiakawanan 
sosial: 

i. melakukan pertemuan dengan para perintis kemerdekaan 

dan keluarganya melalui kegiatan sosial untuk menjalin 
kebersamaan: 

j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 

untuk penyatuan pendapat, 

Il. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas, 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas unit. 

Bagian Keenam 
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 

| 

Pasal 279 | 

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri 

atas: | 

a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 280 

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 huruf a mempunyai 
tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 

terlaksananya penanganan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial. 

Pasal 281 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan 
Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
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a. menghimpun kebi jakan teknis di bidang rebabi l i tas 
per l indungan dan j a m i n a n sosial sesua i kebutuba j i 
sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. mengbimpun data terkait rebabi l i tasi , per l indungan dab 
j a m i n a n sosial sesua i jenis dan k las i f ikas inya u n t u c 
mengetabui gambaran peimiasalaban sosial ; 

e. mengelola data penyandang masa lab keseja l i teraan sosidl 
yang menjadi tanggung jawab un i t sesua i j en i s d a i 
t ingkatannya sebagai baban pereneanaan ke giatan; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan rebabi l i tasi , perl indungab 
dan jeiminan sosia l sesua i kebutuban u n t u k menjaqi 
program uni t ; 

e. me laksanakan pelayanan dan kegiatan rebabil i tasi sosidl 
bagi pa ra penyandang masa lab kesejabteraan sosia l y a n 
menjadi tanggung javrab un i t mela lui program 
pendampingan, fasilitasi. dan dana s tunu lan serta 
kegiatan la innya da lam rangka peningkatan 
kesejabteraan; 

f. me l aksanakan pe layanan dan kegiatan per l indungan d a i 
ban tuan sosial terbadap korban beneana a lam d a i 
korban beneana sosia l da lam rangka ant is ipas i tangga p 
darurat dan j a r ing pengaman kesejabteraan sosial pase i 
beneana a lam dan beneana sosial ; 

g. me laksanakan pelayanan dan kegiatan j a m i n a n sosie l 
mela lui kegiatan a s u r a n s i kesejabteraan sosial dan 
program ke luarga barapan dalam rangka pen ingka ta i 
tara f bidup; 

b. me laksanakan monitoring dan eva luas i k e g i a t a i 
pendampingan penanganan penyandang m a s a l a i 
kesejabteraan sosia l seeara berka la untuk; mengetabui 
perkembangannya; 

i . mengonsul tas ikan pe laks imaan tugas d e n g a i a tasan baik 
l i san m a u p u n tertubs u n t u k beroleb petunjuk lebi 
lanjut ; 

j . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretarils 
dan kepala-kepala bidang mela lui rapsit/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat. 

k. mendis t r ibus ikan pe laksanaan tugas kepa.da bawabaj i 
sesua i b idangnya u n t u k k;elanearan tugas; 

1. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

m. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas un i t . 

Bag ian Ketu jub 
B idang Pemberd ayaan Masyarakat 

Pasa l 282 
B idang Pemberdayaan Masyarakat terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal 

Pasa l 283 
Kepala B idang Pemberdayi ian Masyarakat sebagaimank 
d imaksud da lam pasa l 282 b u r u f a mempiunyai tugas 
di bidang pemberdayaan masyarakat , pembinaan Kecamata i 

d
i
 H

Enn
ana

: 
P
A
R
A
.
 P
AR
NE
P 

IA
 

M
i
 

- 99 - 

menghimpun kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, 
perlindungan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
menghimpun data terkait rehabilitasi, perlindungan dan 
jaminan sosial sesuai jenis dan klasifikasinya untuk 
mengetahui gambaran permasalahan sosial, 
mengelola data penyandang masalah kesejahteraan sosial 
yang menjadi tanggung jawab unit sesuai jenis dan 
tingkatannya sebagai bahan perencanaan kegiatan, 
menyusun rencana kegiatan rehabilitasi, perlindungan 
dan jaminan sosial sesuai kebutuhan urituk menjadi 
program unit, 
melaksanakan pelayanan dan kegiatan rehabilitasi sosial 
bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 
menjadi tanggung jawab unit melalui program 
pendampingan, fasilitasi dan dana stimulan serta 
kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan, 
melaksanakan pelayanan dan kegiatan perlindungan dan 
bantuan sosial terhadap korban bencana alam dan 
korban bencana sosial dalam rangka antisipasi tanggap 
darurat dan jaring pengaman kesejahteraan sosial pasca 
bencana alam dan bencana sosial, 

melaksanakan pelayanar: dan kegiatan jaminan sosial 
melalui kegiatan asuransi kesejahteraan sosial dan 
program keluarga harapan dalam rangka peningkatan 
taraf hidup, 

. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan 
pendampingan penanganan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial secara berkala untuk. mengetahui 
perkembangannya, 
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, | 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemua 
untuk penyatuan pendapat. 
mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas, 

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas unit. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 282 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 283 

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 282 huruf a mempunyai tugas 
di bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan Kecamatan
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dan Kelureihan berdasarkan peraturan pierundangan 
undangan u n t u k peningkatfin kemand i r ian s(;su£ii potensi 
masyarakat . 

Pasa l 284 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 283 , Kepa la B idang Pemberdayaan Masyaraket 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis d i bidang pemberdayaaji 

masyaraka t Keeamatan dan Ke lu raban sesua i kebutuba j i 
sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. m e r u m u s k a n keb i jakan tciknis operasional pemberdayaaji 
masyaraka t Keeamatan dan Ke lu raban b e r d a s a r k a i 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk t(;knis u n t u c 
ke lanearan pe laksanaan tugas; 

e. mengbimpun data potensi ke luraban , ekonomi dan sosiril 
budaya masyaraka t mela lui profil ke luraban untujc 
mengetabui potensi masyarakat ; 

d. menganal isa data dan potensi ke luraban , ekonomi daj i 
sos ia l budaya masyaraka t sesua i j en i snya u n t u c 
mengetabui gambaran pej-kembangannya; 

e. m e n y u s u n reneana pemberdayaan masyarakdt 
Keeamatan dan Ke lu raban berdasarkan kebutuban untujc 
menjadi program uni t ; 

f. me l aksanakan program pemberdayaan ke luraba i i , 
ekonomi, sos ia l budaya dan pemanfaatan teknolo§;i 
mela lui pembinaan untuk kemandi r ian masyarakat ; 

g. mensos ia l i sas ikan program pemberdayaan ke luraba i i , 
ekonomi dan sosia l budaya seeara terpadu untujk 
peningkatan pemabaman masyarakat ; 

b. me l akukan pengawasan dan pengendalian prograii i 
pemberdayaan ke luraban , ekonomi dan sosial budaya 
seeara terpadu u n t u k tert ibnya pe laksanaan kegiatan; 

i . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan atasar 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk l e b i i 
lanjut ; 

j . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretarils 
dan kepala-kepala bidcing mela lui rapat/pertemuaj i 
u n t u k penyatuan pendapat; 

k. mend is t r ibus ikan pe laksanaan tugas kepeida bawabaj i 
sesua i b idangnya u n t u k l ie lanearan tugas; 

1. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seearja 
berka la sebagcd baban eviduasi; dan 

m. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

B A B X I V 
DINAS TENAGA K E R J A , K O P E R A S I DAN US/iHA K E C I L 

M E N E N G A H 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 285 
(1) D inas di bawab dan bertanggung j awab kepada Wal i Kotja 

mela lu i Sekretar is Daerahi. 

KABAG 
HUKUM An 

| ASISTEN 

| SEKDA 

—
a
n
—
 

L
N
 

« Yu | 

dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundangan- 
undangan untuk peningkatan kemandirian sesuai potengi 
masyarakat. 

Pasal 284 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 283, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pemberdaya 

masyarakat Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuh 
sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. merumuskan kebijakan teknis operasional pemberdaya 
masyarakat Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untu 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

Cc. menghimpun data potensi kelurahan, ekonomi dan sosi 
budaya masyarakat melalui profil kelurahan untul 
mengetahui potensi masyarakat, | 

d. menganalisa data dan potensi kelurahan, ekonomi dah 
sosial budaya masyarakat sesuai jenisnya untuk 
mengetahui gambaran perkembangannya, 

e. menyusun rencana pemberdayaan masyarakat 
Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan kebutuhan untu 
menjadi program unit: 

f. melaksanakan program pemberdayaan kelurahan, 
ekonomi, sosial budaya dan pemanfaatan teknologi 
melalui pembinaan untuk kemandirian masyarakat, 

g. mensosialisasikan program pemberdayaan kelurahan, 
ekonomi dan sosial budaya secara terpadu untu 
peningkatan pemahaman masyarakat, 

h. melakukan pengawasan dan pengendalian progra 
pemberdayaan kelurahan, ekonomi dan sosial buday 
secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan, 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut: 

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretar 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemua 
untuk penyatuan pendapat, 

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawah 
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas, 

Il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 
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BAB XIV 
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL 

MENENGAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 285 

(1) Dinas di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota 
melalui Sekretaris Daerah. 
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(2) D inas dipimpin oleh Kepa la D inas . 
( 

Pasa l 286 
D inas mempunya i tugas Pemer intahan Daerah di b idan 
ketenagakerjaan, koperasi dan u s a b a keeil menengah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u k 
mewujudkan produktiv i tas kerja, w i r ausaba ba ru dan 
bubungan indust r ia l yang l iarmonis ser ta pengembangap 
ekonomi kerakyatan . 

i 
Pasa l 287 

Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 286 , D inas menyelenggiarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebijakcin sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan bngkuip tugasnya; 
e. pe laksanaan evaluas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingkuj) 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Wal i Kot^ 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag i aa Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 288 
S u s u n a n Organisas i D inas terdir i atas: 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; • 
e. B idang Hubungan Indust r ia l dan J a m i n a n Sosia l Tenagji 

Ker ja ; 
d. B idang Pelat iban Produkti f i tas Penempatan daji 

Per luasan Kesempatan Kerja; 
e. B idang Koperasi dan U s a l i a Keei l Menengab; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 289 
Kepala D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 288 b u n i f 
a mempunya i tugas me iaksanakan sebagian tugas 
Pemerintaban Daerab bidang tenaga kerja, koperasi daj i 
u s a b a keeil menengab berdasarkan peraturan perundang 
undangan u n t u k ke lanearan tugas. 

Pasa l 290 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 289 , Kepala D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan s istem pembinaan ketenagakerjaarj, 

koperasi , u s a b a keeil menengab dan r i i k r o s e e a r i 
berkes inambungan untuk pengembanganny a; 

b. m e r u m u s k a n kebijalcan teknis pembinaaj i 
ketenagakerjaan, koperasi , u s a b a keeil mijnengab d a i 
mikro sesua i kebutuban u n t u k peningkatan k iner ja unit 
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(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 286 
Dinas mempunyai tugas Pemerintahan Daerah di bidang 
ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 
mewujudkan produktivitas kerja, wirausaha baru dan 
hubungan industrial yang harmonis serta pengembangan 
ekonomi kerakyatan. 

Pasal 287 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 286, Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 288 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat: 

c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja, 

d. Bidang Pelatihan Produktifitas Penempatan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja, 

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. La

g 

Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 289 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 288 huruf 
a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintahan Daerah bidang tenaga kerja, koperasi dan 
usaha kecil menengah berdasarkan peraturari perundang- 
undangan untuk kelancaran tugas. 

Pasal 290 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 289, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan sistem pembinaan ketenagakerjaan, 

koperasi, usaha kecil menengah dan mikro secara 
berkesinambungan untuk pengembangannya, 

b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan 
ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil menengah dan 
mikro sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit:
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c. m e n y u s u n kebi jakan teknis pembinaan ketenagakerjaan, 
koperasi , u s a b a keeil menengab dan mikro sebagai dasar 
pe laksanaan tugas un i t ; 

d. mengorganisir pe laksanaan pembinaan ketenagakerjaan, 
koperasi , u s a b a keeil menengab dan mikro berdasarkaj i 
s istem dan prosedur ker ja u n t u k ke lanearan pe laksanaan 
tugas uni t ; 

e. mengendal ikan pe laksanaan pembinaan kete nagakerj a a r , 
koperasi , u s a b a keeil mejiengab dan mikro berdasarkan 
s istem u n t u k tert ibnya penerapan tugas organisasi ; 

f. mengarabkan pe laksanaan program pembinaan 
ketenagakerjaan, koperasii, u s a b a keei l mimengab dan 
mikro berdasarkan program u n t u k peningkatan usaba ; 

g. membina pe laksanaan kegiatan kete nagakerj a a r , 
koperasi , u s a b a keei l menengab dan mikro seearn 
menye lurub u n t u k ke lancaran tugas uni t ; 

b. mendis t r ibus ikan tugas sesuai bidang m a s i n g - m a s i n ; 
u n t u k ke lanearan pelaksa naan tugas un i t ; 

i . mengawasi pe laksanaan tugas ba ik intern dan eks ten i 
seeara berka la u n t u k efektivitas dan efisiensi kegiataji 
un i t ; 

j . mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara terpadu u n t u c 
mengetabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

k. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan bailc 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

1. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan un i t terkait 
mela lui rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

m. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

n . me l akukan tugas pembantuan dan tugas la in y a n ; 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lanearan tugas 
ked inasan . 

Bag ian Keempat 
Sek ie tar ia t 

Pasa l 2 9 1 
Sekretar iat dipimpin oleh Sekretar is D inas y a n ; 
me l aksanakan tugas penatausabaan di bidang prograir , 
keuangan, u m u m dan kepeg;awaian berdasarkan p e r a t u r a i 
perundang-undangan u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 292 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 2 9 1 , Sekretar is D inas menyelenggarakan lungs i : 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang p e n y u s u n a i 

program, keuangan, kepegawaian, u m u m dan k e a r s i p a i 
sesua i kebutuban sebagai. dasar pe laksanaan tugas; 

b. menjo isun rencana kegiatan un i t sesua i kebutuban u n t u c 
menjadi program uni t ; 

c. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan pelayanan; 

d. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i k e u a n g a i 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

| 

sin (T 
/ 

si 

c. menyusun kebijakan teknis pembinaan ketenagakerjaan, 
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro sebagai dasar 
pelaksanaan tugas unit, | 

d. mengorganisir pelaksanaan pembinaan ketenagakerjaan, 
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro berdasarkan 

sistem dan prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas unit, 

e. mengendalikan pelaksanaan pembinaan ketenagakerjaan, 
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro berdasarkan 
sistem untuk tertibnya penerapan tugas organisasi, 

f. mengarahkan pelaksanaan program pembinaan 
ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil menengah dan 
mikro berdasarkan program untuk peningkatan usaha, 

g. membina pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan, 
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro secara 
menyeluruh untuk kelancaran tugas unit, 

h. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 

i. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern 
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan 
unit: 

j. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 

k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas 
kedinasan. | 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 291 | 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yan 
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang program, 
keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peratur 
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

| 

Pasal 292 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalar 
Pasal 291, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusun 

program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipa 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untu 

menjadi program unit, 
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 

berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan, 
d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuanga 

berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan,



- 96 -

e. me laksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas pimgelolaan perlengkapan dab 
kears ipan sesua i kebutuban u n t u k ke lanearan kegiatan 
un i t ; • 

g. me l aksanakan tugas pemmsunan program dan kegiatab 
berdasarkan kebutuban u n t u k menjadi program dan 
kegiatan uni t ; 

b. m e l a k u k a n pembinaan pegawai seeara be;rkala untujc 
peningkatan k iner ja aparatur ; 

i . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara lisaiji 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

j . mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan kepala-
kepala bidang mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuaj i 
pendapat; 

k. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i jo 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

1. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berkal j i 
sebagai baban eva luas i ; dan 

m . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k kelanearain tugas ked inasan. 

' Pasa l 293 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasa l 291 terdiiji 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Program; dan 
b. Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m daji 

Kepegawaian. 

Pasa l 294 
Kepala Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 293 b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan tugas 
penyusunan program dan kiegiatan berdasarkan petunjulc 
pe laksanaan dan petunjuk: teknis u n t u k t e rwu judny i 
pe layanan sesua i s k a l a prioritas kebutuban masyarakat . 

Pasa l 295 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 294, Kepa la Subbagian Program menyelenggaraka: i 
fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis penyusunan program daj i 

kegiatan sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaaj i 
tugas; 

b. me laksanakan penyusunan reneana kijgiatan daj i 
anggaran sesua i kebutuban u n t u k menjadi program u n i 

e. me laksanakan penyusumm reneana ker ja dan anggaraji 
berdasarkan program u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 

d. mengajukan r encana ker ja anggaran mela lu i t im anggaraji 
eksekut i f u n t u k menjadi d okumen penggunaan anggarar 

e. me laksanakan pengelolaan kegiatan dan angga ra i 
berdasarkan dokumen penggunaan ang^jaran u n t u c 
tert ibnya pe laksanaan kegiatan dan pengggunaai 
anggaran; 
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e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepexawaian, 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 
unit, 

g. melaksanakan tugas penyusunan program dan kegiatan 
berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program dan 
kegiatan unit, 

h. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, | 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

Il. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 293 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 

Pasal 294 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 293 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tuga 
penyusunan program dan kegiatan berdasarkan petunju 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk terwujudnya 
pelayanan sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat. 

Pasal 295 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 294, Kepala Subbagian Program menyelenggarakar 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program dai 

kegiatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaai 
tugas, 

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit: 

c. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit, 

d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran 
eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran: 

e. melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggarat 
berdasarkan dokumen penggunaan anggaran untul 
tertibnya pelaksanaan kegiatan dan pengggunaat 
anggaran, 
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f. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; 

g. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la subbagian mekdui pertemuan/rapat u n t u k 
penyatuan pendapat; 

b. men jmsun laporan pelalcsanaan tugas sd^ara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

i . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k keleinearan tugas ked inasan. 

Pas id 296 
Kepala Subbagian Adminis t ras i , Keuangan, U m u m dan 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 293 H u r u f 
b mempunya i tugas me laksanakan tugas pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, perlengkapan, kears ipan dan 
admin is t ras i kepegawaian sesua i petunjuk pe laksanaan dan 
petunjuk teknis u n t u k terc iptanya tertib adminis t ras i . 

i Pasa l 297 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 296, Kepa la Subbagian Adminis t ras i , Keuangan, U m u m 
dan Kepegawaian menyelengg;arakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan tc;knis pengelolaan admin is t ras i 

keuangan, perlengkapan, kears ipan dan admin is t ras i 
kepegawaian sesua i kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. me l akukan penyusunan reneana pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, perlengkapan, kears ipan dan 
admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman untulc 
ke lanearan tugas un i t ; 

e. membuat reneana pengadaan, pengelolaan admin is t ras i 
keuangan dan pemelibaj-aan barang inventar is sesua i 
kebutuban berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i keuangan dan barang mi l ik uni t ; 

d. mengelola admin is t ras i keuangan berdasarkan j en i s 
kegiatan sebagai baban dokumentas i admin is t ras i 
keuangan kegiatan un i t ; 

e. mengelola kears ipan seusa i petunjuk pelalcsanaan dan 
petunjuk teknis sebagai baban dokumentas i dan 
mempermudab penearian; 

f. menyeleksi dan membuat; daftar ars ip berdasarkan ni le i 
guna girsip serta me l akukan pemusna l i an mela lu i 
mekanisme dan prosedur sekal igus membuat berita aeara 
pemusnaban sebagai baban pertanggungjawaban; 

g. m e n y u s u n dan membuat rencana kebutuban pegawai da: i 
u s u l a n permintaan pegawai sesua i formasi untulc 
opt imal isasi pe laksanaan tugas uni t ; 

b. m e n y u s u n dan mengelola daftar induk kepegawaia:i 
sesua i petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis untulc 
tert ibnya admin is t ras i kej iegawaian; 

i . me l akukan pengelolaan admin is t ras i kepegawaian 
mela lu i D U K dan nominat i f u n t u k tert ibnya administras i 
kepegawaian; 
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f. 'mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 

lanjut, 
g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 

kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 296 

Kepala Subbagian Administrasi, Keuangan, Umum d 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 Huruf 
b mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaa 
administrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan dan 
administrasi kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis untuk terciptanya tertib administrasi. 

Pasal 297 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 296, Kepala Subbagian Administrasi, Keuangan, Umum 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan, perlengkapan, kearsipan dan administrasi 
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 

b. melakukan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan dan 
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk 
kelancaran tugas unit, 

c. membuat rencana pengadaan, pengelolaan administrasi 
keuangan dan pemeliharaan barang inventaris sesuai 
kebutuhan berdasarkan pedoman untuk tertibnya 
administrasi keuangan dan barang milik unit, 

d. mengelola administrasi keuangan berdasarkan jeni 
kegiatan sebagai bahan dokumentasi adimindatra 
keuangan kegiatan unit, | 

e. mengelola kearsipan seusai petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis sebagai bahan dokumentasi dan 
mempermudah pencarian, 

f. menyeleksi dan membuat daftar arsip berdasarkan nila 
guna arsip serta melakukan pemusnahan melalu 
mekanisme dan prosedur sekaligus membuat berita acari 
pemusnahan sebagai bahan pertanggungjawaban, 

g. menyusun dan membuat rencana kebutuhan pegawai dar 
usulan permintaan pegawai sesuai formasi untul 
optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 

h. menyusun dan mengelola daftar induk kepegawaiat 
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk 

tertibnya administrasi kepegawaian, | 
i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaia 

melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian, 
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j . mengonsul tas ikan pelaksianaan tugas dengan a tasan 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb p<;tunjuk lebib 
lanjut ; 

k . mengoordinasikan pelaksiemaan tugas dengan Kepala 
kepa la subbagian mela lu i rapat/pertemuan u n t u k beroleb 
penyatuan pendapat; 

1. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

m. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Hubungan Industricd dan J a m i n a n Sos ia l Tenaga 

Ker ja 

Pasa l 298 
B idang Hubungan Indust r ia l dan J a m i n a n Sosia l Tenagji 
Ker ja terdir i a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 299 
Kepa la B idang Hubungan Indust r ia l dan J a m i n a n Sosiajl 
Tenaga Ker ja sebagaimana d imaksud dalam Pasial 298 b u r u f 
a mempunya i tugas me laksanakan sebagian tugas 
ketenagakerjaan di bidang bu bungan indust r ia l dan j a m i n a n 
sosial tenaga ker ja berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan u n t u k mewujudkan 
ketenagaan bekerja dan bubungan indust r ia l yamg barmoni^ 
di perusabaan. , 

' Pasa l 300 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 299 , Kepala B idang HulDungan Indust r ia l dan J a m i n a n 
Sos ia l Tenaga Ker ja menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis pembinaan, peneegaban 

penyelesaian perse l is iban bubungan indust r ia l dan 
persyaratan kerja, kelembagaan bubungan indust r ia l dan 
fasi l i tas kesejabteraan pelcerja, pengupaban dan j a m i n a n 
sosia l tenaga ker ja sesua i kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n rencana kegiatan pembinaan, pencegaban 
penyelesedan persel is iban bubungan indust r ia l dan 
persyaratan kerja, kelembagaan bubungan i j idustr ia l dan 
fasi l i tas kesejabteraan pelcerja, pengupaban dan j a m i n a n 
sosia l tenaga ker ja sesuiai kebutuban u n t u k menjadi 
program uni t ; 

e. mengbimpun dan mengelola data yang berkaitem dengaji 
pembinaan, peneegaban, penyelesaian persel is ihaj i 
bubungan industr ia l , persyaratan kerja, kelembagaan 
bubungan indust r ia l dan fasi l i tas kesejabteraan pekerja, 
pengupaban dan j a m i n a n sosial tenaga ker ja sebagai 
database kebutuban progiram uni t ; 

d. me laksanakan sosia l ias i , b imbingan teknisi, monitorin ; 
dan evaluasi terkait pembinaan, pencegabar 
penyelesaian persel isi f ian bubungan indust r ia l . 
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J-. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala- 
kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh 
penyatuan pendapat, 

Il. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga | 

Kerja 

Pasal 298 
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 299 
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial 
Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf 
a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial dan jaminan 
sosial tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan untuk mewujudkan 
ketenagaan bekerja dan hubungan industrial yang harmonis 
di perusahaan. 

Pasal 300 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 299, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamina 
Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis pembinaan, pencegahan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dar 
persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial dar 
fasilitas kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminar 
sosial tenaga kerja sesuai kebutuhan sebagai dasa: 

pelaksanaan tugas, 
b. menyusun rencana kegiatan pembinaan, pencegahan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dar 
persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial dai 
fasilitas kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminai 
sosial tenaga kerja sesuai kebutuhan untuk menjad 
program unit, 

c. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan deng 
pembinaan, pencegahan, penyelesaian perselisih 
hubungan industrial, persyaratan kerja, kelembaga 
hubungan industrial dan fasilitas kesejahteraan pekerja, 
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai 
database kebutuhan program unit: 

d. melaksanakan sosialiasi, bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi terkait pembinaan, pencegahan, 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 
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persyaratan kerja, kelembagaan bubungan indust r ia l dan 
fasi l itas kesejabteraan pekerja, pengupaban dan j a m i n a n 
sosial tenaga ker ja sebagai data base kebutuban program 
uni t ; 

e. me l aksanakan pembinaan, penataan dan pijmberdayaan 
kelembagaan organisasi psker ja dan pengusaba; 

f. me l aksanakan pembinaan dan pemberdayaan s a r a n a 
bubungan indust r ia l dan fasi l i tas kesejabteraan 
pekerja; 

g. me l aksanakan pencegaban dan penyelesaian persel is iban 
bubungan indust r ia l ba ik persel is iban bak, kepentingan, 
persel is iban ser ikat/ organisasi Pemutusan Hubungan 
Ker ja (PHK) u n t u k pemenuban bak daj i kewaj iban 
pengusaban m a u p u n pekiitja; 

b. melakseinakan pembinaan penerapan norma pengupaban 
dan J a m i n a n Sos ia l Tenaga Ker ja ( B P J S Ketcmagakerjaan 
86 B P J S Kesebatan) u n t u k peningkatan kesejabteraan dan 
per l indungan tenaga kerja.; 

i . mele iksanakan sos ia l isas i , monitoring dan eva luas i 
pembayaran tunjangan bar i ray a keagamaan 
d iperusabaan; 

j . me l aksanakan monitoring dan eva luas i terbada]) 
penerapan norma pengupaban dan j a m i n a n sosial tenaga 
ker ja u n t u k peningkatan kesejabteraan dan ]3erlindungan 
tenaga ker ja; 

k. me laksanakan koordinasi , s inkron isas i dengan badan 
penyelenggara j a m i n a n sosial ketenagakerjaein dan badan 
penyelenggara j a m i n a n sosial kesebatan terlcait data dan 
per luasan kepesertaan informal m a u p u n non formal; 

1. me l aksanakan koordinasi , rekomendasi dengan ins tans i 
yang membidangi ketenagakerjaan provinsi terkait prose s 
b u k u m penerapan norma pengupaban dan j a m i n a n sos ia l 
tenaga ker ja u n t u k peningkatan kesejal i teraan dan 
per l indungan tenaga kerjgi; 

m. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan bailc 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; 

n . mengoordinasikan dan mendis t r ibus ikan pe laksanaan 
tugas u n t u k ke lanearan tugas; 

o. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seearn 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

p. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k kelginearan tugas un i t . 

Bagian. Keenam 
B idang Pelat iban Produkti f i tas, Penempatan dan Per luasan 

Kesempatan Ker ja 

Pasa l 3 0 1 
B idang Pelat iban Produkti f i tas, Penempatan d im Per luasa : i 
Kesempatan Ker ja terdir i atas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 
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persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial dan 
fasilitas kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminan 
sosial tenaga kerja sebagai data base kebutuhan program 
unit: 

melaksanakan pembinaari, penataan dan pemberdayaan 
kelembagaan organisasi pekerja dan pengusaha, 
melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sarana 
hubungan industrial dan fasilitas kesejahteraan 
pekerja, 
melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial baik perselisihan hak, kepentingan, 
perselisihan serikat/ organisasi Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) untuk pemenuhan hak dan kewajiban 
pengusahan maupun pekerja, 

. melaksanakan pembinaan penerapan norma pengupahan 
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan 
& BPJS Kesehatan) untuk peningkatan kesejahteraan dan 
perlindungan tenaga kerja, 
melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi 
pembayaran tunjangan hari raya keagamaan 
diperusahaan, 
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhada 
penerapan norma pengupahan dan jaminan sosial tenaga 
kerja untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan 
tenaga kerja, 
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dengan badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan badan 
penyelenggara jaminan sosial kesehatan terkait data dan 
perluasan kepesertaan informal maupun non formal, 
melaksanakan koordinasi, rekomendasi dengan instansi 

yang membidangi ketenagakerjaan provinsi terkait proses 
hukum penerapan norma pengupahan dan jaminan sosial 
tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan dan 
perlindungan tenaga kerja, | 

. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, 

. mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan 
tugas untuk kelancaran tugas, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas unit. 

Bagian. Keenam 
Bidang Pelatihan Produktifitas, Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Pasal 301 

Bidang Pelatihan Produktifitas, Penempatan dan Perluas 
Kesempatan Kerja terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasa l 302 

Kepa la B idang Pelat ihan Produkti f i tas, Penempatan dan 
Per luasan Kesempatan Ker ja sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 3 0 1 b u r u f a mempunyai tugas melaksanal<:an pelat iban 
tenaga ker ja peningkatan produktif i tas tenaga ker ja, 
penempatan tenaga ker ja dan per luasan kesempatan ker ja 
berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u k 
terc iptanya produktif itas ker ja sektor informal dan w i r a u s a b a 
ba ru . 

Pasid 303 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 302 , Kepa la B idang Pelat iban Produkti f i tas, 
Penempatan dan Pe r luasan Kesempatan Ke r j ^ 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebijeikan teknis pelat iban ])roduktifitas|, 

penempatan dan per luasan kesempatan kerja sesuaji 
kebutuban sebagaii dasar pe laksanaan tugas; 

b. mengbimpun data peneari ker ja dan lapangan kerjri 
sesua i j en i s dan t ingkatannya u n t u k mengetabui keadaan 
emgkatam ker ja dan kesempatan kerja; 

e. mengelola data peneairi ker ja dan lapangan ker ja sesuaji 
j en is dam t ingkatannya u n t u k mengetaibui j u m l a l i 
pengangguran dan peneari ker ja; 

d. m e n y u s u n reneana kegiatan pelat iban ]3roduktifitas 
penempatan dam per luasan kesempatan ker ja sesua i 
kebutuban u n t u k menjad i program uni t ; 

e. mensos ia l i sas ikan informasi pasar ker ja mela lu i mediji 
agar masyarakat mengetahuinya; 

f. mengbimpun peneairi ker ja mela lu i pelat iban daiii 
pembinaan u n t u k peningkatan pengeteibuain dap 
keterampi lannya; 

g. menya lu rkan peneari ker ja mela lu i ker ja s a m a antaj" 
Daerab / negara u n t u k penempatannya; 

b. memberdayakan peneari ker ja sesua i minat dan bakajt 
u n t u k mengurangi pengangguran; 

i . member ikan bimbingan teknis bagi tenaga ker ja informajl 
mela lui pelat iban u n t u k menjadi tenaga ker ja mandi r i ; 

j . member ikan pe layanan admin is t ras i per iz inan pendir iab 
lembaga la t iban swas ta dan perusabaan pen§;gerak tenaga 
ker ja sesua i s ta tusnya u n t u k menjamin kepast ian 
b u k u m ; 

k. me l akukan t indakan adm inistrat i f terbadap pelanggarab 
periz inan lembaga la t iban swas ta (LLS) mela lu i 
mekanisme u n t u k penegakkan supremas i b u k u m ; 

1. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasa i i , 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb pi j tunjuk lebil i 
lanjut ; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretarik 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuauji 
u n t u k penyatuan pendapat; 

n . mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i 
bidaingnya u n t u k kelaneai a n tugas; 

o. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas secar^ 
berka la sebagai baban evcduasi; dan 
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Pasal 302 

Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas, Penempatan dan 
Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 301 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelatihan 
tenaga kerja peningkatan produktifitas tenaga kerja, 
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesernpatan kerja 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 

terciptanya produktifitas kerja sektor informal dan wirausaha 
baru. 

Pasal 303 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 302, Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis pelatihan produktifitas, 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. menghimpun data pencari kerja dan lapangan kerja 
sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui keadaan 
angkatan kerja dan kesempatan kerja, 

c. mengelola data pencari kerja dan lapangan kerja sesuai 
jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah 
pengangguran dan pencari kerja, 

d. menyusun rencana kegiatan pelatihan produktifitas, 
penempatan dan perluasan kesempatan kerja sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit, 

e. mensosialisasikan informasi pasar kerja melalui media 
agar masyarakat mengetahuinya, 

f. menghimpun pencari kerja melalui pelatihan dan 

pembinaan untuk peningkatan pengetahuan dan 
keterampilannya, 

g. menyalurkan pencari kerja melalui kerja sama antar 
Daerah / negara untuk penempatannya, 

h. memberdayakan pencari kerja sesuai minat dan bakat 
untuk mengurangi pengangguran, | 

i. memberikan bimbingan teknis bagi tenaga kerja informal 
melalui pelatihan untuk menjadi tenaga kerja mandiri, | 

j-. memberikan pelayanan administrasi perizinan pendiri 
lembaga latihan swasta dan perusahaan penggerak tenag 
kerja sesuai statusnya untuk menjamin kepastian 
hukum: 

k. melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran 

perizinan lembaga latihan swasta (LLS) melalui 
mekanisme untuk penegakkan supremasi hukum, 

l. 'mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebifi 
lanjut, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemu 

untuk penyatuan pendapat, 
n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidangnya untuk kelancaran tugas, 
Oo. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 

berkala sebagai bahan evaluasi, dan
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p. me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh atasaiji 
u n t u k ke lanearan tugas uni t . 

Bag ian Ke l ima 
B idang Koperasi dan U s a h a Keei l Menengah 

Pasa l 304 
B idang Koperasi dan U s a h a Kiecil Menengah terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 305 
Kepala B idang Koperasi dan U s a b a Keei l Menengah 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 304 b u r u f a mempunye i 
tugas di bidang perkoperasian dan u s a b a kec;il menengali 
berdasarkan peraturan perundang-undan: ;an untulc 
terc iptanya penguatan kelembagaan dan pengembangap 
ekonomi kerakyatan . 

Pasa l 306 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 305 B idang Koperasi dan U s a b a Keei l Menengali 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang Icoperasi dab 

U K M sesua i bidang l ingkup kewenangan sebagai pedoman 
pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n rencana kegiatan teknis di bidang koperasi dab 
U K M sesua i bidang linglcup kewenangan iDerdasarksa: i 
pedoman u n t u k menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan pelayanan pembentukan, pcngembanga^ 
dan tata l a k s a n a organisasi koperasi dan UKIM; 

d. me laksanakan kebi jakan teknis fasi l i tasi pembangunar 
pengembangan dan pemlDerdayaan u s a b a koperasi d a i 
U K M ; 

e. m e l a k u k a n pengkajian, penelit ian, pengawasan dab 
eva luas i keb i jakan u n t u k pengembangan usiaba koperasi 
dan U K M ; 

f. me laksanakan pendidikan, penyuluban, sidvokasi dab 
mediasi penyelesaian dan pert imbangan buhaim terbada d 
masa lab yang dibadapi oleb koperasi dan U K M ; 

g. me laksanakan kegiatan teknis di bidang koperasi dab 
U K M sesua i bidang l ingkup kewenangan seeara terpadu 
u n t u k ke lanearan tugas; 

b. mengoordinasikan pe laksanaan tugas d<mgan lintals 
program dan l intas sektor terkait mela lui pertemuap 
u n t u k ke lanearan tugas; 

i . mengonsul tas ikan pe laks imaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk l e b i i 
lanjut ; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban mela l i i i 
pe l impaban u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berkalja 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 
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p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas unit. 

Bagian Kelima 
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Pasal 304 
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menenga 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 huruf a mempunyai 
tugas di bidang perkoperasian dan usaha kecil menenga 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 

terciptanya penguatan kelembagaan dan pengembangan 
ekonomi kerakyatan. | 

Pasal 305 , 

Pasal 306 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 305 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang koperasi dan 

UKM sesuai bidang lingkup kewenangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan teknis di bidang koperasi dan 
UKM sesuai bidang lingkup kewenangan berdasarksan 
pedoman untuk menjadi program unit, 

c. melaksanakan pelayanan pembentukan, pengembangan 
dan tata laksana organisasi koperasi dan UKM, 

d. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi pembangunan, 
pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi dan 
UKM, 

e. melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan d 
evaluasi kebijakan untuk pengembangan usaha koperasi 
dan UKM: 

f. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, advokasi dan 
mediasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhada 
masalah yang dihadapi oleh koperasi dan UKM, 

g. melaksanakan kegiatan teknis di bidang koperasi da 
UKM sesuai bidang lingkup kewenangan secara terpad 
untuk kelancaran tugas, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Ilinta 
program dan lintas sektor terkait melalui pertemuan 
untuk kelancaran tugas, | 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 

lanjut, | 

J-. mendistribusikan tugas kepada bawahan mela 
pelimpahan untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasah 

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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B A B X V 
DINAS PERDAGANGAN DAN P E R I N D U S T R I A N 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 307 
(1) D inas berkedudukan di bawab dan bertanggung jawa l ) 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasial 308 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota me l aksanakan 
U r u s a n Pemerintaban di bidang Perdag;angan dan 
Per industr ian yang menjadi Icewenangan Daerab dan Tugas 
Pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 

Pasa l 309 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 308 , D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. me laksanakan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnys ; 
c. me laksanakan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. me laksanakan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingkun 

tugasnya; dan 
e. me laksanakan fungsi la in yang diber ikan oleb Wal i Kot i 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 310 
S u s u n a n Organisas i D inas terdiri a tas : 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
c. B idang Perdagangan; 
d. B idang Per l indungan Konsumen ; 
e. B idang Per industr ian; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 3 1 1 
Kepa la D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 310 buru f 
a mempunya i tugas di bidang Perdagangan dan i^erindustria i 
berdasarkan perundang-undangan u n t u k k e l a n e a r a i 
pe laksanaan tugas uni t . 

Pasa l 312 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 3 1 1 , Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan kegiatan pembangunan di b i d a n ; 

perdagangan dan per industr ian u n t u k pen ingka ta i 
u s a b a ; 
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BAB XV 
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 307 

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 308 | 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak 
Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dar 

Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 309 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 308, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya: 
b. melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. | 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 310 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

Kepala Dinas, 
Sekretariat, 

Bidang Perdagangan, 
Bidang Perlindungan Konsumen, | 
Bidang Perindustrian, dan | 

Kelompok Jabatan Fungsional. | 
| 

| 
| 
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Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 311 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 hu 
a mempunyai tugas di bidang Perdagangan dan Perindustri 

berdasarkan  perundang-undangan untuk kelancara 
pelaksanaan tugas unit. 

f 

3
5
3
 

Pasal 312 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 311, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan kegiatar pembangunan di bidan 

perdagangan dan perindustrian untuk peningkata 
usaha:
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b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis di bidang Perdagangan dan 
Per industr ian sesua i kebutuban u n t u k peningkatan 
ekonomi Daerab; 

c. m e n y u s u n kebi jakan tekr.is pengembangan Perdagangan 
dan Per industr ian sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

d. mengorganisir pengembangan Perdagcingan dan 
Per industr ian berdasarkan s is tem dan prosedur ker ja 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas uni t ; 

e. mengendal ikan pe laksanaan tugas di bidang Perdagangan 
dan Per industr ian berdasarkan sistem u n t u k tert ibnya 
penerapan tugas organisasi ; 

f. mengarcibkan pe laksanaan s istem pengembangan 
Perdagangan dan Per industr ian berdasarkan program 
u n t u k peningkatan usaba ; 

g. membina pe laksanaan Perdagangan dan Per industr ian 
seeara menye lurub u n t u k ke lancaran tugas unit; 

b. mendis t r ibus ikan tugas sesua i bidang m a s i n g - m a s i n ; 
u n t u k ke lancaran tugas uni t ; 

i . mengawasi pe laksanaan tugas baik interen dan eksteren 
seeara berka la u n t u k efektifitas dan efisiensi kegiatmi 
un i t ; 

j . mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara te:rpadu untulc 
mengetabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

k. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan bailc 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebilji 
lanjut ; 

1, mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan un i t terkaijt 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

m. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t seeara berka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

n . me l akukan tugas pembiantuan dan tugas la in yanri 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lancaran tugas 
ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 313 
Sekretar iat dipimpin oleb Selcretaris D inas yang mempunye i 
tugas me laksanakan penatausabaan di bidang program 
u m u m , kears ipan, kepegawaian dan keuangan berdasarkan 
pera turan perundang-undangan u n t u k ke lancara : ! 
pe laksanaan tugas. 

Pasa l 314 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 313 , Sekretar is D inas menyelenggarakan iungsi : 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang pereneanaab 

program, admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian 
sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n reneana kegiatan un i t sesua i kebutuban untujc 
menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan tugas penyusunan program, pengelolaaji 
admin is t ras i keuangan, pisngelolaan asset, kears ipan dan 
admin i t ras i kepegaweiian berdasarkan pedoman untujc 
tert ibnya admin is t ras i keuangan; 

- 
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b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan 
Perindustrian sesuai kebutuhan untuk peningkatan 
ekonomi Daerah, 

c. menyusun kebijakan teknis pengembangan Perdagangan 
dan Perindustrian sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

d. mengorganisir pengembangan Perdagangan dan 
Perindustrian berdasarkan sistem dan prosedur kerja 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit: | 

e. mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan 
dan Perindustrian berdasarkan sistem untuk tertibnya 
penerapan tugas organisasi, 

f. mengarahkan pelaksanaan sistem pengembangan 
Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan program 
untuk peningkatan usaha, 

g. membina pelaksanaan Perdagangan dan Perindustrian 
secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit: 

h. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masing 
untuk kelancaran tugas unit, 

i. mengawasi pelaksanaan tugas baik interen dan eksteren 

secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan 
unit, 

j. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 

k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

Il. 'mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan | 

n. melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas 
kedinasan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 313 | 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas melaksanakan penatausahaan di bidang progr 
umum, kearsipan, kepegawaian dan keuangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. | 

Pasal 314 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud st 
Pasal 313, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan 

program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit: 

c. melaksanakan tugas penyusunan program. pengelolaan 

administrasi keuangan, pengelolaan asset, kearsipan dan 

adminitrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk 
tertibnya administrasi keuangan, 
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d. me l akukan pembinaan fiegawai seeara berka la untuljc 
peningkatan k iner ja aparsitur; 

e. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara lisaiji 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

f. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepalri 
bidang mela lui rapat/ pertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat; 

g. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban se;suai jabataiji 
u n t u k tert ibnya pelaksemaan tugas; 

b. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berkal^. 
sebagai beiban evaluasi ; dan 

i . mele iksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

i Pasa l 315 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud daleim paseil 313 terdiiji 
a tas : 
a . Kepa la Subbagian Program; dan 
b. Kepeila Subbagiem Admin is t ras i Keuangan, U m u m deuji 

Kepegawaian. 
i 

Pasa l 316 
Kepala Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 315 b u r u f a mempunya i tugas me l aksanakan 
penyusunan progreim berdasarkan petunjulc 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k ke lancaran pelaksanaaiji 
tugas uni t . 

\ Pasa l 317 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 316, Kepa la Subbagiem Program menyelenggaraka^ 
fungsi: 
a . meny iapkan kebijeikem teknis penyusunan progranji 

sesua i kebutuban sebagai dasar peleiksanaaji tugas; 
b. mele iksanakan penyusunan reneana strategis ( renstra 

reneana ker ja (renja), laporan k iner ja in tans i pemerintah 
(LAKIP) , laporan penyelenggaraan Pemerintabem Daerap 
(LPPD) sesua i kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

c. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baijc 
bsan m a u p u n terul is u n t u k beroleb petunjuk lebib l an ju 

d. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la sub . Bag ian mela lu i pertemuan/rapat untulc 
penyatuan pendapat; 

e. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

f. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasial 318 
Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dab 
Kepegawaian sebgaiamana d imaksud da lam Pasial 315 H u r u f 
b mempunya i tugas me l aksanakan pengelolaan admin is t ras i 
keuangan, u m u m , perlengkapan, keeirsipan dan kepegawaia i 
sesua i petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis untulc 
tert ibnya admin is t ras i keuangan, u m u m , perlengkapan, 
kears ipan dan kepegawaian. 
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d. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, | 

e. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

f. mmengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepaik 
bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 315 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 313 terdiri 
atas: 
a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 
b. Kepala Subbagian Admiristrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 

Pasal 316 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 315 huruf a mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan program berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas unit. 

Pasal 317 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 316, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, | 
b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), 

rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah 
(LAKIP), laporan penyelerggaraan Pemerintahan Daer 
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program ri 

c. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 
lisan maupun terulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala sub. Bagian melalui pertemuan/rapat untu 
penyatuan pendapat, 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara sea 
sebagai bahan evaluasi, dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 318 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 
Kepegawaian sebgaiamana dimaksud dalam Pasal 315 Ha an 
b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawai 
sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untu 

tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkap 
kearsipan dan kepegawaian. 
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Pasa l 319 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 318 , Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, U m u m 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan t«;knis pengelolaan admin is t ras i 

keuangan, u m u m , perlengkapan, kears ipan dan 
kepegawaian sesua i kebutuban sebagai dasaj-
pe laksanaan tugas; 

b. me laksanakan penjo isunan reneana pengelolaaji 
admin is t ras i keuangan, u m u m , perlengkapsn, kears ipa j i 
dan kepegawaian berdasarkan pedoraan u n t u 
ke lanearan tugas un i t ; 

e. membuat reneana pengadaan barang inventar is sesuaji 
kebutuban u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 

d. me laksanakan pengelolaan inventar is berdasarkaj i 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang milijc 
un i t ; 

e. me l akukan pemel ibaraan barang inventar is un i t sesuaji 
ke tentuan u n t u k keutubannnya ; 

f. mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagaji 
baban dokumentas i dan msmpermudaj i 
penear iannya; 

g. menyeleksi ars ip sesua i j a n g k a w a k t u u n t u k penyusutar j ; 
b. me l akukan pemusnaban asip mela lu i melcanisme dan 

prosedur u n t u k mengetahui n i la i guna ars ip ; 
i . m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesuai formasi 

u n t u k optimal isasi pe laksanaan tugas uni t ; 
j . membuat u s u l a n permintaan pegawai sesuiu kebutuba j i 

u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas un i t ; 
k . m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesuai petunju 

pe laksanaan/ petunjuF: teknis untulc tert ibny^ 
admin is t ras i kepegawaian; 

1. me l akukan pengelolaan admin is t ras i kepegawaiaji 
mela lui D U K dan nominative u n t u k tertibnya admin is t ras i 
kepegawaian; 

m. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebiji 
lanjut; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala sub . Bag ian mela lu i pertemuan/ rapat untujc 
meya tukan pendapat; 

o. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

p. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Perdagangan 

Pasa l 320 
B idang perdagangan terdiri anas: 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 
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Pasal 319 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 318, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan 
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 
melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan 
dan kepegawaian berdasarkan  pedornan untuk 
kelancaran tugas unit, 

membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit, 
melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan 
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik 
unit, 

melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai 
ketentuan untuk keutuhannnya, 
mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 
bahan dokumentasi dan mempermudah 
pencariannya, 
menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, 
melakukan pemusnahan asip melalui mekanisme dan 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 
menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 
membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit: 
menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk  tertibnya 
administrasi kepegawaian, 
melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui DUK dan nominative untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian, | 
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala sub. Bagian melalui pertemuan/ rapat untu 
meyatukan pendapat, 
menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan | 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Aiasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

| 
Bagian Kelima 

Bidang Perdagangan 

Pasal 320 

Bidang perdagangan terdiri aras: | 
a. 
b. 

Kepala Bidang, dan | 
Kelompok Jabatan Fungsional. |
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Pasa l 3 2 1 

Kepa la B idang Perdagangan sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 320 b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan tuga s 
di bidang perdagangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k pengembangan u s a b a barang dan j a s a . 

Pasa l 322 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 3 2 1 , Kepa la B idang Perdagangan menyelenggarakan 
fungsi: i 
a. mengbimpun kebi jakan teknis di bidang perdagangan 

sesua i kebutuban sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 
b. mengbimpun data usaba. perdagangan sesuai j en i snya 

u n t u k mengetaibui jumlaib peredaran barang dan j a s a ; 
e. menganadisa data u s a b a perdagangan sesuai j en i snya 

u n t u k mengetabui volume perkembangan perdagangan 
da lam/luar negeri; 

d. m e n y u s u n reneana kegiatan di bidang perdagangan 
berdasarkan kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

e. me l akukan pemantauan peredaran penya luran b a r a n ; 
dan j a s a mela lui d is t r ibus i u n t u k mengetabui vo lum e 
a r u s barang yang m a s u k m a u p u n ke luar ; 

f. memantau perkembangan barga barang dan j a s a mela lu i 
dun i a u s a b a u n t u k mengetabui f luktuas i barga; 

g. menginformasikan perkembangan barga barang dan j a s a 
kepada publ ik dan pibiak-pibak yang membutubkan 
mela lu i media sesua i ketentuan yang ber laku; 

b. member ikan advis/rekomendasi teknis perk: inan kepada 
un i t terkait sebagai dasar penerbitan iz in; 

i . member ikan pembinaan kepada pengusaba untulc 
berusaba sesua i ketentuan perundang-undangan yang 
ber laku; 

j . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban s€;suai j aba tan 
u n t u k tert ibnya pelaksancian tugas; 

m. menjrusun laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; 

n . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas uni t . 

Bagian Keenam 
Bidang Per l indungan Konsumen 

Pasa l 323 
B idang Per l indungan Konsumen terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 324 
Kepa la B idang Perlindung;an Konsumen sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 323 b u r u f a mempunya i tugas 
di bidang Per l indungan Konsumen berdasarkgin pa ra turan 
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Pasal 321 

Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 320 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas 
di bidang perdagangan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan untuk pengembangan usaha barang dan jasa. 

Pasal 322 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 321, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan 
fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perdagangan 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 
b. menghimpun data usaha perdagangan sesuai jenisny 

untuk mengetahui jumlah peredaran barang dan jasa, 
c. menganalisa data usaha perdagangan sesuai jenisnya 

untuk mengetahui volume perkembangan perdagangan 
dalam /luar negeri, | 

d. menyusun rencana kegiatan di bidang perdagangan 
berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit: 

e. melakukan pemantauan peredaran penyaluran baran 
dan jasa melalui distribusi untuk mengetahui volume 
arus barang yang masuk maupun keluar, 

f. memantau perkembangan harga barang dan jasa melalui 
dunia usaha untuk mengetahui fluktuasi harga: 

g. menginformasikan perkembangan harga barang dan jasa 
kepada publik dan pihak-pihak yang membutuhkan 
melalui media sesuai ketentuan yang berlaku, 

h. memberikan advis/rekomendasi teknis perizinan kepada 
unit terkait sebagai dasar penerbitan izin, 

i. memberikan pembinaan kepada pengusaha untuk 
berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku: 

ji. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk: | 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemua 
untuk penyatuan pendapat, | 

Il. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas unit. 

Bagian Keenam 
Bidang Perlindungan Konsumen 

Pasal 323 
Bidang Perlindungan Konsumen terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 324 

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen sebagaiman 
dimaksud dalam pasal 323 huruf a mempunyai tuga 
di bidang Perlindungan Konsumen berdasarkan paraturan
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perundang-undangan u n t u k menjamin adanjre kepast ian 
h u k u m serta memberi per l indungan kepada konsumen. 

Pasa l 325 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 324, Kepa la B idang Per l indungan Konsumen 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang ]3erlindungan 

konsumen dan kemetrologian sesua i kebutuban sebagai 
pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengbimpun data produk barang dan j a s a yang beredar 
ser ta data kemetrologian sesua i j en i snya u n t u k 
mengetabui peredaran dan perkembangannnya; 

e. menganal isa data produk barang dan j a s a serta. 
kemetrologian u n t u k mengetabui kua l i t asnya ; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan di bidang ]Derlindungan 
konsumen dan kemetrologian berdasarkan kebutuban 
program uni t ; 

e. me l aksanakan pengawasan terbadap barang; beredar dan 
j a s a serta kemetrologian seeara berka la dan terpadu 
u n t u k tert ibnya u s a b a pierdagangan dan jperlindungan 
konsumen; 

f. m e l a k u k a n koordinasi dengan lembaga penyelesaian 
sengketa konsumen u n t u k menear i so lusi penyelesaian 
sengketa konsumen; 

g. me l aksanakan pembinaaj i teknis kepada pielaku u s a b a 
perdagangan u n t u k tert ibnya peredaran barang/jasa 
ser ta penggunaan Alat U k u r , T a k a r , T imbang dan 
Per lengkapannya (UTTP); 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawabam sesua i jabataui 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara b e r k a l i 
sebagai baban evaluasi ; 

1. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas uni t . 

Bagian. Ketu jub 
B idang Pe;rindustrian 

Pasa l 326 
B idang Per industr ian terdiri Eitas: 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 327 
Kepa la B idang Per industr ian sebagaimana d imaksud d a l a r i 
pasa l 326 b u r u f a mempunya i tugas di bidang l^erindustrian 
berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u c 
pengembangan u s a b a ekonoroi kerakyatan . 

Unit | 
KERUA 
KABAG 
HUKUM 

ASISTEN 

SEKDA 
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perundang-undangan untuk menjamin adanya kepastian 
hukum serta memberi perlindungan kepada konsumen. 

Pasal 325 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 324, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perlindungan 

konsumen dan kemetrologian sesuai kebutuhan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas, 

b. menghimpun data produk barang dan jasa yang beredar 
serta data kemetrologian sesuai jenisnya untuk 
mengetahui peredaran dan perkembangannnya, 

Cc. menganalisa data produk barang dan jasa serta 
kemetrologian untuk mengetahui kualitasnya, 

d. menyusun rencana kegiatan di bidang perlindungan 
konsumen dan kemetrologian berdasarkan kebutuhan 
program unit, 

e. melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar d 
jasa serta kemetrologian secara berkala dan terpadu 
untuk tertibnya usaha perdagangan dan perlindungan 
konsumen: 

f. melakukan koordinasi dengan lembaga penyelesaian 
sengketa konsumen untuk mencari solusi penyelesaian 
sengketa konsumen, 

g. melaksanakan pembinaan teknis kepada pelaku usaha 
perdagangan untuk tertibnya peredaran barang/jasa 
serta penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP), 

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 
i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 

dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas unit. ji 

Bagian. Ketujuh | 
Bidang Perindustrian 

Pasal 326 | 
Bidang Perindustrian terdiri atas: | 
a. Kepala Bidang, dan | 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 327 

Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 326 huruf a mempunyai tugas di bidang Perindustriat 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untu 
pengembangan usaha ekonorni kerakyatan.



! 
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Pasa l 328 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 327 , Kepa la B idang Per industr ian menyelenggarakan 
fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang per industr ian 

sesua i kebutuban sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 
b. mengbimpun data induistri mela lu i tabulas i u n t u k 

mengetabui j u m l a b data industr i ; 
c. mengidenti i ikasi dan mengevaluasi da ta indus t r i sesua i 

j en i s u n t u k mengetabui gambaran perkembangan 
indust r i dan permasalabar inya; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan di bidang per industr ian 
berdasarkan s k a l a perioritas u n t u k menjadi program uni t ; 

e. m e l a k u k a n pengkajian potensi baban b a k u teknis dan 
teknologi dan pemasaran mela lui surve i u n t u k 
mengetabui ke l ayakan pengembangan j en i s u s a b a 
industr i ; 

f. me l akukan sosia l isas i pemgembangan industr i me la lu i 
pertemuan u n t u k peningkatan bas i l produksii; 

g. member ikan bimbingan teknis pengembang;an teknologi 
tepat guna mela lui pe lat iban/penyuluban u n t u k 
peningkatan kua l i t as produk; 

b. me l akukan pengawasan terbadap u s a b a indus t r i u n t u k 
mengetabui pemenuban dan kepatuban terbada]) 
peraturan di bidang ] )er industr ian terlcait dengan 
s tandar i sas i dan per iz inan industr i ; 

i . me l akukan pelayanan dan fasi l i tasi terhadap u s a b a 
indus t r i da lam ba i pememiban s tandar isas i dan per iz inan 
indust r i ; 

j . mengoordinasikan dan memfasi l i tasi usaba -usaba , 
meneari peluang pemasaran dan promosi bas i l produk 
indus t r i me la lu i temu u s a b a dan pameran; 

k. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan 
seeara l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb ] )etunjuk; 

1. mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan sekretari; 5 
dan kepala-kepala bidang mela lui rapat/ pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapcit . 

m. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i j aba tan 
u n t u k tert ibnya pelaksaneian tugas; 

n . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dian 

o. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas. 

B A B X V I 
DINAS KOMUNIKAS I INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 329 
(1) D inas berkedudukan di iDawab dan bertanggung jawa l ) 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepalia D inas . 

UN 

KERJA 

| Asisten 

| Hong Milan al 

SEKIA 

PE
 

S
e
a
 

S
a
n
 n
a
 
B
e
 

- 108 - 

Pasal 328 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 327, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan 
fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perindustrian 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, | 
b. menghimpun data industri melalui tabulasi untuk 

mengetahui jumlah data industri, 
Cc. mengidentifikasi dan mengevaluasi data industri sesuai 

jenis untuk mengetahui gambaran perkembangan 
industri dan permasalahannya, 

d. menyusun rencana kegiatan di bidang perindustrian 
berdasarkan skala perioritas untuk menjadi program unit, 

e. melakukan pengkajian potensi bahan baku teknis dan 
teknologi dan pemasaran melalui survei untuk 
mengetahui kelayakan pengembangan jenis usaha 
industri: 

f. melakukan sosialisasi pengembangan industri melalui 
pertemuan untuk peningkatan hasil produksi, 

g. memberikan bimbingan teknis pengembangan teknologi 
tepat guna melalui pelatihan/penyuluhan untuk 
peningkatan kualitas produk, | 

h. melakukan pengawasan terhadap usaha industri untuk 
mengetahui pemenuhan dan kepatuhan Jai 
peraturan di bidang perindustrian terkait denga 
standarisasi dan perizinan industri, 

i. melakukan pelayanan dan fasilitasi terhadap usaha 
industri dalam hal pemenuhan standarisasi dan perizinan 
industri, 

j- mengoordinasikan dan memfasilitasi usaha-usaha, 
mencari peluang pemasaran dan promosi hasil produk 
industri melalui temu usaha dan pameran, 

k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, | 

Il. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/ pertemua 
untuk penyatuan pendapat . 

m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabat 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkata 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Oo. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas. 

BA3 XVI | 
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 329 | 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. |
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Pasa l 330 

D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota me l aksanakan 
U r u s a n Pemerintaban di B idang Komun ikas i , Informatika, 
Persandian dan Stat is t ik yang menjadi kewenangan Daerab 

Pasa l 3 3 1 
D inas da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud 
dalgim Pasa l 330, menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan teknis di bidang pengelolaan 

informasi dan komuni l :as i publ ik, penyelenggaraan 
stat ist ik sektoral , pengelolaan E-Govemment, domain 
Ins tans i Penyelenggara Negara, Persandian; 

b. penyelengaraan Pola Hubungan ker ja koordinasi 
s inkorn isas i dan Komun ikas i antar Perangkgit Daerab; 

c. pe laksanaan kegiatan di bidang informasi komun ikas i 
publ ik, pengembangan teknologi inforaiasi , serta 
pernyelenggraraan persandian dan stat is i t ik sektoral ; 

d. pengendalian kegiatan di bidang informasi komun ikas i 
publ ik, pengembangan teknologi informasi, serta ta ta 
pernyelenggraraan persandian dan stat is i t ik sektoral ; 

e. pe laksanaan pemantauan, eva luas i dan pela ]3oran B idang 
Pengelolaan Informasi dan Komun ikas i Publ ik , 
Penyelenggaraan Stat is t ik Sektoral , Pengelolaan E-
Govemment, Domain Ins tans i Penyelengg;ara Negara, 
Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komun ikas i Sand i 
antar Perangkat Daerab; dan 

f. pembinaan dan Pelaksana a n tugas di B idang Pengelolaan 
Informasi dan Komun ikas i Publ ik, Penyelenggaraan 
Stat is t ik Sektoral meliputi : 
1. penyelenggaraan Persandian u n t u k Pengamanan 

Informasi pemerintab Daerab provinsi dan 
kabupaten / kota; 

2. penetapan pola bubungan komun ikas i sandi antar 
p e r a n ^ a t Daerab provinsi dan kal:»upaten/kota 
penyusunan keb i jakan Pengamanan Informasi 
pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi; 

3. pengamanan Sistem E lekt ron ik dan pengamanan 
informasi nonelektronik; dan 

4. penyediaan layanan Keamanan Informasi . ( tupoksi 
kab id persandian) . 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 332 
S u s u n a n Organisas i D inas tei-diri atas: 
a . Kepa la D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Informasi dan Komun ikas i Publ ik ; 
d. B idang Ap l ikas i Informatilca; 
e. B idang Persandian dan Stat ist ik; 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
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Pasal 330 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah 

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 330, menyelenggarakan fungsi: 
a. 

Pasal 332 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

Kepala Dinas, 
Sekretariat: 

P
o
n
g
 

| 

Pasal 331 

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaar 
informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraar 
statistik sektoral, pengelolaan E-Government, domain 
Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, 

penyelengaraan Pola Hubungan kerja koordinasi 
sinkornisasi dan Komunikasi antar Perangkat Daerah, 
pelaksanaan kegiatan di bidang informasi komunikas 
publik, pengembangan teknologi informasi, serta 
pernyelenggraraan persandian dan statisitik sektoral, 
pengendalian kegiatan di bidang informasi komunikas 
publik, pengembangan teknologi informasi, serta tatz 
pernyelenggraraan persandian dan statisitik sektoral, 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang 
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 
Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E 
Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, 

Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sand 
antar Perangkat Daerah, clan 
pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaar 
Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraar 
Statistik Sektoral meliputi: 
1. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanar 

Informasi pemerintah Daerah provinsi dan 
kabupaten/kota, 

2. penetapan pola hubungan komunikasi sandi anta 
perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kotz 
penyusunan kebijakan Pengamanar  Informas 
pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, 

3. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan 
informasi nonelektronik, dan 

4. penyediaan layanan Keamanan Informasi. (tupoks 
kabid persandian). 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, 
Bidang Aplikasi Informatika, 
Bidang Persandian dan Statistik, 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

* Pasa l 333 
Kepa la D inas mempunya i tugas me laksanakan u r u s a n 
Pemer intahan Daerah di bidang komun ikas i , in format ika dan 
persandian yang menjadi kiswenangan Daera l i dan tugas 
pembantuan yang diber ikan kepada Daerab. 

' Pasa l 334 
Kepala D inas da lam mela lcsanakan tugas sebagaiman^ 
d imaksud da lam Pasa l 333 , menyelenggarakan iungsi : 
a . m e r u m u s k a n dan menetapkan reneana dan progranji 

ker ja D inas sesua i dengan keb i jakan u m u m Daera l i 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengendal ikan pe laksanaan program dan kegiatab 
kesekretar iatan, Informasi dan Komun ias i Publ ik , Ap l ikas i 
Informatika, Persandian dan Stat is t ik mela lui rapat daj i 
pertemuan u n t u k menyesua ikan tu juan dan rencana y a n 
telab ditetapkan; 

e. mengarabkan dan menyelengarakim tugals 
kesekretar iatan sesua i dengan program yang telaji 
d i tetapkan u n t u k meningkatkan produktifitsis kerja; 

d. menyelenggarakan u r u s a n pemerintaban di bidanri 
informasi dan komun ikas i publ ik, berdasarkan j u k l a k d a i 
j u k n i s u n t u k mengbas i lkan l ayananan in lbrmas i yang 
berkual i tas dan bertanggung jawab; 

e. menyelenggarakan u r u s a i pemer intaban pengembangab 
Ap l ikas i In format ika sesua i dengan kebi jakan dan tata 
kelola, l ayanan admin is t ras i pemerintaban dan publijc 
mela lu i S is tem Pemer intahan Berbas is E lekt ron ik ( S P B E 

f. menyelenggarakan u r u s a n pemerintaban di bidanj; 
Persandian dan stat ist ik sesua i prosedur dan mekanismje 
ber laku u n t u k mewujudkan keterpaduan data sektoral ; 

g. me l aksanakan koordinasi dan s inkron isas i dengab 
ins tans i terkait seeara langsung m a u p u n t idak langsun 
u n t u k mengopti lmalkan program ker ja; 

b. me l akukan pembinaan seeara berka la untuk; peningkataj i 
k iner ja ; 

i . menyelenggarakan monitororing dan e va lua i i 
pe laksanaan tugas seeara berka la u n t u k mengetabui 
t ingkat keberbas i lan program kegiatan; dan 

j . melaporan pe laksanaan tugas seeara periodik sebagai 
dasar pertanggung j awab im tugas. 

Bag ian Keempat 
Sek ie tar ia t 

Pasa l 335 
Sekretar iat dipimpin oleb Selcretaris D inas yang mempunydd 
tugas member ikan pe layanan administrat i f dan teknis yang 
mel iputi pereneanaan, keuangan, u r u s a n tata usab j i , 
perlengkapan r u m a b tangga dan u r u s a n ASN kepada s emua 
u n s u r di l ingkungan D inas . 

UNI 
KERJA 
KABAG 
HUKUM 

SENDA 

U
i
 

—
e
t
 

al
 

- 110 - 

Bagian Ketiga | 
Kepala Dinas 

Pasal 333 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan 
persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 334 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 333, menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan progran 

kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daeral 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatar 
kesekretariatan, Informasi dan Komuniasi Publik, Aplikas 
Informatika, Persandian dan Statistik melalui rapat dat 
pertemuan untuk menyesuaikan tujuan dan rencana yan 
telah ditetapkan, 

c. mengarahkan dan menyelengarakan tuga 
kesekretariatan sesuai dengan program yang telal 
ditetapkan untuk meningkatkan produktifitas kerja, 

d. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
informasi dan komunikasi publik, berdasarkan juklak dan 
juknis untuk menghasilkan layananan informasi yang 
berkualitas dan bertanggung jawab, 

e. menyelenggarakan urusan pemerintahan pengembangan 
Aplikasi Informatika sesuai dengan kebijakan dan tata 
kelola, layanan administrasi pemerintahar: dan publik 
melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

f. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan 
Persandian dan statistik sesuai prosedur dan mekanism 
berlaku untuk mewujudkan keterpaduan data sektoral, 

g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengar 
instansi terkait secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mengoptilmalkan program kerja, 

h. melakukan pembinaan secara berkala untuk peningkatai 
kinerja, 

i. menyelenggarakan monitororing dari evaluasi 
pelaksanaan tugas secara berkala untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan program kegiatan, dan 
melaporan pelaksanaan tugas secara periodik sebagai 
dasar pertanggung jawaban tugas. 
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Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 335 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 

tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang 
meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua 
unsur di lingkungan Dinas. 
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Pasa l 336 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 335 , Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n dan mengkoordinasi penyusu i i an progranji 

dan kegiatan berdasarkan reneana strategi u i i t u k menjadi 
pedoman pe laksanana tugas; 

b. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban se:suai tupoks^ 
mas ing mas ing u n t u k kek inearan pe laksananan tugas; 

e. membina dan mengarabkan pe laksannan tugas seear^ 
berka la u n t u k peningkatan efektifitas kerja; 

d. mengelola admin is t ras i k i juangan berdasarkan prosedur 
dan ketentuan yang be rk iku agar dapat be:rjalan seeara 
efektif dan efesien; 

e. me l aksanakan u r u s a n u m u m , ta ta usaba , barang mili] 
negara dan barang mi l ik Daerab sesua i pei-aturan yan, 
ber laku u n t u k tert ibnya admin is t ras i perkantoran; 

f. me l akukan pembinaan ki jpada aparatur seeara periodiljc 
u n t u k peningkatan kapas i tas ; 

g. me l akukan koordinasi dengan bidang-bid.ang melal i j i 
rapat dan pertemugm u n t u k penyamaan persepsi; 

b. m e l a k u k a n eva luas i kepada bawaban seeara berkal j i 
u n t u k peningkatan kiner ja ; dan 

i . mengarabkan penyusunen laporan pe laksanaan tugak 
berdasarkan bas i l ker ja u n t u k sebagai pertanggung 
j awaban pe laksaan tugas. 

Pasa l 337 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasa l 335 terdiiji 
a tas : 
a . Kepa la Subbagian Pereneimaan dan Keuangim; d m 
b. Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian. 

Pasa l 338 
Kepala Subbagian Pe r enemaan dan Keuangan sebagaimank 
d imaksud da lam Pasa l 337 H u r u f a mempiunyai tugas 
me l aksanakan p e n y u s u n m Pereneanaan dan K e u a n g m , 
m e l a k u k m p e n y i a p m l a p o r m kiner ja , koordinasi 
penyusunan program dan anggaran, melakukgin penyiapap 
pengelo lam k e u m g m , p e n a t a u s a b a m , dar. a k u n t m s : 
p e n y i a p m baban tmgga ipm pemer iksaan, ver i f ikasi 
m g g a r a n dan p e m b u k u m berdasarkan ket( ;ntuan y m 
ber laku u n t u k tert ibnya admin is t ras i . 

Pasa l 339 
Kepala Subbagian Pereneanaan dan Keuangan dalarb 
me laksanakan tugas s ebaga imma d imaksud da lam Passjl 
337 , m e l a k s m a k a n fungsi: 
a . meny iapkan k e b i j a k m teknis penyusunan program dab 

k e u m g m sesua i k e b u t u b m sebagai dasar p e l a k s m a a j i 
tugas; 

b. m e l a k s m a k m koordinasi p e n y u s u n m rencana prograib 
dan mgga ran sesua i kebutuban u n t u k m e n y a m a k a i 
persepsi da lam p e n y u s u n m program d m ar .ggarm; 

c. m e n d i s t r i b u s i k m tugas hiepada b a w a b m s<:suai tupoksi 
mas ing mas ing u n t u k k e l a n c a r m p e l a k s m a n a n tugas; 
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Pasal 336 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 335, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan dan mengkoordinasi penyusunan program 

dan kegiatan berdasarkan rencana strategi untuk menjad 
pedoman pelaksanana tugas, 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi 
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas, 

c. membina dan mengarahkan pelaksannan tugas secar 
berkala untuk peningkatan efektifitas kerja, 

d. mengelola administrasi keuangan berdasarkan sesscauk 
dan ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan secara 
efektif dan efesien, 

e. melaksanakan urusan urnum, tata usaha, barang milik 
negara dan barang milik Daerah sesuai peraturan yang 
berlaku untuk tertibnya administrasi perkantoran, | 

f. melakukan pembinaan kepada aparatur secara periodik 
untuk peningkatan kapasitas, 

g. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang melalui 
rapat dan pertemuan untuk penyamaan persepsi, | 

h. melakukan evaluasi kepada bawahan secara berkala 
untuk peningkatan kinerja: dan | 

i. mengarahkan penyusunan laporan pelaksanaan tuga 
berdasarkan hasil kerja untuk sebagai pertanggun 
jawaban pelaksaan tugas. 

k
i
 

Pasal 337 

ii Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 terd 
atas: | 

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan 
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

an 
Pasal 338 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaim 
dimaksud dalam Pasal 337 Huruf a mempunyai tuga 
melaksanakan penyusunan Perencanaan dan Keuangan, 

melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi 
penyusunan program dan anggaran, melakukan penyiap 
pengelolaan keuangan, penatausahaan, dan akuntansi, 
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi 
anggaran dan pembukuan berdasarkan ketentuan yan 
berlaku untuk tertibnya administrasi. | 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dal 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas 
337, melaksanakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program da 

keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksana: 
tugas, 

b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana progr 
dan anggaran sesuai kebutuhan untuk menyamak 
persepsi dalam penyusunan program dan anggaran, 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi 
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas,
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d. m e n y u s u n reneana ker ja, program dan ke^platan sesua i 
k ebu tuhan u n t u k menjadi program uni t ; 

e. m e n y u s u n pengeloaan keuangan berdasar l cm program 
u n t u k menjadi dokumen pengguna anggaran; 

f. me l aksanakan penatausabaan keuangan a k u n t a n s i dan 
veri f ikasi anggaran berdasarkan data permintaeui 
anggaran u n t u k rea l isas i kegiatan; 

g. menjo isun dokumen pereneanaan DPA, RKi\ , R E N S T R A , 
LPPD , LAK IP , berdasarkan program dan kegiatan untulc 
baban aeuan pe laksanaan tugas; 

b. me laksanakan pengendalian kegiatan dam anggaran 
berdasarkan dokumen pielaksanaan anggaraan u n t u k 
peneapaian rea l isas i kegia tan ; 

i . meny iapkan penyusunan dan pembuatan daftar gaji sertn 
tambaban pengbasi lan bagi pegawai berdasarkan bas l 
eva luas i k iner ja u n t u k reaJisasi gaji dain TPP; 

j . meny iapkan baban pertanggungjawaban pengelolaaji 
keuangan berdasarkan rea l isas i anggaran u n t u k 
terselenggaranya u r u s a n j iemerintaban; dan 

k. me l akukan eva luas i dan pelaporan pe laksar a a n program 
dan anggaran berdasarkan reabsas i angj;aran u n t u k 
peneapaian target kinerja. 

Pasa l 340 
Kepala Subbagian U m u m clan Kepegawaian sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 337 H u r u f b mempiunyai tugas 
me l akukan u r u s a n sura t menyurat , u r u s a n tata usabe , 
kears ipan, u r u s a n admin is t ras i ASN, u r u s a n ]3erlengkapai 
r u m a b tangga, dan penataan barang mi l ik negara. 

Pasa l 3 4 1 
Kepa la Subbagian U m u m dan Kepegawaian da lam 
me laksanakan tugas sebagaimana dimafeisud da lam 
Pasa l 340 , me l aksanakan fungsi: 
a . me laksanakan u r u s a n sura t menyurat berdcisarkan sura t 

m a s u k dan ke luar u n t u k ke lancaran pe laksanaan 
admin is t ras i kepegawaian; 

b. mengelola dokumentas i dan kears ipan b e r d a s a r k a i 
register u n t u k memudalj .kan kembal i da lam p e n c a r i a i 
ars ip ; 

c. me laksanakan u r u s a n kemmabtanggaan, k i jamanan d a i 
ketert iban kantor, berdaseirkan kebutuban u n t u c 
kebutuban un i t ; 

d. mend is t r ibus ikan tugas hiepada bawaban stjsuai tupoksi 
mas ing mas ing u n t u k ke lanearan pe laksananan tugas; 

e. mengumpul laporan k iner ja mela lui daftar p e n i l a i a i 
k iner ja u n t u k menjadi baJian eva luas i k iner ja ; 

f. me l aksanakan u r u s a n kijpegawaian, memti ina apara tur 
dan admin is t ras i kepegawaian berdasarkan beban ker ja 
u n t u k pemenuban pe laksanaan lugas d a i 
tanggungjawab; 

g. memproses admin is t ras i kepegawaian an ta ra l a i i 
penataan j aba tan , anjab, abk, mutas i , c u t , 
pengembangan kar i r , d is ipl in, pengbargaan, kese j a t e raa i 
dan pens iun berdasarkan ketentuan ber laku u n t u k b a c 
dan kewaj iban pegawai; 
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d. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit, 

ec. menyusun pengeloaan keuangan berdasarkan progr 
untuk menjadi dokumen pengguna anggaran, 

f. melaksanakan penatausahaan keuangan akuntansi da 
verifikasi anggaran berdasarkan data ng 
anggaran untuk realisasi kegiatan, 

g. menyusun dokumen perencanaan DPA, RKA, RENSTRA, 
LPPD, LAKIP, berdasarkan program dan kegiatan untu 
bahan acuan pelaksanaari tugas, 

h. melaksanakan pengendalian kegiatan dan soggaran 
berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaraan untu 
pencapaian realisasi kegiatan, | 

i. menyiapkan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta 
tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan hasil 
evaluasi kinerja untuk realisasi gaji dan TPP, 

j. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan berdasarkan realisasi anggaran untu 
terselenggaranya urusan pemerintahan, dan 

k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 
dan anggaran berdasarkan realisasi anggaran untuk 
pencapaian target kinerja. 

Pasal 340 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman: 
dimaksud dalam Pasal 337 Huruf b mempunyai tuga 
melakukan urusan surat menyurat, urusan tata usaha, 
kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan 
rumah tangga, dan penataan barang milik negara. 

Pasal 341 | 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dal 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ta 
Pasal 340, melaksanakan fungsi: 
a. melaksanakan urusan surat menyurat berdasarkan surat 

masuk dan keluar untuk kelancaran pelaksanaa 
administrasi kepegawaian, 

b. mengelola dokumentasi dan kearsipan berdasarka 
register untuk memudahkan kembali dalam pencariah 
arsip, 

c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dah 
ketertiban kantor, berdasarkan kebutuhan untu 

kebutuhan unit, 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi 
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas, | 

e. mengumpul laporan kinerja melalui daftar penilaian 
kinerja untuk menjadi bahan evaluasi kinerja, | 

f. melaksanakan urusan kepegawaian, membina aparatur 
dan administrasi kepegawaian berdasarkan beban ser 
untuk pemenuhan pelaksanaan tugas 
tanggungjawab, . 

g. memproses administrasi kepegawaian antara 
penataan jabatan,  anjab,  abk, mutasi, 

pengembangan karir, disiplin, penghargaan, kesejateran 
dan pensiun berdasarkan ketentuan berlaku untuk ha 
dan kewajiban pegawai,
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h . memproses admin is t ras i pengembangan kEirier, mela lu i 
bimbingan teknis, d ik lat u n t u k Pening;katan S D M 
Aparatur ; dan 

i . me l akukan evaluas i dan penyusunan laporab 
pe laksanaan tugas berdasarkan bas i l kerja u n t u c 
peneapaian kiner ja . 

Bag ian Ke l ima 
B idang Informasi dan Komun ikas i Publ ik 

I 
P asa l 342 

B idang Informasi dan Komun ikas i Publ ik terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal. 

i 
Pasa l 343 

Kepa la B idang Informasi dan Komunilcasi Publ ik 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 342 b u r u f a mempunys i 
tugas meny iapkan baban pe rumusan dan pe laksanaa i 
kebi jakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kr i t e r ia 
ser ta pemantauan, eva luas i dan pelaporan, t e r k a t 
pengelolaan informasi dan opini publ ik, pengelolaan media 
komun ikas i publ ik dan me laksanakan layanan informasi 
komun ikas i publ ik. 

Pasa l 344 
Kepala B idang B idang Info rmasi dan Komun ikas i Publ ik 
da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 343 , menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n reneana dan program ker ja sesua i dengaji 

reneana ker ja sebagai pec oman pe laksanaan tugas; 
b. mengendal ikan program cian kegiatan di B idang In fo rma i i 

dan Komun ikas i Publ ik mela lu i rapat dan p e r t e m u a i 
u n t u k menyesua ikan tu juan dan rencana yang telaji 
ditetapkan; 

e. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i tupok j i 
mas ing mas ing u n t u k ke lanearan pe laksananan tugas; 

d. m e n y u s u n baban koordinasi pengeloaan informasi dajn 
opini publ ik berdasarkEin ketentuan peraturan yang 
ber laku sebagai petunjuk pe laksanaan tugas; 

e. me laksanakan layanan pengelolaan informasi dan opirki 
publ ik l intas sektoral pemerintab Daerab dan l ingku 
nas iona l berdasarkan j u k l a k / j u k n i s ketentuan u n t u k 
mendukung pembuatan l<:eputusan dan komun ikas i yang 
efektif; 

f. menyelenggarakan surve i , j a j ak pendapat, d im monitorinlg 
i s u publ ik di media m a s a dan media sosial sesuid 
kebutuban sebagai dasar penetapan i s u prioritas; 

g. me l akukan pengolaban dan ana l i s is data informasi dajn 
opini publ ik berdasarkan s k a l a prioritas sebagai babajn 
informasi da lam pengamtdlan keputusan ; 

b. menjrusun baban pengkeijian pengelolaan informasi dajn 
opini publ ik berdasark im j u k l a k dan j u k n i s u n t u k 
pedoman pe laksanaan tugas; 
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h. memproses administrasi pengembangan karier, melalui 
bimbingan teknis, diklat untuk Peningkatan SDM 
Aparatur, dan 

i. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan tugas berdasarkan hasil kerja untuk 
pencapaian kinerja. 

Bagian Kelima 
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Pasal 342 
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 343 
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 342 huruf a mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait 
pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan media 
komunikasi publik dan melaksanakan layanan informasi 
komunikasi publik. 

Pasal 344 

Kepala Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 343, menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan rencana dan program kerja sesuai dengan 

rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, | 
b. mengendalikan program dan kegiatan di Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik melalui rapat dan pertemuan 
untuk menyesuaikan tujuan dan rencana yang telah 
ditetapkan, 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi 
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas, 

d. menyusun bahan koordinasi pengeloaan informasi da 
opini publik berdasarkan ketentuan peraturan y 
berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan tugas, 

e. melaksanakan layanan pengelolaan informasi dan opini 
publik lintas sektoral pemerintah Daerah dan lingku 
nasional berdasarkan juklak/juknis ketentuan untu 
mendukung pembuatan keputusan dan komunikasi yang 
efektif: | 

f. menyelenggarakan survei, jajak pendapat, dan monitoring 
isu publik di media masa dan media sosial sesuai 
kebutuhan sebagai dasar penetapan isu prioritas, 

g. melakukan pengolahan clan analisis data informasi da 
opini publik berdasarkan skala prioritas sebagai baha 
informasi dalam pengambilan keputusan, 

h. menyusun bahan pengkajian pengelolaan informasi dan 
opini publik berdasarkan juklak dan juknis untuk 
pedoman pelaksanaan tugas,
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i 
i . menyelenggarakan penguatan kapas i tas sumber dayi . 

komun ikas i publ ik, pe layanan informasi publik 
bubungan media dan kebumasan , berdasarkan 
kebutuban, u n t u k meningkatkan sumber daya m a n u s i a 
yang berkompoten di bidangnya; 

j . me l aksanakan program pengelolaan informasi dab 
komun ikas i publ ik pemerintab Daerab berdasarkan 
pengolaban informasi yang berbasis teknologi informasi 
sebagai alat ban tu pengambilan informasi ; 

k. me laksanakan pemantauan dan eva luas i di b idan 
pengelolaan informasi dsin opini publ ik di l ingkungab 
pemerintab Daerab berdasarkan observasi, jajaJc 
pendapat, surve i , dan ksinal website resmi pemerintaj i 
pusat/Daerab, agar meminimal is i r i s u negatif; dan 

1. me laksanakan monitoring, evsduasi dan pelaporab 
pels iksanaan program ker ja dsin tugas bidang informasi 
dan komun ikas i publ ik; 

Bag ian ke l ima 
B idang Ap l ikas i In format ika 

' Pasa l 345 
B idang Apl ikas i In format ika terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

• Pasial 346 
Kepala B idang Apl ikas i In format ika sebagaimana d imaksud 
da lam pasa l 345 b u r u f a me l aksanakan tugsis penyiapan 
pe rumusan dan pe laksanaan kebi jakan, penyusunan norms , 
standar, prosedur dan kr i ter ia , dan pemberian bimbingan 
teknis dan superv is i , sertsi pemantauan, evaluasi , dan 
pelaporan di bidang l ayanan in f ras tuktur dasai- data eentei, 
disaster recovery center 85 T I K , l ayanan pengembangai 
intranet dan penggunaan akses internet, l ayanan system 
komun ikas i i n t r a pemerintafi , l ayanan keamar ian informas i 
E-Govemment, l ayanan manajemen data b e r d a s a r k a i 
ketentuan yang ber laku u n t u k mendukung implementasi 
S is tem Pemerintaban Berbas is E lek t ron ik (SPBE)). 

Pasa l 347 
Kepala B idang Apl ikas i In format ika da lam me laksanakab 
tugas sebagaimana d imaksud dsdam Pasa l 34p, 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n reneana dan program ker ja sesua i dengaji 

reneana ker ja sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 
b. mengendal ikan program dan kegiatan di bidang Ap l i ka j i 

In format ika dan mela lu i rapat dan pertemuan u n t u c 
menyesua ikan tu juan dan reneana yang telab ditetapkar .; 

e. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i tupok j i 
mas ing mas ing u n t u k ke lanearan pe laksananan tugas; 

d. me laksanakan L a y a n a n pengembangan dan pengelolaab 
ap l ikas i berdasarkan kc:tentuan yang ber laku untujc 
terselenggaranya l ayanan S P B E ; 
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i. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, 
hubungan media dar kehumasan, berdasarkan 

kebutuhan, untuk meningkatkan sumber daya manusia 
yang berkompoten di bidangnya, 

j- melaksanakan program pengelolaan informasi dan 
komunikasi publik pemerintah Daerah berdasarkan 
pengolahan informasi yang berbasis teknologi informasi 
sebagai alat bantu penganabilan informasi, 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengelolaan informasi dan opini publik di lingkungan 
pemerintah Daerah berdasarkan observasi, jajak 
pendapat, survei, dan kanal website resmi pemerintah 
pusat/Daerah, agar meminimalisir isu negatif, dan 

Il. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program kerja dan tugas bidang Be | 
dan komunikasi publik, 

Bagian kelima 
Bidang Aplikasi Informatika 

Pasal 345 
Bidang Aplikasi Informatika terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 346 

Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 345 huruf a melaksanakan tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, 
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, layanan system 
komunikasi intra pemerintah, layanan keamanan informasi 
E-Government, layanan manajemen data berdasarkan 
ketentuan yang berlaku untuk mendukung implementasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBEL). 

Pasal 347 
Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan rencana dan program kerja sesuai dengan 

rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 
b. mengendalikan program dan kegiatan di bidang Aplikasi 

Informatika dan melalui rapat dan pertemuan Kntuk 
menyesuaikan tujuan dan rencana yang telah ditetapk 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi i 
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas, 

d. melaksanakan Layanan pengembangan dari pengelola 
aplikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untu 
terselenggaranya layanan SPBE, 
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e. me laksanakan Layanan. Pemberdayan Informat ika 
berdasarkan ketentuaj i yang ber laku untulc 
terselenggaranya S P B E ; 

f. me l akukan pembinaan ki jpada aparatur seeara periodijc 
u n t u k peningkatan kapas i tas ; 

g. me l akukan koordinasi dem s inkron isas i seeara interna l 
m a u p u n eksterna l me la lu i rapat dan pertemuan untulc 
penyamaan persepsi; 

b. me l akukan ker ja s a m a dengan ins tans i teknis terkajt 
u n t u k memperoleb kelanciaran tugas lainnyei; dan 

i . me l aksanakan pemantauan, eva luasi , dan pelaporaji 
pe laksanaan tugas seeara berka la u n t u k akuntabi l i tas . 

Bag iar Keenam 
Bidang Persandian dan Stat is t ik 

' Pasa l 348 
B idang Persandian dan stat is t ik terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Kepala Seks i Persandian; dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 349 
Kepa la B idang Persandian dan Stat is t ik sebagaimank 
d imaksud da lam Pasa l 348 b u r u f a mempiunyai tugas 
me l aksanakan penyiapan pe rumusan dan p e l aksanaa i 
kebi jakan, persandian, penda.taan dan eva luas i data s ta t i s t i c 
sektoral serta pengelolaan Data dan d iseminas i s ta t is t i c 
sektoral sesua i j u k l a k dam j u k n i s u n t u k memperoleb dayp 
guna dan bas i l guna yang optimal. 

Pasa l 350 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana di m a k s u d dalarb 
Pasa l 349, Kepa la Bidar.g Persandian dan Sta t i s t i c 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n rencana dan program ker ja sesua i dengaji 

reneana ker ja sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 
b. mengendal ikan program dan kegiatan di b idan 

persandian, stat is t ik dan mela lui rapat dan p e r t e m u a i 
u n t u k menyesua ikan tu juan dan reneana yang telaji 
ditetapkan; 

c. mendis t r ibus ikan tugas! kepada bawaban sesudi 
tupoks i mas ing mas ing u n t u k ke lancaran pe l aksanana i 
tugas 

d. m e r u m u s k a n kebi jakan di bidang persandian dab 
stat is t ik sektoral berdasarkan j u k n i s u n t u k menjaqi 
pedoman pe lasanaan tugas; 

b. me l aksanakan kebi jakan di bidang persandian dab 
stat ist ik sektoral berdasarkan ketentuan u n t u k 
pengamanan informasi; 

e. me laksanakan tata kelola persandian me4alui systeib 
sand i dan ap l ikas i u n t u k menjamin keamana j i 
informasi; 
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e. melaksanakan Layanan  Pemberdayan Informatika 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 
terselenggaranya SPBE, 

f. melakukan pembinaan kepada aparatur secara periodik 
untuk peningkatan kapasitas, 

g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara internal 
maupun eksternal melalui rapat dan pertemuan untuk 
penyamaan persepsi, 

h. melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait 
untuk memperoleh kelancaran tugas lainnya, dan 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas secara berkala untuk akuntabilitas. 

Bagian. Keenam 
Bidang Persandian dan Statistik 

Pasal 348 
Bidang Persandian dan statistik terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kepala Seksi Persandian, dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 349 

Kepala Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 343 huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, persandian, pendataan dan evaluasi data statistik 
sektoral serta pengelolaan Data dan diseminasi statistik 

sektoral sesuai juklak dan juknis untuk memperoleh daya 
guna dan hasil guna yang optimal. 

Pasal 350 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dala 
Pasal 349, Kepala Bidang Persandian dan Statistik 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan rencana dan program kerja sesuai deng 

rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 
b. mengendalikan program dan kegiatan di bidan 

persandian, statistik dan melalui rapat dan pertemuan 
untuk menyesuaikan tujuan dan rencana yang telal 
ditetapkan, | 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
tupoksi masing masing untuk kelancaran Li 
tugas 

d. merumuskan kebijakan di bidang persandian da 
statistik sektoral berdasarkan juknis untuk menjadi 
pedoman pelasanaan tugas, 

b. melaksanakan kebijakan di bidang persandian dai 
statistik sektoral berdasarkan ketentuan untek 
pengamanan informasi, 

c. melaksanakan tata kelola persandian melalui system 
sandi dan aplikasi untuk menjamin Se aan 
informasi:
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d. me laksanakan sumber daya persandian dengan e a r i 
pendidikan dan pelatibim u n t u k pe laks imaan j a r i n ; 
k o m u n i k k a s i sandi dan pcmgamanan informasi; 

e. mengarabkan pe laksanaan pendataan cian eva luas i 
stat ist ik sektoral sesua i j u k n i s u n t u k ke lancaran tugas; 

f. mengendadikan pengelolaan Da ta dan diseminasi s tat is t ik 
sektoral sesua i j u k n i s u n t u k memperoleb dokumen ba i c 
seeara m a n u a l m a u p u n digital; 

g. me l akukan pembinaan ki ;pada apara tur seeara periodijc 
u n t u k peningkatan kapas i tas ; 

b. me l akukan koordinasi dan s ingkronisas i baik in temdl 
m a u p u n eksternal mela lu i rapat dan pertemuan untujc 
penyamaan persepsi; 

i . me l akukan ker ja s a m a dengan ins tans i teknis terkajt 
u n t u k memperoleb kelanc;aran tugas lainnyti ; dan 

j . me l aksanakan pemantauan, eva luasi , dan pelaporaji 
pe laksanaan tugas seeara berka la u n t u k akuntabi l i tas . 

Pasa l 3 5 1 
Kepala Seks i Persandian sebagaimana d imaksud da lam Pasdl 
348 b u r u f b mempunya i tugas me laksanakan tata Kelola d a i 
sumber daya persandian berdasarkan j u k n i s u n t u c 
pengamanan informasi . 

Pasa l 352 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana di m a k s u d dalari i 
Pasa l 3 5 1 , Kepa la Seks i Persandian menyelenggarakaji 
fungsi: ! 
a . m e n y u s u n rencana kegiatan persandian sesudi 

kebutuban u n u k menjadi program uni t da lam rangka 
operasional isasi j a r ing Icomunikasi sandi p emer in t a i 
Daerab; 

b. mendistr ibusi tugas kepada bawaban berdasarkan tugajs 
dan fungsi u n t u k ke lanearan program dan kegiatan; 

c. m e n y u s u n kebi jakan teknis persandian berdasarkaj i 
j u k n i s sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

d. memproses k i r im terima., penyimpanan, j iemanfaatar 
dan pengbaneuran informasi berdasarkan k las i f ikas i 
u n t u k keamanan informasi; 

e. menganal isa dan mengelola kebutuban sumber dayja 
keeimanain informasi be i 'dasarkan standaj- p e r s a n d i a i 
u n t u k mengetabui peningkatan sistem perssmdian; 

f. me l aksanakan fasi l i tasi pengamanan informasi yanjg 
berbasis elektronik u n t u k memperoleb sert i f ikasi ; 

g. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanju t 
da lam me laksanakan tugas; 

b. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan para kepalb 
seks i mela lui rapat/pertemuan u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat da lam me laksanakan tugas; 

i . m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seearja 
berka la sebagai baban eviduasi . 
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d. melaksanakan sumber daya persandian dengan cara 
pendidikan dan pelatihan untuk pelaksanaan jaring 
komunikkasi sandi dan pengamanan informasi: 

e. mengarahkan pelaksanaan pendataan dan evaluasi 
statistik sektoral sesuai juknis untuk kelancaran tugas, 

L, mengendalikan pengelolaan Data dan diseminasi statistik 
sektoral sesuai juknis untuk memperoleh dokumen baik 
secara manual maupun digital, 

g. melakukan pembinaan kepada aparatur secara periodik 
untuk peningkatan kapasitas, 

h. melakukan koordinasi dan singkronisasi oaik internal 
maupun eksternal melalui rapat dan pertemuan untuk 
penyamaan persepsi, 

i. melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait 
untuk memperoleh kelancaran tugas lainnya, dan 

j-. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas secara berkala untuk akuntabilitas. 

Pasal 351 
Kepala Seksi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
348 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tata Kelola dan 
sumber daya persandian berdasarkan juknis untuk 
pengamanan informasi. 

Pasal 352 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam 
Pasal 351, Kepala Seksi Persandian menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyusun rencana kegiatan persandian sesuai 

kebutuhan unuk menjadi program unit dalam rangka 
operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah 
Daerah, 

b. mendistribusi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas 
dan fungsi untuk kelancaran program dan kegiatan, 

c. menyusun kebijakan teknis persandian berdasarkan 
juknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. memproses kirim terima, penyimpanan, pemanfaatari, 

dan penghancuran informasi berdasarkan klasifikasi 
untuk keamanan informasi: | 

e. menganalisa dan mengelola kebutuhan sumber day 
keamanan informasi berdasarkan standar persandi 
untuk mengetahui peningkatan sistem persandian, | 

f. melaksanakan fasilitasi pengamanan informasi yang 
berbasis elektronik untuk memperoleh sertifikasi: 

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih an 
dalam melaksanakan tugas, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepal. 
seksi melalui rapat/pertemuan untuk benyatiah 

pendapat dalam melaksanakan tugas, | 
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 

berkala sebagai bahan evaluasi. |
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B A B X V l l 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN T E R P A D U 

S A T L P INTU 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 353 
(1) D inas berkedudukan di laawab dan bertanggung jawaj ) 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 354 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota dalari i 
me laksanakan u r u s a n pemerintaban di bidang; penanamap 
modal dan pe layanan terpadui sa tu p intu . 

Pasa l 355 
Dadam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 354, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . me l akunan penyusunan dan pe rumusan kebijakauji 

di bidang penanamam modal dan pe layanan terpadu satiji 
p in tu ; 

b. pe laksanaan kebi jakan di bidang penanaman modal daj i 
pe layanan terpadu sa tu p intu ; 

c. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan di bidang 
penanaman modal dan pe layanan terpadu s a t u p in tu ; 

d. pe laksanaan admin is t ras i d inas di bidang penanamaj i 
modal dan pelayanan terpaadu sa tu p intu ; dan 

e. pe laksanaan fungsi l a in oleb Wal i Kota di bidang 
pensmaman modal D a n pt;layanan terpadu s a t u p intu . 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 356 
S u s u n a n Organisas i D inas terdir i atas: 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretariat ; 
e. J a b a t a n Fungs iona l Penata Kelola Penanamim Modal; 
d. J a b a t a n Fungs iona l Penal a Per iz inan; dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 357 
Kepala D inas mempunya i tug;as di bidang penanaman mod£.l 
dan pe layanan terpadu s a t u p in tu sesua i petunju c 
pe laksanaan dan petunjuk teknis . 

Pasa l 358 
Da l am meleiksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 357 , Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan pengoordinasian, integrasi, s ingkronisar i 

dan s impl i l ikas i kegiatan ba ik da lam l ing tnngan d inas 

D
E
 

- 117 - 

BAB XVII 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | 

SATU PINTU 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 353 

(l) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 354 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Pasal 355 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 354, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. melakunan penyusunan dan perumusan kebijakan 

di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu, 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu, 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpaadu satu pintu, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain oleh Wali Kota di bidang 

penanaman modal Dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 356 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
Kepala Dinas, 
Sekretariat, 

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, 

Jabatan Fungsional Penata Perizinan, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. P

R
O
P
 

| 
| 
| 

| 

Bagian Ketiga | 
Kepala Dinas | 

Pasal 357 | 
Kepala Dinas mempunyai tugas di bidang penanaman mod 
dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai petunju 
pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Pasal 358 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 357, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan pengoordinasian, integrasi, Tngkons 

dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan din |
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penanaman modal dan pelayanan terpadu s a t u p in tu 
m a u p u n dengan ins tans i / un i t ker ja la in yang terkait ; 

b. mengoordinasikan peremcanaan dan pe rumusan 
kebi jakan teknis di bidang penanaman modal dan 
pe layanan terpadu sa tu p].ntu; 

c. me laksanakan pembinaan dan pengawasan pe layanan 
admin is t ras i ke ta tausahaan mel iput i u r u s a n u m u m , 
kepegawaian, keuangan ser ta r encana dan program; 

d. me laksanakan pemantauan, pembinaan dan eva luas i 
penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan 
pe layanan terpadu s a t u p in tu ; dan 

e. member ikan s a r a n dan a tau pert imbangan kepada Waji 
Kota tentang t indakan yang per lu diambi l da lam bidang 
tugasnya. 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 359 
Sekretar iat dipimpin oleh Sekretar is D inas yang mempunysji 
tugas me laksanakan pe rumusan reneana, penglcoordinasian, 
pe laksanaan kebi jakan, ] )emantauan, eva luas i serta 
pelaporan mel iput i pembinaan keta tausabaan, keuangan, 
kerumabtanggaan, ker ja sama, kears ipan, dokumen 
keorganisasian dan ke ta ta laksanaan, kebumasan , 
kepegawaian, dan pe layanan admin is t ras i di l ingkungaj i 
D inas . 

Pasa l 360 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 359 , Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . pengoordinasian kegiatan di l ingkungan dinas; 
b. pengoordinasian dan penyusunan reneana dan prograiji 

ker ja di l ingkungan dinas; 
e. pembinaan dan pemberign dukungan adminst ras i yang 

mel iputi ke ta tausabaan, kepegawaian, organisasi dan tat i 
l aksana , keuangan, kf ;rumabtanggan, Icerja same, 
bubungan masyarakat , protokol, ars ip , perpustgikaan dap 
dokumentas i di l ingkungan d inas ; 

d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi 
dan tata l a k s a n a di l ingkungan d inas; 

e. pengoordinasian dan pen/nsunan pera turan perundang 
undangan di l ingkungan d inas; 

f. pengoordinasian pe laksanaan s istem pengendalian interj i 
pemerintab dan pengelolaan informasi dan d okumentas i 

g. penyelenggaraan pengelolaan barang mi l ik Daera j i 
di l ingkungan d inas ; 

b. pe laksanaan monitoring, eva luas i dan pelaporan sesueji 
dengan l ingkup tugasnya; dan 

i . pe laksanaan fungsi ked inasan la in yang diber ikan oleji 
pemimpin. 

Pasa l 3 6 1 
(1) Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasa l 359 

terdiri a tas : 
a . Subbagian U m u m ; daj i 
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penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
maupun dengan instansi / unit kerja lain yang terkait, | 

b. mengoordinasikan perencanaan dan perumusan 
kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu, 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan 
administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum, 
kepegawaian, keuangan serta rencana dan program, 

d. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi 

penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu, dan 

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Wali 
Kota tentang tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 359 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, 
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta 
pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, 

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, 
kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan 
Dinas. 

Pasal 360 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 359, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan dinas, 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program 

kerja di lingkungan dinas: 
c. pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi yan 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tat 
laksana, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, protokol, arsip, perpustakaan d 
dokumentasi di lingkungan dinas, 

d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana di lingkungan dinas, 
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan di lingkungan dinas, 
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi 
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daer 

di lingkungan dinas, 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 
dengan lingkup tugasnya, dan 

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan ole 
pemimpin. 

Pasal 361 | 
(l) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 

terdiri atas: 
a. Subbagian Umum, dan
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b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
(2) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f a , 

dipimpin oleb seorang Kepa la Subbagian yang berada di 
bawab dan bertanggung j j iwab kepada Sekretar is ; 

(3) Kelompok J a b a t a n Fungs iona l sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) b u r u f b, da lam me laksnakan tugas dan 
fungsi koordinasi ser ta ptmgelolaan kegiatan Sekretar iat 
sesua i dengan ruang l ingkup tugasnya dan 
bertanggung]'awab kepada Sekretar is . 

Pasa l 362 
(1) Subbagian U m u m sebagcdmana d imaksud da lam Pasa l 

3 6 1 ayat (1) b u r u f a mempunya i tugas me l akukan 
penjdapan baban pe rumusan , pengkoordinasian, 
pe laksanaan, pemantauan, eva luas i serta pelaporan 
dibidang u m u m . 

(2) Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) Subbagian U m u m menyelenggarakan fungsi: 

a . meny iapkan baban reneana ker ja dan keigiatan ser ta 
anggaran dibidang u m u m dan kepegawaian; 

b. meny iapkan baban pe rumusan keb i jakan teknis dibidani; 
u m u m dan kepegawaian; 

e. meny iapkan baban koordinasi pe laksanaen keb i jakan 
teknis dibidang u m u m dai i kepegawaian; 

d. meny iapkan baban pengelolaem keta tausabaan; 
e. menyiapkem beiban pengelolaan kerumabtanggaan dan 

barang mi l ik Daerab; 
f. meny iapkan babein ker jasama, k ebumasan dan 

keprotokolan; 
g. meny iapkan babein pengel o laan kears ipan d im dokumen 
b. meny iapkan baban pe laksanaan organisasi dan ta ta 

l aksana ; 
i . meny iapkan baban pengelolaem kepegawaian; 

j . meny iapkan baban pengelolaan data dan informasi; 
k. menyiapkem baban pe layanan admin is t ras i di l ingkungan 

D inas ; 
1. meny iapkan baban pengelolaan keuangan; 
m. meny iapkan baban penatausabaem keuangan; 
n . meny iapkan baban pe laksanaan s istem pengendalian 

intern pemerintab; 
o. meny iapkan baban pengelolaem a k u n t a n s i dan pelaporeui 

keuangan di l ingkungan D inas ; dan 
p. meny iapkan baban eva luas i dan pelaporan di b i d a n ; 

u m u m . 

Pasial 363 
(1) Kelompok J a b a t a n Fungs iona l terdir i atas j en i s Jabateui 

Fungs iona l sesua i dengan bidang keabliem deui 
ketereimpilan yang ditetapkan dan d i l aksanakan sesua i 
dengan ketentuan peratuiem perundang-undangan. 

(2) J en j ang dan j u m l a b kielompok Jaba tan Fongsionel 
sebagaimana ditetapkan berdaseirkem kebutuban, ana l i s i s 
j aba tan , dan anedisis bab im ker ja. 

(3) Kelompok J a b a t a n Fungs iona l me laksanakan fungsi dan 
tugas pelayanan fungsional berdasarkan keabl ian dan 
keterampi lan tertentu. 
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b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaria dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dalam melaksnakan tugas dan 
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat 
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. | 

Pasal 362 
(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa 

361 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan,  pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 
dibidang umum. | 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi: | 

a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan Sen 
anggaran dibidang umum dan kepegawaian, 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 
umum dan kepegawaian, 

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
teknis dibidang umum dan kepegawaian, 

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan, 
e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan 

barang milik Daerah, 
f. menyiapkan bahan kerjasama, kehumasan dan 

keprotokolan, | 

g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen, 
h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata 

laksana, 

i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian, 
j- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi, 
k. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan 

Dinas: | 

l. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, | 
m. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan, | 
n. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem sengendalian 

intern pemerintah, | 
Oo. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporar 

keuangan di lingkungan Dinas, dan 
p. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 

umum. 

Pasal 363 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jenis Jabat 

Fungsional sesuai dengan bidang keahlian d 
keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fongsiona 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisi: 
jabatan, dan analisis bahan kerja. | 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi d 
tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian d 
keterampilan tertentu.
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(4) Pejabat fungsional mu la i melaksaneikan fungsi dan tuga 3 
terbitung sejak d i l a k u k a n pe lant ikan. 

(5) Pada kelompok J a b a t a n Fungs iona l y a n ; 
menyelenggarakan fungsi pe layanan terpadu sa tu p in tu 
dapat dibentuk t im teknis sesua i dengan kebutuban 
pelayanan periz inan berusaba dan nonperiz inan. 

(6) T i m Tekn i s sebagaimana d imaksud pada ayat (5) 
di tetapkan dengan Kepu tusan Wal i Kota. 

Bag ian Ke l ima 
J a b a t a n Fungs iona l Penata Kelola Penanaman Modal 

Pasa l 364 
J a b a t a n Fungs iona l Penata Kelola Penaneiman Model 
mempunyed tugas me laksanakan kegiatan T a t a Kelola 
Penanaman Modal. 

Pasa l 365 
D a l a m mele iksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 364, J a b a t a n Fungs i cna l Penata Kelola P e n a n a m a i 
Modal menyelenggarakan fungsi: 
a . pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana u m u n , 

reneema strategis dan reneana p imgembangai 
penaneiman modal l ingkup Daerab berdasarkan sektor 
u s a b a m a u p u n wi layab; 

b. pengkajian, penyusunan dan p e n g u s u l a i 
deregulasi/kebi jakan penanaman modal l ingkup Daerab; 

c. pengembangein potensi dan peluang penanaman model 
l ingkup Daerab dengan memberdayakan badan u s a b a 
mela lu penanaman modal an ta ra la in men ingka tka i 
kemi t raan dan daya sa ing penanaman modal l ingku D 
Daerab; 

d. pen jmsunan dan pengembangan kebijakan/stratej^l 
promosi penanaman modal l ingkup Daerab; 

e. pereneanaan kegiatan promosi penanaman model 
di da lam dan lua r negeri; 

f. p enyusunan baban, sajrana dan prasanana promosi 
penanamein modal; 

g. pemantauan rea l isas i ptmanamem modal b e r d a s a r k a i 
sektor u s a b a dan wi layab; 

b. peleiksanaan pembinaan, fasi l i tas penye lesa ia i 
permasa laban penanamein moded, dan pendampinga i 
b u k u m ; 

i . pe laksanaan pengawasan kepatuban dan k e w a j i b a i 
perusabaan penanaman modal sesua i dengan k e t e n t u a i 
kegiatan u s a b a dan peraturan perundang- undemgan; 

j . pembangunan dan pengembangan ser ta pengelo laai 
s istem informasi penanaman moded; 

k. pelaksemaan koordinasi dengan pemerintab pusa : , 
perangkat Daerab teknis terkedt pereneanaeirL, 
deregulasi,dan pengembemgan ik l im penaneiman modiil 
l ingkup Daerab berdasarkan sektor u s a b a ; 

1. p enyusunan laporan persncanaan,pengembangan ik l im , 
promosi, pembinaan, pengendalian, pe laksanaan, 
pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada 
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(4) Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas 
terhitung sejak dilakukan pelantikan. 

(5) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang 
menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu 
dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. 
(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. | 

Bagian Kelima 
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 

Pasal 364 
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tata Kelola 
Penanaman Modal. 

Pasal 365 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 364, Jabatan Fungsicnal Penata Kelola Penanaman 

Modal menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan 
penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor 
usaha maupun wilayah, 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan 
deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup Daerah, 

Cc. pengembangan potensi dan peluang penaraman mod 
lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha 
melalu penanaman modal antara lain meningkatkan 

kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 
Daerah, 

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi 

promosi penanaman modal lingkup Daerah, 

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal 
di dalam dan luar negeri, 

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi 
penanaman modal, | 

g. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 
sektor usaha dan wilayah, 

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitas penyelesaian 

permasalahan penanaman modal, dan pendampingan 
hukum: | 

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajib 
perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentua 
kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan, 

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelola 
sistem informasi penanaman modal, 

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, 
perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, 
deregulasi,dan pengembangan iklim penariaman modal 

lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha, | 
Il. penyusunan laporan perencanaan,pengembangan iklim, 

promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, 
pengaduan dan pengawasan penanaman modal pad
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s istem teknologi informasi (seeara elektronik) sesueji 
dengan ketentuan pera turan perundang-undangan; dan 

m. pe laksanaan fungsi ked inasan la in yang diber ikan oleji 
p impinan. 

Bag ian Keenam 
J a b a t a n Fungs iona l Penata Per iz inan 

Pasa l 366 
J a b a t a n Fungs iona l Penata Per iz inan memj iunyai tugajs 
me laksanakan penataan pelayanan periz inan, periz inap 
berusaba dan non per iz inan. 

Pasa l 367 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 366, J a b a t a n Fungs iona l Penata P e r i z i n a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . pe laksanaan pelayanan periz inan berusaba dan nob 

per iz inan sesua i dengan ketentuan pera turan perundemg -
undagan; 

b. pe laksanaan, pemer iksaan, identi f ikasi, verifikasi!/ 
va l idasi dan pengolaban data per iz inan berusaba dap 
nonperiz inan; 

e. pe laksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dab 
pengadministras ian pe layanan per iz inan berusaba dap 
nonperiz inan; 

d. pe laksanaan pemberian informasi, publ ikas i , konsul tas j , 
pengaduan per iz inan berusaba dan nonperbiinan; 

e. pe laksanaan penyu luban kepada masyaraka t dedaiji 
r angka pelayanan periz inim dan nonperiz inan; 

f. pe laksanaan ana l i sa dan eva luas i data perizinaj i 
be rusaba dan nonperiz imm; 

g. pe laksanaan koordinasi dengan pemerintab pusat dab 
perangkat Daerab teknis da lam rangka p e l a y a n a i 
per iz inan berusaba dan nonperiz inan; dan 

b. pelaporan pe laksanaan pelayanan, pengelolaab 
pengaduan masyarakcit , pengelolaan informasi , 
penyu luban kepada masysirakat, dan p e l a y a n a i 
konsu l tas i per iz inan berusaba dan nonperiz inan sesuqi 
dengan ketentuaan pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 368 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padja 
Pasa l 366, Kepala B idang Pengendalian, Dat£L dan S i s t e i i 
Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis pengendalian pengaduaJn 

dan pengelolaan data serta s istem informasi per iz inan, 
non periz inan penanaman modal sesua i kebutubaj i 
sebagai pedoman pe laksaaan tugas; 

b. mereneanakan kegiatan pengendalian, pengaduan dajn 
pengelolaan data serta s istem informasi per iz inan, n o i 
per iz inan, penanaman modal sesua i ketentuan yang 
ber laku u n t u k menjadi program uni t ; 

e. mendis t r ibus ikan tugas pengendalian, pengaduan dajn 
pengelolaan data serta pengelolaan sistem informasi 
per iz inan, non per iz inan dan penanaman modal sesua i 
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sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan | 

m. pelaksanaan fangsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

Bagian Keenam 
Jabatan Fungsional Penata Perizinan 

Pasal 366 | 
Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas 
melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan 
berusaha dan non perizinan. | 

Pasal 367 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 366, Jabatan Fungsional Penata Perizinan 

menyelenggarakan fungsi: | 
a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non 

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undagan, 
b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ 

validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan 
nonperizinan, 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi da 
pengadministrasian pelavanan perizinan berusaha Sab 

nonperizinan, 
d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 

pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan, 
e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat alat 

rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan, 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan 
berusaha dan nonperizinan, 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 
perangkat Daerah tekris dalam rangka pelayanan 
perizinan berusaha dan nonperizinan, dan 

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan 
pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, 
penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayan 
konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai 
dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan. | 

Pasal 368 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pad 
Pasal 366, Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Siste 
Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis pengendalian pengadu 

dan pengelolaan data serta sistem informasi perizinan, 
non perizinan penanaman modal sesuai kebutuha 

sebagai pedoman pelaksaaan tugas, 
b. merencanakan kegiatan pengendalian, pengaduan d 

pengelolaan data serta sistem informasi perizinan, no 
perizinan, penanaman modal sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk menjadi program unit, 

c. mendistribusikan tugas pengendalian, pengaduan d 
pengelolaan data serta pengelolaan sistem informasi 
perizinan, non perizinan dan penanaman modal sesuai
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j en i snya dan proses p>enanganan pengaduan ser ta 
pengendalian terhadap kegiatan u s a h a dan p e n a n a m a i 
modal kepada kepala seks i pengendalian dan kepala seks i 
data serta kepala seks i s istem informasi sesua i tugas 
masing-masing u n t u k ke lancaran dan ketepatan w a k t u ; 

d. member ikan petunjuk kepada bawaban t e n t a n ; 
pe laksanaan tugas agar ].ebib optimal, lancar dan tepat 
w a k t u ; 

e. me l akukan kegiatan psmgendalian dan penanganan 
pengaduan periz inan, non per iz inan dan penanaman 
modal seeara terpadu dengan ins tans i terkait u n t u c 
tert ibnya kegiatan usabsi dan mendapatk im kepast ia j i 
b u k u m ; 

f. m e l a k u k a n kegiatan pengelolaan data, dokumen dari 
berkas-berkas per iz inan, non per iz inan dan p e n a n a m a i 
modal berdasarkan k las i f ikas i u n t u k mengetabui 
perkembangan investasi di Daerab serta tertatanya 
dokumen dan berkas per iz inan; 

g. me l akukan kegiatan pengelolaan dan pengembangab 
serta perawatan sistem informasi manajemen periz inan 
u n t u k mendukung pe layanan periz inan, non p e r i z i n a i 
dan penanaman modal; 

b. me l akukan evaluasi terl iadap kegiatan pengendaliar 
penanganan pengaduan, pengelolaan data s e r t i 
pengelolaan sistem informasi, manajemen periz inan, non 
per iz inan dan penanaman modal seeara berka la untujc 
mengetabui keberbasi lan program ker ja; 

i . me l akukan pembinaan dan pengawasan terbadab 
kegiatan pengendalian, penanganan pengaduar 
pengelolaan data ser ta pengelolaan sistein informas 
manajemen per iz inan, non per iz inan dan penanaimaji 
modal u n t u k mengoptimalkan peleiksanaan nugas; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut 
da lam pe laksanaan tugas; 

k . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretarils 
dan kepala bidang l a innya mela lu i rapeit/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksaneian tugas; 

1. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seear^ 
berka la sebagai baban eveiluasi; dan 

m. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

B A B X V l l l 
D INAS P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAEl RUANG 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 369 
(1) D inas berkedudukan di l iawab dan bertanggung jawa j i 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 
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jenisnya dan proses penanganan pengaduan serta 
pengendalian terhadap kegiatan usaha dari penanamat 
modal kepada kepala seksi pengendalian dari kepala seksi 
data serta kepala seksi sistem informasi sesuai tuga 
masing-masing untuk kelancaran dan ketepatan waktu, | 

d. memberikan petunjuk kepada bawahan tentan 
pelaksanaan tugas agar lebih optimal, lancar dan tapa 
waktu, 

e. melakukan kegiatan pengendalian dan penangana 
pengaduan perizinan, non perizinan dan penanam 
modal secara terpadu dengan instansi terkait untu 
tertibnya kegiatan usaha dan mendapatkan kepastian 
hukum, 

f. melakukan kegiatan pengelolaan data, dokumen dah 
berkas-berkas perizinan, non perizinan dari penanaman 
modal berdasarkan klasifikasi untuk mengetahui 
perkembangan investasi di Daerah serta tertatanya 
dokumen dan berkas perizinan, 

g. melakukan kegiatan pengelolaan dan pe ngembangan 
serta perawatan sistem informasi manajemen perizina 

untuk mendukung pelayanan perizinan, non PON ieiAr 
dan penanaman modal, | 

h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian, 
penanganan pengaduan, pengelolaan data serta 
pengelolaan sistem informasi, manajemen perizinan, no 
perizinan dan penanaman modal secara berkala untu 
mengetahui keberhasilan program kerja, | 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
kegiatan pengendalian, penanganan pengaduan, 
pengelolaan data serta pengelolaan sistem informasi, 
manajemen perizinan, non perizinan dan penanaman 
modal untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, 

J- mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih Hai 
dalam pelaksanaan tugas, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala bidang lainnya melalui rapat/pertemua 
untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas, 

Il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan | 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

BAB XVIII 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 369 
(1) Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawa 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah | 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
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Pasa l 370 

D inas mempunya i tugas membantu Wab Kota me laksanakab 
u r u s a n pemerintaban di Elidang Pekerjaan U m u m dan 
Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daei ab dan tuga 3 
pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 

Pasa l 3 7 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 370, D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebijakem sesua i dengem l ingkup tugasnya; 
b. pelaksanaem kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
e. pelalcsanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengaji 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingku j) 

tugasnya; dan 
e. peleiksanaan fungsi ledn yang d iber ikan oleh Wal i Kot^ 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Pei angkat Daerab 

Pasa l 372 
S u s u n a n Perangkat Daerab D inas terdiri atas: 
a . Kepa la D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
c. B idang Sumber Daya Air ; 
d. B idang B i n a Marga; 
e. B idang C ip ta K a r y a 
f. B idang Penataan Ruemg; dan 
g. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 373 
Kepala D inas da lam me laksanakan tugas membantu Wa 
Kota da lam melaksaneikan sebagian u r u s a n pemer in taba i 
d i bidang sumber daya air , kebinamargaan, keeipteikaiyaeiji 
dan penataan ruang di Daerab. 

Pasa l 374 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 373 , Kepa la D inas menyelenggarakan funi;si : 
a . mereneanakan kegiatan pembangunan di bidanb 

pekeijaem u m u m dan penataan ruang seeara 
berkes inambungan untuE: pengembemgannya; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis di bidang pekerjaan u m u i j i 
dan penataan ruang sesua i kebutuban untujc 
peningkatan k iner ja un i t ; 

c. m e n y u s u n keb i jakan tekois di bidang pekerjaan u m u i j i 
dan penataan ruang berdasarkan petunjuk 
pe laksanaan/petunjuk teknis sebagai dasar pe laksanaa i 
tugas; 
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Pasal 370 
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. | 

Pasal 371 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 370, Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,| 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan | 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Perangkat Daerah 

Pasal 372 
Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri atas: 

Kepala Dinas, 

Sekretariat: 

Bidang Sumber Daya Air, 
Bidang Bina Marga, 
Bidang Cipta Karya 
Bidang Penataan Ruang, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. R

P
P
 

Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 373 | 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas membantu Wali 
Kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 
di bidang sumber daya air, kebinamargaan, keciptakaryaan 
dan penataan ruang di Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 373, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan kegiatan pembangunan di - 

| 

Pasal 374 . 

pekerjaan umum dan penataan ruang secar 
berkesinambungan untuk. pengembangannya, 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umu 
dan penataan ruang sesuai kebutuhan untu 
peningkatan kinerja unit, 

Cc. menyusun kebijakan teknis di bidang pekerjaan umu 
dan penataan ruang berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai dasar pelaksana 
tugas, | 

|
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I 
d. mengendal ikan pelaksaneian pengelolaan ki juangan dan 

aset sesua i ketentuan u n t u k ke lanearan d£in ketert iban 
pe laksanaan tugas uni t ; 

e. mengorggmisir pe laksanaan kegiatan di bidang pekerjaaui 
u m u m dan penataan ruang mela lu i mekanisme/prosedur 
ker ja u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas un i t ; 

f. mengendal ikan pe laksanaan kegiatan di bidang pekerjaan 
u m u m dan penataan i-uang seeara terpadu untulc 
tert ibnya pe laksanaan tug;as; 

g. mengarabkan pelaiksanaan kegiatain di bidang pekerjaan 
u m u m dan penataem ruang berdasarkan s k a l a prioritas 
u n t u k terlaiksananya proses pembangunan; 

b. member ikan per iz inan dan advis teknis; di bidam;; 
pekerjaan u m u m dan penataan ruang sesna i j e n i s n y a 
u n t u k menjaimin kepast ian b u k u m ; 

i . membina dan mengawaisi akt iv i tas aparatur da lam 
me laksanakan kegiatan di bidang pekerjaan u m u m dan 
penataan ruang seeara m in y e lu r ub ; 

j . mend is t r ibus ikan tugas sesua i bidang m a s i n g - m a s i n ; 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas un i t ; 

k. mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeaira te;rpadu untulc 
mengetaibui perkembangan pe laksanaan tugas; 

1. mengonsul tas ikan pe lakstmaan tugas kepada a tasan bailc 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lamjut; 

m. mengoordinasikan pelaiksimaan tugas dengan un i t terkait 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

n . melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t seeara berka la 
sebagai baban eva luas i ; dan 

o. me l akukan tugas l a in y£ing d iper intabkan oleb a tasa : i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 375 
Sekretar iat dipimpin oleh Sekretar is D inas y a n ; 
me l aksanakan tugas penatavisabaan di bidang pereneanaan 
dan program, pelaporan, kepegawaian, u m u m , aset d a i 
kears ipan berdasarkan pera turan perundaag-undanga i 
u n t u k ke lanearan pelaksanasin tugas. 

Pasa l 376 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaip 
Pasa l 375 , Sekretar is D inas menyelenggarakan iungsi : 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang penyusunab 

program, keuangan, kepegawaian, u m u m , aset d a i 
kears ipan sesua i kebutuban sebagai daseir pe laksanaaj i 
tugas; 

b. men jmsun reneana kegiatan un i t sesua i kebutuban untujc 
menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
perkantoran berdasarkan pedoman u n t u k pen ingka ta i 
pe layanan; 
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aset sesuai ketentuan untuk kelancaran dan ketertib 
pelaksanaan tugas unit, 

e. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang melalui mekanisme/ prosedur 
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang secara terpadu untuk 

tertibnya pelaksanaan tugas, 
g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang berdasarkan skala prioritas 
untuk terlaksananya proses pembangunan, 

h. memberikan perizinan dan advis teknis di bidan 
pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai jenisny: 
untuk menjamin kepastian hukum, 

i. membina dan mengawasi aktivitas aparatur dalam 
melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang secara menyeluruh, 

J- mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 

k. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu sasak 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, | 

Il. ''mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk ebi 
lanjut, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat: | 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan | 

o. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

d. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan ban 

Bagian Keempat 
Sekretariat | 

| 
Pasal 375 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yan 
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang perencanaa 
dan program, pelaporan, kepegawaian, umum, aset d 
kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undang 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 376 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 375, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunat 

program, keuangan, kepegawaian, umum, aset dat 
kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaai 
tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untu 
menjadi program unit, 

b
b
»
 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
perkantoran berdasarkan pedoman untuk peningkat 
pelayanan,



- 1 2 5 -

d. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan pedoman un tuk tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan kepegawaiab 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan admin is t ras i kijpegawaian; 

f. me l aksanakan tugas peng;elolaan perlengkapan, aset dab 
kears ipan sesua i kebutuban u n t u k ke lanearan kegiatan 
un i t ; 

g. me l akukan pembinaan pegawai seeara bcTkala untujc 
peningkatan k iner ja aparsitur; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara lisaiji 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuap 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i jop 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 377 
Sekretar iat sebagaimana dimiaksud dalam pasa l 375 terdiiji 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Program; dan 
b. Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m daiji 

Kepegawaian. 

Pasa l 378 
Kepa la Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalari i 
pasa l 377 b u r u f a melaksanaikan tugas penyusunan program 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas un i t . 

Pasa l 379 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 378, Kepa la Subbagifin Program menyelenggairakap 
fungsi: 
a . menyiapkam kebijadcan teknis penyusunan progranji 

sesua i kebutuban sebagai dasar pelaiksanaan tugas; 
b. mengumpul data program kegiatan sesua i jenis sebagaji 

baban penyusunan program uni t ; 
c. menjo isun reneana program kegiatan un i t sesua i ska lk 

prioritas sebagai baban penetapan anggaran sa tuan kerja; 
d. m e n y u s u n laporan k iner ja i ns tans i pemerintab (LAKIP 

Renstra , Renja dan R K P D sesuad tugas pokolk dan fungsi 
e. membuat laporan eva luas i k iner ja sesua i ketentuan; 
f. mengajukan reneana kerjfi emggaran mela lui t im anggaraji 

eksekut i f u n t u k menjadi d okumen penggunaan anggarar 
g. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan bailc 

l i s an m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 
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d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, | 

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaiar 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekni 
untuk tertibnya pelaksanaan administrasi kepegawaian, 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan, aset d 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiat 
unit 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 

peningkatan kinerja aparatur, 
h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisah 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 
i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 

kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat: 

J- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, | 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 377 | 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 tee 
atas: 

a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 
b. Kepala Subbagian Admiruistrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 

Pasal 378 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 377 huruf a melaksanakan tugas penyusunan program 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 379 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 378, Kepala Subbagian Program menyelenggarakar 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan progra 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. mengumpul data program kegiatan sesuai jenis sebagai 

bahan penyusunan program unit, 
Cc. menyusun rencana program kegiatan unit sesuai skal 

prioritas sebagai bahan penetapan anggaran satuan kerja, 
d. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), 

Renstra, Renja dan RKPD sesuai tugas pokok dan fungsi 
membuat laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan, 

mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggar 
eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran, 

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, | 
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h . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepa l a -
kepala subbagian/seks i mela lui pertemuan rapat untulc 
penyatuan pendapat; 

i . m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban eva luas i ; d;an 

j . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 380 
Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud dalam Pasial 377 b u r u f 
b me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan, 
u m u m , dan kepegav/aian, sesua i petunjuk 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan, u m u m dan kepegawaian ser ta me laksanakan 
tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan kears ipan 
berdasarkan pedoman u n t u k ke lanearan tugas uni t . 

Pasa l 3 8 1 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 380, Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis admin is t ras i keuangan, 

u m u m d£in kepegawaian dan kebi jakan teknis di bidang 
perlengkapan, aset dan kears ipan sesua i kebutuban 
dasar pe laksanaan tugas; 

b. me l akukan penjo isunan reneana pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian ser ta 
reneana pengadaan barang inventar is sesu£ii kebutuban 
u n t u k ke lanearan kegiatan un i t ; 

e. mengelola admin is t ras i keuangan sesua i pedoman u n t u k 
tert ibnya penggunaan anggaran; 

d. menelit i ke lengkapan pimgajuan peneair£in anggaran 
berdasarkan petunjuk peiiaksanaan dan petunjuk teknis 
u n t u k proses peneairan; 

e. mengesabkan sura t perintab membayar sesua i 
kebutuban sebagai dasar penerbitan sura t per intal i 
peneairan dana; 

f. men jmsun laporan prognosis keuangan un i t berdasarkan 
penggunaan anggairan sebagai baban 
pertanggung] awaban; 

g. m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesua i formasi 
u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas d im membuat 
u s u l a n permintaan pegawai sesua i kebutub£m; 

b. me laksanakan pereneanaan kebutuban barang dan 
investar isas i barang mi l ik uni t serta me l akukan 
pemel ibaraan barang inventar is un i t sesua i ketentuan 
u n t u k keu tubannya ; 

i . mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagai 
baban dokumentas i dan mempermudab pencar ian; 

j . m e l a k u k a n pengelolaau admin is t ras i kepegawaian 
mela lu i daftar induk kepegawaian, daftar u r u t 
kepangkatan dan nominat i f u n t u k tert ibnya administras i 
kepegawaian; 

k. membuat daftar ars ip dan aset berdasarkan n i la i guna 
u n t u k d i u s u l m u s n a b k a n ; 
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j-. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
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h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala: 
kepala subbagian/seksi rnelalui pertemuan rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 380 
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf 
b melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan, 
umum, dan kepegawaian, sesuai petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 
keuangan, umum dan kepegawaian serta melaksanakan 
tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan kearsip 
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit. 

Pasal 381 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 380, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umun 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan 

umum dan kepegawaian dan kebijakan teknis di bidang 
perlengkapan, aset dan kearsipan sesuai kebutuhar 
dasar pelaksanaan tugas, 

b. melakukan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi keuangan, imum dan kepegawaian sert 
rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuh 
untuk kelancaran kegiatan unit, | 

c. mengelola administrasi keuangan sesuai pedoman untuk 
tertibnya penggunaan anggaran, 

d. meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk proses pencairan, 

e. mengesahkan surat perintah membayar sesua 
kebutuhan sebagai dasar penerbitan surat perintak 
pencairan dana, 

f. menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan 
penggunaan anggaran sebagai bahar 
pertanggungjawaban, 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan membuat 
usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan, 

h. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan 
investarisasi barang milik unit serta melakukan 
pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan 

untuk keutuhannya, 
i. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 

bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian, 
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melalui daftar induk kepegawaian, daftar urut 
kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian, 

k. membuat daftar arsip dan aset berdasarkan nilai guna 
untuk diusul musnahkan:, 
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1. m e l a k u k a n pemusnahan mela lui mekeinisme dan 
prosedur sesua i ketentuan dan n i la i guna ars ip dan 
aset; 

m. membuat berita aeara pemusnaban sesua i daftar u s u l a n 
sebagai baban pertanggungjawaban; 

n . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is , 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

o. mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan kepa l a -
kepala subbagian d£m kepa la sefc:si mela lu i 
rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

p. menyusun baban laporan. seeara berka la sc;bagai baban 
evaluasi ; dan 

q. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Sumber Daya Air 

Pasa l 382 
B idang Sumber D a y a Air terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 383 
Kepala B idang Sumber Da j a Air sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 382 b u r u f a mempunya i tugas di bidang sumber 
daya a i r berdasarkan peraturan perudang-undangan u n t u c 
ke lanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 384 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dim.aksud dalari i 
Pasa l 383 , Kepala B idang Sumber D a y a A i r 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis sumber daya a ir sesua i 

kebutuban sebagai dasar pe laksanaann tugcis; 
b. mengbimpun data wi layab sumber daya a ir mela l i i i 

pemetaan u n t u k mengetabui potensi wi layab dap 
aneaman beneana; 

c. mengelola data wi layab sumber daya a i r meki lu i pemetaab 
u n t u k mengetabui gambaran pembangunan d a i 
pengembangan sumber daya air ; 

d. m e n y u s u n rencana teknis pembangunan s a r a n a sumbejr 
daya a ir dan ta ta guna a i r berdasarkan slcala prioritas 
u n t u k menjadi program uni t ; 

e. mensos ia l i sas ikan pe laksanaan pembangunan saranja 
sumber daya a ir dan ta ta guna air seeara terpadu; 

f. menyebar luaskan pe laksanaan pembangunan saranja 
sumber daya £dr dan tata guna a i r mela lu i media 
massa ; 

g. memproses r encana pembangunan s a r a n a sumber dayja 
a ir dan ta ta guna air sesiuai petunjuk pe laksanaan da i 
petunjuk teknis u n t u k tert ibnya pe laksanaaj i 
pembangunan; 
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Il. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 
prosedur sesuai ketentuan dan nilai guna arsip dan 
aset, 

m. membuat berita acara pernusnahan sesuai daftar usulan 
sebagai bahan pertanggurngjawaban, 

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris, 

baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 
Oo. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 

kepala  subbagian dan kepala seksi melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

p. menyusun bahan laporan secara berkala sebagai bahan 
evaluasi: dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Sumber Daya Air 

Pasal 382 
Bidang Sumber Daya Air terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 383 
Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksut 
dalam Pasal 382 huruf a mempunyai tugas di bidang sumb 
daya air berdasarkan peraturan perudang-undangan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 384 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 383, Kepala Bidang Sumber Daya 7 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis sumber daya air sesudi 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaann tugas, 
b. menghimpun data wilayah sumber daya air melalui 

pemetaan untuk mengetahui potensi wilayah da 
ancaman bencana, 

Cc. mengelola data wilayah sumber daya air melalui pemeta 
untuk mengetahui gambaran pembangunan dan 
pengembangan sumber daya air, 

d. menyusun rencana teknis pembangunan sarana sumber 
daya air dan tata guna air berdasarkan skala priorit 
untuk menjadi program unit, 

e. mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan saranp 
sumber daya air dan tata guna air secara terpadu, 

f. menyebarluaskan pelaksanaan pembangunan sarana 
cak sumber daya air dan tata guna air melalui media 
KERUA massa, 

| enda | g. memproses rencana pembangunan sarana sumber daya 
ada y air dan tata guna air sesuai petunjuk pelaksanaan dan 
| petunjuk teknis untuk  tertibnya pelaksanaan 
SENDA | pembangunan, 
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h . me l akukan pembinasin terbadap r ekanan pelaksanaem 
s a r a n a sumber daya a i r m elalui free cause meeting u n t u l : 
penyesuaian reneana ker ja; 

i . me l akukan eva luas i pelalcsanaan pembangunan s a r a n a 
sumber daya a ir seeara berka la u n t u k mengetabui 
perkembangannya; 

j . mengonsul tas ikan pelaksianaan tugas dengan a tasan 
seeara l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk 
lebib lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretariu 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapgit; 

1. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i 
bidangnya u n t u k ke lanearan pe laksanaan tu gas; 

m. menjo isun laporan bas i l pe laksanaan tugas seeara 
berka la sebagai baban evgJuasi; dan 

n . me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bagian Keenam 
Bidang El ina Marga 

Pasa l 385 
B idang B i n a Marga terdir i a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 386 
Kepala B idang B i n a Marga sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 385 b u r u f a mempunyai tugas di bidang kebinamargaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untulc 
terselenggaranya pembangunan dan pemel ibaraan j a l a n , 
j embatan, s a r a n a dan p rasa rana bangunan pelengkap. 

Pasa l 387 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 386, Kepa la B idang B i n a Marga menyelenggarakan 
fungsi: 
a . menghimpun keb i jakan teknis keb inamaigaan sesue i 

kebu tuhan sebagai dasar pe laksanaan tugas ; 
b. mengbimpun data kondis i j a l a n , j embatan s a r a n a dan 

p rasa rana bangunan pelengkap mela lui surve i untulc 
mengetabui gambaran keadaannya; 

e. mengelola data kondis i j a l a n , j embatan s a r a n a dan 
p ra sa rana bangunan pelengkap berdasarkan s tandar 
u n t u k mengetabui t ingkat ke layakannya ; 

d. m e n y u s u n rencana pembangunan dan jDemelibaraa i 
j a l a n , j embatan s a r a n a dan p rasa rana b a n g u n a i 
pelengkap berdasarkan s k a l a prioritas u n t u k menjac i 
program uni t ; 

e. mensos ia l i sas ikan pe laksanaan pembangunan j a l a r , 
j embatan s a r a n a dan p rasa rana bangunan pelengkao 
seeaira terpadu u n t u k meningkatkan p e m a h a m a i 
masyarakat ; 
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h. melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan 
sarana sumber daya air melalui free cause meeting matuk 
penyesuaian rencana kerja, 

i. melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan saran 
sumber daya air secara berkala untuk mengetahui 
perkembangannya, 

j-. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk 
lebih lanjut, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, | 

Il. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keenam 
Bidang Bina Marga 

Pasal 385 
Bidang Bina Marga terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan | 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 386 

Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 385 huruf a mempunyai tugas di bidang kebinamargaan 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan untu 
terselenggaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan, 

jembatan, sarana dan prasarana bangunan pelengkap. 

| 
Pasal 387 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 386, Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis kebinamargaan sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menghimpun data kondisi jalan, jembatan sarana d 

prasarana bangunan pelengkap melalui survei untu 
mengetahui gambaran keadaannya, 

c. mengelola data kondisi jalan, jembatan sarana d 
prasarana bangunan pelengkap berdasarkan stand 

untuk mengetahui tingkat kelayakannya, 
d. menyusun rencana pembangunan dan pemeliharaan 

jalan, jembatan sarana dan prasarana bangun 
pelengkap berdasarkan skala prioritas urituk mand 
program unit, 

e. mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan jalan, 
jembatan sarana dan prasarana bangunan pelengkap 
secara terpadu untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat, 
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f. memproses admin is t ras i pembangunan, piemelibaraaii 
j a l a n , j embatan sarana. dan prasarana. bangunan 
pelengkap sesued petunjuk pe laksanaan dan petunjuk 
teknis u n t u k tert ibnya pe laksanaan; 

g. me l akukan pembinaan t(;rbadap r ekanan pe laksanaan 
pembangunan pemel ibaraan j a l a n , j embatan sa rana dan 
p rasa rana bangunan p<dengkap mela lu i free cause 
meeting u n t u k penyesuaian reneana kerja; 

b. me l akukan eva luas i pembangunan, pemel i l iaraan jalem, 
j embatan s a r a n a dan p i a s a r a n a bangunan pelengkap 
seeara berka la u n t u k mengetabui perkembangannya; 

i . me l akukan pengendalian dan pengawasan pe laksanaan 
pembangunan pemel ibaraan j a l a n , j embatan sa rana dan 
p rasa rana bangunan pelengkap seeara terpadu u n t u k 
terpenubinya ketepatan 41; (tepat barga, tepat m u t u , tepat 
s a sa ran dan tepat waktu ) ; 

j . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i s an 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretari;} 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapeit; 

1. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i 
bidangnya u n t u k ke lanearan pe laksanaan tu gas; 

m. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seeara 
berka la sebagai baban eveiluasi; dan 

n . me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bagian Ketu jub 
B idang C ip ta K a r y a 

Pasa l 388 
B idang Cipta K a r y a terdiri ateis: 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 389 
Kepa la B idang C ip ta K a i y a sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 388 b u r u f a mempunyai tugas di bidang kee iptakaryaan 
dan pelayanan j a s a kons t ruks i berdasarkan peraturan 
perundang-undangan u n t u k [erwujudnya pembangunan dan 
pengembangan kee iptakaryaan dan j a s a kons t ruks i . 

Pasa l 390 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 389 , Kepa la Bideing (bpta K a r y a menyelenggarakan 
fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis bidang kee iptakaryaan dan 

j a s a kons t ruks i sesuai kebutuban sebagai dasar 
pelaksemaan tugas; 

b. mengbimpun data potensi di bidemg keeipteikaryaan dan 
j a s a kons t ruks i be rdasarkan w i l a y a b / k a w a s a i 
pe run tukan sebagai daseu- pereneanaan pembangunan; 
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f. memproses administrasi pembangunan, pemeliharaan 
jalan, jembatan sarana dan prasarana bangunan 
pelengkap sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis untuk tertibnya pelaksanaan, 

g. melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan 
pembangunan pemeliharaan jalan, jembatan sarana dar 
prasarana bangunan pelengkap melalui free cause 
meeting untuk penyesuaian rencana kerja, 

h. melakukan evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan, 
jembatan sarana dan prasarana bangunan pelengkay 
secara berkala untuk mengetahui perkembangannya, 

i. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
pembangunan pemeliharaan jalan, jembatan sarana dan 
prasarana bangunan pelengkap secara terpadu untuk 
terpenuhinya ketepatan 4t (tepat harga, tepat mutu, tepat 
sasaran dan tepat waktu), 

j-. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/ pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, | 

Il. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, | 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 2 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

-
 

| 
| 

Bagian Ketujuh | 
Bidang Cipta Karya | 

Pasal 388 | 
Bidang Cipta Karya terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 389 
Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalan 
pasal 388 huruf a mempunyai tugas di bidang keciptakaryaai 
dan pelayanan jasa konstruksi berdasarkan peraturar 
perundang-undangan untuk terwujudnya pembangunan dar 
pengembangan keciptakaryaan dan jasa konstruksi. 

-
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Pasal 390 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 389, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakat 
fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis bidang keciptakaryaan dat 

jasa konstruksi sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 

b. menghimpun data potensi di bidang keciptakaryaan dan 
jasa konstruksi berdasarkan wilavah / kawasan 
peruntukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, 

b
 

ra
j 
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c. mengolah data potensi di loidang kee iptakaryaan dem j a s a 
kons t ruks i meleilui pemetaan u n t u k mengetahui 
gambaran keadaan kawasan pereneanaem 
pembangunan; 

d. m e n y u s u n reneana kegieitem di bideing keciptakaiyaem 
dan j a s a kons t ruks i berdasarkan s k a l a prioritas u n t u k 
menjadi program uni t ; 

e. mensos ia l i sas ikan pe laksanaan kegiatan pembangunan 
di bidang kecipteikeiryaan dan j a s a kons t ruks i seeara 
terpadu agar masyaraka t memabaminya ; 

f. memproses metode pengelolaan pembangunan di bidan:; 
kec ip takaryaan dan jasei kons t ruks i sesua i petunjulc 
pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
pe laksanaan; 

g. mengelola pe laksanaan pembangunan di bidan;; 
kee iptakaryaan sesua i desain dan anggaran biaya untulc 
terwujudnya pembangunan dan pengembangan k a r y a 
w isma; 

b. me l akukan pembinaan terbadap r ekanan pe laksana 
pembangunan di bidang kec iptakaryaan dan j a s a 
kons t ruks i mela lui free cause meeting u n t u k tert ibnya 
pelaksamaan kegiatan pembangunan; 

i . m e l a k u k a n monitoring dan eva luas i pe laksanaan 
pembangunan di bidang kee iptakaryaan dan j a s a 
kons t ruks i seeara berka la u n t u k mengetabui 
perkembangannya; 

j . me l akukan pengendalian dan pengawasan pe laksanaan 
pembangunan di bidang kee iptakaryaan dan j a s ; i 
kons t ruks i seeara terpadu u n t u k kepentingan 4t (tepat 
barga, tepat m u t u , tepat s a sa ran dan tepat \raktu); 

k. m e l a k u k a n pemel ibaraan pembangunan di b i d a n ; 
kee iptakaryaan seeara berka la u n t u k menjamin 
ke layakan; 

1. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut ; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidemg mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

n . mendis t r ibus ikan tugas. kepada bawaban sesua i 
bidangnya u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

o, m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai babem evaluasi ; dan 

p. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k kelancarem tugas ked inasan. 

Bag ian Kedelapan 
B idang Penataan Ruang 

Pasa l 3 9 1 
Bidemg Penataan R u a n g terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi.oned. 
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c. mengolah data potensi di bidang keciptakaryaan dan jas: 
konstruksi melalui pemetaan untuk mengetahui 
gambaran keadaan kawasan perencanaan 
pembangunan, | 

d. menyusun rencana kegiatan di bidang keciptakaryaan 
dan jasa konstruksi berdasarkan skala prioritas untuk 
menjadi program unit, 

e. mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan 
di bidang keciptakaryaan dan jasa konstruksi secara 
terpadu agar masyarakat memahaminya, 

f. memproses metode pengelolaan pembangunan di bidang 
keciptakaryaan dan jasa konstruksi sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 
pelaksanaan, | 

g. mengelola pelaksanaan pembangunan di bidang 
keciptakaryaan sesuai desain dan anggaran biaya untu 
terwujudnya pembangunan dan pengembangan kary: 
wisma, | 

h. melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksana 
pembangunan di bidang keciptakaryaan dan jasa 
konstruksi melalui free cause meeting untuk tertibnya 
pelaksanaan kegiatan pembangunan, | 

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan di bidang keciptakaryaan dan jasa 
konstruksi secara berkala untuk mengetahui 
perkembangannya, ' 

j. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
pembangunan di bidang keciptakaryaan dan jasa 
konstruksi secara terpadu untuk kepentingan 4t (tepat 
harga, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu), | 

k. melakukan pemeliharaan pembangunan di bidang 
keciptakaryaan secara berkala untuk menjamin 
kelayakan: | 

Il. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara ii 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemu 

untuk penyatuan pendapat, 
n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidangnya untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 
Oo. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 

sebagai bahan evaluasi, dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kedelapan 
Bidang Penataan Ruang 

Pasal 391 

Bidang Penataan Ruang terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

file:///raktu
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Pasa l 392 
Kepa la B idang Penataan R u a n g sebagaimana d imaksud 
da lam pasa l 3 9 1 b u r u f a mem punyai tugas pokok pengelolaan 
di bidang ta ta ruang berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k penataan dan pembangunan wi laya l i 
perkotaan. 

Pasa l 393 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 392 , Kepala B idang Penataan Ruang menyelenggarakan 
fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang pereneanaan tata 

ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta 
pengendalian dan pengav^asan pemanfaatan ruang kota 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengbimpun data di bidang penataan ruang; mela lu i un i t 
terkait u n t u k mengetabui permasa laban pembangunan 
ta ta ruang perkotaan, penataan dan pembinaan 
serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan m a n ; 
kota; 

e. menganal isa data di bidang ta ta m a n g perkotaan, 
penataan dan pembinaan serta pengendalian dan 
pengawasan pemanfaatan m a n g kota sesuai j en i snya 
u n t u k mengetabui perkembangan pembangunan; 

d. menyusun reneana kegiatan di bidang tata m a n ; 
perkotaan, penataan dan pembinaan serta pengendalian 
dan pengawasan pemanfaatan m a n g kota sesua i 
kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

e. mengidenti i ikasi pereneanaan kegiatan tata m a n ; 
perkotaan, penataan dan pembinaan serta pengendaliaui 
dan pengawasan pemanfaatan m a n g kota sesua i j en i s 
agar t idak terjadi tumpang t indib da lam pe laksanaan 
program; 

f. membuat u s u l a n pereneanaan kegiatan pembangunai i 
di bidang ta ta m a n g perkotaan, penataan dan pembinaan 
serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan m a n ; 
kota sesua i kebutuban u n t u k ditetapkan d a l a r i 
pe laksanaan program; 

g. membuat dokumen pereneanaan pembangunan di b idan ; 
ta ta m a n g perkotaan, penataan dan pembinaan s e r t i 
pengendalian dan pengavrasan pemanfaatan ruang kot i 
sesua i j en is kebutuban u n t u k menjadi b a b a i 
pert imbangan da lam pem babasan anggaran; 

b. mensos ia l i sas ikan pereneanaan pembangunan di b i d a n ; 
ta ta m a n g perkotaan, penataan dan pembinaan s e r t i 
pengendaban dan pengav/asan pemanfaatan m a n g kot i 
seeara terpadu u n t u k d iketabui stakeholder; 

i . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lanjut; 

j . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepa la bidang l a innya mela lu i rapgit/pertemuan 
u n t u k penyatuem pendapat; 

k . mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i b i d a n ; 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

1, m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara b e r k a l i 
sebagai baban eva luas i ; dan 
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Pasal 392 
Kepala Bidang Penataan Ruang sebagaimana Kr 
dalam pasal 391 huruf a mempunyai tugas pokok pengelola 
di bidang tata ruang berdasarkan peraturan perundang- 
undangan untuk penataan dan pembangunan wilayah 
perkotaan. 

Pasal 393 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 392, Kepala Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan tata 

ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta 
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

b. menghimpun data di bidang penataan ruang melalui unit 
terkait untuk mengetahui permasalahan pembangunan 
tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan 

serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 
kota: 

c. menganalisa data di bidang tata ruang perkotaan, 
penataan dan pembinaan serta pengendalian dan 
pengawasan pemanfaatan ruang kota sesuai jenisnya 
untuk mengetahui perkembangan pembangunan, 

d. menyusun rencana kegiatan di bidang tata ruanj 
perkotaan, penataan dan pembinaan serta pengendali 
dan pengawasan pemanfaatan ruang kota sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit: 

e. mengidentifikasi perencanaan kegiatan tata ruang 
perkotaan, penataan dan pembinaan serta pengendalian 

dan pengawasan pemanfaatan ruang kota sesuai jenis 
agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 

program, 
f. membuat usulan perencanaan kegiatan pembangunan 

di bidang tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan 
serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 
kota sesuai kebutuhan untuk ditetapkan dalam 

pelaksanaan program, 
g. membuat dokumen perencanaan pembangunan di bidang 

tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta 
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota 
sesuai jenis kebutuhan untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam pembahasan anggaran: 

h. mensosialisasikan perencanaan pembangunan di bidang 
tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta 
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kot: 

secara terpadu untuk diketahui stakeholder: 

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut, | 

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 

dan kepala bidang lainnya melalui rapat/ pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, | 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, | 

Il. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan
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m. me laksanakan tugas l a in yang d iper intahkan oleh a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

B A B X I X 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN Pl iRMUKlMAEF 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

' Pasa l 394 
(1) D inas berkedudukan di bawEib dan bertanggung j awab 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 395 
D inas mempunya i tugas mem bantu Wal i Kota m.elaksanakan 
u r u s a n pemerintaban di bidang perumaban dan k a w a s a n 
pe rmuk iman yang menjadi kewenangan Daerab dan tuga s 
pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 

Pasa l 396 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 395 , D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan lingkupi tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingku]) 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagia:o Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 397 
S u s u n a n Organisas i D inas terdir i a tas : 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Pe rumaban dan K a w a s a n Pe rmuk iman ; 
d. B idang Penerangan Perkotaan dan Permakeiman U m u m ; 

dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 398 
Kepala D inas Pe rumaban dan K a w a s a n Pe rmuk iman Daera i i 
mempunya i tugas membar i tu Wal i Kota m e l a k s a n a k a i 
sebagian u r u s a n pemerintat ian di bidang perumaban d a i 
bidang k a w a s a n pe rmuk iman dan penerangan perkotaan c i 
Daerab. 
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| 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

BAB XIX | 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Bagian Kesatu | 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi | 

Pasal 394 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 395 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak 
urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasa 
permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 396 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 395, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesiaai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, | 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua | 

Susunan Organisasi | 

Pasal 397 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

Kepala Dinas, | 
Sekretariat, | 
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, | 
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum, 

| 
| 

2
 

dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

mempunyai tugas membartu Wali Kota melaksanak 
sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan d 
bidang kawasan permukiman dan penerangan perkotaan di 

| 
| 

Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 398 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerz 

Daerah.
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Pasa l 399 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 398 , Kepala D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan kegiatan pembangunan di bidang 

pe rumaban dan k a w a s a n pe rmuk iman serta bidamg 
peneramgan perkotaan dan permaikaman u m u m seeara 
berkes inambungan u n t u k pengembangannya; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis di bidang perumaban dab 
k a w a s a n pe rmuk iman ser ta bidang penerangan perkotaan 
dan permakaman u m u m sesua i kebutuban u n t u k 
peningkatan k iner ja un i t ; 

c. m e n y u s u n kebi jakan teknis di bidang pe ramaban dab 
k a w a s a n pe rmuk iman ser ta bidang penerangan perkotaan 
dan pe rmakaman u m u m berdasarkan petunjulc 
pe laksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasajr 
pe laksanaan tugas; 

d. mengendal ikan pelaksansian pengelolaan kcjuangan daiji 
aset sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. mengorganisir pe laksanaan kegiatan di b idan t 
perumaban dan kawasctn pe rmuk iman serta bidang 
penerangan perkotaan dan pe rmakaman u m u m mela lu i 
mekanisme/prosedur ker ja u n t u k kelanearaiji 
pe laksanaan tugas uni t ; 

f. mengendal ikan pe laksanaan kegiatan di b idan 
pe rumaban dan kawasam permuk iman serta bidanri 
penerangan perkotaan dan permakaman u m u m seeara 
terpadu u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

g. mengarabkan pe laksanaan kegiatan di bidang Perumabab 
dan K a w a s a n Pe rmuk iman ser ta bidang penerangaji 
perkotaan dan pe rmakaman u m u m berdasarkan s k a l a 
prioritas u n t u k ter laksancinya proses pembangunan; 

b. member ikan per iz inan dan advis teknisi di bidanri 
pe rumaban dan k a w a s a n pe rmuk iman sesua i j en i snya 
u n t u k menjamin kepast ian b u k u m ; 

i . membina pe laksanaan kegiatan di bidang p e m m a b a n dab 
k a w a s a n pe rmuk iman ser ta bidang penerangan perkotaan 
dan pe rmakaman u m u m seeara menye lurub untulc 
ke lanearan tugas un i t ; 

j . mend is t r ibus ikan tugas sesua i bidang masing-masing 
u n t u k ke lanearan pe laksnaan tugas uni t ; 

k. mengawasi pe laksanaan tugas baik intern dan eksterb 
seeara berka la u n t u k ef(;ktivitas dan efisiensi kegiataji 
un i t ; 

1. mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara terpadu untujc 
mengetabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

m. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

n . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan un i t terkajt 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

o. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas uni t s i jcara berkal j i 
sebagai baban eva luas i ; dan 

p. me l akukan tugas l a in y img d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 
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Pasal 399 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 398, Kepala Dinas menvelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan kegiatan pembangunan di bidan 

perumahan dan kawasan permukiman serta bidan 
penerangan perkotaan dan permakaman umum secar 
berkesinambungan untuk pengembangannya, | 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan da 
kawasan permukiman serta bidang penerangan perkotaan 
dan permakaman umum sesuai kebutuhan untu 
peningkatan kinerja unit, 

Cc. menyusun kebijakan teknis di bidang perimahan dan 
kawasan permukiman serta bidang penerangan perkotaan 
dan permakaman umum berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, | 

d. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 

aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

e. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidan 
perumahan dan kawasan permukiman serta bidan 
penerangan perkotaan dan permakaman umum melalui 

mekanisme/ prosedur kerja untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas unit, 

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman serta bidang 
penerangan perkotaan dan permakaman umum secara 
terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas, | 

g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangan 
perkotaan dan permakarnan umum berdasarkan skala 
prioritas untuk terlaksananya proses pembangunan, | 

h. memberikan perizinan dan advis teknis di bidan 
perumahan dan kawasan permukiman sesuai jenisny 

untuk menjamin kepastian hukum, 
i. ' membina pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman serta bidang penerangan perkotaa 
dan permakaman umum secara menyeluruh Untuk 
kelancaran tugas unit, 

j- mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing 
untuk kelancaran pelaksnaan tugas unit, | 

k. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern 
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan 
unit: | 

l. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untul 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit tk 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

Oo. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan | 

p. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. |
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Bag ian Keempat 
I Sekretar iat 
i 
^ Pasa l 400 

Sekretar iat dipimpin oleli Sekretar is D inas yang 
me l aksanakan tugas penatau sahaan di bidang pereneanaan 
dan program, pelaporan, kepegawaian, u m u m , aset dan 
kears ipan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 

i 

Pasa l 4 0 1 
D a l a m me laksanakan tugas sebaggdmana d imaksud da lam 
Pasa l 400 , Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang penyusunan 

program, keuangan, kejiegawaian, u m u m , aset dan 
kears ipan sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan 
tugas; 

b. m e n y u s u n reneana kegiatan un i t sesua i kebuituban untulc 
menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
perkantoran berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan 
pelayanan; 

d. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; i 

e. me laksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaiksanaan/petunjuk t ekn i j 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas peng;elolaan perlengkapan, aset dan 
kears ipan sesua i kebutuban u n t u k ke lanearan kegiatan 
un i t ; 

g. m e l a k u k a n pembinaan pegawai seeara berka la untulc 
peningkatan k iner ja aparsitur; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang me la lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i jol) 
u n t u k tert ibnya pelsdcsanaan tugas; 

k. menjo isun laporan pelalcsanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 402 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasa l 400 terd i i i 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Program; dan 
b. Kepala Subbagism Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan 

Kepegawaian. 

Pasa l 4 0 3 
Kepa la Subbagian Program sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 402 b u r u f a mempunj^ai tugas penjo isunan prograni 
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Bagian Keempat | 
Sekretariat 

Pasal 400 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang 
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang perencanaan 
dan program, pelaporan, kepegawaian, umum, aset dan 
kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 401 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 400, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan 

program, keuangan, kepegawaian, umum, aset dan 
kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan 
tugas, | 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
perkantoran berdasarkan pedoman untuk peningkatan 
pelayanan, 

berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 
untuk tertibnya pelaksanaan administrasi kepegawaian, | 

f. “melaksanakan tugas peng, elolaan perlengkapan, aset dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran Menara 
unit, 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, | 

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal 
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu 
pendapat, | 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara mena 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi ministas 

Pasal 402 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 terdir 
atas: 

a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 
b. Kepala Subbagian Admiristrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 

a
.
 

Pasal 403 

Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 402 huruf a mempunyai tugas penyusunan program
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berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk tekni? 
u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas un i t . 

Pasa l 404 
Deilam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
pasa l 403 , Kepa la Subbagiem Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis penyusunan progranji 

sesued kebutuban sebagai dasar pelaksemaan tugas; 
b. mengumpul data program kegiatan sesued j en i s sebagaji 

baban penyusunem progreim uni t ; 
c. m e n y u s u n rencana program kegiatan uni t sesua i s k a l i 

prioritas sebagai baban penetapan anggaran sa tuan kerja; 
d. m e n y u s u n Laporan K iner ja Ins tans i Pemerintab (LAKIP) 

R E N S T R A , R E N J A , R K P D ; 
e. membuat laporan eva luas i k iner ja ; 
f. mengajukan rencana kerjei anggaran mela lui t im anggareuji 

eksekut i f u n t u k menjadi dokumen penggunaan anggaran 
g. mengonsul tas ikan pelaksianaan tugas dengan atasan 

baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebilji 
lanjut ; 

b. mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan kepala-
kepa la subbagian mela lu i pertemuan lapa t untulc 
penyatuan pendapat; 

i . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

j . melaksanakem tugas la in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 405 
Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dab 
Kepegaivaian sebagaimana d imaksud da lam pasial 402 b u r u f 
b me l aksanakan tugas di bidang pengelolaan admin is t ras i 
keuangan, u m u m , dan kepegawaian sesua i petunjulc 
pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian ser ta 
me l aksanakan tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan 
kears ipan berdasarkan pedoman u n t u k ke lanearan tugas 
un i t . 

Pasa l 406 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 405 , Kepa la Subbagian Adminis t ras i Keuangan, Umurj i 
dan Kepegawaian menyelengg:arakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis administrasii keuangan 

u m u m dan kepegawaian dan keb i jakan teknis di bidan:; 
perlengkapan, aset dan kears ipan sesua i kebutuban 
dasar pe laksanaan tugas; 

b. me l akukan penyusunan rencana pengelolaaji 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian serta 
reneana pengadaan barang inventar is sesua i kebutuban 
u n t u k ke lancaran kegiataa uni t ; 

e. mengelola admin is t ras i keuangan sesua i pedoman untujc 
tert ibnya penggunaan anggaran; 
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berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 404 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 403, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan SS 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. mengumpul data program kegiatan sesuai jenis sebagai 

bahan penyusunan program unit, 
c. menyusun rencana program kegiatan unit sesuai skal: 

prioritas sebagai bahan penetapan anggaran satuan kerja: 
d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

RENSTRA, RENJA, RKPD: 
e. membuat laporan evaluasi kinerja, 
f. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran 

eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran, 
g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas 

baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dergan kepala- 
kepala subbagian melalui pertemuan rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

J- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 405 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum d ! 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 402 huruf 
b melaksanakan tugas di bidang pengelolaan administrasi 
keuangan, umum, dan kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 

administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta 
melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan 
kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelaricaran tuga 
unit. 

Pasal 406 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 405, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umu 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan, 

umum dan kepegawaian dan kebijakan teknis di bidang 
perlengkapan, aset dan kearsipan sesuai kebutuhar 
dasar pelaksanaan tugas, 

b. melakukan penyusunan rencana pengelolaar 
administrasi keuangan, imum dan kepegawaian serta 
rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran kegiatan unit, 

c. mengelola administrasi keuangan sesuai pedoman untuk 
tertibnya penggunaan anggaran, | 
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d. menelit i ke lengkapan pengajuan peneairein anggaran 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk tekni? 
u n t u k proses peneairan; 

e. mengesabkan sura t perintab membayar sesuaji 
kebutuban sebagai dasar penerbitan sura t per intal i 
peneairan dana; 

f. menjrusun laporan prognosis keuangan un i t berdasarkaj i 
penggunaan anggaj-an sebagai babaj i 
pertanggungjawaban; 

g. m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesuai formasji 
u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas ser ta 
me laksanakan pengelolaan inventar isas i berdasarkaj i 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang mi l ik un i t 

b. membuat u s u l a n permintaan pegawai sesua i kebutuba j i 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas ser ta me l akukan 
pemel ibaraan barang inventar is un i t sesua i ketentuan 
u n t u k keu tubannya ; 

i . menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian ser ta mengelola kears ipan 
sesua i j en i s/ kelompok sijbagai baban dokumentas i daj i 
mempermudab penearian; 

j . me l akukan pengelolaan admin is t ras i kepegawaiaji 
mela lu i daftar u r u t kepangkatan dan nominati f untulc 
tert ibnya admin is t ras i kepegawaian serta menyeleksi 
ars ip sesua i j angka wak tu u n t u k penyusutan ; 

k. membuat daftar ars ip dan aset berdasarkan nilad gunji 
u n t u k d iusu l musnaibkan; 

1. m e l a k u k a n pemusnaban mela lui mekanisme daji 
prosedur sesua i ketentuan dan n i la i guna ars ip dan aset 

m. membuat berita aeara pemusnaban sesua i daftar u su l a j i 
sebagai baban pertanggungjawaban; 

n . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengcin sekretariS, 
baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

o. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepa l a -
kepala subbagian dan kepala seksi melal i j i 
rapat/pertemuan u n t u k beroleb penyatuan j iendapat; 

p. m e n y u s u n sebagai baban laporan seema berlcala evaluasj ; 
dan 

q. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Pe rumaban dan K a w a s a n Permulciman 

Pasial 407 
B idang Perumaban dan K a w a s a n Pe rmuk iman terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 408 
Kepa la B idang Perumaban dan K a w a s a n Pe rmuk imab 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 407 b u r u f a mempunys i 
tugas me l aksanakan tugas di bidang perumaban daj i 
k a w a s a n pe rmuk iman berdasarkan peraturan perudang 
undangan u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 
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d. meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk proses pencairan, | 

e. mengesahkan surat perintah membayar sesuai 
kebutuhan sebagai dasar penerbitan surat perintah 
pencairan dana, | 

f. menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan 
penggunaan anggaran sebagai bahan 
pertanggungjawaban, 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas serta 
melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasarkar 
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik am 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan 
pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan 
untuk keutuhannya, 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunju 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibny 

administrasi kepegawaian serta mengelola kearsipa 
sesuai jenis/ kelompok sebagai bahan dokumentasi dan 
mempermudah pencarian: 

j- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untu 
tertibnya administrasi kepegawaian serta menyeleksi 
arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, | 

k. membuat daftar arsip dan aset berdasarkan nilai guna 
untuk diusul musnahkan, 

Il melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 
prosedur sesuai ketentuan dan nilai guna arsip dan aset: 

m. membuat berita acara pemusnahan sesuai daftar usulan 

sebagai bahan pertanggungjawaban, 
n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris, 

baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, | 
Oo. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 

kepala  subbagian dan kepala seksi melalui 
rapat/ pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat: 

p. menyusun sebagai bahan laporan secara berkala evaluasi: 
dan 

g- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ai 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

Bagian Kelima | 
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pasal 407 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas: 

a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bae Pasal 408 
| | Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukim 

Kan L sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 huruf a mempunyai 
| SEKDA | T | 

kawasan permukiman berdasarkan peraturan perudang- 
tugas melaksanakan tugas di bidang perumahan da 

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 6
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Pasa l 409 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 408 , Kepa la B idang Pe rumaban dan K a w a s a i 
Pe rmuk iman menyelenggaralmn fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan t i iknis di bidang p e m m a b a n dab 

k a w a s a n pe rmuk iman sesua i kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. mengbimpun data w i l a jnb p e m m a b a n clan kawasa j i 
p e rmuk iman mela lu i pen ip jkuran dan pemenaan; 

e. mengelola data wi laya l i p e m m a b a n dan kawasab 
pe rmuk iman mela lui j iemetaan u n t u k mengetabui 
gambaran wi layab pembangunan p e m m a b a n d a i 
k a w a s a n pe rmuk iman serta penanganan kavrasan k u m u i 
perkotaan; 

d. m e n y u s u n rencana teknis pembangunan sa rana dab 
p ra sa rana p e m m a b a n dan k a w a s a n pe rmuk iman 
berdasarkan s k a l a prioritas u n t u k menjadi program uni t ; 

e. mensos ia l i sas ikan pe laksanaan pembangunan sa rana 
dan p rasa rana p e m m a b a n dan k a w a s a n p e r m u k i m a i 
seeara terpadu agar masyaraka t memabaminya ; 

f. menyebar luaskan pe laksanaan pembangunan saranla 
p e m m a b a n dan k a w a s a n pe rmuk iman mela lui media 
m a s s a agar r ekanan dapat mengetabuinya; 

g. memproses reneana pembangunan s a r a n a pemmabajn 
dan k a w a s a n pe rmuk iman sesua i petunjuk pe laksanaa i 
dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya pe laksanaan; 

b. me l akukan pembinaan terbadap r ekanan pelaksanaajn 
s a r a n a p e m m a b a n dan kawasan pe rmuk iman mela lq i 
free causte meeting un tuk penyesuaian renc i ina ker ja; 

i . m e l a k u k a n evaluas i pe laksanaan pembangqnan saranja 
p e m m a b a n dan k a w a s a n pe rmuk iman seeara berka la 
u n t u k mengetabui perkembangannya; 

j . me l aksanakan penyu luban tentang kawasa j i 
p e rmuk iman sebat; 

k . mengonsul tas ikan peleiksanaan tugas dengan atasajn 
seeara l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjujk 
lebib lanjut ; 

1. mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidimg mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

m. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawsban sesua i 
bidangnya u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas; 

n . m e n y u s u n laporan basiil pe laksanaan tugas seeaija 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

o. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Kenam 
Bidang Penerangan Perkotaan dan Pe rmakaman U m u m 

Pas a l 410 
B idang Penerangan Perkotaan dan Pe rmakaman Umuijn 
terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsionsd 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 408, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman menyelenggarakan fungsi: 
a. 

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum 
terdiri atas: 
a. 
b. 
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Pasal 409 

5
 

menghimpun kebijakan teknis di bidang perumahan da1 
kawasan permukiman sesuai kebutuhan sebagai dasa 
pelaksanaan tugas, 
menghimpun data wilayah perumahan can kawasan 
permukiman melalui pengukuran dan pemeraan, 
mengelola data wilayah perumahan dan kawas 
permukiman melalui pemetaan untuk mengetahui 
gambaran wilayah pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman serta penanganan kawasan kumuh 
perkotaan, 
menyusun rencana teknis pembangunan sarana dan 
prasarana perumahan dan kawasan permukiman 
berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit, 
mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan sarana 
dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman 

secara terpadu agar masyarakat memahaminya, | 
menyebarluaskan pelaksanaan pembangunan sara 
perumahan dan kawasan permukiman melalui media 
massa agar rekanan dapat mengetahuinya, 
memproses rencana pembangunan sarana perumahai 
dan kawasan permukiman sesuai petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis untuk tertibnya pelaksanaan, | 
melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan 
sarana perumahan dan kawasan permuki man melalui 
free causte meeting untuk penyesuaian rencana kerja, | 
melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana 
perumahan dan kawasan permukiman secara berkala 
untuk mengetahui perkernbangannya, 
melaksanakan penyuluhan tentang kawasan 
permukiman sehat: | 
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Sr 
secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunju 
lebih lanjut, | 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/ peneraneg 
untuk penyatuan pendapat, 

ban
g, 

. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan | 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kenam 
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum 

Pasal 410 

Kepala Bidang, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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Pas a l 4 1 1 
Kepa la B idang Penerangan Perkotaan dan Permakamajn 
U m u m sebagaimana d imaksud da lam pasa l 410 b u r u f 
mempunygd tugas melaksginakan sebagian tugas dinds 
l ingkup penerangan j a l a n u m u m berdasarkan pera turan 
perundang-undangan u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugi.s 
ked inasan. 

Pasa l 412 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d inmksud dalajn 
Pasa l 4 1 1 , Kepa la B idang Penerangan Perkotaan dajn 
Pe rmakaman U m u m menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebijeikan teknis di bidang; penerangajn 

perkotaan dan pe rmakaman u m u m berdasarkan 
petunjuk pe laksanaan sebagai dasar pe laksanaan tugas 

b. mengbimpun data wi layab pe run tukkan penerangan 
perkotaan dan pe rmakaman u m u m melalui surve i u n t u k 
mengetabui ke layakannya ; 

e. mengbimpun data wi layab pe runtukkan penerangajn 
perkotaan dan permakaraan u m u m sesua i j en i s sebagai 
a c u a n pe laksanaan tugas;; 

d. m e n y u s u n rencana kegisitan penerangan perkotaan dajn 
pe rmakaman u m u m sesua i kebutuban u n t u k menjaji 
program uni t ; 

e. memfasi l i tasi l okas i p e r u n t u k k a n penerang;an perkotaajn 
dan permakaman u m u m berdasarkan s k a l a prioritas 
u n t u k efektifitas pe laksanaan tugas; 

f. me l akukan pengaturcin penerangan perkotaan dajn 
pe rmakaman u m u m sesua i peruntulckan u n t u k 
ke lanearan akt iv i tas masyarakat ; 

g. meny iapkan s a r a n a dan p rasa rana penerangan perkotaajn 
dan pe rmakaman u m u m sesua i kebutuban u n t u k 
ke lanearan pe laksanaan tugas; 

b. m e l a k u k a n pemel ibaraan sa rana dan p rasara i l a 
penerangan perkotaan dan permakaman u m u m seea ia 
ru t i n u n t u k ke langsungannya; 

i . me l akukan perbitungan penetapan tari f pemanfaatajn 
s a r a n a pe rmakaman sesuiai k lar i f ikas i untulc peningkatajn 
pendapatan as l i Daerab; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan atasab 
ba ik bsan m a u p u n tulis£m u n t u k beroleb ptetunjuk lebjb 
lanjut ; 

k . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekertarijs 
dan kepala-kepala bidang la in mela lu i rapat/pertemuepi 
u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mend is t r ibus ikan pelaksianaan tugas kepada bawaban 
sesuai job u n t u k ke lanearan tugas; 

m. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seca ja 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

n . me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

I 

Unit 
KERJA 
KABAG 
HUKUM "3 

F | 

| sExoa f 
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Pasal 411 | 

Kepala Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakam 
Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 410 huruf a 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 
lingkup penerangan jalan umum berdasarkan peratur 
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
kedinasan. | 

Pasal 412 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 411, Kepala Bidang Penerangan Perkotaan dan 
Permakaman Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penerangan 

perkotaan dan permakaman umum berdasarkan 
petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. menghimpun data wilayah peruntukkan peneranga 
perkotaan dan permakaman umum melalui survei unuk 
mengetahui kelayakannya, | 

c. menghimpun data wilayah peruntukkan penerang 
perkotaan dan permakarnan umum sesuai jenis ana 
acuan pelaksanaan tugas, | 

d. menyusun rencana kegiatan penerangan perkotaan dan 
permakaman umum sesuai kebutuhan untuk menjadi 
program unit, 

e. memfasilitasi lokasi peruntukkan penerangan perkotaan 
dan permakaman umum berdasarkan skala prioritas 
untuk efektifitas pelaksanaan tugas, 

f. melakukan pengaturan penerangan perkotaan dan 

permakaman umum sesuai peruntukkan untuk 
kelancaran aktivitas masyarakat, | 

g. menyiapkan sarana dan prasarana penerangan perkotaan 
dan permakaman umum sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, 

h. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana 
penerangan perkotaan dan permakaman 1imum secara 
rutin untuk kelangsungannya, 

i. melakukan perhitungan penetapan tarif pemanfaatan 

sarana permakaman sesuai klarifikasi untuk peningkatan 

pendapatan asli Daerah, 
j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Ik lebih 

b baik lisan maupun tulisan untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, | 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekertaris, 
dan kepala-kepala bidang lain melalui rapat/ pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

l. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawah 
sesuai job untuk kelancaran tugas, 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan | 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. ii 
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B A B X X 
DINAS K E P E N D U D U K A N DAN PENCATATAN S I P I L 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 413 
(1) D inas berkedudukan di bawab dan bertanggung j a w 4 b 

kepada Wal i Kota melalui Sekretar is Daerah.. 
(2) D inas dipimpin oleb Keptila D inas . 

Pasa l 414 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota melaksanakajn 
U r u s a n Pemerintaban di bidang admin is t ras i kependudukan 
dan peneatatan s ip i l yang menjadi k ewenanga i Daerab dajn 
tugas pembantuan yang d iber ikan kepada Daerab. 

Pasa l 415 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalajn 
Pasad 414 , D inas menyelengp;arakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesuad dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan eva luas i clan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingki jp 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang diber ikan oleb Wal i Ko j a 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagi tm Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 416 
S u s u n a n Organisas i D inas terdiri a tas : 
a . Kepa la D inas ; 
b. Sekretariat ; 
e. B idang Pe layanan Admin is t ras i Kependudukan; 
d. B idang Pengelolaan Informasi Administrajsi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data ; dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 417 
Kepa la D inas mempunya i tugas me l aksanakan u r u s d n 
Pemerintaban Daerab di bidang admin is t ras i k ependuduksn 
dan peneatatan sipi l yang menjadi kewenangan Daerab. 

Pasa l 418 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalajn 
Pasa l 417 , Kepala D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan kegiataa pembangunan di bidang 

perbubungan seeara kes inambungan un t i j k 
pengembangannya; 
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BAB XX | 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL” 

Bagian Kesatu | 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi | 

Pasal 413 | 

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 414 
Dinas mempunyai tugas mernbantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 415 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 414, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, | 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua | 

Susunan Organisasi 

Pasal 416 
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat: 

c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, 
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 2 

Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 417 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 418 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 417, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan kegiatan pembangunan di bidang 

perhubungan secara kesinambungan untuk 
pengembangannya,
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b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis di bidang perbubungajn 
sesua i kebutuban u n t u k peningkatan k iner ia uni t ; 

e. m e n y u s u n keb i jakan teknis bidang perbubungajn 
berdasgirkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk tekn is 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

d. mengorganisir pe laksanaan kegiatan di bidabg 
kependudukan dan peneatatan sipi l me la lu i 
mekanisme/prosedur ker ja u n t u k kelenearajn 
pe laksanaan tugas uni t ; 

e. mengendal ikan pe laksanaan kegiatan di bidabg 
kependudukan dan peneatatan sipi l dan peneatatan s ip i l 
seeara terpadu u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

f. mengarabkan pe laksaj iaan kegiatan di bidabg 
kependudukan dan peneatatan sipi l berdsisarkan s k a a 
prioritas u n t u k t e r laksannya kegiatan uni t ; 

g. mend is t r ibus ikan tugas sesua i bidang masing-masir jg 
u n t u k ke lanearan pelaksianaan tugas un i t ; 

b. mengawasi pe laksanaan tugas baik intern sieeara berkaja 
u n t u k efektivitas dan efisiensi kegiatan uni t ; 

i . mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara terpadu untujk 
mengetabui perkembangim pe laksanaan tugas; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepacla a tasan ba: 
l i s an m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebjb 
lanjut ; 

k. mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan un i t terkajit 
meleilui rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

1. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t seeara berkaja 
sebagai baban evaluasi ; dan 

m. me l akukan tugas pembemtuan dan tugas l a innya yabg 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k keleuiearan tugas 
ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekreteiriat 

Pasa l 419 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is D inas me laksanakdn 
tugas penatausabaan di bidang program, u m u m , k e a r s i p a i 
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturen 
perundang-undangan u n t u k ke lencaran pe laksanaan tugas 

Pasa l 420 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dedajn 
Pasa l 419 , Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebijeikan teknis di bidang penyusundn 

pogram, keuangan, kepegawaian, u m u m dan kears ipen 
sesued kebutuban sebaged dasar pelaksanaem tugas; 

b. m e n y u s u n reneana kegiatan un i t sesua i kebutuban untujk 
menjadi progreim uni t ; 

e. melaksemakan tugas pengelolaan administrajsi 
berdasarkan pedoman u n t u k meningkatkan pelayanan; 

d. melaksaneikan tugas peni^eloleibem admin is t ras i keuangdn 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya administrajsi 
keuangan; 
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b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan 
sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit, | 

c. menyusun kebijakan teknis bidang perhubungan 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

d. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil melalui 
mekanisme/ prosedur kerja untuk kelencaran 
pelaksanaan tugas unit, 

e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil dan pencatatan sipil 
secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

f. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan akaja 
prioritas untuk terlaksannya kegiatan unit, 

g. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masing 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 
h. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara berkala 

untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit, 
i. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 
j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

Il. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

m. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas 
kedinasan. | 

| 
Bagian Keempat | 

Sekretariat | 

| Pasal 419 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas melaksanak 
tugas penatausahaan di bidang program, umum, kearsip 
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peran 
perundang-undangan untuk kelencaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 420 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 419, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusun 

pogram, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsip 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 

menjadi program unit, 
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 

berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan, 
d. melaksanakan tugas pengelolahan administrasi keuangan 

berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 

keuangan,
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e. me laksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya penataari admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas pengelolaan per lergkapan dajn 
kears ipan sesua i kebutuitian u n t u k ke lancaran kegiatajn 
un i t ; 

g. m e l a k u k a n pembinaan pegawai seeara berka la untujk 
peningkatan k iner ja aparatur ; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara lisajn 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang mela lu i rapiat/pertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban se?ua i jcjb 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seieara berkaja 
sebagai baban evaluasi ; d a n 

1. me laksanakan tugas la in yang diper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 4 2 1 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 419 , terdijri 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Program; dan 
b. Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dajn 

Kepegawaian. 

Pasa l 422 
Kepala Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalajn 
Pasa l 4 2 1 b u r u f a mempunya i tugas me l aksanakan 
penyusunan program berdasarkan petunjuk 
pelaksgmaan/petunjuk teknis u n t u k ke lancaran pe laksanaan 
tugas un i t . 

Pasa l 423 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dgdain 
Pasa l 422 , Kepa la Subbagian Program menjrelenggarakqn 
fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis penyusunan prograjn 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
b. me laksanakan penjo isunan reneana keg;iatan sesua i 

kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 
c. me laksanakan penyusunan reneana ker ja anggarajn 

berdasarkan program u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 
d. mengajukan rencana ker ja anggargm melalui t im anggarajn 

eksekut i f u n t u k menjadi dokumen penggunagjn 
anggargm; 

e. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan atasgib 
ba ik bsgm m a u p u n tertuJis u n t u k beroleb pietunjuk lebib 
Igmjut; 

f. mengoordinasikan pelgiksanaan tugas dengan kepald 
kepala subbagian mela lui pertemuan/rapat u n t u k 
penyatugm pendapat; 

g. menjrusun laporan pelaksanagm tugas seeara berkaja 
sebagai baban eva luas i ; clan 
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e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian, | 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 
unit, 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, | 

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

j- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

I. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 421 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Program, dan 
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 2 

Kepegawaian. 

Pasal 422 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 421 huruf a mempunyai tugas rnelaksanakan 

penyusunan program berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas unit. | 

| 

Pasal 423 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 422, Kepala Subbagian Program menyelenggarak 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan progr 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sesuai 

kebutuhan untuk menjadi program unit, 
c. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran 

berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit, | 
d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran 

eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan 
anggaran, 

e. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi, dan 
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h . me laksanakan tugas l a in yang d iper intahkan oleh a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas l :edinasan. 

Pasa l 424 
Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud da lam pasa l 4 2 1 
b u r u f b mempunya i tuggis me l aksanakan pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepega^vaian sesuiu 
petunjuk pe laksanaan dan p»etunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian. 

Pasa l 425 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 424, Kepa la Subbagian Admin is t ras i KeuEingan, U m u m 
dan Kepegawaian menyelengi;arakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis admin is t ras i keuangan, 

u m u m dan kepegawgiian sesua i kebutuban sebagai daser 
pe laksanaan tugas; 

b. me l akukan penyusunan reneana pengelolaban 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian 
berdasarkan pedoman un tuk ke lanearan tugas uni t ; 

e. m e n y u s u n rencana kebutubgm pegawai s i jsuai formasi 
u n t u k opt imal isasi pelaksianaan tugas uni t ; 

d. membuat u s u l a n permintaan pegawai sesua i kebutuban 
u n u k ke lanearan pe laksanaa tugas un i t ; 

e. m e n y u s u n daftar i nduk kepegawaian sesua i petunjuk 
pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admnis t ras i kepegawaian; 

f. me l akukan pengelolaan admin is t ras i keuangan, u m u m 
dan kepegawaian mela lu i D U K dan nominati f u n t u k 
tert ibnya admin is t ras i kejDegawaian; 

g. membuat reneana pengadaan barang iventaris sesua i 
kebutuban u n t u k ke lancaran kegiatan uni t ; 

b. me laksanakan pengelokian inventar isas i berdasarkan 
pedoman u n t u k tertibnya admin is t ras i barang mi l ik unii;; 

i . me l akukan pemel ibaraan barang inventar is un i t sesuj i i 
ke tentuan u n t u k keutubcinnya; 

j . mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagjii 
baban dokumentas i dan mempermudab peneairan. 

k . menyeleksi ars ip sesua i j a n g k a w a k t u u n t u k penyusutan ; 
1. membuat dasar ars ip berdasarkan n i la i guna ars ip u n t u k 

d iusu l m u s n a b k a n ; 
m. me l akukan pemusnaban mela lu i mekanisme dan 

prosedur u n t u k mengetal iui n i la i guna arsif»; 
n . membuat berita aeara pemusnaban ars ip sesua i daftsr 

u s u l a n sebagai baban perianggungjawaban; 
o. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan , 

baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 
p. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-

kepala subbagian mela lu i rapat/pertemuan u n t u k beroleb 
penyatuan pendapat; 

q. m e n y u s u n laporan seeara berka la sebagai beiban evaluasi ; 
dan 

r. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkaa oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 
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h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 424 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian. 

Pasal 425 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 424, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan, 

umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 

b. melakukan penyusunan rencana pengelolahan 
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian 
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit, 

Cc. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
unuk kelancaran pelaksanaa tugas unit: 

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 

admnistrasi kepegawaian: 
f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum 

dan kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk 

tertibnya administrasi kepegawaian, 
g. membuat rencana pengadaan barang iventaris sesuai 

kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit, 
h. melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasark 

pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit: 
i. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesugi 

ketentuan untuk keutuhannya, 
j-. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 

bahan dokumentasi dan mempermudah per:cairan. 
k. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, 

l. membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk 
diusul musnahkan, | 

m. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 

n. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar 
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban, | 

o. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala subbagian melalui rapat/ pertemuan tintuk berole 
penyatuan pendapat, 

g. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi: 
dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 
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Bag ian Ke l ima 
B idang Pe layanan Admin is t ras i Kependudukan 

* Pasa l 426 
B idang Pe layanan Administra s i Kependudukan terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional. 

• Pasa l 427 
Kepa la B idang Pe layanan Admin is t ras i Kijpendudukaijn 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 42 5 b u r u f a mempunyj i i 
tugas me laksanakan penyiapan pe rumusan kebi jakan teknis 
fasi l i tasi dan pembinaan u m u m di bidang admin is t ras i 
kependudukan. 

Pasa l 428 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaijn 
Pasa l 427 , Kepa la Kepa la B idang Pe layanan Admin is t ras i 
Kependudukan menyelenggaj-akan fungsi: 
a . me l aksanakan kebi jakan teknis kependudukan dab 

peneatatan s ip i l s esua i kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. me l aksanakan pembinaan dan koordinasi pe laksanaab 
kegiatan pengelolaan admin is t ras i kependudukan dan 
peneatatan sipi l ; 

c. me l aksanakan pe layanan pendaftaran penduduk dajn 
peneatatan sipi l u n t u k mengetabui s ta tus dan identitajs 
penduduk; 

d. memproses penerbitan P : T P , K a r t u Keluarga, dan Aktja 
sesua i ke tentuan perundang-undangan yang ber laku; 

e. me l akukan monitoring dan eva luas i pelaksanaajn 
admin is t ras i kependudul<:an dan peneatatan s ip i l seeara 
r u t i n u n t u k mengetabui perkembangan penduduk; 

f. p enyusunan pereneanaan pelayanan pendaftaran dajn 
peneatatan sipi l ; 

g. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pendaftaran pendudujk 
dan peneatatan sipi l 

b. me laksanakan pembinanan dan koordinasi pelaksanaajn 
pe layanan pendaftaran penduduk dan peneatatan sipi l ; 

i . me l aksanakan pelayanaj i pendaftaran penduduk dajn 
peneatatan sipi l ; 

j . me l aksanakan penerbitan dokumen kependudukan yanjg 
mel iputi : 
1. K a r t u Keluarga; 
2. K a r t u T a n d a Penduduk; 
3. K a r t u Identitas Anak ; 
4. Sura t Keterangan Pindab Warga Negara Indonesia; 
5. Su ra t Keterangan Datang Warga Negara Indonesia; 
6. Sura t Keterangan Pindab L u a r Negeri; 
7. Su ra t Keteragan Datang L u a r Negeri; 
8. Su ra t Keterangan Tempat Tinggal; 
9. Sura t Keterangan Ke lab i ran ; 
10. Su ra t Keterangan Lab i r Mati ; 
1 1 . Su ra t Keterangan Pembatalan Perkawincm 
12. Su ra t Ketrangan PemlDatalem Perceraian; 
13. S u r a t Keterangan Kemat ian ; 
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Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Pasal 426 

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri atas: | 
a. 
ea 

Kepala Bidang, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 427 | 
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependuduka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
fasilitasi dan pembinaan umum di bidang administrasi 
kependudukan. 

Pasal 428 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 427, Kepala Kepala Bidang Pelayanan Administrasi 
Kependudukan menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan kebijakan teknis kependudukan dan 

pencatatan sipil sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, | 
melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, 

melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil untuk mengetahui status dan identitas 
penduduk, 
memproses penerbitan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara 
rutin untuk mengetahui perkembangan penduduk, 
penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan 
pencatatan sipil: 

merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil | 
melaksanakan pembinanan dan koordinasi pelaksana 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 
melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk d 
pencatatan sipil: 

melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan yang 
meliputi: 

Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk: | 

Kartu Identitas Anak, | 

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia, | 
Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia, | 
Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, | 
Surat Keteragan Datang Luar Negeri, | 

Surat Keterangan Tempat Tinggal, 
Surat Keterangan Kelahiran, 

10. Surat Keterangan Lahir Mati: 

11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 
12. Surat Ketrangan Pembatalan Perceraian: 

13. Surat Keterangan Kematian, 
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14. Sura t Keterangan pengangkatan a n a k 
15. Sura t Keterangan Pelepasan Kewjirganegaraaji 

Indonesia; 
16. Sura t Keterangan Penj^ganti T a n d a identitas; 
17. Sura t Keterangan Peneatatan sipi l ; 
18. A k t a Ke lah i ran ; 
19. A k t a Kemat ian ; 
20. Ak ta Perkavidnan; 
2 1 . A k t a Pereeraian; 
22 . Ak ta Pengakuan Anak ; dan 
23 . Ak ta Pengesahan Anak , 

k . me l aksanakan pendokumentas ian has i l pelayanaj i 
pendaftaran penduduk dan peneatatan sipi l ; dan 

1. mengendal ikan dan eva luas i pe laksanaan pendaftaraj i 
penduduk dan peneatatan sipi l ; 

Bag ian Keenam 
Bidang Pengelolaan Informasi Admin is t ras i Kependudukan 

dan Pemaji faatan Da ta 

Pasa l 429 
B idang Pengelolaan Informasi Admin is t ras i Kependudukaj i 
dan Pemanfaatan Da ta terdiri. a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal. 

Pasa l 430 
Kepala B idang Pengelokian Informasi Admin is t ras i 
Kependudukan dan Pemimfaatan Da ta sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 429 b u r u f a memj iunya i tugas 
me laksanakan penyiapan p e m m u s a n kebi jakan teknis , d a i 
pe laksanaan kebi jakan di bidang pengelolaan informasi 
admnis t ras i kependudukan., ker ja s ama administrasii 
kependudukan, pemanfaatan data dan d o k u m e i 
kependudukan, serta inovasi pe layanan administrasii 
kependudukan. 

Pasa l 4 3 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 430 , Kepa la B idang Pengelolaan Informasi Administrasii 
Kependudukan dan Pemanfaatan Da ta menyelenggarakap 
fungsi: 
a . m e n y u s u n pereneanaan pengelolaan in fo rmai i 

admin is t ras i kependudukan, pemanfaatan data d a i 
dokumen kependudukan, ker ja s a m a administrasii 
kependudukan serta inovasi pe layanan admin is t ras i 
kependudukan; 

b. m e m m u s k a n kebi jakan teknis pengelolaan iunforma^i 
admin is t ras i kependudukan, pemanfaatan data d a i 
dokumen kependudukan, ker ja s a m a administrasii 
kependudukan ser ta iniovasi pe layanan admin is t ras i 
kependudukan; 

c. me l aksanakan pembinaan dan koordinasi peleiksanaab 
pengelolaan informasi admin is t ras i kependudukan, 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerj 
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14. Surat Keterangan pengangkatan anak | 
15.Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan 

Indonesia, 

16. Surat Keterangan Pengganti Tanda identitas, 
17. Surat Keterangan Pencatatan sipil, 

18. Akta Kelahiran, 

19. Akta Kematian, 

20. Akta Perkawinan: 

21. Akta Perceraian, 
22. Akta Pengakuan Anak, dan 
23. Akta Pengesahan Anak, 

k. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: dan | 

l. mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, | 

Bagiari Keenam | 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data 

Pasal 429 | 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
dan Pemanfaatan Data terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 430 | 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 429 huruf a mempunyai tug 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, d 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi 
admnistrasi kependudukan, kerja sama administrasi 
kependudukan, pemanfaatan data dan dokume 
kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan. | 

Pasal 431 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 430, Kepala Bidang Perigelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggaraka 
fungsi: 
a. menyusun perencanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data d 
dokumen kependudukan, kerja sama administrasi 
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan, 

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan iunformasi 
administrasi kependudukan, pemanfaatan data di 
dokumen kependudukan, kerja sama administrasi 
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan, 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja 
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s a m a admin is t ras i kependudukan ser ta inovgisi pe layanan 
admin is t ras i kependudukcin; 

d. me laksanakan pengelolaan informasi admin is t ras i 
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, ker jasama admin is t ras i kependudukan 
serta inovasi pe layanan adminis t ras i kependudukan; 

e. me laksanakan pengendalian dan eva luas i pe laksanaan 
pengelolaan informasi admin is t ras i ke ] )endudukan, 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, ker ja 
s a m a admin is t ras i kependudukan serta inovgisi pe layanan 
admin is t ras i kependudukim; dgin 

f. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intahkan oleh atasgm. 

BA13 X X I 
DINAS K E A R S I P A N DAN PERPUSTAK/^AN 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 432 
(1) D inas berkedudukan di l iawab dan bertanggung j awab 

kepada Wgdi Kota mela lu i Sekretar is Daergib. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepal a D inas . 

Pasa l 4 3 3 
D inas mempunya i tugas mem ban tu Wal i Kota melaksangikgui 
U r u s a n Pemerintaban di bidatig Kears ipan dan Perpus takaan 
yang menjadi kewenanggin Eiaerab dan Tugas Pembantugui 
yang d iber ikan kepada Daera l i . 

Pasa l 434 
Da l am melgiksanakan tugas sebagaimana d imaksud dgilam 
Pasa l 4 3 3 , D inas menyelenggarakgm fungsi: 
a . p e rumusan kebijakgm sesua i dengan lingkuf) tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan lingkuip tugasnya; 
e. pelaksgmaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i d inas sesua i dengan l ingkup 

tugasnya; dan 
e. pelgiksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kotu 

terkait dengan tugas dgin fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Orggmisasi 

Pasa l 435 
S u s u n a n Organisas i D inas terdir i a tas : 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretgiriat; 
c. Bidgmg Perpustakaan; 
d. B idang Kears ipan ; dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungsiongd. 
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sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan, | 

d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan 
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, 

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja 
sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanar 
administrasi kependudukan, dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

-
 

BAB XXI 
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 432 

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. | 

| 

Bagian Kesatu 

| 

| 

Pasal 433 | 
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota Miakneakak 
Urusan Pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustaka ! 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu 
yang diberikan kepada Daerah. Bi 

Pasal 434 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 433, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai deng 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingku 

tugasnya: dan | 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas: 
b. Sekretariat, 

c. Bidang Perpustakaan, 

d. Bidang Kearsipan, dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 436 
Kepa la D inas mempunya i tugas me l aksanakan sebagiaiji 
tugas Pemerintab Daerab di bidang Perpus takaan dan 
Kears ipan berdasarkan peraturan perundaj ig-undangan 
u n t u k kelaneeiran tugas. 

Pasa l 437 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 436 , Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n reneana dan pr ogram pengembangan di bidang 

perpustakaan dan ars ip ; 
b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis di bidang perpustakaab 

dan ars ip berdasarkan program ker ja sebagai dasar 
pe laksanaan tugas sesua i kebutuban u n t u k peningkataj i 
k iner ja un i t ; 

c. m e n y u s u n kebi jakan teknis bidang perpustakaan dab 
ars ip berdasarkan pe tun iuk pe laksana/petunjuk t ekn i j 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

d. mengoordinasikan penyusunan reneana dan prograrji 
ker ja bidang perpustakaan dan ars ip ; 

e. mengorganisir pe laksanaan kegiatan di b idan 
perpustakaan dan ars ip mela lui mekanisme/prosedujr 
ker ja u n t u k ke lanearan p idaksanaan tugas un i t ; 

f. mengendal ikan pe laksanaan kegiatan di b idank 
perpustakaan dan ars ip seeara terpadu u n t u k tert ibnyq 
pe laksanaan tugas; 

g. mengarabkan pe laksanaan kegiatan di bidank 
perpustakaan dan arsipi be rdasarkan s k a l a prioritas 
u n t u k peningkatan k iner ja un i t ; 

b. membina pe laksanaan kegiatan di bidang perpustakaab 
dan ars ip seeara menye lurub u n t u k ke lanearan tugas 
uni t ; 

i . mend is t r ibus ikan tugas sesua i bidang masing-masinjg 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas un i t ; 

j . mengawasi pelaiksanaan tugas baik intern si^cara berkal j i 
u n t u k efektivitas dam efesiensi kegiatan uni t ; 

k. mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara terpadu untujc 
mengetabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

1. mengonsul tas ikan pelaiksimaain tugas kepada a tasan baik 
l i san m a u p u n tertubs u n t u k beroleb petunjuk lebih 
lanjut ; 

m. mengoordinasikan pelalcsanaan tugas dengan un i t 
terkait mela lu i rapat koordinasi u n t u l : penyatuap 
pendapat; 

n . melaporkan bas i l pe laksanaan tugas uni t s(;eara berka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

o. me l aksanakan tugas l a in yang di per intabkan atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan; 
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Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 436 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagia 
tugas Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan d 
Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk kelancaran tugas. 

Pasal 437 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 436, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun rencana dan program pengembangan di bidang 

perpustakaan dan arsip, 
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perpuskslesadi 

dan arsip berdasarkan program kerja sebagai das 
pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan untuk bangka 
kinerja unit, 

Cc. menyusun kebijakan teknis bidang perpustakaan da 
arsip berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 
d. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program 

kerja bidang perpustakaan dan arsip, 
e. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidan 

perpustakaan dan arsip melalui mekanisme/prosedu 
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, | 

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang 
perpustakaan dan arsip secara terpadu untuk tertibnya 
pelaksanaan tugas, 

g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidan 
perpustakaan dan arsip berdasarkan skala prioritas 
untuk peningkatan kinerja unit, 

h. membina pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan 
dan arsip secara menyeluruh untuk kelancaran tugas 
unit, 

i. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masing 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 
j. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara beriesla 

untuk efektivitas dan efesiensi kegiatan unit: | 
k. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 
Il. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit 
terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatu 
pendapat, 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Oo. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan, 
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Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

' P a s { i l 4 3 8 
Sekretar iat dipimpin oleh Siskretaris D inas m.elaksanakan 
tugas penatausahaan di bidang program, u m u m , kears ipan, 
kepegawaian dan keuangan berdasarkan pera turan 
perundang-undangan u n t u k Icelenearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 439 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 438 , Sekretar is D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidang penyusunan 

program, keuangan, kepegawaian, u m u m dan kears ipan 
sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaaj i tugas; 

b. m e n y u s u n reneana kegiatim un i t sesua i kebutuban untu] z 
menjadi program uni t ; 

c. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
berdasarkan pedoman u n tuk meningkatkan pelayanan; 

d. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. me l aksankan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kears ipan sesua i kebutuban u n t u k ke lanearan kegiataji 
un i t ; 

g. me l akukan pembinaan pegawai seeara berka la untulc 
peningkatan k iner ja aparsitur; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l isa j i 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas degan kepala-
kepala bidang mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuaj i 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas Icepada bawaban sesua i fungsi 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara b e r k a l i 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me l aksanakan tugas l a in yang diper intabkaj i oleb atasa j i 
u n u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 440 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasa l 438 terdui 
atas : 
a . Kepala Subbagian Keuangan, U m u m dan Kepegawaiar ; 

dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 4 4 1 
Kepa la Subbagian Keuangem, U m u m dan Kepegawa ia i 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 440 b u r u f a mempunys i 
tugas me l aksanakan pengelolaan admin is t ras i keuangar , 
u m u m dan kepegavifaian sesua i petunju c 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan, u m u m dan kepeggiwaian. 
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Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 438 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas melaksanakan 
tugas penatausahaan di bidang program, umurn, kearsipan, 
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peratur 

perundang-undangan untuk kelencaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 439 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalanh 

Pasal 438, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan 

program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, | 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, | 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan, 

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

e. melaksankan tugas pengelolaan kepegawai 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekni 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian, 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 
unit, 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas degan kepala- 
kepala bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai fungsi 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ntanat 
unuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 440 | 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 438 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan ag 
dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 441 
Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 440 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, 
umum dan kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 
keuangan, umum dan kepegawaian.
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Pasa l 442 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da la ia 
Pasa l 4 4 1 , Kepa la Subbagian Keuemgan, U m u m d a i 
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis admin is t ras i keuangan, 

u m u m dan kepegawaian sesua i kebutuban sebagai daser 
pe laksanaan tugas; 

b. me l akukan penyusunann rencana pengelolaan 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaian 
berdasarkan pedoman u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 

e. m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesua i formasi 
u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas un i t ; 

d. membuat u s u l a n permintaan pegawai sesua i kebu tuban 
u n t u k ke lanearan pelaksemaan tugas uni t ; 

e. m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesua i petunjuk 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l akukan pengelolaan admin is t ras i keuangan, u m u m 
dan kepegawaian mela lu i D U K dan nominati f u n t u k 
tert ibnya admin is t ras i ke]Degawaian; 

g. membuat reneana pengadaan barang inventar is sesua i 
kebutuban u n t u k kelaneeiran kegiatan uni t ; 

b. me laksanakan pengelolsLan inventar isas i berdasarkajn 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang mi l ik u n i 

i . me l akukan pemel ibaraan barang inventar is un i t sesujd 
ketentuan u n t u k keutubsmya; 

j . mengelola kears ipan S ( ; sua i jenis/kelompok sebagjd 
baban dokumentas i dan mempermudab per.eairan; 

k. menyeleksi ars ip sesua i jcmgka w a k t u untuF: penyusutab; 
1. membuat dasar ars ip b en i a sa rkan n i la i guna ars ip u n t u k 

d iusu l m u s n a b k a n ; 
m. m e l a k u k a n pemusnaban mela lu i mekanisme dajn 

prosedur u n t u k mengetabui n i la i guna arsipi; 
n . membuat berita aeara pemusnaban ars ip sesua i d a f t 4 r 

u s u l a n sebagai baban pertanggungjawaban; 
o. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan atasaiji, 

ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 
p. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepaki -

kepala subbagian mela lui rapat/pertemuan u n t u k berolejb 
penyatuan pendapat; 

q. m e n y u s u n laporan seeara berka la sebagai baiban evaluasji; 
dan 

r. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Bs rpus takaan 

Pasa l 443 
B idang Perpustakaan terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l ; 

Pasa l 444 
Kepala B idang Perpus takaan sebagaimana d imaksud dalaijn 
pasa l 443 b u r u f a mempunya i tugas di bidang pengembangan 
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Pasal 442 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 441, Kepala Subbagian Keuangan, Umum d 
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan 

umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai das 
pelaksanaan tugas, | 

b. melakukan penyusunann rencana pengelolaan 

administrasi keuangan, umum dan kepegawaian 

berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit, 
c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formari 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 
d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, | 
e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunju 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi kepegawaian: | 

f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum 
dan kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk 
tertibnya administrasi kepegawaian, 

g. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit, 

h. melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasark: 
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit, 

i. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai 
ketentuan untuk keutuhanya, 

j. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 
bahan dokumentasi dan mempermudah pencairan, | 

k. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk: penyusutan, 
Il. membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk 

diusul musnahkan, 

m. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dah 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 

n. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daft 
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban, 

Oo. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh 
penyatuan pendapat, 

g. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi: 

dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Perpustakaan 

Pasal 443 

Bidang Perpustakaan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional, 

Pasal 444 

Kepala Bidang Perpustakaari sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 443 huruf a mempunyai tugas di bidang pengembangan 
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koleksi , pengolahan bahan perpustakaan, pembinaan 
perpustakaan, l ayanan perpustakaan dan ] )embudayaan 
kegemaran membaea u n t u k peningkatan kualitg.s 
perpustakaan Daerab dan peningkatan minat bac a 
masyarakat . 

• 

Pas a l 445 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 444 , Kepa la B idang Perpustakaan menyelenggarakan 
fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang perpustakaan 

sesua i kebu tuban sebagai dasar pe laksanaan tug£.s 
operasional; 

b. me l aksanakan deposit, pengembangsm koleksi dan 
pengolaban baban perpusitakaan mel iput i pengbimpunan, 
pengelolaan, pendayagunaan k a r y a eetalc dan k a r y a 
rekam, penyusunan bibliagrafi Daerab dan katalog induk 
Daerab serta penyusunan l i teratur sekunder, 
p enyusunan keb i jakan ]Dengembangan koleksi , se leksi , 
pengadaan baban perpustakaan, inventar isas i , 
pengembangan koleks i Daerab [local contem), 
pe laksanaan ka j ian kebutuban pemustaka , deskr ips i 
bibliograii, k las i f ikas i , penentuan ta juk subjelc, 
penyelesaian f isik baban jDerpustakaan, ver i i ikas i , va l ida si 
dan pemasukan data ke pangkalan data; 

e. me laksanaan layanan, otomasi, dan ker ja s a r r a 
perpustakaan mel iputi l ayanan s i rku las i , r u j u k a n , l i terasi 
informasi , bimbingan pemustaka , dan lay^man ekstens i 
(perpustakaan keli l ing, pojok baca, dan sejenisnya), 
promosi l ayanan, pe laksanaan kajiaui k epuasan 
pemustaika, pengembangan teknologi, informasi, dan 
komun ikas i perpustakaan, pengelolaan website dan 
ja r ingan perpustakaan, ser ta pe laksanaan ker ja s a r r a 
anteir perpustakaan dan membangun j e j a r i r g 
perpustakaan; 

d. mele iksanakan pelestarian baban perpustalcaan mel iput i 
konservas i pelestar ian fisik baban perpustakaan 
t e rmasuk naskab kuno mela lu i perawatan, restorasi, dan 
penji l idan serta pembuatan s a r a n a penyimpanan baban 
perpustakaan, dan al ib media me lakukan pelestarian 
i s i/n i la i informasi baban perpustakaan te rmasuk naskab 
kuno mela lu i a l ib media, pemel ibaraan s e r i a 
penyimpanan master informasi digital; 

e. me laksanaan pembinaan dan pengembangan 
perpustakaan mel iput i pengembangan semua j en i s 
perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, 
dan kr i ter ia (NSPK), pendataan perpustakai in , koordinasi 
pengembangan perpustakaan dan pemasyarakatar / 
sos ia l isas i , ser ta eva luas i pengembangan perpustakaan; 

f. me laksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga 
perpustakaan mel iput i pendataan tenaga perpustakaan, 
bimbingan teknis , peningkatan kemampuan teknis 
kepus takawanan , peni la ian angka kredit pus takawan , 
koordinasi pengembangaii pus takawan dan tenaga tekn Is 
perpustakaan, pemasyaraikatan/sosial isasi , serta eva luas i 
pembinaan tenaga perpustakaan; 
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| 
koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, Pa Bba 
perpustakaan, layanan perpustakaan dan pembudaya. 
kegemaran membaca untuk peningkatan kualitas 
perpustakaan Daerah dan peningkatan minat baca 
masyarakat. | 

Pasal 445 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 444, Kepala Bidang Perpustakaan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perpustakaan 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas 
operasional, | 

b. melaksanakan deposit, pengembangan koleksi dan 
pengolahan bahan perpustakaan meliputi penghimpunan, 
pengelolaan, pendayagunaan karya cetak dan karya 
rekam, penyusunan bibliografi Daerah dan katalog induk 
Daerah serta penyusunan literatur sekunder, 
penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, 
pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, 
pengembangan koleksi Daerah (local — content), 
pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi 
bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, 
penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validari 
dan pemasukan data ke pangkalan data, 

c. melaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama 
perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, tterabi 
informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi 

(perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), 
promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan 

pemustaka, pengembangan teknologi, informasi, dan 
komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan 
jaringan perpustakaan, serta pelaksanaan kerja sama 
antar perpustakaan dan membangun jejaring 
perpustakaan, 

d. melaksanakan pelestarian bahan perpustakaan melipu 
konservasi pelestarian fisik bahan perpustakaa 
termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, da 

penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan baha 
perpustakaan, dan alih media melakukan pelestaria 
isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naska 
kuno melalui alih media, pemeliharaan sert 

penyimpanan master informasi digital, 
e. melaksanaan pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis 
perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, 

dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi 

pengembangan perpustakaan dan pemasyarakatan/ 
sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan, 

f. melaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga 
perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, 
bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis 
kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, 
koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis 
perpustakaan, pemasyarakatan /sosialisasi, serta evaluasi 
pembinaan tenaga perpustakaan, 
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g. me laksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran 
membaea mel iput i ptrngkajian dan pe laksanaa j i 
pembudayaan kegemai-an membaea, koordinas:, 
pemasyarakatan/sosialis£Lsi dan bimbingan teknis s e r t i 
eva luas i kegemaran membaea; 

b. mengonsul tas ikan pelaksf inaan tugas dengan a tasan baik 
l i san m a u p u n tertubs u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

i . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban. sesua i jo 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

j . menjo isun laporan pelalcsanaan tugas seeara berka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

k. me laksanakan tugas l a in yang diperintabkaj i oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian Keenam 
B idang Kears ipan 

Pasa l 446 
B idang Kears ipan terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 

Pasa l 447 
Kepala B idang Kears ipan seb£igaimana d imaksud da lam pas^ l 
446 b u r u f a mempunya i tugas di bidang kears ipan mel ipu 
pembinaan kears ipan, pengelolaan ars ip dan l ayananan sert^ 
pemanfaatan ars ip u n t u k te i i a tanya ars ip Daercib. 

Pasa l 448 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 447 , Kepa la B idang Kears ipan menyelenggaraka i 
fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang kears ipan sesudi 

kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; operasional; 
b. mempers iapkan baban pe rumusan kebi jakan teknis 

pembinaan kears ipan; 
e. me laksanakan pembinaEin kears ipan pada perangkajt 

Daerab; 
d. meny iapkan baban pe rumusan kebijhikan teknils 

pengelolaan ars ip d inamis dan ars ip stat is serta l a y a n a i 
dan pemanfaatan kears ipan; 

e. me laksanakan pengelolaan ars ip v i ta l dan aset Daerab; 
f. me laksanakan pengelolaan ars ip inaktif ; 
g. me laksanakan aku i s i s i ars ip stat is ; 
b. me laksanakan pengolab£in ars ip stat is ; me laksanakab 

bimbingan, superv is i , dan konsu l tas i pe laksanaaj i 
kears ipan pada Perangkat Daerab; 

i . me l aksanakan sos ia l isas i kears ipan pada Perangk4t 
Daerab; 

j . me l aksanakan pemantauan dan evaluas i pe laksanaaj i 
kears ipan pada Perangkat Daerab; 

k . me l aksanakan sos ia l isas i kears ipan masyarakat ; 
1. me l aksanakan pemantauan dan eva luas i pe laksanaaj i 

kears ipan pada masyarakat ; 
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g. melaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran 
membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan 
pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, 
pemasyarakatan/sosialisasi dan bimbingan teknis serta 
evaluasi kegemaran membaca, 

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keenam 
Bidang Kearsipan 

Pasal 446 
Bidang Kearsipan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 447 
Kepala Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
446 huruf a mempunyai tugas di bidang kearsipan meliputi 
pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dan layananan serta 
pemanfaatan arsip untuk tertatanya arsip Daerah. 

Pasal 448 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 447, Kepala Bidang Kearsipan menyelenggarakan 

fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kearsipan ah 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas operasional, 
b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan kearsipan, | 
c. melaksanakan pembinaan kearsipan pada perangka 

Daerah, | 
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekni 

pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layan 
dan pemanfaatan kearsipan, 
melaksanakan pengelolaan arsip vital dan aset Daerah, 
melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, 
melaksanakan akuisisi arsip statis, 
melaksanakan pengolahan arsip statis, melaksanak 
bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksana 
kearsipan pada Perangkat Daerah, 

i. melaksanakan sosialisasi kearsipan pada Perangkat 
Daerah, 

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Nai 
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kearsipan pada Perangkat Daerah, 
k. melaksanakan sosialisasi kearsipan masyarakat, | 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaah 
kearsipan pada masyarakat, 

k
—
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m. me laksanakan pemantauan dan eva luas i pe laksanaaj i 
kears ipan pada lembaga piendidikan; 

n . me laksanakan preservasi ars ip stat is ; 
o. me laksanakan al ib mediei dan reproduksi girsip dinamijs 

dan ars ip stat is ; 
p. me laksanakan layanan informasi kears ipan; 
q. me laksanakan pemanfaatan ars ip stat is ; 
r. me laksanakan j a s a kears ipan; 
s. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan ba ik 

l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebiji 
lanjut ; 

t. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawabar. sesua i jojo 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

u . menjo isun laporan pe laksanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban eva luas i ; dan 

V . me l aksanakan tugas l a in yang diper intabkaj i oleb atasa j i 
u n u k ke lanearan tugas ked inasan. 

' B A B X X l l 
DINAS P E R B U B U N G A N 

I Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

j 

Pasa l 449 
(1) D inas berkedudukan di bawab dan bertanggung jawaj ) 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) D inas dipimpin oleb Kepa la D inas . 

Pasa l 450 
D inas mempunya i tugas membantu Wal i Kota melaksanakeib 
U r u s a n Pemerintaban di bidang perbubungan yang menjadi 
kewenangan Daerab dan Tugas Pembantuan yang diberikaj i 
kepada Daerab. 

Pasa l 4 5 1 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaija 
Pasa l 450 , D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan lingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
c. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengaji 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan administras i d inas sesua i dejigan l ingku 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kotja 

terkait dengan tugas dan iungs inya . 

Bag ian Kedua 
S u s u n a r i Organisas i 

Pasa l 452 
S u s u n a n Organisas i D inas terdir i atas: 
a . Kepala D inas ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang L a l u L in tas dan Angkutan; 
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m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi peldkaunah 
kearsipan pada lembaga pendidikan, | 

n. melaksanakan preservasi arsip statis, 

o. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis 
dan arsip statis, | 

p. melaksanakan layanan informasi kearsipan, | 

g- melaksanakan pemanfaatan arsip statis, 
r. melaksanakan jasa kearsipan: | 
s. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bail 

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, 

t. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jab 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

u. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan | 

v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

unuk kelancaran tugas kedinasan. | 
| 

BAB XXII | 
DINAS PERHUBUNGAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 449 | 
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawap 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. | 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 450 | 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah. | 

Pasal 451 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 450, Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administras:. dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunar. Organisasi 

Pasal 452 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat: | 
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, 



i 
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d. B idang S a r a n a Prasaranei, B imbingan dan Kese lamatan 
Transpor tas i ; dan 

e. Kelompok J a b a t a n Fungs ional , 

Bag ian Ketiga 
Kepa la D inas 

Pasa l 4 5 3 
Kepa la D inas sebagaimana d imaksud da lam pasa l 452 
b u r u f a mempunya i tugas melaksemakan seloagian tugas 
Pemerintab Daerab di bidang Perbubungan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan u n t u k ke lanea ian tugas. 

Pasa l 454 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l m i 
Pasa l 453 , Kepa la D inas menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan kegiatan pembangunan di b i d a n ; 

perbubungan seeara berkesinambun§;an u n t u c 
pengembangannya; 

b. m e r u m u s k a n kebijeikan teknis di bidang joerbubungai 
sesua i kebutuban u n t u k joeningkatan k iner ja uni t ; 

e. m e n y u s u n kebi jakan teknis bidang ]Derbubungai 
berdasarkan petunjuk pe laksana/petunjuk teknis sebagei 
pedoman pe laksanaan tugas; 

d. mengorganisir pelaksanaem kegiatan di b i d a n ; 
perbubungan mela lu i mekanisme/prosedur ker ja u n t u c 
keleneeiran pe laksanaan tugas uni t ; 

e. mengendal ikan peleiksanaan kegiatan di bidem; 
perbubungan seeara terpadu u n t u k t e r t i bny i 
pe laksanaan tugas; 

f. mengarabkan peleikseiriaem kegiatan di b i d a n ; 
perbubungan berdasarkan s k a l a prioidtas u n t u c 
t e r l aksannya kegiatan un i t ; 

g. memberikem perizinem di bidang perbubuingan sesue i 
j en i snya u n t u k menjamin kepast ian b u k u m ; 

b. membina pelaksanaem kegiatem di bidang perbubunga i 
seeara menye lurub untuk: ke lancaran tugas uni t ; 

i . mend is t r ibus ikan tugas sesuai bidang masing-masing 
u n t u k ke lancaran pelaksemaan tugas un i t ; 

j . mengawasi pelaksanaem tugas bedk intern seeara berka la 
u n t u k efektivitas dan efisiensi kegiatan unit ; 

k. mengevaluasi se lurub kegiatan un i t seeara ti jrpadu u n t u c 
mengeteibui perkembangan pe laksanaan tugas; 

1. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan ba i c 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk l e b i i 
lanjut ; 

m. mengoordinasikan peledcsanaan tugas dengan u n t 
terkait mela l lu i rapat koordinasi u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat; 

n . melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t S(5eara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

o. meleikukem tugas pembantuan dan tugas l a innya yang 
d iper intabkan oleb a tasan u n t u k ke lanearan tugajs 
ked inasan. 
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| 

Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan 

Transportasi, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 453 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 452 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. 

Pasal 454 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 453, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: | 
a. merencanakan kegiatan pembangunan di bidang 

perhubungan secara berkesinambungan untuk 
pengembangannya, | 
merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan 
sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit, 
menyusun kebijakan teknis bidang perhubungan 
berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas, 

mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidamk 
perhubungan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk 
kelencaran pelaksanaan tugas unit, | 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang 
perhubungan secara terpadu untuk  tertibnya 
pelaksanaan tugas, | 

mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang 
perhubungan berdasarkan skala prioritas untuk 
terlaksannya kegiatan unit, | 

memberikan perizinan di bidang perhubungan sesugi 
jenisnya untuk menjamin kepastian hukum: 
membina pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan 
secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit, 

mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masing 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit, 
mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara berkala 
untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit, | 

mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, 
mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan S 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi 
lanjut, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan ak 
terkait melallui rapat koordinasi untuk penyatu 
pendapat, 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, dan 

melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya ya 
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tug 
kedinasan. 

| 
| 

| 
|
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Bagian Keempat 
, Seki-etariat 

Pasa l 455 
Sekretar iat dipimpin oleh Sekretar is D inas yang bertugas 
me laksanakan tugas penatausabaan di bidsng program, 
u m u m , kears ipan, kepegawaian dan keuangan b e r d a s a r k a i 
peraturan perundang-undangan u n t u k ke l enea ra i 
pe laksanaan tugas. 

I I 

Pasa l 456 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 455 , Sekretar is D inas menyelenggarakan Fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang penyusunan 

pogram, keuangan, kepegawaian, u m u m dan kears ipan 
sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n reneana kegiatan un i t sesua i kebutuban u n t u k 
menjadi program uni t ; 

e. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
berdasarkan pedoman u n t u k meningkatkan pelayanan; 

d. me l aksanakan tugas peng;elolaban admin is t ras i keuangan 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. me laksanakan tugas pengelolaban kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kears ipan sesua i kebutu i i an u n t u k kelancciran kegiatan 
uni t ; 

g. m e l a k u k a n pembinaan jpegawai seeara berka la u n t u k 
peningkatan k iner ja aparatur ; 

b. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepaki -
kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i job 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

i 
P asa l 457 

Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Passd 455 terdijri 
a tas : 
a . Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dajn 

Kepegawaian; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

' Pasa l 458 
Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaiajn 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 457 H u r u f a mempunyid 
tugas me laksanakan pengelolaan admin is t ras i keuangan 
u m u m dan kepegawaian sesua i petunjuk 
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Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 455 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang bertugas 
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang program, 
umum, kearsipan, kepegawaian dan keuangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk kelencaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 456 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 455, Sekretaris Dinas rnenyelenggarakan fungsi: | 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan 

pogram, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan: 

d. melaksanakan tugas pengelolahan administrasi keuangan 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

e. melaksanakan tugas  pengelolahan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian, 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 
unit, 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatu 
pendapat, 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jop 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan | 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 457 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 458 
Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 457 Huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
umum dan kepegawaian sesuai petunjuk 
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pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan, u m u m dan kepegawaian. 

' Pasa l 459 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 458 , Kepa la Subbagian Admin is t ras i Keuangan, Umurj i 
dan Kepegawaian menyelengg;arakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis administrasii keuangarj , 

u m u m dan kepegawaian siesuai kebu tuhan siebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. me l akukan penyusunan reneana pengelolaaji 
admin is t ras i keusmgan, u m u m dan kepegawaiaji 
berdasarkan pedoman u n t u k ke lanearan tug;as uni t ; 

e. m e n y u s u n rencana kebutuban pegawai sesua i formasi 
u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas un i t ; 

d. membuat u s u l a n permintaan pegawai sesua i kebutuba j i 
u n u k ke lanearan pe laksana tugas un i t ; 

e. m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pe laksanaan/ petunjuk teknis untulc tert ibnya 
admnis t ras i kepegawaian; 

f. m e l a k u k a n pengelolaan admin is t ras i keuangan, umur j i 
dan kepegawaian mela lu i D U K dan nominati f u n t u c 
tert ibnya admin is t ras i kejiegawaian; 

g. membuat reneana pengcidaan barang iventaris sesuaji 
kebutuban u n t u k ke lancaran kegiatan uni t ; 

b. me laksanakan pengelolaan inventar isas i berdasarka j i 
pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i barang mi l ik uni t ; 

i . me l akukan pemel ibaraan barang inventar is un i t sesu£i 
ketentugin u n t u k keutubannya ; 

j . mengelola kears ipan seisuai jenis/kelompok sebageji 
baban dokumentas i dan mempermudab peneairan; 

k . menyeleksi ars ip sesua i j a n g k a w a k t u u n t u k penyusutar 
1. membuat dasar ars ip berdasarkan n i la i guna ars ip untu ! c 

d iusu l m u s n a b k a n ; 
m. m e l a k u k a n pemusnaban mela lu i mekimisme daji 

prosedur u n t u k mengetahui n i la i guna ars ip ; 
n . membuat berita aeara pemusnaban ars ip sesuai daftajr 

u s u l a n sebagai baban pertanggungjawaban; 
o. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan atasar 

ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 
p. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-

kepala subbagian mela lu i rapat/pertemuan u n t u k beroleji 
penyatuan pendapat; 

q. m e n y u s u n laporan seeara berka la sebagai baban evaluas 
dan 

r. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bagia j i Ke l ima 
B idang L a l u L i r tas dan Angkutan 

Pasa l 460 
B idang L a l u L in tas dan Angkutan terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 
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pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 
keuangan, umum dan kepegawaian. 

Pasal 459 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 458, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas: | 
a. 
b. 

menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan, 
umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 
melakukan penyusunan rencana pengelolaan 
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian 
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit, 

menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 
membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
unuk kelancaran pelaksana tugas unit, 

menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk  tertibnya 
admnistrasi kepegawaian, 
melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum 
dan kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk 
tertibnya administrasi kepegawaian, | 
membuat rencana pengadaan barang iventaris sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit, 

melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasarkan 

pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit: 
melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai 
ketentuan untuk keutuhannya, 

mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai 
bahan dokumentasi dan rnempermudah pencairan, 
menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan, 
membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk 
diusul musnahkan, 

melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 

prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip, 
membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar 
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban, 
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala subbagian melalui rapat/ pertemuan untuk beroleh 
penyatuan pendapat, | 
menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi: 

dan 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasat 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

Bagian Kelima 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Pasal 460 

Kepala Bidang, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasa l 4 6 1 

Kepa la B idang L a l u L intas dan Angkutan sebagaimanla 
d imaksud da lam pasa l 452 b u r u f e mempunya i tugas cli 
bidang perbubungan darat mel iput i l a lu l intas j a l a n , 
angkutsm dan terminal ser ta perpakiran berdasarkaj i 
pedoman u n t u k terwujudnya ketert iban l a lu l intas. 

Pasa l 462 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 4 6 1 , Kepa la Bidang L a l u L in tas dan Angkutaiji 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidamg perbubungaji 

darat sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas 
operasional; 

b. mengbimpun data l a lu l intas j a l a n , angkutan daji 
terminal serta perpeirldran mela lu i surve i u n t u k 
mengetabui j u m l a b dan j en i s kendaraan, produktiv i tas 
terminad, kepadatan arusi l a lu l intas dan kawasan sertja 
kapas i tas pairkir; 

c. menganal isa data l a lu lint as j a l a n , angkutan dan termina l 
ser ta perparkiram sesua i j en i snya u n t u k mengetaibui 
t ingkat kepadatan kendar aan dan pengguna j a s a ; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan bidang perbubungein dardt 
yang mel iputi l a lu l intas j a l a n dan angkutan ser ta 
perpark i ran sesua i kebutuban u n t u k menjadi program 
uni t ; 

e. me l akukan sosiadisasi terpadu kegiatan operas ion i l 
di bidang perbubungan darat mela lu i media m a s a d a i 
pertemuan seeara langsung u n t u k peningkatap 
pengetabuan masyarakat ; 

f. me l akukan penerapan a tu ran di bidang perbubungaji 
darat seeara terpadu u n t u k kepatuban d im ketertibaji 
ber la lu l intas ; 

g. me laksanakan penertiban l a lu l intas seeara terpad 
u n t u k ke lanearan l a lu l intas j a l a n ; 

b. me laksanakan pengatunm ketert iban angkutan dardt 
berdasarkan j a r ingan dan l in tasan u n t u k ke lanearan daji 
ketert iban mobil i tas angkutan orang dan barang; 

i . memproses rekomendasi per iz inan angkutan dar. 
mela lu i permobonan sebaigai baban pertimtiangan untujk 
penerbitan iz in angkutam; 

j . me l akukan pengaturan j a r ingan transportas i darat sesudi 
wi layab bangki tan dan ta r ikan u n t u k penyebara i 
amgkutan; 

k . me laksanakan pengaturan s i rku l a s i a r u s kendaraaijn 
didalam terminal sesua i trayek u n t u k tert ibnya 
kendaraan m a s u k keluar; 

1. me laksanakan penetapam lokasi park i r kendaraan sesudi 
S a t u a n R u a n g Park i r (SR]I^) u n t u k tert ibnya perparkiran; 

m. melakukam peraturan park i ran pada lokasi perpark i ran 
ser ta tempat-tempat tertentu sesua i kebutuban guna 
tertatanya kendaraan yang di park ir ; 

n . me l akukan pembinaam ki jpada pengusaba dan penggunja 
angkutan mela lu i rapat, u n t u k peningkatam kesadaran 
dan kepatuban ber la lu l intas ; 
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Pasal 461 
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 452 huruf c mempunyai tugas di 
bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas jalan, 
angkutan dan terminal serta perpakiran berdasarkan 
pedoman untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas. 

Pasal 462 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 461, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perhubungan 

darat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas 
operasional, 

b. menghimpun data lalu lintas jalan, angkutan dan 
terminal serta perparkiran melalui survei untuk 
mengetahui jumlah dan jenis kendaraan, produktivitas 
terminal, kepadatan arus lalu lintas dan kawasan serta 

kapasitas parkir, | 
c. menganalisa data lalu lintas jalan, angkutan dan terminal 

serta perparkiran sesuai jenisnya untuk mengetahui 
tingkat kepadatan kendaraan dan pengguna jasa, 

d. menyusun rencana kegiatan bidang perhubungan darat 
yang meliputi lalu lintas jalan dan angkutan serta 
perparkiran sesuai kebutuhan untuk menjadi program 
unit, | 

e. melakukan sosialisasi terpadu kegiatan operasional 
di bidang perhubungan darat melalui media masa dan 
pertemuan secara langsung untuk peningkatan 
pengetahuan masyarakat, 

f. melakukan penerapan aturan di bidang perhubungan 
darat secara terpadu untuk kepatuhan dan ketertiban 
berlalu lintas, 

g. melaksanakan penertiban lalu lintas secara terpadu 
untuk kelancaran lalu lintas jalan, 

h. melaksanakan pengaturan ketertiban angkutan dar t 
berdasarkan jaringan dan lintasan untuk kelancaran d 
ketertiban mobilitas angkutan orang dan barang, | 

i. memproses rekomendasi perizinan angkutan darat 
melalui permohonan sebagai bahan pertimbangan untu 
penerbitan izin angkutan: 

j. melakukan pengaturan jaringan transportasi darat sesuai 
wilayah bangkitan dari tarikan untuk penyebar 
angkutan, 

k. melaksanakan pengaturan sirkulasi arus kendara 
didalam terminal sesuai trayek untuk tertibnya 
kendaraan masuk keluar: 

Il. melaksanakan penetapan lokasi parkir kendaraan sesuai 

Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk tertibnya perparkiran 
m. melakukan peraturan parkiran pada lokasi perparkir 

serta tempat-tempat tertentu sesuai kebutuhan guna 
tertatanya kendaraan yang di parkir, 

n. melakukan pembinaan kepada pengusaha dan pengguna 
angkutan melalui rapat, untuk peningkatan kesadaran 
dan kepatuhan berlalu lintas, 
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o. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut; 

p. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kabicl-
kab id mela lu i rapat/pertemuan untuk: penyatuajn 
pendapat; 

q. mendis t r ibus ikan pe laksanaan tugas kepada bawabajn 
sesuai b idangnya u n t u k ke lanearan tugas; 

r. menjo isun laporan bas i l pe laksanaan tugas seeaija 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

s. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lanearan tugas un i t . 

Bag ian Keempat 
B idang S a r a n a P rasa rana , B imbingan dan Kese lamatan 

• Transpor tas i 

Pasa l 4 6 3 
B idang S a r a n a P rasa rana , B imbingan dan Keselamatajn 
Transpor tas i terdir i atas: 
a . Kepa la Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

I Pasa l 464 
Kepa la B idang S a r a n a P rasa rana , B imbingan dajn 
Kese lamatan Transpor tas i sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 463 b u r u f a mempunya i tugas di bidang sa rana , 
p rasa rana dan kese lamatan transportas i berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan u n t u k pengisndalian dan 
pengamanan la lu l intas . 

Pasa l 465 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dala in 
Pasa l 464 , Kepa la B idang S a r a n a P rasarana , B:Lmbingan dan 
Keselamatem Traspor tas i menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang saramji, 

p r a sa rana dan kese lamatan transportas i j a l a n sesuqi 
kebutubcin sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengbimpun data s a ra r a, p rasa rana dan keselamatajn 
t ransportas i j a l a n mela lui surve i L a l u L in tas Har i an (LHR) , 
gerakan membelok dan S a t u a n Mobil Penumpang (SM)') 
u n t u k mengetabui kebutuban peralatan da|n 
perlengkapan penunjang trasportasi darat; 

c. menganal isa data sa rana , p rasa rana dan keselamatajn 
transportas i ja ls in mela lui volume, kapas i tas , dan 
kecepatan ra ta - ra ta u n t u k mengetabui sa tuan j en i s dajn 
volume kebutuban transportas i darat ; 

d. m e n y u s u n reneana pengadaan s a r a n a dan prasarar ja 
ser ta kegiatan kese lamatan transportasi j a l a n sesua i 
kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

e. me l aksanakan pemel ibaraan fasi l i tas sa rana , p rasa rana 
l a lu l intas , bengkel peralatan u j i kendaraan dan 
kese lamatan transportas i j a l a n mela lu i monitoring dan 
eva luas i seeara ru t i n guna pemanfaatannya; 

f. me laksanakan pemasangan rambu- rambu l a lu l inta^, 
m a r k a j a l a n , a lat pengendalian dan pengaman pemakid 
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Oo. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi: 
lanjut, 

p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kabid- 
kabid melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

g-. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada DemanAk 
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas, 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas unit. | 

Bagiari Keempat 
Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan 

Transportasi 

Pasal 463 
Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan 
Transportasi terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 464 
Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan d 
Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalar 
pasal 463 huruf a mempunyai tugas di bidang sarana, 
prasarana dan keselamatan transportasi berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan untuk pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas. 

Pasal 465 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 464, Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan 
Keselamatan Trasportasi menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang sarana, 

prasarana dan keselamatan transportasi jalan ame 
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, | 

b. menghimpun data sarana, prasarana dan keselamatan 
transportasi jalan melalui survei Lalu Lintas Harian (LHR), 
gerakan membelok dan Satuan Mobil Penumpang (SMP) 
untuk mengetahui kebutuhan peralatan dan 

perlengkapan penunjang trasportasi darat, 
c. menganalisa data sarana, prasarana dan keselamatan 

transportasi jalan melalui volume, kapasitas, dan 
kecepatan rata-rata untuk mengetahui satuan jenis dan 
volume kebutuhan transportasi darat, 

d. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana 
serta kegiatan keselamatan transportasi jalan sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit: 

e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana 
lalu lintas, bengkel peralatan uji kendaraan dan 
keselamatan transportasi jalan melalui monitoring dan 
evaluasi secara rutin guna pemanfaatannya, 

f. melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, 

marka jalan, alat pengendalian dan pengaman pemakai 
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j a l a n , alat pemberi i syarat l a lu l intas [traffic light d a i 
warning light), manajemen rekayasa l a lu l intas , balte d a i 
papan n a m a j a l a n sesua i pe run tukannya sebagei 
petunjuk dan pengendalkin l a lu l intas ; 

g. me laksanakan peni la ian ana l i sa dampak l a lu lintaJs 
seeara terpadu u n t u k menjadi baban pert imbangan dalarji 
pemberian rekomendasi ; 

b. me laksanakan sosialisasii, penyuluban, ]Dromosi dab 
kemi t raan, mela lu i media masa , sekol£ib-sek:olab, kantor-
kantor, terminal untulc peningkatan ]Dengetabuar. 
keterampi lan dan kesadai-an masyarakat ; 

i . me l akukan penelit ian admin is t ras i kendaraan wajib u j i 
mela lu i permobonan pemil ik dan atau pengusabp 
angkutan u n t u k beroleb pendaftaran u j i ker idaraan; 

j . me l aksanakan pemer iksaan fisik kendaraan bermotojr 
mela lu i bengkel dan pej-alatan u j i u n t u k mempero le i 
pengesaban tanda u j i (rej^strasi uj i ) , tanda samping daj i 
b u k u u j i ; 

k. mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l isa j i 
m a u p u n tertul is u n t u k beiroleb petunjuk lebib lanjut ; 

1. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepale -
kepala bidang melsdui/pertemuan u n t u k p e n y a t u a i 
pendapat; 

m. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i jo)b 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

n . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berkalja 
sebagai baban evaluasi ; dan 

o. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkaa oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas l<:edinasan. 

B A B X X l l l 
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, R I S E T , DAN 

INOVASI D A E R A H 

Bag i aa Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

^ Pasa l 466 
(1) B a d a n berkedudukan di bawab dan bertanggung jawajb 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) B a d a n dipimpin oleb Kepa la Badan . 

i Pasa l 467 
B a d a n mempunya i tugas membantu Wal i Kota dalarjn 
me laksanakan fungsi penunjang U r u s a n l^emerintabaa 
di bidang Pereneanaan, Peniditian dan Pengembangan yang 
menjadi kewenangan Daerab. 

i 
Pasa l 468 

Daleim me laksanakan tugas sebagaimana dimeiksud dalarjn 
Pasa l 467 , B a d a n menyeleng|;arakan fungsi: 
a. p enyusunan kebijeikan teknis sesua i dengan lingkujp 

tugasnya; 
b. pe laksanaan tugas dukungan teknis sesua i dengaji 

l ingkup tugasnya; H
e
e
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jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light dan 
warning light), manajemen rekayasa lalu lintas, halte dan 
papan nama jalan sesuai peruntukannya sebagai 
petunjuk dan pengendalian lalu lintas, 

g. melaksanakan penilaian analisa dampak lalu tintak 

secara terpadu untuk merjadi bahan pertimbangan dlan 
pemberian rekomendasi, 

h. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, promosi dan 
kemitraan, melalui media masa, sekolah-sekolah, kantor- 

kantor, terminal untuk peningkatan pengetahuan, 
keterampilan dan kesadaran masyarakat, | 

i. melakukan penelitian administrasi kendaraan wajib uji 
melalui permohonan pemilik dan atau pengusah 

angkutan untuk beroleh pendaftaran uji kerdaraan, | 

j. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 
melalui bengkel dan peralatan uji untuk memperoleh 
pengesahan tanda uji (registrasi uji), tanda samping ai 
buku uji, 

k. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara tisak 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala bidang melalui/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

m. mendistribusikan tugas kepada bawahari sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Oo. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

BAB XXIII | 
BADAN PERENCANAAN, FEMBANGUNAN, RISET, DAN 

INOVASI DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

| 
| 

| 

| 

Pasal 466 | 
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. | 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. | 

Pasal 467 
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 
di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 468 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 467, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkubp 

tugasnya, 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan 
lingkup tugasnya, 
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c. pemantauem, evaluasi , dan pelaporan pe laksanaan tuga? 
dukungan teknis Sesua i d(;ngan l ingkup tugsisnya; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsii 
penunjang U r u s a n Pemerintaban Daerab sesua i dengan 
l ingkup tugasnya; dan 

e. pe laksanaan fungsi la in yang diber ikan olc;b Wal i Kot^ 
sesua i dengan tugas dan fungsinya. 

Bagiain Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 469 
S u s u n a n Organisas i B a d a n tc;rdiri atas: 
a . Kepa la B a d a n ; 
b. Sekretariat ; 
c. B idang Pereneanaan Pengendalian dan Eva lua i j i 

Pembangunan Daerab; 
d. B idang Pemerintaban dan Pembangunan Manus ia ; 
e. B idang Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur daj i 

Kewi layaban; 
f. B idang Riset dan Inovasi Daerab: 
g. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Bag ian Ketiga 
' Kepala B a d a n 

Pasa l 470 
Kepa la B a d a n mempunya i tugas melaksanaFian sebagiaji 
tugas Pemerintaban Daerab bidang Pereneanaan, Penelit ian 
dan Pengembangan yang berada dibawab tanggung j awap 
Wal i Kota. 

Pasa l 4 7 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarji 
Pasa l 470 , Kepa la B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis jaereneanaar 

Pengendalian, E v a l u a s i , penelit ian dan pengembangai 
mela lui l intas sektor u n t u k peningkatan pembangunaj i 
Daerab; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan pereneanaan, Pengendaliar 
E v a l u a s i , penelit ian dan pengembemgan seeara terpadji 
u n t u k pemerataan pembangunan diberbagai. sektor; 

e. mengorganisir pe laksanaan tugas pereneanaarj, 
Pengendalian, E v a l u a s i , penelit ian dan pengembangaji 
sesua i mekanisme u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

d. mengendal ikan pe laksanaan tugas perencanaar. 
Pengendaliem, E v a l u a s i , penelit ian dan pengembangai 
seeara menye lurub agcir pemerataan p e m b a n g u n a i 
di Daerab tercapai; 

e. mengarabkan tugas kesekretar iatan mel iputi 
ke ta tausabaan, kepegawaian, keuangar., 
kerumeibtanggaan, Ker jasama, bubungan masya raka ; , 
ars ip dan dokumentas i berdasarkan tugas dan fungs li 
u n t u k menunjang kegiatan pereneanaan penelit ian daj i 
pengembangan; 
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Cc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis Sesuai dengan lingkup tugasnya, 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan 
lingkup tugasnya, dan | 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
sesuai dengan tugas dan fiingsinya. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 469 
Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 
a. Kepala Badan, 
b. Sekretariat: 

c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 
e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur — dan 

Kewilayahan, 
f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah: 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 
Kepala Badan 

Pasal 470 
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan yang berada dibawah tanggung jawab 
Wali Kota. 

Pasal 471 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 470, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, 

Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan 
melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan 
Daerah: 

b. merumuskan kebijakan perencanaan, Pengendalian, 
Evaluasi, penelitian dan pengembangan secara terpadu 
untuk pemerataan pembangunan diberbagai sektor, | 

c. mengorganisir pelaksanaan tugas perencanaan, 
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan 
sesuai mekanisme untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

d. mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, 
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan 

secara menyeluruh agar pemerataan pembangunan 
di Daerah tercapai, 

e. mengarahkan tugas kesekretariatan meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi berdasarkan tugas dan fungsi 
untuk menunjang kegiatan perencanaan penelitian dan 
pengembangan, 
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f. mengarahkan tugas i:ugas bidang pereneanaan 
pengendalian dan eva luas i pembangunan Daerab sesua i 
program kegiatan u n t u k peneapaian tu juan 
pembangunan Daerab; 

g. mengarabkan tugas Bidang Pemer intaban dan 
pembangunan m a n u s i a sesuai program dan kegiatan 
u n t u k peneapaian good govemanee dan sumber daya 
m a n u s i a yang unggul; 

b. mengarabkan tugas tugas B idang Perekonomian, SDA, 
In f ras t ruktur dan Kewi layaban sesua i program dan 
kegiatan u n t u k peneapaian kondis i ekonomi yang 
kompetitif, mendukung kelestariEin l ing lamgan dan 
in f ras t ruktur yang banda l u n t u k peneapaian 
pembangunan yang berkelanjutan; 

i . mengarabkan tugas tugas bidang penelit ian, 
pengembangan dan inovasi s esua i program dan kegiatan 
u n t u k pengambilan kebi jakan teknis dan rekomendasi 
guna menunjang pereepatan peneapaian tu juan 
pembangunan Daerab; 

j . membina pe laksanaan tugas bidang pereneanaan, 
Pengendalian, Eva luas i ,pene l i t ian dan pengembangan 
ba ik intern m a u p u n ekstern u n t u k pe laksanaan tugas; 

k. mend is t r ibus ikan pe laksanaan tugas 
pereneanaan, Pengendalian, E v a l u a s i , penelit ian dan 
pengembangan kepada t iawaban sesua i bidang u n t u k 
tert ibnya pe laksanaan tugas; 

1. mengawasi pe laksanaan tugas j jerencanaan, 
Pengendalian, E v a l u a s i , penelit ian dan pengembangan 
seeara menye lurub u n t u k efektifitas dan efisiensi kegiatan 
un i t ; 

m. mengevaluasi pe laksanaan tugas j iereneanaan, 
Pengendalian, E v a l u a s i , penelit ian dan pengembangan 
mela lu i rapat eva luas i u n t u k mengetabui perkembangan 
bas i l pe laksanaan tugas; 

n . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertubs u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut 
da lam pe laksanaan tugas; 

o. mengoordinasikan pe laks imaan tugas dengan un i t terkait 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k pemyataan pendapat; dan 

p. me l akukan tugas l a innya yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

I Bagiajo Kedua 
j Sekretar iat 

' Pasa l 472 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is yang me l aksanakan 
tugas Penatausahaan di bidang Pereneanaan, Program, 
Keuangan, Kepegawaian, U m u m dan Kears ipan berdasarkan 
pera turan perundang-undangan u n t u k ke lanearan 
pe laksanaan tugas. 

Pasial 4 7 3 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud d a l a r i 
Pasa l 472 , Sekretar is menyelenggarakan fungsi: 
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f. mengarahkan tugas tugas bidang perencanaan 
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai 
program kegiatan untuk pencapaian tujuan 
pembangunan Daerah, 

g. mengarahkan tugas Bidang Pemerintahan dan 
pembangunan manusia sesuai program dan kegiatan 
untuk pencapaian good governance dan sumber daya 
manusia yang unggul, 

h. mengarahkan tugas tugas Bidang Perekonomian, SDA, 
Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai program dan 
kegiatan untuk pencapaian kondisi ekonomi yang 
kompetitif, mendukung kelestarian lingkungan dan 
infrastruktur yang handal untuk pencapaian 
pembangunan yang berkelanjutan, 

i. mengarahkan tugas tugas bidang penelitian, 
pengembangan dan inovasi sesuai program Jan kegiatan 
untuk pengambilan kebijakan teknis dan rekomendasi 
guna menunjang percepatan pencapaian tujuan 
pembangunan Daerah, 

J- membina pelaksanaan tugas bidang perencanaan, 
Pengendalian, Evaluasi,penelitian dan pengembangan 
baik intern maupun ekstern untuk pelaksanaan tugas, 

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas 
perencanaan,Pengendalian,  Evaluasi,penelitian dan 
pengembangan kepada bawahan sesuai bidang untuk 
tertibnya pelaksanaan tugas, 

l. mengawasi pelaksanaan tugas perencanaan, 
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan 
secara menyeluruh untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan 
unit, | 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan, 
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan 
melalui rapat evaluasi untuk mengetahui perkembangan 
hasil pelaksanaan tugas, 

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuik beroleh petunjuk lebih lanjut 
dalam pelaksanaan tugas: 

Oo. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk pernyataan pendapat, d 

p. melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kedua | 
Sekretariat 

Pasal 472 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanak 
tugas Penatausahaan di bidang Perencanaan, Program, 
Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan berdasark 
peraturan perundang-undangan untuk kelancar 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 473 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 472, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
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a. mengoordinasikan kegiatan di B a d a n Pereneanaan 
Penelit ian dan Pengembangan Daerab; 

b. mengoordinasikan penyusunan reneana, program dan 
anggaran di B a d a n Pereneanaan Penelit ian dan 
Pengembangan; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan Musrenbeing ( R P J P D , 
R P J M D dan RKPD ) ; 

d. me laksanakan penyusunan kerangka regqlasi da lam 
pereneanaan pembanguni in Daerab pada Bappeda; 

e. me laksanakan pembinaan dan pemberiaji dukungan 
admin is t ras i yang mel iputi ke ta tausabaan, Icepegawaian, 
keuangan, kerumabtanggaan, ker jasama, bubungan 
masyarakat , ars ip dan dokumentas i B a d a n Pereneanaan 
Penel it ian dan Pengembangan; 

f. me l aksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan 
tata l aksana ; 

g. me laksanakan penyelenggaraan pengelolaan b a r a n ; 
mi l ik/kekayaan negara dan layanan pengadaan 
barang/jasa di l ingkungan Bappeda; 

g. me laksanakan pemantauan, eva luasi , peng<;ndalian dan 
peni la ian atas eapaian pe laksanaan reneana 
pembangunan Daerab ser ta k iner ja pengadaan 
barang/jasa mi l ik negara; dan 

b. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 474 
Sekretar iat sebagaimana dim.aksud da lam pasid 472 terd i i i 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Keuang;an; 
b. Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dem 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 475 
Kepa la Subbagian Keuangan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 474 b u r u f a mempun jn i tugas membantu Sekretar is 
da lam me laksanakan kegiatan pengelolaan admin is t ras i 
keuangan dan pembendabaraan untuk: tert ibnya 
pe laksanaan program/kegiatein badan. 

Pasa l 476 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 475 , Kepa la Subbagian keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a . meny iapkan keb i jakan teknis pengelolaan keuangan 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas 
b. mengajukan Reneana Ker ja Anggaran mela lu i T i m 

Anggaran eksekut i f untuic menjadi Dokumen Pengguna 
Anggaran; 

e. me laksanakan pengelolaan administras i keuangan 
berdasarkan j u k l a k / j u k n i s u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

d. mengonsul tas ikan pelaksianaan tugas dengan a tasan , 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; 
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a. mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan 
Penelitian dan Pengembarigan Daerah, 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan 

anggaran di Badan Perencanaan Penelitian dan 
Pengembangan, 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD): 

d. melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam 
perencanaan pembangunan Daerah pada Bappeda, 

e. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubung 
masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencana 
Penelitian dan Pengembarigan, 

f. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan 
tata laksana, | 

g. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara dan layanan sepadan 
barang/jasa di lingkungan Bappeda, 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan 
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana 
pembangunan Daerah serta kinerja Pangan 
barang/jasa milik negara, dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 474 | 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 terdiri 
atas: | 

a. Kepala Subbagian Keuangan, | 
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan | 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. | 

Pasal 475 | 
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 474 huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris 
dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi 

keuangan dan  pembendaharaan untuk  tertibnya 
pelaksanaan program/kegiatan badan. 

Pasal 476 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
pasal 475, Kepala Subbagian keuangan menyelenggarakar 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas 
b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tin 

Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Penggun: 
Anggaran, 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangar 
berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administras 
keuangan, 

d. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dergan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebit 
lanjut, 

|
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e. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepa la 
subbagian l a innya mela lu i pertemuan/rapat u n t u k 
penyatuan pendapat. 

Pasa l 477 
Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 47^ !̂ b u r u f b mempunya i tugas 
membantu Sekretar is da lam me laksanakan kegiatan u m u m , 
ke ta tausabaan, kepegawaian dan s a r a n a serta p rasa rana 
ker ja l ingkup B a d a n u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 478 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 476 , Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis admin is t ras i kepegawaian 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
b. mengelola admin is t ras i perkantoran dan kears ipan sesua i 

ketentuan yang ber laku u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
perkantoran; 

e. me l aksanakan penyusunan reneana pengelolaan 
admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman untulc 
ke lancaran tugas un i t ; 

d. menjrusun rencana kebutuban pegawai sesuai formasi 
u n t u k opt imal isasi pe laksanaantugas uni t ; 

e. m e n y u s u n u s u l a n permintaan pegawai sesua i sesua i 
kebutuban u n t u k ke lanearan tugas un i t ; 

f. m e n y u s u n daftar induk kepegawaian sesusa i petunjulc 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k tert ibnya 
admin is t ras i kepegawaian; 

g. m e l a k u k a n pengelolaan admin is t ras i kepegawaian 
mela lu i D U K dan Nominatif u n t u k tert ibnya administras i 
kepegawaian; 

b. mengonsul tas ikan pelaksanagm tugas dengan a tasan , 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb pi j tunjuk lebil i 
lanjut ; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepa la 
subbagian l a innya mela lu i pertemugm/rapat untulc 
penyatuan pendapat; 

j . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berkgda 
sebagai baban eva luas i ; dan 

k. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasgm 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ketiga 
B idang Pereneanaan Pimgendalian dan E v a l u a s i 

Pembangunan Daerab 

Pasa l 479 
B idang Pereneanaan Pcngendaligm D a n E v a l u a s i 
Pembgmgunan Daerab terdiri atas: 
a. Kepala Bidang; dgm 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
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e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 
subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat. | 

Pasal 477 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 474 huruf b mempunyai tuga 
membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum, 
ketatausahaan, kepegawaian dan sarana serta prasaran 
kerja lingkup Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 478 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 476, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiar 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi kepegawaian 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, | 
b. mengelola administrasi perkantoran dan kearsipan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk tertibnya administrasi 
perkantoran, | 

c. melaksanakan penyusunan rencana pengelola 
administrasi kepegawaiari berdasarkan pedoman untuk 
kelancaran tugas unit, 

d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaantugas unit, 

e. menyusun usulan permintaan pegawai sesuai sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit, | 

f. menyusun daftar induk kepegawaian sesusai petunjuk 
pelaksanaan / petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi kepegawaian, 

g. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian, | 

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 
subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasah 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

»
 

Bagian Ketiga 
Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Pasal 479 
Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasa l 480 
Kepa la B idang Pereneanaan Pengendalian dan E v a l u a s i 
Pembangunan Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
479 b u r u f a mempunya i tugas mengarabkan tugas- tugas 
bidang pereneanaan, pengendalian dan eva luas i 
pembangunan Daerab sesua i program dan keiqatan u n t u k 
peneapaian tu juan pembangunan Daerab. 

' Pasa l 4 8 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pasa l 
480 , Kepala B idang Pereneemaan Pengendalian dan E v a l u a s i 
Pembangunan Daerab menyelenggarakan fungsi: 
a . me l akukan ana l i sa dan pengkajian pereneanaan dan 

pendanaan pembangunan Daerab; 
b. me l akukan ana l i sa dan pengkajian kewi laya l ian; 
e. me l akukan pengumpulan ana l i sas i data d;an informasi 

pembangunan u n t u k pereneanaan pembangunan Daerab; 
d. pengintegrasian dan harmonisas i program-program 

pembangunan di Daerab; 
e. p e rumusan kebi jakan penyusunan j jereneanaan, 

pengendalian, eva luas i dan informasi pembangunan; 
f. mengoordinasian dan mengs inkron isas ikan pe laksanaan 

kebi jakan pereneanaan d s n penganggaran di Daerab; 
g. me l akukan evaluas i terbadap kebi jakan pereneanaan 

pembangunan Daerab, dan pe laksanaan reneana 
pembangunan Daerab, seiha bas i l r encana pembangunan 
Daerab; 

b. m e l a k u k a n pengendalian mela lui pemantauan, superv is i 
dan t indak lanjut penyimpangan terbadap peneapaian 
tu juan agar program dan kegiatan sesua i dengan 
kebi jakan pembangunan Daerab; 

i . mengidenti i ikasi permasa laban pembangunan Daera l i 
berdasarkan data u n t u k mengetabui perkembangan 
pembangunan; 

j . menya j ikan dan mer igamankan data informasi 
pembangunan Daerab; 

k . me l akukan pengamanan data mela lui babein eetak dan 
elektronik sebagai baban dokumentas i ; 

1. p enyusunan eva luas i cian pelaporan program dan 
kegiatan pembangunan Daerab; 

m. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan program dan 
kegiatan pembangunan Daerab; 

n . pengelolaan bas i l ana l i s i s , bas i l eva luas i u n t u k penyiapan 
pelaporan program dan kegiatem pembangunan Daerab; 
dan 

o. p enyusunan bas i l eva luas i dan laporan pe laksanaan 
progreim pembangunan Daereib. 

Bag ian Keempat 
B idang Pemerinteiban dem Pembangunan Manus i a 

Pasa l 482 
B idang Pemer intaban dan Pembemgunan manusi ia terdiri 
a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
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Pasal 480 

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluas 
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 
479 huruf a mempunyai tugas mengarahkan tugas- luas 

r
i
 

—
 

bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah sesuai program dan kegiatan untu 
pencapaian tujuan pembangunan Daerah. 

Pasal 481 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sa 
480, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: | 
a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan 

pendanaan pembangunan Daerah, 
b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan, | 
c. melakukan pengumpulan analisasi data dan informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah, 
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program 

pembangunan di Daerah, 
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan, 
f. 'mengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan 

kebijakan perencanaan dan penganggaran d: Daerah, 
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencana 

pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencan 
pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan 
Daerah: | 

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi 
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaiar 
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengar 
kebijakan pembangunan Daerah, 

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daeral 
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangar 
pembangunan, 

j- menyajikan dan mengamankan data informasi 
pembangunan Daerah, 

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan 
elektronik sebagai bahan dokumentasi, 

Il. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dar 
kegiatan pembangunan Daerah, 

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan 
kegiatan pembangunan Daerah, 

n. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapar 
pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah, 
dan 

Oo. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaar 
program pembangunan Daerah. 
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Bagian Keempat 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Pasal 482 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia terdiri 
atas: 

a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pased 483 
Kepala B idang Pemer intahan dan Pembangunan M a n u s i i 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 482 b u r u f a mempunya i 
tugas mengarabkan tugas tugas di bidang pemerintaban dan 
pembangunan m a n u s i a sesued program dan ke:; iatan u n t u k 
peneapaian good governance dan sumber daya yang unggul . 

' P a s i d 4 8 4 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
pasa l 483 , B idang Pemerintat ian dan Pembangunan Manusiei 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan penyusunan dokumen perencana£Li|i 

pembangunan Daerab ( R P J P D , R P J M D dan FiKPD) B idang 
Pemerintaban dan Pembangunan Manus ia ; 

b. mengoordinasikan penyusunan Reneana Strategic 
Perangkat Daerab dan Reneana Ker ja Perangkat Daerab 
wi layab koordinasi B idang Pereneanaan Pemer intaban 
dan Pembangunan Manusda; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan Musrenbfing (RPJPD 
R P J M D dan RKPD ) ; 

d. mengoordinasikan pe laksanaan kesepakatan dengab 
dewan perwaki lan rakyat Daerab terkait R P J P D , R P J M D 
dan RKPD) B idang Pemerintaban dan Pembangunan 
Manus ia ; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan kesepakatan dengab 
dewan perwaki lan rakyat Daerab terkait A P B D wi laya l i 
koordinasi Bideing Penmcanaan Pemerintaban daji 
Pembangunan Manus ia ; 

f. mengoordinasikan sinergitas dan barmonisas i kegiataji 
perangkat Daerab kabupeiten/kota B idang Pemerintabeui 
dan Pembangunan Memusda; 

g. mengoordinasikan pe laksanaan sineig i tas daj i 
beirmonisasi kegiatan Kementer ian/Lembaga di provinsi 
dan kabupaten/kota B idang Pemerinteiban da: i 
Pembangunan Manus ia ; 

b. mengoordinasikan dukun i ; an pelaksemaan kegiatan pusajt 
u n t u k prioritas nasioned Bidemg Pemerinteiban dan 
Pembangunan Manus ia ; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan kesepakatan bersamk 
ker jasama antar Daerab B idang Pemerinteiban dan 
Pembangunan Manus ia ; clan 

j . mengoordinasikan pembinaan teknis pereneanaem pad 
perangkat Daerab kabuj iaten/kota wi layab koord ina j i 
B idang Pemerintaban dan Pembangunan Manus ia ; dan 

k. me laksanakan tugas ledn yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bagia j i Ke l ima 
Bidemg Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur dan Kewilayaban 

Pasa l 485 
B idang Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur dan Kewi layabaj i 
terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; dem 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional. 
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Pasal 483 
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembanguran Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 482 huruf a mempunyai 
tugas mengarahkan tugas tugas di bidang pemerintahan d 
pembangunan manusia sesuai program dan kegiatan untul 
pencapaian good governance dan sumber daya yang unggul. | 

Pasal 484 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 483, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaat 

pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategi 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daera 
wilayah koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintah 
dan Pembangunan Manusia, | 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD): 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 
dewan perwakilan rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia, 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan denga 
dewan perwakilan rakyat Daerah terkait APBD wilay 
koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia, 

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatar 
perangkat Daerah kabupaten/kota Bidang Pemerutahan 
dan Pembangunan Manusia, 

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas da 
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi 
dan kabupaten/kota Bidang Pemerintahan dar 
Pembangunan Manusia, 

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan d 
Pembangunan Manusia, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersam 
kerjasama antar Daerah Bidang Pemerintahan dar 
Pembangunan Manusia, dan 

j- mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pada 
perangkat Daerah kabupaten/kota wilayah koordinasi 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

b
w
 

Bagian Kelima 
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 

Pasal 485 
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 
terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungs:onal.
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I 

Pasa l 486 
Kepala B idang Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur dan 
Kewi layahan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 485 
b u r u f a mempunyai tugas mengarabkan tugas tugas di 
bidang Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur dan Kewi layaban 
se lurub program dan kegiatan u n t u k peneapaieui 
perekonomian yang kompetitif, mendukung ke lestar ian 
l ingkungan dan in f ras t ruktur yang banda l untulc pencapaiian 
pembangunan yang berke lanjutan. 

Pas i i l 487 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
pasa l 486 , Kepa la B idang Perekonomian, SDA, In f rast ruktur 
dan Kewi layaban menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan penyusunan dokumen pereneanaan 

pembangunan Daerab (RF 'JPD, R P J M D dan RKPD); 
b. mengoordinasikan penyusunan Reneana Strategis 

Perangkat Daerab dan Rencana Ker ja Perangkat Daerab 
wi layab koordinasi bidang Perekonomian, SDA, 
In f ras t ruktur dan Kewi layaban; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan Musrenbang (RPJPD , 
R P J M D dan RKPD) ; 

d. mengoordinasikan pe laksanaan kesepakatan dengan 
dewan perwaki lan rakyat Daerab terkait R P J P D , R P J M D 
dsin R K P D bidang Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur dan 
Kewi layaban; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan kesepakatan dengan 
dewan perwaki lan rakyat Daerab terkait / iPBD bidan ; 
Perekonomian, SDA, In f ras t ruktur dan Kewi layaban; 

f. mengoordinasikan sinergitas dan barmonisas i kegiataji 
perangkat Daerab kabupaten/kota bidang Perekonomian, 
SDA, In f ras t ruktur dan Kewi layaban; 

g. mengoordinasikan pe laksanaan sinergitas dan 
barmonisas i kegiatem Kementer ian/Lembaga di provinsi 
dan kabupaten/kota loidang Perekonojuian, SDA, 
In f ras t ruktur dan Kevri layaban; 

b. mengoordinasikan dukungan pe laksanaan kegiatan pusat 
u n t u k prioritas nas iona l bidang Perekonomian, SDA, 
In f ras t ruktur dan Kewi layaban; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan kesepakatan b e r s a m i 
ker jasama antar Daerab; dan bidang Perekonomian, SDA, 
In f ras t ruktur dan Kewi layaban; 

j . mengoordinasikan pembr i aan teknis pereneanaan p a d i 
perangkat Daerab kota bidang pereneanaan in f ras t ruktur 
kewi layaban dan sumber daya a lam; dan 

k. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag iar Keenam 
Bidang Riset dan Inovasi Daerab 

Pasa l 488 
B idang Riset dan Inovasi Daerab terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 
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Pasal 486 | 

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan 
Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 485 
huruf a mempunyai tugas mengarahkan tugas tugas di 
bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 
seluruh program dan kegiatan untuk pencapaian 
perekonomian yang kompetitif, mendukung kelestarian 
lingkungan dan infrastruktur yang handal untuk pencapaian 
pembangunan yang berkelanjutan. 

Pasal 487 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 486, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur 

dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah (RFJPD, RPJMD dan RKPD), | 
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
wilayah koordinasi bidang Perekonornian, SDA, 

Infrastruktur dan Kewilayahan, | 
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD), 
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan deng 

dewan perwakilan rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMI 
dan RKPD bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan 

Kewilayahan, 
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 

dewan perwakilan rakyat Daerah terkait APBD bidang 
Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, 

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Perekonomian), 
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, 

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas da 
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi 
dan kabupaten/kota bidang Perekonomian, SDA, 
Infrastruktur dan Kewilayahan, , 

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
untuk prioritas nasional! bidang Perekonomian, SDA 
Infrastruktur dan Kewilayahan, | 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersam 
kerjasama antar Daerah, dan bidang Perekonomian, SD 
Infrastruktur dan Kewilayahan, | 

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pada 
perangkat Daerah kota bidang perencanaan infrastruktur 
kewilayahan dan sumber daya alam, dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian. Keenam 
Bidang Riset dan Inovasi Daerah 

Pasal 488 
Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasa l 489 
Kepala B idang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimanq 
d imaksud da lam pasa l 488 b u r u f a mempiunyai tugas 
me laksanakan tugas penelit ian dan pengembangan dan 
inovasi sesua i program dan kegiatan u n t u k pengambilan 
kebi jakan teknis guna menunjang pereepatan peneapaian 
tu juan pembangunan Daerab. 

Pasa l 490 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
pasa l 489 , Kepa la Bidang; Riset dan Inovasi Daera l i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n reneana program dan anggaran penelitiaili 

pengembangan dan inovasi be rdasarkan peraturan yan i ; 
ber laku sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. meny iapkan kebi jakan teknis penelit ian pengembangan 
dan inovasi mela lu i pengyimpulan dan pengkajian data 
informasi sebagai dasar p idaksanaan tugas; 

e. me laksanakan dan memfasi l i tasi pe laksanaan penelit ian 
dan pengembangan l ingkup u r u s a n Pemer intaban 
Daerab seeara swakelola dan Ker jasama dengan pibalc 
ketiga u n t u k memperoleb rekomendasi bas i l 
penelit ian; 

d. me laksanakan pengkajian kebi jakan l ingkup u r u s a n 
Pemerintaban Daerab mela lui penelit ian u n t u k 
pengambilan keputusan ; 

e. memfasi l i tasi kegiatan inovasi Daerab mela lu i Ker jasama 
dengan p ibak terkait u n t u k mendorong pereepatan tu juan 
pembangunan Daerab; 

f. mengarabkan tugas di bidang inovasi dgin teknologi, 
penelit ian social dan pemerintaban, penelit ian 
ekonomi dan pemban:gunan mela lu i rapat a t au 
pertemuan u n t u k memaksimalkein program dan 
kegiatan; 

g. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan bidang 
la in mela lui rapat rapat u n t u k penyatuan 
pendapat; 

b. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesuEU dengan 
tugas pokok dan tanggung j awab yang ditetapkan agair 
tugas yang diber ikan daptat berjalan dengan efektif dan 
efisien; 

i . mengonsul tas ikan pelgiksginaan tugas dengan a tasan baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k memperoleb petunjuk lebib 
lanjut ; 

j . mengevaluasi pe laksanaan tugas bawaban dengan eara 
membandingkan an ta ra reneana operasional dengan 
tugas tugas yang d i l aksenakan sebagai baban laporan 
kegiatan dan perbaikan k iner ja d imasa yang a k a n 
datang; 

k . membuat laporan bas i l pe laksanaan tugas se^eara berka la 
sebagai baban akuntab i l i tas kiner ja . 
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Pasal 489 | 
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 488 huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dan 
inovasi sesuai program dan kegiatan untuk pengambilan 
kebijakan teknis guna menunjang percepatari pencapaian 
tujuan pembangunan Daerah. 

Pasal 490 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 489, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan rencana program dan anggaran penelitian 

pengembangan dan inovasi berdasarkan peraturan yang 
berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas, | 

b. menyiapkan kebijakan teknis penelitian pengembangan 
dan inovasi melalui pengumpulan dan pengkajian data 
informasi sebagai dasar pelaksanaan tugas: 

c. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan lingkup urusan Pemerintahan 
Daerah secara swakelola dan Kerjasama dengan pihak 
ketiga untuk memperoleh rekomendasi hasil 
penelitian, 

d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan 
Pemerintahan Daerah melalui penelitian untuk 
pengambilan keputusan, 

e. memfasilitasi kegiatan incvasi Daerah melalui Kerjasama 
dengan pihak terkait untuk mendorong percepatan tujuan 
pembangunan Daerah, 

f. mengarahkan tugas di bidang inovasi dan teknologi, 
penelitian social dan pemerintahan, penelitian 
ekonomi dan pembangunan melalui rapat atau 
pertemuan untuk memaksimalkan program dan 
kegiatan, 

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang 
lan — melalui rapat rapat untuk penyatuan 
pendapat, 

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 
tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan 
efisien, 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebi 
lanjut, 

j-. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan car 
membandingkan antara rencana operasional deng 
tugas tugas yang dilaksanakan sebagai bahan laporan 
kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan 
datang, 

k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
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B A B X X I V 
BADAN K E U A N G A N DAN A S E T D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 4 9 1 
(1) B a d a n berkedudukan di bawab dan bertanggung j awab 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab, 
(2) B a d a n dipimpin oleb Kepa la Badan . 

I 
Pasa l 492 

B a d a n mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanakan 
U r u s a n Pemerintaban di bidang keuangan dan aset yang 
menjadi kewenangan Daerahi dan Tugas Pembantuan yang 
d iber ikan kepada Daerab. 

Pasa l 493 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana dim.aksud dalaip 
Pasa l 492 , B a d a n menyeleng§;arakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan lingkup) tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
c. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengaji 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i badan sesua i dengan l ingkup 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Wal i Kotji 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag i aa Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 494 
S u s u n a n Organisas i B a d a n terdir i a tas : 
a . Kepala Badan ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Anggaran; 
d. B idang Perbendaharaan; 
e. B idang A k u n t a n s i dan Pelaporan; 
f. B idang Pengelolaan B a r a n g Mil ik Daerab; 
g. Kelompok J a b a t a n Fungs ional ; dan 

Bag ian Ketiga 
Kepala B a d a n 

Pasa l 495 
Kepala B a d a n mempunya i tugas membantu Wai i Kota da la in 
menyelenggarakan fungsi penunjang u r u s a n p)emerintaban 
bidang keuangan dan Barang Mil ik Daerab. 

Pasial 496 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud d a l a r i 
Pasa l 4 9 5 , Kepala B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n kebi jakan tekois pengelolaan k<juangan dan 

barang mi l ik Daerab; 
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BAB XXIV 
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 491 
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. 

Pasal 492 
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada Daerah. | 

Pasal 493 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 492, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 494 

Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 
Kepala Badan, 
Sekretariat, 

Bidang Anggaran, 
Bidang Perbendaharaan, 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, 
Bidang Pengelolaan Bararig Milik Daerah, 
Kelompok Jabatan Fungsional, dan P

p
 

Bagian Ketiga 
Kepala Badan 

Pasal 495 
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalarn 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
bidang keuangan dan Barang Milik Daerah. 

-
 

Pasal 496 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 495, Kepala Badan meryelenggarakan fungsi: 
a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan 

barang milik Daerah,
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b. me laksanakan admin is t ras i dan manajemen Bada j i 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerab; 

e. me laksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan daj i 
Be lan ja Daerab berdasarkan pedoman dan l abapan y a n ; 
telab d i tentukan; 

d. me laksanakan proses penatausabaan Anggaraji 
Pendapatan dan Be lan ja Daerab; 

e. me l akukan pembinaem Perbendabaraem; 
f. m e n y u s u n Laporan Keuangan Pemerintab Daerah 

berdasarkan S is tem Akun tans i ; 
g. me l akukan peneatatan dan penatusabaan barang milijc 

Daerab; dan 
b. meletksemakan tugas la in yang diber ikan oleb a tasan . 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 497 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is B a d a n yemg mempunyaji 
tugas membantu Kepa la B a d a n da lam melaksanakem 
kegiatan bidang penatausabaan keuangan, pengelolaan 
kepegawaian, s a r a n a p rasa rana ser ta reneana ker ja badan. 

Pasa l 498 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 497 , Sekreteiris B a d a n menyelenggarakem fungsi: 
a . me laksanakan kegiatan bidang ketatausabaan 

kepegawaian, s a rana kerja, keuangan dan reneana ker ja 
badan; 

b. menynisun rencana ker ja dan kegiatan sesua i kebutuba j i 
u n t u k menjad program uni t ; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan administradi 
perkantoran berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan 
pelayeman; 

d. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangaj i 
berdasarkan pedoman un tuk tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk tekni j 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me laksanakan pengelolaan perlengkapan dan kears ipan 
sesua i kebutuban u n t u k ke lancaran kegiataa badan; 

g. melakuksm pembinaan pegawai seeara berka la untulc 
peningkatan k iner ja aparsitur; 

b. mengkonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengkoordinasikan tugas; dengan kepala-kepala bidang 
mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan ])endapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban st;suai j abata j i 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berkal j i 
sebagai baban eva luas i ; dan 

1. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 
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melaksanakan administrasi dan manajemen Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berdasarkan pedoman dan tahapan yang 
telah ditentukan, 

melaksanakan proses penatausahaan — Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
melakukan pembinaan Perbendaharaan: 
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
berdasarkan Sistem Akuntansi: 

melakukan pencatatan dan penatusahaan barang milik 
Daerah, dan | 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 497 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
kegiatan bidang penatausahaan keuangan, pengelolaan 
kepegawaian, sarana prasarana serta rencana kerja badan. 

Pasal 498 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 497, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, 

kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja 
badan, | 

menyusun rencana kerja dan kegiatan sesuai kebutuhan 
untuk menjad program unit, 
melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
perkantoran berdasarkan pedoman untuk peningkatan 
pelayanan, 
melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian, 
melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kearsipan 
sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan badan, 
melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 
mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 
mengkoordinasikan tugas dengan kepala-kepala bidang 
melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 
menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Pasa l 499 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 497 terdi j i 
atas: 
a . Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok J a b a t a n FYmgsi onal . 

Pasa l 500 
Kepala Subbagian U m u m clan Kepegawaian sebagaimank 
d imaksud da lam Pasa l 499 b u r u f a mempiunyai tugals 
me laksanakan kegiatan ke ta tausabaan admin is t ras i 
keuangan, admin is t ras i pengelolaan Icepegawaiar, 
pereneanaan program dan ki;giatan serta penyiapan s a r a n a 
p rasa rana perelengkapan ker ja. 

Pasa l 5 0 1 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padk 
Pasa l 500, Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaiaji 
menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan telmis di bidang u m u m , keuangak 

dan kepegawaian sebagai dasar pe laksanaar tugas; 
b. meny iapkan s a r a n a p rasa rana gedung Icantor sertb 

perlengkapan ker ja guna keamanan dan ke laneara i i 
pe laksanaan tugas; 

c. me laksanakan penatausabaan dan pengengolaaii 
kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagai baban 
dokumentas i ; 

d. mengidenti i ikasi ars ip sesuai j a n g k a w a k t u untulc 
penyusutasn dan pemusnaban ; 

e. menyelenggarakan u r u s a n admin is t ras i keuangan yan : ; 
mel iputi pembukuan, perbendaharaan, ve:rifikasi a tas 
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan; 

f. me l aksanakan pengelolaan administras i keuangan 
berdasarkan petunjuk pe laksanaa dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i keuangan; 

g. membuat reneana pengadaan barang mi l ik Daerab sesua i 
kebutuban u n t u k ke lanearan kegiatan; 

b. me laksanakan pengelolaan barang m l ik Daera l i 
berdasarkan pedoman u n tuk tert ibnya admin is t ras i ; 

i . m e l a k u k a n pemelibaraan. barang mi l ik Daerab sesua i 
ketentuan u n t u k kelangsungan dan ke lanearan tugas; 

j . mengkonsul tas ikan pelalcsanaan tugas dengan a tasan 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

k . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban eva luas i ; 

1. me l akukan penyusunan reneana pengelolaan 
admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman untulc 
kelanesiran tugas; 

m. m e n y u s u n rencana kebu tuban pegawai sesua i formasi 
u n t u k optimal isasi pe laksanaan tugas; 

n . membuat u s u l a n permintaan pegawai sesued kebu tuban 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas: 

o. m e n y u s u n data i nduk kepegawaian sesua i petunjuk 
pe laksanaan dan petunjuk teknis un tuk tertibnyq 
admin is t ras i kepegawaian; 

| un | 
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Pasal 499 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 500 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 499 huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan ketatausahaan administrasi 
keuangan, administrasi pengelolaan kepegawai 
perencanaan program dan kegiatan serta penyiapan saran 

prasarana perelengkapan kerja. 

Pasal 501 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 500, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang umum, keuangan 

dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menyiapkan sarana prasarana gedung kantor serta 

perlengkapan kerja guna keamanan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

c. melaksanakan penatausahaan dan  pengengolaan 
kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan 
dokumentasi: 

d. mengidentifikasi arsip sesuai jangka waktu untuk 
penyusutasn dan pemusnahan, 

e. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan ca 
meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas 
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan, 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya administrasi keuangan, | 

g. membuat rencana pengadaan barang milik Daerah sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan, 

h. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi, 

i. melakukan pemeliharaan. barang milik Daerah sesuai 
ketentuan untuk kelangsungan dan kelancaran tugas, 

j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal 
sebagai bahan evaluasi, | 

l. “melakukan penyusunan rencana pengelolaa 
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untul 

kelancaran tugas, | 
m. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 

untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, 
n. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas: 
Oo. menyusun data induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi kepegawaian,
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p. me l akukan pengelolaan admin is t ras i kepegawa ia i 
mela lu i daftar u r u t kepimgkatan (DUK) dan nominat i f 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

q. mengkonsul tas ikan pelallcsanaan tigas dengan atasa j i 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk l e b i i 
lanjut ; dan 

r. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasab 
u n t u k ke lanearam tugas Icedinasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Anggaran 

Pasa l 502 
B idang Anggaran terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; ' 
b. S u b B idang Pereneanaan dan Penyusunan Anggaran; 
c. S u b B idang Veri f ikasi dan Anal is i s Anggaran; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

i Pasa l 503 
Kepala B idang Anggaran seba ga imana d imaksud da lam pasdl 
502 b u r u f a bertugas m e n y u s u n anggaran pen dapatan dan 
belanja Daerab dan perubabannya, serta m e l a k u k a i 
ver i f ikasi dan ana l i s i s anggar;an. 

Pasa l 504 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 503 , Kepa la B idang ang|;aran menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan dan mengkoordinasikan pengalokasian 

anggaran da lam pereneanaan dan penyusunan K U A PPAS 
dan KUPA/PPAS Perubaban; 

b. meny iapkan dan mengkoordinasikan pereneanaan dab 
penyusunan RKA/DPA SKIPD dan a t a u RKAP dan D P P ^ 
S K P D ; ! 

e. meny iapkan penyusunan pera turan Daerab tentank 
A P B D dan peraturan Wal i Kota tentang penja.baran A P B E 

d. meny iapkan penyusunan peraturan Wal i Kota tentang 
teknis penyusunan anggaran S K P D ; 

e. meny iapkan dan mengkoordinasikan ver i f ikasi R K A - S K P D 
dan DPA-SKPD; 

f. meny iapkan dan mengkoordinasikan veri f ikasi perubaban 
R K A - S K P D dan DPA-SKPD; 

g. meny iapkan dan mengkoordinasikan pereneanaan dan 
penyusunan anggaran pendapatan; 

b. meny iapkan dan mengkoordinasikan pereneanaan dan 
penyusunan anggaran belanja Daerab; 

i . meny iapkan dan mengkoordinasikan pereneanaan dan 
penyusunan anggaran pembiayaan; 

j . meny iapkan dan jnengkoordinasikai i ana l i s i s 
penyusunan A S B , S B U dan Koordinasi 
p enyusunanme lakukan pengelolaan pener imaan pajaic 
bumi dan bangunan d s n dokumen pajak bumi dan 
bangunan l a innya yang diterbitkan oleb dirjen pajalc 
u n t u k tert ibnya penerimsian pajak bumi dan bangunarj; 
dan 
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melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui daftar urut kepangkatan (DUK) dan nominatif 
untuk tertibnya administrasi kepegawaian, 
mengkonsultasikan pelaksanaan tigas dengan atasai 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebil 
lanjut, dan 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasab 
untuk kelancaram tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Anggaran 

Pasal 502 
Bidang Anggaran terdiri atas: 

2
0
 p
p
 

Kepala Bidang, 
Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, 
Sub Bidang Verifikasi dan Analisis Anggaran: dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 503 

Kepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
502 huruf a bertugas menyusun anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah dan perubahannya, serta melakukan 
verifikasi dan analisis anggaran. 

Pasal 504 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 503, Kepala Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan dan mengkoordinasikan pengalokasian 

anggaran dalam perencanaan dan penyusunan KUA PPAS 

dan KUPA/PPAS Perubahan, 
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan 
penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP dan DPPA 
SKPD, 
menyiapkan penyusunan peraturan Daerah tentang 

APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, 
menyiapkan penyusunan peraturan Wali Kota tentang 
teknis penyusunan anggaran SKPD, 
menyiapkan dan mengkoordinasikan verifikasi RKA-SKPD 
dan DPA-SKPD, 
menyiapkan dan mengkoordinasikan verifikasi perubahan 
RKA-SKPD dan DPA-SKPD, 
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan 
penyusunan anggaran pendapatan, | 
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan 
penyusunan anggaran belanja Daerah, | 
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan 
penyusunan anggaran pembiayaan, | 
menyiapkan dan mengkoordinasikan analisis 
penyusunan ASB, SBU dan Koordinasi | 
penyusunanmelakukan pengelolaan penerimaan pajak 

bumi dan bangunan dan dokumen pajak bumi dan 
bangunan lainnya yang diterbitkan oleh dirjen pajak 
untuk tertibnya penerimaan pajak bumi dan bangunan, 
dan
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k. me laksanakan tugas l a in yang d iper intahkan oleh a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Pasa l 505 
Kepala Subbidang pereneaneian dan penyusunan anggaran 
sebagaimana d imaksud dalam pasa l 502 h u r u f b mempunya i 
tugas me l akukan penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja Daerab dan perubabannya. 

Pasa l 506 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 505 , Kepa la Subbidang pereneanaan dan penyusunan 
anggaran menyelenggarakan Jiungsi: 
a . menjyusun pengalokasian anggaran dalam penyusunan 

KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubaban; 
b. menyampa ikan K U A PPAS dan KUPA/PPAS Perubaban 

kepada Wal i Kota yang telab d i s u s u n dan se lan jutnya 
d i sampa ikan ke dewan perwaki lan rakyat Daerab u n t u k 
dibabas; 

e. me laksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan 
raneanagan A P B D dan raneangan Perubaban A P B D ; 

d. meny iapkan dan mengkoordinasikan pereneanaan dan 
penyusunan anggaran pendapatan; 

e. meny iapkan baban dan koordinasi pereneanaan dan 
penyusunan anggaran belanja Daerab; 

f. meny iapkan baban dan koordinasi pereneanaan dan 
penyusunan anggaran pembiyaan; 

g. m e l a k u k a n koordinasi atas peyusunan R K A - S K P D dan 
DPA S K P D ; 

b. me l akukan koordinasi u n t u k penyusunan raneangan 
Nota Keuangan A P B D dan raneangan Nota Keuangan 
Perubaban A P B D ; 

i . menyampa ikan raneangan A P B D dan Raneangan 
Perubaban A P B D ke dev/an perwaki lan rakyat Daerab 
u n t u k dibabas; 

j . menyampa ikan raneang;an A P B D dan raneangan 
perubaban A P B D ke dev;^an perwaki lan rakyat Daera l i 
yang telab disepakati bersama an ta ra Wal i Kota dan 
p impinan dewan perwaki lan rakyat Daerahi ke Prov insi 
Gorontalo u n t u k dievaluasi ; 

k. menyampa ikan has i l eva luas i Gube rnur Gorontalo 
tentang Raneangan A P B D dan Raneangan Perubaban 
A P B D ke B a d a n Anggai'an dewan perwaki lan rakyat 
Daerab; 

1. meny iapkan raneangan pemjabaran A P B D d £ i n raneangan 
perubaban A P B D ; 

m. me l akukan tabapan perj^eseran anggaran mendabu lu i 
perubaban A P B D ; 

n . meny iapkan data dan dokumen u n t u k rapat TAPD dan 
rapat dengan B a d a n Anggeiran; 

o. meny iapkan baban bimbingan dan sosia l isas i a t a j 
regulasi petunjuk teknis penyusunan anggaran; 

p. meny iapkan baban monitoring dan eva luas i kegiatan sub 
bidang pereneanaan dan penyusunan anggairan; dan 

q. me laksanakan tugas ked inasan l a innya yang diber ikan 
oleb kepala badan. 
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k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 505 | 

Kepala Subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 502 huruf b mempunyai 
tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah dan perubahannya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 505, Kepala Subbidang perencanaan dan penyusunan 
anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a. 

tb: 

Pasal 506 

| 
menyusun pengalokasian anggaran dalam penyusunan 
KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan: | 
menyampaikan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahar 
kepada Wali Kota yang telah disusun dan ep 
disampaikan ke dewan perwakilan rakyat Daerah untu 
dibahas, 

melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan 
rancanagan APBD dan rancangan Perubahan APBD, | 
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan 
penyusunan anggaran pendapatan: 
menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan dan 
penyusunan anggaran belanja Daerah, 
menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan dan 
penyusunan anggaran pernbiyaan, | 
melakukan koordinasi atas peyusunan RKA-SKPD dan 
DPA SKPD, | 
melakukan koordinasi untuk penyusunan rancangan 
Nota Keuangan APBD dan rancangan Nota Keuangan 
Perubahan APBD, 
menyampaikan rancangan APBD dan Rancangan 
Perubahan APBD ke dewan perwakilan rakyat Daerah 
untuk dibahas, | 
menyampaikan rancangan APBD dan rancangan 
perubahan APBD ke dewan perwakilan rakyat Daer 
yang telah disepakati bersama antara Wali Kota dan 
pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerati ke Provinsi 

Gorontalo untuk dievaluasi, 

menyampaikan hasil evaluasi Gubernur Gorontalo 
tentang Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan 
APBD ke Badan Anggaran dewan perwakilan rakyat 
Daerah, 

menyiapkan rancangan penjabaran APBD dan rancangan 
perubahan APBD, 

melakukan tahapan pergeseran anggaran mendahului 
perubahan APBD, 
menyiapkan data dan dokumen untuk rapat TAPD dar 
rapat dengan Badan Anggaran, if 

menyiapkan bahan bimbingan dan sosialisasi atas 
regulasi petunjuk teknis penyusunan anggaran, 
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan sub 
bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, dan 
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh kepala badan.
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i Pasa l 507 
Kepa la Subbidang ver i f ikasi dan ana l is is anggarab 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 502 b u r u f c mempunya i 
tugas me l akukan veri f ikasi F : K A - S K P D dan DPA S K P D serta 
menganabsis S tandar Belanjt i dan Standar B i a y a U m u m . 

Pasa l 508 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 507, Kepa la Subbidang veri f ikasi dan ana l i s i s angga ra i 
menyelenggarkan fungsi: 
a . me l akukan ver i f ikasi atas kons is tens i program dan p a g i 

pendanaan R K P D dan R P J M D / R P D dan KUA/PPAS; 
b. me l akukan veri f ikasi a tas ketersediaan a lokasi belanj a 

wajib Daerab yang mel iputi belanja pendidikan. belanj a 
in f ras t ruktur pe layanan publ ik,belanja pegawai,belanj a 
wajib yang d idanai dar i pendapatan pajak Daerab d a i 
re tr ibus i Daerab ( PKB, Opsen P K B , P B J T Us t r i k , Pa jac 
Rokok, dan Pajak Air Tanab ; 

c. me l akukan ver i f ikasi dan Ana l i sa u s u l a n Ana l i sa Standar 
Be lan ja (ASB) Non F i s i k dan S B U S K P D ; 

d. mempers iapkan baban penyusunan kebi jakan da: i 
petunjuk teknis prosedur penyusunan R K A - S K P E , 
m e n y u s u n A S B Non F i s i k , dan S B U ; 

e. me l akukan veri f ikasi dan u s u l a n kebutuban a lokas i 
anggaran yang d iusu lkan oleb S K P D ; 

f. meny iapkan data dam Koordinasi Verifikajji R K A - S K P D 
dan DPA-SKPD; 

g. meny iapkan data dan Koordinasi Verifikas'.i Perubaban 
R K A - S K P D dan DPA-SKPD; 

b. menganal is is anggaran pendapatam Daerab; 
i . menganal is is anggaran belanja Daerab; 
j . menganal is is pembiayaan Daerab; 
k . meny iapkan baban monitoring dan evaluasi kegiataji 

Subbidang Ver i f ikas i dan Anal is is Anggaran; dan 
1. me laksanakan tugas ked inasan la innya yang diberikaj i 

oleb Kepa la Badan . 

Bag ian Keenam 
Bidemg Perbendabaraem 

Pasa l 509 
Bidamg Perbendaharaan terdir i a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Kepala Subbidang Pengelolaan K a s Daerab; 
e. Kepa la Subbidang Pe layanan Perbendabaraem; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 

Pasa l 510 
Kepa la Bidamg Perbendaharaan sebagaimana d i m a k s u i 
daleim pasad 509 b u r u f a mempunya i tugas membantu kepada 
badan da lam me laksanakan dan mempers iapkan baban 
pedoman teknis , mele iksanakan pengelolaan, koordinasi , 
pengelolaem non anggaram dan pengelolaan setara k a s . 
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Pasal 507 
Kepala Subbidang verifikasi dan analisis anggaran 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 502 huruf c mempunyai 
tugas melakukan verifikasi RKA-SKPD dan DPA SKPD serta 
menganalisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum. 

Pasal 508 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 507, Kepala Subbidang verifikasi dan analisis anggaran 
menyelenggarkan fungsi: 
a. melakukan verifikasi atas konsistensi program dan pagu 

pendanaan RKPD dan RPJMD/RPD dan KUA/PPAS, 
b. melakukan verifikasi atas ketersediaan alokasi belanja 

wajib Daerah yang meliputi belanja pendidikan. belanja 
infrastruktur pelayanan publik,belanja pegawai,belanja 
wajib yang didanai dari pendapatan pajak Daerah dan 
retribusi Daerah (PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajak 
Rokok, dan Pajak Air Tanah, 

c. melakukan verifikasi dan Analisa usulan Analisa Standar 
Belanja (ASB) Non Fisik dan SBU SKPD, 

d. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan 
petunjuk teknis prosedur penyusunan RKA-SKPD, 
menyusun ASB Non Fisik, dan SBU, 

e. melakukan verifikasi dan usulan kebutuhan alokasi 
anggaran yang diusulkan oleh SKPD, 

f. menyiapkan data dan Koordinasi Verifikasi RKA-SKPD 
dan DPA-SKPD, 

menyiapkan data dan Koordinasi Verifikasi Perubahan 
RKA-SKPD dan DPA-SKPD, 
menganalisis anggaran pendapatan Daerah, 

menganalisis anggaran belanja Daerah, 
menganalisis pembiayaan Daerah, 
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan 
Subbidang Verifikasi dan Analisis Anggaran, dan 

Il. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Badan. 

K
P
 

on 

Bagiari Keenam | 
Bidang Perbendaharaan 

Pasal 509 
Bidang Perbendaharaan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, 
c. Kepala Subbidang Pelayanan Perbendaharaan, dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 510 
Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 509 huruf a mempunyai tugas membantu kepala 
badan dalam melaksanakan dan mempersiapkan bahan 
pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, 
pengelolaan non anggaran dan pengelolaan setara kas.
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' Pasa l 5 1 1 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 510, Kepala B idang Perbendaharaan menye lenggaraka i 
fungsi: 
a . mengoordinasikan pengelolaan k a s Daerab; 
b. mengoordinasikan penatausabaan pembiayaan Daerab; 
c. mengoordinasikan, Fas i l i tas i , As istensi , S inkron i sas i 

Superv is i , monitoring dan E v a l u a s i Pengelolaan d a n i 
Transfer ke Daerab; 

d. mengoordinasikan penyusunan laporan real isaSi 
pener imaan dan pengeluairan k a s Daerab, laporan a l i r a i 
ka s , dan pe laksanaan pemungutan/pemotongan daj i 
penyetoran Perbi tungan F i bak Ketiga (PFK) ; 

e. m e l a k u k a n Penyiapan , Pe laksanaan dan Penerbitan 
Anggarein K a s dan SPD ; 

f. me l akukan Pengelolaan S i s a Lebib Perbi tungan Anggaraji 
T a b u n Sebelumnya; 

g. me l akukan Rekonsi l ias i Da ta Pener imaan dan 
Pengeluaran K a s Ser ta Pemungutan dan Pemotongan atas 
SP2D dengan Ins tans i Terkai t ; 

b. mengoordinasikan pe laksanaan dan penelitiaji 
ke lengkapan dokumen SPP dan SPM; 

i . member ikan pembebansn r ine ian peng jqnaan atas 
pengesaban S P J gaji dan non gaji, ser ta penerbitan SKPF ; 

j . mengoordinasikan pfdaksanaan penatausabaaj i 
pengelolaan gaji ASN; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan pengadministrasiaj i 
pener imaan, penyimpanein dan pengeluaran K a s daj i 
se tara k a s , atas beban Rekening K a s U m u m Daerab; 

1. mengoordinasikan pe laksanaan piutang dan u t a n ; 
Daerab yang t imbul akibat pengelolaan kas ; 

m. mengoordinasikan pe laksanaan ana l i s i s pembiayaan daji 
penempatan uang Daerab sebagai optimaliscisi ka s ; 

n . mengoordinasikan proses pembukaan dan penutupaj i 
rekening operasional S K P D pada bank u m u m y a n ; 
d i tun juk oleb pemerintab Daerab; 

o. Menelaab atas permobomin T U yang diajukein PA sebagei 
pert imbangan PPKD daleim member ikan persetujueui 
Tambab Ueing; 

p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis 
admin is t ras i keuangan yang berkai tan dengaji 
pener imaan dan pengeluaran k a s ser ta penatausabaaj i 
dan pertanggungjawaban; 

q. mengoordinasikan pe laksanaan pembinaan pengelolaaji 
penatausabaan keuangan Daerab; dan 

r. me laksanakan tugas ked inasan la in yang d iber ikan oleli 
Kepa la Badan . 

Pasa l 512 
Kepa la Subbidang Pengelokian K a s Daerab sebagaimana 
d imaksud da lam passd 509 b u r u f b memp»unyai tugas 
mmembantu kepala bidang da lam me laksanakan kebi jakari , 
meny iapkan pedoman teknis , me l aksanakan pengelolaan, 
koordinasi , pembinaan dan pengendalian pengelolaan kas . 

J
7
 

Ba
 
M
n
 

B
E
R
A
N
I
 S
e
a
 

- 172 - 

Pasal 511 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 510, Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. mengoordinasikan pengelolaan kas Daerah: 
b. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan Daerah: 
Cc. mengoordinasikan, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi 

Supervisi, monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana 
Transfer ke Daerah, 

d. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi 
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran 
kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan 
penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)), 

e. melakukan Penyiapan , Pelaksanaan dan Penerbitan 
Anggaran Kas dan SPD, | 

f. melakukan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya, 

g. melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas 

SP2D dengan Instansi Terkait, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian 
kelengkapan dokumen SPP dan SPM, 

i. memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 
pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP: 

j- mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan 
pengelolaan gaji ASN, 

k. mengoordinasikan pelaksanaan  pengadministrasian 
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas dan 
setara kas, atas beban Rekening Kas Umum Daerah, 

Il. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang 
Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, 

m. mengoordinasikan pelaksanaan analisis pembiayaan dan 
penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas, 

n. mengoordinasikan proses pembukaan dan penutupan 
rekening operasional SKPD pada bank umum yang 
ditunjuk oleh pemerintah Daerah, 

Oo. Menelaah atas permohonan TU yang diajukan PA sebagai 
pertimbangan PPKD dalam memberikan persetujuat 
Tambah Uang, | 

p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis 
administrasi keuangan yang berkaitan dengan 
penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan 
dan pertanggungjawaban, 

g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan 
penatausahaan keuangan Daerah, dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 

Pasal 512 | 

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 509 huruf b mempunyai tugas 
mmembantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan, 
menyiapkan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, 
koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan kas.
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Pasa l 513 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 512 , Kepa la Subbidang Pengelolaan K a s D a e r a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan pengelolaan k a s Daerab; 
b. me laksanakan Penatausabaan dan Pengelolaan Ka|s 

Daerab; 
c. mengoordinasikan, Fas i l i t as i , As istensi , S inkron isas i , 

Superv is i , Monitoring dein E v a l u a s i Pengelolaan D a n a 
Per imbangan dan D a n a Transfer ; 

d. m e n y u s u n data rea l isas i penyerapan dan eva luas i 
pertanggungjawaban anggaran transfer dana d a i i 
Pemerintab Pusat dan Pemerintab Provinsi , koordinasi 
dan rekonsi l ias i dengan S K P D pener ima dana transfer; 

e. me l akukan rekonsi l ias i ( iengan D J P K , Provinsi terkajt 
pelaksemaan penggunaan dana Transfer ; 

f. mengoordinasikan penatusabaan dem rekonsi l ias i 
pener imaan dengan S K P D se Daerah u n t u k pencoeoka i 
k a s di R K U D pada Sub Bidang Pengelolaan K a s Daerab; 

g. meny iapkan , melaksanalcan dan menerbitlcan Anggaraji 
K a s dan SPD; 

b. menerbi tkan Sura t Penyediaan Dema (SP2D) setelah 
proses penel it ian d a i i Sub B idang P e l a y a n a i 
Perbendaharaan; 

i . me l aksanakan Pelayanan proses peneairan dana S K P D 
dan P ibak Ketiga; 

j . me laksanakan admin is t ras i seeara tertib atas pener imaan 
dan pengeluaran Daerab Ice da lam b u k u kas , koreks i dan 
va l idas i rekap i tu las i pener imaan bar i an dan pener imaan 
buleman; 

k. me l akukan rekonsi l ias i j i embukuan k a s dengan ban c 
tempat peny impanan uang Daerab, koreks i dan validas i 
laporan rekonsi l ias i B a n k ; 

1. me laksanakan penempatan uang Daerab, pengelo laai 
dan penatausabaan investas i j a n g k a pendek Daerah, 
koordinasi da lam pengelolaan penempatan deposito da i 
obligasi pada B a n k U m u m la innya sesua i petunjuk; 

m. membuat laporan rea l isas i pener imaan bunga b a r i a i 
investasi jsmgka pendek (deposito) kepada Wal ikota 
mela lu i Kepa la B a d a n Keuangan se laku B U D s e t i a i 
T r iwu lan ; 

n . m e n y u s u n dan menyiaplcan laporan k a s j ios is i b a r i a i 
u n t u k di va l idas i B U D dan K u a s a B U D u n t u k pelaporan 

o. memantau pe laksanaan pener imaan dan penge luara i 
A P B D oleb bank dan/a tau lembaga keuaj igan l a innya 
yang telab d i tunjuk; 

p. mengatur dana yang d iper lukan da lam pe l aksanaa i 
A P B D ; 

q. mengoordinasikan penyusunan laporan rea l isas i 
pener imaan dan pengeluciran k a s Daerab, laporan a l i r a i 
k a s , dan pe laksanaan pemungutan/pemotongan d a i 
penyetoran Perbi tungan F ibak Ketiga; 

r. m e l a k u k a n Rekons i l ias i Da ta P e n e r m a a n d a i 
Pengeluaran K a s Ser ta Pemungutan dan Pemotongan atas 
SP2D dengan Ins tans i Ter ka i t 
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Pasal 513 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 512, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Dacrah 
menyelenggarakan fungsi: 
et 

b. 
mengoordinasikan pengelolaan kas Daerah, 
melaksanakan Penatausahaan dan Pengelolaan Kas 
Daerah: 

mengoordinasikan, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana 
Perimbangan dan Dana Transfer, 
menyusun data realisasi penyerapan dan evaluasi 
pertanggungjawaban arggaran transfer dana dari 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, koordinasi 

dan rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana transfer: 
melakukan rekonsiliasi dengan DJPK, Provinsi terkait 
pelaksanaan penggunaan dana Transfer, 
mengoordinasikan  penatusahaan dan rekonsiliasi 
penerimaan dengan SKPD se Daerah untuk pencocoka 
kas di RKUD pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, 
menyiapkan , melaksanakan dan menerbitkan Anggaran 
Kas dan SPD, 

menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SP2D) setelah 
proses penelitian dari Sub Bidang Pelayanan 
Perbendaharaan, 

melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana SKPD 
dan Pihak Ketiga, 
melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan 
dan pengeluaran Daerah ke dalam buku kas, koreksi dan 
validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan 
bulanan, 

melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank 
tempat penyimpanan uang Daerah, koreksi dan validasi 
laporan rekonsiliasi Bank, 
melaksanakan penempatan uang Daerah, pengelolaan 
dan penatausahaan investasi jangka pendek Daerah, 
koordinasi dalam pengelolaan penempatan deposito dan 
obligasi pada Bank Umum lainnya sesuai petunjuk, 
membuat laporan realisasi penerimaan bunga haria 
investasi jangka pendek (deposito) kepada Walikot 
melalui Kepala Badan Keuangan selaku BUD setiap 
Triwulan, 

menyusun dan menyiapkan laporan kas posisi harian 
untuk di validasi BUD dan Kuasa BUD untuk pelaporan, 
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya 
yang telah ditunjuk, 
mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 
APBD, | 
mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi 
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran 
kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan 
penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga, 
melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas 

SP2D dengan Instansi Terkait
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s. mengoordinasikan dan Penelit ian Sura t P e r m i n t a a i 
Pengesahan Be lan ja (SP2B) dana B O S u n t u k Proses 
Penerbitan Sura t Pengesaban Be lan ja (SP13) pada S U D 
B idang Pengelolaan K a s yang se lanjutnya d i tandatangar i 
B U D / K u a s a B U D ; 

t. mengoordinasikan dan Penatausabaan Be lan ja Tidal c 
Terduga oleb P P K D ; 

u . memval idasi dan membububkem paraf pada SP2D belanja 
yang telab diterbitkan oleb Sub B idang Pengelolan K a s 
sebelum di tandatangani oleb B U D / K u a s a B U D ; 

V . mengoordinasikan dan penelit ian ,Sura t P e r m i n t a a i 
Pengesaban Pendapatan dan Be lan ja (SP3E5) F K T P y a n ; 
d i sampa ikan oleb D inas Kesebatan u n t u k Proses 
penerbitan Sura t Pengesaban Pendapatan Be lan ja (SP2E) 
pada S u b B idang Pengelolaan K a s ; 

w. mengoordinasikan atas laporan Kepala S a t u a i 
Pendidikan atas pener imaan D a n a B O S u n t u k k e m u d i a i 
diteliti sabagai dasar PPK menerbi tkan Sura t Pengesahan 
Pendapatan Hibab (SP2H); dan 

X . me laksanakan tugas ked inasan la innya y a n ; 
d iper intabkan oleb kepala bidang. 

Pas ;a l514 
Kepala Subbidang pelayanan perbendaharaan sebagaimana 
d imaksud dalam pasa l 509 b u r u f c me laksanakan tugas 
membantu kepala bidang didam me laksanakan kebi jakan, 
meny iapkan baban pedoman teknis , me l aksanakan 
pengelolaan, koordinasi , pembinaan dan pengendalian 
di bidang pelayanan perbendaharaan 

Pasa l 515 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 514, Kepa la Subbidang pe layanan perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis 

admin is t ras i keuangan yang berkai tan dengan 
pener imaan dan pengeluaran k a s ser ta penatausabaan 
dan pertanggungjawaban; 

b. m e n y u s u n pener imaan Dokumen Pengajucm Peneairan 
dana S K P D se Daerab dan lampi rannya yang mel ipuj i 
SPP-SPM UP, G U , T U , L S , se Daerab; 

e. me laksanakan register SPM belanja S K P D , pengendalian 
atas pagu anggaran dan penelit ian kelengkapan dokumen 
SPM; 

d. mengoordinasikan pc;laksanaan penatausabaan 
pengelolaan gaji ASN S K P D se Daerab; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan dan penelitiaji 
ke lengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian 
pembebanan r ine ian penggunaan a tas pengesaban S P J 
gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP ; 

f. mengelola S i s a Lebib l^erbitungan Anggsiran T a b u j i 
Sebelumnya; 

g. mengbimpun data t r ansaks i ba r i an (DTH) bendabam 
pengeluaran S K P D atas belanja Daerab y a n ; 
pemungutan/pemotongan. dan/a tau penyetoran pajakny i 
yang d i l akukan oleb bendabara pengeluaran; 
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s. mengoordinasikan dan Penelitian Surat Permintaan 
Pengesahan Belanja (SP2B) dana BOS untuk Proses 
Penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SP3) pada Sub 
Bidang Pengelolaan Kas yang selanjutnya ditandatangani 
BUD/Kuasa BUD, 

t. mengoordinasikan dan Penatausahaan Belanja Tidak 
Terduga oleh PPKD, 

u. memvalidasi dan membubuhkan paraf pada SP2D belanja 
yang telah diterbitkan oleh Sub Bidang Pengelolan Kas 
sebelum di tandatangani oleh BUD/Kuasa BUD, | 

v. mengoordinasikan dan penelitian ,Surat Permintaan 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP yang 
disampaikan oleh Dinas Kesehatan untuk Proses 
penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) 
pada Sub Bidang Pengelolaan Kas, 

w. mengoordinasikan atas laporan Kepala Satuan 
Pendidikan atas penerimaan Dana BOS untuk kemudian 

diteliti sabagai dasar PPK menerbitkan Surat Pengesahan 
Pendapatan Hibah (SP2H), dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan oleh kepala bidang. 

Pasal 514 

Kepala Subbidang pelayanan perbendaharaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 509 huruf c melaksanakan tugas 
membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan, 
menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan 
pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
di bidang pelayanan perbendaharaan 

Pasal 515 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 514, Kepala Subbidang pelayanan perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis 

administrasi keuangan yang berkaitan dengar 
penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan 
dan pertanggungjawaban, | 

b. menyusun penerimaan Dokumen Pengajuan Pencairan 

dana SKPD se Daerah dan lampirannya yang meliputi 
SPP-SPM UP, GU, TU, LS, se Daerah: 

c. melaksanakan register SPM belanja SKPD, pengendalian 

atas pagu anggaran dan penelitian kelengkapan dokumen 
SPM, 

d. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan 
pengelolaan gaji ASN SKPD se Daerah, | 

e. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian 
kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian 
pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ 
gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP, 

f. mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya, 

g. menghimpun data transaksi harian (DTH) bendahara 
pengeluaran SKPD atas belanja Daerah yang 

pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya 
yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran,
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h . membuat laporan rekapi tu las i t r ansaks i l i a r i an (RTH) 
yang memuat rekapi tu las i D T H wi layab pemerintaj i 
Daerab u n t u k disampaikcin ke kantor pelaycinan pajak; 

i . mengoordinasikan penatausabaan pembiaye.an Daerab; 
j . me l aksanakan penerbitan SPD rest i tusi/pengembalian 

kelebiban pener imaan; 
k . mengbimpun dan mengan a l i sa data pener imaan P F K y a n ; 

terdiri a tas potongan tasp<m, taperum jgiminan k e c e l a k a a i 
ker ja ( J K K ) , j a m i n a n kemat ian ( J I ^ ) , PPn , PPb d a i 
pener imaan l a innya yang sejenis; 

1. me l akukan Rekons i l ias i dengan B P J S Kesehatan terkait 
dengan pembayaran/Penyetoran P F K terkait d e n g a i 
pembayaran Askes , IWP PNS, IWP Pemerintab D a e r a i 
setiap bu lan ; 

m. me l akukan Rekons i l ias i Da ta J K K dan J K M dengan PTf, 
T A S P E N dan B P J S Ketenagakerjaan u n t u k rea l isas i 
pembayaran l u r a n J K K dan J K M setiap bu lan ; 

n . me laksanakan pengadministrasian pemungutan dab 
pemotongan Perbi tungaa F i b a k Ketiga (PFK) d a i 
rekonsi l ias i pengeluaran k a s berdasarkan SP2D d e n g a i 
S K P D dan ins tans i terkedt da lam rangka pengendabaji 
non k a s dan setara kas ; dan 

o. me laksanakan tugas ked inasan la in yang d iber ikan oleji 
pimpinem. 

Bag ian Ketu jub 
B idang Akun tans i dan Pelaporan 

Pasa l 516 
B idang Akun tans i dan Pelaporan terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. S u b B idang Pengelola Da ta ; 
e. S u b B idang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pas al 517 
Kepala B idang Pengelola Da ta dan Pelaporan sebagaimank 
d imaksud da lam pasa l 51(5 b u r u f a mempiunyai tugas 
membantu kepa la badan di bidang a k u n t a n s i d a i 
pengelolaan data sesua i petuinjuk pe laksanaan dan petunjuk 
teknis u n t u k peninkatan sistem pengelolaan keuangaq 
Daerab 

Pasa l 518 
Dadam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padk 
Pasa l 517, B idang i\kuntans i dan Pelaporaji 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan Pe laksanaan Akun tans i Penerimaaj i 

dan Pengeluaran K a s Daerab; 
b. m e l a k u k a n Rekons i l ias i dan Ver i f ikasi Aset, Kewajibai j , 

E k u i t a s , Pendapatan, Be lan ja , Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban; 

e. mengoordinasikan Penyusunan Laporaj i 
Pertanggungjawaban Ptdaksanaan A P B D Bu lanar j , 
T r i w u l a n a n dan Semesteran; 
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h. membuat laporan rekapitulasi transaksi harian (RTH) 
yang memuat rekapitulasi DTH wilayah pemerintah 
Daerah untuk disampaikan ke kantor pelayanan pajak, 

i. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan Daerah, | 
j- melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian 

kelebihan penerimaan, 
k. menghimpun dan menganalisa data penerimaan PFK yang 

terdiri atas potongan taspen, taperum jaminan kecelakaan 
kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), PPn, PPh dan 
penerimaan lainnya yang sejenis, 

l. melakukan Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan terkait 
dengan pembayaran/Penyetoran PFK terkait dengan 
pembayaran Askes, IWP PNS, IWP Pemerintah Daerah 
setiap bulan, 

m. melakukan Rekonsiliasi Data JKK dan JKM dengan PT. 
TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk realisasi 
pembayaran Iuran JKK dan JKM setiap bulan, 

n. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan 
pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan 
rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan 
SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian 
non kas dan setara kas, dan 

Oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

Bagian Ketujuh | 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal 516 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: 

Kepala Bidang, 
Sub Bidang Pengelola Data, 
Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. p

p
 

Pasal 517 
Kepala Bidang Pengelola Data dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 516 huruf a mempunyai tugas 
membantu kepala badan di bidang akuntansi dan 
pengelolaan data sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis untuk peninkatan sistem pengelolaan keuangan 
Daerah 

Pasal 518 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 517, Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas Daerah, 
b. melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, 

Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- 
LO dan Beban: 

c. mengoordinasikan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, 
Triwulanan dan Semesteran,
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d. melakukein Konsol idasi Laporan Keuangan S K P D , B L U D 
dan Laporan Keuangan Pi jmerintah Daerah; 

e. mengoordinasikan dan menyusun Raneangan P e r a t u r a i 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksianaan A P B D 
Kabupaten/Kota dan Raneangan Pera turan Wal i Kota 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pe l aksanaa i 
A P B D Kabupaten/Kota ; 

f. m e n y u s u n Tanggapan/Tindak Lan ju t Terbadap L H P BPIC 
atas Laporan Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D ; 

g. mengoordinasikan, Sinlcronisasi , dan Penye l esa ia i 
T u n t u tan Perbendaharaan dan Tuntuts in K e r u g i a i 
Daerab; 

b. menyusun Anal is i s Laporan Pertanggungjawabai 
Pe laksanaan A P B D ; 

i . m e n y u s u n Kebi jakan d a i Panduan Teknis Operas ions l 
Penyelenggaraan A k u n t a n s i Pemerintab Daerab; 

j . m e n y u s u n Sistem dan Prosedur A k u n t a n s i dan Pelapora i 
Keuangan Pemerintab Daerab; 

k. m e l a k u k a n Pembinaan Akun tans i , Pelaporan d a i 
Pertanggungjawaban Pemerintab Daerab; dan 

1. me l aksanakan tugas ked inasan l a innya yang 
d iper intabkan oleb kepalgi badan. 

Pasa l 519 
Kepa la Subbidang Pengelola Da ta sebagaimana d i m a k s u i 
da lam pasa l 516 b u r u f b mempunya i tugas M e n y u s u i 
laporan pener imaan dan pengeluaran 

Pasa l 520 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana dimeiksud d a l a r i 
Pasa l 519, Kepa la Subbidang peng;elola data 
menyelenggarakan fungsi: 
a . menyusun , memveri f ikasi dan mengg;oordinasika i 

laporan pener imaan dan pengeluaran k a s L>aerab seeara 
berkala ; 

b. m e l a k u k a n monitoring dan eva luas i terbadap penea ta ta i 
a k u n a t a n s i k a s Daerab; 

c. me l aksanakan rekonsi l ias i dan ver i f ikasi asi;t, kewajibar , 
ekui tas , pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-la 
dan beban dengan perangkat Daerab terkait ; 

d. m e n y u s u n laporan bas i l ver i f ikasi aset, kewajibar., 
ekui tas , pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo 
dan beban dan me l akukan penyesuaian terbadap d a t i 
yang t idak sesua i ; 

e. m e l a k u k a n ka j ian atas temuan terkait laporan k e u a n g a i 
Daerab dan temuan la innya ; 

f. mengoordinasikan t indak lanjut atas bas i l t emuan; 
g. me l akukan ana l i s i s dan ] ienyelesaian tuntu.tan k e r u g i a i 

Daerab; 
b. mengoordinasikan dengan p ibak terkait d a l a r i 

penyelesaian tun tu tan pej-bendabaraan; 
i . meny iapkan pe laksanaan s idang majelis penye l esa ia i 

tun tu tan perbendaharaan dan tun tu tan ganti rugi; 
j . m e n y u s u n dan mengembangkan kebi jakan teknis t e r k a t 

penyelenggaraan a k u n t a n s i pemerintab Daerab; dan 
k. me laksanakan tugas ked inasan la innya y a n ; 

d iper intabkan kepa la bidemg. 
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d. melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD 
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

ce. mengoordinasikan dan menyusun Rancangan Peratura 
Daerah tentang Pertanggiingjawaban Pelaksanaan APB 
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Wali Kot 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota, 

f. menyusun Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK 
atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, | 

g. mengoordinasikan, Sinkronisasi, dan Penyelesaian 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugiat 
Daerah: 

h. menyusun Analisis Laporan  Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD, 

i. menyusun Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional 
Penyelenggaraan Akuntarisi Pemerintah Daerah, 

j. menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporai 
Keuangan Pemerintah Daerah, 

k. melakukan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dan 

Il. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan oleh kepala badan. 

a
 

-
 

Pasal 519 | 
Kepala Subbidang Pengelola Data sebagaimana dimaksu 
dalam pasal 516 huruf b mempunyai tugas Menyusun 
laporan penerimaan dan pengeluaran 

Pasal 520 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 519, Kepala Subbidang pengelola dat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun, memverifikasi dan  menggoordinasik 

laporan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah secar 
berkala, 

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencatatan 
akunatansi kas Daerah: 

c. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajib 
ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-l 
dan beban dengan perangkat Daerah terkait, 

d. menyusun laporan hasil verifikasi aset, kewajib 
ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-l 
dan beban dan melakukan penyesuaian terhadap dat 
yang tidak sesuai, 

e. melakukan kajian atas temuan terkait laporan keuang 
Daerah dan temuan lainnya, 
mengoordinasikan tindak lanjut atas hasil temuan, 
melakukan analisis dan penyelesaian tuntutan kerugi 
Daerah: 

h. mengoordinasikan dengan pihak terkait dal: 
penyelesaian tuntutan perbendaharaan, 

i. menyiapkan pelaksanaan sidang majelis penyelesai 
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, 

j. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis terkait 
penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah, dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yan 
diperintahkan kepala bidang. 

y
a
 
-
 

u
u
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Pasa l 5 2 1 
Kepala Subbidang pelaporan dan pertanggungjawabab 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 516 b u r u f c mempunya i 
tugas me laksanakan peng;elolaan pelaporan k e u a n g a i 
Daerab, t e rmasuk penjo isunan konsol idasi , ana l i s i s dan 
pembinaan laporan pei-tanggungj awaban keuangan 
pemerintab Daerab u n t u k memast ikan akuntabi l i tas daj i 
t ransparans i keuangan Daerab 

' Pasa l 522 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 5 2 1 , Kepala Subbidang pelaporan dan pertanggung 
j awaban menyelenggareikan fungsi: 
a . menjo isun laporan keuangan bu lanan , triv/ulanem, d a i 

semesteran sesua i dengan peraturem yang ber laku; 
b. mengoordinasikan dengan perangkat Deierab u n t u c 

memperoleb data keuangan yang relevan dan akura t ; 
c. mengumpulkan laporan keuangan dar i S K F D dan B L U D 

u n t u k konso l idas ikan da lam laporan keuangan Daerab; 
d. memastikem kons is tens i dan kesesua ian laporan d e n g a i 

standeir eikuntansi pemerintab (SAP); 
e. m e n y u s u n raneangan peraturan Daerah mengenei 

pertanggungjawahan pe laksanaan A P B D ; 
f. m e n y u s u n raneangan peraturan Wal i Kota t e r k a t 

penjaharan pe laksanaan A P B D ; 
g. me l akukan ana l i s i s terbadap l a p o r a i 

pertanggungjawaban p>elaksanaan A P B D u n t u c 
mengevaluasi k iner ja keuangan; 

b. m e n y u s u n laporan ana l i s i s sebagai baban m a s u k a n baj j 
pengambilan keputusan p impinan; 

i . member ikan bimbingan t i jknis kepada perangkat Daera l i 
terkait penyusunan laporan keuangan daji 
pertanggungjawaban; 

j . me l akukan superv is i u n t u k memas t ikan pe laksanaaj i 
pelaporan keuangan Daerab sesua i dengein peraturaj i 
perundang-undanggm; daj i 

k. me laksanakan tugas ked inasan la innya yang 
d iper intabkan oleb kepala hidang. 

Bag ian Kedelapan 
B idang Pengelolaan B a r a n g Mil ik Daei'ab 

Pasa l 523 
B idang Pengelolaan Ba rang Wilik Daerab terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. S u b B idang Pereneanaan, Pemanfaatan dan 

Penatausabaan; 
e. Sub B idang Pengamanan dan Pemindabtanganan; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fhingsional. 

Pasa l 524 
Kepala B idang Pengelolaan Bsnang Mil ik Daerab sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 523 b u r u f a mempunya i tugas 
membantu kepa la badan da lam me laksanakan tugas 
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Pasal 521 
Kepala Subbidang pelaporan dan pertanggungjawaban 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 516 huruf c mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan pelaporan keuang 
Daerah, termasuk penyusunan konsolidasi, analisis dai 
pembinaan laporan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah Daerah untuk memastikan akuntabilitas dan 
transparansi keuangan Daerah 

Pasal 522 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 521, Kepala Subbidang pelaporan dan pertanggung 
jawaban menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan 

semesteran sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
b. mengoordinasikan dengan perangkat Daerah untuk 

memperoleh data keuangan yang relevan dan akurat, 
c. mengumpulkan laporan keuangan dari SKPD dan BLUD 

untuk konsolidasikan dalam laporan keuangsan Daerah: 
d. memastikan konsistensi dan kesesuaian laporan dengan 

standar akuntansi pemerintah (SAP): 
e. menyusun rancangan peraturan Daerah mengenai 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
fl. menyusun rancangan peraturan Wali Kota terkait 

penjabaran pelaksanaan APBD, 
g. melakukan analisis terhadap laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan — APBD untuk 
mengevaluasi kinerja keuangan, 

h. menyusun laporan analisis sebagai bahan masukan bagi 
pengambilan keputusan pimpinan, 

i. memberikan bimbingan teknis kepada perangkat Daerah 
terkait penyusunan laporan keuangan dan 
pertanggungjawaban, 

j. melakukan supervisi untuk memastikan pelaksanaan 
pelaporan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan oleh kepala bidang. | 

Bagian Kedelapan 
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 523 | 
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan 

Penatausahaan, 
c. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan, dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 524 

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 523 huruf a mempunyai tugas 
membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas
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pengelolaan asset Daerah ben iasa rkan peraturan perundang-
undangan yang ber laku u n t u k tert ibnya barang mi l ik Daera l i 

I 
Pasa l 525 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 524, Kepa la B idang Pengelolaan B a r a n g Milik Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengoordinasikan penyusunan standar barga 

berdasarkan j en i s dan tipj; barang; 
b. mengoordinasikan penyiapan baban pert imbangan 

persetujuan da lam penyusunan rencana kebutuban 
barang mi l ik Daerab; 

e. mengoordinasikan penyiapan baban piertimbangan 
persetujuan da lam penyusunan rencana kebutuban 
pemel ibaraan/perawatan barang mi l ik Daereib; 

d. me l akukan Penatausabaan barang mi l ik Daerab; 
e. mengoordinasikan pe laksanaan inventar isas i barang 

mi l ik Daerab; 
f. mengoordinasikan pelalcsanaan pengamanan fisik, 

admin is t ras i dan b u k u m barang mi l ik Daerab; 
g. mengoordinasikan penyia] )an dokumen pengajuan u s u l a n 

pemanfaatan dan pemindabtanganan barang mililc 
Daerab; 

b. mengoordinasikan bas i l peni la ian barang mi l ik Daerab; 
i . meneliti dokumen u s u l a n penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnaban dan pengbapusan barang milik Daerab; 
j . mengoordinasikan pelaksemaan rekonsi l ias i da lam rangka 

penyusunan laporan baraag mi l ik Daerab; 
k. mengoordinasikan penyasunan dan pengbimpunan 

laporan barang mi l ik Dae iab dar i S K P D ; 
1. mengoordinasikan dan me laksanakan pembinaan 

pengelolaan barang mi l ik iDaerab; dan 
m. me laksanakan tugas ked inasan la innya yang 

d iper intabkan kepala badan. 

Pasa l 526 
Kepala Subbidang pereneanaan, pemaniaatan daik 
penatausabaan sebagaimanei d imaksud dalam pasa l 523 
b u r u f b mempunya i tugas me l akukan perer.eanaan dap 
pengelolaan barang mibk Daerab 

Pasa l 527 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 526, Kepa la Subbidang pereneanaan, pemanfaatan dan 
penatausabaan menyelenggaiakan fungsi: 
a . menelit i baban pertiir.bangan persetujuan dalanji 

p enyusunan rencana kebutuban barang mi l ik Daerab; 
b. menelit i baban pert imbangan persetujuan dalanji 

p enyusunan r encana kebutubap 
pemel ibaraan/perawatan barang mi l ik Daereib; 

e. menelit i u s u l a n penetapan s ta tus penggunaan barang 
mi l ik Daerab; 

d. menjdapkan sura t kepu tusan penetapan s ta tu^ 
penggunaan barang mi l ik Daerab; 

e. meneliti dokumen pengajuan u s u l a n pemindabtanganaiji 
barang mi l ik Daerab; 
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pengelolaan asset Daerah berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk tertibnya barang milik Daerah 

Pasal 525 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 524, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan standar harga 

berdasarkan jenis dan tipe barang, 
b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
barang milik Daerah, 

Cc. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah, 

d. melakukan Penatausahaan barang milik Daerah, 
e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang 

milik Daerah, 
f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, 

administrasi dan hukum barang milik Daerah, 
g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan 

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 
Daerah, 

h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik Daerah, 
i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah, 
J. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka 

penyusunan laporan barang milik Daerah, 
k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan 

laporan barang milik Daerah dari SKPD, 
Il. 'mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 

pengelolaan barang milik Daerah, dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diperintahkan kepala badan. 

Pasal 526 

Kepala Subbidang perencanaan, pemanfaatan dan 
penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 
huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 
pengelolaan barang milik Daerah 

Pasal 527 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 526, Kepala Subbidang perencanaan, pemanfaatan dan 
penatausahaan menyelenggarakan fungsi: | 
a. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, 
b. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah, | 
Cc. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang 

milik Daerah, 

d. menyiapkan surat keputusan penetasan status 

penggunaan barang milik Daerah, 
e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan 

barang milik Daerah,
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f. meny iapkan dokumen atas pelaksanaajn 
pemindahtanganan barang mi l ik Daerab; 

g. meneliti dokumen pengajuan u s u l a n pemusnaban barang 
mi l ik Daerab; 

b. meny iapkan dokumen atas pe laksanaan pemusnaban 
barang mi l ik Daerab; 

i . menelit i dokumen pengajuan u s u l a n pengbapusan barang 
mi l ik Daerab; 

j . meny iapkan dokumen atas pe laksanaan pengbapusan 
barang mi l ik Daerab; dan 

k. meny iapkan dokumen bas i l peni la ian barang mililc 
Daerab da lam rangka p imindabtanganan barang mililc 
Daerab. 

Pasa l 528 
Kepa la Subbidang pengamanan dan pemindabtanganain 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 523 b u r u f c mempunye i 
tugas me lakukan pengamanan dan proses mutas i barang 
mi l ik Daerab 

Pasa l 529 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 528, Kepala Subbidang pengamanan dap 
pemindabtanganan menyelenggarakan fungsi: 
a . meny iapkan berita aeara serab ter ima atas penggunaaji 

barang mi l ik Daerab; 
b. meny iapkan S u r a t I j in Pengbunian (SIP) penggunaab 

r u m a b negara yang ditandatangani oleb sekretar is 
Daerab; 

c. me laksanakan monitoring dan eva luas i atas pe laksanaan 
pengamanan barang milih: Daerab; 

d. meny impan dokumen as l i kepemi l ikan barang mi l ik 
Daerab; 

e. mengbimpun laporan bas i l pemel ibaraan dar i S K P D 
seeara berkala ; 

f. me laksanakan eva luas i mengenai efisiensi ]3emelibaraai 
barang mi l ik Daerab; 

g. menelit i dokumen pengajuan u s u l a n pemanfaatan baran ; 
mi l ik Daerab; 

b. meny iapkan dokumen atas pe laksanaan pemanfaatap 
barang mi l ik Daerab; dan 

i . meny iapkan dokumen bas i l peni la ian t iarang mi l ik 
Daerab dsdam rangka pemanfaatan barang mi l ik Daerab 

i B A B X X V 
BADAN K E P E G A W A I A N DAN P E N G E M B A N G A N S U M B E R 

DAYA IdANUSlA 

Bag ian Kesa tu 
: Kedudukan , Tagas D a n Fungs i 

Pasa l 530 
(1) B a d a n berkedudukan di bawab dan bertanggung jawaj ) 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) B a d a n dipimpin oleb Kepsda B a d a n . 
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f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan 
pemindahtanganan barang milik Daerah, 

g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang 
milik Daerah: 

h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan 
barang milik Daerah, 

i. meneliti dokumen pengajuan usulan penghabusan barang 
milik Daerah: 

j- menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan 
barang milik Daerah, dan 

k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik 
Daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik 
Daerah. 

Pasal 528 

Kepala Subbidang pengamanan dan pemindahtanganan 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 523 huruf c mempunyai 
tugas melakukan pengamanan dan proses mutasi barang 
milik Daerah 

Pasal 529 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 528, Kepala Subbidang pengamanan dan 
pemindahtanganan menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan berita acara serah terima atas penggunaan 

barang milik Daerah, | 
b. menyiapkan Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan 

rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris 
Daerah: 

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 
pengamanan barang milik: Daerah, 

d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik 
Daerah: 

e. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD 
secara berkala, 

f. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan 
barang milik Daerah, 

g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang 
milik Daerah, 

h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan 
barang milik Daerah, dan 

i. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik 
Daerah dalam rangka pemanfaatan barang rnilik Daerah, 

BAB XXV | 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 530 | 
(l) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
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Pasa l 5 3 1 
B a d a n mempunya i tugas membantu Wal i Kota dalai j i 
me laksanakan fungsi penunjang u r u s a n pemer in taba i 
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelat iban yang 
menjadi kewenangan Daerab. 

Pasa l 532 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dsdaiji 
Pasa l 5 3 1 , B a d a n menyelengggarakan fungsi: 
a . penyusunan kebi jakan teknis di bidang kepegawaiarj, 

pendidikan dan pelat i l ian sesua i dengan l ingku i 
tugasnya; 

b. pe laksanaan tugas dukungan teknis di bidang 
kepegawaian, pendidikan dan pelat iban sesua i dengab 
l ingkup tugasnya; 

e. pemantauan, eva luas i d a a pelaporan pe laksanaan tugas 
dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan 
pelat iban sesua i dengan l ingkup tugasnya; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi p e n u n j a n ; 
u r u s a n Pemerintaban Daerab di bidang kepegawaiar , 
pendidikan dan pelat iban sesua i dengan l ingkup 
tugasnya; dan 

e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan okib Wal i Kot^. 
sesua i dengan tugas dan iungs inya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 533 
S u s u n a n Organisas i B a d a n terdir i a tas : 
a . Kepala B a d a n ; 
b. Sekretar iat ; 
c. B idang Pengembangsm, Pengendalian ASN dan Dik lat ; 
d. B idang Mutas i , Pens iun , S ta tus dan Informasi 

Admin is t ras i ASN; dan 
e. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Bag ian Ketiga 
Kepa la Badam 

Pasa l 534 
Kepa la B a d a n sebagaimana d imaksud dalam pasa l 533 
b u r u f a mempunya i tugas me laksanakan sebagian tugas 
Pemerintaban Daerab di bidang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelat iban berdasarkan peraturan perundang-undangan 
u n t u k peningkatan sumber daya aparatur . 

Pasa l 535 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 534, Kepala B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n dan menetapkan progj-am ker ja 

berdasarkan peraturan pemerintab perunda ig -undangan 
Daerab di bidang kepegav/aian dan pendidilcan pelat iban 
sesua i no rma s tandar yang ditetapkan oleb pemerintab; 
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Pasal 531 
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 532 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 531, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup 
tugasnya, | 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
lingkup tugasnya, 

Cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya, 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 
urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup 
tugasnya, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 533 
Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 

Kepala Badan, 
Sekretariat, 

Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat, 
Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi 

Administrasi ASN: dan | 
Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Ketiga 
Kepala Badan 

Pasal 534 
Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 533 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk peningkatan sumber daya aparatur. 

Pasal 535 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 534, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 7 
a. merumuskan dan menetapkan program kerja 

berdasarkan peraturan pemerintah perundang-undangan 
Daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan 
sesuai norma standar yang ditetapkan oleh pemerintah,
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b. meny iapkan p e n y u s u m n peraturan perundang-
undangan Daerab di bidang kepegawaian dan p e n d i d i k a i 
pelat iban sesua i norma, s tandar dan prosedur yang 
ditetapkan oleb pemerintab sabagai dasar pe laksanaan 
tugas; 

e. menyelenggarakan pengadaan pegawai negeri s ipi l Daerab 
sesua i norma, s tandar dan prosedur yang ditetapkab 
da lam peraturan perundang-undangan; 

d. menetapkan admin is t ras i kepegawaian d a l a r i 
pengangkatan, kena ikan pgingkat, pemindaban d a i 
pemberbentian dar i j aba tan s t r u k t u r a l dan fungsioncil 
sesua i dengan norma, s tandar dan prosedur yang 
ditetapkan da lam peraturan perundang-undangan u n t u c 
tert ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

e. me laksanakan pendidikan dan pelatibem penjenjangai 
dan k u r i k u l u m pendidikan pelat iban teknis daj i 
fungsional sesua i dengar norma, s tandar dan prosedur 
yang ditetapkan da lam pieraturan perundang-undanga i 
u n t u k pengembangan apeiratur; 

f. menetapkan informasi kepegawaian Daerab sesuai sister i 
sebagai baban laporan kepada badan kepegawa ia i 
negara; 

g. mendis t r ibus ikan pe laks imaan tugas kepegawaian d a i 
pendidikan pelat iban kepada bawaban sesua i b i d a n ; 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

b. mengawasi pe laksanaan tugas kepegciwaian d a i 
pendidikan pelat iban seeara menye lurub u n t u k efektitas 
dan efesiensi kegiatan un i t ; 

i . mengevaluasi pe laksanaan tugas kepegawaian d a i 
pendidikan pelat iban di Daerab mela lui rapat eva luas i 
u n t u k mengetabui perkembangan bas i l p e l aksanaa i 
tugas; 

j . mengonsul tas ikan dan raengoordinasikan p e l a k s a n a a i 
tugas dengan un i t terkait mela lui rapat koordinasi untul c 
penyatuan pendapat; 

k. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t si^eara berka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me l akukan tugas ked inasan la in yang d iper intabkan oleji 
a tasan u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Bag ian Keempat 
Sekie tar ia t 

Pasa l 536 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is E^adan y a n 
me laksanakan Penatausabaan di bidang l^ereneamaan 
Program, Pelaporan, Kepegawaian, U m u m dan Kea i rs ipa i 
berdasarkan peraturan perundang-undan:;an untujc 
ke lanearan pelaiksanaan tugas. 

Pasa l 537 
Da l am meleiksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 536 , Sekreteiris B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis di bidemg penyusuna j i 

program, keuangan, kepegawaian, u m u m dan kears ipan 
sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaaa tugas; 

Unit 
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| 
b. menyiapkan penyusunan peraturan  perundang- 

undangan Daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan 
pelatihan sesuai norma, standar dan prosedur yang 
ditetapkan oleh pemerintah sabagai dasar pelaksanaan 
tugas, 

c. menyelenggarakan pengadaan pegawai negeri sipil Daerah 
sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan, 

d. menetapkan administrasi kepegawaian dalam 
pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan 
pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional 
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yank 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk 
tertibnya administrasi kepegawaian, 

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan 
dan kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan 
fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
untuk pengembangan apuratur, 

f. menetapkan informasi kepegawaian Daerah sesuai sistem 
sebagai bahan laporan kepada badan kepegawaian 
negara, 

g. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepegawaian dan 
pendidikan pelatihan kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

h. mengawasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan 
pendidikan pelatihan secara menyeluruh untuk efektitas 
dan efesiensi kegiatan unit, 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan 
pendidikan pelatihan di Daerah melalui rapat evaluasi 
untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan 
tugas, 

j- mengonsultasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk 
penyatuan pendapat, 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan | 

Il. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 536 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang 
melaksanakan Penatausahaan di bidang Perencanaan, 
Program, Pelaporan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan Sa 
kelancaran pelaksanaan tugas. | 

Pasal 537 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 536, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan 

program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas,
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b. meyusun rencana kegiatan un i t sesua i kebutuban u n t u c 
menjadi program uni t ; 

e. me laksanakan tugas admin is t ras i kepeg;awaian d a i 
pendidikan pelat iban berdasarkan pedoman u n t u c 
peningkatan pelayanan; 

d. mendistr ibusi tugas di bidang pereneanaan, progran , 
pelaporan, kepegawa ia i , u m u m dan k e a r s i p a i 
berdasarkan job u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas; 

e. me l akukan pembinaan jiegawai seeara berka la untulc 
peningkatan k iner ja aparatur ; 

f. mengevaluasi tugas kepegawaian dan pendidikan 
pelat iban berdasarkan penetapan k iner ja sebagai 
penyusunan laporan akuntab i l i tas kiner ja; 

g. mengonsul tas ikan tugas kepegawaian dan pendidikab 
pelat iban dengan a tasan seeara l i san m a u p u n tertul i? 
u n t u k beroleb petunjuk; 

b. mengoordinasikan pe laksanaan tugas kepegawaian dab 
pendidikan pelat iban dengan kepala-kepala b i d a n ; 
mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan j iendapat; 

i . m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas kepegawaian dab 
pendidikan pelat iban seeara berka la seliagai babaj i 
evaluasi ; dan 

j . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 538 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam pasa l 536 terdiifi 
a tas : 
a . Kepala Subbagian Program; dan 
b. Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m daj i 

Kepegawaian. 

Pasa l 539 
Kepa la Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalai j i 
pasa l 538 b u r u f a mempunyed tugas me l aksanakan kegiatan 
di bidang program sesuai petunjuk pe laksanaan dan 
petunjuk teknis u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas un i t . 

Pasa l 540 I 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 539, Kepa la Subbagiem Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a . m e n y u s u n a n progreim, pereneanaan dan pelaporaji 

kegiatan sesua i ketentuein sebagai dasar pe laksanaan 
tugas; 

b. mengumpulkan peraturan petunjuk pelalcsanaan daj i 
petunjuk teknis admin is t ras i p enyusunan prograiji 
pereneanaan sebagai pedoman pelaksemaan tugas; 

e. me laksanakan penyusunan reneana ker ja anggaraji 
berdasarkan program u n t u k ke lanearan tugas uni t ; 

d. membagi tugas admin is t ras i penyusunen program 
perencemaan dan pelaporan kepada baweibem sesua i job 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas; 

e. membimbing bawaban di. bidang program berdasarkaj i 
ketentuan u n t u k tert ibnya pelaksanaem tuge s; 
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b. meyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, 

c. melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan 
pendidikan pelatihan berdasarkan pedoman untuk 
peningkatan pelayanan, 

d. mendistribusi tugas di bidang perencanaan, program, 
pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipan 
berdasarkan job untuk kelancaran pelaksanaan tugas, | 

e. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

f. mengevaluasi tugas kepegawaian dan pendidikan 
pelatihan berdasarkan penetapan kinerja sebagai 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, 

g. mengonsultasikan tugas kepegawaian dari pendidikan 
pelatihan dengan atasan secara lisan maupun tertulis 
untuk beroleh petunjuk, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepegawaian dan 
pendidikan pelatihan dengan kepala-kepala bidang 
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat: 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan 
pendidikan pelatihan secara berkala sebagai bahan 
evaluasi, dan | 

j-. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 538 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 536 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Prograrn, dan 
b. Kepala Subbagian Admiriistrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 

Pasal 539 

Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 538 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
di bidang program sesuai petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 540 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 539, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyusunan program, perencanaan dan pelaporan 

kegiatan sesuai ketentuan sebagai dasar pelaksanaan 
tugas, 

b. mengumpulkan peraturan petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis administrasi penyusunan program 
perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

Cc. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran 
berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit, | 

d. membagi tugas administrasi penyusunan program, 
perencanaan dan pelaporan kepada bawahan sesuai job 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

e. membimbing bawahan di bidang program berdasarkan 
ketentuan untuk tertibnya pelaksanaan tugas,
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f. memer iksa has i l p enyusunan admin is t ras i di bidang 
program, pereneanaan, dan pelaporan sesua i ketentuan 
u n t u k mengetabui t ingkat kebenaran dan k c a k u r a t a n ; 

g. mengevaluasi pe laksanaan tugas pengelolaan 
admin is t ras i di bidang program seeara berka la ager 
d iketabui perkembangan pe laksanaan tugas; 

b. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan 
mela lui pertemuan u n t u k mendapatkan a raban dan 
petunjuk; 

i . mengoordinasikan pelakisanaan tugas dengan kepale-
kepala subbagian mela lu i pertemuan/rapat untulc 
penyatuan pendapat; 

j . membuat laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban eva luas i a tasan ; dan 

k. me laksanakan tugas ked inasan la in yang d iper intabkan 
oleb a tasan baik l i san /tertubs u n t u k ke lanearan tugas 
ked inasan. 

• Pasa l 5 4 1 
Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dab 
Kepegawaian sebagaimana d imaksud da lam pa.sal 538 b u r u f 
b mempunya i tugas me laksanakan pengelolaan admin is t ras i 
keuangan, perlengkapan, kears ipan dan kepegawaian sesua i 
petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k kelanearaj i 
pelaiksainaan tugas un i t . 

Pasa l 542 
Dadam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 5 4 1 , Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, U m u r i 
dan Kepegawaian menyelengg;arakan fungsi: 
a . menjo isun reneana kegiatan pengelolaan admin is t ras i 

keuangan, u m u m , dan kepegawaian sesua i k e t e n t u a i 
sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. mengumpulkan peraturan petunjuk pe laksanaan dab 
petunjuk teknis ademini s t ras i keuangan, u m u m , dan 
kepegawaian sesuai kebutuban sebagai pedoman 
pe laksanaan tugas; 

c. membagi tugas pengelolaan admin is t ras i keuangar , 
u m u m dan kepegawaiar kepada bawaban sesua i job 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas; 

d. member ikan bimbingan kepada bawaban di b i d a n ; 
admin is t ras i keuangan, u m u m dan kepegawaiaji 
berdasarkan ketentuan u n t u k tert ibnya pe l aksanaa i 
tugas; 

e. melaJcukan koreks i bas i l pengelolaan admin is t ras i c i 
bidang keuangan, u m u m dan kepegawaian sesue i 
ketentuan u n t u k mengetabui t ingkat kebenaran d a i 
keakura tan ; 

f. memer iksa bas i l p enyusunan admin is t ras i di b i d a n ; 
program, pereneanaan dan pelaporan sesuai ketentuan 
u n t u k mengetabui tingkai: kebenaran dan ke;akuratan; 

g. mengevaluasi pe laksanaan tugas pengelolaab 
admin is t ras i di bidang keuangan, u m u m d a i 
kepegawaian seeara berka la agar d iketabui 
perkembangan pe laksanaan tugas; 
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f. memeriksa hasil penyusunan administrasi di bidang 
program, perencanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan 
untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan, 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan 
administrasi di bidang program secara berkala agar 
diketahui perkembangan pelaksanaan tugas: 

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan 
melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan 
petunjuk, | 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

j- membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi atasan, dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan baik lisan /tertulis untuk kelancaran tugas 
kedinasan. 

Pasal 541 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 538 huruf 
b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai 
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 542 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 541, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan administrasi 
keuangan, umum, dan kepegawaian sesuai ketentuan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. mengumpulkan peraturan petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis adeministrasi keuangan, umum, dan 
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas, 

c. membagi tugas pengelolaan administrasi keuangan, 
umum dan kepegawaian kepada bawahan sesuai job 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

d. memberikan bimbingan kepada bawahan di bidang 
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian 
berdasarkan ketentuan untuk tertibnya pelaksanaan 

tugas, 

e. melakukan koreksi hasil pengelolaan administrasi di 
bidang keuangan, umum dan kepegawaian sesuai 
ketentuan untuk mengetahui tingkat kebenaran d 
keakuratan, 

f. memeriksa hasil penyusunan administrasi di bidan 
program, perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan 
untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan, 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan 
administrasi di bidang keuangan, ““mum dan 
kepegawaian secara berkala agar diketahui 
perkembangan pelaksanaan tugas,
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h . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a t a s a i 
mela lu i pertemuan u n t u k mendapatkan a r a h a n daj i 
petunjuk; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepeilk 
subbidang dan kepala subbagian l a innya mela lu i 
pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

j . membuat laporan pe laksanaan tugas seeara b e r k a l i 
sebagai baban evaluasi ; dan 

k. me laksanakan tugas l a in yang d ipe r in tabka i oleb a tasan 
ba ik l i san/ter tu l is uintuk ke lancaran tugas ked inasan. 

i 
B a g i a i Ke l ima 

B idang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Dik la t 

Pasa l 543 
B idang Pengembangan, Peng«;ndalian ASN dan Dik lat terdii[i 
a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 544 
Kepa la B idang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklalt 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 542 b u r u f a mempunya i 
tugas di bidang pengembangan, pengendaliam ASN dan 
kedik latan berdasarkam peraturan perundajig-undangaui 
u n t u k ke lanearan pe laksanaan tugas. 

Pasa l 545 
Dadam melaiksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 544, Kepa la Bidamg Pengembangan, Pengendalian ASN 
dan Dik la t menyelenggarakan fungsi: 
a . mereneanakan program ker ja di bidang pengembangan, 

pengendadian ASN, dan diklat sesua i ketentuan sebagai 
dasar pe laksanaan tugas; 

b. membagi tugas teknis pcmyelenggaraan admin is t ras i di 
bidang pengembangan, pengendalian ASb dan diklat 
berdasarkan job u n t u k terd istr ibusinya tugas kepada 
bawaban; 

c. memberi petunjuk dan koreks i penyelenggaraan 
admin is t ras i di bidang pengembangan, peng<mdalian ASN 
dan diklat sesua i s tandar operasional pelayanan u n t u k 
tert ibnya pe laksanaan tug:as; 

d. memproses administras i di bidang pengembangem, 
pengendalian ASN dan diklat berdasark im petunjulc 
pe laksanaan dan petuniuk teknis un tuk ke lanearan 
pengelolaan admin is t ras i Icepegawaian; 

e. me l akukan pengawasan penyelenggaraan admin is t ras i d i 
bidang pengembangan, pengendalian ASN dan diklat 
seeara terus menerus u n t u k tertibnygi pelayanaj i 
admin is t ras i kepegawaian; 

f. mengevaluasi pe laksanaan tugas penyelenggaraaji 
admin is t ras i di bidang pengembangan, pengendalian ASN 
dan diklat seeara berkala agar d iketabui pt;rkembangaiji 
pe laksanaan tugas; 
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h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan 
melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan 
petunjuk, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 
subbidang dan kepala subbagian lainnya melalui 
pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

j- membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
baik lisan/tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat 

Pasal 543 

Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat terdiri 
atas: 

a. Kepala Bidang: dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 544 | 
Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 huruf a mempunyai 
tugas di bidang pengembangan, pengendalian ASN dan 
kediklatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 545 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 544, Kepala Bidang Pergembangan, Pengendalian ASN 
dan Diklat menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan program kerja di bidang pengembangan, 

pengendalian ASN, dan diklat sesuai ketentuan sebagai 
dasar pelaksanaan tugas, | 

b. membagi tugas teknis penyelenggaraan administrasi di 
bidang pengembangan, pengendalian ASN dan diklat 
berdasarkan job untuk terdistribusinya tugas kepada 
bawahan, 

c. memberi petunjuk dan koreksi penyelenggaraan 
administrasi di bidang pengembangan, pengendalian ASN 
dan diklat sesuai standar operasional pelayanan untuk 
tertibnya pelaksanaan tugas, 

d. memproses administrasi di bidang pengembangan, 
pengendalian ASN dan diklat berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran 
pengelolaan administrasi kepegawaian, 

e. melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi di 

bidang pengembangan, pengendalian ASN dan diklat 
secara terus menerus untuk tertibnya pelayanan 
administrasi kepegawaian, 

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

administrasi di bidang pengembangan, pengendalian ASN 
dan diklat secara berkala agar diketahui perkembangan 
pelaksanaan tugas,
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g. mengonsul tas ikan tugas kepada atasian melal i j i 
pertemuan u n t u k mendapatkan a r a h a n dan petunjuk; 

h . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is/ 
kepala bidang la innya mela lui pertemuan u n t u k 
penyatuan pendapat; 

i . membuat laporan pe laksanaan tugas seeara berkalja 
sebagai baban eva luas i a tasan ; dan 

j . me l aksanakan tugas ked inasan la in yang diper intabkaj i 
a tasan ba ik l isan/tertuil is u n t u k ke lanearan tugas 
ked inasan. 

i 
Bag ian Keenam 

Kepa la B idang Mutas i , Pens iun , S ta tus dan Informasi 
Admin is t ras i ASN 

Pasa l 546 
B idang Mutas i , Pens iun, S ta tus dan Informasi Admin is t ras i 
ASN terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 547 
Kepala B idang Mutas i , Pens iun , S ta tus dein Informarii 
Admin is t ras i ASN sebagaimana d imaksud dalam pasa l 546 
b u r u f a mempunya i tugas pengelolaan administi-asi di bidang 
mutas i , pens iun, s ta tus , dan informasi admin is t ras i ASN 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untulc 
tert ibnya admin is t ras i kepegawaian. 

Pasa l 548 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 547, Kepa la B idang Mutas i , Pens iun , S ta tus dan 
Informasi Admin is t ras i ASN menyelenggarakan iungs i : 
a . mereneanakan program ker ja di bidang mutas i , pens iun, 

s ta tus , dan informasi admin is t ras i ASN sesuai ketentuaj i 
sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. membagi tugas teknis penyelenggaraan admin is t ras i di 
bidang mutas i , pens iun, s ta tus , dan informasi 
admin is t ras i ASN berdasarkan job u n t u k terd is tr ibus inya 
tugas kepada bawaban; 

e. memberi petunjuk teknis ])enyelenggaraan admin is t ras i di 
bidang mutas i , pens iun, s ta tus , dan informasi 
admin is t ras i ASN sesua i s tandar operasional pe layanan 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

d. memproses admin is t ras i di bidang mutas i , pens iun, 
s ta tus , dan informasi admin is t ras i ASN berdasarkan 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k 
ke lanearan pengelolaan admin is t ras i kepegawaian; 

e. me l akukan pengawasan penyelenggaraan admin is t ras i qi 
bidang mutas i , pens iun, s ta tus , dan informasi 
admin is t ras i ASN seeara terus menerus uncuk tert ibnya 
pe layanan admin is t ras i ke;pegawaian; 

f. mengevaluasi pe laksanaan tugas penyelenggaraan 
admin is t ras i di bidang mutas i , pens iun, s ta tus , dan 
informasi admin is t ras i ASN seeara berka la agar d iketabui 
perkembangan pe laksanaan tugas; 
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g. mengonsultasikan tugas kepada atasan melalui 
pertemuan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris, 
kepala bidang lainnya melalui pertemuan untu 
penyatuan pendapat, 

i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi atasan: dan 

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan baik lisan/tertulis untuk kelancaran tugas 
kedinasan. 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi 

Administrasi ASN 

Pasal 546 

Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi Administrasi 

ASN terdiri atas: | 
a. Kepala Bidang, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 547 

Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi 
Administrasi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 546 
huruf a mempunyai tugas pengelolaan administrasi di bidang 
mutasi, pensiun, status, dan informasi administrasi ASN 

berdasarkan peraturan  perundang-undangan untuk 
tertibnya administrasi kepegawaian. 

Pasal 548 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 547, Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan 
Informasi Administrasi ASN menyelenggarakan fungsi: 
a. merencanakan program kerja di bidang mutasi, pensiun, 

status, dan informasi administrasi ASN sesuai ketentuan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. membagi tugas teknis penyelenggaraan administrasi di 
bidang mutasi, pensiun, status, dan informasi 

administrasi ASN berdasarkan job untuk terdistribusinya 
tugas kepada bawahan, | 

c. memberi petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi di 
bidang mutasi, pensiun, status, dan informasi 
administrasi ASN sesuai standar operasional pelayanan 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

d. memproses administrasi di bidang mutasi, pensiun, 
status, dan informasi administrasi ASN berdasarkar 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untu 
kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian, | 

e. melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi di 
bidang mutasi, pensiun, status, dan informasi 

administrasi ASN secara terus menerus untuk tertibnya 
pelayanan administrasi kepegawaian, 

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
administrasi di bidang mutasi, pensiun, status, dan 
informasi administrasi ASN secara berkala agar diketahui 
perkembangan pelaksanaan tugas,
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g. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada atasa j i 
mela lu i pertemuan u n t u k mendapatkan a r a h a n dan 
petunjuk; 

h . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengaji 
sekretar is/kepala bidang l a innya mela lu i 
rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara berkal^. 
sebagai baban eva luas i a tasan ; dan 

j . me l aksanakan tugas ked inasan la in yang diper intabkaj i 
oleb a tasan baik l isan/t€;rtulis u n t u k ke lanearan tugas 
ked inasan. i 

BAB X X V I 
BADAN K E S A T U A N BANGSA DAN POL IT IK 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 549 
(1) B a d a n berkedudukan di bawab dan bertanggung jawaj ) 

kepada Weili Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) B a d a n dipimpin oleb KepeJa Badan . 

Pasa l 550 
B a d a n mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanaka j i 
U r u s a n Pemerintaban di bidang kesa tuan bangsa dan politiic 
yang menjadi kewenangan Eiaerab dan Tugas Pembantuan 
yang diber ikan kepada Daera l i . 

Pasa l 5 5 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 550 , B a d a n menyelengg;arakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan lingkupi tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
e. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengaji 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan adminis tras i badan sesua i dengan l ingkuj) 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kotji 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 552 
S u s u n a n Organisasi B a d a n terdir i atas: 
a . Kepa la Badan ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ke tabanan 

Ekonomi , Sosia l , B u d a y a dan Agama; 
d. B idang Politik Da l am Negeri dan Organisas i 

Kemasyaraka tan ; 
e. B idang Kewaspadaan Nasional dan Penangcman Konfl ik; 

dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 
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g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan 
melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan 
petunjuk, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan 
sekretaris/ kepala bidang lainnya melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat: 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi atasan, dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan baik lisan/tertulis untuk kelancaran tugas 
kedinasan. 

BAE XXVI 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 549 

(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. | 

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. 

Pasal 550 

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 551 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 550, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, | 
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 552 

Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 
a. Kepala Badan, 
b. Sekretariat, 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahana 
Ekonomi, Sosial, Budaya Jan Agama, 

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan, 

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, 
dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bag ian Ketiga 
Kepala B a d a n 

Pasa l 553 
Kepala B a d a n mempunya i tugas memimpin, m e r u m u s k a n , 
mengoordinasikan, membina, mengarabkan, 
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporlcan kegiatan 
di bidang kesa tuan bangsa dan politik sesua i ketentuan 
peraturan perundang-undang;an. 

Pasa l 554 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 553 , Kepala B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . menetapkan program ker ja di bidang kesa tuan bangsa 

dan politik; 
b. m e r u m u s k a n keb i jakan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaein dan karakter bangsa, politik da lam negeri, 
ke tabanan ekonomi, sosiali, budaya, agama dan organisasli 
kemasyaraka tan , ser ta kewaspadaan nas iona l dan 
penanganan konflik; 

e. me laksanakan pengkoordinasian kegiatan di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaein dan karakter bangsa, 
politik da lam negeri, ketalieinan ekonomi, sosia l , budaya, 
agama dan organisasi kemasyaraka tan , ser ta 
kewaspadaan nas iona l dan penanganan kondik; 

d. me laksanakan pembinaan dan mengarabhian kegiatan 
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakte * 
bangsa, politik da lam negeri, ke tabanan ekonomi, sosial , 
budaya, agama dan organisasi kemasyaraka tan , ser ta 
kewaspadaan nas iona l dan penanganan konl l ik ; 

e. menyelenggaraka kegiatan di bidang ideologi, w a w a s a n 
kebangsaan dan karakte r bangsa, politik da lam negeri, 
ke tabanan ekonomi, sosial., budaya, agama dan organisasi 
kemasyaraka tan , serta kewaspadaan nas ional dan 
penanganan konfl ik sesua i ketentuan pera turan 
perundang-undangan; 

f. m e l a k u k a n pengawasan terbadap pe laksanaan tugas dan 
fungsi di l ingkungan B a d a n Kesbangpol; 

g. me laksanakan evaluas i dan pelaporan terbadap 
penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan dan karakter bangsa, politik da lam negeri, 
ke tabanan ekonomi, sosial., budaya, agama dian organisasi 
kemasyaraka tan , ser ta kewaspadaan nas ional dap 
penanganan konfl ik; 

b. me laksanakan monitoring dan eva luas i terbadap 
penyelenggaraan refo imasi b i rokras i , S is tem 
Akuntab i l i tas K iner ja Ins tans i Pemerintab (SAKIP) , dan 
pelayanan publ ik di l ingkungan B a d a n Kesbimgpol; 

i . member ikan s a r a n dan pert imbangan keptida Wal ikota 
berkenaan dengan pe rumusan kebi jakan di bidang 
ideologi, w a w a s a n kebangsaan dan karakter bangsa, 
politik da lam negeri, ke tabanan ekonomi, sosial , budaya, 
agama dan organisasi kemasyarakatan , serta 
kewaspadaan nas iona l dan penanganan konflik; 

j . m e l a k u k a n pendistr ibusian pe laksanaan tugas kepada 
bawaban sesua i job untuh: tert ibnya pe laksanaan tugas; 
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Bagian Ketiga 
Kepala Badan 

Pasal 553 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, 
mengoordinasikan, membina, mengarahkan, 
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 
di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 554 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 553, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. 

b. 

menetapkan program kerja di bidang kesatuan bangsa 
dan politik, | 
merumuskan kebijakan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi 
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik, 
melaksanakan pengkoordinasian kegiatan di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, 

politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

agama dan organisasi kemasyarakatan, serta 
kewaspadaan nasional dan penanganan konilik, 
melaksanakan pembinaan dan mengarahkan kegiatan 
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter 
bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta 
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, 
menyelenggaraka kegiatan di bidang ideologi, wawasar 
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, 
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi 
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
fangsi di lingkungan Badan Kesbangpol, 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap 
penyelenggaraan kegiatari di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, 
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi 
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhada 
penyelenggaraan reformasi birokrasi, Siste 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), d 

pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol, 
memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota 
berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, 
politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 
agama dan organisasi kemasyarakatan, serta 

kewaspadaan nasional dan penanganan konilik, 
melakukan pendistribusian pelaksanaan tiigas kepada 
bawahan sesuai job untuk: tertibnya pelaksanaan tugas,
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k. me laksanaan fungsi l a in dan tugas pembantuan di bidang 
kesa tuan bangsa dan politik yang diber ikan oleb Weilikotk 
sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan; 

1. me laksanaan pengoordinasian pe laksanaan tugas dan 
un i t terkait mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan 
pendapat; dan ' 

m. melaporkan bas i l pe laksanaan tugas un i t S ( ; eara berkal j i 
sebagai baban eva luas i . 

Bag ian Keempat 
I Sekretar iat 
i 

Pasa l 555 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is B a d a n yang mempunyaji 
tugas membantu Kepala B a d a n da lam me laksanakan 
kegiatan bidang penatausabaan bidang program dan 
keuangan, pengelolaan kepegawaian, s a r a n a p rasa rana ser ta 
r encana ker ja badan 

Pasa l 556 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 555 , Sekretar is B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . me l akukan penyusunan program ker ja di lingkungaiji 

kesekretairiatan; 
b. meny iapkan baban dan jDerumusan kebi jakan dibidang 

program dan anggaran, monitoring dan evaluasi , U m u m 
dan Kepegawaian ser ta pengelolaan keuangan; 

e. me l aksanakan u r u s a n kebumasan dan keprotokolab 
di l ingkungan B a d a n Kesa tuan Bangsa dan Politik 
Daerab; 

d. mengelola keuangan di l ingkungan B a d a n Kesa tuan 
Bangsa dan Politik Daerahi; 

e. mengelola perlengkapan, u r u s a n ta ta usaba , r u m a l i 
tangga dan aset di l ingkungan B a d a n Kesa tuan Bangsa 
dan Politik Daerab; 

f. mengelola u r u s a n aparatur s ipi l negara di l ingkungan 
B a d a n Kesa tuan B a n g s a clan Politik Daerab; 

g. mengkonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

b. mengoordinasikan tugas dengan Kepa la - kepa la B idang 
mela lui rapat pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i job 
u n t u k tert ibnya pelaksancian tugas; 

j . membuat laporan pe laksanaan tugas seeara berka la 
sebagai babsm eva luas i ; dan 

k. me laksanakan tugas ked inasan la in yang d iper intabkan 
oleb a tasan . 

Pas id 557 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud dalam Pased 555 terdiiji 
a tas : 
a. Kepala Subbagian U m u m ; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungsionsd. 
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k. melaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidany 
kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Walikota 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Il. melaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas dah 
unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan 
pendapat, dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 555 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
kegiatan bidang penatausahaan bidang program dan 
keuangan, pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana sa 
rencana kerja badan | 

Pasal 556 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 555, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. melakukan penyusunan program kerja di lingkungan 

kesekretariatan, 
b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan dibidang 

program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, Umum 
dan Kepegawaian serta pengelolaan keuangan, 

c. melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan 

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Daerah, 

d. mengelola keuangan di lingkungan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Daerah, 

e. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 
tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Daerah: 

f. mengelola urusan aparatur sipil negara di lingkungan 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, 

g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

h. mengoordinasikan tugas dengan Kepala - kepala Bidang 
melalui rapat pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

j-. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahk 
oleh atasan. 1 

Pasal 557 | 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Umum, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasa l 558 
Kepa la Subbagian U m u m sebagaimana dimeiksud da la in 
Pasa l 557 b u r u f a mempunyed tugas me l aksanakan kegiatan 
ke ta tausabaan admin is t ras i keuemgein, u m u m deui 
pengelolaan kepegawaian, pereneanaem program dan 
kegiatan serta penyiapan s a r a n a p rasa rana perelengkapan 
ker ja. 

Pasa l 559 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 560, Kepa la Subbagian U m u m menyelenggarakan 
fungsi: 
a . m e n y u s u n a n reneana ker ja sub bagian U m u m sesua i 

kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 
b. meny iapkan B a b a n pe rumusan kebi jakan teknis di S u b 

bagian u m u m ; 
e. meny iapkan baban pengelolaan kc;tatausabaan 

di l ingkungan uni t ; 
d. meny iapkan baban l :er jasama kebumasan dan 

keprotokolan; 
e. me l aksanakan u r u s a n r u m a b tangga, keamanan kanto r 

dan mempers iapkan p rasa rana dan s a r a n a Icantor; 
f. m e n y u s u n rencana kebutuban alat-alat kantor, baranj ; 

inventar is kanto r/rumab tangga; 
g. me laksanakan pengadcian, pemel ibaraim sa rana , 

p rasa rana kantor dan pengelolaan inventar isas i barang; 
b. menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pemel ibaraan 

aset-aset ked inasan yang bersifat u m u m mel iput i 
kendaraan d inas/ jabatan, peralatan/perlengkapan 
kantor dan r u m a b tangga: 

i . meny iapkan baban peng.endalian Anggaran Keuangan 
dan kegiatan uni t ; 

j . meny iapkan baban pe laksanaan ver i f ikasi dan 
Pembukuan ; 

k. meny iapkan baban pe laksanaan Akuntans i ; 
1. meny iapkan Konsu l tas i tugas dengan a tasan seeara 

l i san/ter tu l is u n t u k berol(;b petunjuk; 
m. menyusun laporan bas i l pe laksanaan tugas seeara 

berka la sebagai baban evsJuasi ; dan 
n . me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 

u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan K e tabanan 

Ekonomi , Sos ia l IBudaya dan Agamei 

Pasa l 560 
B idang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ke tabanan 
Ekonomi , Sos ia l B u d a y a dan Agama terdiri atas: 
a . Kepa la Bidang; 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 5 6 1 
Kepa la B idang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ke tabanan 
Ekonomi , Sosia l B u d a y a dan Agama sebaga ima ia d imaksud 
da lam pasa l 560 b u r u f a bertugas melaksanalcan sebagian 

i
k
a
n
!
 

G
a
 
s
a
 

- 189 - 

Pasal 558 

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 557 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
ketatausahaan administrasi keuangan, umum dan 

pengelolaan kepegawaian, perencanaan program dan 
kegiatan serta penyiapan sarana prasarana perelengkapan 

kerja. 

Pasal 559 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 560, Kepala Subbagian Umum menyelenggarakan 
fungsi: 

a. menyusunan rencana kerja sub bagian Umum sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit: 

b. menyiapkan Bahan perumusan kebijakan teknis di Sub 
bagian umum, | 

Cc. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan 
dilingkungan unit, | 

d. menyiapkan bahan kerjasama  kehurnasan dan 
keprotokolan, 

e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor 

dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor, 
f. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang 

inventaris kantor/rumah rangga, 
g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, 

prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang, 
h. menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan 

aset-aset kedinasan yang bersifat umum meliputi 
kendaraan  dinas/jabatan, peralatan/ perlengkapan 
kantor dan rumah tangga: 

i. menyiapkan bahan pengendalian Anggaran Keuangan 
dan kegiatan unit, 

ji. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan 
Pembukuan, 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan Akuntansi, 
l. menyiapkan Konsultasi tugas dengan atasan secara 

lisan/tertulis untuk beroleh petunjuk, 
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama | 
| 

Pasal 560 il 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan 
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 561 
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 560 huruf a bertugas melaksanakan sebagian
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tugas B a d a n Kesa tuan B a n g s a dan Polit ik Kabu]Daten/kota c i 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakte r 
bangsa, pembauran kebangsaan, bb ineka tunggal i k a d a i 
sejarab kebangsaan serta kietabanan ekonomi, sosial , dan 
budaya, fasi l i tasi peneegaban penyalabgunaan narko t ika 
serta fasi l i tasi k e r u k u n a n u.mat beragama dan pengbayat 
kepereayaan. 

Pasa l 562 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalarb 
Pasa l 5 6 1 , Kepala B idang Ideologi, Wawasan Ket iangsaan dan 
Ke tabanan Ekonomi , Sos ia l B u d a y a dan Agama 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me l akukan penyusunan program ker ja di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, hiela negara, karakter bangss, 
pembauran kebangsaan, bb ineka tunggal i k a dan se jara l i 
kebangsaan ser ta ke ta l i anan ekonomi, sosial , dan 
budaya, fasi l i tasi peneegaban penyalabgunaan narko t ika 
ser ta fasi l i tasi k e r u k u n a n umat beragama d im pengbayait 
kepereayaan di Daerab; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, hiela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaam, bb ineka tunggal i k a dan se jaral i 
kebangsaan ser ta ke ta l ianan ekonomi, sosial , dan 
budaya, fasi l i tasi peneegaban penyalabgunaan narko t ika 
ser ta fasi l i tasi k e r u k u n a n umat beragama dan pengbayat 
kepereayaan di Daerab; 

e. me laksanakan kebi jakan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bb ineka tun^;gal i k a dan se jara l i kebangsaan 
serta ke tabanan ekonomi, sosia l , dan budaya, fasi l i tasi 
pencegaban penyalabgunaan narko t ika ser ta fasi l i tasi 
k e r u k u n a n umat beragama dan pengbayat kepereayaaji 
di Daerab; 

d. me laksanakan koordinasi di bidang ideolcgi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bb ineka tun^;gal i k a dan sejarab kebangsaan 
ser ta ke tabanan ekonomi , sosia l , dan budaya, fasilitagi 
pencegaban penyalabgunaan narko t ika serta fasi l i tasi 
k e r u k u n a n umat beragama dan pengbayat kepereayaan 
di Daerab; 

e. me laksanakan monitoring, evaluasi , dan pelaporan 
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 
karakte r bangsa, pembauran kebangsaim, bb ineka 
tunggal i k a dan sejarab kebangsaan serta ke tabanan 
ekonomi, sosial , dan budaya, fasi l i tasi peneegaban 
penyalabgunaan narkoti lca serta fasil itasi k e r u k u n a n 
u m a t beragama dan pengbayat kepereayaan di Daerab; 

f. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas s e cam 
berka la sebagai baban evcJuasi ; dan 

g. me laksanakan tugas ked inasan l a innya yang 
d iper intabkan oleb kepala bidang. 
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tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan 

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan. 

Pasal 562 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 561, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dat 
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melakukan penyusunan program kerja di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan 

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan di Daerah, 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, da 

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik 
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan di Daerah, 

c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan 
serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahguriaan narkotika serta fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 

di Daerah, 

d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan 
serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahguriaan narkotika serta fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 
di Daerah, 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan 
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan 
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah, 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yan 
diperintahkan oleh kepala bidang.
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Bag iar Keenam 
Bidang Politik Da l am Negeri dan Organisas i Kemasyaraka tan 

Pasa l 563 
B idang Politik D a l a m Negeri dan Organisas i Kemasyarakataj i 
terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 564 
Kepala B idang Politik Da lam Negeri dan Organisas i 
Kemasyaraka tan sebagaimar.a d imaksud dalaun pasa l 563 
b u r u f a mempunyai tugas me laksanakan sebagian tugas 
B a d a n Kesa tuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di 
bidang pendidikan politik, et ika budaya politik, peningkatan 
demokrasi , fasi l i tasi kelembagaan pemerintaban, perwaki lan 
dan pgirtai politik, pemil iban u m u m / pemilibar. u m u m Wai i 
Kota, pemantauan s i tuas i politik serta pendaf :aran ormas, 
pemberdayaan ormas, eva luas i dan mediasi sengketa ormas, 
pengawasan ormas dan ormas asing. 

Pasa l 565 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 564, Kepala B idang Politik Da lam Negeri dan Organisas i 
Kemasyaraka tan menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n program kerja di bidang pendidikan politik, 

et ika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasi l i tasi 
kelembagaan pemerinta l ian, perwaki lan dan parte i 
politik, pemil iban u m u m /pemil iban u m u m Wal i Kota, 
pemantauan s i tuas i politik serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, eva luas i dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas as ing di Daerab; 

b. m e n y u s u n baban pe rumusan kebi jakan di bidang 
pendidikan politik, et ika budaya politik, peningkatan 
demokrasi , fasi l i tasi kelembagaan p<jmerintaban, 
perwaki lan dan parta i politik, pemil iban 
umum/pemi l iban u m u m Wal i Kota, pemantauan s i tuas i 
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormasi, 
eva luas i dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 
dan ormas as ing di Daera l i ; 

e. me laksanakan kebi jakan di bidang pendidikan politik, 
e t ika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasi l i tasi 
kelembagaan pemerintal ian, perwaki lan dan parta i 
politik, pemil iban umum/pemi l iban u m u m Wal i Kota, 
pemantauan s i tuas i politik serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, eva luas i dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas as ing di Daerab; 

d. me laksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, 
e t ika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasi l i tasi 
kelembagaan pemerintal ian, perwaki lan dan parta i 
politik, pemi l iban u m u m / pemil iban u m u m Wal i Kota, 
pemantauan s i tuas i politik serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, eva luas i dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas as ing di Daerab; 
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Bagian Keenam | 
Bidang Politik Dalam Negeri clan Organisasi Kemasyarakatan 

Pasal 563 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 
terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 564 
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 563 
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di 
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkat 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakil 
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Wali 
Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 
pengawasan ormas dan ormas asing. 

Pasal 565 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 564, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengket 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah, 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan — pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum /pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi 
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 
dan ormas asing di Daerah, 

c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengket 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah, 

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umurn Wali Kota, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah,
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e. me laksanakan monitoring, eva luasi , dan pelaporan 
di bidang pendidikan -politik, e t ika budaya politik, 
peningkatan demokrasi , fasi l i tasi kelembagaan 
pemerintaban, perwaki lan dan parta i politik, pemil iban 
u m u m / pemil iban u m u m Wal i Kota, pemantauan s i tuas i 
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 
eva luas i dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orma s 
dan ormas asing di Daera l i ; 

f. m e n u y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas seeara 
berka la sebagai baban evsiluasi; dan 

g. me laksanakan tugas ked inasan la in yang d iper intabkan 
p impinan. 

Bag ian Ketu jub 
B idang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfl ik 

Pasa l 566 
B idang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfl ik 
terdir i a tas : 
a. Kepala Bidang; 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 567 
Kepala B idang Kewaspadaan Nasioal dan Penang;anan Konfl ik 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 566 b u r u f £i mempunya i 
tugas me laksanakan sebagiar. tugas B a d a n Kesa tuan B a n g s a 
dan Politik di bidang kewaspadaan dini , ker jasema inteli jen, 
pemantauan orang asing, tenaga ker ja as ing cian Lembaga 
asing, fasi l i tasi kelembagaan bidang kewaspadaan, ser ta 
penanganan konfl ik di w i laya l i Daerab. 

Pasa l 568 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 567, Kepala Bidang; Kewaspadaan I^asioal dan 
Penanganan Konfl ik menyelenggarakan fungsi: 
a . m e n y u s u n program kerja di bidang kewaspadaan dini , 

ke r jasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
ker ja as ing dan Lembaggi asing, fasi l i tasi icelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konfl ik di w i laya l i 
Daerab; 

b. menjo isun baban pe rumusan kebi jakan di bidang 
kewaspadasm dini , ker jasama intelijen, pemantauan 
orang asing, tenaga ker ja as ing dan Lembaga asing, 
fasi l i tasi kelembagaan bidang kewaspadaan, ser ta 
penanganan konfl ik di wi layab Daerab; 

e. me l aksanakan kebi jakan di bidang kewas j iadaan dini , 
ker jasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
ker ja as ing dan Lembaga asing, fasi l i tasi Icelembagaan 
bidang kewaspadaan, ser ta penanganan konfl ik di w i laya l i 
Daerab; 

d. me laksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini , 
ker jasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
ker ja as ing dan Lembaga asing, fasi l i tasi Icelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konfl ik di w i laya l i 
Daerab; 
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e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/ pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi 
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 
dan ormas asing di Daerah, 

f. menuyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Pasal 566 | 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 
terdiri atas: | 

a. Kepala Bidang, 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 567 
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasioal dan Penanganan Konflik 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 566 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing can Lembaga 
asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik di wilayah Daerah. 

Pasal 568 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 567, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasioal dan 
Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah: 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan 
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik di wilayah Daerah, 

c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 

kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah: 

d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah: 



- 193 -

e. me laksanakan monitoring, evaluasi , dan pelaporan 
di bidang kewaspadaan dini , ker jasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga ker ja as ing dan Lembaga 
asing, fasi l i tasi kelembagcian bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konfl ik di wi layab Daerab; 

f. menyusun laporan basiil pe laksanaan tugas seearq 
berka la sebagai baban evaluasi ; dan 

g. melaksamakan tugas ked inasan la in yang d iper intabkan 
p impinan. 

B A B X X V l l 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 569 
(1) B a d a n berkedudukan di bawab dam bertamggung j awab 

kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerab. 
(2) B a d a n dipimpin oleb Kepa la Pe laksana B a d a n . 

Pasa l 570 
B a d a n mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanakan 
U r u s a n Pemerintaban di bidang penanggulangan beneana 
Daerab yang menjadi kewenangan Daerab dan yugas 
pembantuan yang d iber ikan kiepada Daerab. 

Pasa l 5 7 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 570, B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a. p e rumusan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebijeikan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
c. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan admin is t ras i badan sesua i dengan l ingkup 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Wal i Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasa l 572 
S u s u n a n Organisas i B a d a n terdir i a tas : 
a . Kepa la B a d a n ; 
b. Sekretar iat ; 
e. B idang Peneegaban dan Kesiapsiagaan; 
d. B idang Kedarura tan dan Ing is t ik ; 
e. B idang Rebabi l i tas i dan Rekons t ruks i ; dan 
f. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 
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e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing Jan Lembaga 
asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik di wilayah Daerah, 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan. 

BAB XXVII 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 569 
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan. 

Pasal 570 
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana 
Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan yugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 571 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Gear 
Pasal 570, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup 

tugasnya, dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 572 

Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 
Kepala Badan, 
Sekretariat, 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 

Bidang Kedaruratan dan Logistik, 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. m
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Bag ian Ketiga 
Kepala B a d a n 

Pasa l 573 
Kepa la Pe laksana B a d a n mempunya i tugas Memberikan 
dukungan teknis administrat i f dan operasional kepada B a d a n 
Penanggulangan Beneana E'aerab berdasarkan pera turan 
perundang-undangan u n t u k te r laksananya Peneegaban dan 
Penanggulangan Beneana Daerab sesua i ketentuan 
peraturan perundang-undang;an 

Pasa l 574 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 573 , Kepa la Pe laksana B a d a n menyislenggarakan 
fungsi: 
a . menetapkem pedoman dan pengaraban terl iadap u s a b a 

penanggulangan beneana. yang meneakup peneegaban 
beneana, penanganan darurat , rebabi l i tasi serta 
r ekons t ruks i seeara adi l dan setara; 

b. menetapkan s tandar isas i ser ta kebutuban 
penyelenggaraan penanggulangan beneana yang 
meneakup berdasarkan peraturan perundang-undanganj 

e. menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta 
r awan beneana; 

d. menjo isun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 
beneana; 

e. me laksanakan penyelenggaraan penanggulangan 
beneana pada wi layabnya; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan beneana 
kepada Wa l i Kota setiap sebulan sekal i didam kondis i 
normal dan setiap saat da lam kondis i darureit beneana; 

g. mengendal ikan pengumpulan dan penya luran ban tuan 
beneana; 

b. mempertanggung j a w a b k a n penggunaan anggaran yang 
diter ima dar i Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerab; 
dan 

i . me l aksanakan kewaj iban la in sesua i dengein peraturan 
perundang-undangan. 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

Pasa l 575 
Sekretar iat dipimpin oleb Sekretar is B a d a n yang mempunya i 
tugas membantu Kepa la Badan da lam me laksanakan 
kegiatan Penatausabaan dibidang Pereneanaan, Pengelolaan 
Keuangan dan U m u m berdasarkan peraturan Perundang • 
undangan u n t u k ke lancaran loeleiksanaan tugas 

Pasa l 576 
D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana dimrdcsud da lam 
Pasa l 575 , Sekretar is B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun keb i jakan teknis dibidang penyusunan 

program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, u m u m 
dan kears ipan sesua i kebutuban setiagai d a s a -
pe laksanaan tugas; 
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Bagian Ketiga 
Kepala Badan 

Pasal 573 | 
Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas Memberikan 
dukungan teknis administratif dan operasional kepada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk terlaksananya Pencegahan dan 
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 574 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 573, Kepala Pelaksana Badan menyelenggarakan 

fungsi: 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta 
rekonstruksi secara adil dan setara, 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhar 
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 
mencakup berdasarkan peraturan perundang-undanganj, 

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta 
rawan bencana: 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 
bencana, 

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana pada wilayahnya: 
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada Wali Kota setiap sebulan sekali dalam kondisi 
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantu 
bencana, 

h. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yan 
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 
dan 

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. | 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 575 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanak 
kegiatan Penatausahaan dibidang Perencanaan, Pengelola 
Keuangan dan Umum berdasarkan peraturan Perundang | 

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 576 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 575, Sekretaris Badan rnenyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan 

program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum 
dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas,
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b. menyusun reneana kegiatan un i t sesua i kebutuban untu l c 
menjadi program uni t ; 

c. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan p(dayan£m; 

d. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. me laksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan Petunjuk Pe laksanaan/Petunjuk Tekn i s 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kears ipan sesua i kebutuban u n t u k ke lancaran kegiatan 
un i t ; f 

g. me l akukan pembinaan jiegawai seeara berka la u n t u k 
peningakatan k iner ja apai atur ; 

b. mengkonsultasiksm tugas dengan a t san seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang mela lu i 
rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i job 
u n t u k tert ibnya pelaksancian tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pelEdisanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban eva luas i ; dan 

I . me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

! Pasa l 577 
Sekretar iat sebagaimana d imaksud da lam Pascd 575 terdir i 
atas: 
a . Kepa la Subbagian Keuangan; dan 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

Pasa l 578 
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasa l 577 b u r u f a mempunya i tugas me l aksanakan 
pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk 
pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k ke lanearan pe laksanaan 
tugas un i t . 

Pasa l 579 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 578, Kepa la Subbagian Keuangan meny<denggarakan 
fungsi: 
a . meny iapkan keb i jakan teknis pengelolaan keuangan 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
b. m e n y u s u n rencana kegiabm pengelolaan keu nagan sesua L 

kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 
c. me laksanakan penyusunan reneana ker ja anggaran 

berdasarkan program u n t u k ke lancaran tugeis unit ; 
d. mengajukan reneana kerja anggaran mela lui t im anggaran 

eksekut i f u n t u k menjadi dokumen penggunaan anggaran; 
e. me laksanakan pengelolaan adminis tras i keunagan 

berdasarkan petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i keuangan; 
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b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan, 

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, | 

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian: 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 

unit: 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningakatan kinerja aparatur, 

h. mengkonsultasikan tugas dengan atsan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

i. mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang melalui 
rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat, | 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sevara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 577 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Keuangan, dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 578 

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 577 huruf a mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas unit. 

Pasal 579 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad 
Pasal 578, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan keunagan mia 

kebutuhan untuk menjadi program unit, 
c. melaksanakan penyusuran rencana kerja anggaran 

berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit, | 

d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran 
eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran, 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keunagan 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 
untuk tertibnya administrasi keuangan,
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f. mengkonsul tas ikan pelaFisanaan tugas dengan a tasan , 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebil i 
lanjut ; 

g. mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la sub bagian mela lu i pertemuan/rapat untulc 
penyatuan pendapat; 

b. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas seeara be rka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

i . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Peneegaban dan Kesiapsiagatm 

' Pasa l 580 
B idang Peneegaban dan Kesisipsiagaan terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

* Pasa l 5 8 1 
Kepala B idang Peneegaban dan Kesiapsiagaan sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 580 h u r u f a bertugas me l aksanakan 
tugas dibidang Pencegaban dan Kesiapsiagaan sesua i 
peraturan perundang-undangan u n t u k mengantis ipasi 
terjadinya beneana. 

Pasa l 582 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalanji 
Pasa l 5 8 1 , Kepala B idang F'eneegaban dan Kes iaps iagaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan te:knis dibidang peneegaban dab 

kes iapsiagaan sesua i kebutuban sebagai d a s a : 
pe laksanaan tugas; 

b. mengidenti i ikasi sumber babaya dan me l akukan u j i eobji 
r encana penanggulangan beneana; 

e. me l akukan pengawasan iiengelolaan sumber daya alaib 
dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi s u a t u 
sumber babaya beneana; 

d. m e l a k u k a n penataan ruang , pengelolaan lingkungaiji 
b idup serta penguatan ke tabanan sosial m a s y a r a k a 
bersama ins tans i terkait ; 

e. m e l a k u k a n pemasangan dan pengujian s istem peringataiji 
d ini u n t u k mengurangi resiko terkena beneana; 

f. mengorganisir dan me l akukan penyu luban, pelat iban daiji 
gladi tentang mekanisme 1 anggap darurat ; 

g. me l akukan ka j ian teknis keb i jakan sistem dan strategiij 
penaggulangan beneana berdasarkan penelaaban, ana l i sa 
potensi kebeneanaan, aneaman, ketentrciman, r is iko dan 
kapas i tas ; 

b. me l akukan evaluas i n a s k a b akademik, kebi jakan teknis 
s is tem dan strategi penani;gulangan beneanei; 

i . mempers iapkan lokasi evakuas i korban beneana; 
j . mengkonsultas i tugas dengan a tasan seeara lisaiji 

m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lanjut; 
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f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal | 
kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat satak 
penyatuan pendapat, 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Pasal 580 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. | 

Pasal 581 

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 580 huruf a bertugas melaksanakan 
tugas dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagpaan sesuai 
peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi 
terjadinya bencana. 

Pasal 582 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 581, Kepala Bidang Fencegahan dan Kesiapsiagaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas: | 

b. mengidentifikasi sumber bahaya dan melakukan uji coba 
rencana penanggulangan bencana, 

c. melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya alam 
dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu 
sumber bahaya bencana, | 

d. melakukan penataan ruang, pengelolaan lingkungan 
hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat 
bersama instansi terkait, 

e. melakukan pemasangan dan pengujian sistem peringatan 
dini untuk mengurangi resiko terkena bencana, 

f. mengorganisir dan melakukan penyuluhan, pelatihan d 
gladi tentang mekanisme tanggap darurat, si 

g. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategis 
penaggulangan bencana berdasarkan penelaahan, analisa 
potensi kebencanaan, ancaman, ketentraman, risiko d 
kapasitas, 

h. melakukan evaluasi naskah akademik, kebijakan teknis, 
sistem dan strategi penanggulangan bencana, 

i. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana, 
j- mengkonsultasi tugas dengan atasan secara lisar 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut,
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k. mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
dan kepala-kepala bidang mela lu i rapat/pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mendis t r ibus ikan tugas kepada babawan sesuai b idan ; 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

m. menyusun laporan pelalcsanaan tugas seeara berka la 
sebagai baban evaluasi ; dan 

n . me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas ked inasan. 

Bagian Keenam 
Bidang kedarura tan dan Logistik 

' Pasa l 583 
B idang Kedarura tan dan Logistik terdiri a tas : 
a . Kepa la Bidang; 
b. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l . 

' Pasa l 584 
Kepala B idang Kedarura tan dan Logistik sebagaimana 
d imaksud da lam pasa l 583 b u r u f a mempunya i tugas di 
bidang Kedarura tan dan Logistik berdasarkan pera turan 
Perundang-undangan u n t u k ke lanearan penanganan 
beneana. 

Pasa l 585 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 584, Kepa la B idang Kedarura tan dan Logistik 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis dibidang kedarura tan dan 

logistik sesua i kebutuban sebagai pedoman pe laksanaan 
tugas; 

b. mengbimpun data dibidang kedarura tan dan logistik 
mela lu i un i t terkait u n t u k mengetabui perkembanganya; 

e. men jmsun reneana kegiatan dibidang kedarura tan dan 
logistic sesua i kebutuban u n t u k ke lanearan pe laksanaan 
tugas; 

d. me l akukan pengkajian terbadap beneana mela lu i 
identi f ikasi u n t u k mengebrbui jumlaib korban dan tingkat 
k e r u s a k a n ; 

e. me l akukan ka j ian penentuan s ta tus keadaan darurat 
beneana sesua i s k a l a beneana; 

f. meleikukain anaJisa kebutuban penanganan darura t 
beneana, baban penyusunan pedoman teknis 
kebeneanaan dan eva luas i n a s k a b akademik, keb i jakan 
teknis s istem dan strategi penanggulangan beneana; 

g. m e l a k u k a n penyelamatan dan evakuas i korban beneana 
dan kelompok rentan; 

b. m e n y u s u n rencana pengaduan logistik sesua i untulc 
penanganan beneana; 

i . me l akukan pemenuban kebutuban dasar yang 
d ibu tubkan oleb korban beneana; 

j . mengkonsul tas ikan tugaj; dengan a tasan seeara l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lanjut; 
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k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari 
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan 

untuk penyatuan pendapat, 
Il. mendistribusikan tugas kepada bahawan sesuai bidang 

untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keenam 
Bidang kedaruratan dan Logistik 

Pasal 583 

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 584 
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 583 huruf a mempunyai tugas di 
bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan untuk kelancaran penanganan 
bencana. | 

Pasal 585 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 584, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan 

logistik sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas, 

b. menghimpun data dibidang kedaruratan dan logistik 
melalui unit terkait untuk mengetahui perkembanganya, 

Cc. menyusun rencana kegiatan dibidang kedaruratan dar 
logistic sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas, | 

d. melakukan pengkajian terhadap bencana melalui 
identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan tingkat 
kerusakan, 

e. melakukan kajian penentuan status keadaan darurat 
bencana sesuai skala bencana: 

f. melakukan analisa kebutuhan penanganan darurat 
bencana, bahan penyusunan pedoman teknis 
kebencanaan dan evaluasi naskah akademik, kebijakan 
teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana, 

g. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencan 

dan kelompok rentan, 
h. menyusun rencana pengaduan logistik sesuai untuk 

penanganan bencana, | 

i. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang 
dibutuhkan oleh korban bencana: 

j- mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut:
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k. mengkoordinasikan pelalcsanaan tugas dengan sekreta j is 
dan kepala-kepala bidang melaui rapat/pertemuan u n t u k 
penyatuem pendapat; 

1. mend is t rubus ikan tugas kepada bawaban sesuai bidang 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

m. m e n y u s u n laporan peleiksanaan tugas seeara berkqla 
sebagai baban evaluasi ; dan 

n . me laksanakan tugas lair: yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lanearan tugas kedinasan. 

Bag ian Ketu jub 
Bidemg Rebabi l i tasi dan Rekonstrulcsi 

' Pasa l 586 
B idang Rebabi l i tasi dan Rekons t ruks i terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; t 
b. Kelompok J a b a t a n Fung.sional. 

' Pasa l 587 
Kepala Bidemg Rebabi l i tasi dan Rekons t ruks i sebagaimaika 
d imaksud da lam pasa l 586 b u r u f a mempunya i tugas 
dibidang rebabi l i tasi dem rekons t ruks i pasca beneana sesued 
peraturem perundang-undangan u n t u k ke l aneanm 
pelaksanaem tugas. 

\ Pasa l 588 
Da l am meleiksanakan tugas sebagaimana d imaksud pa^a 
Pasa l 587, Kepala B idang Kewaspadaan Nasioal d^n 
Penemganan Konfl ik menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis dibidang rebabi l i tasi d^n 

rekons t ruks i pasea beneana sesua i kebutuban sebaged 
dasar pe laksanaan tugas; 

b. m e r u m u s k a n kebijeikan dibidang penemggulemgein 
beneana pada pasca beneana; 

e. mengoordinasikan dan pe laksanaan kebi jakan u m u m 
dibidang penanggulangan beneana pada pasca beneana; 

d. me laksanakan bubungan ker ja dibidang penanggulangein 
beneana pada pasea beneana; 

e. mengadakan pemantauem, evaluasi , ana l i s i s pelaporen 
peleiksemaan kebijeikem penanggulangan beneana; 

f. mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasen 
ba ik lisem m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib 
lanjut ; 

g. mengkoordinasikan pelalcsanaan tugas dengan kelompok 
j aba tan fungsional mela lui rapat/per t amuan u n t u k 
penyatuan pendapat daleim pelaksemaan tugas; 

b. melakukem ka j ian teknis keb i jakan sistem dan stratejgi 
penanggulangan kebeneemaan; 

i . m e l a k u k a n eva luas i n a s k a b akademik kebi jakan teknis, 
s istem dan strategi penanggulangan beneana; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesuai bidang 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k . m e n y u s u n laporan bas i l pelaksemaan tugas seeaj-a 
berka la sebagai baban ev a luas i ; dan 

1. meleiksanakan tugas la in yang diperintabkem oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas icedinasan. 
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k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala bidang melaui rapat/ pertemuan untuk 
penyatuan pendapat, 

Il. 'mendistrubusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

n. melaksanakan tugas lair: yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasal 586 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 587 
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 586 huruf a mempunyai tugas 
dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 588 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 587, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasioal dan 

Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang rehabilitasi den 

rekonstruksi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagai 
dasar pelaksanaan tugas, 

b. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan 
bencana pada pasca bencana, 

Cc. mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan umum 
dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, 

d. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan 
bencana pada pasca bencana, 

e. mengadakan pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan 
pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, 

f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kelompok 
jabatan fungsional melalui rapat/pertamuan untuk 
penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas, 

h. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi 

penanggulangan kebencanaan, 
i. melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan teknis, 

sistem dan strategi penanggulangan bencana, 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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lli. 

B A B X X V I I I 
BADAN PENDAPATAN D A E R A H 

Bagiain Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 589 
(1) B a d a n berkedudukan di bawab dan bertanggung jaw^b 

kepada Wal i Kota me la lu i Sekretar is Daerat i . 
(2) B a d a n dipimpin oleb Kepa la B a d a n . 

j Pasa l 590 
B a d a n mempunya i tugas membantu Wal i Kota me laksanakdn 
U r u s a n Pemerintaban di bidang pendapatan yang menjadi 
kewenangan Daerab dan Tugas Pembantuan yang diberikqn 
kepada Daerab. 

Pasa l 5 9 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalajn 
Pasa l 590, B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
a . p e rumusan kebi jakan sesua i dengan l ingkup tugasnya; 
b. pe laksanaan kebi jakan S ( j sua i dengan l ingkup tugasnyat 
c. pe laksanaan eva luas i dan pelaporan sesua i dengan 

l ingkup tugasnya; 
d. pe laksanaan administrasii badan sesua i dengan l ingki jp 

tugasnya; dan 
e. pe laksanaan fungsi la in yang diber ikan oleb Wal i Ko ja 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

I ' Bagisin Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasial 592 
S u s u n a n Organisas i B a d a n terdir i a tas : 
a . Kepala B a d a n ; I 
b. Sekretgiriat; 
e. B idang Pereneanaan E v a l u a s i dan Pelaporan Pendapatab; 
d. B idang Pelayanem Pendaftaran, Pendataan dqn 

Penetapan; 
e. B idang Pengolaban Da ta dan Pengembangan Pendapataj i ; 
f. B idang Penagiban Pemer iksaan dan Anal isa Keberatan; 
g. Kelompok J a b a t a n Fungs ional ; dan 

Bag ian Ketiga 
Kepa la B a d a n 

Pasial 593 
Kepa la B a d a n mempunya i tuigas membantu Wgdi Kota dalajn 
menyelengggirakan fungsi p imunjang u r u s a n pemerintaban 
bidgmg pendapatan Daerab. 

Pasial 594 
Dalgim melgiksgmgikan tugas sebagaimana d imaksud d a l a n 
Pasa l 593 , Kepa la B a d a n menyelenggarakan fungsi: 
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BAB XXVIII 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 589 | 
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. 

Pasal 590 
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada Daerah. 

Pasal 591 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 590, Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, | 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya, 

d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup 
tugasnya, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 592 
Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 
a. Kepala Badan, | 
b. Sekretariat, | 
c. Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, 
d. Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan, 

e. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, 
Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Analisa Keberatan, 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan 

be
r 

Bagian Ketiga 
Kepala Badan 

Pasal 593 
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dal 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah 
bidang pendapatan Daerah. 

Pasal 594 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 593, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:



- 200 -

a. m e n y u s u n kebi jakan teknis pengelolaan pendapatan 
Daerab; 

b. me laksanakan admin is t ras i dan manajemen b a d 4 n 

pendapatan Daerab; 
e. me laksanakan penjcusunan proyeksi anggardn 

pendapatan Daerah berdasarkan pedoman dan tabapgn 
yang telab d i tentukan; 

d. me laksanakan proses penatausabaan a n g g a r 4 n 

pendapatan Daerab; 
e. me l akukan pembinaan pengelolaan pendapatan Daerab 
f. me laksanakan intensi f ikasi dan ekstens i l ikas i sumber 

dan potensi pendapatan Daerab; 
g. mengoordinasikan sumber pendapatan Daerab dengsjn 

pemerintab pusat dan pemerintab provinsi ; dan 
b, me laksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb a tasan . 

i 

Bag ian Keempat 
Sekretar iat 

i 

• Pasa l 595 
Sekretar iat dipimpin oleb Selcretaris B a d a n yar.g mempunyjai 
tugas membantu Kepa la B a d a n da lam me laksanakan 
kegiatan bidang penatausabaan keuangan, pengelolaajn 
kepegawaiein, sairana prasargma ser ta r encana ker ja badan. 

Pasa l 596 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalajn 
Pasa l 595 , Sekretgiris B a d a n menyelenggargikan fungsi: 
a . membantu kepala badar da lam melaksangikan kegiatajn 

bidamg ke ta tausabaan, kepegawaian, s a r a n a kerja, 
keuangan dan reneana kerja badan; 

b. m e n y u s u n rencana kegiatan un i t sesuad kebutuban untujk 
menjadi program uni t ; 

e. melaiksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i 
berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan pielayanam; 

d. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

e. melaksangikan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasgirkan petunjuk pelaksgmaan dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

f. me l aksanakan tugas piengelolaan perlengkapan dan 
kegirsipan sesua i kebutuban u n t u k kelaneargm kegiatan 
un i t ; 

g. me l akukan pembinaan pegawai seeara berka la u n t u k 
peningkatan k iner ja aparatur ; 

b. mengkonsul tas ikan tugas dengan a tasan seeaira l i san 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

i . mengkoordinasikan tugas teknis dengan kepala-kepala 
bidang mela lui rapat/pertemuan untulc penyatuajn 
pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaiban sesua i j c b 
u n t u k tert ibnya pelgiksanaan tugas; 

k . m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas si jcara berka la 
sebagai baban eva luas i ; dan 
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a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan 
Daerah, 

b. melaksanakan administrasi dan manajemen badan 
pendapatan Daerah, | 

c. melaksanakan penyusunan proyeksi anggaran 
pendapatan Daerah berclasarkan pedoman dan tahapan 
yang telah ditentukan, 

d. melaksanakan proses penatausahaan anggaran 
pendapatan Daerah, 

e. melakukan pembinaan pengelolaan pendapatan Daerah: 
f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber 

dan potensi pendapatan Daerah, 
g. mengoordinasikan sumber pendapatan Daerah dengan 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat | 

Pasal 595 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Badan dalam rnelaksanakan 
kegiatan bidang penatausahaan keuangan, pengelolaan 
kepegawaian, sarana prasarana serta rencana kerja badan. 

Pasal 596 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 595, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan 

bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, 
keuangan dan rencana kerja badan, 

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk 
menjadi program unit, | 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi 
berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan, 

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, | 

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian, 

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 
unit, 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk 
peningkatan kinerja aparatur, 

h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lis 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

i. mengkoordinasikan tugas teknis dengan kepala-kepala 
bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat, 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, | 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan
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1. me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh atasajn 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pasa l 597 
Sekreteiriat sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 595 terdijri 
a tas : 
a . Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Kepala Subbagian Program, 

Pasa l 598 
Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian sebagaimaria 
d imaksud da lam Pasa l 597 b u m f a mem]Dunyai tug£.s 
me laksanakan kegiatan ke ta tausabaan admin is t ras i 
keuangan, admin is t ras i pengelolaan kepegawaian, 
perencanaan program dan kegiatan serta penj^iapan sarania 
p rasa rana perelengkapan ker ja 

Pasa l 599 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 598, Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian 
menyelengggirakan fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis di bidang u m u m , keuangan 

dan kepegawaian sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
b. meny iapkan sa rana p rasa rana gedung kantor serta 

perlengkapan ker ja g u r a keamanan dan ke lancaran 
pe laksanaan tugas; 

c. me laksanakan penatausabaan dan pengengolaan 
kears ipan sesua i jenis/kelompok sebagai baban 
dokumentasi ; 

d. mengidentif ikasi ars ip sesua i j a n g k a v/^aktu u n t u k 
penyusutasn dan pemusnaban; 

e. menyelenggarakan u m s a n admin is t ras i keuangan yang 
mel iputi pembukuan , psrbendabaraan, ver i f ikasi a tas 
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan; 

f. me laksanakan pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan petunjuk p<;laksanaa dan petunjuk teknis 
u n t u k tert ibnya admin is t -as i keuangan; 

g. membuat r encana pengaciaan barang mi l ik Daerab sesua i 
kebu tuhan u n t u k kelancf iran kegiatan; 

b. me laksanakan pengelolaan barang mi l ik D a e r a i 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya adminis t ras i ; 

i . me l akukan pemel ibaraan barang mi l ik Daerab sesui i i 
ketentuan u n t u k kelangsungan dan ke lancaran tugas; 

j . mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a t a s a a 
baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

k. m e n y u s u n laporan pelal^sanaan tugas secara berka la 
sebagai baban evaluasi ; 

1. me l akukan penyusunan rencana pengelo laai 
admin is t ras i kepegawaian berdasarkan pedoman u n t u k 
ke lancaran tugas; 

m. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai forma^i 
u n t u k opt imal isasi pe laksanaan tugas; 

n . membuat u s u l a n permintaan pegawai sesu;ai kebutubajti 
u n t u k ke lancaran pelaksf inaan tugas: 
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Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 597 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 terdiri 
atas: 

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian: dan 
b. Kepala Subbagian Program. 

Pasal 598 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 597 huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan ketatausahaan — administrasi 
keuangan, administrasi pengelolaan kepegawaian, 
perencanaan program dan kegiatan serta penyiapan sarana 
prasarana perelengkapan kerja 

Pasal 599 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
Pasal 598, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang umum, keuangan 

dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menyiapkan sarana prasarana gedung kantor serta 

perlengkapan kerja guna keamanan dan kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

c. melaksanakan penatausahaan dan  pengengolaan 
kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan 
dokumentasi, 

d. mengidentifikasi arsip sesuai jangka waktu untuk 
penyusutasn dan pemusnahan, 

e. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan yang 
meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas 
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan, 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya administrasi keuangan, 

g. membuat rencana pengadaan barang milik Daerah sesuai 
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan, 

h. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah | 
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi, 

i. melakukan pemeliharaan barang milik Daerah sesuai 
ketentuan untuk kelangsiingan dan kelancaran tugas, 

j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, 

l. melakukan penyusunan rencana peseslDaan 
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untu 
kelancaran tugas, 

m. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, 

n. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
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o. m e n y u s u n data i nduk kepegawaian sesua i petunjuk 
pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k tertibn4-a 
admin is t ras i kepegawaian; 

p. me l akukan pengelolaan adminis t ras i kepegawaian 
mela lu i daftar u r u t kepangkatan (DUK) cian nominat i f 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

q. mengkonsul tas ikan pe laksanaan tigas dtmgan atasaln 
baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb pietunjuk lebib 
lanjut ; dan 

r. me laksanakan tugas la in yang diperinteibkan oleb atasa b 
u n t u k ke lancaram tugas ked inasan 

Pasa l 600 
Kepa la Subbagian Program sebagaimana d imaksud dalaiin 
Pasa l 597 b u r u f b mempunya i tugas me l aksanakan 
perencanaan dan penyusunan program berdasarkan 
petunjuk pe laksanaan dan pcdunjuk teknis u n t u k ke lancaran 
pe laksanaan tugas un i t . 

Pasa l 6 0 1 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dala in 
Pasa l 600, Kepa la Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a . meny iapkan kebi jakan teknis penyusunan prograijn 

sesua i kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
b. me laksanakan penyusunan rencana strategis (Renstral), 

r encana ker ja (Renja), laporan k iner ja ins tans i pemerintab 
(LAKIP) , laporan penyelenggaraan Pemerintaban Daerajh 
(LPPD) sesuai kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

c. mengkonsul tas ikan pe la l i sanaan tugas dengan atasaln 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebip 
lanjut; 

d. mengkoordinasikan pelalcsanaan tugas dengan kepalsi-
kepala subbagian mela lui pertemuan/rapat u n t u k 
penyatuan pendapat; 

e. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas secara berkalja 
sebagai baban eva luas i ; dan 

f. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasajn 
u n t u k ke lancaran tugas l ied inasan. 

Bag ian Ke l ima 
B idang Perencanaan, E v a l u a s i dan Pelaporan Pendapatan 

Pasa l 602 
B idang Perencanaan, E v a l u a s i dan Pelaporan Pendapatajn 
terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Sub B idang Perencanaan Pendapatan; 
c. Sub B idang E v a l u a s i dab Pelaporan; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional. 

Pasa l 603 
Kepala B idang Perencanaian, E v a l u a s i dan Pelapora|i 
Pendapatan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 602 b u r u f 
bertugas m e r u m u s k a n kebi jakan dan me laksanakan kegiatan 
perencanaan, eva luas i dan pelaporan pendapatan as l i Dae rah 
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Oo. menyusun data induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya 
administrasi kepegawaian: 

p. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
melalui daftar urut kepangkatan (DUK) clan nominatif 
untuk tertibnya administrasi kepegawaian: 

g- mengkonsultasikan pelaksanaan tigas dengan atasan 

baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasab 
untuk kelancaram tugas kedinasan 

Pasal 600 
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 597 huruf b mempunyai tugas raelaksanakan 

perencanaan dan penyusunan program berdasarkan 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas unit. 

Pasal 601 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 600, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), 

rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintah 
(LAKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. | 

Bagian Kelima 
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 

Pasal 602 

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 
terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 

b. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan, 

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan: dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 603 

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 602 huruf a 
bertugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan pendapatan asli Daerah
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Pasa l 604 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaiin 
Pasa l 603 , Kepa la B idang Perencanaan, E v a l u a s i dajn 
Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan b^knis perencanaan, eva luas i d a ^ 

pelaporan pendapatan as l i Daerab; 
b. m e n y u s u n strategi pek iksanaan tugas perencanaaiji 

evaluasi dan pelaporan p(mdapatan as l i Daerab; 
c. m e n y u s u n perencanaan pendapatan as l i Daera j i 

berdasarkan kebutuban ; 
d. me l akukan evaluas i pendapatan as l i Daerahi setiap bula|i 

sebagai dasar pertanggungjawaban pe laksanaan tugas; 
e. m e n y u s u n laporan kegiatan pendapatan as l i Daerah 

setiap bu lan ; 
f. me l akukan monitoring dan pengawassm terbadap 

pe laksanaan kegiatem bidang; dan 
g. me laksanakan tugas ked inasan l a innya yang 

d iper intabkan kepala badan. 

Pasa l 605 
Kepala Subbidang pe r enca raan pendapatan sebagaimanla 
d imaksud dalam pasa l 602 b u r u f b mempunya i tugas 
m e r u m u s k a n dan me laksanakan kegiatan p e r e n c a n a a i 
pendapatan as l i Daerab. 

Pasa l 606 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 605 , Kepa la Subbidang perencanaan pendapatap 
menyelenggarakan fungsi: 
a . me laksanakan strategi intensi f ikasi dan ( jkstensif ika^i 

pajak Daerab dan retr ibusi Daerab; 
b. meny iapkan baban anaLisis regulasi pendapatan a s ^ 

Daerab; 
c. menyoisun program perencanaan kegiatan intensi f ikasi 

pajak Daerab dan retr ibusi Daerab; 
d. meny iapkan rencgma target pendapatan as l i D a e r a ^ 

berdasarkan anal is is data dan potensi; 
e. mengoordinasikan pe laksanaan teknis perencanaa^ 

pendapatan as l i Daerab; dan 
f. me laksanakan tugas ked inasan l a innya yang d iber ika^ 

oleb kepala badan. 

Pasa l 607 
Kepa la Subbidang E v a l u a s i dan Pelaporan sebagaimana 
d imaksud dalam pasa l 602 b u r u f c memptunyai tugas 
m e r u m u s k a n dan me l aksanakan kegiatan eva luas i dap 
pelaporan pendapatan as l i Dfierab. 

Pasa l 608 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 607, Kepa la Subbidang E v a l u a s i dan Pelaporan 
menyelenggarkan fungsi: 
a . meny iapkan penyusunan kebi jakan teknis eva luas i dari 

pelaporan pendapatan as l i Daerab; 
b. meny iapkan baban dan pe laksanaan evaluas i terbadap 

rea l isas i pener imaan pendapatan as l i Daera l i ; 
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Pasal 604 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 603, Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan pendapatan asli Daerah: 
b. menyusun strategi pelaksanaan tugas perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan pendapatan asli Daerah, 
Cc. menyusun perencanaan pendapatan asli Daerah 

berdasarkan kebutuhan: 

d. melakukan evaluasi pendapatan asli Daerah setiap bulan 
sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan tugas: 

e. menyusun laporan kegiatan pendapatan asli Daerah 
setiap bulan, 

f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan bidang, dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan kepala badan. 

Pasal 605 

Kepala Subbidang perencanaan pendapatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 602 huruf b mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kegiatan perencanaan 
pendapatan asli Daerah. 

Pasal 606 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 605, Kepala Subbidang perencanaan pendapatan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak Daerah dan retribusi Daerah, 
b. menyiapkan bahan analisis regulasi pendapatan asli 

Daerah: 

Cc. menyusun program perencanaan kegiatan intensifikasi 
pajak Daerah dan retribusi Daerah, 

d. menyiapkan rencana target pendapatan asli Daerah 
berdasarkan analisis data dan potensi, 

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis perencanaan 
pendapatan asli Daerah, dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh kepala badan. 

Pasal 607 
Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 602 huruf c mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan 
pelaporan pendapatan asli Daerah. 

Pasal 608 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan 
Pasal 607, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 
menyelenggarkan fungsi: 
a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis evaluasi dan 

pelaporan pendapatan asli Daerah, 
b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi terhadap 

realisasi penerimaan pendapatan asli Daerah,
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c. meny iapkan bahan eva luas i atas rea l isas i pener imaan 
pendapatanasl i Daerab; 

d. m e n y u s u n laporan pendapatan as l i Daerab setiap 
periodik; 

e. mel£ikukan rekonsi l ias i pendapatan as l i Daerab dengan 
Perangkat Daerab pemungut pendapatan as l i Daerab; 

f. mengoordinasikan pelal<:sanaan teknis t;valuasi dan 
pelaporan pendapatan as!,i Daerab; dan 

g. me laksanakan tugas ked inasan l a innya yeng diber ikan 
oleb Kepala Badan . 

Bag ian Keenam 
Bidang Pelayanan Pendaftai-anj Pendataan dan Penetapan 

Pasa l 609 
B idang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Pene tapa i 
terdiri a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. Kepa la Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; 
c. Kepala Subbidang Veri f ikasi dan Penetapan Pajak; dein 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs:.onal. 

Pasa l 610 
Kepala B idang Pe layanan Pendaftaran, Pendataan d a i 
Penetapan sebagaimana d imaksud dalam pasal 609 b u r u f a. 
mempunya i tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan k e b i j a k a i 
pelayanan, pendaftaran dan j ienetapan pajak Daerab. 

Pasa l 6 1 1 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 610, Kepa la B idang Pe layanan, Pendataan d a i 
Penetapan menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pe layanan pendaftarar , 

pendataan dan penetapan. pajak Daerab; 
b. mengoordinasikan pelalcsanaan kegiatan p e l a y a n a i 

pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak Daerab; 
c. me l akukan monitoring dan pengawassn terbadao 

pe laksanaan kegiatan pe layanan pendaftaran, p e n d a t a a i 
dan penetapan pajak Daerab; 

d. mengoordinasikan pe laksanaan kegiatan verifikajii 
perbitungan, penetapan dan pendistr ibusian sura t 
ketetapan pajak Daerab; 

e. mendis t r ibus ikan pe laksanaan tugas p e l a y a n a i 
petidaftafan, pendataan dan penetapan pajak; dab 

f. me laksanakan tugas ked inasan la in yang d iber ikan oleb 
kepa la badan. 

Pasa l 612 
Kepala Subbidang Pebdaftaftin dan Pendataab sebaga iman i 
d imaksud dalam pasa l 609 h u r u f b memj iunyai tugas 
me l aksanakan kegiatan pe layanan pendaftaran, p e n d a t a a i 
dan peni la ian pajak Daerah; 
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c. menyiapkan bahan evaluasi atas realisasi penerimaan 
pendapatanasli Daerah, 

d. menyusun laporan pendapatan asli Daerah setiap 
periodik, 

e. melakukan rekonsiliasi pendapatan asli Daerah dengan 
Perangkat Daerah pemungut pendapatan asli Daerah, 

f. mmengoordinasikan pelaksanaan teknis evaluasi dan 
pelaporan pendapatan as!i Daerah, dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh Kepala Badan. 

Bagiari Keenam 
Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

Pasal 609 
Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 
terdiri atas: 
a. Kepala Bidang, 
b. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, 
c. Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak: dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 610 
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan 
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 609 huruf a 
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah. 

Pasal 611 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 610, Kepala Bidang Pelayanan, Peridataan dan 
Penetapan menyelenggarakan fungsi: 

a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran, 
pendataan dan penetapan. pajak Daerah, 

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatarr pelayanan 
pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak Daerah, 

c. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran, pendataan 
dan penetapan pajak Daerah, 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi 
perhitungan, penetapan dan pendistribusian surat 
ketetapan pajak Daerah, 

e. mendistribusikan pelaksanaan tugas pelayanan 
pendaftaran, pendataan dari penetapan pajak: dan | 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
kepala badan. 

| Pasal 612 
aa Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana 
KERJA A dimaksud dalam pasal 609 huruf b mempunyai tugas 
KABAG 4 melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran, pendataan 
na dan penilaian pajak Daerah: 
ASISTEN 

— 



- 205 -

HUKll 

Pas a l 613 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 612, Kepa la Subbidang Pendaftaran dcin Pendataan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pe layanan pendaftaran 

dan pendataan pajak Daerah; 
b. m e n y u s u n program perencanaan kegiatan pendaftaran 

dan pendataan pajak Daerah; 
c. me laksanakan kegiatan pendataan objek pajak Daerah; 
d. me laksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran objek da a 

subjek pajak Daerah; 
e. mengoordinasikan pe laksanaan teknis kegiataa 

pelayanan pendaftaran, pendataan dan peni la ian pajak 
Daerah; 

f. me l akukan kegiatan pcimetaan bidang objek pajak 
Daerah; 

g. me l akukan monitoring dan pengawasEin terbadap 
pe laksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran dap 
pendataan pajak Daerah; dan 

h . me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan atasap 
u n t u k ke lancaran tugas l :edinasan. 

Pasa l 614 
Kepala Subbidang Ver i f ikasi dan penetapan pajak 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 609 h u r u f c m e m p u n y j i 
tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan kegiatan ver i f ikasi 
perbitungan, penetapan dan pendistr ibusian sura t ketetapah 
pajak daerab, 

Pasa l 615 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 614, Kepala Subbidang Veri f ikasi dan Penetapan pa jas 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis veri f ikasi perbitungar., 

penetapan dan pendistr ibusian sura t kebJtapan paja< 
daerab; 

b. m e n y u s u n program perencanaan kegiatan pene tapa i 
pajak daerab; 

0. me laksanakan penaks i ran , peni la ian dan pe rb i tunga i 
pajak daerab; 

d. me laksanakan kegiatan penetapan pajak daerab d a i 
pendistr ibusian sura t ketetapan pajak daerab; 

e. mengoordinasikan pe laksanaan teknis kegiatan ver i f ikasi 
perbitungan, penetapan dan pendistr ibusian surslt 
ketetapan pajak daerab; 

f. mengkoordinasikan pe laksanaan teknis kegiatab 
veri f ikasi perbitungan, pienetapan dan pendistr ibusiap 
Surat ketetapan pajak daeTab; 

g. me l akukan monitoring dan pengawasen terbadab 
pe laksanaan kegiatan ve i i f ikas i perbitungan, pene tapa i 
dan pendistr ibusian sura t ketetapan pajak ]daerab; dan 

b. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan atasab 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 
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Pasal 613 | 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 612, Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran 

dan pendataan pajak Daerah, 
b. menyusun program perencanaan kegiatan pendaftaran 

dan pendataan pajak Daerah: 

c. melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak Daerah: 
d. melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran objek dan 

subjek pajak Daerah, 
e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan 

pelayanan pendaftaran, pendataan dan penilaian pajak 
Daerah: 

f. melakukan kegiatan pemetaan bidang objek pajak 
Daerah, 

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran dan 
pendataan pajak Daerah, dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal 614 
Kepala Subbidang Verifikasi dan penetapan pajak 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 609 huruf c mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan verifikasi 
perhitungan, penetapan dan pendistribusian surat ketetapan 
pajak daerah. 

Pasal 615 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 614, Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan pajak 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis verifikasi perhitungan, 

penetapan dan pendistribusian surat ketetapan pajak 
daerah, 

b. menyusun program perencanaan kegiatan penetapan 
pajak daerah: 

c. melaksanakan penaksiran, penilaian dan perhitungan 
pajak daerah, 

d. melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah dan 
pendistribusian surat ketetapan pajak daerah, 

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan verifikasi 
perhitungan, penetapan dan pendistribusian surat 
ketetapan pajak daerah, | 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis  kegiat | 
verifikasi perhitungan, penetapan dan pendistribusian 
Surat ketetapan pajak daerah, 

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan verifikasi perhitungan, penetapan 
dan pendistribusian surat ketetapan pajak |daerah, dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Bag ian Ke tu juh 
B idang Pengolahan Da ta d£in Pengembangan l^endapatan 

Pasa l 616 
B idang Pengolaban Da ta dan Pengembangan Pendapatan 
a. Kepala Bidang; 
b. S u b B idang Pengelolaan Da ta Pajak dan Retr ibusi ; 
c. S u b B idang Pengembangan S is tem Informasi Pendapatan; 

dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional. 

Pasa l 617 
Kepala B idang Pengolaban Da ta dan Pengembangan 
Pendapatan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 616 b u r u f a 
mempunya i tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan kebi jakap 
pengolaban data pengembangan pendapatan as l i Daerab. 

Pasa l 618 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 617, B idang Pengolalian Data dan Pengembangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pengolaban data dan 

pengembangan s istem informasi pendapatan. as l i Daerab; 
b. mengoordinasikan pelaksianaan tugas pengolaban data 

dan pengembangan pendeipatan as l i Daerab; 
c. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis perjanjian ker jasama 

di bidang pengembangan sistem informasi p endapa ta i 
as l i Daerab; 

d. m e l a k u k a n monitdfibg dan pengawasan t e fbadaJ 
pe laksanaan kegiatan bidang; dan 

e. me laksanakan tugas ked inasan l a innya yang 
diperinteibkan oleb kepala badan. 

Pasa l 619 
Kepala Subbidang Pengelolaan Da ta Pajak dan Retr ibus i 
sebagaimana dimeiksud da lam pasa l 616 b u r u f b mempunygi 
tugas m e r u m u s k a n dan me l aksanakan koordinasi kegiata:i 
pengolaban data subjek dan objek pajak Daerab. 

Pasial 620 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 619, Kepa la Subbidang Pengelolaan Da ta Pajak dan 
Retr ibus i menyelenggarakan lungsi : 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pengolaban data subjdc 

dan objek pajak Daerab; 
b. m e n y u s u n program perencanaan kegiatan pengolaba:i 

data pajak Daerab; 
c. me laksanakan kegiatan pengolaban data dan 

dokumentas i pajak Daerab; 
d. me l akukan pemel ibaraan data induk wajib ]3ajak DaeraJi 

dan retr ibus i Daerab; 
e. mengoordinasikan pe laksanaan teknis kegiatan 

pengolaban data pajak Daerab dan retr ibus i Daerab; 
f. me l akukan penginputan data sUbjek dan objek pa jac 

berdasarkan bas i l pendataan ke da lam sistem; 
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Bagian Ketujuh 
Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 

Pasal 616 

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 
a. Kepala Bidang, 
b. Sub Bidang Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi: 
c. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan: 

dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 617 
Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan 
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 huruf a 
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pengolahan data pengembangan pendapatan asli Daerah. 

Pasal 618 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 617, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis pengolahan data dan 

pengembangan sistem informasi pendapatan. asli Daerah, 
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengolahan data 

dan pengembangan pendapatan asli Daerah: 
Cc. merumuskan kebijakan teknis perjanjian kerjasama 

di bidang pengembangari sistem informasi pendapatan 
asli Daerah, 

d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan bidang, dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan oleh kepala badan. 

Pasal 619 
Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 huruf b mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan koordinasi kegiatan 
pengolahan data subjek dan objek pajak Daerah. 

Pasal 620 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 619, Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pajak dan 
Retribusi menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis pengolahan data subjek 

dan objek pajak Daerah, 
b. menyusun program perencanaan kegiatan pengolahan 

data pajak Daerah, 
c. melaksanakan kegiatan pengolahan data  d 

doKkuineritaSi pajak Daerah, | 

d. melakukan pemeliharaan data induk wajib pajak Daerah 
dan retribusi Daerah, 

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan 
pengolahan data pajak Daerah dan retribusi Daerah, 

f. melakukan penginputan data subjek dan objek pajak 
berdasarkan hasil pendataan ke dalam sistem,



g. me l akukan monitoring dan pengawassin terbadap 
pe laksanaan kegiatan pengolaban data paja]4 Daerab dap 
retr ibusi Daerab; dan 

b. me laksanakan tugas la in yang diber ikan oleb p impinah 
sesu£d bidang tugasnya. 

Pasa l 6 2 1 
Kepala Subbidang pengembangan sistem informasi 
pendapatan sebagaimana d imaksud da lam pasa l 616 b u r u f 
mempunya i tugas m e r u m u s k a n dan melaksanalcan kebi jakaj i 
pengembangan s istem Informasi Pendapatan. 

Pasa l 622 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalari i 
Pasa l 6 2 1 , Kepa la Subbidang pengembangan sis l em informasi 
pendapatan menyelenggarakem fungsi: 
a. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pengembangan sisterji 

informasi pendapatan asl i Daerab; 
b. m e n y u s u n program perencanaan kegiatan pembangunari 

dan pengembangan s istem informasi pendapatan as 
Daerab; 

c. me laksanakan pengkajian dan pengembang;an informasi 
pener imaan pendapatan as l i Daerab; 

d. me laksanakan kegiatan pengembangan s istem informasi 
pendapatan Daerab; 

e. mengelola penyebar luasan informasi pendapatan Daera l i 
mela lui s istem informasi ; 

f. mengoordinasikan pe laksanaan teknris kegiatan 
pembangunan dan pengembangan s istem informasi 
pendapatan as l i Daerab; 

g. me l akukan monitoring dan pengawasan terbada] ! 
pe laksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi 
pendapatan Daerab; dan 

b. me laksanakan tugas l a in yang diber ikan oleb pimpinaiji 
sesua i bidang tugasnya. 

Bag ian Kedelapan 
B idang Peftagiban, Pemer iksaan dan Aba l i sa Keberatan 

Pasa l 623 
B idang Penagiban, Pemer iksaan dan Ana l i sa Keberatan terdiiji 
a tas : 
a . Kepala Bidang; 
b. S u b B idang Penagiban dan Pengelolaan Piutang; 
c. S u b B idang Pemer iksaan dan Ana l i sa Kebergitan; dan 
d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pas i i l 624 
Kepa la B idang Penagiban, Pemer iksaa dan Ana l i sa Keberataiji 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 620 b u r u f a mempunya i 
tugas m e r u m u s k a n dan melal^sanakem kebi jakan penagiban 
pemer iksaan dan Ana l i sa Keberatan pajak Daercib. 
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g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan pengolahan data pajak Daerah dan 
retribusi Dacrah,: dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 621 
Kepala Subbidang pengembangan sistem informasi 
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 huruf c 
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pengembangan sistem Informasi Pendapatan. 

Pasal 622 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 621, Kepala Subbidang pengembangan sistem informasi 
pendapatan menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem 

informasi pendapatan asli Daerah, 
b. menyusun program perencanaan kegiatan pembangunan 

dan pengembangan sistem informasi pendapatan asli 
Daerah: 

c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan informasi 
penerimaan pendapatan asli Daerah, 

d. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi 
pendapatan Daerah, 

e. mengelola penyebarluasan informasi pendapatan Daerah 
melalui sistem informasi, 

f. mmengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan 
pembangunan dan pengembangan sistem informasi 
pendapatan asli Daerah, 

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi 
pendapatan Daerah, dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

Bagian Kedelapan 
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Analisa Keberatan | 

Pasal 623 

Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Analisa Keberatan terdiri 
atas: 

a. Kepala Bidang, 
b. Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Piutang, 
c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Analisa Keberatan, dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 624 
Kepala Bidang Penagihan, Perneriksaa dan Analisa Keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 620 huruf a mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penagihan, 
pemeriksaan dan Analisa Keberatan pajak Daerah.
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Pasa l 625 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud dalairi 
Pasa l 624, Kepa la B idang Penagiban, pemerikssi dan Ana l i s^ 
Keberatan menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penagiban, pengelolaaiji 

piutang, pemer iksaan dan ana l i sa keberatan pajalc 
Daerab; 

b. mengoordinasikan pe laksanaan tugas penagibad, 
pengelolaan piutang, pemer iksaan dan ana l i sa keberatan 
pajak Daerab; 

c. mengoordinasikan program penagiban dan pengelolaan 
piutang pajak Daerab; 

d. mengoordinasikan kegiatan penyidikan, penyegelan dai|i 
penyitaan; 

e. mengoordinasikan kegiatan permobonan ker inganan ataiji 
pengurangan pajak Daerab; 

f. mengoordinasikan pek iksanaan teknis kegiataiji 
pemer iksaan dan ana l i sa iteberatan; 

g. m e l a k u k a n monitoring, pengawasan dan ]3engendabaiji 
terbadap pe laksanaan kegiatan bidang; dan 

b. me l aksanakan tugas l a in yang diber ikan oleb pimpinaiji 
sesua i bidang tugasnya. 

Pasa l 626 
Kepala Subbidang Penagibjan dan Pengelolaan Piutanri 
sebagaimana d imaksud dalam pasa l 623 b u r u f I) mempunya i 
tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan kebi jakan penagiban 
dan pengelolaan piutang pajak Daeraib. 

Pasa l 627 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud dalank 
Pasa l 626, Kepala Subbidar.g Penagiban dan Pengelolaan 
Piutang menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penagiban daiji 

pengelolaan piutang pajak Daerab; 
b. m e n y u s u n program penagiban dan pengelolaan piutang 

pajak Daerab; 
c. me laksanakan penerbitaa sura t teguran atas pajal^ 

Daerab yang telab melampaui batas j a t u b tempo; 
d. menerbi tkan sura t tagiban atas pajak Daerab yang telalji 

me lampaui j a t u b tempo; 
e. me laksanakan pengelolaan piutang pajak Daerab; 
f. mengoordinasikan kegiatein penyidikan, penyegelan dar|i 

penyitaan; 
g. m e l a k u k a n monitoring dan pengawasan terbadaij) 

pe laksanaan kegiatan penagiban pajak; dan 
b. me laksanakan tugas l a in yang diber ikan oleb pimpinarl 

sesua i bidang tugasnya. 

Pasa l 628 
Kepala Sub bidang Pemeriicsaan dan Ana l i sa Keberatan 
sebagaimana d imaksud da lam pasa l 623 b u r u f c; mempunya i 
tugas m e r u m u s k a n dan me laksanakan kebi jakan 
pemer iksaan dan ana l i sa keb(;ratan pajak Daerab. 
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Pasal 625 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 624, Kepala Bidang Penagihan, pemeriksa dan Analisa 
Keberatan menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis penagihan, pengelolaan 

piutang, pemeriksaan dan analisa keberatan pajak 
Daerah, 

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penagihan, 
pengelolaan piutang, pemeriksaan dan analisa keberatan 
pajak Daerah, 

Cc. mengoordinasikan program penagihan dan pengelolaan 
piutang pajak Daerah: 

d. mengoordinasikan kegiatan penyidikan, penyegelan dan 
penyitaan, 

e. mengoordinasikan kegiatan permohonan keringanan atau 
pengurangan pajak Daerah, 

f. 'mengoordinasikan pelaksanaan teknis — kegiatan 
pemeriksaan dan analisa keberatan, 

g. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian 
terhadap pelaksanaan kegiatan bidang: dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 626 
Kepala Subbidang Penagihan dan Pengelolaan Piutang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 huruf b mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penagihan 
dan pengelolaan piutang pajak Daerah. 

Pasal 627 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 626, Kepala Subbidang Penagihan dan Pengelolaan 
Piutang menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis penagihan dan 

pengelolaan piutang pajak Daerah, 
b. menyusun program penagihan dan pengelolaan piutang 

pajak Daerah, 
c. melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak 

Daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo, 
d. menerbitkan surat tagihan atas pajak Daerah yang telah 

melampaui jatuh tempo, 
e. melaksanakan pengelolaan piutang pajak Daerah, 
f. 'mengoordinasikan kegiatan penyidikan, penyegelan dan 

penyitaan, 
g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadar 

pelaksanaan kegiatan penagihan pajak, dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinari 

sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 628 
Kepala Sub bidang Pemeriksaan dan Analisa Keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 huruf c mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pemeriksaan dan analisa keberatan pajak Daerah.
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Pasa l 629 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dala in 
Pasa l 628, Kepa la Subbidang Pemer iksaan dan Ana l i sa 
Keberatan menyelenggarakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis pemer iksaan dan ana l i sa 

keberatan pajak Daerab; 
b. m e n y u s u n program pemer iksaan dan ana l i sa keberatan 

pajak Daerab; 
c. mener ima keberatan atas ketetapan pajak Daerab; 
d. memproses dan memfasi l i tasi terbadap permobonan 

ker inganan a t au pengurangan pajak Daerab ; 
e. mengoordinasikan pe laksanaan teknis kegiatan 

pemer iksaan dan ana l i sa keberatan; 
f. me l akukan monitoring dan pengawasan terbadap 

pe laksanaan kegiatan pemer iksaan dan ana l i sa keberatan 
pajak Daerah; dan 

g. me laksanakan tugas lain yang diber ikan oleh pimpingtjn 
sesua i bidang tugasnya. 

BAI3 X X I X 
KEC^vMATAN 

Bag ian Kesa tu 
Kedudukan , Tugas D a n Fungs i 

Pasa l 630 
(1) Keeamatan berkedudukan di bawab dan bertanggunjg 

j awab kepada Wal i Kota mela lui Sekretar is Daerab. 
(2) Keeamatan dipimpin oleb Camat . 

Pasa l 6 3 1 
Keeamatan mempunya i tugas meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintaban, pelayanjin publ i l : , 
pemberdayaan masyaraka t ke luraban , dan pengelolaan 
kebers iban. 

Pasa l 632 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 6 3 1 , Keeamatan menyelenggarakan fungs i: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan ]3enyelenggaraan pemerintabai i , 

pe layanan publ ik, pembeirdayaan masyaraka t ke luraban , 
dan pengelolaan kebers iban; 

b. me laksanakan kebi jakan penyelenggaraan pemerintabai i , 
pe layanan publ ik, pemberdayaan masyaraka t ke lurabap, 
dan pengelolaan kebersib;an; 

c. me laksanakan kegiatan jsenyelenggaraan pemerintabai i , 
pe layanan publ ik, pembei-dayaan masyaraka t ke lurabar ., 
dan pengelolaan kebers iban; 

d. me laksanakan eva luas i dan pelaporan penyelenggaraab 
pemerintaban, pe layanan publ ik, pemberdayaa i 
masyaraka t ke luraban , dan pengelolaan kebers iban; 

e. me l aksanakan admin is t ras i keeamatan u n t u k 
penyelenggaraan pemei intaban, pe layanan publiiii 
pemberdayaan masyaraka t ke luraban , dan pengelolaap 
kebers iban; dan 
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Pasal 629 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 628, Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Analisa 
Keberatan menyelenggarakan fungsi: | 
a. merumuskan kebijakan teknis pemeriksaan dan analisa 

keberatan pajak Daerah, 
b. menyusun program pemeriksaan dan analisa keberatan 

pajak Daerah, 
Cc. menerima keberatan atas ketetapan pajak Daerah, 
d. memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan 

keringanan atau pengurangan pajak Daerah: 
e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan 

pemeriksaan dan analisa keberatan, 
f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan analisa keberatan 
pajak Daerah, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

BAB XXIX 

KECAMATAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 630 
(1) Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat. 

Pasal 631 

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan pengelolaan 
kebersihan. 

Pasal 632 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 631, Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, 
dan pengelolaan kebersihan, 

b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, 
dan pengelolaan kebersihan, 

c. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, 
dan pengelolaan kebersihan, 

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik,  pemberdayaari 
masyarakat kelurahan, dan pengelolaan kebersihan, 

e. melaksanakan administrasi kecamatan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan pengelolaan 
kebersihan dani
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f. me laksanakan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepa la 
Daerab terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bag ian Kedua 
Susunan. Organisas i 

Pasa l 633 
S u s u n a n Organisas i Keeamatan terdiri a tas : 
a . Camat ; 
b. Sekretariat ; 
c. Seks i Pemerintaban; 
d. Seks i Ketentraman, Ketert iban U m u m dan Penge lo laa i 

Kebers iban; 
e. Seks i Pemberdayaan dan Kesejabteraan Rakyat ; 
f. Seks i Ekonomi dan Pembi ingunan; dan 
g. Kelompok J a b a t a n Fungsi onal . 

Pasa l 634 
Camat mempunya i tugas membantu Wal i Kota d a l a r i 
menyelenggarakan fungsi u r u s a n pemer intabar , 
pembangunan, kemasyaraka tan . 

Pasa l 635 
(1) Sekretar iat sebagaimana d imaksud pada Pasa l 633 

b u r u f b terdiri a tas : 
a . Subbagian Program; dan 
b. Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan 

Kepegawaian. 
(2) Sekretsiriat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ip impin 

oleb Sekretar is . 
(3) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f n 

dan b u r u f b dipimpin olehi Kepala Subbagian. 

Pasa l 636 
Seks i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 633 b u r u f c, 
b u r u f d, b u r u f e dan b u r u f f, dipimpin oleb Kepida Seks i . 

Bag i aa Ketiga 
Tugas D a n Fungs i 

ParEigraf 1 
Ccimat 

Pasid 637 
(1) Camat mempunya i tugas menyelenggarakan U r u s a n 

Pemerintaban u m u m , koordinasi pcimberdayaaili 
masyarakat , penyelenggaraan ketentraman, ketert iban 
UffiUffi dan pengeldlaab kebefsibafi , penefapab da l i 
penegakan Pera turan Daerab serta Peratursm Wal i Kota, 
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 
ke luraban ; 

(2) Se la in me l aksanakan tugcis sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), camat me l aksanakan tugas yang d i l impabkai i 
oleb Wal i Kota u n t u k me laksanakan sebagian U r u s a n 
Pemerintaban yang menjadi kewenangan Daerab Daerab. 
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f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 633 

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas: 
Camat, 

Sekretariat: 

Seksi Pemerintahan: ', 

p
p
 

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan. Pengelola 

Kebersihan: 
Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat: 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

D
D
 

Pasal 634 
Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 
menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan. 

Pasal 635 | 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 633 

huruf b terdiri atas: 
a. Subbagian Program, dan 
b. Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 

Kepegawaian. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Sekretaris. 
(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagiari. 

Pasal 636 | 
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf c, 
huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Seksi. | 

Bagian Ketiga 
Tugas Dan Fungsi 

Paragraf 1 
Camat 

Pasal 637 
(1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan — umum, koordinasi pemberdayaan 
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, ketertibar 

| u | | utium dar pengelolaan kebersihan, penerapan dai 

| ken 1g penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota, 

KABAG membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 
| HUKUM 
ri kelurahan. 

207 (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada | 
bu ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan 
| 7 oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Daerah. 
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Pasa l 638 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d im: iksud dalanji 
Pasa l 637 , Camat menyelengg;arakan fungsi: 
a . m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penyelenggaraab 

pemerintaban, pembangunan, k eamanan ketert iban, dan 
sosial kemasyaraka tan sesuai kebutuban sebagai dasar 
pe laksanaan tugas; 

b. merencanakan penyeleng^;arakan kegiatan pemerintaban, 
pembangunan, keamanan ketert iban, pengelolaan 
kebers iban dan sosia l k emasya raka :an secara 
berkes inambungan u n t u k peningkatan kesejabteraan 
masyarakat ; 

G ; mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintabanij 
pembangunan, keamanan ketert iban, pengelolaan 
kebers iban dan sosisd kemasyaraka tan mela lu i 
mekanisme/prosedur ker ja u n t u k peningkatan 
kesejabteraan masyarakat ; 

d. mengendal ikan penyelenggaraan tugas pemerintaban, 
pembangunan, keamanan ketert iban, pengelolaan 
kebers iban dan sosial kemasyaraka tan s€;cara tepadu 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

e. mengarabkan penyelenggaraan tugas pemerintaban, 
pembangunan, keamanan ketert iban, pengelolaan 
kebers iban dan sosial kemasyaraka tan sesuai bidangnyk 
u n t u k efektifitas dan efisi<;nsi pe laksanaan tugas; 

f. membina pe laksanaan tugas pemerintaban, 
pembangunan, keameman ketert iban, pengelolaan 
kebers iban dan sosial kemasyaraka tan secara berka la 
u n t u k peningkatan Irinerja aparatur diwilayaJi 
keeamatan; 

g. me l akukan pengawasan pe laksanaan tugas 
pemerintaban, pembangunan, keamanan ketert iban, 
pengelolaan kebers iban dan sosial k e m a s y a r a k a t a i 
secara eksteren m a u p u n intern u n t u k mengbindai i 
terjadinya penyimpangan; 

b. me l akukan t indakan pndentif terbadap p e r m a s a l a b a i 
yang t imbul diwilaysib keeamatan secara terpadu u n t u c 
tercapainya stabi l i tas keamanan dan ke t e r t i ba i 
masyarakat ; 

i . mengevaluasi se lurub kegiatan ditingkat k e l u r a b a i 
mela lui pertemuan u n t u k mengetabui pe rkembanga i 
pe laksanaan tugas; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan bai c 
l i san maUpUn teftulis UrttUk betoleb petunjuk l e b i J 
lanjut ; 

k. mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan uni t t e rka t 
mela lu i rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i jo a 
masing-niagibg untUk ke lancaran pe laksanaan tUgdS 
un i t ; 

m . m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas secara 
berka la sebagai baban evsduasi; dan 

n . me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas k:edinasan. 
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Pasal 638 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 637, Camat menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan 

sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, 

merencanakan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan 

kebersihan dan sosial kemasyarakatan secara 
berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, 
mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintahan, 
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan 
kebersihan dan sosial kemasyarakatan melalui 
mekanisme / prosedur kerja untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, 
mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, 
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan 

kebersihan dan sosial kemasyarakatan secara tepadu 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 
mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, 
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan 

kebersihan dan sosial kernasyarakatan sesuai bidangnya 
untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, 
membina pelaksanaan tugas pemerintahan, 
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan 
kebersihan dan sosial kemasyarakatan secara berkal: 
untuk peningkatan kinerja aparatur  diwilaya 
kecamatan: | 

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, 

pengelolaan kebersihan dan sosial kemasyarakatan 
secara eksteren maupun intern untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan, 

melakukan tindakan prefentif terhadap permasalahan 
yang timbul diwilayah kecamatan secara terpadu untuk 
tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban 
masyarakat, 
mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkat kelurahan 

melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas, 

mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait 
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat, 

mendistribusikan tugas kepada bawahari sesuai job 
inaSifig-tnasiig Ufrituk kelancaran pelaksanaan tugas 
unit: 

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Para graf 2 
Sekretar is 

Pasa l 639 
Sekretar is Keeamatan me laksanakan tugsis dibidanri 
p enyusunan program, keuangan, penatausabaan, 
perlengkapan, kears ipan, dan kepegawaisin berdasarkan 
peraturan perundang-undangan u n t u k ke lancaran tugas 
un i t . 

Pasa l 640 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 639, Sekretar is Keeamatan menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis dibidang perencanaan dan 

penyusunan program, keuangan, penatausabaan, 
perlengkapan, kears ipan, dan kepegawaian sesua i 
kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n tugas penyrusunan program uni t ker ja yang 
d i tuangkan ke da lam rencana kegiatan un i t sesua i 
kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

c. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuamgan 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya admin is t ras i 
keuangan; 

d. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i u m u m 
berdasarkan pedoman u n tuk meningkatkan pelayanan; 

e. me laksanakan tugas pcmgelolaan perlengkapan dan 
kears ipan sesua i kebutuban u n t u k ke lancaran kegiatan 
un i t ; 

f. fflelaksabakan fUgas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk tekni 
u n t u k tert ibnya penataan admin is t ras i kepegawaian; 

g. m e l a k u k a n pembinaan pegawai secara berka la u n t u ^ 
peningkatan k iner ja apareitur; 

b. mengoordinasikan tugas teknis dengan kepala-kepal^ 
seks i , L u r a b u n t u k kelanc;aran tugas; 

i . mengonsul tas ikan tugas dengan a tasan secara l i s a ^ 
m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk; 

j . mendis t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesua i jo|3 
u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

k. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas secara be rka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Paragraf 3 
Kepa la Subtiagian Program 

Pasa l 6 4 1 
Kepa la subbag ian prograin mempunya i tugas me laksanakat i 
perencanaan dan penyusunan program berdasarkan 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k kel£mcara:i 
pe laksanaan tugas uni t ; 
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Paragraf 2 

Sekretaris 

Pasal 639 

Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas dibidang 

penyusunan program, keuangan, penatausahaan, 
perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian berdasarka 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tuga 
unit. 

Pasal 640 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Pasal 639, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Sanga 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perencanaan dan 

penyusunan program, keuangan, penatausahaan, 

perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, | 

b. menyusun tugas penyusunan program unit kerja yan 
dituangkan ke dalam rencana kegiatan unit sesuai 
kebutuhan untuk menjadi program unit, 

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuang 

berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
keuangan, 

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum 
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan: 

e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan 
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan 
unit, 

f. melaksanakan — tugas pengelolaan kepegawaian 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian: 

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untul 
peningkatan kinerja aparatur, F 

h. mengoordinasikan tugas teknis dengan kepala-kepal 
seksi, Lurah untuk kelancaran tugas, 

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lis 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk, 

J. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jo 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas, | 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 3 
Kepala Subbagian Program 

Pasal 641 
Kepala Subbagian Program irermpunyai tugas melaksanakan 
perencanaan dan penyusunan program berdasarka 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas unit: |
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Pasa l 642 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imj iksud dalank 
Pasa l 6 4 1 , Kepa la Subbagian Program menycdenggarakaiji 
fungsi: 
g. meny iapkan kebi jakan teknis penyusunan progranji 

sesua i kebu tuhan sebagai dasar pe laksanaan tugas; 
h . me l aksanakan penyusun im rencana strategis (Renstra) 

r encana ker ja (Renja), l apc ran k iner ja instansii pemerintal i 
(LAKIP) , laporan penyelenggaraan Pemer intahan Daera l i 
(LPPD) sesua i kebu tuhan u n t u k menjadi program uni t ; 

i . mengkonsul tas ikan pelalc:sanaan tugas dengan a tasab 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb p idunjuk lebib 
lanjut ; 

j . mengkoordinasikan pelakisanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian meki lu i pertemuan/rapat u n t u k 
penyatuan pendapat; 

k. m e n y u s u n laporan pelalcsanaan tugas secara berka l^ 
sebagai baban evaluasi ; dan 

1. melaksansikan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Pareigraf 4 
Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan 

Kepegawaian 

Pasa l 643 
Kepala Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dab 
Kepegawaian mempunya i tugas pengelolaan admin is t ras i 
keuangan, u m u m , perlengkapian, kears ipan dan kepegawaian 
sesua i petunjuk pe laksanaao dan petunjuk teknis untulc 
tert ibnya admin is t ras i keuangem, u m u m , perlengkapan 
kears ipan dan kepegawaian. 

Pasa l 644 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padb 
Pasa l 643 , Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, U m u m 
dan Kepegawaian menyelengg;arakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang keuangan 

perlengkapan dan kears ipan, ser ta kepegawaian sesuqi 
kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas ; 

b. me laksanakan penyusunan rencana ker ja anggaran 
rencana pengadaan barang, ser ta rencana pengelolaan 
kepegawaian berdasarkan program dan kebutuban untujc 
ke lancafab tUgas la in ; 

c. mengajukan rencana ker ja anggaran eksekut i f u n t u ^ 
menjadi dokumen penggunaan anggaran; 

d. me l aksanakan pengelolaan admin is t ras i keuangab, 
perlengkapan dan kears ipan, serta kepegawaian 
be fdasa fkan petunj i ik pe laksanaan dan petUnjuk teknip 
u n t u k tert ibnya admin is t ras i ; 

e. me l aksanakan pemel ibaraan dan pengelolaan inventarib 
berdasarkan pedoman u n t u k tert ibnya administrae i 
barang mi l ik un i t ; 

f. mengelola kears ipan sesua i jenis/kelompok sebaggji 
bahan dokumentas i dan mempermudah pencar ian; 
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Pasal 642 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 641, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan 
fungsi: 
g. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
h. melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra) 

rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintalt 
(LAKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasar 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebit 
lanjut, 

j- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk 
penyatuan pendapat, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

.
 

-
 

b
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Paragraf 4 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian 

Pasal 643 
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum ta 
Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi 
keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian 
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk 

tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan, 
kearsipan dan kepegawaian. | 

Pasal 644 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad 
Pasal 643, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umu 
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang keuangan, 

perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran, 
rencana pengadaan barang, serta rencana pengelolaan 
kepegawaian berdasarkan program dan kebutuhan untu 
kelancaran tugas lain, | 

c. mengajukan rencana kerja anggaran eksekutif untu 
menjadi dokumen penggunaan anggaran, 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, 
perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaia 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
untuk tertibnya administrasi, 

e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris 

berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi 
barang milik unit, 

f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebaga 
bahan dokumentasi dan rnempermudah pencarian, 

p
a
.
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g. me l akukan pemusnahan mela lui mekanisme dan 
prosedur u n t u k mengetahui n i la i guna arsip; 

h . melakukem pengelolaan admin is t ras i kepegawaian sesua i 
petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k 
tert ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

i . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan , 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb pe;tunjuk lebih 
lanjut ; 

j . mengoordinasikan pelaksianaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian mekdui pertemuan/rapat u n t u k 
penyatuan pendapat; 

k. m e n y u s u n laporan pe laksanaan tugas secara berka la 
sebagai bahan evaluasi ; dan 

1. me laksanakan tugas l a in yang d iper intahkan oleh a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Parsigraf 5 
Kepa la Seks i Pemer intahan 

Pasa l 645 
Kepala Seks i Pemer intahan mempunya i tugas me laksanakab 
u r u s a n pemer intahan, pembinaan admin is t ras i 
pemerintaban Ke lu raban dan admin is t ras i keipendudukap 
ser ta Per tanaban. 

Pasa l 646 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud padk 
Pasa l 645 , Kepa la Seks i Pemerintaban menye lenggaraka i 
fungsi: 
a . menyusunan program keg;iatan di bidang pemerintaban; 
b. me laksanakan kegiatan admin is t ras i pemerintabaj i 

keeamatan; 
c. me laksanakan pembinaan pemerintaban Ke luraban ; 
d. me laksanakan pengelolaan dan pengendaliab 

admin is t ras i kependudukan dan catatan sipi l ; 
e. me l aksanakan pembinaan dan pengendaliari pertanabar ; 
f. me l aksanakan pelayanan kepada masyaraka t dibidang 

pemerintaban; dan 
g. me laksanakan tugas lain yang diber ikan a tasan sesua i 

dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 6 
Kepa la SekSi Ketentfatnan, Ketert iban UttiUffi, dab 

Pengelolaan Kebers iban 

Pasa l 647 
Kepala Seks i Ketentraman, Ketert iban U m u m , Pengelolaah 
Kebefsibab mempubya i tUgaS dibidabg ketebttabiaf i, 
ketert iban u m u m dan Pengelolaan Kebers iban berdasarkab 
peraturan perundang-undangan u n t u k terc iptanya 
keamanan wi layab. 
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g. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan 
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip: 

h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk 
tertibnya administrasi kepegawaian, 

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, | 

j-. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepalar 
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untu 
penyatuan pendapat, 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 5 
Kepala Seksi Pemerintahan 

Pasal 645 
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pemerintahan, pembinaan administrasi 
pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan 
serta Pertanahan. 

Pasal 646 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 645, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. menyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan, 
b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan 

kecamatan, 
c. melaksanakan pembinaan pemerintahan Kelurahan, 
d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi kependudukan dan catatan sipil, 
e. melaksanakan pembinaan dan pengendaliar. pertanahan, 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidan 
pemerintahan, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

L
a
)
 

Paragraf 6 
Kepala Seksi Keteritrarman, Ketertiban Umum, dan 

Pengelolaan Kebersihan 

Pasal 647 

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, Pengelolaan 

Kebersihan meripunyai tugas dibidang ketentraman, 
ketertiban umum dan Pengelolaan Kebersihan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk terciptanya 
keamanan wilayah.
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Pasa l 648 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana dimfiksud da lam 
Pasa l 647, Kepala Seks i Ketentraman, Ketert iban U m u m , dan 
Pengelolaan Kebers iban menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebijakgrn teknis di bidang Ketentraman, 

Ketertibem U m u m , dan Pengelolaan Kebers iban sesua i 
kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. mengumpul data wi layab r awan konfl ik sesua i j en is dan 
t ingkatannya u n t u k meng;etabui gambaran dan keadaan 
s i tuas i wi layab; 

c. mengelola data wi layab r awan konfl ik sesuai j en i s dan 
t ingkatannya u n t u k mengetabui j u m l a b kejadian di 
wi layab; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan di bidang Ketentraman, 
Ketert iban U m u m , dan Pengelolaan Kebers iban sesua i 
kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

e. me l akukan kegiatan Ketentraman, Ketert iban U m u m , dan 
Pengelolaan Kebers iban mela lui pertemuan u n t u k 
meningkatkan kesadaran masyarakat ; 

f. me l aksanakan tugas pengendalian Ketentraman, 
Ketert iban U m u m , dan Pengelolaan Kebers iban mela lu i 
operasi penert iban u m u m u n t u k terciptanya ketentraman 
dan ketert iban masyarakat ; 

g. me l akukan monitoring kegiatan masyaraka t di Daerab 
r awan konfl ik secara langsung a tau t idak lan gsung untulc 
mengetabui s i tuas i ketentreiman dan ketert iban dan 
pengelolaan kebers iban; 

b. m e l a k u k a n penert iban pera turan Daerab dan pera turan 
l a innya di wi layab keeamatan sesua i jenis untulc 
supremas i b u k u m ; 

i . mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan 
baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb p(;tunjuk lebil i 
lanjut ; 

j . mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepa la seks i mela lui rapat dan pertemuan untulc 
kesa tuan pendapat dalam pe laksanaan tugas; 

k. menyrusun laporan bas i l pe laksanaan tugas secara 
berka la sebagai baban evfi luasi; dan 

1. me laksanakan tugas l a in yang diperintabkaj i oleb a t a s a ^ 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Paragraf 7 
Kepala Seks i Pemberdayaem dan Kesejabteraan Rakya t 

Pasa l 649 
Kepala Seks i Pemberdayaan dan Kesejabteraan Rakyajt 
mempunya i tugas di bidang pemberdayaan masyaraka t d a i 
kesejabteraan rakyat di wi layab keeamatan b e r d a s a r k a i 
pera turan perundang-Ubdangan u n t u k peningkataj l 
kesejabteraan masyarakat . 

Pasa l 650 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 649, Kepa la Seks i Pemberdayaan dan I"[lesejabteraa i 
Rakya t menyelenggarakan fujigsi: 
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Pasal 648 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 647, Kepala Scksi Ketentraman, Ketertibar. Umum, dan 

Pengelolaan Kebersihan menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang Ketentraman, 

Ketertiban Umum, dan Pengelolaan Kebersihan sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan 

tingkatannya untuk mengetahui gambaran Jan keadaan 
situasi wilayah, 

c. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan 
tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian di 
wilayah, 

d. menyusun rencana kegiatan di bidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum, dan Pengelolaan Kebersihan sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

e. melakukan kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dar 

Pengelolaan Kebersihan melalui pertemuan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat, 

f. melaksanakan tugas pengendalian Ketentraman, 
Ketertiban Umum, dan Pengelolaan Kebersihan melalui 
operasi penertiban umum untuk terciptanya ketentraman 

dan ketertiban masyarakat, 

g. melakukan monitoring kegiatan masyarakat di Daerah 
rawan konflik secara langsung atau tidak langsung untuk 
mengetahui situasi ketentraman dan ketertiban dan 
pengelolaan kebersihan, 

h. melakukan penertiban peraturan Daerah dan peraturan 
lainnya di wilayah kecamatan sesuai jenis untuk 
supremasi hukum, 

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala- 
kepala seksi melalui rapat dan perterruan untu 
kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas, 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 7 
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 649 
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan 
kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan berdasarkan 
peraturan  perundang-undangan  uftituk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 650 | 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 649, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Rakyat menyelenggarakan fungsi:
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a. m u n y u s u n kebi jakan telcnis di bidcing pemberdayaan 
masyaraka t dan kesejabtt^raan rakyat sesusd kebutuban 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data pemberdayaan dan kesejabteraab 
rakyat mela lu i format u n t u k memperolen gambaraiji 
keadaan masyarakat ; 

c. mengelola data pemtierdayaan masyaraka t dab 
kesejabteraan rakyat sesua i j en i snya untuk: mengetabui 
perkembangannya; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan pemberdayaan masyaraka t 
dan kesejabteraan rakyat berdasarkan kebutuban u n t u k 
menjadi program uni t ; 

e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyaraka t 
sesua i kebutuban u n t u k peningkatan taraf bidup 
masyarakat ; 

f. me l akukan pembinaan di bidang kese jabt « 5 r a a n rakyajt 
secara terpadu u n t u k peningkatan ]3eran sertp 
masyaraka t da lam pembangunan; 

g. memfasi l i tasi ban tuan sosial sesua i kebutuban sebagaji 
upaya mengatasi kesenjangan masyarakat ; 

b. me l akukan monitoring; program pemberdayaab 
masyaraka t dan kesejabteraan rakyat secara l a n g s u n ; 
a t au t idak langsung u n t u k mengetabui peningkatan 
kesejabteraan masyarakat ; 

i . mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasab 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebip 
lanjut ; 

j . mengkoordinasikan pelalcsanaan tugas dengan kepal; 
kepala seks i mela lui rapat dan pertemuan untu|c 
penyatuan pendapat; 

k. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas secar^ 
berka la sebagai baban evcduasi; dan 

1. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasa j i 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Paragraf 8 

Kepa la Seks i Ekonomi dan Pembangunan 

Pasa l 6 5 1 
Kepala Seks i Ekonomi dan Pembangunan mempunya i tugals 
dibidang perekonomian dan pembangunan b e r d a s a r k a i 
pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 652 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 6 5 1 , Kepa la Seks i Ekonomi dan P e m b a n g u n a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis di bidang pierekonomiah 

dan pefflbartgUnan kemasya faka tan sesUgJ kebutUbap 
sebagai pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data potensi keeamatan mela lui surv^ i 
u n t u k mengetabui gambeiran pembangunan ekonomi 
kemasyaraka tan ; 

c. mengolab data potensi keeamatan sesua i j en i s un fU 
mengetabui perkembangannya; 
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a. munyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesu:si kebutuhan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

b. mengumpulkan data pemberdayaan dan kesejahteraan 
rakyat melalui format untuk memperoles gambaran 
keadaan masyarakat, 

c. mengelola data pemberdayaan masyarakat dan 
kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk. mengetahui 
perkembangannya, 

d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dan kesejahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk 
menjadi program unit, 

e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup 
masyarakat, 

f. melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat 
secara terpadu untuk peningkatan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan, | 

g. memfasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan sebagai 
upaya mengatasi kesenjangan masyarakat, 

h. melakukan monitoring: program pemberdayaan 
masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung 

atau tidak langsung untuk mengetahui peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, 

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala 
kepala seksi melalui rapat dan perterruan untuk 
penyatuan pendapat, 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 8 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 651 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tug 

dibidang perekonomian dan pembangunan berdasarka 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 652 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 651, Kepala Seksi Ekonomi dan Fembangunan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perekonomian 
dan pembangunan kemasyarakatan sesuai kebutuhan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

b. mengumpulkan data potensi kecamatan melalui survei 
untuk mengetahui gambaran pembangunan ekonomi 
kemasyarakatan, 

c. mengolah data potensi kecamatan sesuai jenis untuk 
mengetahui perkembangannya,
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d. men3aisun rencana kegiatan perekonomian dan 
pembangunan sesua i kebutuban u n t u k menjadi program 
uni t ; 

e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan 
pembangunan berdasarlrcan s k a l a prioritas u n t u k 
peningkatem kesejabteraan masyarakat ; 

f. me l akukan bimbingan teknis pengembangan 
perekonomian mela lu i pertemuan u n t u k peningkatan 
pendapatan masyaraka t ; 

g. mengkonsul tas ikan pelal<;sanaan tugas dengan a tasan 
baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb ptdunjuk lebib 
lanjut ; 

b. mengkoordinasikan pelak sanaan tugas dengan kepala-
kepa la seks i mela lu i rapat dan pertemuan u n t u k 
penyatuan pendapat; 

i . m e n y u s u n laporan bas:il pe laksanaan tugas secgira 
berka la sebagai baban eveJuasi; dan 

j . me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

B A B X X X 
K E L U R A H A N 

Bag ian Kesa tu 
K e d u d u k a n 

Pasa l 653 
(1) Ke lu raban berkedudukan sebagai perangkat Keceimatan 

yang mempunya i tugas dan fungsi me l aksanakan 
penyelenggaraan pemerintaban di wi layab Ke lu raban 
yang dipimpin lu rab . 

(2) Se la in me l aksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), lu rab d ibantu ol(;b perangkat 
Ke lu raban u n t u k me laksanakan tugas yang d iber ikan 
oleb camat. 

Pasa l 654 
Ke lu raban dipimpin oleb kepa la ke lu raban yang disebut luraJ i 
s e l aku perangkat keeamatan dan bertanggung jawab kepada 
camat. 

Bag ian Kedua 
S u s u n a n Organisas i 

Pasial 655 
S u s u n a n Organisas i Ke lu rab im terdir i a tas : 
a . L u r a b ; 
b. Sekfetaf is ; 
0. Seks i Pemerintaban, Ketentraman, Ketert iban U m u m dan 

Pengelolaan Kebers iban; 
d. Seks i Ekonomi dan Pembangunan; dan 
e. Seks i Pemberdayaan dan Kesejabteraan Rakyat . 
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d. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan 
pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program 
unit, 

e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan 
pembangunan berdasarkan skala prioritas untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

f. melakukan bimbingari teknis pengembangan 
perekonomian melalui pertemuan untuk peningkat 

pendapatan masyarakat, 

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sei 
kepala seksi melalui rapat dan pertemuan Su 

penyatuan pendapat, 
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
j- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

untuk kelancaran tugas kedinasan. 

BAB XXX 

KELURAHAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 653 

(1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan 
yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan 
yang dipimpin lurah. 

(2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat 
Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan 
oleh camat. 

Pasal 654 
Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lural 
selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepadi: 
camat. 

a
g
a
)
 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 655 

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas: 
a. Lurah, 
b. Sekretaris: 
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Pengelolaan Kebersihan, 
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan 
e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat. 
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Paseil 656 
Seks i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 655 b u r u f c 
b u r u f d, dan b u r u f c, dipimpin oleb Kepala Scks ; . 

Bag ian Ketiga 
Tugas D a n Fungs i 

Paragraf 1 
L u r a b 

PasEil 657 
L u r a b mempunya i tugas membantu camat dalam: 
a. me laksanakan kegiatan pemerintaban kelureiban; 
b. me l akukan pemberdayaan masyarakat ; 
0. me laksanakan pelayanan masyarakat ; 
d. memel ibara ketenteraman, ketert iban u m u m da i i 

pengelolaan kebers iban; 
e. memel ibara s a r a n a dan p ra sa rana seirta fasi l i tas 

pe layanan u m u m ; 
f. me laksanakan tugas l a in yang diber ikan oleli camat; dan 
g. me laksanakan tugas la in sesuai dengan ketentuai i 

peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 658 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imi iksud da lam 
Pasa l 657, L u r a b menyelenggaran fungsi: 
a . merencanakan penyelenggaraan pc^merintaban, 

pembangunan dan kemasyaraka tan di ke luraban ; 
b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penyelenggaraan 

pemerintaban, pemban^;unan dan kemasyaraka tan 
di ke luraban ; 

c. me laksanakan kegiatan pienyelenggaraan ketenteraman], 
ketert iban u m u m dan pengelolaan kebers iban; 

d. mengoordinasikan tugas pemerintaban, pembangunab 
dan kemasyaraka tan di kc; luraban; 

e. m e l a k u k a n pengawasan tugas ptjmerintaban, 
pembangunan dan kemasyaraka tan di ke luraban ; 

f. me l aksanakan kegiatan penyelenggaraan pe layanan 
pemerintaban di Ke luraban ; dan 

g. me laksanakan tugas la in yang diber ikan oleb Camat 
sesua i tugas dan fungsinya. 

ParsLgraf 2 
Seki-etaris 

Pasial 659 
Sekretar is mempunya i tugas me laksanakan tugas 
pengelolaan adff i inisttasi umUffi, pefeftcanaan, kepegaWaiaii 
dam keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
u n t u k tert ibnya pelayanam. 

Pasial 660 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud d a l a r i 
Pasa l 659, Sekretar is menyeltmggarakan fungsi: 
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Pasal 656 
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655 huruf c, 
huruf d, dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Bagian Ketiga 
Tugas Dan Fungsi 

Paragraf 1 

Lurah 

Pasal 657 

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalarn: 
melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, 
melakukan pemberdayaan masyarakat, 
melaksanakan pelayanan masyarakat, 
memelihara ketenteraman, ketertiban :imum dan 

pengelolaan kebersihan, 
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas 

pelayanan umum, 
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh camat, dan 
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

p
p
 

y
a
 

Pasal 658 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 657, Lurah menyelenggaran fungsi: 
a. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, 
b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
di kelurahan, | 

c. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, 
ketertiban umum dan pengelolaan kebersihan, 

d. mengoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan di kelurahan, 

e. melakukan pengawasan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, 
f. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan 

pemerintahan di Kelurahan, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat 
sesuai tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 

Sekretaris 

Pasal 659 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pengelolaan administrasi umuti, perencanaan, kepegawaian 
dan keuangan berdasarkan peraturan perundaang-undangan 
untuk tertibnya pelayanan. 

Pasal 660 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 659, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
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a. menghimpun kebi jakan teknis pengelolaan admin is t ras i 
u m u m , perencanaan, kepegawaian dan keutmgan sesua i 
kebutuban sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. m e n y u s u n rencana keg;iatan berdasarkan pedomaiji 
sebagai a c u a n pe laksanaan tugas; 

c. me laksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i umunk 
ke lu raban sesua i pedoman u n t u k peningkat im pelayanaiji 
masyarakat ; 

d. me laksanakan tugas pengelolaan rumab tangg^ 
ke luraban sesua i kebutuban u n t u k menunjan 
ke lancaran kegiatan un i t ; 

e. me l aksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan 
berdasarkan petunjuk teknis ; 

f. mengelola admin is t ras i kepegawaian sesua i kebutuban 
u n t u k peningkatan k iner ja aparatur ; 

g. mengonsul tas ikan pelaksEinaan tugas dengan a tasan ba ik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lanjut 
da lam pe laksanaan tugas; 

b. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan kepala-
kepala seks i mela lui ] 3 e r t e m u a n un tuk penyatuap 
pendapat da lam pe laksanaan tugas; 

i . menyUsUb laporab bas i l pe laksabaab tUgaS secaf^ 
berka la sebagai babem eveduasi; dan 

j . me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lancaran tugas d inas. 

Parsigraf 3 
Kepala Seks i PemerintabEin, Ketentraman, Ketert iban 

U m u m , dan Pengelolaan Kebers iban 

Pasa l 6 6 1 
Kepala Seks i Pemer intaban, ICetentraman, Ketert iban Umur i i 
dan Pengelolaan Kebers iban mempunya i tugas dibidang 
pemerintaban, ketentraman, ketert iban u m u m dan 
Pengelolaan Kebers iban berdasarkan peraturan perundang-
undangan u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 

Pasa l 662 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalaib 
Pasa l 6 6 1 , Kepa la Seks i Pemerintaban, ICetentramar 
Ketert iban U m u m dan Pengelolaan K e b e r s i b a i 
menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebi jakan teknis dibidang Pemerintabar 

Ketentraman, Ketert iban U m u m dan Penge lo laa i 
Kebers iban ke lu raban sesua i kebutuhan sebagai 
pedoman pe laksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data kependudukan mela lui surve i u n t u k 
mengetabui j u m l a b d£m perkembangari penduduc 
ke luraban ; 

c. mengelola data kependudukan mela lu i format sebagai 
baban penyusunan data base kependudukan; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan Pemerintaban, liCetentramar 
Ketert iban U m u m dan Pengelolaan Kebers iban k e l u r a b a i 
sesua i kebutuban u n t u k menjadi program uni t ; 

e. me l akukan kegiatan program Pemerintabar 
Ketentraman, Ketert iban U m u m dan Pengelolaah 
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a. menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi 
umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
b. menyusun rencana kegiatan berdasarkan pedoman 

sebagai acuan pelaksanaan tugas, 
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum 

kelurahan sesuai pedoman untuk peningkatan pelayanan 
masyarakat, 

d. melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga 
kelurahan sesuai kebutuhan untuk menunjang 
kelancaran kegiatan unit, 

e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan petunjuk teknis, 

f. mengelola administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan 

untuk peningkatan kinerja aparatur, 
g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik 

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 
dalam pelaksanaan tugas, 

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dergan kepala- 
kepala seksi melalui pertemuan untuk penyatuan 
pendapat dalam pelaksanaan tugas, 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atanah 
untuk kelancaran tugas dinas. | 

| 

Paragraf 3 
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Pengelolaan Kebersihan 

Pasal 661 
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas dibidang 
pemerintahan, ketentraman, ketertiban “umum dan 

Pengelolaan Kebersihan berdasarkan peraturari perundang- 
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 662 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 661, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Pengelolaan Kebersihan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, | 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengelolaan 
Kebersihan kelurahan sesuai kebutuhan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas 

b. mengumpulkan data kependudukan melalui survei untuk 
mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk 
kelurahan: 

c. mengelola data kependudukan melalui format sebagai 
bahan penyusunan data base kependudukan, 

d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentram 
Ketertiban Umum dan Pengelolaan Kebersihan keluraha 
sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

e. melakukan kegiatan program Pemerintahan, 
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengelolaan
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Kebers ihan mela lu i media dan pertemuan untuk 
peningkatan pemabaman masyarakat ; 

f. mengelola admin is t ras i Pemerintaban, R!etentraman. 
Ketert iban U m u m dan Pengelolaan Kebers iban ke lurabar 
sesua i j en i snya u n t u k tert ibnya admin is t ras i ; 

g. mengelola admin is t ras i pertanaban sesua i petunjuk 
pelaiksanaan dan petunjuk teknis u n t u k t(;rtibnya bak: 
kepemi l ikan tanab diwilayab ke luraban ; 

b. mengumpul data wi layab r awan konfl ik sesua i j en i s dar 
t ingkatannya u n t u k mengetabui gambaran dan keadaar^ 
wi iayab konflik; 

i . mengelola data wi layab r awan konfl ik sesua i j en i s dan 
t ingkatannya u n t u k mengetabui j u m l a b k iyad ian yang 
t imbul diwi layab; 

j . me laksanakan tugas pengendalian keamanan , ketert iban 
u m u m dan Pengelolaan Keibersiban secara terpadu u n t u k 
terc iptanya keamanan dan ketert iban masyarakat ; 

k . me laksanakan kegiatan pengelolaan kebers iban diwi layal i 
ke luraban ; 

1. me l akukan monitoring kegiatan masyaraka t ke luraban 
secara ru t i n u n t u k mengetabui s i tuas i dan kondis i 
masyarakat ; 

m. me l akukan penert iban pera turan Daerab d£m pera turan 
l a innya diwi layab ke lurabt in sesua i j en i s u n t u k supremas^ 
b u k u m ; 

n . mengonsul tas ikan pe l akssnaan tugas dengan a tasan baik 
l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebib lan ju 
da lam pe laksanaan tugas; 

o. mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar i^ 
dan kepeda-kepala seks i mela lui rapat a tau pertemuan 
u n t u k penyatuan pendapEit; 

p. m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas secar^ 
berka la sebagai baban evs iuas i ; dan 

q. me laksanakan tugas la in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

Parsigraf 4 

Kepa la Seks i Ekonomi dan Pembangunan 

Pasa l 663 
Kepala Seks i Ekonomi d£in Pembangunan mempunya i tuga 
dibidang perekonomian dan pembangunan diwi layab 
ke lu raban berdasarkan peraturan perundaj ig-undangan 
u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 

Pasial 664 
Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalai j i 
Pasa l 663 , Kepa la Seks i Ekonomi dan Pembangunan 
fflenyelenggarkan fungsi: 
a . mengbimpun kebijaikan teknis dibidang perekonomian 

dan pembangunan sesua i kebutuban sebagai pedoman 
pe laksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data potensi ke lu raban mela lu i survqi 
u n t u k mengetabui j i imlahi dan perkembangannya; 

c. mengelola data potensi ke luraban sesua i jenis sebagai 
baban penyusunan data tiase/profil ke luraban ; 
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Kebersihan melalui media dan pertemuan untuk 
peningkatan pemahaman masyarakat, 

f. mengelola administrasi Pemerintahan, Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Pengelolaan Kebersihan kelurahan 
sesuai jenisnya untuk tertibnya administrasi, 

g. mengelola administrasi pertanahan sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya hak 
kepemilikan tanah diwilayah kelurahan, 

h. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis d 
tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaa 
wiiayah konflik, 

i. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis d 
tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian yang 
timbul diwilayah, 

j. melaksanakan tugas pengendalian keamanan, ketertiban 
umum dan Pengelolaan Kebersihan secara terpadu untuk 
terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

k. melaksanakan kegiatan pengelolaan kebersihan diwilayah 
kelurahan, 

Il. melakukan monitoring kegiatan masyarakat kelurahan 
secara rutin untuk mengetahui situasi dan kondisi 
masyarakat, 

m. melakukan penertiban peraturan Daerah dan peraturan 

lainnya diwilayah kelurahan sesuai jenis untuk supremasi 
hukum: | 

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai 
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanju 
dalam pelaksanaan tugas, 

Oo. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan 
untuk penyatuan pendapat, 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 4 
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tuga 
dibidang perekonomian dan pembangunan diwilayat 
kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 663 

Pasal 664 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 663, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 
menyelenggarkan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian 

dan pembangunan sesuai kebutuhan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas, 

b. mengumpulkan data potensi kelurahan melalui survei 
untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya, 

c. mengelola data potensi kelurahan sesuai jenis sebagai 
bahan penyusunan data base/profil kelurahan,
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d. m e n y u s u n rencana kegiatan perekoncjmian dan 
pembangunan sesua i kebutuban u n t u k menjadi program 
uni t ; 

e. meleikukan sosia l isas i program pengembangan ekonomi 
dan pembangunan mela lu i media dan pertemuan u n t u k 
peningkatan pemabaman masyarakat ; 

f. me l akukan pengembangtm perekonomian m a s y a r a k a 
secara terpadu u n t u k peningkatan pendapataiji 
masyarakat ; 

g. memfasi l i tasi program pembangunan diwilayab kelurabaik 
secara terpadu untuk: terwujudnya pe laksanaan 
pembangunan; 

b. mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas deiogan a tasab 
ba ik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb petunjuk lebi l i 
lanjut ; 

i . mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar i^ 
lureib dan kepala-kepala seks i mela lui rapat a taq 
pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

j . m e n y u s u n laporan basiil pe laksanaan tugas secar^ 
berka la sebagai baban eveiluasi; dan 

k. me laksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb atasaiji 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

PargLgraf 5 
Kepala Seks i Pemberdayaan dan Kesejabteraian Rakya t 

Pasa l 665 
Kepala Seks i Pemberdayaan dan Kesejabteraan Rakyajt 
mempunya i tugas dibidang Pemberdayaan dan K^esejabteraan 
Rakya t berdasarkan peraturj in perundang-undangan untune 
peningkatan kesejabteraan masyarakat . 

Pasa l 666 
Da lam me laksanakan tugas sebagaimana dimiaksud dalaib 
Pasa l 665 , Kepala Seks i Pemberdayaan dan K^esejabteraap 
Rakya t menyelenggarakan fungsi: 
a . mengbimpun kebijakem teknis dibidang Pemberdayaa/i 

Masyarakat dan kesejabteraan rakyat sesum kebutubap 
sebagai dasar pe laksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatab 
mela lui surve i u n t u k mengetabui gambaran/keadaap 
keb idupan masyarakat ; 

c. mengelola data keadaan sosial kemasyaraka tan sesua i 
j en i s sebagai baban data iDase/profil k e lu rahan ; 

d. m e n y u s u n rencana kegiatan pemberdayaan masyarakbt 
dan kesejabteraan rakj^at sesua i kebutuban u n t u k 
menjadi program uni t ; 

e. me l akukan sos ia l isas i pr Ogham kegiatan pembefdayaab 
masyaraka t dan kesejabtcjraan rakyat mela lui media dap 
pertemuan u n t u k peninglcatan pengetabuan masyarakat}; 

f. me l akukan kegiatan pemberdayaan masyaraka t secara 
terpadu u n t u k peningkatan kesejabteraan masyarakat ; 

g. me l akukan monitoring pi'ogram kegiatan pemberdayaap 
masyaraka t dan kesejabteraan rakyat secjara langsung 
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menyusun rencana kegiatan perekonomian dan 
pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program 
unit, 
melakukan sosialisasi program pengembangan ekonomi 
dan pembangunan melalui media dan pertemuan untuk 
peningkatan pemahaman masyarakat, 
melakukan pengembangan perekonomian masyarakat 
secara terpadu untuk peningkatan pendapatan 

masyarakat, 
memfasilitasi program pembangunan diwilayah kelurahan 
secara terpadu untuk terwujudnya pelaksanaan 
pembangunan, 
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut, 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris 
lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau 
pertemuan untuk penyatuan pendapat, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan | 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasah 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 5 
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 665 

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai tugas dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 666 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 665, Kepala Seksi Pernberdayaan dan Kesejahteraan 
Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan 
sebagai dasar pelaksanaan tugas, 
mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatan 
melalui survei untuk mengetahui gambaran/keadaan 
kehidupan masyarakat, 
mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai 
jenis sebagai bahan data base/profil kelurahan, 
menyusun rencana kegiatan pemberdayaari masyarakat 
dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk 

menjadi program unit, 
melakukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaafi 
masyarakat dan kesejahteraan rakyat melalui media dan 
pertemuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat, 
melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara 
terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
melakukan monitoring program kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung
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m a u p u n t idak lang;sung u n t u k mengetahui 
perkembangannya; 

b. mengkonsul tas ikan pelat :sanaan tugas dengan a tasan 
baik l i san m a u p u n tertul is u n t u k beroleb pcjtunjuk lebib 
lanjut ; 

i . mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan sekretar is 
l u rab dan kepala-kepala seks i mela lu i rapat a t au 
pertemuan u n t u k pcmyatuan pendapat da lam 
pe laksanaan tugas; 

j . m e n y u s u n laporan bas i l pe laksanaan tugas secara 
berka la sebagai baban evgduasi; dan 

k. me l aksanakan tugas l a in yang d iper intabkan oleb a tasan 
u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

BAEl X X X I 
STAi^ A H L I 

Pasa l 667 
Sta f Ab l i berada di bawab dan bertanggung j awab kepada Wa]i 
Kota dan secara administrat i f d ikoordinasikan oleb Sekretar is 
Daerab. 

Pasial 668 
Sta f Ab l i Wal i Kota, terdiri ateis: 
a . Sta f Abl i B idang Pemerintaban, H u k u m dan Politik; 
b. Sta f Ab l i B idang Perekonomian, Keuangan dan 

Pembangunan; dan 
c. Sta f Abl i B idang K e m a s y a r a k a t a n d a n S u m b e r D a y a 

Manus ia . 

Pasa l 669 
(1) S ta f Abl i B idang Pemerintaban, H u k u m dan Politi]c 

sebagaimana d imaksud da lam pasa l 668 b u r u f a 
mempunya i tugas member ikan pert imbangan terbadaiD 
i s u strategis kepada Wal i Kota terkait dengan bidang 
Pemerintaban, H u k u m dan Politik. 

(2) Sta f Ab l i B idang Perekonomian, Keuangan dan 
Pembangunan sebagaimana d imaksud dalam pasa l 66S 
b u r u f b mempunya i tugas member ikan pert imbangan 
terbadap i s u strategis kepada Wal i Kota terkait dengan 
bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan. 

(3) S ta f Abl i B idang K e m a s y a r a k a t a n d a n S u m b e r D a y a 
Manus i a sebagaimana d imaksud da lam pasai 668 b u r u f z 
mempUbyai tugas rftemberikan pert imbangan terbada S 
i s u strategis kepada Wal i Kota terkait dengan bidang 
Kemasyaraka tan dan Sumber Daya Manus ia . 

B A B X X X I I 
UNIT P E L A K S A N A T E K N I S D A E R A H 

Pasa l 670 
(1) U n t u k melaksanakem tugas teknis yang menunjang 

pe laksanaan tugas dan. fungsi D inas/Eladan dapqt 
dibentuk Uni t Pe l aksana Tekn i s Daerab. 

(2) Uni t Pe laksana Tekn i s sebagaimana d imaksud padp 
ayat (1) d ipimpin oleb seorang kepala, yang da lam 
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maupun tidak langsung untuk mengetahui 
perkembangannya, 
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan 
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih 
lanjut: | 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari 
lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat tah 
pertemuan untuk penyatuan pendapat dala 
pelaksanaan tugas, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar 
berkala sebagai bahan evaluasi, dan 
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas 
untuk kelancaran tugas kedinasan: 

BAB XXXI 
STAF AHLI | 

Pasal 667 | 
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali 

Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretari 

Daerah. 

Pasal 668 

Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas: 

a. 
b. 

Cc. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, | 
Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan 
Pembangunan, dan | 
Staf Ahli Bidang Kemasvarakatan dan Sumber Daya 
Manusia. 

| 

Pasal 669 
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politil 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 668 huruf : 
mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadaj 
isu strategis kepada Wali Kota terkait dengan bidan 
Pemerintahan, Hukum dan Politik. 

Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dat 
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66: 
huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangat 
terhadap isu strategis kepada Wali Kota terkait dengar 
bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan. 
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 668 huruf c 
mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap 
isu strategis kepada Wali Kota terkait dengan bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 
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BAB XXXII 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Pasal 670 

Untuk melaksanakan tugas teknis yang menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas/Badan dapat 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam
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pe laksanaan tugas dan fungsinya bertan^;gung jawat i 
kepada Kepa la D i n a s / B a d a n . 

Pas£il671 
Organisas i dan T a t a Ker ja Uni t Pe laksana Tekn i s Daerahi 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 667 ayat (1.) d i tetapkan 
dengan Peraturan Wal i Kota setelab d ikonsu l tas ikan secar i i 
tertul is kepada Pemerintab Provinsi . 

B A B X X X I I I 
K E L O M P O K J A B / L T A N F U N G S I O N A L 

Pasa l 672 
Pada setiap Perangkat Daerab di l ingkungan Pemerintab 
Daerab dapat dibentuk kelompok J a b a t a n Fungs iona l sesua i 
dengan kebutuban dan berdasarkan ketentuan pera turan 
perundang-undangan. 

Pasa l 673 
Kelompok J a b a t a n Fungs iona l mempunya i tugas me l akukan 
kegiatan sesua i dengan bidang tenaga fungsional 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAE; X X I V 
TATA K E R J A 

Pas i i l 674 
Da lam me laksanakan tugasnya, setiap pimpincm Perangkajt 
Daerab dan kelompok j aba tan fungsional wajib menerapkan 
pr insip koordinasi , integrasi dan s inkron isas i baik da lam 
l ingkungan Perangkat Daerab m a u p u n a n tar s a tuan 
organisasi di l ingkungan Pemerintab Daerab serta dengan 
ins tans i la in di luar Pemerintab Daerab sesua i dengan tuga s 
dan fungsi. 

Pasa l 675 
Setiap p impinan Perangkat Daerab wajib mengawai^i 
bawabannya sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasa l 676 
Setiap p impinan Perangkat Daerab da lam l ingkungan sa tuab 
ker ja bertanggung j awab memimpin dan mengoordinasikan 
bawabannya dan member ikan bimbingan serta petunjuk b a ^ 
pe laksanaan tugas bawaban. 

Pasa l 677 
Setiap pimpibab sa tuab orgabsiasi wajib biebgikUti dab 
mematubi petunjuk dan bertanggungawab kepada a tasan 
masing-masing dan menyampa ikan laporan berka la tepqt 
wak tu . 

Pasa l 678 
Setiap laporan yang diter ima oleb p impinan Perangkat Daerah 
dar i bawaban, wajib diolab d;an d ipergunakan sebagai baban 

a
n
g
 
n
g
 

UNIT 

KERJA 

(kapud 
| HuKun 

| ASISTEK 

| SEKDA K
I
 

- 223 - 

pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas/Badan. 

Pasal 671 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara 
tertulis kepada Pemerintah Provinsi. 

BAB XXXIII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, 

Pasal 672 

Pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai 
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 673 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAE XXIV 
TATA KERJA 

Pasal 674 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Perangkat 

Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan Perangkat Daerah maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 

Pasal 675 

Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi 
bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 676 

Setiap pimpinan Perangkat Daerah dalam lingkungan satuan 
kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 677 
Setiap pimpinan satuan organsiasi wajib mengikuti dafi 
mematuhi petunjuk dan bertanggungawab kepada atasan 

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat 
waktu. 

Pasal 678 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah 
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
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u n t u k penyusunan laporan lebih lanjut dan u n t u k 
member ikan petunjuk kepadgi bawaban. 

Pasa l 679 
Da lam menyampa ikan laporan kepada a tasan , t embusan 
laporan d isampa ikan kepada Perangkat Daerab la in yang 
secara fungsional mempunyai. bubungan ker ja. 

Pasa l 680 
Da lam me laksanakan tugasnya setiap pimpinEin Perangkat 
Daerab d ibantu oleb Kepa la sa tuan organisasi d ibawabnya 
dan da lam rangka pemberian bimbingan kepsida bawaban 
wajib mengadakan rapat berkala . 

B A B X X X V 

K E P E O A W A I A N 

Pasa l 6 8 1 
Pengangkatan dan pemberbentian da lam dan dar i j aba tan 
manajer ia l serta j aba tan non manajer ia l d i l aksanakan sesua i 
ketentuan perundang-undangan. 

B A B X X X V I 
K E T E N T U / L N l a i n - l a i n 

Pasial 682 
S t r u k t u r orgainisasi dan Taita Ker j a Pemer intab Dae ra l i 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 tercantum d a l a r i 
Lamp i ran yang merupakan bagian t idak terp isabkan dar i 
Pera turan Wal i Kota in i . 

B A B X X X V I I 

K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 683 
Pada saat Pera turan Wal i Kota in i mu la i ber laku, pejabat yang 
t e l a b a d a tetap me laksanakan tugas dan fungsinya sampgi 
dengan d ibentuknya j aba tan ba ru dan diangkat pejabat b a r i 
berdasarkan Pera turan Wal i ICota in i . 

Pasa l 684 
(1) Penetapan kelas J a b a t a n Fungs iona l yang a k a n diduduk., 

d ise tarakan dengan ke las J a b a t a n Admin is t ras i yang 
d iduduk i sebe lumnya siampai dengan di te tapkannya 
ketentuem pengbasi lan Penyetaraan J a b a t a n . 

(2) Da lam ba l J a b a t a n Fungs iona l yang a k a n d i d u d u l i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memi l ik i ke las 
j aba tan yang lebib tinggi, ke las J a b a t a n Fungsionf i l 
Pebyetaraan J a b a t a n mtjbgikuti peraturar i perundang-
undangan yang mengatur mengenai ke las J a b a t a i 
Fungs iona l tersebut. 

(3) Pe laksanaan kegiatan pada ke las J a b a t a n Fungs iona l 
yang d ise tarakan ditetapkan setara dengan pe laksanaaj i 
kegiatfm pada ke las dalEim jenjang J a b a t a n Fungs iona l 
yang a k a n d iduduki . 
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untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 679 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusa 
laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yan 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 680 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Perangk 
Daerah dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya 
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
wajib mengadakan rapat berkala. | 

BAB XXXV | 

KEPEGAWAIAN | 

Pasal 681 
Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
manajerial serta jabatan non manajerial dilaksanakan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

BAB XXXVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 682 
Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daera 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dal 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

BAB XXXVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 683 
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yan 
telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampa 
dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat bar! 
berdasarkan Peraturan Wali Kota ini. 

-
.
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Pasal 684 | 
(1) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan Na 

disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yan 
diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya 
ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(2) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas 
jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional 
Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang- 
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan 
Fungsional tersebut. 

(3) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional 
yang disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan 
kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional 
yang akan diduduki.
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B A B X X X V I I I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 685 
Pada saat Pera turan Wal i Kota in i mu la i ber laku: 
a . Pera turan Wal i Kota Nomor 3 1 T a b u n 2008 tentarig 

Pe laksanaan Pera turan Daerab Nomor 17 T a b u n 2008 
tentang B a d a n Penanggulangan Bencana E n e r a b (Ber i ta 
Daerab Kota Gorontalo T t ibun 2008 Nomor 31); 

b. Pera turan Wal i Kota Nomor T a b u n 2010 tentarig 
Pe laksanaan Peraturan Daerab Nomor 8 T a b u n 2010 
tentang B a d a n Penanggulangan B e n c a n a Ciaerab (Beritja 
Daerab Kota Gorontalo T f ibun 2010 Nomor 8); 

c. Pera turan Wal i Kota Nomor 5 1 T a b u n 2016 tentarig 
Kedudukan , S u s u n a n Perangkat Daerab, Tugas dan 
Fungs i ser ta T a t a Ker ja ItCecamatan (Beri ta Daerab Kota 
Gorontalo T a b u n 2016 Nomor 51); 

d. Pera turan Wal i Kota Nomor 52 T a b u n 2016 tentarig 
Kedudukan , S u s u n a n Perangkat Daerab, Tugas dan 
Fungs i serta T a t a Ker ja Ke lu raban (Beri ta Daerab Kot|a 
Gorontalo T a b u n 2016 Nomor 52); dan 

e. Pera turan Wal i Kota Nomor 4 T a b u n 2022 tentarig 
Kedudukan , S u s u n a n Perangkat Daerab, Tugas dan 
Fungs i serta Ta ta Ker ja Sc^kretariat Daerab (IBerita Daerajb 
Daerab T a b u n 2022 Nomor 4), 

dicabut dan d inya takan t ida l : ber laku. 

Pasa l 686 
Peraturan Wal i Kota in i rnttlai ber laku pada tabgg^ 
d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, mc^merintabkan 
pengundangan Pera turan Wal i Kota in i dengan 
penempatannya da lam Beritci Kota Gorontalo. 

Ditetapk£m di Gorontalo 
padatani^gal 24 Noveinler 2025 

^ALI K G T A GORONTALO 

A D H A N D A M B E A 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tangga l 2 4 November 2025/ 

S E K R E T A R I S Z 5 ^ E R A H K O T A G O R O N T A L O ^ 

A D J I D 

B E R I T A D / L E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2025 N O M O R 3 0 

yh 
1 
: 
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BAB XXXVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 685 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2008 santa 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita 
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 31), 

Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201 

tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita 
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 8), 
Peraturan Wali Kota Nomor S1 Tahun 2016 tent da 
Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas d 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah £ a 

Gorontalo Tahun 2016 Nomor 51): 
Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 Kr 

Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas d 
Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota 
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 52), dan 

Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tent 

Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah. Tugas d 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daer 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Daerah Tahun 2022 Nomor 4), 

Pasal 686 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangga 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Kota Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 
24 November og ada tanggal 

ISMA 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 24 Novemter 2025 

ALI KOTA GORONTALO, 

“AA“— 
ADHAN DAMBEA 

(SEKRETAKIS DRERAH KOTA GORONTALO, 

ADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 30



LAMPTRAN 
P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 
NOMOR 30 T A H U N 2025 
T E N T A N G 
K E D U D U K A N , SUSUNAN ORGANISAS I , T U G A S DAN F U N G S I , S E R T A TATA K E R J A 
P E R A N G K A T D A E R A H D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

S B K R S T A I U A T D A B R A H K O T A G O R O N T A L O 

WAKILWAUKOTA 

S E K R E T A R B 
DAERAH 

A S I S T E N 
P E M E R I N T A H A N D A N 

K E S E J A H T E R A A N 
R A K Y A T 

A S I E T E N 
P E R E K O N O M I A N D A N 

P E M B A N O U N A N 

A S n T E N 
A D M I N I S T R A S I U M U M 

K E P A L A B A G I A N 
K E S E J A H T E R A A N 

R A K Y A T 

K E P A L A B A O I A N 
H U K U M 

K E P A L A B A O I A N 
P E R E K O N O M W N A 

S U M B E R D A Y A A L A M 
K E P A L A B A O I A N 

A D M . P E M B A N G U N A N 

K E L O M P O K 
J A B A T A N 

F U N O S I O N A L 

K E L O M P O K 
J A B A T A N 

F U N G S I O N A L 

K E P A L A B A O I A N 
P E N O A D A A N 

B A R A N G & J A 8 A 

K E P A L A S U B B A O I A N 
P E N G E L O L A A N D A N 

P E N G A D A A N 
B A R A N G D A N J A 8 A 

KEPJA 

K.AE.AG 
KUfXM 1 ASISTEG-

SEKDA 

K E L O M P O K J A B A T A N 
F U N O S I O N A L 

K E P A L A B A O I A N 
U M U M 

K E P A L A B A O I A N 
O R G A N I S A S I 

K E L O M P O K 
J A B A T A N 

F U N O S I O N A L 

K E L O M P O K 
J A B A T A N 

F U N O S I O N A L 

K E P A L A B A O I A N 
P R O T O K O L A 
K O M U N I K A S I 

P I M P I N A N 

J K E P A L A S U B B A O I A N 
' P R O T O K O L 

LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 30 TAHUN 2025 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO 

pama 
WALI KOTA 

WAKIL WALI KOTA 

na 

| SEKRETARIS 

MN an sat! 

ASISTEN | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN | ASISTEN 
KESEJAHTERAAN KE BEKONCNSAN DAN ADMINISTRASI UMUM | PEMBANGUNAN 

RAKYAT 

| 1 | | | 
KEPALA BAGIAN | 

KEPALA BAGIAN apanya KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & KEPALA BAGIAN MENGAN Po) repatasacun KEPALA BAGIAN | 
PEMERINTAHAN Batakan HUKUM SUMBER DAYA ALAM | AON. PEMBANGUNAN ME Apar UMUM ORGANISASI | 

L NN NN — | »IL 
| i 
i | ' 
! ! 

r r | f l KELOMPOK KELOMPOK | Ikepata sum Bacian || KELOMPOK KELOMPOK | | i | i KELOMPOK JABATAN ea (KELOMPOK JABATAN pepe | IKELomPox JABATAN Mete er IT aNaaran JABATAN Walau kai 5 
Seks FUNGSIONAL | dellabkslaa FUNGSIONAL | | bang | PENGADAAN FUNGSIONAL FunGsionAaL | PROTOKOL 

T | T f T f | BaRAaNGDAN Jasa || | | | Tea | | La na | / ! 
|) 

| Iketompox JABATAN |! KELOMPOK JABATAN |! 
| FUNGSIONAL - FUNGSIONAL | 

| KERJA # bb | t 
| kaBaG 
| SUKUM 

SEKDA 
| r 
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I N S P E K T O R A T D A E R A H 

S E K R E T A R I S 

KEPALA S U B BAGIAN 
PROGRAM EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

KEPALA S U B BAGIAN 
ADMINISTRASI DAN UMUM 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH I 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH II 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH in 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

LGCIT 
K E P J A 

K.ABAG 
HUKUM 

ASISTE: ; 

SEKDA 

INSPEKTORAT DAERAH 

PN letalad 
MO EN 

SEKRETARIS 

L 

PROGRAM EVALUASI DAN KRPALA SUN BAGAN 
PELAP N ADMINISTRASI DAN UMUM 

| | L 

INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU | INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH | WILAYAH II WILAYAH IN WILAYAH IV 

UNIT 
KEPJA 

KABAS 
HUKUM 

ASISTEN 

SEKDA 

P
T
 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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S E K R E T A R I A T D P R D 

I 
S E K R E T A R I S 

D P R D 

K E P A L A BAGIAN UMUM DAN K E U A N G A N K E P A L A BAGIAN P E R S I D A N G A N DAN 
P E R U N D A N G - U N D A N G A N 

K E P A L A BAGIAN F A S I L I T A S I 
P E N G A N G G A R A N DAN P E N G A W A S A N 

K t K A L A S u B B A i p Umum DAN K E U A N G A N 
K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

UNIT 
ICERJA 

KABAG 
HUKUM 

ASISTEN-

S E K D A 

SEKRETARIAT DPRD 

SEKRETARIS 
DPRD 

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 

UNIT 
KERJA 

KABAG 
HUKUM 

ASISTEN 

B
n
i
 

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

KEPALA BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN 

B
a
 

T 
| 

I 
. 
l 
L 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 
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D I N A S P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N 

K E P A L A DINAS 

S E K R E T A R I S 

K E P A L A S U B B A G I A N U M U M , T A T A 
L A K S A N A D A N K E P E G A W A I A N 

K E P A L A B I D A N G P E M B I N A A N P A U D 
D A N P E N D I D I K A N NON F O R M A L 

K E P A L A S E K S I 
K E L E M B A G A A N D A N S A R A N A 

P R A S A R A N A 

K E P A L A B I D A N G P E M B I N A A N 
P E N D I D I K A N D A S A R 

K E P A L A S E K S I 
K U R I K U L U M D A N P E N I L A I A N 

P E N D I D I K A N D A S A R 

K E P A L A S E K S I 
K E L E M B A G A A N S A R A N A D A N 

P R A S A R A N A P E N D I D I K A N D A S A R 

KEPJA 

K.AEAG 
HUrXM 

ASISTEM 

SEKDA 

K E P A L A B I D A N G P E M B I N A A N 
K E T E N A G A A N 

K E P A L A S E K S I P E N D I D I K D A N 
T E N A G A K E P E N D I D I K A N P A U D D A N 

P E N D I D I K A N NON F O R M A L 

K E P A L A S E K S I 
P E N D I D I K D A N T E N A G A 

K E P E N D I D I K A N P E N D I D I K A N D A S A R 

ss 

KEPALA DINAS 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

1 SEKRETARIS 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, TATA 
LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| l 

— 

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD | 
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL 

| 

5 ai 1 

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN 
PENILAIAN 

KEPALA SEKSI 
KELEMBAGAAN DAN SARANA 

PRASARANA 

| 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | 

| —— 

KEPALA BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

KEPALA SEKSI 
KURIKULUM DAN PENILAIAN 

PENDIDIKAN DASAR 

TAN LL mam 

KEPALA BIDANG PEMBINAAN 
KETENAGAAN 

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN 

KEPALA SEKSI 
KELEMBAGAAN SARANA DAN | 

PRASARANA PENDIDIKAN DASAR 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | kn
on
on

se
s 

———— 

PENDIDIKAN NON FORMAL 

KEPALA SEKSI 
PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR 

N
a
 

M
a
 N
a
r
a
 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | 

| 
Aa Sen 

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN 

—— 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | 

| ta | 
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D I N A S K E S E H A T A N 

K E P A L A DINAS 

S E K R E T A R I S 

i 
I . 

i 

K E P A L A S U B BAGIAN 
PROGRAM 

K E P A L A S U B BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL K E P A L A S U B BAGIAN 

PROGRAM 
K E P A L A S U B BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

K E P A L A BIDANG K E S E H A T A N 
MASYARAKAT 

K E P A L A BIDANG PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN PENYAKIT 

K F P A L A BIDANG PELAYANAN 
KESEHATAN DAN S U M B E R DAYA 

K E S E H A T A N 

v:.TT 
K E P J A 

K-ABAG 
K V K U M 

ASISTEN-

S E K D A 

- 

2 B3 

DINAS KESEHATAN 

KEPALA DINAS 

I 

SEKRETARIS 

| Leste owe usman 

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM jar ee 
PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN 

KEPALA BIDANG KESEHATAN | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KEPALA BIDANG PELAYANAN 
MASYARAKAT | PENGENDALIAN PENYAKIT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| 
| 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

l l 
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D I N A S P A R I W I S A T A , K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A 

K E P A L A DINAS 

S E K R E T A R I S S E K R E T A R I S 

i 
i 

K E P A L A S U B B A O I A N U M U M D A N 

K E P E O A W A I A N 
K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

K E P A L A B IDANG K E P A R I W I S A T A A N 

i 
i 

K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

K E P A L A B I D A N G E K O N O M I K R E A T I F 

i 
i 

K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

K E P A L A B I D A N G K E P E M U D A A N DAN 
K E O L A H R A G A A N 

i 

K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

UNTT 
K E P J A 

K.AEAG KL7XM 1 ASIETEN 

SEKDA 

f 

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

KEPALA DINAS 
T 

SEKRETARIS 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| 

KEPALA BIDANG KEPARIWISATAAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 

KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF 

ap 

| 
L 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| L 

| 

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN 
KEOLAHRAGAAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 
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DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN KELAWTAN DAN PERIKANAN 

K E P A L A D I N A S 

S E K R E T A R I S 

K E P A L A S U B B A G I A N U M U M 
D A N K E P E G A W A I A N 

K E L O M P O K J A B A T A N 
F U N G S I O N A L 

K E P A L A B I D A N G 
K E T E R S E D I A A N D A N 
D I S T R I B U S I P A N G A N 

K E P A L A B I D A N G K O N S U M S I 
D A N K E A M A N A N P A N G A N 

K E P A L A B I D A N G 
P E T E R N A K A N 

K E P A L A B I D A N G P E R T A N I A N K E P A L A B I D A N G K E L A U T A N 
D A N P E R I K A N A N 

I K E L O M P O K J A B A T A N 
F U N G S I O N A L 

UNTT 
E P J A r 
K.ABAG 
HUKUM 

ASISTE; ; 

SEKT3A 
r 

an 

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

« 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

| | 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

KEPALA BIDANG 
KEPALA BIDANG KONSUMSI KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KELAUTAN 

KETERSEDIAAN DAN KEPALA BIDANG PERTANIAN 
DISTRIBUSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

| | i 
| | | I | 

| I | I | 

IKELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I | l J | | | | I Il- 

» I
n
 
—
—
—
 

"T
el

 
“
 

is
 
-
 

t
 

P
a
n
 

.
 —
 
S
p
 



D I N A S L I N G K U N G A N H I D U P 

KEPALA DINAS 

K E P A L A B I D A N G P E N A T A A N D A N 
P E N A A T A N P P L H 

S E K R E T A R I S 

K E P A L A S U B B A G I A N K E U A N G A N 
K E P A L A S U B B A G I A N UMUM D A N 

K E P E G A W A I A N 

K E P A L A B I O A N G P E N G E L O L A A N 
S A M P A H , L I M B A H 8 3 DAN 

P E N I N G K A T A N K A P A S I T A S 

K E P A L A B I D A N G P E N G E N D A L I A N 
P E N C E M A R A N DAN K E R U S A K A N 

L I N G K U N G A N H I D U P 

K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L K E L O M P O K J A B A T A N F U N G S I O N A L 

-.8- 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

| 

KEPALA BIDANG PENATAAN DAN 

PENAATAN PPLH 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

Ki permana mm mama | 
| 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN 

| | 

| 
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEPALA BIDANG PENGENDALIAN 

SAMPAH, LIMBAH B3 DAN 

PENINGKATAN KAPASITAS 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

| | 
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Yi7Krr\AT T Awr S PENDUDUK, KELUARGA HERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN FERLINPTJNOAN ANAK 

K E P A L A DINAS 

S E K R E T A R I S 

K E P A L A S U B BAGIAN 
K E U A N G A N 

K E P A L A S U B BAGIAN UMUM 
DAN K E P E G A W A I A N 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL 

K E P A L A BIDANG 
P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K 

DAN K E L U A R G A B E R E N C A N A 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL 

K E P A L A BIDANG K E T A H A N A N 
DAN K E S E J A H T E R A A N 

K E L U A R G A 

K E P A L A BIDANG 
P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N 
DAN P E M E N U H A N H A K ANAK 

K E P A L A BIDANG 
P E R L I N D U N G A N P E R E M P U A N 

DAN ANAK 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL 

'RLINDUNGAN ANAK 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

| 
mana Ha aa A 

KEPALA BIDANG 
PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA 

T 

| 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

| | 

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM Bea aa 
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

1 

KEPALA BIDANG KETAHANAN KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG 

DAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA 

KELOMPOK JABATAN | 
FUNGSIONAL 

| | 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PEMENUHAN HAK ANAK 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

| | 

DAN ANAK 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

| | 
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SAXUAN P O L I S I PAMONO PRAO^A 

K E P A L A SATUAN 

S E K R E T A R I S 

K E P A L A BIDANG 
K E T E N T R A M A N DAN 

K E T E R T I B A N 

K E P A L A S U B BAOIAN 
PROORAM 

K E P A L A S U B BAOIAN ADM . 
KEUANGAN, U M U M DAN 

K E P E O A W AIAN 

K E P A L A BIDANO 
PERL INDUNOAN M A S Y A R A K A T 

K E P A L A S E K S I K E M I T R A A N K E P A L A S E K S I K E M I T R A A N 
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